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Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
PUTUSAN

Perkara Nomor 13/KPPU-I1/2019

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya
disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 13/KPPU-1/2019, tentang
Dugaan Pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf d UU
Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Sewa Khusus yang dilakukan
oleh: —---mmmmmmm e A

Terlapor I : PT Solusi Transportasi Indonesia, yang selama proses
penanganan perkara berlangstng, kemudian berganti
nama menjadi PT_“Gfab »Teknologi Indonesia yang
beralamat di Jalam’ H.R. Rasuna Said Kav. B12,
Setiabudi, JakastasSelatan, DKI Jakarta, Indonesia;---------

Terlapor II : PT Teknolegi'Pengangkutan Indonesia, yang beralamat di
The Garden Center Building Lantai 6, Jalan Cilandak
KKO-Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia; ---------------

telah mengambil keputusan sebagai berikut:---------------—cmmmmmmmm

Majelis Komisi:

Setelah"membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. ---------------=-—ommcmmmmmmo
Setelah, membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan
PRlA N g gaTran. ——— oo
Setelah mendengar Keterangan para Saksi. --------------mmmmmmmmmmmmm
Setelah mendengar Keterangan para Ahli. ----------—-mmc oo
Setelah mendengar Keterangan Terlapor. -------------—mmmmmmmmm o
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. ------------
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor.----------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ---



SALINAN

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa setelah dilakukan proses penyelidikan dan
pemberkasan terkait dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 14, Pasal 15
ayat (2) dan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 yang
dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia dan PT Teknolegi
Pengangkutan Indonesia terkait Jasa Angkutan Sewa Khusus
sebagaimana tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang,pada
pokoknya sebagai berikut (vide Bukti 12, B1): ------------—- =8 ————28n -
1.1 Tentang Identitas Terlapor. -----------=—--mmmmmmmo e

1.1.1  PT Solusi Transportasi Indonesia, fberalamat di Jalan
Gedung Lippo Kuningan Lantai, 27, Jalan H.R Rasuna
Said Kav. B12, Setiabudi, JakartaiSelatan, merupakan
badan usaha berbentukgbadaft hukum yang didirikan
berdasarkan Akta Nefmor 19 tanggal 11 Agustus 2015
yang dibuat <4leh % Notaris @ Edward  Suharjo
Wiryomartani, “S.H., M.Kn., berkedudukan di Jakarta
Barat dan(telah mendapat pengesahan dari Menteri
Hukum ‘damn ‘Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
NomoryAHU-2451075.AH.01.01.Tahun 2015 tertanggal
125, Agustus 2015. Dalam praktiknya, PT Solusi
Transportasi Indonesia menjalankan kegiatan usaha
antara lain sebagai berikut (vide Bukti Akta Nomor: 19
tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat oleh Edward
Suharjo Wiryomartani, S.H., M.KN, Notaris di Jakarta

a. Mengembangkan, mempromosikan, dan
menyediakan suatu digital platform untuk
memfasilitasi dan/atau mediasi antara penyedia
jasa transportasi (termasuk namun tidak terbatas
pada angkutan sewa, angkutan ojek motor,
aktivitas kurir, angkutan taksi, angkutan darat

wisata, angkutan bermotor untuk barang umum,
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1.1.2

SALINAN

angkutan bus pariwisata, angkutan bus tidak
bertrayek lainnya, dan angkutan darat lainnya
untuk penumpang), dengan pengguna jasa
transportasi yang mencakup  kegiatan: (i)
pemesanan jasa transportasi, (ii) pembayaran jasa
transportasi secara tunai dan/atau secara
elektronik (cashless), dan (iii) penyelesaian’ jasa
transportasi tersebut  oleh penyedia , jasa
transportasi. -------------mmmmmme
b. Bekerja sama dengan badan usaha @an fatau badan
hukum  penyedia jasa  transportasi terkait
penggunaan digital platform, yangwdisediakan oleh
Perseroan untuk memudahkan, para penyedia jasa
transportasi tersebut™dalam memperoleh pesanan
atas jasa transportasi yang disediakannya. -----------
PT Teknologi Perigangkutan Indonesia, beralamat di
The Garden Center Building Lantai 6, Jalan Cilandak
KKO - Jakarta,Selatan 12560, merupakan badan usaha
berbentukWbadan hukum yang didirikan berdasarkan
Akta"Nemor 36 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat
oleh, Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. berkedudukan di
Jakarta Selatan dan perubahan terakhir berdasarkan
Akta Nomor 32 tanggal 23 November 2018 yang dibuat
oleh Notaris Arif Afdal, S.H., M.Kn., yang berkedudukan
di Jakarta. Dalam  praktiknya, PT Teknologi
Pengangkutan Indonesia menjalankan kegiatan usaha,
antara lain sebagai berikut (vide Bukti Akta Nomor: 36
tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris
Mala Mukti, S.H., LL.M dan Akta Nomor: 32 tanggal 23
November 2018 yang dibuat oleh Arif Afdal, S.H., M.KN,
Notaris di Jakarta):--------------—-——-cmmcmm e
a. Melakukan wusaha pengangkutan penumpang

dengan menggunakan mobil penumpang umum
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SALINAN

yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam
wilayah  administratif dan tarif berdasarkan
kesepakatan antara pengguna dengan penyedia
angkutan. --------------mmmm e
Melakukan pengangkutan penumpang dengan
menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda
khusus dan dilengkapi dengan argometer(yang
melayani angkutan dari pintu ke pintw, dengan

wilayah operasi terbatas. ---------------- =8 ————ZEo_

1.2 Tentang Dugaan Pelanggaran.----------------——-—— a0

Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga ‘dilanggar oleh

Terlapor adalah Pasal 14, Pasal 15 ayaty2)jdan Pasal 19 huruf
d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 199908--2-------------—--mccmmuv

Pasal 14 UU Nomer 5/ Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang membuatipérjanjian dengan pelaku usaha lain
yang bertujuan untuk menguasaiy produksi sejumlah produk yang
termasuk dalam rangkaian, produksi barang dan atau jasa tertentu
yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan
atau proses lanjutany, baikdalam satu rangkaian langsung maupun
tidak langsung, yangmdapat mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat,dan,atau merugikan masyarakat

Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha) dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau
jasamtertentu-“harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari
pelakd usaha pemasok

Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik
sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi
terhadap pelaku usaha tertentu

1.3 Tentang Pasar Bersangkutan. -------------—--—mmmmmmmmmo

1.3.1

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 diatur definisi pasar bersangkutan yaitu:
pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah
pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan

atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari
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1.4

1.3.2

1.3.3

1.3.4

SALINAN

barang dan atau jasa tersebut (vide Bukti Pasal 1 angka
10 UU Nomor 5 Tahun 1999). ---------------mmmmmmmm o
Bahwa dalam hukum persaingan, pasar bersangkutan
dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pasar
produk dan pasar geografis. Pasar produk dapat
didefinisikan sebagai pasar dimana terdapat produk-
produk tertentu yang bersaing dan saling bersubstitusi.
Pasar geografis adalah jangkauan atau daerah dimamna
pelaku usaha dapat meningkatkan harganya “tanpa
harus menarik masuk pelaku usaha {dain “atau tanpa
kehilangan jumlah pelanggan secara signifikan.----------
Bahwa berdasarkan proses penelitiansdan penyelidikan
yang telah dilakukan, ditemukan permasalahan dalam
perjanjian dan/atau k€rja‘fsama yang dilakukan
Terlapor I dengan Terlapesr/ll, yang berupaya untuk
melakukan pengl@asaan pasar dari hulu ke hilir
sehingga berdampak pada terdiskriminasinya
perusahaan angkutan sewa khusus lain yang juga
bekerja sama‘dengan Terlapor I. ---------------mcmmcmmo -
Bahwankaitannya dengan permasalahan tersebut, maka
dalam perkara a quo perlu diuraikan mengenai definisi
pasar bersangkutan yang mencakup Pasar Produk
(Product Market) dan Pasar Geografis (Geographic
Market). ------—---—-m e

Tentang Pasar Produk.-----------------oe e i e i e e e e e e oo

1.4.1.

1.4.2.

Bahwa pasar produk dalam perkara a quo berkaitan
dengan pelayanan jasa angkutan sewa khusus, yang
baik langsung maupun tidak langsung sangat
berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh
Terlapor I dan Terlapor II.------------mmmmmm e
Bahwa jenis pelayanan jasa angkutan sewa khusus
tersebut merupakan jenis pelayanan jasa baru

(modern/bukan konvesional) di bidang transportasi
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1.4.3.

1.4.4.

SALINAN

dengan menggunakan teknologi informasi dan/atau
aplikasi  sehingga Pemerintah (dalam hal ini
Kementerian Perhubungan RI) juga belum relatif lama
menerbitkan payung hukum atau Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 yang telah
diganti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomer
118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus (“PM Nomor 118 Tahun 20187).-4---=s- ==
Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7%PM Nomor
118 Tahun 2018 yang dimaksud @angkutan sewa
khusus adalah pelayanan angkutan'dari pintu ke pintu
dengan pengemudi, memiliki wilayah¢ operasi dalam
wilayah perkotaan, dari gdan, “ke bandar udara,
pelabuhan, atau simpul™ transportasi lainnya serta
pemesanan menggunakangaplikasi berbasis teknologi
informasi, dengafi /esaran tarif tercantum dalam
aplikasi. —------ 2 -
Bahwa berdasarkanh ketentuan dalam PM Nomor 118
Tahun, 2018 “tersebut, dapat disimpulkan pelayanan
jasa ‘angkutan sewa khusus memiliki ketergantungan
pada 2 (dua) layanan produk yaitu: (1) Penyediaan
Aplikasi Mobile atau piranti lunak; dan (2) Penyediaan

Kendaraan Roda Empat. --------------—mmmmmmmmmmmm -

1.5_"Tentang Pasar Geografis. ---------=-——-mm oo

1.5.1

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya
Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan angkutan
dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki
wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke
bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi
lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi
berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif

tercantum dalam aplikasi. ---------=--———mcmmmmmm -



1.6

1.5.2

1.5.3

1.5.4

SALINAN

Bahwa wilayah operasi angkutan sewa khusus
ditetapkan oleh: (1) Menteri untuk wilayah operasi
Angkutan Sewa Khusus yang melampaui 1 (satu)
daerah Provinsi dan yang melampaui 1 (satu) daerah
Provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
dan Bekasi; dan (2) Gubernur untuk wilayah operasi
Angkutan Sewa Khusus yang melampaui 1 (satu)
daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah, Provinsi
(vide Bukti Pasal 7 ayat 2 PM Nomor 118 Tahun 2018).-
Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka pasar
geografis sebenarnya dibatasi dalam, setiap wilayah
Provinsi, kecuali khusus wilayah wdakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasi %(Jabodetabek) yang
ditetapkan sebagai 1 (sat@d)pwilayah pemasaran. ----------
Bahwa dengan demikian, pasar geografis yang menjadi
permasalahan dalamgperkara a quo meliputi jangkauan
pemasaran wilayahV Jabodetabek (Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang,” dan Bekasi), Makassar Medan, dan

Surabaya s =

Tentang Integrasi Vertikal Terlapor I dan Terlapor II. --------------

1.6.1

1.6.2

Bahwa )berdasarkan Penjelasan Ketentuan Pasal 14
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999, pengertian
integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian
proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu
sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu
layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. -------
Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan tersebut,
praktek integrasi vertikal meskipun dapat
menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah,
tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak
sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian

masyarakat. Praktik seperti ini dilarang sepanjang



SALINAN

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau

merugikan masyarakat. ------------- oo

1.7 Tentang Penyediaan Jasa Angkutan Sewa Khusus. ----------------

1.7.1

1.7.2

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 PM
Nomor 118 Tahun 2018, yang dimaksud pelaku usaha
penyedia jasa angkutan sewa khusus adalah badan
hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku @saha
kecil yang menyelenggarakan jasa Angkutan \Sewa
Khusus. —--=====-mmmm oo R -
Bahwa Terlapor II menjalankan Kegiatan™ usaha
penyediaan jasa angkutan sewa Kkhusus dengan izin
sebagai berikut:---------------- - -
a. Untuk Wilayah Jabodetabeky, berdasarkan Izin

Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam

Trayek Pelayanafti ‘Angkutan Sewa Khusus di

Jabodetabek (vide Bukti Keputusan Kepala Badan

Pengelola “Transportasi Jabodetabek  Nomor:

SK.11/AJ.206/BPTJ-2017 tanggal 15 Desember

b. .Untuk © Wilayah Makassar, berdasarkan Surat
Persetujuan Dinas Perhubungan Perihal
Persetujuan Permohonan Izin Angkutan Orang
Tidak Dalam Trayek dengan jenis pelayanan
angutan Sewa khusus (yang dikeluarkan pada
bulan Juli 2018 dan ditandatangani oleh Drs. HM.
llyas Iskandar, M.Si. selaku Kepala Dinas

Perhubungan  Pemerintah  Propinsi  Sulawesi

c. Untuk Wilayah Medan, berdasarkan Izin Usaha
Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum
dengan jenis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. -

d. Untuk Wilayah Surabaya/Jawa Timur, berdasarkan

Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi
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1.8

1.7.3

SALINAN

Jawa Timur Nomor: 551.21/1862/113.4/2018
tanggal 19 April 2018 perihal Persetujuan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. ------------
Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya
tersebut, Terlapor II bekerja sama dengan orang
perorangan selaku pengemudi (driver) yang merupakan
pihak independen untuk mengoperasikan dan{/atau
menggunakan kendaraan roda empat yangqdipinjam

dari Terlapor II. ------—-—--mmmmmmmme Sl

Tentang Penyediaan Aplikasi.---------------mmmmmoa -0

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.8.5

Bahwa berkaitan dengan produk penyediaan aplikasi
tersebut, PM Nomor 118 Tahuny, 2048 memberikan
penjelasan mengenai pengertianiypelaku usaha yang
menyediakannya. ------ @€ S
Perusahaan Aplikasi jadalah penyelenggara sistem
elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis
teknologi di ‘hidang’ transportasi darat (vide Bukti
Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 118 Tahun 2018). -------—-—=mmmmmo oo
Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I memiliki kegiatan
usaha)» untuk memberikan layanan penyediaan
aplikasi mobile atau piranti lunak yang bertujuan
untuk menghubungkan konsumen dengan pengemudi
dalam rangka transportasi ke tujuan-tujuan tertentu. -
Bahwa apabila dilihat dari sisi pengemudi, aplikasi
yang disediakan oleh Terlapor I tersebut memiliki
fungsi dan tujuan memberikan informasi dan metode
bagi para penyedia transportasi, pengemudi, dan
operator kendaraan untuk menjadwalkan,
mendapatkan, dan menetapkan kontak dengan
penumpang atau pelanggan. ------------------mmmmmommmo
Bahwa selanjutnya apabila dilihat dari sisi

penumpang, aplikasi yang disediakan oleh Terlapor I
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1.8.6

1.8.7

SALINAN

tersebut memiliki fungsi dan tujuan untuk
memudahkan setiap orang (calon penumpang) yang
mencari layanan transportasi ke tujuan tertentu,
kemudian dihubungkan dengan penyedia transportasi
pihak ketiga, pengemudi, dan operator kendaraan.-----
Bahwa atas dasar hal tersebut, maka dapat
disimpulkan produk yang dihasilkan oleh Terlapor 1
adalah penyediaan layanan aplikasi (platform)yyang
berfungsi untuk memfasilitasi pengemudi ‘dalam
menyediakan layanan dan  konsumen = dalam
memperoleh layanan transportasi , untuk tujuan
tertentu. —----------mmmm o e
Bahwa selanjutnya berdasarkan“alat bukti diketahui
pangsa pasar Terlaporglvadalah sebesar 70% (tujuh
puluh persen) sehifigga pasar jasa angkutan sewa
khusus di Indénesia, ini dapat dikatakan telah
terkonsentrasi,pada’layanan aplikasi yang diberikan

oleh Terlaporl. --F--------mmmmm e

1.9 Tentang HubungamnwI¢erlapor I dan Terlapor II.  ----------cmmmmm

1.9.1

1.9.2

Bahwa ), berdasarkan Anggaran Dasar Terlapor I,
diketahui sejak awal atau setidak-tidaknya sejak
tahun 2016, saham mayoritas Terlapor I dimiliki oleh
Sdr. Stephanus Ardianto dan Sdri. Suzy Lindartono
(vide Bukti Akta Nomor: 19 tanggal 11 Agustus 2015
dan Akta Nomor: 13 tanggal 8 Oktober 2015 yang
dibuat oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H.,
M.KN, Notaris di Jakarta Barat). ----------------mmcmcuuo-
Bahwa selanjutnya sejak tahun 2018, saham
mayoritas Terlapor I dimiliki oleh Grab Inc. dan PT
Grab Taxi Indonesia (vide Bukti Akta Nomor 136
tanggal 25 April 2018 yang dibuat oleh Hasbullah
Abdul Rasyid, S.H., M.KN, Notaris di Jakarta). ----------
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1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8

SALINAN

Bahwa meskipun demikian, hingga saat ini Sdr.
Stephanus Ardianto dan Sdri. Suzy Lindartono tetap
menduduki jabatan sebagai pengurus perusahaan
Terlapor I dimana Sdr. Stephanus Ardianto sebagai
Direktur Utama dan Sdri. Suzy Lindartono sebagai
Komisaris (vide Bukti Akta Nomor 68 tanggal 15 Maret
2019 yang dibuat oleh Jimmy Tanal S.H., M.KNj
Notaris di Jakarta). --------------—--mmmmmm -
Bahwa selanjutnya, berdasarkan Anggaran “Dasar
Terlapor II, diketahui sejak tahunn, 2016 saham
Terlapor II dimiliki oleh Sdr. Stephanus Ardianto dan
Sdr. Teddy Trianto (vide BuktijAkta*Nomor 48 tanggal
09 Juni 2016 yang dibuat oleh, Mala Mukti, S.H.,
LL.M, Notaris di Jakarta)®--~sc--=--------ommmmmm oo
Bahwa selanjutnya sejak tahun 2017, saham
mayoritas Terlapor "l dimiliki oleh GC Lease
Technology Ine./dan Sdr. Stephanus Ardianto (vide
Bukti Akta _Nomor 116 tanggal 19 Juli 2017 yang
dibuat “oleh"™*Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.KN,
NgtWQdWJakarta). --------------—-— oo
Bahwa meskipun demikian, sejak tahun 2016 hingga
saat ini, Sdr. Stephanus Ardianto tetap menduduki
jabatan sebagai pengurus perusahaan Terlapor II
sebagai Direktur (vide Bukti Akta Nomor 48 tanggal
09 Juni 2016 yang dibuat oleh Mala Mukti, S.H.,
LL.M, Notaris di Jakarta). -------------------mmmmmmmmm
Bahwa saat ini, Sdr. Stephanus Ardianto sebagai
Direktur Utama dan Sdri. Suzy Lindartono sebagai
Komisaris Perusahaan Terlapor II (vide Bukti Akta
Nomor: 32 tanggal 23 November 2018 yang dibuat
oleh Arif Afdal, S.H., M.KN, Notaris di Jakarta). ---------
Bahwa pemegang saham GC Lease Technology Inc.

adalah Grab INC (vide Bukti Keterangan Tertulis
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SALINAN

Terlapor II melalui Surat No. Ref: 0109/1V/TPI1/2019
tanggal 12 April 2019). -----------mmmm
1.9.9 Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Dasar
Terlapor I dan Terlapor II, diketahui Grab Inc. dan GC
Lease Technology Inc. merupakan perusahaan yang
didirikan berdasarkan hukum Negara Kepulauan
Cayman yang memiliki kantor terdaftar di c/o
International Corporation Services Ltd., ¢ Harbour
Place, 2nd Floor, 103 South Church Street, PO Box
472, Grand Cayman, KY1-1106 (vide Bukti Akta
Nomor 116 tanggal 19 Juli 2017 dan Akta Nomor 136
tanggal 25 April 2018 yang (dibuatsioleh Hasbullah
Abdul Rasyid, S.H., M.KN, Notaris\di Jakarta). ----------
Skema Hubungan Teflapot I & Terlapor II

STEPHANUS
N T ARDIANTO&SUZY
LINDARTONO

GRAB INC

!

Direktur Utama & Komisaris

TERLAPOR I & TERLAPOR II

GC LEASE TECHNOLOGY INC

1.10 Tentang Perjanjian Terlapor I dan Terlapor II. -------------cmceuuuv
1.10.1 Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017, Terlapor I membuat
perjanjian kerja sama dengan Terlapor II, yang

ditandatangani oleh orang yang sama yaitu Sdr.
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1.10.2

SALINAN

Stephanus Ardianto selaku Direktur Terlapor I dan
Terlapor II (vide Bukti Perjanjian Penyediaan Jasa

antara Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 Juni

Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut, memuat
kesepakatan antara lain:---------------------mmmmm e

a. Ruang Lingkup: Terlapor II akan merujuk képada

Terlapor I seluruh Pengemudi untuk mengguhakan
Grab App untuk memungkinkan “Pengémudi
menjalankan jasa angkutan sewa képada Pengguna
Akhir dan sebagai gantinya/ Terlapor II akan
memastikan bahwa Pengemudis hanya akan
menggunakan Grab App,dalam menyediakan jasa
angkutan sewa tersébut((vide Bukti Pasal 4.1
Perjanjian Penyediaan «Jasa antara Terlapor I dan
Terlapor II tertanggal5 Juni 2018). -----------------—---
Yang dimaksud déngan “Grab App” adalah aplikasi
telepon(genggam yang berfungsi sebagai perangkat
penjadwalan berbasis aplikasi yang menyesuaikan
permintaan Pengguna Akhir akan jasa kendaraan
berpengemudi dengan Pengemudi yang terdaftar
yang tersedia untuk memberikan jasa tersebut (vide

Bukti butir 1.1 Bagian Definisi dan Iterpretasi).------

1410.8 Bahkan dalam perjanjian tersebut, Terlapor II

diwajibkan: ----------mm o

a. Untuk memastikan dilaksanakannya  proses

pendaftaran pengemudi menggunakan Grab App
sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,
sebagaimana ditentukan oleh Terlapor I (vide Bukti
Pasal 4.2.2 Perjanjian Penyediaan Jasa antara
Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 Juni 2018).---
Untuk memastikan bahwa Pengemudi hanya akan

menggunakan Grab App dalam melaksanakan jasa

-13 -



SALINAN

angkutan sewa sesuai izin usaha Terlapor II (vide
Bukti Pasal 4.2.3 Perjanjian Penyediaan Jasa

antara Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 Juni

2018). —mmm
c. Untuk menunjuk pengemudi dalam v
mempromosikan penggunaan Grab App (vide Bu%

Pasal 4.2.4 Perjanjian Penyediaan Jasa
Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 Juni

1.10.4 Kerja Sama Terlapor II dengan Mitra (Penge -
a. Bahwa dalam melaksanakan kegia %ﬁerlapor

I[I melakukan perekrutan pe %ang akan
mengoperasikan dan mengg% endaraan yang
dipinjamkan Terlapor II. --\ ------------------------

b. Bahwa dalam mela a omosi kepada calon
pengemudi, Terl% membuat iklan sebagai

TENTANG

TPI

TPI (Teknologi Pengangkutan 5
Indonesia) merupakan perusahaan Gratis
rental yang menjadi partner resmi

dari GRASB Indonesia. ® Gratis Modem (2p 499 Ribu)

® Gratis Cover ok dan Karpet (Rp 25 1)
® Gratis Asuraens bwa (Rp S )0

TPI memberikan kesempatan bagi

Anda yang belum memiliki kenda-
raan pribadi, untuk memilikinya, e Lebih Murah
melalui program Gold Captain yang

menyediakan fasilitas, discount, © By Mariae yang MURAM (< Rp 200 Ribu)

Q dan kemudahan. b m’;'m“ '*—r-a::ﬂmu:v:;’-w Bertals
® Sodah Ter oA Kendar g
o Kesempatan Memiliki Mobil i e et Legos Q0 1 P T
® Faviza Pembelan Acou dan Ban yang Lebih Morah
Sendiri, Deposit 5 |t an
Biaya Rental MURAH, ege
% Y" di bawah Rp 200.000 / hari O Fasilitas
v Order Prioritas Aplikasi ® Keserrpatan Memn b Kendaaan Prisadi
Grab ® Osder Priormas Melalul Apdhas Grab
@ Unet Pengganti Sementars Saat Kecelsbaan
\ o FasilitasKendaraan Lengkap
SnOratis L) Service

Q c. Bahwa berdasarkan format baku perjanjian yang
% dilakukan Terlapor II dengan para pengemudi
mitranya, maka dapat diketahui hal-hal yang diatur

dalam kerja sama kedua pihak antara lain sebagai

berikut: -------- o
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1) Terlapor II sepakat wuntuk meminjamkan

kendaraan kepada pengemudi (mitra Terlapor II)
dalam melaksanakan Layanan Kendaraan

Berpengemudi. ------------ oo mmm oo

2) Yang dimaksud dengan Layanan Kendaraan

Berpengemudi adalah semua tindakan, aktifitas
dan operasi yang dilaksanakan pengémudi
dalam rangka memenuhi dan menyelesaikan
pesanan Pengguna Akhir akan jasaskendaraan
berpengemudi dengan pengemudi,yang terdaftar
pada dan sesuai dengamd ketentuan yang
ditertapkan Terlapor II melalwidGrab App (vide
Bukti angka 154 Bagian Definisi dan

Interpretasi).----- @€ -2

d. Tanggungjawab Terlapogdl meliputi: -------------------

1)

3)

4)
5)

Memfasilitasi 4 “‘pelatihan bagi pengemudi
mengenai /. penggunaan Grab  App dan
memberikann dukungan kepada pengemudi
mengenail prosedur layanan pelanggan yang
diperlukan. -----------mmmm
Memberitahukan pengemudi atas setiap skors
atau pemberhentian pengemudi sebagai akibat
pelanggaran kode etik atau setiap peraturan dan
ketentuan terkait lainnya dengan sehubungan
dengan pelaksanaan kewajiban berdasarkan
perjanjian ini. ----------mmmmmm oo
Melakukan kegiatan pemasaran untuk
meningkatkan penggunaan Grab App oleh
Pengguna Akhir. ----------—-mmmmm
Menampung keluhan dari Pengguna Akhir.-------
Memfasilitasi pembuatan dan pengaktifan
rekening bagi pengemudi untuk melaksanakan

Layanan Kendaraan Berpengemudi, dan ----------

- 15 -
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Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan kinerja
pengemudi secara mingguan dan
memberitahukan kepada pengemudi apabila
tidak memenuhi Indikator Kinerja Utamanya

(Key Performance Indicator atau KPI). --------------

Kewajiban Pengemudi, antara lain: ------------------#=-

1)

2)

3)

)

5)

Memastikan kendaraan yang digunakan sesuai
dengan standar sewajarnya serta atas ‘biaya
sendiri melakukan perbaikan dan pemeliharaan
kendaraan.------------------ - N -
Memastikan biaya penyéwaan kendaraan
dibayarkan tepat waktu secarasmingguan.--------
Biaya Penyewaan Kendearaaen terdiri dari biaya
sewa mingguan d@w iuran jasa sebesar 20% (dua
puluh persen) danigd argo yang dikumpulkan
Pengemudi{(vide Bukti butir 5.1). ----------------——-
Mengumpulkan argo dari Pengguna Akhir atas
penyelesaian Layanan Kendaraan
Berfpeigemudi. -------------m oo
Mematuhi Kode Etik, rekomendasi dari Terlapor
I dan Grab maupun persyaratan yang
ditetapkan oleh pengelola atau pemilik Hak
Kekayaan Intelektual atas Grab App. --------------
Menanggung segala biaya bahan bakar yang
diperlukan untuk pengoperasian Layanan

Kendaraan Berpengemudi.-------------------------—-

1.11 Tentang Terlapor I Memberikan Keistimewaan dan Prioritas

Layanan kepada Terlapor II dan/atau Mitranya. --------------------

1.11.1

Terkait Promosi Produk. --------------mmomm -

a. Bahwa sebagai perusahaan pada umumnya,

Terlapor I melakukan promosi untuk memasarkan

produknya kepada masyarakat. ---------------------—-

- 16 -
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b. Bahwa selama melakukan promosi, Terlapor I
hanya memberikan muatan promosi kepada
masyarakat (dalam hal ini para calon pengemudi)
agar bergabung dengan Terlapor II. ------------------

c. Bahwa selama melakukan promosi, Terlapor I
tidak pernah melakukan promosi serupa untuk
pelaku usaha pesaing Terlapor II atau perusahaan
angkutan sewa khusus lain selain Teglaperedl,
padahal secara faktual terdapat "4 (empat)
perusahaan lain yang merupakan tnitra, Terlapor I,
yaitu: (1) Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha
Rental Indonesia; (2) Induk “Koperasi Kepolisian
Negara Indonesia; (3) Keperasi,Mitra Usaha Trans;
dan (4) PT Cipta diéstari Trans Sejahtera (vide
Bukti keterangan Tertulis Terlapor I tertanggal 7
Agustus 2018) - - -

1.11.2  Terkait Program = -2 -

a. Bahwa secara umum, Grab membuat program

bagi ‘mitra pengemudi yang tergabung dalam 3

(tiga) kategori, yaitu: -------------——-mmmr -

—
' AN
Silver Partner Elite Partner Elite+ Partner

Kriteria umum: Bintang lebih 4.6, Acceptance Rating lebih 85%, Cancel Maximal 20%

Minimal 60 trip/bulan Lebih 140 trip/bulan Lebih 260 trip/bulan
atau atau
penghasilan Rp 8-12 penghasilan lebih Rp 12
Juta/bulan Juta/bulan

Periode memenuhi kriteria adalah pada 1-30/31 setiap bulan

Setiap tanggal 3 pada bulan berikutnya, Mitra akan menerima pemberitahuan melalui sms dan melalui
aplikasi tentang tipe partner yang didapatkan

Benefit berlaku setiap tanggal 3 sampai dengan tanggal 3 bulan berikutnya

« Mitra yang tidak memenuhi kriteria/tidak mencapai target di bulan berikutnya akan kehilangan benefit
yang sudah diterima sebelumnya

(sumber: https://www.grab.com/id/ top-partners-

b. Bahwa mitra dengan kategori Elite, akan
mendapatkan manfaat tambahan berupa

peningkatan pendapatan sebesar 20% (dua puluh

-17 -
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persen) melalui pengaktifan layanan Grab Car Plus
yang mengutamakan layanan bintang 5 (lima)
kepada penumpang. ----------------mmmmmmmmmmm o
. Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk
dapat menjadi Mitra Elite adalah performa mitra
selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir harus:
(1) Minimal memiliki 100 (seratus) trip perjalanan;
(2) Termasuk dalam zona hijau (tidak terindikasi
melakukan kecurangan); (3) Tidak melanggarkode
etik dan memiliki komentargy, negatif dari
penumpang; (4) Performa bintang terakhir minimal
4.7 dan tidak memiliki rating hdan' 2. ---------------—-
. Bahwa untuk mitra dengan kategori Elite+, akan
mendapatkan manfaat sebagai berikut: (1) Combo
Prioritas (menikmati perpaduan fitur Order Turbo
dan Order Prieritas sehingga dapat menerima
pesanan “lebih¥ banyak dan memudahkan
peningkatan performa; (2) Layanan prioritas pada
Grab “Driver Centre (GDC) semisal prioritas pada
benefit tambahan, penghargaan spesial selama
mitra tersebut tetap menjaga performanya sesuai
dengan kebijakan Grab. --------------—cmmmmmmm
. Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk
dapat menjadi mitra Elite+, performa mitra selama
90 (sembilan puluh) hari terakhir harus: (1)
Minimal memiliki 100 (seratus) trip perjalanan; (2)
Termasuk dalam zona hijau (tidak terindikasi
melakukan kecurangan); (3) Tidak melanggar kode
etik dan memiliki komentar negatif dari
penumpang; (4) Performa bintang terakhir minimal
4.7 dan tidak memiliki rating 1 dan 2; (5)
Mengumpulkan tarif penumpang dalam 30 (tiga

puluh) hari terakhir sesuai kota masing-masing

- 18 -
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yaitu Jakarta minimal Rp6.000.0000,00/bulan
(enam juta rupiah), Surabaya, Medan dan
Makassar masing-masing minimal
RpS5.000.000,00/bulan (lima juta rupiah). -----------
Namun, khusus untuk mitra Terlapor II,
diterapkan program yang berbeda yaitu: ----------&=-
1) Gold Program dengan rental sampai dengan 3
(lima) tahun, adalah program rental kendaraan
jangka panjang (1 tahun) _dan “dapat
diperpanjang maksimum 4 (empat) kali’ dengan
biaya rental yang harus fdibayarkan secara
mingguan. Pengemudi % yang bergabung
memiliki jam kerja, bebas yang diwajibkan
membayar biayasfental s€écara mingguan. -------
2) Program Gold ) inig memiliki manfaat yang
diberikan{kepada setiap pengemudi, yaitu: (1)
Asuransi/ kesehatan di semua rumah sakit
rekanan (Mandiri in Health); (2) Beasiswa
Kaptén Junior (mulai tingkat SD-Universitas);
(3))Gratis perawatan mesin kendaraan. ----------
3)»Program  Flexi, adalah program rental
kendaraan jangka pendek (2 - 6 bulan) dan
dapat diperpanjang dengan biaya rental yang
harus dibayarkan secara mingguan.--------------
4) Program ini dikhususkan bagi pengemudi yang
tidak berniat untuk terikat pada komitmen
jangka panjang (vide Bukti Keterangan Tertulis
Terlapor II  melalui  Surat No. Ref.

072/VIII/TPI/2018_revl tanggal 7 Agustus

5) Bahwa Gold Program tersebut secara khusus

juga dipromosikan oleh Grab melalui website
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6) Bahwa perbedaan antara Gold Program dengan

Taxi pada umumnya antara lain sebagai

berikut: -------——

Fasilitas Taxi Gold

Penghasilan 1 juta 3 juta

(per-minggu) (per-minggu)

Nilai Investasi 60 juta 100 juta

Setoran (rental 2,1 juta 1,1 juta

fee)

Jam Kerja Kaku Fleksibel

Order Konvensional Prioritas order

dari Grab
Pool Kendaraan Dikembalikan Bawa pulang
ke pool
Asuransi Tidak lengkap Kendaraan &
jiwa

7) Bahwa simulasi pendapat) pengemudi yang
bergabung dengan “Gold Program adalah

sebagai berikut: &% -----------------------—-———-

60 Trip/ Week

| Argo Rp | 3.250.000
Potongan Komisi (20%) Rp 650.000

| Argo Nett Rp | 2.600.000
Insentif Potongan Komisi Rp 650.000
Insentif Tambahan Rp 100.000
Pendapatan Kotor Rp | 3.350.000
Bensin, Makan, Pulsa Rp | 1.025.000
Rental Fee Rp | 1.140.000
Pendapatan Bersih (setelah | Rp | 1.185.000
Rental Fee)

Terkait Jam Kerja. -----------—-mmmmmmmm e
Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya
perbedaan perlakuan jam operasional (jam kerja) yaitu
sebagai berikut: ---------- -
a. Untuk Pengemudi Mitra Terlapor II, diberlakukan
jam operasional (jam kerja) mendapatkan
penumpang hingga 24 (dua puluh empat) jam. -----
b. Untuk Pengemudi yang bukan mitra Terlapor II,
hanya diberlakukan jam operasional (jam kerja)
selama 16 (enam belas jam) yaitu dari jam 06.00

s.d 22.00 mendapatkan penumpang. ----------------

-20 -
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Terkait Insentif, --------—-=——— =

Bahwa terdapat perbedaan dalam perhitungan insentif

antara Mitra Terlapor II dengan Mitra Non-Terlapor II,

yaitu sebagai berikut: ---------------mmm

a. Untuk Mitra Terlapor II. ------------mmmmmmmmmmme -

1)

2)

3)

4)

Bahwa  pembayaran sewa  mobil oleh
pengemudi kepada Terlapor II adalah dalam
bentuk trip. Untuk itu setiap pengemudiyang
bermitra dengan Terlapor II harus™ bisa
mencapai target trip mingguandyaitu 44 (empat
puluh empat) trip dan bisaerubah tergantung
perkembangan pasar. -z---=s- = oooooomom -
Apabila pengemudinitra Terlapor II mencapai
target trip minggtian ‘maka fee 20% (dua puluh
persen) yang dipetong oleh Terlapor I akan
dikembalikam kepada pengemudi.-----------------
Pengemudi mitra Terlapor II yang mencapai
target, trip” mingguan akan mendapat insentif
sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu
rupiah) s.d Rp800.000,00 (delapan ratus ribu
rupiah) dan fee 20% (dua puluh persen) yang
dipotong Terlapor I akan dikembalikan. Insentif
dan pengembalian fee ini yang kemudian

diambil oleh Terlapor II sebagai pembayaran

Dikarenakan pembayaran sewa dilakukan
secara mingguan dan cashless, Terlapor II
kemudian meminta Terlapor I untuk memotong

pembayaran sewa pengemudi (e- wallet driver).-

b. Untuk Mitra Non-Terlapor II. ------------cmcmmmmem

1) Target untuk mendapatkan insentif ditentukan

secara harian, yaitu 12 (dua belas) s.d 14

(empat belas) trip sehari (target bisa berubah

=21 -
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sewaktu-waktu). Apabila pengemudi mencapai
target dimaksud maka akan memperoleh

insentif sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan
puluh ribu rupiah) dimana jumlah insentif ‘

tersebut dapat berubah sewaktu-waktu.---------

2) Fee Terlapor I sebesar 20% (dua puluh perse %
namun meskipun pengemudi mencapai %}
mingguan, Terlapor I tetap akan me"% e
yang telah ditentukan tersebut. -<«=--2------------

1.11.5 Peningkatan Mitra Terlapor II. ---------? -----------

a. Bahwa berdasarkan data y. @ oleh selama
proses penyelidikan pa % bersangkutan,
perkembangan jumlah \ aan angkutan sewa
khusus yang bekﬁ% dengan Terlapor II
dalam kurun un 2016 sampai dengan
tahun 201 QQ ebagai berikut: ----------------—-

%\ b. Bahwa selama kurun waktu tahun 2016 sampai
® dengan tahun 2019, terjadi kecenderungan

mengalami peningkatan pengemudi yang

@ tergabung dengan Terlapor II sebagaimana tabel
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Referensi Kasus. --------------------- GQ ----------------

a. Integrasi Vertikal PT Ga
Abacus Indonesia \ KPPU Nomor
01/KPPU-L/2003). T -

PT Garuda ia pada tanggal 28 Agustus
2000 m% kesepakatan dengan PT

Abacu

1)

2)

SALINAN

201 201 2018 2019

aom

2019

nesia dan PT

esia bahwa distribusi tiket

angan PT Garuda Indonesia di wilayah

esia hanya dilakukan dengan dual access

Bale
alui terminal Abacus. Alasan hanya
memberikan dual access kepada PT Abacus
Indonesia sebagai penyedia sistem Abacus di
Indonesia adalah karena biaya transaksi untuk
reservasi dan booking penerbangan
internasional dengan menggunakan sistem
Abacus lebih murah dibandingkan
menggunakan sistem yang lain. -------------------
Agar dual access dapat berjalan efektif, PT
Garuda Indonesia membuat persyaratan bagi
biro perjalanan wisata yang akan ditunjuk
sebagai agen pasasi domestiknya, harus
menyediakan sistem Abacus terlebih dahulu

sebelum memperoleh sambungan sistem

-23 -
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ARGA. Sistem ARGA merupakan sistem yang
digunakan untuk melakukan reservasi dan
booking tiket domestik PT Garuda Indonesia,
sedangkan sistem Abacus digunakan untuk
melakukan reservasi dan booking tiket
internasional. ----------mms oo e
PT Garuda Indonesia memiliki 95% (sembilan
puluh lima persen) saham di PT, Abaecus
Indonesia. PT Garuda Indonesia menempatkan
dua orang Direksinya sebagaiyKomisaris PT
Abacus Indonesia. Hal ini mdenimbulkan konflik
kepentingan karena kegiatanwsaha PT Garuda
Indonesia dan PTgAbacus Indonesia saling
berkaitan. Hal ifit teflihat pada setiap rapat
sinergi antara PTeGaruda Indonesia dan PT
Abacus Indonesia, setidak-tidaknya mereka
mengetahui dan menyetujui setiap
kesepakatan rapat yang diambil termasuk di
dalamnya tentang kebijakan dual access. -------
Kebijakan ini menimbulkan hambatan bagi
penyedia CRS lain dalam memasarkan
sistemnya ke biro perjalanan wisata. Mayoritas
biro perjalanan wisata memilih CRS Abacus
yang disediakan oleh PT Abacus Indonesia. Hal
ini karena sistem Abacus memberikan
kemudahan untuk mendapatkan  akses
reservasi dan booking tiket domestik PT
Garuda Indonesia. Sedangkan CRS selain
Abacus kurang diminati oleh biro perjalanan
wisata karena tidak terintegrasi dengan sistem
ARGA. Ketiadaan sistem ARGA mengakibatkan
biro perjalanan wisata tidak dapat melakukan

booking (issued) tiket penawaran yang lebih

-24 -
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baik dibandingkan tawaran dari penyedia
sistem Abacus, namun tetap tidak diminati
oleh Dbiro perjalanan wisata. Persyaratan
Abacus connection menyebabkan biro
perjalanan wisata yang hanya menjadi agen
pasasi domestik PT Garuda Indonesia
menanggung beban biaya tambahan bérupa
biaya install sistem Abacus dan biayaysewa
perangkat Abacus. Padahal sistem Abacus
tidak digunakan untuk reservasi dan booking
tiket domestik PT Garudd Indonesia. Untuk
reservasi dan booking, ‘tiketd domestik, PT
Garuda Indonesia menggunakan Sistem ARGA.

b. Section 68 of The Competition Act (Cap.50b) Notice
of Infringement Decision (Case: 500/001/18): Sale
of Uber’s Southeast Asian Business to Grab In
Consideratian Of A 27,5 Stake In Grab (24
Septemiber, 201 8). ~------—- oo
1), Competition and Consumer Commission of
Singapore  (“CCCS”) telah  mengeluarkan
putusan (Infringement Decision) terhadap Grab
dan Uber terkait dengan penjualan bisnis Uber
Asia Tenggara dan sebagai ganti atas transaksi
tersebut Uber akan menerima saham Grab
sebesar 27,5% (“Transaksi”). CCCS
berpendapat bahwa transaksi tersebut telah
mengurangi persaingan secara substansial
(Substantial Lessening of Competition) dalam
kaitannya dengan penyediaan jasa layanan
platform ride-hailing di Singapura. ----------------

2) Fakta/Temuan.-------------mmmmmmmmmo o
i. Grab meningkatkan harga dengan

hilangnya pesaing terdekat.---------------—--—-
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Transaksi tersebut telah menghilangkan
pesaing terdekat Grab dalam kaitannya
dengan penyediaan jasa layanan platform
ride-hailing, yaitu Uber. CCCS menerima
pengaduan dari pengemudi dan
penumpang bahwa telah terjadi kenaikan
harga dan komisi setelah terjadihya
Transaksi, diantaranya dengan %, cafra
penurunan jumlah dan frekuensi untuk
promosi penumpang danhinsentif bagi
pengemudi. CCCS menemukan bahwa
telah terjadi kenaikanyharga antara 10%
(sepuluh persen),- 1§%n(lima belas persen).-
Pesaing poténsiall mengalami hambatan
terkait dengany eksklusifitas dan tidak
mampu gbessaing secara efektif untuk
mengimbangi skala usaha Grab karena
Grab memilki pangsa pasar sekitar 80%
(delapan puluh persen) dan adanya network
effect yang kuat membuat pesaing potensial
mengalami kesulitan untuk mengimbangi
dan memperluas pangsa pasarnya. Hal ini
terutama dikarenakan Grab
memberlakukan kewajiban eksklusifitas
bagi perusahaan taksi, rekanan
perusahaan rental, dan beberapa para
pengemudinya. Eksklusifitas Grab tersebut
menghalangi kemampuan pesaing untuk
mengakses pasokan pengemudi dan
kendaraan padahal hal tersebut
merupakan komponen penting untuk

ekspansi pasar. ------------mmmmmmmm o
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iv. CCCS menilai bahwa tanpa adanya

intervensi CCCS akan sulit bagi pesaing
utuk mendapatkan jaringan pengemudi
dan penumpang yang cukup untuk
menjamin kepuasan produk dan
pengalaman baik pengemudi dan
penumpang untuk bersaing secara g¢fektif
terhadap Grab. ------------—mmmmm—a st
v. CCCS berkesimpulan bahwa?%, transaksi
menimbulkan dampak anti¢persaingan dan
melanggar Section 54 Competition Act
dengan mengurangi \persaingan secara
substansial dalam penyeiaan jasa layanan
platform ride4hailing di Singapura. ------------
Persyaratan Ketentuan Transaksi (Remedies). -
CCCS telah mengeluarkan beberapa ketentuan
bagi para pihak yang melakukan Transaksi
untuk mengurangi dampak Transaksi tersebut
kepada pengemudi dan penumpang, serta
membuka pasar dan level persaingan bagi
pelaku usaha baru. ------------—----mmmm -
Ketentuan-ketentuan bagi para pihak yang
melakukan transaksi tersebut adalah sebagai
berikut: ---------------- o
i. Menjamin kebebasan pengemudi Grab
untuk menggunakan jasa platform ride-
hailing lainnya dan tidak mewajibkan
penggunaan aplikasi Grab secara eksklusif.
Hal ini akan meningkatkan pilihan bagi
pengemudi dan penumpang, serta
membuat pasar semakin kompetitif. ---------
ii. Menghapus ketentuan perjanjian ekslusif

dengan armada taksi di Singapura dalam

-7 -



SALINAN

rangka meningkatkan pilihan bagi
pengemudi dan penumpang; ------------------

iii. Mempertahankan algoritma harga dan
komisi yang dipungut dari pengemudi
seperti sebelum kondisi pre-merger Grab.

Hal ini wuntuk menjaga kepentingan
penumpang dari harga yang eksesiffpada
saat ramai (surge pricing) dan kepentingan
pengemudi dari naiknya komisi ‘yang harus
dibayar kepada Grab, tanpammempengaruhi
penerapan strategi dyfiamic pricing pada
kondisi permintaan dan,penawaran normal.

iv. Memerintahkang, kepada Uber untuk
menjual kendaraan dari Lion City Rental
kepada pesaing’ potensial lainnya yang
dapat{ memberikan penawaran wajar
berdasarkan harga pasar, dan tidak
menjual kendaraan-kendaraan tersebut
képada Grab tanpa ijin dari CCCS. Hal ini
untuk mencegah Grab dan Uber untuk
menyerap atau menimbun kendaraan Lion
City Rental untuk menghalangi akses
pasokan kendaraan bagi pesaing baru. ------

5) Denda. —-------mmm oo
Selain  memberlakukan persyaratan bagi
ketentuan dilaksanakannya Transaksi, CCCS
juga mengenakan denda terhadap Uber
sebesar S$6,582,055 dan terhadap Grab
sebesar S$6,419,647. ——--—--mmmmmmmmmme
1.12 Tentang Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 14 UU No. 5 Tahun
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a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor
S5 Tahun 1999 pengertian pelaku usaha adalah
setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bergama-
sama melalui perjanjian, menyelenggarakan
berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. ----

b. Bahwa pelaku usaha yang dimaksu@dalam perkara
ini adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha
berbentuk badan hukum, “scbagaimana telah
diuraikan pada bagian ldentitas Terlapor, sehingga
secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur

c. Bahwa Terlapor¥ I merupakan pelaku usaha
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU
Nomor'g, Tahun 1999, -------——mmmm oo

d. ,Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku
Usaha dalam perkara a quo terpenuhi. ----------------

1.12.2° MnSur Perjanjian.-------------ommmmm oo

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor
S5 Tahun 1999, pengertian perjanjian adalah suatu
perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku
usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis

maupun tidak tertulis. --------------cmmrm -

b. Bahwa perjanjian yang dimaksud dalam unsur ini
adalah perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II,
yang keduanya ditandatangani oleh orang yang

sama (Sdr. Stephanus Ardianto) tertanggal 5 Juni
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2017, serta perjanjian lain yang berkaitan dengan
perjanjian tersebut. -----------mmmmmmm
Bahwa perjanjian tertanggal 5 Juni 2017 tersebut
mengatur kesepakatan ruang lingkup dimana
Terlapor II akan merujuk kepada Terlapor I seluruh
pengemudi untuk menggunakan Grab App yang
memungkinkan pengemudi untuk menjalankan
jasa angkutan sewa kepada Pengguna Akhig dan
sebagai gantinya Terlapor II akan_ memastikan
Pengemudi hanya akan menggunakam, Grab App
dalam menyediakan jasa angkutan sewa tersebut. --
Atas dasar hal tersebut gmakawfunsur adanya
perjanjian yang oleh pelaku“usaha dalam perkara a

quo terpenuhi. ------ @€ T

1.12.3 Unsur Pelaku Usaha ain. «==-----------------—ommmmmme -

a.

d.

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam
perkara initadalah Terlapor II selaku pihak yang
melakukan, perjanjian sebagaimana dimaksud
dalam dugaan ini dengan Terlapor I. ---------------—-—-
Bahwa's Terlapor II merupakan badan usaha
berbentuk badan hukum sebagaimana telah
diuraikan pada bagian Identitas Terlapor sehingga
secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur

Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU
Nomor 5 Tahun 1999, ----- oo
Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku

Usaha Lain dalam perkara a quo terpenuhi. ----------

1.12.4 Unsur Menguasai Produksi. ------------—-—mcmmmmmmmm -

a.

Berdasarkan penjelasan Ketentuan Pasal 14 UU

Nomor S5 Tahun 1999, pengertian menguasai
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produksi sejumlah produk yang termasuk dalam
rangkaian produksi atau yang lazim disebut
integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian
proses produksi atas barang tertentu mulai dari
hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas
suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha
tertentu. ----------------mmm e

b. Bahwa penguasaan produksi yang dimaksud ‘dalam
perkara a quo dilakukan oleh Terlapon, I déngan
Terlapor II melalui perjanjian, sebagaimana telah
diuraikan pada bagian Perjanjian, Terlapor I dan
Terlapor II. -------- - e

c. Bahwa sebagaimana telah ‘diuraikan pada Bagian
Pasar Produk, dalam® pelayanan Jasa Angkutan
Sewa Khusus, terdapat 2 (dua) produk atau
komponen utama, yaitu: (1) Penyediaan aplikasi
mobile atau, piranti lunak; dan (2) Penyediaan
kendaraan.roda empat. -------------—--mmmmmmmmm -

d. Bahwa'dalam perkara a quo, Terlapor I dan Terlapor
II'wtelah melakukan tindakan dalam bentuk
mengintegrasikan kedua produk atau komponen
utama tersebut menjadi dikuasai oleh Terlapor I
dan Terlapor II. ------=-——— -
14125 Unsur Barang/Jasa. ----------—-=-—mmmmmmm oo
a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor
S5 Tahun 1999, pengertian barang adalah setiap
benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.---

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor
S5 Tahun 1999, pengertian jasa adalah setiap

layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi
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yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk
dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.---
c. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Bagian
Pasar Bersangkutan, produk yang dimaksud dalam
perkara a quo adalah Jasa Penyediaan Angkutan
Sewa Khusus, dimana dalam penyediaan jasa
tersebut memiliki 2 (dua) produk atau komponen
utama, yaitu: (1) Penyediaan aplikasi mabileyatau

piranti lunak; (2) Penyediaan kendaraan*roda

d. Bahwa dalam perkara a quo, Terlapor I memiliki
kegiatan usaha menyediakan “Aplikasi Mobile atau
piranti lunak (dalam halsini‘Grab App) dan Terlapor
II memiliki kegiatan uSaha‘meényediakan kendaraan
bermotor roda empat: -«=--------------mmmmmmmm -

e. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka unsur
produk berupa jasa dalam perkara a quo terpenuhi.

1.12.6 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ---------------------

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor
S Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah
persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan
atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur
atau melawan hukum atau  menghambat
persaingan usaha. ------------mmmmmmm

b. Bahwa pelaksanaan perjanjian yang dilakukan
antara Terlapor I dan Terlapor II diduga telah
mengakibatkan hambatan  persaingan dalam
penyediaan jasa angkutan sewa khusus dalam
bentuk diskriminasi yang dialami oleh pelaku
usaha pesaing Terlapor II dan selanjutnya
berdampak lanjut pada pengemudi yang bukan

Mitra Terlapor II. -------———- oo
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c. Bahwa diskriminasi tersebut sebagai dampak
perlakuan istimewa Terlapor [ (Grab) kepada

Terlapor II selaku perusahaan hilir afiliasinya
sebagaimana telah diuraikan di atas (Terlapor I
memberikan keistimewaan dan prioritas layanan

kepada Terlapor II dan/atau mitranya) sehingga

secara mutatis mutandis menjadi bagian yangtidak
terpisahkan dalam penjelasan pemenuhan unsur

pasal ini.---------mmm ST

Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 14 UU®omer S Tahun
1999 terpenuhi. ---------- oo
1.13 Tentang Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 18 ayat (2) UU No. 5
Tahun 1999, -----———mmmom e R
1.13.1 Unsur Pelaku Usaha. ---#-——s- =
a. Berdasarkan ketefituan,Pasal 1 angka 5 UU Nomor

S5 Tahun 1999, pengertian pelaku usaha adalah

setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik

yang beérbentuk badan hukum atau bukan badan

hukumy yvang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui  perjanjian, menyelenggarakan

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. ----

b. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara

a quo adalah Terlapor II yang merupakan badan

usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah

diuraikan pada bagian Identitas Terlapor sehingga

secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur

c. Bahwa Terlapor II merupakan pelaku wusaha
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU

Nomor 5 Tahun 1999, --—--—— oo
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d. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku
Usaha dalam perkara a quo terpenuhi. ----------------
1.13.2 Unsur Perjanjian.-------------mmmmmm oo
a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor
S5 Tahun 1999, pengertian perjanjian adalah suatu
perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuak
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku
usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis
maupun tidak tertulis. ---------------cmo g —ZEC -

b. Bahwa perjanjian yang dimaksud dalam unsur ini
adalah: (1) Perjanjian atau Kerja Sama Penyewaan
Kendaraan Untuk Penyediaan ‘Layanan Kendaraan
Berpengemudi, yang dibuat eleh Terlapor II dengan
Calon Pengemudi, gdan ¢ (2) Perjanjian antara
Terlapor I danf Temlapor II yang keduanya
ditandatangani. leh orang yang sama (Sdr.
Stephanus Ardianto) tertanggal 5 Juni 2017. ---------

c. Bahwa (perjanjian atau kerja sama antara Terlapor
II dengan™Calon Pengemudi (Mitra Terlapor II)
tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di
atass (Kerjasama Terlapor II dengan mitra
(pengemudi) sehingga secara mutatis mutandis
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
penjelasan analisis pemenuhan unsur ini. ------------

d. Bahwa perjanjian tertanggal 5 Juni 2017 tersebut
mengatur kesepakatan ruang lingkup dimana
Terlapor II akan merujuk kepada Terlapor I seluruh
Pengemudi untuk menggunakan Grab App untuk
memungkinkan Pengemudi untuk menjalankan
jasa angkutan sewa kepada Pengguna Akhir dan
sebagai gantinya Terlapor II akan memastikan

bahwa Pengemudi hanya akan menggunakan Grab
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App dalam menyediakan jasa angkutan sewa
tersebut. ------------ oo v oo
Atas dasar hal tersebut maka unsur adanya
perjanjian yang oleh pelaku usaha dalam perkara a

quo terpenuhi. ---------- oo

1.13.3 Unsur Pelaku Usaha Lain. ----------=-=--mmmmmmmmm i

a.

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam
perkara ini adalah Terlapor I dan PengemuditMitra
Terlapor II selaku pihak yang melakukan,perjanjian
sebagaimana dimaksud dalam dugaaniini dengan
Terlapor II. --------mmommmmo 80
Bahwa Terlapor I merupakane’ badan usaha
berbentuk badan hukum, “sebagaimana telah
diuraikan pada bagiafr Identitas Terlapor sehingga
secara mutatis m@dtandisimenjadi bagian yang tidak

terpisahkan deénganiypenjelasan pemenuhan unsur

Bahwa ( Pengemudi Mitra Terlapor II adalah
pihak/kentraktor independen yang bekerja sama
dengan) Terlapor II untuk mengoperasikan dan
menggunakan kendaraan yang dipinjam dari
Terlapor II. ------—- oo
Bahwa Pengemudi Mitra Terlapor II memiliki tugas
utama untuk menerima dan menyelesaikan

penugasan pekerjaan yang dibagikan melalui Grab

Bahwa Terlapor I dan Pengemudi Mitra Terlapor II
merupakan pelaku usaha dan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku

Usaha Lain dalam perkara a quo terpenuhi. ---------------
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1.13.4 Unsur memuat persyaratan bahwa pihak yang
menerima barang dan atau jasa tertentu harus
bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku
usaha pemasok. —------ - oo oo oo
a. Sebagaimana  diuraikan  sebelumnya = bahwa

perjanjian yang dimaksud dalam = dugaan
pelanggaran Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun
1999 ini adalah Perjanjian atau Kepa “Sama
Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan
Kendaraan Berpengemudi, yangh,dibuat oleh
Terlapor II dengan Calon Pengemudi, dan Perjanjian
antara Terlapor I dan Terlapor H«yang keduanya
ditandatangani oleh erang %yang sama (Sdr.
Stephanus Ardianto) gértanggal 5 Juni 2017. ---------
b. Berdasarkan kedua perjanjian tersebut diatur
ketentuan yangs pada pokoknya menyatakan
Terlapor I “dan Terlapor II mewajibkan dan/atau
membuat persyaratan kepada pengemudi (Mitra
Terlapor, “+TI) apabila  mengoperasikan  dan
menggunakan kendaraan yang dipinjamkan dari
Terlapor II, maka pengemudi wajib menggunakan
Grab App (produk layanan Terlapor II), serta wajib
mematuhi Kode Etik, rekomendasi dari Terlapor II
dan Grab, maupun persyaratan yang ditetapkan
oleh pengelola atau pemilik Hak Kekayaan
Intelektual atas Grab App.---------=-=-=—=——cmmmmmmme -
c. Atas dasar fakta tersebut, maka persyaratan pada
perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai
persyaratan pihak yang menerima barang dan/atau
jasa (kendaraan yang dipinjamkan oleh Terlapor II)
harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain

(Grab App yang disediakan oleh Terlapor I) dalam
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rangka menjalankan usaha jasa angkutan sewa

d. Atas dasar ketentuan tersebut, maka unsur
memuat persyaratan bagi pihak yang menerima
barang dan atau jasa tertentu harus bersedia
membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku
usaha pemasok perkara a quo terpenuhi. -----+-=---2

Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 15 ayat (2) UUyNomor'S
Tahun 1999 terpenuhi. ---------—-——-—cmmmmmm W
1.14 Tentang Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 19 hdruf'd UU No. 5
Tahun 1999, e Y
1.14.1 Unsur Pelaku Usaha. ------------zz—-% s - oo

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1, angka 5 UU Nomor
S5 Tahun 1999, pengertian pelaku usaha adalah
setiap orang pererangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum yang/didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik ndonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama, » melalui perjanjian, menyelenggarakan
berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. ----

by, "Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara
ini adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha
berbentuk badan hukum sebagaimana telah
diuraikan pada bagian Identitas Terlapor sehingga
secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur

c. Bahwa Terlapor [ merupakan pelaku usaha
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU
Nomor 5 Tahun 1999, --—--—— oo

d. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku

Usaha dalam perkara a quo terpenuhi. ----------------
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1.14.2 Unsur Melakukan Baik Sendiri maupun Bersama-

a. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa
Terlapor I dan Terlapor II secara bersama-sama
membuat kesepakatan untuk melakukan kegiatan
usaha di bidang jasa angkutan sewa khusus
dimana Terlapor I bertindak sebagai penyedia
aplikasi mobile dan Terlapor II bertindak sebagai
penyedia kendaraan bermotor roda empat, ----=5=-----

b. Kesepakatan antara Terlapor I dan “Terlapor II
tersebut dituangkan dalam perjanjian tertanggal 5
Juni 2017 serta perjanjian-perjanjian lain yang
terkait dengan perjanjian,tersebut. -------------------—-

c. Berdasarkan perjagjian’¢ térsebut, selanjutnya
Terlapor I dan Terlaper II bekerja sama untuk
melakukan kegiatanipenyediaan terkait dengan jasa
angkutan sewa khusus dengan membagi tugas dan
kewajiban.sebagai berikut: ---------------cmmmmm -
1) .Kewajiban Terlapor II, antara lain pada

pekoknya sebagai berikut: --------------mmmmcmmeo -
1+ Untuk memastikan dilaksanakannya proses
pendaftaran Pengemudi untuk
menggunakan Grab App sesuai dengan
syarat dan ketentuan yang berlaku
sebagaimana ditentukan oleh Terlapor I.-----

ii. Untuk memastikan bahwa Pengemudi hanya
akan menggunakan Grab App dalam
melaksanakan jasa angkutan sewa sesuai
izin usaha Terlapor II. --------=-=—— oo

iii. Untuk  menunjuk  Pengemudi dalam
mempromosikan penggunaan Grab App.------

2) Kewajiban Terlapor I, antara lain pada pokoknya

sebagai berikut: ------------mmmm
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i. Untuk memfasilitasi pelatihan bagi
Pengemudi mengenai Grab App dan berkerja
sama dengan Terlapor II mengenai layanan
pelanggan yang diperlukan. ---------------------

ii. Memberitahukan Terlapor II atas setiap
skors atau pemberhentian pengemudi akibat
pelanggaran Kode Etik atau peraturan dan
ketentuan terkait lainnya. ----------4---=s-=t-

iii. Menangani keluhan dari Pengguna Akhir. ----
iv. Memfasilitasi pembuatan dan “pengaktifan
tiap rekening Pengemudi yang ditugaskan
Terlapor II.----------mm -l oo

v. Memfasilitasi pelaksanaan  pengawasan
kinerja Pengémudi = terkait pemenuhan
Indikator Kinerja,Utamanya. --------------------

d. Bahwa berdasarkanyfakta tersebut, Terlapor I dan
Terlapor II,sesuai dengan kapasitasnya masing-
masing(menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan
dengany, pélayanan jasa angkutan sewa khusus
MEINGrab App. --------==—= oo

€. WAtas dasar ketentuan tersebut, maka unsur
Melakukan Baik Sendiri maupun Bersama-sama

dalam perkara a quo terpenuhi. ---------------mmcmmemo-

14148 Unsur Pelaku Usaha Lain. ----------------------mmmm -

a. Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam
perkara ini adalah Terlapor II selaku pihak yang
melakukan perjanjian sebagaimana dimaksud
dalam dugaan ini dengan Terlapor. -----------------—---

b. Bahwa Terlapor II merupakan badan usaha
berbentuk badan hukum sebagaimana telah
diuraikan pada bagian Identitas Terlapor sehingga

secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak
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terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur

c. Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha dan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU
Nomor 5 Tahun 1999, --—--—— oo

d. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelakt
Usaha Lain dalam perkara a quo terpenuhi. ---=--==--

1.14.4 Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan,---=-----

a. Sebagaimana telah diuraikan dalam amalisis terkait
Pasar Produk dimana pelayanan ‘jasasangkutan
sewa khusus memiliki ketergantungan pada 2 (dua)
layanan produk yaitti (1) Penyediaan
Aplikasi Mobile atau piranti lunak; (2) Penyediaan
Kendaraan Roda Empate-—==---------------————c-cmcmceev

b. Bahwa perkara & quo, penyediaan aplikasi mobile
(Grab App)...disediakan oleh Terlapor I dan
penyediaan kéndaraan roda empat disediakan oleh
Terlapordd™ - - -

c. Atas dasar ketentuan tersebut, maka unsur
Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan dalam
perkara a quo terpenuhi. -----------mmmmmmmm -

1.14.5, Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. --------------------—-

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor
5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah
persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan
atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur
atau melawan hukum atau  menghambat
persaingan usaha. ------------mmmmmmm

b. Bahwa pelaksanaan perjanjian yang dilakukan
antara Terlapor I dan Terlapor II diduga telah
mengakibatkan  hambatan  persaingan dalam

penyediaan jasa angkutan sewa khusus dalam
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bentuk perlakuan istimewa yang dilakukan Terlapor

I kepada perusahaan afiliasinya, sebagaimana
diuraikan di atas (Terlapor [ memberikan
keistimewaan dan prioritas layanan kepada
Terlapor II dan/atau mitranya), sehingga secara
mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari penjelasan dan/atau analisis
pemenuhan unsur ini. —---------------mmomom-ao--Shdmsto

c. Bahwa perlakuan istimewa Terlaporsl keépada
Terlapor II telah mengakibatkahn, penihgkatan
kemampuan bersaing Terlapotr U " dibandingkan
dengan pesaingnya khususnya‘dalam perkara a quo
adalah Koperasi JasagPerkumpulan Pengusaha
Rental Indonesia, Indtik Koperasi Kepolisian Negara
Indonesia, Koperasi) Mitra Usaha Trans, dan PT
Cipta Lestari Trans Sejahtera. -----------------oocecee-

d. Atau dengan katailain, perlakuan istimewa tersebut
merupakan, diskriminasi terhadap pesaing Terlapor

II sehingga® mengurangi kemampuan para pesaing
untuk bersaing secara efektif dengan Terlapor II. ----
1.14.6 Unsur Melakukan Praktik Diskriminasi. -------------------
a, ‘Bahwa praktik diskriminasi dalam perkara a quo
adalah perilaku yang dilakukan oleh Terlapor I
kepada Terlapor II, sebagaimana diuraikan di atas
(Terlapor I memberikan keistimewaan dan prioritas
layanan kepada Terlapor II dan/atau mitranya)
sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari penjelasan dan/atau
analisis pemenuhan unsur ini. ----------=-=-=—-———-oo-—-

b. Bahwa perilaku tersebut dapat dikategorikan
sebagai bentuk diskriminasi kepada pelaku usaha
tertentu dalam pasar terkait dengan penyediaan

layanan angkutan sewa khusus. ----------------coccmo-
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Atas dasar ketentuan tersebut, maka unsur Melakukan Praktik

Diskriminasi dalam perkara a quo terpenuhi. ------------------——-—-

2. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan

Dugaan Pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf d

UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Solusi Transportasi

Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia terkait Jasa

Angkutan Sewa Khusus yang dilakukan oleh para Terlapor yang pada
pokoknya sebagai berikut (vide Bukti T1.9, B2, dan B3): -----4---=s-4=-
2.1 Tentang Perkara KPPU. —--------mmmm oSl

2.1.1

2.1.2

Bahwa eksepsi kompetensi absolut &@eksepst bahwa
laporan ini tidak layak untuk = dilanjutkan ke
Pemeriksaan Lanjutan. -----------zz— = -s=fr oo
Bahwa para Terlapor dengangini'memohon agar Majelis
Komisi KPPU memutuskan™aporan Dugaan Pelanggaran
yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU secara absolut
bukan jenis perkarasyamng menjadi kewenangan dari
Majelis Komisi “KPPU}" dengan alasan-alasan sebagai
berikut: ---- Q- gge -~ - -
a. Apapila‘dibaca uraian dari Laporan Tim Investigator
hanya, ‘mempersoalkan/membahas hal-hal yang
privat (ruang lingkup sempit dan juga perdata) yaitu:

1) Uraian Laporan dari Tim Investigator dan fakta-
fakta yang didalilkan sama sekali tidak
menguraikan unsur-unsur yang di atur pada

Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 19 huruf d

dari UU No. 5/1999, karena mempersoalkan satu
perjanjian yang bersifat private antara Para
Terlapor dan antara Terlapor I dan perusahaan
dan/atau koperasi dan/atau perorangan yang

ruang lingkupnya sangat bersifat perdata murni
karena alasan kebutuhan mutlak dan alasan

yang dapat diterima. Selanjutnya, Laporan Tim

Investigator sama sekali tidak menguraikan dan
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tidak ada kaitannya dengan merugikan
kepentingan umum (vide Pasal 2 UU No. 5/1999)
dan kesejahteraan umum (vide Pasal 3 UU No.
5/1999) sebagai syarat mutlak dari azas dan
tujuan dibuatnya UU Nomor 5 Tahun 1999. ------
Tim Investigator dalam Laporannya sama sekali
tidak menguraikan adanya Kepentingan WUmum
yang dilanggar, tidak menguraikan, uraian
Praktek Monopoli, tidak menguraikan‘Persaingan
Usaha antara “siapa dengan ®iapa’. Apakah
Persaingan Usaha antara Gfab,dengan usaha-
usaha sejenis seperti Gojek danwBluebird? Karena
di dalam Laporan Dugaan tidak diuraikan apa
akibat perjanjian yang dibuat oleh para Terlapor
terhadap para pesaing dan apa akibat perjanjian
tersebut terhadapyperekonomian secara nasional

dan juga, terhadap penguasaan pasar/pangsa

Laporan®Tim Investigator tidak menunjukkan
penguasaan produksi/pasar sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang
menjadi dasar/motivasi dibentuknya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----—----cmmmmmmmme -
Tim Investigator juga sama sekali tidak
menguraikan Persaingan Usaha yang mana,
sebab apabila yang dimaksudkan Persaingan
Usaha terkait Aplikasi, maka seharusnya
diuraikan apa akibat Aplikasi Grab tersebut
terhadap aplikasi lain, misalnya aplikasi Gojek
dengan aplikasi Bluebird, sedangkan nama
aplikasi Gojek dan Bluebird pun atau aplikasi
lain, sama sekali tidak disinggung di dalam

Laporan Dugaan.---------------------mmmmmmmm -
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4) Semua fakta di uraian Tim Investigator hanya
sebatas dalam lingkup kerja para Terlapor dan
kaitannya dengan Koperasi, tetapi tidak
menguraikan sama sekali apa akibatnya
terhadap penguasaan  serangkaian  proses
produksi atas aplikasi secara nasional dari hulu
sampai ke hilir. -----------—--mcmmm LD

b. Laporan Dugaan mempersoalkan terkait jamikerja
dan insentif, yang mana hal tersebut diatur ‘dalam

hubungan perdata (perjanjian) antara\ITerlapor I

dengan Mitra (pengemudi). Oleh  karena itu, hal

tersebut seharusnya menjadi,kewenangan peradilan
perdata yakni Pengadilam Negeri. Selain itu, jam
kerja dari para Pengemudil dan juga uang insentif
dari para Pengemudi yang ruang lingkupnya sangat

relatif kecil yaitu hanya sebatas Pengemudi pada 4

(empat) Kopérasi yang bekerjasama dengan Terlapor

I, sama sekali tidak diuraikan efeknya terhadap hak

pengemudi“dari jutaan pengemudi secara nasional.

Sehingga apabila ada Pengemudi yang jumlah jam

kerja relatif sedikit ini merasa dirugikan atau merasa

di-diskriminasikan sudah ada ranah atau Lembaga

yang berwenang memeriksanya yakni Pengadilan

c. Satu contoh nyata dimana Tim Investigator terlihat
jelas merekayasa Laporan ini dengan mendasarkan
kepada suatu contoh kasus yang keliru karena
substansi kasus berbeda, sehingga tidak tepat
digunakan sebagai acuan, yaitu Putusan dalam
Kasus Garuda atau Putusan KPPU No. 01/KPPU-
01/2003 yang memang ruang lingkup perkara
tersebut bersifat nasional karena Garuda adalah

satu-satunya Perusahaan BUMN yang mendominasi
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penerbangan nasional. Tindakan Garuda yang
mengharuskan  menggunakan  sistem  Abacus
berakibat total secara nasional terhadap seluruh biro
perjalanan yang semua sudah mempunyai sistem
masing-masing, akan tetapi diharuskan memakai
sistem Abacus dan tidak ada pilihan lain. Jenis
perkara seperti kasus Garuda ini yang meénjadi
Kewenangan KPPU karena berakibat langsung, baik
secara monopoli, persaingan usaha secara nasional,
dan kepentingan umum. --------------@a oo
Sedangkan dalam perkara Kasus' Grab, Tim
Investigator sama  sekalig, tidaké menguraikan
kepentingan umum yang ‘seperti apa? Bersifat
nasional yang mana? Apa  akibatnya terhadap
monopoli? Siapa yang melakukan monopoli? Karena
di dalam Lapéran, 4 Tim Investigator mengetahui
benar pangsa/pasar para Terlapor sangat kecil
(berbedal dengan kasus Garuda yang bersifat
Nasional),, Tim Investigator tidak menguraikan apa
akibat,Jam Kerja dan Insentif pengemudi dari Grab
terhadap para Pengemudi secara nasional, yang
tidak ada kaitannya sama sekali. -----------------------—-
Tim Investigator tidak menguraikan apakah
perusahaan angkutan lain kehilangan haknya untuk
memilih aplikasi selain aplikasi Grab? Seperti kasus
Garuda, Biro Perjalanan kehilangan hak untuk
memakai sistem masing-masing. -------------------------
Tim Investigator tidak menguraikan apakah harus
berhenti memakai aplikasi Gojek atau Bluebird dan
harus pindah memakai aplikasi Grab, seperti dalam
kasus Garuda, Biro Perjalanan harus mengganti
sistemnya dan menggunakan = sistem = yang

diharuskan Garuda. ----------------------mmmm
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Sebagai contoh analogi, apabila ada 1 (satu) warung
padang mempunyai 2 (dua) supplier ayam yaitu
supplier A dan B. Pemilik warung tersebut membuat
perjanjian dengan supplier A dan B. Supplier A akan
men-supply ayam sebanyak 100 (seratus)
Kilogram/minggu, sedangkan supplier B akan men-
supply ayam  sebanyak 50 (lima  puluh)
Kilogram/minggu. Jelas terjadi
pembedaan/diskriminasi, namun jenis, pérkara
seperti ini tidak menjadi kewenangan ‘dari KPPU.
Hubungan hukum tersebut masih sangat privat atau
scope kecil/terbatas, yang anerupakan kebutuhan
mutlak. Oleh karena itu, bukan sebagai bentuk
diskriminasi atau pergaingan usaha yang bertujuan
untuk penguasaafi pasar/monopoli atau untuk
merugikan kepentingan umum/kepentingan nasional
(sebagaimanajtertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU
Nomor 5(Tahun 1999).-------—- oo
Tim, Investigator telah memaksakan substansi
perkara 'non KPPU menjadi perkara KPPU. Oleh
karena itu, Tim Investigator gagal membuktikan atau
tidak menggunakan syarat mutlak suatu perkara
dapat disebut menjadi jurisdiksi dari KPPU, seperti
kutipan dari Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec. (Mantan
Ketua KPPU): ~--- oo e

“Dengan demikian, apabila ketentuannya secara rule
of reason, maka suatu perilaku yang dilarang harus
dapat dibuktikan telah mengakibatkan salah satu
atau beberapa unsur performansi industri/sektor
menurun, misalnya menurunnya kesejahteraan
rakyat/konsumen, efisienst atau  mengurangi
persaingan (lessening competition). Kiranya perlu

diperjelas ketentuan yang mengatakan “..... dapat
mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan
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usaha tidak sehat” yang dalam berbagai pasal dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.”

(Lihat buku “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks
& Konteks” karangan Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME;
Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, SH, MH; Kurnia
Toha, Ph.D; Prof. M. Hawin, SH, LL.M, Ph.D; Prof.Dr.
Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI; Dr. Sukarmi, SH,
MH; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi,
SH, LL.M)

2.1.3 Maka atas dasar uraian eksepsi absolut tersebutidi atas,
Para Terlapor memohon agar Madjelis), Komisi
memutuskan sebagai berikut: ---------——-—a- e
a. Memutuskan bahwa uraian Laporan Dugaan Perkara

No. 13/KPPU-I/2019 secara wabsolut bukanlah
perkara jenis Persaingan% Usaha yang menjadi

kewenangan KPPU; ataw==s -2 -

b. Menyatakan Laporan Dugaan Perkara No. 13/KPPU-
[/2019, tidak, “layak untuk dilanjutkan ke

Pemeriksaan Lanjutan. ------------—-——cmmmmmmmm -

Apabila Majelis Komisi ' KPPU"berpendapat lain, maka uraian dibawah
ini adalah Tanggapan Para Terlapor atas Substansi Laporan Dugaan
Pelanggaran. -- N QOGge - ———— - - m oo
2.2 Dugaan Pelanggaran Kesatu (I). ----------=--==-—-mmmmmmmmmmomem
22ul 5 Tim Investigator menemukan bahwa perjanjian antara
Terlapor I dan Terlapor II telah melanggar ketentuan

Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999, karena:-----------------

a. Tim Investigator menemukan pemegang saham dari

Terlapor I dan Terlapor II adalah sama yakni Grab

Inc. dan GC Lease Tecnology Inc. ---------------—-cmmuuov

b. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II terikat pada

perjanjian yang salah satu isinya mengatur Terlapor

II akan memastikan seluruh pengemudi Terlapor II

hanya akan menggunakan aplikasi Grab milik

Terlapor I dalam menyediakan jasa. ---------------------
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Bahwa perjanjian tersebut merupakan bentuk
integrasi dari dua produk yang mengakibatkan
penguasaan oleh Terlapor I dan Terlapor II. ------------
Bahwa dengan adanya perlakuan istimewa yang
timbul dari perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor
II yakni terkait promosi produk, program, insentif,
dan jam kerja, telah mengakibatkan persaingan
usaha tidak sehat, berupa diskriminasi bagi pelaku
usaha pesaing Terlapor II dan kemudian ‘berdampak

pada pengemudi yang bukan mitra Teérlaper II. ---------

2.2.2  Para Terlapor menolak seluruh alasan atau dalil di atas

karena tidak sesuai dengan fakta, ‘yang sebenarnya.

Namun, terlebih dahulu Paga Terlapor menyampaikan

hal-hal sebagai berikut:-- &~

a.

Bahwa Para Térlapors berpandangan Laporan
Dugaan Pelanggaran, oleh Tim Investigator a quo
tidak layakilolos¥ Pemeriksaan Pendahuluan dan
tidak perlu, Pemeriksaan Lanjutan karena perkara

ini_bukan“perkara pelanggaran UU Nomor 5 Tahun

Bahwa sebelum kami menanggapi atau membantah
dugaan pelanggaran Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun
1999, maka Para Terlapor terlebih dahulu
memberikan  contoh-contoh  analogi, sebagai
berikut: ------------——-—,— ., —,—,— ., , ., ,— . —,—
1) Apakah merupakan monopoli dan persaingan
tidak sehat dan diskriminasi, apabila: -------------

i. Contoh Analogi (I). -----------------------m -
Bahwa di dalam maskapai penerbangan
seperti Garuda Indonesia, diberlakukan
pengkategorian bagi konsumen yakni kelas

Blue, Silver, Gold, dan Platinum. Manfaat

dari  pengkategorian  tersebut adalah
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semakin tinggi kelas kategori konsumen
tersebut (Platinum) maka semakin mendapat
pelayanan lebih baik dan akan
diprioritaskan. Sebagai contoh: akses ke
dalam lounge Garuda Indonesia dan
diprioritaskan/diutamakan masuk ke dalam
pesawat dibandingkan konsumen lainnya.
Hal tersebut tidak terlepas dariqloyalitas
konsumen dengan menggunakan, maskapai
Garuda Indonesia. -----------@a- -2 ——c -
Abstraksi hukumnya: ( Bukan tindakan
persaingan  tidak 4. sebats dan  bukan
diskriminasi kagenay ““keadaan/kualifikasi
para konsumefinya‘berbeda satu sama lain,
akan tetapiy pilthan tetap di tangan
konsumens untuk memenuhi persyaratan
yang, dibutuhkan” atau konsumen bebas
untuk memilih. ---------—---- -
Kecuali, apabila keadaan sama/prestasi
sama, akan tetapi diberlakukan berbeda. ----
Contoh Analogi (I). --------------------rmmm
Bahwa di dalam usaha perbankan, maka
diberlakukan pengkategorian bagi
nasabahnya yakni ada nasabah prioritas
dan non prioritas. Manfaat dari
pengkategorian tersebut adalah nasabah
prioritas akan pelayanan lebih baik dan
akan diprioritaskan, sebagai contoh: adanya
ruang tunggu khusus jika datang ke cabang
bank dan diprioritaskan/diutamakan untuk
dilayani dibandingkan nasabah lainnya. Hal

ini tidak terlepas dari nominal tabungan dan
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loyalitas nasabah  tersebut di bank
bersangkutan. --------------mmmmmmmm
Abstraksi hukumnya: Bukan tindakan
persaingan tidak sehat dan  bukan
diskriminasi karena “keadaan/kualifikasi
para konsumennya berbeda satu sama lain,
akan tetapi pilihan tetap di tangan
konsumen untuk memenuhi pessyaratan
yang dibutuhkan.” -------------o b —Zmo_ -
Kecuali, apabila keadaan@ysama/prestasi
sama akan tetapi diberlakukan berbeda. -----
Contoh Analogi (III).-z=- -8 == oo
Bahwa sekarang ini ada,3 (tiga) versi Peradi
yaitu: Peradig™Ottoe Hasibuan (I), Peradi
Juniver Girsang, (II) dan Peradi lainnya.
Bahwad{yang)sering terjadi Peradi versi I
mengadakan  seminar dengan = syarat
pendaftaran: Anggota Peradi versi I
mendapatkan diskon 20% (dua puluh
persen) dan peserta luar (Peradi versi II atau
III) jelas contoh analogi ini bukan tindakan
diskriminasi, karena peserta lain tidak
mendapatkan diskon. -------------mmmmmmmmmm-
Contoh Analogi (IV).---------------mmmrm o
Si A sering berlangganan membeli mobil dari
showroom B, sehingga si A mendapatkan
diskon. C sebagai pembeli baru protes
karena tidak mendapatkan diskon harga.
Perlakuan ini jelas bukan tindakan
persaingan usaha tidak sehat dan bukan
diskriminasi karena berbeda keadaan. Si A
langganan dan si C bukan langganan. --------

Contoh Analogi (V). --------=-==mmmmmmmmemme -
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Perusahaan angkutan sewa PT A mempunyai
100 (seratus) kendaraan untuk digunakan
sebagai transportasi online, karena di era
modern ini transportasi online sudah
menjadi kebutuhan masyarakat. Prosesnya
dilakukan dengan pemesanan mobil atau
kendaraan melalui aplikasi. Selanjdtnya,
agar tujuan PT A dapat mengoperasikan
mobil-mobil dan menghasilkan keuntungan
melalui aplikasi, maka @apat diterima
dengan akal sehat bahwa " hal tersebut
adalah kebutuhan mutlakwbagi PT A untuk
memerlukan perusahaan yang memiliki
sistem aplikasiy baik™ perusahaan aplikasi
yang didigikan leh perusahaan induknya
(PT B) @taupun perusahaan terkait lainnya
sebagai pemilik sistem aplikasi tersebut.
Artinya, kebutuhan aplikasi elektronik PT A
adalah kebutuhan mutlak sebab di era
modern/media sosial ini  masyarakat
memesan angkutan online via aplikasi online
dan tidak mungkin PT A yang menyewakan
kendaraan angkutan memakai aplikasi
lainnya yaitu Gojek/Bluebird, apabila induk
perusahaanya telah memiliki sistem aplikasi
tersebut, karena aplikasi Gojek adalah
untuk Gojek dan aplikasi Bluebird adalah
untuk Bluebird. Jadi tindakan PT A yang
akhirnya memakai aplikasi dari perusahaan

satu grup (PT B) mempunyai alasan yang

dapat diterima, tidak merugikan
kepentingan masyarakat bahkan
masyarakat diuntungkan karena
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masyarakat mempunyai tambahan pilihan
untuk memakai aplikasi lain, apakah
aplikasi yang dipakai PT A atau aplikasi
Gojek atau aplikasi Bluebird. Contoh:
Integrasi vertikal PT A dan PT B bukanlah
yang dimaksudkan dengan integrasi vertikal
dalam Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999.-4-----
vi. Catatan: ------------mmmmm e e
Hanya dari satu (1) contoh analegi di“atas
siapapun dapat menyimpulkan bahwa tidak
ada diskriminasi dalam /penerapan aplikasi
Grab sebab Koperasi/Mitsa (Terlapor II)
bebas memilih untukypindah ke Gojek atau
Bluebird daa™ 100% (seratus persen)
masyarakat bebas untuk memilih dan tidak
dimakstidkan, untuk menguasai pasar
karena/murni sebagai kebutuhan mutlak.----
Untuk memilih apakah memakai aplikasi

Grab, aplikasi Gojek atau aplikasi Bluebird,

Berdasarkan contoh di atas, maka tidak terjadi
persaingan usaha tidak sehat atau diskriminasi
atau integrasi vertikal, sebab persaingan usaha
tidak sehat dan diskriminasi hanya terjadi
apabila “keadaan sama akan tetapi terdapat
perlakuan yang dibedakan”. -----------------ceceeo-
Bukan integrasi vertikal yang illegal apabila PT
A mempunyai alasan yang dapat diterima untuk
kebutuhan aplikasi digital terlepas dari aplikasi
digital tersebut didapat/dipakai punya siapapun
dan bukan penguasaan proses produksi dari
hulu sampai hilir sebab PT A harus

menunjuk/memilih aplikasi yang mana (demi
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kelanjutan usahanya) dan tidak mengganggu

aplikasi lain seperti Gojek, Bluebird, dll. ----------

2.2.3 Selanjutnya, Para Terlapor memohon, agar Majelis
Komisi Yang Terhormat, dengan melihat lima (5) analogi
tersebut di atas yang “abstrak” kaidahnya 100% (seratus
persen) sama dengan laporan terhadap Para Terlaper
sehingga sudah selayaknya Majelis Komisi memutuskan
bahwa laporan dugaan tidak layak lolos™, dari
Pemeriksaan Pendahuluan dan tidak layak untuk
Pemeriksaan Lanjutan. --------------cmmmoa -0
Selanjutnya, Para Terlapor menolak seluruh ‘alasan atau dalil
laporan Tim Investigator, khususnya pada halaman 25 s.d. 29,
karena atas tindakan kerjasama antara‘Tetlapor I dan Terlapor
II tidak dipenuhi unsur-unsur™larangan integrasi vertikal
sebagaimana diatur dalam Pasal 14,UU Nomor 5 Tahun 1999,
dengan alasan dan atau faktasfakta hukum sebagai berikut:-----
2.3.1 Alasan atau BuktiKesatu. ------------------------mmmmmc
a. Tidak dipenuhinya syarat adanya hubungan induk
perusahaan “(holding company) dan anak perusahaan
(subsidary company) dalam perkara a quo; --------------

b. Tidak »dipenuhi syarat sebagaimana diatur dalam
Pasal 14 mengenai integrasi vertikal, yang salah satu
syaratnya adalah adanya suatu perusahaan (holding
company) yang memiliki saham di anak perusahaan
(subsidiary company); ----------=======mm=mmmmmmm oo

c. Bahwa syarat tersebut secara fakta tidak dipenuhi
dalam Terlapor I dan Terlapor II, yakni Terlapor I
bukanlah perusahaan induk (holding company) dari
Terlapor II. Apabila pemegang saham dari Terlapor I

dan Terlapor II adalah sama, hal tersebut adalah sah

dan tidak ada larangan. Selanjutnya, jika hal tersebut
dikaitkan terhadap pengertian yang terkandung dalam

integrasi vertikal, maka tidak terpenuhi unsur atau

-53-



SALINAN

syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Nomor

5 Tahun 1999, ---—--——emmmmmrm e
2.3.2 Alasan atau Bukti Kedua (II).------------=—-mmmmmmmmmomme o
a. Alasan kebutuhan mutlak dari Terlapor I dan Terlapor
II, yang mana alasan dari Terlapor I dan Terlapor II
dapat diterima dan menguntungkan masyarakat,
sehingga perkara a quo tidak memenuhi unsur/Pasal
14 UU Nomor 5 Tahun 1999. Tidak ada diskriminasi
dimana secara fakta integrasi antara aplikasi Teflapor

I dan wusaha dari Terlapor II memanglah suatu
keharusan atau adanya suatu fkebutuhan mutlak
yang tidak berakibat terhadap perusahaan aplikasi
lain (seperti Gojek/Bluebird, dll), yang harus memakai
aplikasi Terlapor I (Grab), sehingga tidak ada bukti
dampak terhadap gnonopeli dan persaingan usaha
tidak sehat dan. masyarakat tidak dirugikan atau
masyarakat malah ‘diuntungkan sebab adanya Grab
menambah pilihan aplikasi bagi masyarakat tetap
bebas untuk'memilih memakai aplikasi manapun.-------

b. Lagipula,» apakah masuk akal apabila Terlapor II
membebaskan supirnya untuk memakai aplikasi
diluar Grab (seperti Gojek/Bluebird), padahal mobil
yang dipakai Mitra (pengemudi) tersebut dimodali oleh
para Terlapor? ----------m oo

c. Mitra usaha dari Terlapor I dan Terlapor II bebas
masuk dan keluar pasar (free entry and free exit) dan
bebas mengganti mitra usaha tanpa beban tambahan.

d. Bahwa sebagaimana yang didalilkan dalam bagian
Latar Belakang, maka Terlapor I adalah suatu
perusahaan yang bergerak di bidang digital platform
khususnya untuk menyediakan layanan secara digital
terkait pemesanan mobil, motor, dan layanan lainnya.

Sebagai perusahaan bidang digital platform yang
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menyediakan layanan pemesanan kendaraan seperti
mobil dan atau motor maupun layanan lainnya, maka
sangat dapat diterima akal sehat dan kebutuhan
mutlak apabila Terlapor I melakukan usaha atau
membuat cara dalam hal mencari konsumen agar
aplikasinya tersebut dapat dikomersilkan untuk
mencari keuntungan. Oleh karena itu, sangat diterima
akal sehat apabila Terlapor I membuat perjanjian
dengan Terlapor II, dimana Terlapor Wl seébagai
perusahaan di bidang jasa pengangkutan sewa
khusus menggunakan aplikasi (Terlapor I dalam
menjalankan usahanya. Di zaman ‘modern sekarang
ini usaha aplikasi dan perusahaan penyewaan (jasa
pengangkutan sewa gkhusus) merupakan satu
rangkaian langsung ) sehingga menjadi suatu
kebutuhan mutlaks demi keberlangsungan usaha
tersebut atau merupakan alasan yang sangat dapat
diterima (sehingga tidak dipenuhi unsur integrasi
vertikal yang'dilarang. ---------------—-mmmmommm -
. Terlapor Il merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang jasa pengangkutan sewa khusus dimana
dalam perkara a quo melakukan kerjasama dengan
Terlapor 1 terkait program loyalitas Terlapor 1. Di
dalam menjalankan program ini, Para Terlapor secara
bersama-sama telah menginvestasikan dana yang
sangat besar dikarenakan program  tersebut
menawarkan benefit atau manfaat bagi Mitra
(pengemudi) yakni sebagai berikut: ------------------coo-—-
1) Mitra (pengemudi) yang tidak memiliki mobil

namun ingin mencari nafkah dengan menjadi

pengemudi transportasi online, dapat menyewa

kendaraan mobil hanya dengan memberikan

uang jaminan (deposit) sebesar Rp2.500.000,00
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(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terlapor
II dimana akan dikembalikan oleh Terlapor II
setelah masa sewa 5 (lima) tahun berakhir. --------
Mitra (pengemudi) mendapatkan asuransi baik
kendaraan maupun jiwa. ----------=-----mmmmmmmmm -
Mitra  (pengemudi) mendapatkan  manfaat
perawatan berkala gratis untuk kendaraanyang
digunakan. ------------mmmmmmm T e
Mitra (pengemudi) berhak atas kendaraan®yang
disewakan tersebut melalui program loyalitas dari
Terlapor I apabila pengemudi loyal, berperilaku
baik, dan tidak ada penipuanwdan hal lainnya
yang dipersyaratkan gdalam, program loyalitas
selama S (lima) gahumn' berturut-turut. Secara
teknis, Terlapor )14 dalam program loyalitas
tersebut akam “membelikan kendaraan dari
Terlapor “, ' "untuk menjadi milik Mitra
(pengemudi) “ sebagai apresiasi dari Terlapor I
kepada“pengemudi yang telah loyal dan setia
menggunakan aplikasi Terlapor I.-------------------—-
Jadi terbukti berbeda dengan persewaan mobil
Gojek dan Bluebird, karena Terlapor 1II
“menyediakan modal beli mobil” dan hal ini
menguntungkan masyarakat. Oleh karena itu,
tidak dipenuhi syarat “merugikan masyarakat”
sebagaimana unsur di dalam Pasal 14 UU Nomor
S Tahun 1999, - - oo
Apakah masuk di akal apabila Terlapor II
membebaskan supirnya untuk memakai aplikasi
di luar Grab (seperti Gojek/Bluebird) padahal
mobil yang dipakai Mitra (pengemudi) tersebut

dimodali oleh Para Terlapor?-----------------—cecueo—-
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Terlapor II menyadari bahwa di zaman modern ini,
pemesanan atau penyewaan mobil merupakan suatu
kebutuhan mutlak baik usaha dari penyewaan mobil
tersebut dan juga demi kepentingan masyarakat, karena
membantu atau mempermudah masyarakat dan juga
memberikan tambahan pilihan bagi masyarakat untuk
memilih aplikasi dalam pemesanan kendaraan. Apakah
memilih aplikasi dari Terlapor I (Grab) atau aplikasi‘Goejek
atau aplikasi Bluebird atau aplikasi lainnya. Sebab*tidak
mungkin Terlapor II memakai aplikasi darinGojek ataupun
Bluebird dari mobil Terlapor II mengingat (i) jumlah
investasi yang sangat besar, telah‘\dikeluarkan untuk
program yang akan dijalankan, betsama dengan Terlapor
II untuk membantu para gmitra) pengemudi yang tidak
memiliki kendaraan pribadi, aamun ingin mencari nafkah
dengan menjadi pefigemudi online; (ii) Terlapor I juga
menjanjikan para Mitra® (pengemudi) Terlapor II, apabila
loyal menggunakan “aplikasi Terlapor I, akan dibelikan
dan diberikanykendaraan yang disewanya kepada Terlapor
II untuk, wmenjadi miliknya serta sebagai apresiasi
kesetiaannya. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan
rule,of reason yang mutlak dapat diterima. -------------------
Adanya aplikasi Terlapor I (Grab) justru menambah
pilihan bagi masyarakat untuk memilih berbagai pilihan
aplikasi. -----—=mm oo
Pangsa pasar dari Terlapor II sangat kecil sehingga masih
sangat besar pangsa pasar untuk aplikasi lain (Gojek,
Bluebird, dll) yang dengan mudah dipilih oleh konsumen
(masyarakat) apabila tidak puas dengan aplikasi Grab.
Bahkan dibandingkan dengan pelaku usaha pesaing
Terlapor II, yang juga menggunakan aplikasi Terlapor I,
pangsa pasar dari Terlapor II adalah sangat kecil, yakni

tidak mencapai 7% (tujuh persen) di seluruh Indonesia. ---
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2.3.6 Terlapor I dan Terlapor II tidak melakukan pelanggaran

2.3.7

2.3.8

sesuai dengan tulisan pakar hukum persaingan usaha
dalam buku yang berjudul “Hukum Persaingan Usaha
Antara Teks dan Konteks” yang ditulis oleh Dr. Andi
Fahmi Lubis, S.E., M.E.; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini,
S.H., M.H.; Kurnia Toha, Ph.D; Prof. M. Hawin, S.H.,
LL.M, Ph.D; Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H.§ MLI;
Dr. Sukarmi, S.H., M.H.; Syamsul Maarif, Ph.Dj, dan
Dr.jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M., yang dikutip seébagai
berikut:-------mmrmm e

“Dirumuskannya Pasal 14 UU No. 5 (Tahun 1999 secara
rule of reason adalah sangat tepaty karena seperti telah
dijelaskan bahwa integrasi vertikKaldapat mempunyai
dampak-dampak yang pro kepadaypersaingan, dan dapat
pula berdampak hal yang_merugikan pada persaingan.
Dengan kata lain pelaku usaha, sebenarnya tidak dilarang
membuat perjanjian dengangpelaku usaha lain yang
bertujuan untuk menguasaiv produksi sejumlah produk
yang termasuk dalamt rangkaian produksi barang atau
jasa tertentu yamng mana setiap rangkaian produksi
merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik
dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung
sepanjang " tidak® mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha @ tidak ~ sehat atau merugikan kepentingan
masyarakat, dan perjanjian tersebut mempunyai alasan-
alasan yang dapat diterima.”

Bahwa di dalam kerjasama tersebut, pada akhirnya
meémang mewajibkan integrasi antara 2 (dua) bidang
usaha tersebut. Jika tidak ada integrasi antara pemegang
atau perusahaan aplikasi dengan pihak pengusaha di
bidang jasa pengangkutan sewa khusus, maka tidak akan
berjalan usaha atau bisnis milik Terlapor I karena tidak
ada kerjasama dengan pengusaha di bidang jasa
pengangkutan sewa khusus. -------------mmmmmmmmmmm
Integrasi antara perusahaan aplikasi dan pengusaha di
bidang jasa pengangkutan sewa khusus juga terjadi di
perusahaan pesaing dari Terlapor I, seperti Gojek,

Bluebird, ataupun usaha yang sama lainnya. ----------------
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Oleh karena itu, terbukti bahwa tidak terpenuhi Pasal 14
UU Nomor 5 Tahun 1999 karena integrasi antara
perusahaan aplikasi dan pengusaha di bidang jasa
pengangkutan sewa khusus memang suatu keharusan
dalam bidang usaha seperti ini, tidak merugikan
masyarakat, mitra usaha Terlapor I bebas untuk mundur
dan pindah ke aplikasi lain (Gojek, Bluebird, dll) dan
masyarakat bebas untuk memilih memakaiq aplikasi
MANAPUIL. = --== === m = oo
Selanjutnya, contoh kasus Garuda Indone€sia (Putusan No
01/KPPU-I/2003) tidak dapat diterapkan' dalam kasus
Grab ini, sebab:------—--—-—mm e
a. Garuda menguasai penerbangan ‘domestik sedangkan
aplikasi Grab (Terlapef® I)'Ymaupun pangsa pasar
Terlapor II sangat ke€il--#=t - oo
b. Dalam kasus Garuda;, biro perjalanan tidak bebas
untuk memilih /sebab kalau tidak memilih sistem
Abacus (yang ‘diterapkan Garuda), maka biro
perjalanan, ¢tidak akan lolos sebagai agen pasar
domestik.» Jadi harus memilih sistem Abacus atau
agen perjalanan berhenti atau stop. ----------------------
C. #Sebaliknya dalam kasus ini (aplikasi Grab)
perusahaan luar (pengangkutan) bebas memilih untuk
memutus kontrak dengan Grab dan mengganti
dengan aplikasi lain (untuk aplikasi Gojek, Bluebird,
dll) dan mitra usaha dari Terlapor I dan Terlapor II
bebas masuk dan keluar pasar (free entry and free
exit) dan bebas mengganti mitra usaha tanpa beban
tambahan.-----------mmm
d. Tidak ada kerugian bisnis bagi pihak manapun
apabila memilih tidak memakai aplikasi Grab sebab

bebas pindah memilih aplikasi lainnya.-------------------
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e. Jika hal tersebut digambarkan, maka diketahui

sebagai berikut: -----------mmm

PERUSAHAAN APLIKASI PERUSAHAAN APLIKASI BUKAN
TERLAPOR 1 TERLAPOR 1

(CONTOH GOJEK DAN BLUEBIRD)

MITRA

(Baik berbentuk Badan Hukum
maupun Perorangan)

f. Artinya, mitra (baik berbadan ) hukum maupun
perorangan) memiliki kébebasan untuk memilih
Terlapor I atau perusahaan aplikasi lain untuk
bekerjasama. Namun, ‘penggunaan aplikasi dari
perusahaan aplikasi tersebut tetap adalah hal yang
mutlak karenatidak mungkin mitra tersebut misalnya
sudah bergabung dengan aplikasi Gojek
menggunakan aplikasi perusahaan lain (misalnya
aplikasi\Terlapor I) pada saat menjalankan kegiatan
ataw usahanya. ------------—-mmm

2.3.11 "Alasan atau bukti ketiga (IlI): perkara a quo tidak
memenuhi unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999
karena diskriminasi tidak terjadi apabila para pihak
bebas untuk melanjutkan atau memutus kerjasama, dan
kerjasama yang dilakukan tersebut adalah saling
menguntungkan. Para mitra bebas memilih bekerjasama
dengan pihak lain sehingga tetap terjamin kelanjutan
usahanya tanpa berakibat memberatkan atau lebih
mahal, karena Terlapor I tidak melakukan diskriminasi
dengan cara mempersulit atau menghalang-halangi pihak
lain untuk bekerjasama dengan Terlapor I terkait jasa

penyediaan pengangkutan sewa khusus lainnya. Selain
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itu Mitra Terlapor I dan Terlapor II juga bebas masuk dan

keluar (free entry and free exit). --------------=--=------cmmmmmo—-

a. Mitra dari Perusahaan Luar. -------------—--—mmmmmmee -

1)

2)

Bahwa di dalam menjalankan usaha tersebut,
Terlapor I memang membutuhkan mitra-mitra
baik badan hukum maupun perorangan yang
bergerak untuk jasa pengangkutan sewa khusus
(dalam hal mitra berbentuk badan hukum), seperti
Terlapor II maupun badan usaha _sebagaimana
didalikan oleh Tim Investigator ¢yakni Koperasi
Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia,
Induk Koperasi Kepolisian 4 Negara Indonesia,
Koperasi Mitra Usaha Trans, dan PT Cipta Lestari
Trans Sejahtera. ---#88 -t 2o
Semua perusahaan luar (pihak ketiga) apabila
tidak setujuddengan persyaratan dari Terlapor I
untuk memakaivaplikasi Terlapor I (Grab), maka
perangkat. mitra pihak ketiga tersebut bebas
memilih,““apakah bermitra dengan Terlapor I
(dengan memakai aplikasi Grab) atau bergabung
dengan perusahaan lain. Contoh dengan memakai
aplikasi Gojek atau aplikasi Bluebird, apalagi
pangsa pasar dari Terlapor II hanya * 6% (enam
persen) untuk wilayah Jabodetabek dan kurang
dari 5% (lima persen) untuk pasar untuk daerah di
luar Jabodetabek. Jadi sangat banyak pilihan bagi
perusahaan pihak ketiga apabila tidak setuju
memakai  aplikasi Grab dan  masyarakat
diuntungkan (tidak dirugikan) sebab adanya
keadilan atau fairness diterapkan yaitu “hak dan
kewajiban seimbang” yaitu perusahaan luar (Pihak
Ketiga) yang terlibat kontrak untuk memakai

aplikasi Terlapor I (Grab) mendapat imbalan
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setimpal yaitu perusahaan luar tersebut akan
mendapat manfaat “sistem auto deduct’” dari
aplikasi Grab sehingga dapat diketahui jumlah
total berapakah mobil disewa dalam sehari dan
jumlah uang masuk. Jadi perusahaan angkutan
dari pihak ketiga tersebut terlindungi dazi
“pengemudi nakal.” ---------------mmmmmmm
Selanjutnya, sebagaimana telah diakui «oleh, Tim
Investigator pada halaman 15, yang menyatakan
bahwa Terlapor I memiliki mitra yangylain selain
Terlapor II, yaitu Koperasi @dasa ' Perkumpulan
Pengusaha Rental Indonesia, winduk Koperasi
Kepolisian Negara Indonesia, Koperasi Mitra Usaha
Trans, dan PT Cipta'lestari Trans Sejahtera. Oleh
karena itu, telah) terbukti bahwa kerjasama
penyediaan jasas pengakutan tidak hanya antara
Terlapor I"dan Terlapor II saja. Selain itu, tidak
terbukti Terlapor I menghalang-halangi pihak lain
untukibekerjasama dengan Terlapor I. ---------------
Lebih lanjut, di setiap perjanjian kerjasama antara
Terlapor I dengan Koperasi Jasa Perkumpulan
Pengusaha Rental Indonesia, Induk Koperasi
Kepolisian Negara Indonesia, Koperasi Mitra Usaha
Trans, dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera tidak
ada ketentuan yang mempersulit Koperasi Jasa
Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia, Induk
Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, Koperasi
Mitra Usaha Trans, dan PT Cipta Lestari Trans
Sejahtera bekerjasama dengan Terlapor I. Oleh
karena itu, terbukti tidak ada diskriminasi
terhadap pesaing usaha dari Terlapor II sebab
“kesempatan sama”, tidak ada pembedaan dan

bebas keluar dari kerjasama aplikasi pemakaian
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grab untuk memilih sistem atau aplikasi lain.”
Jika hal tersebut digambarkan, maka diketahui

sebagai berikut:-----------mmmm

PERUSAHAAN APLIKASI PERUSAHAAN APLIKASI BUKAN
TERLAPOR 1 TERLAPOR 1

(CONTOH GOJEK DAN BLUEBIRD)

MITRA

(Baik berbentuk Badan
Hukum maupun Perorangan)

Artinya, mitra (baik berdadam hukum maupun
perorangan) memiliki kebebasan untuk memilih

Terlapor I atau perusahaan aplikasi lain untuk
berkerjasama. sNamun, penggunaan aplikasi

dari perusahaan aplikasi tersebut tetap adalah

hal yang mutlak karena tidak mungkin mitra
(misalnya “sudah bergabung dengan aplikasi

gojek) ,menggunakan aplikasi perusahaan lain
(misalnya aplikasi Terlapor I) pada saat
menjalankan kegiatan atau usahanya. ------------

2.3.12 Alasan atau bukti keempat: perkara a quo tidak
memenuhi unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999
karena tidak ada menimbulkan persaingan usaha tidak
sehat, dimana secara fakta justru mitra (pengemudi) yang
bergabung dengan Terlapor II sejak tahun 2016 hingga
tahun 2019 sangat rendah secara jumlah atau presentasi
dari jumlah total seluruh mitra (pengemudi) yang
tergabung atau bekerjasama dengan Terlapor I dalam
wilayah Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Makasar
sehingga tidak terbukti adanya dampak persaingan usaha
tidak sehat karena secara data mitra (pengemudi)

Terlapor II tidak menguasai pasar. ----------=--=--=--——-—-coo-
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a. Menunjuk pada halaman 5 Laporan Tim Investigator,

maka dalam perkara a quo dikhususkan pada 4

(empat) wilayah, yakni Jabodetabek, Medan,
Surabaya, dan Makasar. -----------=--—-mmmmmmmmm
Bahwa di dalam wilayah perkara a quo tersebut di
atas, diketahui jumlah dari mitra (pengemudi) dasi
Terlapor II tidak menguasai pasar atau sangat Kecil
dibandingkan

jumlah mitra (pengemudi)

yang
tergabung atau bekerjasama dengan Terlaper. --===-----
Adapun hal ini dapat diuraikan dalam, tabel sebagai
berikut: -------------- oY

Jumlah Pengemudi Data September 2019

Kota 2016 2017 2018 2019
TPI STI TPI STI TPI STI TPI STI

Jabodetabek | 1,713 | 53,109 | 5,922 | 41444988 | 11,478 | 204,364 | 13,943 | 215,935
Makassar - 565 2 214216 334 35,293 542 36,520
Medan - 1,691 441 23,540 1,148 39,074 1,175 39,382
Surabaya - 3,177 588 25,868 1,385 49,360 1,515 54,337

CQURIMG, T~~~

e TPl artinya Mitra (Pengemudi) yang bergabung

dengan Terlapor II.------—-—- oo

e STI artinya Mitra (Pengemudi) yang bergabung
dengan Terlapor I di luar Terlapor II. ---------------—-—-
Berdasarkan tabel di atas terbukti bahwa jumlah
mitra (pengemudi) Terlapor II di wilayah Jabodetabek,
Makasar, Medan, dan Surabaya adalah lebih rendah
dibandingkan jumlah mitra (pengemudi) non Terlapor
II yakni sebagai berikut: ---------------cmmcmmo -
(1) Jabodetabek. ---------—-mmmm o
Mitra Terlapor II berjumlah 13.943, sedangkan
Non Terlapor sejumlah 215.935. ----------—--mmcmmmm

(2) Makasar. —--------= oo
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Mitra Terlapor II berjumlah 542, sedangkan Non
Terlapor sejumlah 36.520. ----------------mmmmmm -
(3) Medan. -----—---—-—m-—mm o
Mitra Terlapor II berjumlah 1.175, sedangkan Non
Terlapor sejumlah 39.382. ------—------—--mmmmmm -
(4) Surabaya.----------------m-m @
Mitra TE Terlapor II berjumlah 1.515, sedangkan
Non Terlapor sejumlah 54.337. ------------4---=s_a=t_
Sehingga tidak terbukti bahwa adanya dampak
persaingan usaha tidak sehat kareha Secara data

mitra (pengemudi) Terlapor II tidak' menguasai pasar.

Presentase Jumlah Pengemudi Data September 2019

Kota 2016 2017 2018 2019
TPI STI TPI STI TPI STI TPI STI
Jabodetabek 3.1 96.9 3.9 96.1 5.3 | 947 | 6.1 | 93.9
Makassar 0.0 100.0 0.0 100.0 | 0.9 | 99.1 1.5 | 98.5
Medan 0.0 100.0 1.8 98.2 29 | 97.1 | 29 | 97.1
Surabaya 0.0 100.0 2.2 97.8 2.7 | 973 | 2.7 | 97.3
A T Y —— -~

o ‘TPl artinya Mitra (Pengemudi) yang bergabung
dengan Terlapor II.--------—— oo

e STI artinya Mitra (Pengemudi) yang bergabung
dengan Terlapor I diluar Terlapor II. ------------------—-
Berdasarkan tabel di atas terbukti bahwa presentase
mitra (pengemudi) Terlapor II di wilayah Jabodetabek,
Makasar, Medan, dan Surabaya adalah lebih rendah
dibandingkan jumlah mitra (pengemudi) non Terlapor
II, yakni sebagai berikut: --------------mmmmom -
(1) Jabodetabek. ---------—-mmmm o
Mitra Terlapor II sebesar 6.1%, sedangkan Non

Terlapor sejumlah 93.9%. ---------—-—— - oo
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(2) Makasar. ----------—-—-mm oo
Mitra Terlapor II sebesar 1.5%, sedangkan Non
Terlapor sejumlah 98.5%. ---------------mmmmmmmmm -

(3) Medan. -----—---—-—m-—mm o
Mitra Terlapor II sebesar 2.9%, sedangkan Non
Terlapor sejumlah 97.1%. ------------mmmmmmmmmm e

(4) Surabaya.----------------m--meme (PR
Mitra Terlapor II sebesar 2.7%, sedangkan, Non

Terlapor sejumlah 97.3%.

Sehingga tidak terbukti bahwa adamya, dampak
persaingan usaha tidak sehat kareéna) secara data
mitra (pengemudi) Terlapor II tidakimenguasai pasar.

Bahwa jika benar menciptakan® persaingan usaha
tidak sehat —quad non{ maka seharusnya secara data
di dalam wilayah, perkara a quo tersebut di atas,
harusnya jumlah dari mitra (pengemudi) dari Terlapor
II menguasai pasar atau sangat besar dibandingkan
jumlah mitra, (pengemudi) yang tergabung atau
bekerjasama, dengan Terlapor I. Namun, yang terjadi
séeata“fakta mitra (pengemudi) dari Terlapor II tidak
menguasai pasar atau sangat kecil dibandingkan
jumlah mitra (pengemudi) yang tergabung atau
bekerjasama dengan Terlapor I. Oleh karena itu,
terbukti bahwa tidak ada dampak persaingan usaha
tidak sehat maupun diskriminasi atas kerjasama yang
dilakukan Para Terlapor. ------=--------mmmmmmommm -
Selain itu, persaingan tersebut bukanlah persaingan
usaha yang dilarang oleh UU Nomor 5 Tahun 1999,
karena tidak terbukti hal sebagai berikut:----------------

“Bagi Indonesia sebagaimana tercermin pada tujuan
dari UU No. 5 Tahun 1999 maka tujuan tidak sekedar
memberikan kesejahteraan kepada konsumen namun
juga memberikan manfaat bagi publik. Dengan adanya
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kesejahteraan = konsumen  maka  berarti akan
berdampak pada terciptanya kesejahteraan rakyat.

Pasal 3 itulah yang membedakan dengan UU
Persaingan di negara lain yang tidak sekedar
menjamin adanya kesejahteraan konsumen tetapi juga
menjaga kepentingan umum dan meningkatkan
efisienst ekonomi nasional sebagai salah satu upaya
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Lebih lanjut, dalam kata Pengantar dari Dr. Ir. Bénny
Pasaribu, MEc (mantan Ketua KPPU) (tanggal 417
November 2009): ---------mmmmmmmmm St

Agar persaingan antar pelaku usaha “berlangsung
dengan sehat dan hasilnya dapat teruikur berupa
peningkatan kesejahteraan masyarakdt.

Dari buku “Hukum PersaingafinUsaha Antara Teks &
Konteks” (karangan Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E.;
Dr. Anna Maria Tri Anggarainiy S.H., M.H.; Kurnia
Toha, Ph.D; Prof. M. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D; Prof.Dr.
Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI; Dr. Sukarmi, S.H.,
M.H.; Syamsul Maarify Ph:D; dan Dr.jur. Udin Silalahi,
S.H., LL.M.).

f. Bahwa meskipun jumlah mitra (pengemudi) Terlapor
II sudah ‘terbukti tidak menguasai pangsa pasar,
maka, seharusnya Tim Investigator berpandangan dari
segl ekonomi ataupun bisnis dari kehadiran Terlapor
wakni untuk menciptakan persaingan yang sehat
dan memberikan keuntungan bagi masyarakat karena
kehadiran Terlapor II adalah untuk membantu atau
memberikan solusi terhadap calon mitra (pengemudi)
yang tidak memiliki kendaraaan namun bisa
memperoleh pekerjaan melalui aplikasi dari Terlapor I.

2.3.13 Alasan atau bukti kelima: Perkara a quo tidak memenuhi
unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena tidak

ada diskriminasi terhadap pesaing usaha Terlapor II

terkait promosi iklan Terlapor II kepada calon pengemudi

(yang seakan-akan menunjukan Terlapor I

memprioritaskan Terlapor II di dalam setiap pesanan atau

orderan). Secara fakta tujuan promosi iklan tersebut
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sebagai bentuk pemberian pelayanan yang sangat baik
karena memenuhi kategori Elite+ yang diberlakukan oleh
Terlapor II dan bukan merupakan diskriminasi apabila
diberlakukan sesuai dengan kualifikasinya. ------------------
a. Para Terlapor terlebih dahulu akan mengulangi
contoh analogi (i) sebagai berikut: ---------------—-c—--an_
Contoh Analogi (I): -------------------—--mmmmm
Bahwa di dalam maskapai penerbangan, seperti
Garuda Indonesia, maka diberlakukan pengkategorian
bagi konsumen yakni kelas Blue, Silver;, Gold, dan
Platinum. Manfaat dari pengkategorian tersebut
adalah semakin tinggi kelas “kategori konsumen
tersebut  (Platinum) maka™, ‘semakin mendapat
pelayanan lebih baik dafivakan diprioritaskan, sebagai
contoh: akses ke dalam lounge Garuda Indonesia dan
diprioritaskan/diutamakan masuk ke dalam pesawat
dibandingkan™, konsumen lainnya. Hal ini tidak
terlepas dariloyalitas konsumen untuk menggunakan
maskapainGaruda Indonesia. -------------—-—-cmcmmmmmm -
Abstraksi) hukumnya: Bukan tindakan persaingan
usaha) tidak sehat dan bukan diskriminasi karena
‘keadaan/kualifikasi para konsumennya berbeda satu
sama lain, akan tetapi pilihan tetap di tangan
konsumen untuk memenuhi persyaratan yang
dibutuhkan” atau konsumen bebas untuk memilih. ---
Kecuali, apabila keadaan sama/prestasi sama akan
tetapi diberlakukan berbeda. ----------=--—-—-cmcmmmmem -
b. Uraian selengkapnya sebagai berikut:-------------------—-
Bahwa berdasarkan wuraian di atas, membuktikan
pencantuman bahasa pemasaran (marketing) dalam
brosur yakni “order prioritas aplikasi Grab” adalah
bukan karena Terlapor II terafiliasi dengan Terlapor I,

melainkan karena Terlapor II secara fakta melakukan
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seleksi yang ketat dan mewajibkan seluruh mitra
(pengemudi) di Terlapor II untuk memberikan
pelayanan yang terbaik kepada konsumen, sehingga
kemudian mendapatkan penilaian yang sangat baik
dan menjadi terkategori sebagai mitra (pengemudi)
Elite+, yang mana kemudian berdampak akan
diprioritaskan bersama-sama dengan mitra
(pengemudi) Elite+ lainnya (non Terlapor 4l) ‘dalam
setiap pesanan atau order dari konsumen.-8-----=8=-----
Bahwa dalam Laporan Tim Investigator “khtisusnya
angka 8.2 pada halaman 12, terdapat gambar brosur
yang diterbitkan Terlapor II, yang, isinya menyatakan
“Order Prioritas Aplikasi Grab?. “Bahwa hal tersebut
dicantumkan di dalam “brosur dalam rangka
pemasaran (marketing) watuk menarik para calon

Mitra (pengemudi) wuntuk bergabung dengan Terlapor

Selain ituj Terlapor II mencantumkan di dalam brosur
karena secata fakta, Mitra (pengemudi) dari Terlapor II
secara mayoritas termasuk kategori Mitra (pengemudi)
Flite+ dari Terlapor I. Artinya, Mitra (pengemudi) dari
Terlapor II memberikan pelayanan sangat baik kepada
konsumen untuk dapat bersaing dengan Mitra
(pengemudi) non Terlapor II. Hal tersebut terjadi
karena Terlapor II memiliki proses rekruitmen yang
sangat baik dan memberlakukan kode etik bagi
seluruh Mitra (pengemudi) yang bergabung dengan
Terlapor II. —------ - oo
1) Terlapor I memberlakukan pengkategorian bagi

seluruh Mitra (pengemudi) baik yang tergabung

dengan Terlapor II maupun non Terlapor II

berdasarkan penilaian secara objektif.----------------
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Terlapor I merupakan perusahaan yang bergerak
di bidang platform digital yang menyediakan media
digital untuk pemesanan jasa angkutan. Artinya,
masyarakat (konsumen) akan aktif menggunakan
aplikasi Terlapor 1 apabila kendaraan yang
digunakan konsumen memberikan pelayanan
terbaik. ------------- - RN
Dengan demikian, di dalam setiap ¢pesanan
kendaraan oleh konsumen, akan didahulukan
untuk Mitra (pengemudi) (baik tésgabung dalam
Terlapor II maupun Non Terlapor 1) yang tergolong
dalam kategori tertinggi {dalamw‘hal ini adalah
kategori Elite +). Adapumn, contoh hal tersebut
sebagai berikut:----#8- -t
A (konsumen) memesan kendaraan, yang dalam
wilayah sekitapy A, tersebut terdapat 2 (dua)
kendaraan,, yakni mitra Non Terlapor II yang
tergolong, Elite+ dan mitra Terlapor II yang
tergolong™ Elite. Berdasarkan kategori yang
berlaku, yang akan mendapatkan pesanan dari A
adalah mitra Non Terlapor II yang tergolong Elite+.
Untuk dapat mengetahui mitra (pengemudi) telah
memberikan pelayanan yang terbaik, dapat
digambarkan pada review dan rating yang
diberikan oleh konsumen. Apabila masyarakat
atau konsumen sangat puas maka akan
memberikan rating tertinggi (5) kepada Mitra
(pengemudi). Selain itu, intensitas atau trip yang
dilakukan Mitra (pengemudi) juga mempengaruhi
penilaian terhadap Mitra (pengemudi) tersebut,
baik yang tergabung dalam Terlapor II ataupun

Non Terlapor II. --------—m oo
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5) Berdasarkan ©penilaian tersebut, Terlapor I

kemudian membuat penggolongan atau kategori

bagi seluruh Mitra (pengemudi) sebagaimana telah

dinyatakan dalam Laporan Tim Investigator pada

halaman 16, yang dikutip sebagai berikut: ----------

1.

ii.

Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk
dapat menjadi Mitra Elite adalah pegforma

Mitra selama 90 (sembilan puluh) hani tetakhir

— Minimal memiliki 100 {yseratus) trip
perjalanan;-------------—-fF e Sr o
— Termasuk dalam ¢,zonas hijau (tidak
terindikasi melakukan kecurangan); ---------
— Tidak melanggar kode etik dan memiliki
komentar negatif dari penumpang; -----------
— Performafbintang terakhir minimal 4.7 dan
tidakamemiliki rating 1 dan 2. ----------------—-
Bahwaypersyaratan yang harus dipenuhi untuk
dapat menjadi Mitra Elite +, performa Mitra

selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir

— Minimal memiliki 100 (seratus) trip
perjalanan;-----------------m-mmmmmm -
— Termasuk dalam zona hijau (tidak
terindikasi melakukan kecurangan); ---------
— Tidak melanggar kode etik dan memiliki
komentar negatif dari penumpang; -----------
— Performa bintang terakhir minimal 4.7 dan
tidak memiliki rating 1 dan 2; -----------------
— Mengumpulkan tarif penumpang dalam 30
(tiga puluh) hari terakhir sesuai kota
masing-masing yaitu Jakarta minimal

Rp6.000.000/bulan (enam juta rupiah),
-71 -



SALINAN

Surabaya, Medan dan Makasar masing-
masing minimal RpS5.000.000/bulan (lima
juta rupiah). --------mmmm
6) Lebih lanjut, kriteria dalam kategori bagi seluruh

Mitra (pengemudi) yang menggunakan aplikasi

Terlapor I dilakukan bukan secara subjektif,

melainkan secara objektif, yakni berdasarkan

pelayanan (yang bersumber dari konsumen), dan
usaha dari seluruh Mitra (intensitas‘perjalanan

Mitra). Hal ini berlaku bagidusemua Mitra

(pengemudi) yang tergabung (dengan Terlapor II

maupun Non Terlapor II. -z—-<s-=s=fm—mmmmmomm -
7) Oleh karena itu, seluruh Mitra (pengemudi) baik

Terlapor II maupun gion Terlapor II bersaing secara

sehat dalam meémbernikan pelayanan terbaik ke
konsumen dan bekerja secara aktif menggunakan
aplikasi Téglapord. ------------—mmmm oo

8) Oleh karena "itu, hal yang sangat wajar bagi
Terlapor “IF memberlakukan kategori tersebut dan
akan “Ymendahulukan Mitra (pengemudi) yang
dikategorikan sebagai Elite+, karena Mitra
(pengemudi) tersebut telah bekerja secara keras
dan memberikan pelayanan terbaik kepada
konsumen. Oleh karena itu, Terlapor I akan
memprioritaskan Mitra (pengemudi) baik Terlapor

II atau Non Terlapor II yang telah berkerja keras
dan memberikan pelayanan terbaik dalam setiap
pesanan dari konsumen, untuk menjaga
kelangsungan bisnis Terlapor I.----------------------—

e. Terlapor II memberlakukan proses rekruitmen atau

seleksi bagi para calon (Mitra). -----------=-----mmmmmmev
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1) Bahwa bagi para calon Mitra (pengemudi) yang

ingin bergabung dengan Terlapor II harus melewati

beberapa tahapan seleksi sebagai berikut:-----------

1.

ii.

Kualifikasi Awal. -------=—- oo
Bahwa para calon Mitra (pengemudi) yang
hendak bergabung dengan Terlapor II harus

memenuhi kualifikasi: -----------------mmcme£o-_ ¢

Syarat Awal Calon Mitra Terlapor II

. Umur 20 - 56 Tahun

. Menyerahkan fotokopi KTP Mitra & Istfi Mitra

. Memiliki dan menyerahkan fotokopi SIM

. Memiliki dan menyerahkan fotokepi KartuwKeluarga

[ EY N Y

. Memiliki dan menyerahkan fotokopi PBB rumah milik
sendiri atau keluarga segaris

6. Memiliki dan menyerahKan fotokopi SKCK

Tahapan PenilaiangCalon Mitra.---------------------
Bahwa dalam gproses) penilaian ini, maka akan
dilakukan gbeberapa tahapan yakni sebagai
berikut q€-P-NF-—------—------—--—-———-mm—mmmm -

— Penginputan data dan survey domisili calon

- Pengecekan dokumen dengan sistem di

Terlapor I. --------—m oo
— Medical Check (Tekanan Darah & Tes Buta

Warna) dan Tes Mengemudi. --------------------—-
— Interview Mitra. ---------------mmmmmm
— Scoring dan Analisis. ------------------mmmmmmmm
— Training Mitra. -----------=-—mmmm oo
— Berhasil/Gagal. -------------------- -
Bahwa proses di atas, jika digambarkan adalah

menjadi sebagai berikut:---------------cmmmmc -
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Document Driving . Scoring &
Draw a Man ]

Based on Basic
Needs Theory

Data Collection

Blacklist Check
(APPI & Gamma)

> >
[Outright Reject -

Simple Medical
Check

Driving -
Techniques

Domicile Survey Check

2) Bahwa proses tersebut di atas menunjukan bahwa
calon Mitra (pengemudi) Terlapor dh,yang telah
dinyatakan diterima atau lulus' adalah Mitra

(pengemudi) yang memiliki kualifikasi yang sangat

3) Bahwa selain proses ' rekruitmen yang sangat
menjaga kualitas dariy Mitra (pengemudi) yang
sangat baik, Terlapog IT juga memberlakukan kode
etik yang gseeara, umum mengharuskan Mitra
(pengemudi)i memberikan pelayanan yang terbaik
kepadasmasyarakat (konsumen). ------------------—---

Mitra\(pengemudi) Terlapor II memenuhi syarat untuk

dikategorikan sebagai Mitra (pengemudi) Elite+ karena

tingkat kualitas pelayanan dan kerja keras yang
dilakukan Mitra (pengemudi) tersebut.--------------------

1) Selanjutnya, sebagaimana uraian di atas, maka
Terlapor I memberlakukan suatu sistem yang akan
memprioritaskan pesanan dari konsumen
(masyarakat) kepada Mitra (pengemudi) yang
dikategorikan sebagai Elite+, dalam hal ini baik
Mitra (pengemudi) Terlapor II maupun Non
Terlapor II. Terlapor I bertujuan ingin memberikan
pelayanan  yang  terbaik bagi  konsumen

(masyarakat) untuk keberlangsungan Dbisnis
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Terlapor I dengan syarat kategori Elite+ tersebut

adalah sebagai berikut:--------------mmcmmmmm

i.  Minimal memiliki 100 (seratus) trip
perjalanan;-------------mmm oo
ii.  Termasuk dalam zona hijau (tidak terindikasi

melakukan kecurangan); -----------------------&=-

iii.  Tidak melanggar kode etik dan memiliki
komentar negatif dari penumpang; --4---=s-<4==-

iv. Performa bintang terakhir minimal 4.7 dan
tidak memiliki rating 1 dan 2;@&s-----—-==--——-———-

v. Mengumpulkan tarif penumpang dalam 30
(tiga puluh) hari terakhiri'sesuai kota masing-
masing yaitu Jakarta minimal
Rp6.000.000/bulan"¢ (enam juta rupiah),
Surabaya, ¢Medans dan Makasar masing-
masing {minimal Rp5.000.000/bulan (lima
juta rapiah ) ¥=-- -
Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka
seluruh Mitra (pengemudi) yang tergabung dengan
Terlapor II telah melalui proses seleksi yang cukup
ketat, sehingga memiliki kualifikasi yang sangat
baik. Hal ini juga diikuti dengan kode etik yang
diberlakukan bagi Mitra (pengemudi) Terlapor II,
yang mewajibkan memberikan pelayanan yang
terbaik. -----------reerrr oo oo
Bahwa dalam hal ini, Mitra (pengemudi) yang
tergabung dalam Terlapor II memenuhi syarat
untuk dikategorikan sebagai Elite atau Elite+
dengan penilaian secara objektif. Oleh karena itu,
kategori yang diberikan kepada Mitra (pengemudi)
Terlapor II tersebut adalah hasil dari persaingan

yang sehat dalam menyediakan pelayanan terbaik
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dan kerja keras, bukan karena Terlapor II
terafiliasi dengan Terlapor I. -------------------mmcc oo

g. Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan
pencantuman bahasa pemasaran (marketing) dalam
brosur yakni “order prioritas aplikasi Grab” adalah
bukan karena Terlapor II terafiliasi dengan Terlapoml,
melainkan karena Terlapor II secara fakta melakukan
seleksi yang ketat dan mewajibkan seluruh “Mitra
(pengemudi) Terlapor II untuk memberikan,pelayanan
yang terbaik kepada konsumien, sehingga
mendapatkan penilaian yang sangat baik dan menjadi
Mitra (pengemudi) Elite+, yang kemudian berdampak
akan diprioritaskan bersama-sama dengan Mitra
(pengemudi) Elite+ laigfiya'{non Terlapor II) untuk
setiap pesanan darikonsumen. ------------------——momoo——-

h. Berdasarkan uraiam di atas, maka terbukti unsur
Pasal 14 UU"Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi,
karena secara fakta tidak ada diskriminasi yang
dilakukany tefhadap pesaing usaha dari Terlapor II,
karena kata “prioritas” dalam brosur tersebut adalah
sesuairdengan fakta. Terlapor Il bersaing secara sehat
dengan pesaingnya dalam memberikan pelayanan
terbaik, sebagian besar Mitra (pengemudi) telah
memenuhi kriteria Mitra (pengemudi) Elite+, sehingga
berhak mendapat prioritas dalam setiap
pesanan/orderan. —-----------mm oo oo
2.3.14 Alasan atau bukti keenam: Perkara a quo tidak memenuhi
unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena tidak
ada diskriminasi terhadap pesaing usaha Terlapor II
terkait promosi produk, program, jam kerja, dan insentif. -
Bahwa dalam Laporan Tim Investigator khususnya angka

9 pada halaman 14 s.d 20, menyatakan atau mendalilkan
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bahwa Terlapor I telah memberikan keistimewaan kepada
Terlapor Il dan/atau mitra Terlapor II. -------------mcmeueov
Bahwa para Terlapor menolak atau membantah seluruh
hal tersebut, dengan uraian sebagai berikut:-----------------
a. Terkait promosi produk (angka 9.1 halaman 14 s.d 15)
Bahwa tidak terbukti diskriminasi dalam promesi
produk program loyal yang dilakukan Terlapor II,
karena program tersebut diadakan untuks menjadi
solusi bagi calon Mitra (pengemudi) Vyang “tidak
memiliki kendaraan roda empat@unamun ingin
bekerjasama dengan Terlapor I. S¢lain itu, di sisi lain
para Terlapor telah berinvestasi ‘dan menanggung
resiko tinggi, jika dalam, merealisasikan program
tersebut tidak ada promosi,fmaka program tersebut
tidak akan berjalanfatauediketahui oleh masyarakat.
Selengkapnya akandiuraikan sebagai berikut.----------

1) Tim Investigator’ menyatakan bahwa Terlapor I
hanyalmelakukan promosi atas produk Terlapor I

agar ‘mdsyarakat bergabung dengan Terlapor II

dan tidak pernah melakukan promosi yang serupa
kepada perusahaan pesaing dari Terlapor II. --------

2),, Dalil atau pernyataan Tim Investigator adalah
sangat mengada-ada, dikarenakan hal-hal sebagai
berikut:---------------m oo

(a) Tim Investigator tidak memahami latar
belakang dari bisnis Terlapor II. ------------------

i. Bahwa Terlapor I memiliki suatu program

yakni Program Loyalitas. Program ini

merupakan  sebuah  program = yang

bertujuan untuk menyediakan unit

kendaraan (mobil) untuk disewakan

kepada calon Mitra (pengemudi) yang

tidak memiliki kendaraan dan memberi
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kesempatan kepada Mitra (Pengemudi)
untuk memiliki unit mobil yang telah
disewa melalui program loyalitas. -----------
Program ini dilatarbelakangi oleh
beberapa hal  yakni: (1) Banyak
masyarakat yang ingin bergabung menjadi
Mitra Terlapor I namun belum memiliki
kendaraan  mobil; (2) Tidak %, ada
perusahaan yang dapat _memberikan
layanan kepemilikan mobil, tanpa” adanya
downpayment yang regdah, karena secara
umum harus diberikan® downpayment
minimal 20% g(dua “puluh persen) dari
harga mobili*» (3)¢ Tidak ada perusahaan
penyewaan mebil yang dapat memberikan
harga sewa yang relatif terjangkau dan
membebaskan pengemudi untuk dapat
membawa  pulang kendaraan sewa
tersebut setiap hari hingga dapat
membebaskan pengemudi dalam
mengatur jam kerjanya (hal ini biasa
dikenal dengan istilah “sewa lepas kunci”).
Atas hal tersebut, Terlapor I memberi
kemudahan bagi calon Mitra (pengemudi)
yang ingin bergabung menjadi Mitra dan
memiliki mobil tanpa perlu memberikan
downpayment, namun bisa memperoleh

penghasilan dari sistem aplikasi Terlapor

Bahwa Terlapor I dalam mewujudkan
program tersebut tidak menemukan
perusahaan ataupun Mitra yang dapat

memberikan pelayanan tersebut, karena
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nilai investasi yang sangat besar, sehingga
Terlapor I dengan terpaksa harus
membuat suatu  perusahaan  yakni
Terlapor II dan kemudian mengadakan
kerjasama dengan Terlapor II dalam
program tersebut karena Terlapor I tidak
memiliki izin pengangkutan sewa khudsus.
Selanjutnya, dalam = program yang
dilakukan Terlapor II, calon “Mitra
(pengemudi) dapat memiliki \kendaraan
hanya dengan: (1) Menyewa kendaraan
Terlapor II yang gmanasfbiaya sewanya
dibayarkan setiapy “minggunya kepada
Terlapor II; (2) Mémberikan uang jaminan
(deposit)d sgjumlah Rp2.500.000,00 (dua
juta €{lima“, ratus ribu rupiah) kepada
Terlapor? I (yang akan dikembalikan
setelah periode masa sewa berakhir yaitu
dalam jangka waktu S5 (lima) tahun); (3)
Mengikuti program loyalitas Terlapor II
yaitu apabila pengemudi loyal, berperilaku
baik, tidak ada penipuan dan hal lain
yang dipersyaratkan dalam program
loyalitas selama S (lima) tahun berturut-
turut, maka secara teknis Terlapor I akan
membelikan kendaraan tersebut untuk
menjadi milik Mitra (pengemudi). -----------
Hal ini justru memberikan keuntungan
bagi Mitra (pengemudi) yang tidak
memiliki kendaraan yakni bisa
berkesempatan mendapatkan kendaraan
sekaligus penghasilan dari Terlapor I.

Selain itu, melalui program ini justru
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menciptakan persaingan yang sehat, akan
semakin banyak Mitra (pengemudi) yang
menggunakan aplikasi Terlapor 1. Para
Mitra (pengemudi) akan bersaing
memberikan pelayanan terbaik bagi
masyarakat. -----------------mmmm @

(b) Tim Investigator keliru dalam melihat promosi
yang dilakukan Terlapor 1 atas ¢program
tersebut tanpa memandang Rule of,Reasoning
yakni melihat dari aspek bisni§y(investasi) dari
para Terlapor.-----------———- =l o
i. Bahwa Tim Investigator menyatakan
Terlapor I tidak, mempromosikan hal yang
sama terhadap "pesaing dari Terlapor II
yakni promosigsuntuk bergabung dengan
pesaingdati Terlapor II tersebut. ------------

ii. Bahwa “Tim Investigator keliru dalam
memahami hal ini karena secara aspek
bisnis hal ini adalah hal yang wajar
karena para Terlapor telah
menginvestasikan dana yang sangat besar
dalam menjalankan usaha tersebut dan
disisi lain juga terdapat resiko yang
ditanggung oleh para Terlapor. --------------

iii. Bahwa sebagaimana uraian latar belakang
di atas, program tersebut dihadirkan
untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam hal program ini, para Terlapor
telah menginvestasikan dana yang sangat
besar kepada pihak leasing maupun bank,
serta pihak asuransi untuk memberikan
asuransi kepada Mitra (pengemudi)

Terlapor II. ------—-mmmm o

- 80 -



SALINAN

iv. Jika hal tersebut tidak dipromosikan,
tentu dana yang diinvestasikan tidak
mungkin dapat dikembalikan. Hal ini
sangat bertentangan dengan konsep suatu
bisnis yakni untuk dapat mengembalikan
modal dan kemudian menghasilkan
keuntungan para perusahaan. Artinya,
promosi tersebut harus dilihat dari ‘suduat
pandang yang lebih luas, khususnya dari
segi bisnis. -----------mmmm- @S

Terkait Program (angka 9.2 halaman 15's.d 18). --------
Bahwa tidak ada diskriminasi_terkait program bagi
seluruh Mitra (pengemudi), baik“Terlapor II maupun
non Terlapor II karenafprogram kategori pengemudi
adalah berlaku untuk seluruh Mitra (pengemudi),
sedangkan program Wloyal adalah program dari
Terlapor II yang direalisasikan sebagai solusi bagi
calon Mitra, (pengemudi) yang tidak memiliki
kendaraan, ¥6da empat namun ingin bekerjasama
dengan, Terlapor I. Selengkapnya akan diuraikan
sebagai berikut: --------------
1), Tim Investigator menyatakan bahwa Terlapor I
telah menerapkan program yang berbeda antara
Mitra (pengemudi) Terlapor II dan non Terlapor II.
Mitra (pengemudi) Non Terlapor II berlaku program
Silver Partner, Elite Partner, dan Elite+ Partner,
sedangkan bagi mitra (pengemudi) Terlapor II
berlaku program Gold Captain dan Flexi.-------------
2) Dalil atau pernyataan Tim Investigator tersebut
adalah sangat mengada-ada dan keliru, karena

hal-hal sebagai berikut: -------------—cmmmmmm
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(a) Tim Investigator telah keliru dalam menilai

subjek dan objek dalam pemberlakukan atau

penerapan program-program tersebut.-----------

1.

ii.

iii.

Bahwa Tim Investigator telah
mencampuradukan cara pandang
berlakunya program-program tersebut
karena secara fakta subjek dan (objek
dalam penerapan program tersebut adalah
berbeda. -------------mom Ry -
Objek dari program Silver, Partner, Elite
Partner, dan Elite + Pattner 'dari Terlapor I
(sebagai subjek yang wmemberlakukan)
adalah seluruh mitra (pengemudi) yang
bergabung déngan aplikasi Terlapor I, baik
di Terlapor Il maupun non Terlapor II. -----
Sedafigkan,, objek dari program Gold
Captain ¥ Program dan Flexi Program
Terlapor II  (sebagai subjek yang
memberlakukan) adalah khusus bagi
calon mitra (pengemudi) yang ingin

bergabung dengan Terlapor II. ---------------

(b) Tim Investigator telah keliru dalam tujuan dari

program-program tersebut.----------------cmmmo—-

1.

ii.

Bahwa Tim Investigator telah mencampur
adukan cara pandang atas tujuan dari
program tersebut, yang mana secara fakta
adalah berbeda. --------------------mmm
Tujuan dari program Silver Partner, Elite
Partner, dan Elite+ Partner dari Terlapor I
adalah untuk memberikan penilaian atau
pengkategorian atas  seluruh  Mitra

(pengemudi) yang bergabung dengan
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aplikasi Terlapor I, baik di Terlapor II

maupun non Terlapor II. -------------—ocmcev

iii. Sedangkan tujuan dari program Gold
Captain Program dan Flexi Program

Terlapor II adalah terkait rental mobil bagi

calon mitra (pengemudi) yang ingin

bergabung dengan Terlapor II. --------&-=---=

Terkait Jam Kerja (angka 9.3 halaman 18 s.dql9)y- ==
Bahwa tidak ada diskriminasi terkait jam kerja karena
seluruh Mitra (pengemudi) dapat@nsecara bebas
mengakses akun miliknya. Selain itu, pembatasan jam
kerja justru berdampak burul, bagi*Ferlapor I karena
dapat menurunkan pendapatany komisi Terlapor I.
Selengkapnya diuraikanfSebagai berikut.-----------------
1) Tim Investigator’ menyatakan bahwa Terlapor I
telah menerapkan jam kerja yang berbeda antara
Mitra (perigemudi) di Terlapor II dan Non Terlapor

II, dimana Mitra (pengemudi) Non Terlapor II
hanyasniémiliki jam operasional selama 16 (enam
belas) jam, sedangkan Mitra (pengemudi) Terlapor
[I"berlaku jam operasional selama 24 (dua puluh

empat) jam. —------m- oo

2) Dalil atau pemahaman Tim Investigator tersebut
adalah tidak benar karena bertentangan dengan
fakta yang sangat mudah dicerna dengan logika
yang mendasar yakni hal-hal sebagai berikut: ------
Akses atas akun dikuasai sepenuhnya oleh
seluruh mitra (pengemudi), baik di Terlapor II
maupun non Terlapor II. --------—---cmmmmmmm -
(a) Bahwa untuk dapat melakukan pekerjaannya,

maka Mitra (pengemudi) baik Terlapor II
maupun non Terlapor II harus terlebih dahulu

membuka akunnya melalui aplikasi Terlapor I
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yang terdapat di telepon seluler atau
handphone Mitra (pengemudi) itu sendiri.
Artinya, Mitra (pengemudi) Terlapor II maupun
non Terlapor II menguasai secara penuh akses
terhadap akunnya untuk dapat bekerja.---------
Bahwa Terlapor I tidak bisa membatasi jam
kerja dari seluruh Mitra (pengemudi),f baik
Terlapor II maupun non Terlapor II. --4---=s- ===
Bahwa baik Mitra (pengemudi) ‘Terlapor II
maupun Non Terlapor II ddpat wmengakses
akunnya selama 24 (dua/puluh empat) jam
sesuai dengan keinginannya, karena bisa
diakses melalui telepon‘seluler atau handphone
Mitra (pengemudi)iitu sendiri. ---------------------
Pembatasan dwaktus kerja justru merugikan
Terlapor I -4 -8
Bahwa Terlapor I di dalam kegiatan bisnisnya
sebagai penhyedia aplikasi mendapatkan komisi
20% “Ydua puluh persen) atas setiap pesanan
atau order yang terima oleh Mitra (pengemudi)
baik Terlapor Il maupun Non Terlapor II. --------
Apabila Terlapor I membatasi waktu jam
operasional, maka hal ini adalah hal yang tidak
masuk diakal secara bisnis. Hal ini akan

mengurangi komisi yang diterima oleh Terlapor

Oleh karena itu, hal ini sangat tidak mungkin
Terlapor I lakukan, karena pembatasan waktu
memberikan kerugian bagi Terlapor I, yakni
tidak mendapatkan komisi 20% (dua puluh

persen) dari setiap pesanan atau orderan.-------
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d. Terkait Insentif (angka 9.4 halaman 19 s.d 20). ---------
Bahwa terkait pembedaan cara perhitungan insentif
antara Mitra (pengemudia) Terlapor II dan non
Terlapor II adalah tergantung dengan kekuatan bisnis
(business power) dan posisi tawar (bargaining power)
dari masing-masing mitra (pengemudi) tersebut.
Selain itu, insentif yang diterima oleh baik (Mitra
(pengemudi) Terlapor II maupun non Terlaporwll
adalah sesuai dengan kinerja dari Mitra (pengemudi)
itu sendiri. Lebih lanjut, secara fakta,insentif Mitra
(pengemudi) Terlapor II masih lebih rendah daripada
Mitra non Terlapor II. Selengkapnya‘diiiraikan sebagai
berikut. —----------mm g R -— -
1) Tim Investigator me€nyatakan bahwa Terlapor I

telah menerapkan jinsentif yang berbeda antara
Mitra (pengemudi) Terlapor II dan Non Terlapor II.
Bagi Mitra, (pengemudi) Non Terlapor II insentif
ditentdkan ‘secara harian dan tidak ada
pengembalian fee 20% (dua puluh persen),
sedangkan bagi Mitra (pengemudi) Terlapor II
berlaku insentif secara mingguan dan ada

pengembalian fee 20% (dua puluh persen). ----------

2) Dalil atau pernyataan Tim Investigator adalah
sangat mengada-ada dan keliru, karena alasan
sebagai berikut: ------------------
(a) Pembedaan cara perhitungan insentif antara

Mitra (pengemudi) Terlapor II dan non Terlapor
II adalah tergantung dengan kekuatan bisnis
(business power) dan (bargaining power) dari
masing-masing Mitra (pengemudi) tersebut. ----
i. Bahwa hal yang wajar di dalam bisnis

terdapat jenis atau variasi yang berbeda

dalam kerjasama antara pihak A dan
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pihak B sesuai dengan kekuatan bisnis
dan posisi yang ditawarkan oleh Mitra
yang akan diajak kerjasama.-----------------
Bahwa dalam hal ini Terlapor I
memberikan suatu hal yang berbeda.
Terlapor II mampu menyediakan mobil
kepada Mitra (pengemudi) dengan sistem
lepas kunci (artinya ada investasi, dan
resiko yang tinggi yang “ditanggung
Terlapor 1II). Terlapor I, menyediakan
pelatihan, memberikan asuransi untuk
pengemudi dan. kendaraan, serta
menjamin  ratingy, ‘atau review dari
konsumen divatas 4.2 dalam layanannya.
Selain Jitu, saat ini jumlah Mitra
(pengemudi) Terlapor II adalah lebih dari
15.000 (lima belas ribu). -------------=------—-
Atas hal tersebut, Terlapor I memberikan
perbedaan insentif bagi Mitra (pengemudi)
Terlapor II yaitu berupa penambahan atau
pengembalian komisi 20% (dua puluh
persen) kepada Mitra tersebut. --------------
Bahwa perbedaan tersebut juga terjadi
dalam kerjasama antara Terlapor I dan
koperasi yang memiliki daya tawar tinggi
yakni koperasi INKOPOL. Mitra
(pengemudi) yang tergabung dalam
INKOPOL mendapatkan insentif tambahan
5% (lima persen). Hal ini tidak terlepas
bahwa  koperasi INKOPOL  memiliki
penawaran yang berbeda dan INKOPOL
sebagai satu-satunya koperasi yang dapat

beroperasi di bandara. Oleh karena itu,
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secara bisnis penawaran dari INKOPOL
adalah penawaran yang baik untuk
Terlapor I karena aplikasi dari Terlapor I
tersebut dapat memberikan layanan di
bandara, maka Terlapor I memberikan
skema insentif yang berbeda yakni
penambahan komisi 5% (lima persen). ----=
V. Oleh karena itu, pembedaan ¢ tersebut
adalah hal yang wajar diberikan ‘Sesuai
dengan kekuatan bisnis (business power)
dan juga daya (bargaining power) yang
dimiliki masing-masingwimitra. Hal ini
dapat para Terlaperyanalogikan sebagai
berikut: ---#®---2% ———__
PT A dmerupakan perusahaan yang
bergerak di, bidang produksi kertas tulis.
Dalam hal ini PT A akan bekerjasama
dengan PT' B dan PT C dalam
pemasarannya, dimana secara fakta PT B
memiliki kekuatan bisnis yang kuat karena
memiliki 1000 toko cabang dan sedangkan
PT C hanya memiliki 10 toko cabang.
Kemudian, PT A memberlakukan ketentuan
bonus yang berbeda antara PT B dan PT C,
dikarenakan PT B memiliki kekuatan lebih
tinggi dalam pemasaran dibandingkan PT
C. Apakah hal tersebut dikategorikan
diskriminasi? Tentu tidak! Karena dalam
hal ini PT B secara fakta memiliki kekuatan
bisnis yang lebih baik dalam memasarkan
produk PT A.
(b) Insentif yang diterima oleh mitra (pengemudi)

baik di Terlapor II maupun non Terlapor II
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adalah berdasarkan hasil kerja dari mitra

(pengemudi) baik di Terlapor II maupun non

Terlapor II itu sendiri. -----------=-==-—cmmmmmmcmm -

Bahwa para Terlapor akan menjabarkan

disetiap daerah (dalam perkara a quo adal %
Jabodetabek, Makasar Medan, dan Sur%

pada saat perjanjian antara para%
ditandatangani, yakni sebagai be%— -----
e

terlebih dahulu skema insentif yang berlaku

i.

Skema insentif wilayah Ja

Mitra Non Terlapor II. --4 == -sc--mmmmmmemoee e

Jenis Jumlah Nominal
Insentif Perjalanan Insentif (Rp)
6 50.000
11 150.000
Mitra Elite+
17 400.000
19 425.000
4 35.000
Mitra 10 120.000
Regular
17 400.000

Artinya, jika Mitra (pengemudi) yang
terkategori sebagai Elitet+ mendapatkan
jumlah trip 6 (enam) pada hari tersebut,
maka Mitra (pengemudi) berhak
mendapatkan insentif sejumlah
RpS50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada

hari tersebut.

Kendaraan Non LCGC) Tier O Tier 1 Tier 2

Fix Insentif

150,000 450,000 575,000

Commision Back 20% 20% 20%
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PERSYARATAN

Fares >
> 1,800,000
> 1,600,000 - 2,200,000 2,2000,00
Completion Rate (Min) > 60% > 60% > 60%
daraa O

Fix Insentif 50,000 245,000 335,000
Commision Back 20% 20% 20%

PERSYARATAN

> 1,800,000 >

Fares 2 1,600,0000 %, 5°560,000 | 2,200,000
Completion Rate (Min) > 60% > 60% > 60%
Rating (Min) 4.7 4.7 4.7

(c) Bahwa
penilaian

perhitungan berbeda namun

Artinya, spenilaian didasarkan pada fares

(pendapatan) yang dihasilkan secara
mingguan dari Mitra (pengemudi), dimana
jika® Mitra (pengemudi) mendapatkan

penghasilan Rp1.800.000,00 (satu juta
delapan ratus ribu rupiah) maka mitra
mendapatkan insentif sebesar
Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima
ribu rupiah) pada minggu tersebut.

tidak

ada diskriminasi terhadap

insentif yakni meskipun cara

insentif tetap

diberikan sesuai dengan kinerja dari Mitra

(pengemudi) Terlapor II maupun non Terlapor

Skema insentif wilayah Medan untuk Mitra

Non Terlapor II.
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Jenis Jumlah Nominal
Insentif Perjalanan Insentif (Rp)
5 45.000
Mitra STI 8 80.000 Q t}
14 180.000
Artinya, jika Mitra (p

mendapatkan jumlah trip 5 (1
tersebut, maka Mitra (pe
mendapatkan

Rp45.000,00 (em

rupiah) pada hatiyte
ii. Skema Insr%zk

Medan (TPI)

Tier O

Tier 1

3

lima ribu

berhak

sejumlah

Mitra Terlapor II

Fix Insenfif, 300,000 675,000 875,000
20% 20% 20%
PERSYARATAN
> 1,200,000 |2 1,350,000 | 21,600,000
Completion o . .
Rate (Min) 2 60% > 60% > 60%
Rating (Min) 4.7 4.7 4.7

Artinya, penilaian didasarkan pada fares
dihasilkan

mingguan dari Mitra (pengemudi), dimana

(pendapatan) yang secara

jika mitra (pengemudi) mendapatkan
penghasilan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga
ratus lima puluh ribu rupiah) maka Mitra
sebesar

mendapatkan insentif
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Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah) pada minggu tersebut. ----
tidak

insentif yakni

ada diskriminasi terhadap

penilaian meskipun cara

perhitungan berbeda namun insentif tetap
diberikan sesuai dengan kinerja dari Mitsa

(pengemudi) Terlapor II maupun non Teflapor

Skema insentif wilayah Surabaya untuk®™Mitra

Non Terlapor II. ----------mmmmm e om

Jenis Insentif nglah Nom‘i gl
Perjalanan Insentif (Rp)
9 65.000
Mitra STI 15 175.000
21 280.000

Artinya, jikayMitra (pengemudi) mendapatkan
jumlah trip 9 (sembilan) pada hari tersebut,
maka, Mitra (pengemudi) berhak mendapatkan
insentif sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh

lima ribu rupiah) pada hari tersebut.

Mitra TPI Tier O Tier 1 . Tier 2
Fix Insentif 400,000 600,000 700,000
Commision Back 20% 20% 20%
PERSYARATAN
Fares > 1,000,000 > 1,500,000 >2,000,000
(Cl\;[’irg)pletion Rate > 60% > 60% > 60%
Rating (Min) 4.7 4.7 4.7
Artinya, penilaian didasarkan pada fares

(pendapatan) yang dihasilkan secara mingguan

dari Mitra
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(pengemudi) mendapatkan penghasilan
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) maka Mitra mendapatkan insentif
sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu
rupiah) pada minggu tersebut.------------------——-
Bahwa tidak ada diskriminasi terhadap
penilaian insentif yakni meskipun ( cara
perhitungan berbeda namun insentif \tetap
diberikan sesuai dengan kinerja “dari “Mitra

(pengemudi) Terlapor II maupdn nen Terlapor

i. Skema insentif wilayahyMakasar Mitra Non

Terlapor II. —-----a-—- -8 =8 oo

Jenis Jumlah Nominal
Insentif Perjalanan Insentif (Rp)
7 50.000
Mitra STI 11 100.000
17 220.000

Artinya, jika Mitra (pengemudi)
mendapatkan jumlah trip 7 (tujuh) pada
hari tersebut, maka Mitra (pengemudi)
berhak mendapatkan insentif sejumlah
Rp50.000,00 (lima puluh ribu) pada hari
tersebut.------------- -

ii. Skema insentif Mitra Terlapor II.--------------

Mitra TPI Tier O Tier 1 Tier 2

Fix Insentif 250,000 550,000 660,000

Commision 20% 20% 20%
Back
PERSYARATAN
Fares S > v
2,200,00

1,500,000 | 1,700,000 0
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Completion o o o
Rate (Min) > 60% > 60% > 60%
Rating (Min) 4.7 4.7 4.7

Artinya, penilaian didasarkan pada fares
(pendapatan) yang dihasilkan secara
mingguan dari mitra (pengemudi), dimana
jika  Mitra (pengemudi) mendapatkan
penghasilan Rp1.700.000,00 ¢(satu,<juta
tujuh ratus ribu rupiah) maka Mitra
mendapatkan insentif sebesar
Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu
rupiah) pada minggu tersebut. ----------------
Bahwa tidak _ada.diskriminasi terhadap
penilaian insentif. Meskipun cara perhitungan
berbeda namun inSentif tetap diberikan sesuai
dengan' kinegja dari Mitra (pengemudi) Terlapor
II smaupun non Terlapor II. Secara fakta,
insentif yang diterima oleh Mitra (pengemudi)
Terlapor II lebih rendah daripada Mitra non
Terlapor II. -----—--m oo
Bahwa berdasarkan skema tersebut di atas,
para Terlapor akan mensimulasikan dengan
kondisi yang sama antara Mitra Terlapor II
dengan non Terlapor II, dengan menggunakan
salah satu skema insentif Jabodetabek, yakni
sebagai berikut: ------------mmmm
i. Simulasi Mitra Non Terlapor II skema
insentif Jabodetabek. ------------------omcmmo—-
Di kota Jakarta, Mitra S (Non Terlapor II)
tergolong dalam Mitra Elite+ Terlapor I,
dimana pada hari Senin mengambil order

atau pesanan dari pukul 4 pagi - jam 5 sore
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(total jam kerja = 13 (tiga belas) jam
termasuk istirahat). -------------——- oo -
Dalam 13 (tiga belas) jam perjalanan
tersebut Mitra S (Non Terlapor II)
mendapatkan 20 (dua puluh) trip dan
jumlah total perjalanan yang masuk dalam
cut off (batas waktu perhitungan harian)
perhitungan skema pada jam insentifuw(5
pagi - 10 malam) adalah 19 (sembilan
belas) Trip. ----------—--—--—- @0
Dari 20 (dua puluh) fpegalanan dengan
rata-rata tarif Rp40.000;00 (empat puluh
ribu rupiah) setiap perjalanan, maka mitra
berhasil méngumpulkan tarif dari
perjalanan penumpang Rp800.000,00
(delapaneratus ribu rupiah). Kemudian,
setelah dipotong komisi 20% (dua puluh
persen) oleh Terlapor I, maka mitra
nieéndapatkan Rp640,000,00 (enam ratus
empat puluh ribu rupiah) dan komisi untuk
Terlapor I sebesar Rp160,000,00 (seratus
enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya,
pada hari itu Mitra mendapatkan insentif
yang sesuai dengan skema insentif, berlaku
jika berhasil memenuhi 19 (sembilan belas)
trip, maka mendapatkan insentif
Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima
ribu rupiah), sehingga total pendapatan per
hari mitra S adalah Rp1.065.000,00 (satu
juta enam puluh lima ribu rupiah). Jika
Mitra memiliki performa yang sama dalam
satu minggu (7 hari) maka Mitra tersebut

mendapatkan pendapatan satu minggu
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sejumlah Rp7.455.000,00 (Rp1.065.000,00

Simulasi Mitra Terlapor II skema insentif
Jabodetabek. ---------------mmm -
Di kota Jakarta, Mitra T (Mitra Terlapor II)
merupakan mitra yang tergolong Elite+.
Pada hari Senin mengambil order( atau
pesanan dari pukul 4 pagi - hingga jam«5
sore (total jam kerja = 13 (tiga“belas)'Jam
termasuk istirahat). -------®s - oo
Dalam 13 (tiga belag) jam perjalanan
tersebut, Mitra T gnemdapatkan 20 (dua
puluh) trip dam, jumlah total perjalanan
yang masukddalam “cut off (batas waktu
perhitungan) harian) perhitungan skema
pada mingguan Terlapor II tetap adalah 20
trip (dua puluh). ----------mmm
Dari 20 (dua puluh) perjalanan dengan
rata-rata tarif Rp40.000,00 (empat puluh
ribu rupiah) setiap perjalanan, maka Mitra
tersebut berhasil mengumpulkan tarif dari
perjalanan penumpang Rp800.000,00
(delapan ratus ribu rupiah) Setelah
dipotong komisi 20% (dua puluh persen)
menjadi Rp640.000,00 (enam ratus empat
puluh ribu rupiah). Jika Mitra memiliki
performa yang tetap sama dalam waktu
satu minggu (7 hari) maka Mitra akan
mendapatkan pendapatan sejumlah
RpS5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu
rupiah). Kemudian, setelah dipotong komisi
Terlapor I sebesar 20% (dua puluh persen)

maka pendapatan Mitra menjadi

-905 -



€.

SALINAN

Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus
delapan puluh ribu rupiah). -------------------
Sesuai dengan skema insentif mingguan
Terlapor II, maka Mitra berhak
mendapatkan Rp575.000,00 (lima ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan
ditambahkan komisi 20% (dua puluh
persen) sebesar Rp1.120.000500
(Rp5.600.000,00 tarif x 20%, Kkomisi),
sehingga total pendapatan®Mitta T dalam
satu  minggu sejumlah,  Rp7.295.000
(Rp5.600.000,00 & % RpS§575.000,00 +
Rp1.120.000,00) - ----------------—-------

(h) Bahwa berdasarkan ‘simulasi tersebut di atas,

@)

kerja,

terbukti bahwaMitra (pengemudi) Terlapor II
mendapatkan pendapatan lebih kecil daripada
Mitra Non Terlapor II. Dengan demikian, jelas
tidak .ada“harga atau keuntungan yang lebih
tinggi™ bagi Mitra yang tergabung dalam
Terlapor II dibandingkan dengan Mitra
(pengemudi) non Terlapor II. --------------------——-
Bahwa jika Terlapor I mengistimewakan
Terlapor II  seharusnya insentif Mitra
(pengemudi) Terlapor II seharusnya lebih tinggi
dari non Terlapor II, namun faktanya justru

yang terjadi sebaliknya. ----------------mmmmcmme -

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti
tidak ada perlakukan dari Terlapor I yang memberikan
keistimewaan kepada Terlapor II dan/atau Mitra

Terlapor II terkait promosi produk, program, jam

maupun insentif sehingga mendiskriminasi

pesaing usaha Terlapor II. Oleh karena itu, tidak

terbukti adanya persaingan usaha tidak sehat yang
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timbul akibat diskriminasi sebagaimana Pasal 14 UU
Nomor 5 Tahun 1999, karena memang tidak ada
tindakan istimewa terhadap Terlapor II. ----------------—-
2.3.15 Alasan atau bukti ketujuh: Perkara a quo tidak memenuhi
unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena perkara
a quo tidak sama atau 100% (seratus persen) berbeda
dengan referensi kasus Tim Investigator, yakni intégtrasi
vertikal PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indenesiau==-
Bahwa Tim Investigator dalam perkara _a%quo“telah
menggunakan Putusan KPPU No. 01 /KPPU-1/2003 terkait
Integrasi Vertikal PT Garuda Indones$ia . dan PT Abacus
Indonesia sebagai referensi dalam perkara‘a quo. -----------
Bahwa hal ini adalah kelirugdan, sangat mengada-ada
karena secara fakta perkara“a quo dan Putusan KPPU No.
01/KPPU-1/2003 terkait Integrasi Vertikal PT Garuda
Indonesia dan PT Abacus Indonesia tidak sama atau
100% (seratus peérsen) berbeda. Selengkapnya diuraikan
sebagai berikQt, o - ----- -
a. Penguasaan‘Pasar.-----------------—----mmmmmmm -
Bahwa ) pada tahun 2003, PT Garuda Indonesia
merupakan penguasa dalam industri penerbangan,
dimana secara posisi PT Garuda terletak dalam posisi
dominan terhadap agen-agennya. Sedangkan dalam
Perkara a quo, Terlapor I tidak dalam posisi dominan
atau penguasa, dimana seluruh calon Mitra
(pengemudi) baik yang dalam badan usaha atau
perorang memiliki pilihan lain, diantaranya seperti
Gojek, Bluebird, dan lain-lain.------------=----mccmmme

b. Motif efisiensi. -------------—--—-—c-mm
Bahwa dalam Putusan KPPU No. 01/KPPU-1/2003
khususnya halaman 18 s.d 21 terlihat tujuan dari
penguasaan produksi adalah untuk menghasilkan

atau mengurai biaya transaksi penerbangan PT
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Garuda Indonesia. Hal ini juga dinyatakan dalam
Laporan Dugaan Perkara a quo pada halaman 22,
yang dikutip sebagai berikut: ---------------mcmmmmm

“Twjuan dual access hanya dengan sistem Abacus
adalah agar PT Garuda Indonesia dapat mengontrol
biro perjalanan wisata di Indonesia dalam melakukan
reservasi dan pemesanan (booking) tiket penerbangan
serta agar semakin banyak biro perjalanan wisata di
Indonesia yang menggunakan sistem Abacus ‘untuk
melakukan reservasi dan booking penerbangan
internasional yang pada akhirnya akanmengurangi
biaya transaksi penerbangan internasional PI Garuda
Indonesia”

Bahwa hal tersebut berbeda denganperkara a quo,
dimana para Terlapor tidak ada'motif efisiensi, karena
dalam hal ini Terlapor I justru menginvestasikan dana
yang sangat besar dan ada ‘wunsur resiko bisnis bagi
para Terlapor. Sehingga . berbeda dengan putusan yang
menjadi referensi Tim Investigator. --------------—--——-—-—-
Unsur Pemaksaan. ---------------—mmmmmmmm
Bahwa dalam) Putusan KPPU No. 01/KPPU-I/2003
khustsnyawhalaman 21 s.d 22 terlihat bahwa PT
Garuda Indonesia memaksakan agen-agennya untuk
menggunakan sistem dari PT Abacus. Hal ini juga
dinyatakan dalam Laporan Perkara halaman 22 s.d.
23, yang dikutip sebagai berikut: ----------------cmmcmmo—

Agar dual access dapat berjalan efektif, PT Garuda
Indonesia membuat persyaratan bagi biro perjalanan
wisata yang akan ditunjuk sebagai agen pasasi
domestiknya, harus menyediakan sistem Abacus
terlebih dahulu sebelum memperoleh sambungan
sistem ARGA. Sistem ARGA merupakan sistem yang
dipergunakan untuk melakukan reservasi dan booking
tiket domestik PT Garuda Indonesia, sedangkan sistem
Abacus dipergunakan untuk melakukan reservasu dan
booking tiket internasional.

PT Garuda Indonesia memiliki 95% saham di PT
Abacus Indonesia. PT Garuda Indonesia menempatkan
dua orang Direksinya sebagai Komisaris PT Abacus
Indonesia. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan
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karena kegiatan usaha PT Garuda Indonesia dan PT
Abacus Indonesia saling berkaitan. Hal ini terlihat
pada setiap rapat sinergi antara PT Garuda Indonesia
dan PT Abacus Indonesia, setidak-tidaknya mereka
mengetahui dan menyetujui setiap kesepakatan rapat
yang diambil termasuk di dalamnya tentang kebijakan
dual access.

Kebijakan ini menimbulkan hambatan bagi penyedia
CRS lain dalam memasarkan sistemnya ke biro
perjalanan usaha. Mayoritas biro perjalanan, wisata
memilih CRS Abacus yang disediakan oleh BT Abaeus
Indonesia. Hal ini karena sistem Abacus inemberikan
kemudahan untuk mendapatkan akses @weservast dan
booking tiket domestic PT Garuda \, Indonesia.
Sedangkan CRS selain Abacus kurang.diminati oleh
biro perjalanan wisata karena tidak terintegrasi
dengan sistem ARGA. Ketiadaans sistem ARGA
mengakibatkan biro perjalafan, wisata tidak dapat
melakukan booking (issuéd), tiket penawaran yang
lebih baik dibandingkanftawdran dari penyedia sistem
Abacus, namun tetap™ tidak diminati oleh biro
perjalanan wisata.“ Persyaratan Abacus connection
menyebabkan birogperjalanan wisata yang hanya
menjadi agendpasasii’domestic PT Garuda Indonesia
menanggung beban" biaya tambahan berupa biaya
install sistem Abacus dan biaya sewa perangkat
AbacuspPadahal sistem Abacus tidak digunakan untuk
reservasi - dan booking tiket domestic PT Garuda
Indonesia, Untuk reservasti dan booking tiket
domnestik, PT Garuda Indonesia menggunakan Sistem
ARGA.

Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, Terlapor
tidak pernah mewajibkan calon Mitra (pengemudi)
untuk bergabung dengan Terlapor II. Dengan
demikian, terbukti putusan tersebut berbeda dengan
perkara a quo. —-----=-=- oo
2.3.16 Berdasarkan seluruh wuraian di atas, maka terbukti
kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II tidak
memenuhi unsur-unsur integrasi vertikal sebagaimana
diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999, karena
secara alasan dan atau fakta-fakta hukum tidak ada
dampak persaingan usaha tidak sehat dan diskriminasi

terhadap pesaing Terlapor II. ----------—-mmmmm o
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Dugaan Pelanggaran Kedua (II): -------------=--—mmmmmmmmmmm
Perjanjian antara Terlapor 1 dan Terlapor II melanggar
ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 karena
adanya persyaratan dalam perjanjian antara Terlapor I dan
Terlapor II yang mewajibkan mitra (pengemudi) Terlapor II
menggunakan aplikasi grab milik Terlapor I dalam rangka
menjalankan jasa pengangkutan sewa khusus. --------------&---_-¢
Para Terlapor menolak dalil atau alasan tersebut dengan alasan
sebagai berikut: ------------mmmm W
2.4.1. Alasan atau bukti pertama: Tidak terbukti  adanya
pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU Nomor § Tahun 1999
karena Para Terlapor tidak dalam posisi dominan atau
menguasal Pasar. —------------mms - oo
2.4.2. Bahwa semua alasan-ala§an ‘pembelaan di atas yaitu
jawaban atas dugaan pelanggaran pertama (Pasal 14 UU
Nomor 5 Tahun 1999) “berlaku juga sebagai jawaban
untuk dugaan pelanggaran kedua (II) ini. -------------------
2.4.3. Bahwa Terldpor,] merupakan perusahaan yang bergerak
di bidang ‘digital platform yang di dalam aplikasinya
menawarkan beberapa pelayanan, seperti Grab Car,
Grab, Bike, Grab Food, Grab Delivery, dan beberapa
laganan lainnya. ------=--=-==mmmm oo
2445 Bahwa secara umum usaha Terlapor I adalah digital
platform terkait layanan jasa kendaraan. Di dalam usaha
ini terdapat perusahaan yang menjalankan hal yang
sama yakni seperti Gojek, Bluebird, dan lain-lain. Oleh
karena itu, dalam hal ini para calon Mitra (pengemudi)
memiliki subtitusi lainnya jika tidak berkenan atas hal-
hal yang diatur dalam kerjasama dengan Terlapor I. ------
2.4.5. Hal ini juga terjadi dengan Terlapor II, dimana usaha
sejenis terkait jasa pengangkutan sewa khusus juga
sangat banyak, dimana berdasarkan data yang ada di

Kementerian Perhubungan diketahui:--------------------—-—-
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a. Wilayah Jabodetabek : 95 perusahaan;
b. Wilayah Medan : 15 perusahaan;
c. Wilayah Makasar : 34 perusahaan;
d. Wilayah Surabaya : 55 perusahaan.

Sehingga dalam hal ini calon Mitra (pengemudi) memiliki
pilihan untuk bergabung dengan perusahaan lain selain
Terlapor II. —------—m oS
Hal ini menunjukan bahwa adanya suatu, produk
subtitusi atas Terlapor I maupun Terlapor T, sehingga
setiap calon Mitra (pengemudi) memilikinpilihan. Selain
itu, hal ini menunjukkan Para Teflapor tidak dalam
posisi dominan sebagaimana diatur'dalam Pasal 15 ayat
(2) UU Nomor 5 Tahun 1999. ~—--=8- -8 oo
Selanjutnya, Tim Investigator tidak menguraikan tentang
adanya persaingan tidak sehat yaitu: --------------------—---
a. Tim Investigator{ tidak, menguraikan apakah dalam
bisnis aplikasi, dan“bisnis angkutan banyak penjual
dan banyak pembeli. -----------mmmm oo

b. Tim Investigator tidak menguraikan apakah “bisnis
aplikasi” "dan “bisnis angkutan” sebagai produk
boemogen atau apa perbedaan kualitas dan
karakteristik dari aplikasi yang satu dengan yang lain
dan angkutan mobil yang satu dengan yang lain
sehingga  masyarakat dapat dengan  mudah
mendapatkan kepuasan (utilitas). --------------------------

c. Tim Investigator tidak menguraikan apakah “pelaku
usaha bebas memilih, bebas masuk dan keluar pasar
(free entry and free exit).” --------=-=-——mmmmmmmmmmm -

d. Tim Investigator tidak menguraikan aplikasi Terlapor
I, Terlapor II, dan pelaku ekonomi (konsumen dan
produsen) memiliki pengetahuan sempurna tentang
harga jual Terlapor I, Terlapor II dengan perusahaan

sejenis sehingga konsumen tidak akan mengalami
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perlakuan yang berbeda sebagai ciri khas dari
persaingan usaha tidak sehat.----------------------m -
Bahwa dari laporan Tim Investigator dalam perkara a
quo, sama sekali tidak dapat membuktikan bahkan
tidak menyinggung apakah Terlapor I dan Terlapor II
tidak memenuhi salah satu unsur “karakteristik”
pasar persaingan sempurna, seperti tertuang dalam
buku “Hukum Persaingan Usaha Antarae Teksw&
Konteks” (karangan Dr. Andi Fahmi Lubis,;’S.E.;J"M.E_;
Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, S.Hu, MiH.;” Kurnia
Toha, Ph.D; Prof. M. Hawin, S.H., LL'M, Ph.D; Prof.Dr.
Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLl; Dsl Sukarmi, S.H.,
MH; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi,
S.H., LL.M.) yang dikutip“sebagai berikut:----------------
“Karakterisktik Pasatr Persaingan Sempurna

Dalam  pasar { persaingan  sempurna, jumlah
perusahaan sangat, banyak dan kemampuan setiap
perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehingga
tidak mampu mempengaruhi pasar. Tetapt hal itu
belum lengkap, masth diperlukan beberapa
karakteristikk, (syarat) agar sebuah pasar dapat
dikatakan, pasar persaingan sempurna. Lengkapnya,
karakteristik pasar persaingan sempurna adalah:

I.¢ "Banyak Penjual dan Pembeli (Many Sellers and
Buyers). Jumlah perusahaan yang sangat banyak
mengandung asumsi implisit bahwa output
sebuah perusahaan reltif kecil disbanding output
pasar (small relatively output). Semua perusahaan
dalam industri (pasar) dianggap berproduksi
efisien (biaya rata-rata terendah), baik dalam
jangka pendek maupun jangka  panjang.
Kendatipun demikian jumlah output setiap
perusahaan secara individu dianggap relatif kecil
disbanding jumlah output seluruh perusahaan
dalam industry.

2.  Produknya Homogen (Homogenous Product). Yang
dimaksud dengan produk yang homogen adalah
produk yang mampu memberikan kepuasan
(utilitas) kepada  konsumen  tanpa  perlu
mengetahui siapa produsennya. Konsumen tidak
membeli merek barang tetapi kegunaan barang.
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Karena itu semua perusahaan dianggap mampu
memproduksi barang dan jasa dengan kualitas
dan karakteristik yang sama.

3. Bebas Masuk dan Keluar Pasar (Free Entry and
Free Exit). Pemikiran yang mendasari asumsi ini
adalah dalam pasar persaingan sempurna faktor
produksi mobilitasnya tidak terbatas dan tidak
ada biaya yang harus dikeluarkan untuk
memindahkan  faktor  produksi.  Pengertian
mobilitas mencakup pengertian geografis’ dan
antara pekerjaan. Maksudnya faktor produksi
seperti tenaga kerja mudah dipindahkan dartisatu
tempat ke tempat lainnya atau dari satu pekerjaan
ke pekerjaan lainnya, tanpa biaya. Halytersebut
menyebabkan perusahaan mudah “untuk masuk
keluar pasar. Jika perusahdan ,tertarik di satu
industri (dalam industri maSihymemberikan laba),
dengan segera dapat masuik.Bila tidak tertarik
lagi atau gagal, dengan.segera dapat keluar.”

2.4.8. Alasan atau bukti keduas “tidak terbukti adanya
pelanggaran Pasal 15"ayat. (2) UU Nomor 5 Tahun 1999
karena kewajiban WMitra (pengemudi) Terlapor II
menggunakan aplikasi Terlapor I adalah hal yang sangat
tepat secara‘bisnis karena investasi yang diberikan oleh
para Terlapor dan tingginya resiko bisnis yang
ditafiggung para Terlapor. -----------=-—mmmmommo

a. Para, Terlapor telah menginvestasikan dana dalam
menjalankan program loyalitas. Dalam hal program
ini, para Terlapor telah menginvestasikan dana untuk
bekerjasama dengan pihak leasing maupun bank,
serta pihak asuransi untuk memberikan asuransi
kepada Mitra (pengemudi) Terlapor II.-------------cocuuu-
b. Bahwa di dalam program yang dilaksanakan oleh

Terlapor Il adalah justru sangat menguntungkan bagi

Mitra (pengemudi). Hal ini disebabkan adanya fakta-

fakta sebagai berikut: -----------m-mmmm

1) Mitra (Pengemudi) hanya perlu memberikan deposit

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

dan kemudian dapat membawa kendaraan secara
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langsung (catatan: setelah mitra telah dinyatakan

lulus seleksi);---------==mm oo

2) Mitra (pengemudi) mendapatkan benefit yakni
asuransi mobil, asuransi jiwa, perawatan gratis,

dan hal-hal lainnya.--------=--=----mmmm o

c. Bahwa dibalik semua hal di atas, maka yang secara
fakta berhubungan lansung atau yang bertanggung
jawab kepada pihak Bank, Leasing, dan qasuransi
adalah Para Terlapor. ----------=--—-mmommmm— g —Zfe -

d. Bahwa atas seluruh resiko bisnish dimana Para
Terlapor bertanggung jawab sepefithnya atas hal di
atas, tentu Para Terlapor adalahypihak yang berhak
untuk untuk mendapatkan, pengembalian modal dan
kemudian menghasilkanp"keuntungan. -------------------

e. Bahwa tentu secarafbisnisctidak akan baik bagi Para
Terlapor jika Para Terlapor sudah memberikan modal
atau investasi/ yang sangat besar bagi Mitra
(pengemudi),, tapt Mitra (pengemudi) justru bekerja
untuk usaha®pesaing dari Para Terlapor. -----------------
2.4.9. Alasan natau bukti ketiga: tidak terbukti adanya
pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999
karena Terlapor I tidak pernah mewajibkan calon mitra
(pengemudi) bergabung dengan Terlapor II jika ingin
menggunakan aplikasi Terlapor [.--------------mmmmmmmeo-
a. Bahwa di dalam Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun
2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup)

UU Nomor 5 Tahun 1999, khususnya halaman 12
menyatakan adanya syarat yang mewajibkan
penggunaan produk atau jasa lain yang berbeda
karateristik dengan usaha pelaku pemasok,
selengkapnya dikutip sebagai berikut:-------------------

Dalam Pasal 15 ayat 2 dijelaskan mengenai larangan
bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian tying.
Secara spesifik, pelaku usaha yang bertindak selaku
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pemasok (sektor hulu) tidak diperbolehkan untuk
memberlakukan kewajiban bagi pelaku usaha lain
(sebagai penerima pasokan dan/atau distributor)
untuk membeli produk dan/atau jasa lain yang
berbeda karaktemya dengan produk pokoknya.

b. Bahwa unsur atau syarat tersebut di atas tidak
terpenuhi  karena Terlapor I tidak pernah
mewajibkan calon Mitra (pengemudi) harus
bergabung dengan Terlapor II jika ingin bekefjasama
dengan Terlapor I. Calon Mitra (pengemudi) memiliki
kebebasan untuk memilih bergabung dengan pelaku
usaha lain yang Dbergerak _di \bidang jasa
pengangkutan sewa khusus 4lainnya atau dapat
secara perorangan untuk, ‘bekerjasama dengan
Terlapor I.---------cmmomm -

2.4.10.Bahwa berdasarkan wusaian ) di atas maka terbukti
perjanjian antara Terlaporr I dan Terlapor II tidak

melanggar ketentuan, Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5

Tahun 1999gkarena para Terlapor tidak dalam posisi

dominan g¢atau, menguasai pasar sehingga para calon

mitra {pengémudi) memiliki subtitusi untuk bekerjasama
dengan \pesaing Para Terlapor dan sisi lain hal yang
sangat wajar Mitra (pengemudi) yang saat ini bergabung
dengan Terlapor II diwajibkan memakai aplikasi Terlapor

I mengingat nilai investasi dan resiko bisnis yang sangat

besar yang ditanggung oleh Para Terlapor. Selain itu,

Terlapor I juga tidak pernah mesyaratkan atau

mewajibkan calon Mitra (pengemudi) harus bergabung

dengan Terlapor II terlebih dahulu untuk bekerjasama

dengan Terlapor I, —-------mmemmm oo

Dugaan Pelanggaran Ketiga (III): ----------------------cmmmmmm e
Perjanjian antara Terlapor [ dan Terlapor II melanggar
ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 karena:

Perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II telah menimbulkan
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perlakukan istimewa terkait promosi produk, program, insentif

dan jam kerja dari Terlapor I kepada Terlapor II; Perlakuan

istimewa telah menimbulkan diskriminasi terhadap pesaing

Terlapor II. —-----—m oo

Para Terlapor menolak dalil atau alasan tersebut di atas,

dengan alasan sebagai berikut: ---------------mmmrmm

2.5.1

2.5.2

2.5.3

Bahwa semua alasan-alasan pembelaan di atas(yaitu
jawaban atas dugaan pelanggaran pertama (Pasal 144U
Nomor 5 Tahun 1999) dan juga atas dugaan pelanggaran
kedua (Pasal 15 ayat (2) UU Nomor §,, Tahun 1999)
berlaku juga sebagai jawaban/ “untuk dugaan
pelanggaran ketiga (angka III) (Pasalwl9 huruf d UU
Nomor 5 Tahun 1999) ini. ----s=—-=8--8---—--- -
Menunjuk pada uraian Para (Terlapor pada bagian I
khususnya alasan atau bukti keenam, maka Para
Terlapor telah menguraikan alasan dan/atau fakta tidak
adanya bukti ‘bahwa’ Terlapor [ telah memberikan
keistimewaan _kepada Terlapor II dan/atau Mitra
Terlapor Il &5 e
Oleh kasena)itu Para Terlapor menolak atau membantah

seluruh hal tersebut dan kembali menguraikan sebagai

a’ Terkait promosi produk (angka 9.1 halaman 14 s.d
15—
Bahwa tidak terbukti diskriminasi dalam promosi
produk program loyal yang Terlapor II karena
program tersebut diadakan untuk menjadi solusi
bagi calon mitra (pengemudi) yang tidak memiliki
kendaraan roda empat namun ingin bekerjasama
dengan Terlapor 1. Selain itu, jika dalam
merealisasikan program tersebut yang para Terlapor
telah berinvestasi dan menanggung resiko yang

tinggi namun tidak dipromosikan, maka program
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tersebut tidak akan berjalan atau diketahui oleh
masyarakat. Selengkapnya akan diuraikan sebagai
berikut: -------m o
1) Tim Investigator menyatakan bahwa Terlapor I
hanya melakukan promosi atas produk Terlapor I
agar masyarakat bergabung dengan Terlaporegll
dan tidak pernah melakukan promosi (yang

serupa kepada perusahaan pesaing dari, Tetlapor

Dalil atau pernyataan Tim Invéstigator adalah
sangat mengada-ada, dikarenakan hal-hal
sebagai berikut: -----------z -t
i. Tim Investigator 4 tidak, memahami latar
belakang dari pisnis{Terlapor II. Bahwa perlu
Para Terlapor) jelaskan, Terlapor I memiliki
suatu fProgram yakni Program Loyalitas.
Progtam ini merupakan sebuah program
yang, tujuannya untuk menyediakan unit
kendaraan (mobil) untuk disewakan kepada
calon mitra (pengemudi) yang tidak memiliki
kendaraan dan memberi kesempatan kepada
Mitra (pengemudi) untuk memiliki unit mobil
yang telah disewa melalui program loyalitas. -

ii. Program tersebut dilatarbelakangi oleh
beberapa hal yaitu: -----------------cmmmm -

(a) Banyak masyarakat yang ingin bergabung
menjadi mitra Terlapor I namun belum
memiliki kendaraan mobil; ----------------——-

(b) Tidak ada perusahaan yang dapat
memberikan layanan kepemilikan mobil
tanpa adanya downpayment yang rendah,

dimana secara umum harus diberikan
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downpayment minimal 20% (dua puluh
persen) dari harga mobil; ---------------------
(c) Tidak ada perusahaan penyewaan mobil
yang dapat memberikan harga sewa yang
relative terjangkau dan membebaskan
pengemudi untuk dapat membawa pulang
kendaraan sewa tersebut setiap{ hari
hingga dapat membebaskan pengemudi
dalam mengatur jam kerjanya (hal ini

biasa dikenal dengan istilah “sewa lepas

Atas hal tersebut, g Terlapor I memberi
kemudahan bagi gcalon’y, Mitra (pengemudi)
yang ingin befgabung menjadi mitra dan
memiliki miohil gtanpa perlu memberikan
downpayment,,, namun bisa memperoleh
penghasilanidari sistem aplikasi Terlapor I. ---
Bahwa “Terlapor I dalam mewujudkan
program tersebut tidak menemukan
perusahaan ataupun mitra yang dapat
memberikan pelayanan tersebut, karena nilai
investasi yang sangat besar, sehingga
Terlapor I membuat suatu perusahaan yakni
Terlapor II dan kemudian mengadakan
kerjasama dengan Terlapor II dalam program
tersebut karena Terlapor I tidak memiliki izin
jasa pengangkutan sewa khusus.----------------
Selanjutnya, dalam program yang dilakukan
Terlapor II, calon Mitra (pengemudi) dapat
memiliki kendaraan hanya dengan (i)
menyewa kendaraan Terlapor II yang mana
biaya sewanya dibayarkan setiap minggunya

kepada Terlapor II, (ii) memberikan uang
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jaminan (deposit) sejumlah Rp2.500.000,00
(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada
Terlapor II (yang mana akan dikembalikan
setelah periode masa sewa berakhir yaitu
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun), dan (iii)
mengikuti program loyalitas Terlapor I (yaitu
apabila pengemudi loyal, berperilaku (baik,
tidak ada penipuan dan hal lain \yang
dipersyaratkan dalam program,, loyalitas
selama 5 (lima) tahun berturut=turut, Terlapor

I secara teknisnya dalam program loyalitas
tersebut akan memberikanwisejumlah uang
yang senilai dengan kendaraan tersebut dari
Terlapor II guntuk = dibelikan menjadi
kendaraan gyang qakan menjadi milik Mitra
(pengem@dis -=8s-----------—mmm oo

vi. Hal ini justfu memberikan keuntungan bagi
Mitra, (pengemudi) yang tidak memiliki
kendaraan yakni bisa  berkesempatan
mendapatkan kendaraan sekaligus
penghasilan dari Terlapor I. Selain itu,
melalui program ini justru menciptakan
persaingan yang sehat, dimana semakin
banyak mitra (pengemudi) yang menggunakan
aplikasi Terlapor I, maka para Mitra
(pengemudi) akan bersaing memberikan
pelayanan terbaik bagi masyarakat.-------------

2) Tim Investigator keliru dalam melihat promosi
yang dilakukan Terlapor I atas program tersebut
tanpa memandang rule of reasoning yakni melihat
dari aspek bisnis (investasi) dari para Terlapor. ---
i. Bahwa Tim Investigator menyatakan Terlapor

I tidak mempromosikan hal yang sama
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terhadap pesaing dari Terlapor II yakni
promosi untuk bergabung dengan pesaing
dari Terlapor II tersebut. -----------—-—-cmceceee-
Bahwa Tim Investigator keliru dalam
memahami hal ini karena secara aspek bisnis
hal ini adalah hal yang wajar karena para
Terlapor telah menginvestasikan danafyang
sangat besar dalam menjalankan “usaha
tersebut dan disisi lain juga terdapat fesiko
yang ditanggung oleh para Tetlapor.------------
Bahwa sebagaimana uraian latar belakang di
atas, program tersebuty dihadirkan untuk
menjawab kebutuhan‘masyarakat. Dalam hal
program inig Para Terlapor telah
menginvestasikan /dana yang sangat besar
kepada {pihak, leasing maupun bank, serta
pihak,asuransi untuk memberikan asuransi
Kepada mitra (pengemudi) Terlapor II. ---------
Jikawhal tersebut tidak dipromosikan, tentu
dana yang diinvestasikan tidak mungkin
dapat dikembalikan. Hal ini sangat
bertentangan dengan konsep suatu bisnis
yakni untuk dapat mengembalikan modal
dan kemudian menghasilkan keuntungan
para perusahaan. Artinya, promosi tersebut
harus dilihat dari sudut pandang yang lebih

luas, khususnya dari segi bisnis. ---------------

Terkait Program (angka 9.2 halaman 15 s.d 18).-------
Bahwa tidak ada diskriminasi terkait program bagi
seluruh Mitra (pengemudi) Terlapor II maupun non
Terlapor II karena program kategori pengemudi
adalah berlaku untuk seluruh Mitra (pengemudi),

sedangkan program loyal adalah program dari
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Terlapor II yang direalisasikan sebagai solusi bagi

calon Mitra (pengemudi) yang tidak memiliki

kendaraan roda empat namun ingin bekerjasama

dengan Terlapor I. Selengkapnya akan diuraikan

sebagai berikut:-------------mm

1)

1.

1.

iii.

iv.

Tim Investigator menyatakan bahwa Terlapoml
telah menerapkan program yang berbeda antara
Mitra (pengemudi) di Terlapor II dan Non, Terlapor
II, dimana Mitra (pengemudi) Non ‘Terlapor II
berlaku program Silver Partner, Elite Partner, dan
Elite+ Partner, sedangkan bagi Mitra (pengemudi)

di Terlapor II berlaku program“Gold Captain dan

Dalil atau pernyatéaan ‘Tim Investigator tersebut
adalah sangatdmengada-ada dan keliru, karena
hal-hal sebagaisberikut: -------------—-cmmcmmmmemm -
Tim Investigator telah keliru dalam menilai
subjek, dan objek dalam pemberlakukan atau
penefapan program-program tersebut. -----------
Bahwa Tim Investigator telah
mencampuradukan cara pandang berlakunya
program-program tersebut karena secara fakta
subjek dan objek dalam penerapan program
tersebut adalah berbeda. -------------------------—-
Objek dari program Silver Partner, Elite
Partner, dan Elite + Partner dari Terlapor I
(sebagai subjek yang memberlakukan) adalah
seluruh mitra (pengemudi) yang bergabung
dengan aplikasi Terlapor I, baik di Terlapor II,
maupun non Terlapor II. ------------—cmmcmmmme-
Sedangkan objek dari program Gold Captain
Program dan Flexi Program Terlapor II (sebagai

subjek yang memberlakukan) adalah khusus
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bagi calon mitra (pengemudi) yang ingin
bergabung dengan Terlapor II. -------------—--—--—-

2) Tim Investigator telah keliru dalam tujuan dari
program-program tersebut.--------------commmmmm-
i. Bahwa Tim Investigator telah
mencampuradukan cara pandang atas tujuan
dari program tersebut, yang mana secara
fakta adalah berbeda.------------------4-—-2s- =t

ii. Tujuan dari program Silver Partner,*Elite
Partner, dan Elite + Partner¢dari, Terlapor I
adalah untuk memberikan ,penilaian atau
pengkategorian atas seluruh mitra
(pengemudi) yang bergabung dengan aplikasi
Terlapor I, baik™di Terlapor II maupun non

Terlapor II. &=t - oo

iii. Sedangkamftujuan dari program Gold Captain
Programi dan Flexi Program Terlapor II adalah
terkait, rental mobil bagi calon mitra
(pengemudi) yang ingin bergabung dengan
Terlapor II. -------—mmm o

Terkait Jam Kerja (angka 9.3 halaman 18 s.d 19). ----
Bahwa tidak ada diskriminasi terkait jam kerja
karena seluruh mitra (pengemudi) dapat secara
bebas mengakses akun miliknya. Selain itu,
pembatasan jam kerja justru berdampak buruk bagi
Terlapor I karena dapat menurunkan pendapatan
komisi Terlapor I. Selengkapnya diuraikan sebagai
berikut:----------------- oo
1) Tim Investigator menyatakan bahwa Terlapor I

telah menerapkan jam kerja yang berbeda antara

mitra (pengemudi) di Terlapor II dan Non Terlapor

II, dimana mitra (pengemudi) Non Terlapor II

hanya memiliki jam operasional selama 16 (enam
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belas) jam, sedangkan bagi mitra (pengemudi) di
Terlapor II berlaku jam operasional selama 24
(dua puluh empat) jam. ------------—--——c oo
Dalil atau pemahaman Tim Investigator tersebut
adalah tidak benar karena bertentangan dengan
fakta yang sangat mudah dicerna dengan logika
yang mendasar yakni hal-hal sebagai berikut:----=
i. Akses atas akun dikuasai sepenuhnya, oleh
seluruh Mitra (pengemudi) _Terlaper II
maupun non Terlapor II. -----4&=- -2 =2 ooeo-

ii. Bahwa untuk dapat melakukan
pekerjaannya, maka, “Mitra (pengemudi)
Terlapor II dan Non Terlapor II harus terlebih
dahulu membuka akuhnya melalui aplikasi
Terlapor I angsterdapat di telepon seluler
atau hkandphone Mitra (pengemudi) itu
sendiri. Artinya, Mitra (pengemudi) Terlapor II

dan Non"Terlapor II menguasai secara penuh
akses terhadap akunnya untuk dapat
bBekerja. —--------mm o

iii.» Bahwa Terlapor I tidak bisa membatasi jam
kerja dari seluruh Mitra (pengemudi) Terlapor

IT dan Non Terlapor II. ----------—mmcmmcmmee -

iv. Bahwa Mitra (pengemudi) Terlapor II dan Non
Terlapor II dapat mengakses akunnya selama

24 (dua puluh empat) jam sesuai dengan
keinginannya, karena bisa diakses melalui
telepon seluler atau handphone Mitra
(pengemudi) itu sendiri. ------------------mmcmmmoom

v. Pembatasan waktu kerja justru merugikan
Terlapor I. Bahwa Terlapor I di dalam
kegiatan bisnisnya sebagai penyedia aplikasi

mendapatkan komisi 20% (dua puluh persen)
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atas setiap pesanan atau order yang terima

oleh Mitra (pengemudi) Terlapor II dan Non
Terlapor II. ------——mm oo

vi. Apabila Terlapor I membatasi waktu jam
operasional, maka hal ini adalah hal yang

tidak masuk diakal secara bisnis. Hal ini

akan mengurangi komisi yang diterima oleh
Terlapor I. Oleh karena itu, hal ini sangat

tidak mungkin dilakukan Terlapog I, karena
pembatasan waktu membegpikan, Kerugian

bagi Terlapor I, yakni fidak mendapatkan
komisi 20% (dua puluhypersen) dari setiap
pesanan atau orderan i--2s------------------------

d. Terkait Insentif (angka@9v4 halaman 19 s.d 20).--------
Bahwa terkait pembedaan cara perhitungan insentif
antara Terlapot I “dan non Terlapor II adalah
tergantung dengan'kekuatan bisnis (business power)
dan posisi tawar (bargaining power) dari masing-
masing “Mitra (pengemudi) Terlapor II dan non
Terlapor)II. Selain itu, insentif yang diterima oleh
Mitray (pengemudi) Terlapor II dan non Terlapor II
adalah sesuai dengan kinerja dari Mitra (pengemudi)
tersebut. Lebih lanjut, secara fakta insentif Mitra
(pengemudi) Terlapor II masih lebih rendah
dibandingkan dengan Mitra (pengemudi) non
Terlapor II. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut: -
1) Tim Investigator menyatakan bahwa Terlapor I
telah menerapkan insentif yang berbeda antara
Mitra (pengemudi) Terlapor II dan Non Terlapor II.
Insentif bagi Mitra (pengemudi) Non Terlapor II
ditentukan secara harian dan tidak ada
pengembalian fee 20% (dua puluh persen),

sedangkan bagi Mitra (pengemudi) Terlapor II
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berlaku secara mingguan dan ada pengembalian

fee 20% (dua puluh persen). --------------mmcmmommom

Dalil atau pernyataan Tim Investigator adalah

sangat mengada-ada dan keliru, karena alasan

sebagai berikut: ------------mmm

1.

ii.

iii.

iv.

Pembedaan cara perhitungan insentif antara
Terlapor II dan non Terlapor II adalah
tergantung dengan kekuatan bisnis {business
power) dan (bargaining power) dari masing-
masing Mitra (pengemudi) baik “Terlapor II
maupun non Terlapor II.-& === ——-mmmmmm -
Bahwa hal wajar didalamwbisnis memiliki
terdapat jenis atau ‘wariasi yang berbeda
dalam kerjasamiar antara pihak A dan pihak B
sesuai dengan kekuatan bisnis dan posisi
yang ditawarkan oleh mitra yang akan diajak
kerjaSama. € - -
Bahwa dalam hal ini, Terlapor II memberikan
Sudta hal yang berbeda yakni Terlapor II
mampu menyediakan mobil kepada Mitra
(pengemudi) dengan sistem lepas kunci
(artinya ada investasi dan resiko yang tinggi
yang ditanggung Terlapor II), menyediakan
pelatihan, memberikan asuransi untuk
pengemudi dan kendaraan, serta menjamin
rating atau review dari konsumen di atas 4.2
dalam layanannya. Selain itu, saat ini jumlah
Mitra (pengemudi) Terlapor II adalah lebih
dari 15.000 (lima belas ribu). -----------=--------
Atas hal tersebutlah, Terlapor I memberikan
perbedaan insentif atas Mitra (pengemudi)

Terlapor II berupa penambahan komisi 20%
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(dua puluh persen) kepada Mitra (pengemudi)
dari Terlapor II. ----------=—-mmm oo
Bahwa perbedaan tersebut juga terjadi di
dalam kerjasama antara Terlapor I dan
koperasi yang memiliki daya tawar tinggu
yakni koperasi INKOPOL dimana Mitra
(pengemudi) yang tergabung dalam INKOPOL
mendapatkan insentif tambahan &% %(lima
persen). Hal ini tidak terlepas bahwa koperasi
INKOPOL dalam hal ini memilikiypenawaran
yang berbeda yakni INKOPOL'sebagai satu-
satunya koperasi yang ‘dapat beroperasi di
bandara. Sehingga seeata bisnis penawaran
dari INKOPOLgadalah penawaran yang baik
untuk Terlapor L karena aplikasi Terlapor I
menjadi{. dapat memberikan layanan di
bandara, maka Terlapor I memberikan skema
insentif “yvang berbeda yakni penambahan
komisi 5% (lima persen). ------------------mmmo—-
Oleh karena itu, pembedaan tersebut adalah
hal yang wajar diberikan sesuai dengan
kekuatan bisnis (business power) dan juga
daya (bargaining power) yang dimiliki masing-
masing mitra. Hal ini dapat Para Terlapor
analogikan sebagai berikut: -----------------—--—-
PT A merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang produksi kertas tulis. Dalam hal ini PT
A akan bekerjasama dengan PT B dan PT C
dalam pemasarannya, dimana secara fakta PT
B memiliki kekuatan bisnis yang kuat karena
memiliki 1000 toko cabang dan sedangkan PT
C hanya memiliki 10 toko cabang. Kemudian,

PT A memberlakukan ketentuan bonus yang
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berbeda antara PT B dan PT C, dikarenakan
PT B memiliki kekuatan lebith tinggi dalam
pemasaran dibandingkan PT C. Apakah hal
tersebut dikategorikan diskriminasi? Tentu
tidak! Karena dalam hal ini PT B secara fakta
memiliki kekuatan bisnis yang lebih baik
dalam memasarkan produk PT A.

Insentif yang diterima oleh mitra (pengemudi)
baik di Terlapor II maupun non“Terlapor II
adalah berdasarkan hasil Kerjasdari mitra
(pengemudi) baik di Terlapor, IT maupun non
Terlapor II itu sendirig--=s-=s=f=--—--mmmcmmmmmm o
Bahwa Para Terlapor Zakan menjabarkan
terlebih dahulu™skema insentif yang berlaku
disetiap daérah (dalam perkara a quo adalah
Jabodetabek, Makasar, Medan, dan
Surabaya) pada saat perjanjian antara Para

Terlapor” ditandatangani, yakni sebagai

(@) Skema Insentif Wilayah Jabodetabek

untuk Mitra Non Terlapor II. -----------------

Jenis Jumlah
Insentif Perjalanan Insentif (Rp)
6 50.000
11 150.000
Mitra Elite+

17 400.000
19 425.000
4 35.000

Mitra Regular 10 120.000
17 400.000
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Artinya, jika Mitra (pengemudi) yang
terkategori sebagai Elite + mendapatkan
jumlah trip 6 (enam) pada hari tersebut,
maka Mitra (pengemudi) berhak
mendapatkan insentif sejumlah

RpS50.000,00 (lima puluh ribu) pada haxi

tersebut. -----------mmmmmm
(b) Skema Insentif Wilayah
untuk Mitra Terlapor II.--------=8-----28--———-

Kendaraan
Non LCGC)

Fix Insentif 575,000
Commision " —
Back A .
Fares 1,800,000 -
2,200,000 > 2,200,000
> 60% > 60%  60%
4.7 4.7

Kendaraan
(LCGC)

Fix Insentif 50,000 245,000 335,000
Commision 20% 20% 20%
Back

PERSYARATAN

> > 1,800,000
Fares 1,600,000 | - 2,200,000 | > 2-200,000
Completion o o o
Rate (Min) > 60% > 60% > 60%
Rating (Min) 4.7 4.7 4.7

Artinya, penilaian didasarkan pada fares

(pendapatan) yang dihasilkan secara
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mingguan dari Mitra (pengemudi), dimana
jika Mitra
penghasilan Rp1.800.000,00

(pengemudi) mendapatkan
(satu juta
delapan ratus ribu rupiah) maka mitra
mendapatkan insentif sebesar
Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh
lima ribu rupiah) pada minggu tersebut.--=

Skema Insentif Wilayah Medan Mitra Non

Terlapor II.

Jenis Jumlah Nominal
Insentif Perjalanan Insentif (Rp)
5 45.000
Mitra STI 8 80.000
14 180.000
Artinya, jika Mitra (pengemudi)

mendapatkan jumlah trip 5 (lima) pada
hari “tersebut, maka Mitra (pengemudi)

berhak mendapatkan insentif sejumlah

Rp45.000,00

rupiah) pada hari tersebut.

Skema

Terlapor II.

(empat puluh

lima ribu

Insentif Wilayah Medan Mitra

Medan (TPI) \ Tier O Tier 1 Tier 2
Fix Insentif 300,000 675,000 875,000
Commision Back 20% 20% 20%
PERSYARATAN
Fares 21,200,000 | | 3o8 000 | 21,600,000
Completion Rate (Min) = 60% = 60% = 60%
Rating (Min) 4.7 4.7 4.7
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Artinya, penilaian didasarkan pada fares

(pendapatan) yang dihasilkan secara
mingguan dari Mitra (pengemudi), dimana
jika mitra

penghasilan Rp1.350.000,00

(pengemudi) mendapatkan
(satu juta
tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka
mitra mendapatkan insentif sebésar
Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah) pada minggu tersebut.---

() Skema Insentif Wilayah Surabaya Mitra

Non Terlapor II. ------—-fF == oo

Jenis Jumlah Nominal
Insentif Perjalanan Insentif (Rp)
9 65.000
Mitra STI 15 175.000
21 280.000
Artinya, jika Mitra (pengemudi)
mendapatkan jumlah trip 9 (sembilan)
pada  hari tersebut, maka  Mitra

(pengemudi) berhak mendapatkan insentif
sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima
ribu rupiah) pada hari tersebut. -------------
(f) Skema Insentif Wilayah Surabaya Mitra
Terlapor II.

~ Mitra TPI Tier O .~ Tierl | Tier2
Fix Insentif 400,000 600,000 700,000
Commision 20% 20% 20%
Back

PERSYARATAN
Fares >
> 1,000,000 1,500,000 >2,000,000

Completion = 60% = 60% = 60%
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Rate (Min)

Rating (Min) 4.7 4.7 4.7

Artinya, penilaian didasarkan pada fares
(pendapatan) yang dihasilkan secara
mingguan dari Mitra (pengemudi), dimana
jika Mitra (pengemudi) mendapatkan
penghasilan Rp1.500.000,00 (satuy, juta
lima ratus ribu rupiah) maka “mitra
mendapatkan insentif sebesar
Rp600.000,00 (enam fratus ribu rupiah)
pada minggu tersebuty-<=-4-------------———---
(g) Skema Insentif Wilayah Makasar Mitra

Non Terlapofill. ~s&- - oo

Jenis Insentif Gt sl
Perjalanan Insentif (Rp)
7 50.000
Mitra STI 11 100.000
17 220.000

Artinya, jika Mitra (pengemudi)
mendapatkan jumlah trip 7 (tujuh) pada
hari tersebut, maka Mitra (pengemudi)
berhak mendapatkan insentif sejumlah
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
pada hari tersebut. ------------—mmmmmm o
(h) Skema Insentif Wilayah Makassar Mitra
Terlapor II. --------- oo

Mitra TPI Tier 0 | Tier 1 Tier 2
Fix Insentif 250,000 550,000 660,000
Commision 20% 20% 20%
Back

PERSYARATAN
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Fares S S >
1,500,000 | 1,700,000 2’2000’00
Completion o o o
Rate (Min) > 60% > 60% > 60%
Rating (Min) 4.7 4.7 4.7

Artinya, penilaian didasarkan padagfares

(pendapatan) yang dihasilkan, ‘Secara

mingguan dari Mitra (pengemudi), dimana

jika Mitra (pengemudi)s, mendapatkan

penghasilan Rp1.7004000,00 (satu juta

tujuh ratus ribu, rupiall) maka Mitra
mendapatkan msentif sebesar
Rp550.000,00 (lima*ratus lima puluh ribu

rupiah) pada minggu tersebut.---------------

Bahwa tidak ada diskriminasi terhadap penilaian
insentif yakni “meskipun cara perhitungan berbeda
namun insentif tetap diberikan sesuai dengan kinerja
dari Mitra (penigemudi) Terlapor II dan non Terlapor II.
Secaraw, fakta, insentif yang diterima oleh Mitra
(penhgemudi) Terlapor II lebih rendah daripada insentif
Mitra non Terlapor II. ----------mmmmmmm
Bahwa berdasarkan skema tersebut di atas, Para
Terlapor akan mensimulasikan dengan kondisi yang
sama antara Mitra Terlapor II dan non Terlapor II
dengan menggunakan salah satu skema insentif
Jabodetabek, yakni sebagai berikut: ----------------occmeo—-
a. Simulasi Mitra Non Terlapor II skema insentif
Jabodetabek. ------------ore e oo

1) Di kota Jakarta, Mitra S (Non Terlapor II)
tergolong dalam Mitra Elite+ Terlapor I, dimana

pada hari Senin mengambil order atau pesanan
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dari pukul 4 pagi - jam 5 sore (Total jam kerja =

13 (tiga belas) Jam termasuk istirahat). ------------

2) Dalam 13 (tiga belas) jam perjalanan tersebut
Mitra S (Non Terlapor II) mendapatkan 20 (dua
puluh) Trip dan jumlah total perjalanan yang
masuk dalam cut off (batas waktu perhitungan
harian) perhitungan skema pada jam insentifa(S
pagi - 10 malam) adalah 19 (sembilan belas) Trip.

3) Dari 20 (dua puluh) perjalanan dengan, rata-rata
tarif R40.000,00 (empat puluh ribu*rupiah) setiap
perjalanan, maka Mitra berhasilfmengumpulkan
tarif dari perjalanan penumpang Rp800.000,00
(delapan ratus ribu fupiah).” Kemudian, setelah
dipotong komisi 20%,, (dua puluh persen) oleh
Terlapor I maka Mitra mendapatkan
R640.000,00%(enam ratus empat puluh ribu
rupiah) dafti komisi untuk Terlapor I sebesar
Rp160:000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
Selanjutnya, pada hari itu Mitra mendapatkan
insentif yang sesuai dengan skema insentif yang
berlaku jika berhasil memenuhi 19 (sembilan
belas) trip maka mendapatkan insentif
Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu
rupiah), sehingga total pendapatan per hari mitra
S tersebut adalah Rp1l.065.000,00 (satu juta
enam puluh lima ribu rupiah). Jika Mitra
memiliki performa yang sama dalam satu minggu
(7 hari) maka Mitra tersebut mendapatkan
pendapatan satu minggu sejumlah
Rp7.455.000,00 (Rp1.065.000,00 x 7 Hari).--------

b. Simulasi Mitra Terlapor II skema insentif

Jabodetabek. ---------mmmmmmm e
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Di kota Jakarta, Mitra T (Mitra Terlapor II)
merupakan mitra Elite+, dimana pada hari Senin
mengambil order atau pesanan dari pukul 4 pagi
- hingga jam 5 sore (Total jam kerja = 13 (tiga
belas) Jam termasuk istirahat). -------------------—--
Dalam 13 (tiga belas) jam perjalanan, MitragT
tersebut mendapatkan 20 (dua puluh) trip dan
jumlah total perjalanan yang masuk dalam ‘eutoff
(batas waktu perhitungan harian) perhitingan
skema pada mingguan Terlapor Iitetap adalah 20
(dua puluh) trip. ---------------f -
Dari 20 (dua puluh) perjalanansdengan rata-rata
tarif Rp40.000,00 (empat, ‘puluh ribu rupiah)
setiap  perjalanag}» “maka  Mitra  berhasil
mengumpulkanftarifedari perjalanan penumpang
Rp800.000,00 # (delapan ratus ribu rupiah)
(setelah dipotong komisi 20% (dua puluh persen)
menjadi, Rp640.000,00). Jika Mitra memiliki
performia” yang tetap sama dalam waktu satu
minggu (7 hari) maka Mitra akan mendapatkan
pendapatan sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta
enam ratus ribu rupiah). Kemudian, setelah
dipotong komisi oleh Terlapor I sebesar 20% (dua
puluh persen), maka pendapatan Mitra tersebut
menjadi Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus
delapan puluh ribu rupiah).----------------mmcmmee -
Jika sesuai dengan skema insentif mingguan
Terlapor II, maka Mitra tersebut berhak
mendapat Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah) dengan ditambahkan komisi
20% (dua puluh persen) sebesar Rp1.120.000,00
(Rp5.600.000,00 tarif x 20% komisi). Sehingga

total pendapatan Mitra T dalam satu minggu
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adalah sejumlah Rp7.295.000,00
(Rp5.600.000,00 + Rp575.000,00 +
Rp1.120.000,00). ----==-==mmm oo oo
Bahwa berdasarkan simulasi tersebut di atas, terbukti
bahwa Mitra (pengemudi) Terlapor II mendapatkan
pendapatan lebih kecil daripada Mitra Non Terlapor dl.
Sehingga jelas tidak ada harga atau keuntungan/yang
lebih tinggi bagi Mitra yang tergabung dalam TerlapondIl
dibandingkan dengan Mitra (pengemudi) non Terlapor II.
Bahwa jika Terlapor I mengistimewakan “Terlapor II
seharusnya insentif Mitra (pengemudi) Terlapor II
seharusnya lebih tinggi dari nen “Ierlapor II, namun
faktanya justru yang terjadi sebaliknya. ---------------------
Bahwa berdasarkan fakta™di ‘atas maka Para Terlapor
akan menguraikan tidak sterpenuhinya unsur atau
syarat sebagaimana sdiatur dalam Peraturan KPPU
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf d
(Praktek Diskriminasi) UU Nomor 5 Tahun 1999,
khususnya pada halaman 5, yakni sebagai berikut:-------
a. Tidak terbukti unsur melakukan satu atau beberapa
kegiatan. —-----------mm oo

1) Bahwa dalam pedoman tersebut dinyatakan
bahwa bentuk kegiatan bertujuan menyingkirkan

pelaku usaha pesaing. Hal ini tidak terbukti

i. Adanya kerjasama antara Terlapor I dengan
usaha sejenis Terlapor II yakni seperti
INKOPOL, Koperasi Jasa Perkumpulan
Pengusaha Rental Indonesia, Koperasi Mitra
Usaha Trans, dan PT Cipta Lestari Trans
Sejahtera, dan lain-lain; ---------------—--—-co-oo—-

ii. Terlapor I tidak mungkin menyingkir pelaku

usaha pesaing Terlapor II karena hal itu
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justru mematikan usaha Terlapor I, dimana
jumlah mitra (pengemudi) justru akan turun
dan menyebabkan kerugian bagi Terlapor I; ---

iii. Secara jumlah mitra (pengemudi) Terlapor
lebih rendah daripada non Terlapor II, dimana
untuk wilayah Jabodetabek * 6% (enam
persen) dan diluar Jabodetabek kurang dari

5% (lima persen). ------------------mmm--ds - mh e

iv. Tidak terbukti unsur dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli. s---—-=c--mooo—-

2) Bahwa dalam pedoman tersebut dinyatakan
adanya akibat praktek monepeli. Hal ini tidak
terbukti karena: -------a=---8--8- -
i. Secara jumlahMitra’ (pengemudi) Terlapor II
lebih rendal daripada non Terlapor II, dimana
untuk wilayah Jabodetabek * 6% (enam
persen) danidiluar Jabodetabek kurang dari

5% (lima persen); -----------------mmmmmmmmm -

ii, \Bahwa adanya usaha lain sebagai substitusi
dari Terlapor I seperti Gojek dan Bluebird.
Sedangkan untuk usaha sejenis Terlapor II,
juga terdapat yang lainnya seperti INKOPOL,
Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha
Rental Indonesia, Koperasi Mitra Usaha
Trans, dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera,
dan lain-lain. -------=--—--mm oo

b. Tidak terbukti unsur persaingan usaha tidak sehat.--
1) Bahwa dalam pedoman tersebut dinyatakan
adanya akibat persaingan usaha tidak sehat. Hal
ini tidak terbukti karena: -----------------mcmmcmmeo -
i. Tidak ada diskriminasi yang dilakukan oleh
Terlapor 1 terhadap pelaku usaha pesaing

Terlapor II; -------—- oo
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Secara jumlah Mitra (pengemudi) Terlapor II
lebih rendah daripada non Terlapor II, dimana
untuk wilayah Jabodetabek * 6% (enam
persen) dan diluar Jabodetabek kurang dari
5% (lima persen); ---------=--=-=mmmmmmmmmemm
Pengemudi yang tergabung dalam Terlaporgll
justru menciptakan suatu persaingan{yang
sehat, dimana seluruh Mitra (pengemudi)
yang menggunakan aplikasi_ Terlapor I
bersama-sama bersaing memberikan
pelayanan yang terbaik{ pada masyarakat
sehingga dapat dikategosikam sebagai mitra

(pengemudi) Elite+gpada Terlapor I. -------------

c. Tidak terbukti unsur pfaktek diskriminasi.-------------

1) Bahwa dalam¢ pedeman tersebut dinyatakan

adanya perlakukan diskriminasi terhadap pelaku

usaha pesaing. Hal ini tidak terbukti karena:------

1.

ii.

Tidak ada diskriminasi terkait promosi
produk program loyal yang dilaksanakan
Terlapor II karena program tersebut diadakan
untuk menjadi solusi bagi calon Mitra
(pengemudi) yang tidak memiliki kendaraan
roda empat namun ingin bekerjasama dengan
Terlapor 1. Selain itu, jika dalam
merealisasikan program tersebut yang Para
Terlapor telah berinventasi dan menanggung
resiko yang tinggi namun tidak dipromosikan,
maka program tersebut tidak akan berjalan
atau diketahui oleh masyarakat;-----------------
Tidak ada diskriminasi terkait program bagi
seluruh Mitra (pengemudi) Terlapor II dan non
Terlapor II  karena  program  kategori

pengemudi adalah berlaku untuk seluruh
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Mitra (pengemudi), sedangkan program loyal

adalah program dari Terlapor II yang
direalisasikan sebagai solusi bagi calon Mitra
(pengemudi) yang tidak memiliki kendaraan

roda empat namun ingin bekerjasama dengan

Terlapor I --------= -

iii. Tidak ada diskriminasi terkait jam (kerja
karena seluruh Mitra (pengemudi) “dapat

secara bebas mengakses akuny, miliknya.

selain itu, pembatasan jamy, kerja’ justru
berdampak buruk bagi (Terapor 1 karena

dapat menurunkang, pendapatan komisi

Terlapor I ----------ae -8 =8 oo

iv.  Terkait pembedaan ‘cara perhitungan insentif
antara Terlapor I, dan non Terlapor II adalah
tergantuigdengan kekuatan bisnis (business

powen), dan¥posisi tawar (bargaining power)

dari, masing-masing Mitra (pengemudi)

Terlapor II dan non Terlapor II. Selain itu,

insentif yang diterima oleh Mitra (pengemudi)

baik Terlapor II maupun non Terlapor II

adalah sesuai dengan kinerja dari Mitra
(pengemudi) baik Terlapor II maupun non

Terlapor II. Lebih lanjut, secara fakta insentif

Mitra (pengemudi) Terlapor II masih lebih

rendah dari Mitra non Terlapor II. ---------------

2.5.9 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti tidak
ada perlakukan dari Terlapor I yang memberikan
keistimewaan kepada Terlapor II dan/atau Mitra
Terlapor II terkait promosi produk, program, jam kerja
maupun insentif sehingga mendiskriminasi pesaing
usaha Terlapor II. Oleh karena itu, Tidak Terbukti Atau
Terpenuhi Persaingan Usaha Tidak Sehat yang Timbul
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Akibat Diskriminasi Sebagaimana Pasal 19 Huruf d UU
Nomor 5 Tahun 1999, Karena Memang Tidak Ada
Tindakan Istimewa Terhadap Terlapor II. ------------------—-
Fakta Terkait Lainnya. ------=--=-= oo oo
Bahwa sehubungan perkara a quo, maka Para Terlapor perlu
menyampaikan informasi kepada Majelis Komisi demi
mewujudkan keadilan bagi Para Terlapor, yakni saksifsaksi
yang diajukan oleh Tim Investigator adalah mitra (pengemudi)
Para Terlapor yang diduga telah melakukan tindakan pidana
penggelapan atas unit-unit kendaraan yang disewakan kepada
saksi-saksi tersebut. Adapun Para Terlapon'akan menguraikan
sebagai berikut: -----------mmmm el
2.6.1 Saksi atas nama Joni AryantQs --=#--8=------------mmmmommoooo
Saksi tersebut telah diduga melakukan tindak pidana
penggelapan atas kendaraan,yang disewakan kepadanya
sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.
STTLP/1336/XI1/2018/SPKT “I1” tertanggal 13
Desember 2@Qlaae - —--——- - - oo
2.6.2 Saksi atas nama Joko Pitoyo. -------------mmmmmmo
Saksi ‘tersebut telah diduga melakukan tindak pidana
penggelapan atas kendaraan yang disewakan kepadanya
sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.

STTLP/975/1X/2018/SPKT “III” tertanggal 6 September

2.6.3 Saksi atas nama Agus Edy Hermanto. --------------------—--
Saksi tersebut telah diduga melakukan tindak pidana
penggelapan atas kendaraan yang disewakan kepadanya
sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.

STTLP/975/1X/2018/SPKT “III” tertanggal 6 September

2.6.4 Saksi atas nama Abdul Gani. -------------——-mmmmmmmm
Saksi tersebut telah diduga melakukan tindak pidana

penggelapan atas kendaraan yang disewakan kepadanya
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sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.
STTLP/21051X/2018/SPKT Restabes Medan tertanggal
26 September 2018 -----—--m oo .
Saksi atas nama Immanuel Nababan. ---------------------——-
Saksi tersebut telah diduga melakukan tindak pidana
penggelapan atas kendaraan yang disewakan kepadanya
sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.
STTLP/2105/K/1X/2018/SPKT Restabes Medan
tertanggal 26 September 2018, —-------—--mmo—-Sb—ZEo_ -

2.7 Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas &ami, memohon

kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk memutus sebagai

berikut: -------mmmmm e
2.7.1 Menolak semua Laporan Tim Investigator. ------------------
2.7.2 Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti
secara sah melakukan pelanggaran atas Pasal 14 jo.
Pasal 15 ayat (2) jo®Pasal’l9 huruf d UU Nomor S Tahun
1999 atau setidak-tidaknya terlebih dahulu agar Majelis
Komisi KPPU menyatakan laporan ini tidak layak untuk
ditingkatkamketingkat pemeriksaan lanjutan.-------------
2.7.3 Atau apabila Majelis Komisi berpendapat lain mohon

agamputusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). -----------

3. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan

terbukapuntuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan

terhadap: -=

3.1 Saksi Sdr. Afrizal S.T. selaku Plt. Ketua Asosiasi Driver Online
DPD Sumatera Utara (vide Bukti B4); ----------—----cmmmmme -

3.2 Saksi Sdr. David Bangar Siagian dari Organisasi Angkutan
Sewa Khusus Indonesia (ORASK]I) (vide Bukti B6); ----------------

3.3 Saksi Sdr. Ricat Fernando Hutapea A.Md. dari Organisasi
Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) (vide Bukti B7); ---
3.4 Saksi Sdr. M. Abdi Fauzan Siregar selaku Pengemudi Online
Mitra Terlapor I (vide Bukti B8); ---------------------rmmm -
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Saksi Sdr. Bambang Prihartono selaku Kepala Badan
Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) (vide Bukti B9); ----
Saksi Sdr. Ponco Seno selaku Ketua Induk Koperasi Jasa PPRI
(vide Bukti B11);------mmmm oo
Saksi Sdr. Tjoa Wi Liong selaku Sales & Marketing General
Manager PT CSM Corporatama (vide Bukti B12); ---------------&=-
Saksi Sdr. Rantoni Sibarani selaku Pengemudi Online (Mitra
Terlapor I (vide Bukti B14); --------------mmmmmmmmm oo et
Saksi Sdr. Ade Jaha Utama Nababan selaku Pengemudi Online
Mitra Terlapor I (vide Bukti B15);--------------—-@a- -2
Saksi Sdr. Haris Efendi selaku Pengemudi ' Online Mitra
Terlapor II (vide Bukti B17); ------------—zm S oo
Saksi Sdr. Judin selaku Pengemudi Omnline Mitra Terlapor II
(vide Bukti B18);------------omee- @0 o
Saksi Sdr. Agus Sulistio @elakuPengemudi Online Mitra
Terlapor II (vide Bukti B24); 4-=s-------------mcm e
Saksi Sdr. Daniel Aritenang; S.H. selaku Mantan Pengemudi
Online Mitra Terlapozr,l (vide Bukti B26);--------------==--coomcmuu—-
Saksi Sdr. M. Dendy Bahari selaku Direktur Keuangan PT
Cipta Lestari Trans Sejahtera dan Sdr. Roby Syahputra selaku
Direktur ‘@perasional PT Cipta Lestari Trans Sejahtera (vide
Bukti B28y; ---------—-- e
Saksi Sdr. Darwin Purba, M.T. selaku Kepala Bidang Lalu
Lintas Jalan Dishubsu, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera
Utara (vide Bukti B29); ---------—mm oo
Saksi Sdri. Sarma Hutajulu, S.H. selaku Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Utara Periode 2014-2019 (vide Bukti B30);--
Saksi. Sdr. Rendi Andika Putra selaku Pengemudi Online Mitra
Terlapor I (vide Bukti B32); ------------ oo
Saksi Sdr. Kasdi selaku Pengemudi Online Mitra Terlapor I
(vide Bukti B33);-------—-mm oo
Saksi Sdr. Teuke Agung Nathansyah selaku pegawai Terlapor
II (vide Bukti B34); --------—- oo
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3.27

3.28

3:29

3.30

3.31

SALINAN

Saksi Sdr. Ikhwansyah selaku Pengemudi Online Mitra
Terlapor I (vide Bukti B35); ------------=—m oo
Saksi Sdri. Iki Sari Dewi selaku Head of 4 Wheels Terlapor 1
(vide Bukti B36);---------=-— oo
Saksi Sdr. Fudijanto selaku Chief Operating Officer, Sdri. Dewi
Yunita selaku Legal Manager, dan Sdri. Zeqwelin Ebestina
Diana Ayu selaku Litigator Supervision PT Tunas Ridean, Tbk
(vide Bukti B38);-------—-mm oo Tt
Saksi Sdr. Satriogiri Agung Pribadi, Sdr. Irfan Yunus Muluk,
Sdr. Benny Hadiwibowo, dan Sdri. Anna NovytHandayani dari
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mafadizri Inhealth) (vide
Bukti B39); - -
Saksi Sdr. Aji Cahya Soedarsono dan Sdr."Setyawan Frambudi,
S.E. Ak. CA dari Koperasi Keépolisian Republik Indonesia
(INKOPOL) (vide Bukti B40);#--2-- e - oo
Saksi Sdr. Ahmad Yani, ATD.,;"M.T. selaku Direktur Angkutan
Jalan, Kementerian Perhubungan (vide Bukti B41); --------------
Saksi Sdri. Prisca ,Yosevine selaku City Manager Grab
Surabaya dan Sdr., Adrian Damali selaku City Manager Grab
Malang dari'PT Grab Teknologi Indonesia Surabaya (vide Bukti

Saksi Sdr., Yasin selaku Pengemudi Online Mitra Terlapor II
(videyBtkti B48);-------—-— oo
Saksi Sdr. Muchamad Muchlis selaku Pengemudi Online Mitra
Terlapor II (vide Bukti B49); ------------------mmmm e
Saksi Sdri. Arjani Hia Putra selaku Kepala Seksi Keselamatan
Jalan Bidang Angkutan & Keselamatan Jalan Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Timur (vide Bukti B5S0); -------------
Saksi Sdr. Jasman Jafar selaku Pengemudi Online Mitra
Terlapor II (vide Bukti B53); -----------=—m oo
Saksi Sdr. Edisa Ade Prasetyo K., S.H. selaku Kepala Seksi
Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Dinas Perhubungan

Provinsi Sulawesi Selatan (vide Bukti B54); ----------------------—

-132 -



SALINAN

3.32 Saksi Sdr. Noor Sjaibah Hamdi, Sos. selaku Pengemudi Online
Mitra Terlapor II (vide Bukti BS5);---------------mmcmmmmmmmm -
3.33 Saksi Sdr. Hendra Gerhana selaku Pengemudi Online Mitra
Terlapor I (vide Bukti B56); ------------—mm oo
3.34 Saksi Sdr. Ir. Erwin Zachwir, M.Si. selaku Pengemudi Online
Mitra Terlapor II (vide Bukti BS7);--------------mmmmm o
3.35 Saksi Sdr. Sandy Dharma Titotanusaputra selakuf City
Manager Grab Makassar dan Sdr. Bara Ranggi selaku Partner
Engagement PT Grab Teknologi Indonesia Makassariyvide'Bukti

3.36  Sdri. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H.; M.Li., selaku Ahli
Hukum Persaingan Usaha (vide Bukti B61); =s=f---------oococeee-
3.37 Sdr. Hamid, S.T., M. Eng. selakug,Ahli ‘Digital Forensic (vide
Bukti B63); -------------- -
3.38 Sdr. Martin Daniel Siyaranamual selaku Ahli Ekonomi
Persaingan Usaha dari Eavironmental and Resource Economics
Center for Economics “and Development Studies (CEDS) LP3E
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Bandung
(vide Bukti B4 )y oo
3.39 Sdr. Faisal Basri,»S.E., M.A., selaku Chief of Advisory Board,
IndonesiaResearch & Strategic Analysis (vide Bukti B66). -------
. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Maret 2020, Majelis Komisi
melaksanakan™ Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan
alat ‘bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh
pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti B69);-------------
Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 24 /KPPU/Kep.3/I11/2020 tanggal 16 Maret
2020 tentang Penghentian Sementara dan Penyesuaian Jangka
Waktu Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Perkara a quo dalam tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan,
disesuaikan jangka waktunya yang semula sejak tanggal 7 Februari
2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 menjadi sejak tanggal 7
Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020 (vide bukti A214);
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Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 25/KPPU/Kep.3/I1I/2020 tanggal 24 Maret
2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 24/KPPU/Kep.3/I11I/2020 tentang
Penghentian Sementara dan Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan
Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Perkara a quo dalam
tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, disesuaikan jangka
waktunya yang semula sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan
tanggal 3 April 2020 menjadi sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai
dengan tanggal 9 April 2020 (vide bukti A218);--------@a-—-2 - - -
Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 12/KPPU/Kep.1/IVy/2020ustanggal 06 April
2020 tentang Penanganan Perkara dalam% Kondisi Kedaruratan
Bencana Wabah Penyakit Akibat Vird® Cerona di Indonesia (vide
bukti A222); ------—--mmmmm e Y - -
Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Peraturan Komisi Nomor 1
Tahun 2020 tentang PenangananPerkara secara Elektronik (vide
bukti A223); ------—------ - g -~ P~
Menimbang bahwa _pada “tanggal 9 April 2020, Majelis Komisi
melaksanakan Sidang,Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian
Kesimpulan tertulis''dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang
diajukan baikgsdari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide
bukti BTO; -5
Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil
Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut
(Bide bukti I4); —----mmmm oo
10.1 Dugaan Pelanggaran. ------------=--=---mmmmmm oo

Dugaan pelanggaran: Pasal 14, Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 19

huruf d Undang - Undang Nomor S5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(“UU Nomor 5 Tahun 1999”). --------mmmmmmmmmm o

Adapun ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 19 huruf

d UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:--------------------occeuov
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Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha
lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk
yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa
tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil
pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaiart
langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan
masyarakat

Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian denganwmpihak lain
yang memuat persyaratan bahwa pthak yang menerima barang
dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau
jasa lain dari pelaku usaha pemasok

Pasal 19 huruf d UU Nomors Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang melakukanssatu atau beberapa kegiatan,
baik sendiri maupun bersama_peldku yusaha lain, yang dapat
mengakibatkan terjadinya < praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat berupa:

a. ....,atau
b. ....;atau
c. ....,atau

d. melakKukan  praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha
tertentu.

10.2 PasapBerSangkutan. --------------mmmmmm
10.231 Bahwa untuk dapat melihat posisi pelaku usaha di
pasar, perlu untuk ditentukan terlebih dahulu definisi

pasar bersangkutan. Berdasarkan ketentuan UU No. 5

Tahun 1999 diatur definisi mengenai pasar

bersangkutan yaitu pasar yang berkaitan dengan

jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh

pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama

atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa

tersebut. --------mmmm

- 135 -



10.2.2

10.2.3

SALINAN

Dalam hukum persaingan, pasar bersangkutan dapat
dibagi menjadi dua kategori, yaitu pasar produk dan
pasar geografis. Pasar produk dapat didefinisikan
sebagai pasar dimana terdapat produk-produk
tertentu yang bersaing dan saling bersubstitusi.
Sedangkan pasar geografis adalah jangkauan atau
daerah dimana pelaku usaha dapat meningkatkan
harganya tanpa harus menarik masuk pelaku usaha
lain atau tanpa kehilangan jumlah pelanggan Secara
signifikan. ---------—--mmmmm ST
Dalam kaitannya dengan perkara, @ quo, pasar
bersangkutan setidaknya meneakupi=s-------------------
a. Pasar Produk (Product Market). #=------------------------
Faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan
definisi pasar bersangkutan untuk kategori pasar
produk adalah’ karakteristik dan kegunaan produk.
Dengan demikianproduk dinilai berada dalam satu
pasar bersangkutan apabila memiliki persamaan
karakteristik dan kegunaan sebagai parameter non
harga produk subtitusi. Penjelasan yang terdapat
dalam Ketentuan Penggunaan (Terms of Use) dan
Perjanjian Sewa yang mengatur tentang hak dan
kewajiban para pihak terkait yaitu pengemudi,
penumpang, dan perusahaan, digunakan sebagai

referensi yang relevan untuk identifikasi pasar

1) Terlapor I. —-------mmm e
i. Sisi Pengemudi.-------------=--mmmmmmmmme -
Bahwa layanan jasa tertentu yang
disediakan oleh Terlapor [ adalah
sebagaimana ditentukan dalam
“Ketentuan Penggunaan Bagi Pengemudi

GrabCar Indonesia” adalah penyediaan
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aplikasi atau piranti lunak terkait yang
disediakan oleh Terlapor I yang bertujuan
untuk memudahkan orang-orang yang
mencari layanan transportasi ke tujuan-
tujuan tertentu dipertemukan dengan
para penyedia transportasi, pengemudi
dan operator kendaraan pihak Kketiga
(secara bersama-sama, “Layanan?). --s- ==
Piranti lunak dan aplikasi dimakstdkan
untuk digunakan dalamy, memfasilitasi
pengemudi (sebagail  penyedia  jasa
transportasi) menawarkan layanan
transportasi kepaday,, penumpang atau
pelanggan. @2
Dalam 4 proses penyediaan layanan
tersebuty Terlapor I memberikan informasi
dan / metode bagi para  penyedia
transportasi, pengemudi dan operator
kéndaraan untuk menjadwalkan,
mendapatkan dan menetapkan kontak
dengan Penumpang atau Pelanggan,
namun tidak dan tidak bermaksud
memberikan layanan transportasi atau
bertindak dengan cara apa pun sebagai
operator taksi, perusahaan atau penyedia
transportasi, dan tidak memiliki tanggung
jawab atau pertanggungjawaban atas
layanan transportasi apa pun yang
diberikan oleh Pengemudi bagi para
Penumpang atau Pelanggan. -----------------
Bahwa seluruh jumlah biaya perjalanan
yang dibayar kepada pengemudi oleh

penumpang atau pelanggan termasuk
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biaya penggunaan piranti lunak, yang
dipungut pegemudi atas nama Terlapor I.
Biaya penggunaan aplikasi (fee) tersebut
sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya
perjalanan yang ditetapkan bagi layanan
untuk masing-masing penumpang atau
pelanggan pada saat selesainya @uatu

perjalanan, wajib ditentukan oleh, Terlapor

Sisi Penumpang. ----------4#ss -2 --m oo
Bahwa layanan jasa ,tertentu yang
disediakan oleh 4 Terlapor [ adalah
sebagaimana ditentukan dalam
“Ketentuan Penggunaan Bagi Pengguna
GrabCar’ Indenesia” adalah penyediaan
aplikasi yang bertujuan untuk
memudahkan setiap orang yang mencari
layanan transportasi ke tujuan tertentu,
kémudian dihubungkan dengan penyedia
transportasi pihak ketiga, pengemudi dan
operator kendaraan. ----------------ommmmmoo-
Layanan yang diberikan Terlapor I adalah
menghubungkan penumpang dengan
penyedia transportasi tersebut, namun
layanan tersebut tidak dimaksudkan
untuk menyediakan layanan transportasi
atau tindakan apapun yang dapat
dianggap sebagai tindakan dari penyedia
transportasi. Terlapor I tidak bertanggung
jawab pada kelalaian atau tindakan
apapun dari pihak ketiga penyedia
transportasi dan/atau layanan

transportasi yang diberikan. Setelah
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penumpang menyelesaikan perjalanan
menggunakan layanan, penumpang
diharuskan untuk melakukan
pembayaran secara penuh kepada pihak
ketiga penyedia transportasi. ----------------
Dengan mempertimbangan karakteristik
dan kegunaan produk yang dihagilkan
oleh Terlapor I maka dapat disimpulkan
bahwa pasar produk yang dihasilkan oleh
Terlapor 1 adalah penyédiaan layanan
aplikasi yang berfungsi untuk
menfasilitasi pengemudi dalam
menyediakan Jayanan dan konsumen
dalam memperoleh” layanan transportasi
untuk tdjuandertentu. Layanan pasar dua
sisi (twe-sided market) tersebut
menghubungkan antara penawaran jasa
transportasi oleh pengemudi dan
pérmintaan layanan jasa transportasi oleh
penumpang. --------------------------m—— oo
Terlapor II. —------mmmm e
Bahwa layanan jasa tertentu yang disediakan
oleh  Terlapor II adalah sebagaimana
ditentukan dalam “Perjanjian Penyewaan
Kendaraan  Untuk  Penyediaan Layanan
Kendaraan Berpengemudi” disebutkan bahwa: -
i. Merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang layanan  transportasi. Jenis
layanan yang disediakan adalah Layanan
Kendaraan Berpengemudi. Berdasarkan
fakta persidangan Terlapor II, izin usaha
Terlapor II adalah angkutan sewa atau

angkutan dengan tujuan tertentu yang
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bergerak di bidang sewa kendaraan roda

empat khususnya bidang angkutan sewa

Telah menandatangani perjanjian
kerjasama dengan pemegang lisensi
teknologi berbasis ponsel
cerdas/smartphone untuk pemeganan
kendaraan yang mana melalui ¢teknologi
tersebut Pengguna Akhig dapat
mengunduh Grab App untuk, memesan
jasa kendaraan pihak ,ketiga beserta
pengemudi melalui suatu ponsel
cerdas/smartphonej--s=-------------=-=-—————--
Pengemudi gimerupakan pihak/kontraktor
independen oyang bermaksud untuk
menjalankan kegiatan usahanya sendiri
déngan bekerjasama dengan Terlapor II.
Kegiatan usaha yang dimaksud adalah
peéngoperasian dan penggunaan
Kendaraan yang dipinjam dari Terlapor II;-
Atas pemakaian Kendaraan, Pengemudi
wajib  membayar biaya  penyewaan
kendaraan sebagai berikut: ------------------
(a) Pengemudi wajib membayar Biaya

Penyewaan Kendaraan yang terdiri

dari biaya bulanan dan iuran jasa

sebesar 20% (dua puluh persen) dari

argo yang dikumpulkan Pengemudi

untuk setiap Layanan Kendaraan

Berpengemudi yang terselesaikan,

(b) Pengemudi wajib membayar Biaya

Penyewaan Kendaraan yang terdiri
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dari biaya sewa mingguan dan iuran
jasa sebesar 20% (dua puluh persen)
dari argo yang dikumpulkan
Pengemudi untuk setiap Layanan
Kendaraan Berpengemudi yang
terselesaikan. ------------------mmmm---a
Terlapor II merupakan perusahaan
yang terdaftar di Kementerian
Perhubungan sebagai_ perusahaan
Angkutan Sewa Khusus (ASK).
Definisi ASK sébagaimana diatur
dalam Pasal ¢l “Angka 7 Peraturan
Menteri Nomeor%, 118 Tahun 2018
tentang™Penyelenggaraan Angkutan
sewa Khusus (selanjutnya disebut PM
No# 118 Tahun 2018) adalah sebagai
Perikut: ----------mmmm

“Angkutan Sewa Khusus adalah
pelayanan Angkutan dari pintu ke
pintu dengan pengemudi, memiliki
wilayah operasi dalam wilayah
perkotaan, dari dan ke bandar udara,
pelabuhan, atau simpul transportasi
lainnya serta pemesanan
menggunakan aplikasi berbasis
teknologi informasi, dengan besaran
tarif tercantum dalam aplikasi”

Dengan mempertimbangan karakteristik

dan kegunaan produk yang dihasilkan

oleh Terlapor II maka dapat disimpulkan

bahwa pasar produk yang dihasilkan oleh

Terlapor II adalah penyediaan kendaraan

bermotor roda empat untuk angkutan

penumpang dari pintu ke pintu melalui
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aplikasi. Penyediaan kendaraan roda

empat sebagaimana dimaksud adalah
termasuk sewa dan program kepemilikan
kendaraan roda empat. -----------------o-o---

vi. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
pelayanan jasa ASK memiliki
ketergantungan pada 2 (dua)¢layanan

produk, yaitu:---------------mm—Sa S

(a) Penyediaan Aplikasi, dan “-------------

(b) Penyediaan ASK. f-=——-s--mmmmmmmmomme

Bahwa dengan demikian,¢pasarsproduk dalam
perkara a quo adalah penyediaan jasa Angkutan
Sewa Khusus yang gpemeSanannya menggunakan
aplikasi.--------- - A
. Pasar Geografi§ (Geographic Market). -------------------
Pasar Geografisi adalah pemaparan tentang
jangkad@an,pasar produk. -----------mmmmmmmm
1) ., Bahwa wilayah operasi angkutan sewa khusus
ditetapkan oleh (vide Bukti Pasal 7 ayat 2 PM
Nomor 118 Tahun 2018): ------------—-mmmmomme -

1. Menteri untuk wilayah operasi Angkutan
Sewa Khusus yang melampaui 1 (satu)

daerah provinsi dan yang melampaui 1

(satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta,

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. -----

ii. Gubernur untuk wilayah operasi
Angkutan Sewa Khusus yang melampaui

1 (satw) daerah kabupaten/kota dalam 1

(satu) daerah provinsi.----------------mcmmmo-

2) Atas dasar ketentuan tersebut, maka pasar
geografis sebenarnya dibatasi dalam setiap

wilayah propinsi, kecuali khusus wilayah
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Jabodetabek yang ditetapkan sebagai satu
wilayah pemasaran. ---------------mmmmmmmmm

3) Bahwa dengan demikian, pasar geografis
dalam perkara a quo meliputi jangkauan
pemasaran wilayah dari Terlapor II, yaitu
Jabodetabek, Makassar, Medan, dan Surabaya.
Berdasarkan uraian tentang pasar produk dan (pasar
geografis di  atas, maka Tim  Inwvestigator
menyimpulkan pasar bersangkutan dalamyperkara a
quo adalah penyediaan jasa angkutan, sewa khusus
yang pemesanannya dengan menggunakan aplikasi di
wilayah pemasaran Jakarta, Begon, Depok, Tangerang,
Bekasi (Jabodetabek), AMakassar, Medan, dan

Surabaya. --------------- @ T

10.3 Struktur Pasar.--------—-—--m o e

10.3.1

Angkutan. -----—-&--& -
Menurut ketentuan“Undang-Undang Lalu Lintas dan
Angkutan(Jalan, Angkutan adalah perpindahan orang
dan/ataunbarang dari satu tempat ke tempat lain
dengan, menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu
Lintas)Jalan. Dalam perkara a quo angkutan barang
tidak termasuk dalam objek perkara karena
berdasarkan jenis jasa yang ditawarkan terdapat
diferensiasi produk dengan ciri khas tersendiri mulai
dari harga dan karakteristik. Angkutan pada
umumnya dibedakan atas 3 (tiga) yaitu:------------------
a. Angkutan Umum. ----------———— oo

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

1993 tentang Angkutan Jalan mengatur bahwa

pengangkutan orang dengan kendaraan umum

dilakukan dengan mobil bus atau mobil
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penumpang. Kendaraan umum adalah setiap
kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut
bayaran. Pelayanan angkutan orang dengan
kendaraan umum dapat dilaksanakan dengan
trayek tetap dan teratur atau tidak dalam trayek.
Struktur dan golongan tarif angkutan déngan
kendaraan umum ditetapkan oleh Pemerintahi-<===-
. Angkutan Sewa. -------------mmmm oo Sh ol
PM No. 118 Tahun 2018 tidak memiberikan definisi
tentang angkutan sewa, namundalam PM No. 117
Tahun 2018 diberikan definisi, tentang Angkutan
Sewa Umum, sebagaimana ‘diatur dalam Pasal 25
Jo. Pasal 26 ayat (1) yang dimaknai sebagai berikut:

«©

Angkutan Sewa Umum merupakan pelayanan
angkutan dari pintu_ke»pintu dengan menggunakan
mobil penumpang yang disediakan dengan cara
menyewa Kendaraan dengan atau tanpa pengemudi
melalui geara ‘bhorongan berdasarkan jangka waktu
tertentu?

. Angkutan Sewa Khusus.--------------—-cmmmmmmmmm
Menurut ketentuan PM No. 118 Tahun 2018,
Angkutan Sewa Khusus adalah Pelayanan
Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi,
memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan,
dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul
transportasi lainnya serta pemesanan
menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi,
dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
Kawasan perkotaan adalah kesatuan wilayah
terbangun dengan  kegiatan utama  bukan
pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang
tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi

jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang
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menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
Perusahaan aplikasi adalah penyelenggara sistem
elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis
teknologi di bidang transportasi darat. Tarif
angkutan sewa khusus adalah tarif yang berlaku
yang dibayarkan oleh Penggunan Jasa kepada
penyedia jasa Angkutan Sewa Khusus berdasarkan
kesepakatan melalui aplikasi teknologi dnformasi
dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif

batas bawah. ------------mm WG

10.4 Mengenai bisnis proses jasa angkutan sewa khusus. --------------

10.4.1

10.4.2

Pelaku Usaha Platform. --------z=—-=s-ssfr oo
Pelaku usaha platform adalah, perusahaan aplikasi,
yaitu  penyelenggara g sistem = elektronik  yang
menyediakan aplikasiberbasis teknologi di bidang
transportasi darat sebagimana diatur dalam Pasal 1
angka 14 PM No. 118 Tahun 2018. ---—---------mmcmmmee
Saat ini, Pelaku Usaha Platform yang ada di Indonesia
ada 2 (dua) yaitu: -----------=-mm oo
a..PT'Solusi Transportasi Indonesia yang lebih dikenal

dengan sebutan “Grab”; dan -------------------mmcmmemo-
b.PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang lebih dikenal

dengan sebutan “Gojek”.------------mmmmmmmmmm
Di dalam penyelenggaraan sistem elektronik yang
menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang
transportasi darat, Pelaku wusaha Platform akan
mengambil fee sebesar 20% (dua puluh persen) dari

ongkos yang dibayarkan oleh konsumen/pengguna

a. Pengemudi. -----=--=mmmm e
Dalam  memberikan layanan jasa  kepada

konsumen, Pengemudi bisa secara langsung
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bermitra dengan Pelaku Usaha Aplikasi atau
bermitra melalui koperasi atau Perusahaan ASK. ----
. Perusahaan Angkutan Sewa Khusus. ------------------
Perusahaan Angkutan Sewa Khusus adalah badan
hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku
usaha kecil yang menyelenggarakan jasa angkutan
sewa khusus. Usaha Mikro adalah usaha produktif
milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
Kriteria Usaha Mikro sesuai keténtuan Pasal 6
Undang-undang Nomor 20 Tahun ‘2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengahvadalah: ------------
1) memiliki kekayaan, bersih paling banyak

Rp50.000.000 (litma ‘puluh juta rupiah) tidak

termasuk tamah dam bangunan tempat usaha;

2) memiliki /. 'hasil penjualan tahunan paling
bafiyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta
rpidh). -

Pelaku ‘usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif

yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi

kriteria sebagai berikut: -------------mmmmmmo

1)  Memiliki kekayaan  bersih  lebih  dari
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha; atau -------------—--- -
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2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus

juta rupiah).--------m o

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengemudi
individu dapat dikategorikan pelaku usaha %\

atau kecil yang menyelenggarakan jasa

sewa khusus. ---------=--—mmmmmmmm -
c. Konsumen. ----------------—-m-mmc - R

Konsumen adalah orang atau a akhir yang

sewa khusus.

ASK/DRIVER

Perusahaan Aplikasi Pelaku Usaha ASK

menggunakan jasa layanan

&

10.5 Pangsaypa an konsentrasi pasar. --------------mmmmmmmmmmmm o
De @ asarkan Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999

S
@®

Angka 11:

petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting

erhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain
jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar
pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan
pangsa pasar”

Qt ktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan

Angka 13:

“Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang
atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar
bersangkutan dalam tahun kalender tertentu ”

10.5.1 Pasar penyediaan layanan aplikasi yang berfungsi

untuk menfasilitasi pengemudi dalam menyediakan
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layanan dan konsumen dalam memperoleh layanan
transportasi untuk tujuan tertentu. ---------------------—-
a. Jumlah Penjual dan Pembeli. ---------------cmcmcmeee -
Dalam layanan aplikasi yang berfungsi untuk
menfasilitasi pengemudi dalam  menyediakan
layanan kepada konsumen dalam memperoleh
layanan transportasi untuk tujuan tertentu. Selain
Terlapor I terdapat pelaku usaha lain, qyaituaPT
Aplikasi Karya Anak Bangsa (selanjutnyaydisebut PT
AKAB) yang memiliki karakteristikndanh, kegunaan
produk yang sama dengan Terlapord.=-----------------
Bahwa dalam beberapa persidangan, Kuasa Hukum
Terlapor 1 sering mengatakan, bahwa kompetitor

Terlapor 1 adalah PT®AKAB yang dikenal dengan

Bahwa Dberdasarkan keterangan dari Direktur
Terlapor I%dalam” Penyelidikan diketahui bahwa
Terlapor . memiliki pangsa pasar sebesar 70% (tujuh
puluh persen) dengan demikian dapat dihitung HHI
dalam ‘pasar bersangkutan adalah sebesar 5.800
yang telah melebihi batasan tingkat konsentrasi
pasar yang ditetapkan oleh Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) yaitu
sebesar 1.800. --—--——-m-mmmmm
Bahwa terkait dengan pangsa Pasar 70% (tujuh
puluh persen) yang dimiliki oleh Terlapor I, selama
dalam proses persidangan tidak pernah ada
bantahan dari Terlapor I dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa Terlapor I mengakui memiliki
pangsa pasar 70% (tujuh puluh persen) di dalam
jasa penyediaan Aplikasi ASK. --------—---mmmmmmmmme o
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(vide Bukti BAP Penyelidikan Terlapor I tanggal 21
Maret 2019, Jawaban Tertulis Terlapor I tanggal 29
Maret 2019) -----—--—-—- oo
Mengingat Terlapor I tidak pernah hadir dalam
persidangan maka Tim Investigator mohon kepada
Majelis Komisi Yang Terhormat, terkait pangsa
pasar Terlapor I dalam tahapan penyelidikan
tersebut dianggap benar. ---------------------a---Sh- et
. Pasar Penyediaan Kendaraan Roda Empat “antuk
Angkutan Penumpang dari Pintu Ke, Pintu Melalui
Aplikasi. --------mmmmmmm T
Sebagaimana diatur dalamgPasaled? PM No. 118
Tahun 2018 adalah sebagai berikut: -------------------
Pasal 12

(1) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai
dengani¢ ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

(2). Baddn hukum Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;
c.perseroan terbatas; atau
d. koperasi.

(3) Selain badan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) penyelenggara Angkutan Sewa
Khusus dapat dilakukan oleh pelaku usaha
mikro atau pelaku usaha kecil sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, definisi

Usaha Mikro dan Kecil adalah sebagai berikut: ------

Pasal 1

(1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan
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yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung
dari Usaha Menengah atau Usaha Besargyang
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan regulasi tersebut dapat disimpulkan

bahwa pelaku usaha yang dapat turut serta menjadi

pelaku usaha yang terlibat dalam pasar penyediaan
kendaraan roda empat untuk angkutan penumpang
dari pintu ke pintu melalui aplikasi adalah badan
hukum dan orang-perefangan. ----------------------—---
ASK berbadan hukumayang menjadi mitra Terlapor I

adalah sebagai berikut: ---------------mmcmmo -

No Nama Badan Usaha

Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental
Indonesia (PPRI)

Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia

2 (INKOPPOL)

3 PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (Terlapor II)
4 Koperasi Mitra Usaha Trans

) PT Cipta Lestari Trans Sejahtera

Selain bermitra dengan ASK berbadan hukum,
Terlapor I juga memiliki mitra perorangan.
Perbandingan jumlah pengemudi antara Terlapor II

dan non-Terlapor Il adalah sebagai berikut: ----------
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TPI NON TPI NON TPI NON TPI NON

Daerah 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019

Jabodetabek  1.713  53.109 5.922 144478 11.478 204.364 13.087 209.657

Makassar 0 565 0 2.116 334  35.293 408  35.957
Medan 0 1.691 441 23.540 1.148 39.074 1.160  39.633
Surabaya 0 3.177 588  25.868 1.385  49.360 1.485  52.591

Berdasarkan jumlah order yang masuky untuk
GrabCar, perbandingan jumlah order yang dibetikan

kepada pengemudi adalah sebagai berikuti-----------

Quarter 4 2018

% Market Share

Pengemudi TPI
Kota TPI Non TPI Total untuk order Grab
Car
6.353.462 24.689.659,31.043.121 20
Jabodetabek
346.246,4.964.996 5.311.242 7
Makassar
852.443° 5.434.598 6.287.041 14
Medan
1.143.219 6.857.848 8.001.067 14
Surabaya

Quarter 1 2019

% Market Share

Pengemudi TPI
Kota TPI Non TPI Total untuk order Grab
Car
6.291.131 25.635.183 31.926.314 20
Jabodetabek
359.036 4.274.065 4.633.101 8
Makassar
780.543 4.761.316 5.541.859 14
Medan
1.030.058 6.922.272 7.952.330 13
Surabaya

10.5.2 Bahwa data di atas adalah data yang diperoleh Tim
Investigator dari Terlapor I selama proses penyelidikan
dan selama proses persidangan para Terlapor tidak
pernah membantah data yang ada di dalam Laporan
Dugaan  Pelanggaran atau memberikan data
tandingan, maka dengan demikan dapat disimpulkan
bahwa Terlapor mengakui validitas data yang

disampaikan oleh Tim Investigator.----------------------—-
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10.6 Keterkaitan produk Terlapor I dan Terlapor II. -------------cmceuu

10.6.1

Penyediaan Jasa Angkutan Sewa Khusus. ---------------

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 PM Nomor

118 Tahun 2018 dijjelaskan mengenai pelaku usaha
penyedia jasa angkutan sewa khusus dengan
pengertian sebagai berikut perusahaan Angkutan
Sewa Khusus adalah badan hukum atau pelaku
usaha mikro atau pelaku usaha kecil Wyang

menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus. ----

.Bahwa dalam menjalankan kegiatany, usahanya

tersebut, Terlapor II bekerja sama ‘dengan orang
perorangan selaku pengemudiw’ (driver) yang
merupakan pihak independen untuk
mengoperasikan dan/atau menggunakan

kendaraan roda@mpat,yang disewa dari Terlapor

. Bahwa Terlapor I menjalankan kegiatan usaha

penyediaan, jasa angkutan sewa khusus dengan izin
sebagainbérikut: -----------mmm
1) % Untuk Wilayah Jabodetabek, berdasarkan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam
Trayek Pelayanan Angkutan Sewa Khusus di
Jabodetabek  Keputusan  Kepala  Badan
Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor:
SK.11/AJ.206/BPTJ-2017 tanggal 15
Desember 2017, ---------—-—-ommmmmrm
2)  Untuk Wilayah Makassar, berdasarkan Surat
Persetujuan Dinas Perhubungan Perihal
Persetujuan Permohonan Izin Angkutan Orang
Tidak Dalam Trayek dengan jenis pelayanan
angutan Sewa khusus (yang dikeluarkan pada
bulan Juli 2018 dan ditandatangani oleh Drs.
HM. Ilyas Iskandar, M.Si selaku Kepala Dinas
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Perhubungan Pemerintah Propinsi Sulawesi

3) Untuk Wilayah Medan, berdasarkan Izin Usaha
Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum
dengan jenis Angkutan Orang Tidak Dalam
Trayek Nomor: 0045/0006/2.4/1502/06/2048
tanggal 12 Juni 2018, ------—--——mmmmmmmmo oL

4) Untuk Wilayah  Surabaya/Jawa ¢, Timur,
berdasarkan  Surat Dinas  Peshubungan
Pemerintah Provinsi Jawa ¢Timur = Nomor:
551.21/1862/113.4/2018 ftanggal 19 April
2018 perihal Persetujuan IzinwPenyelenggaraan
Angkutan Sewa Khususy--2-------------—--—-cmoooo-

d. Bahwa dengan demikian, produk Terlapor II adalah
penyediaan jasa ASK yang dalam pengoperasiannya
membutuhkan( ijin \operasi dari instansi terkait
sebagaimana telah diuraikan di atas. ------------------

10.6.2  Penyediaan Aplikasi. ----------=-mmmmmmmmm

a. Berkaitan“dengan produk penyediaan aplikasi, PM

Nomor $118 Tahun 2018 memberikan penjelasan

mengenai  pengertian  pelaku  usaha  yang

menyediakan aplikasi (perusahaan aplikasi) dengan
menetapkan sebagai berikut Perusahaan Aplikasi
adalah penyelenggara sistem elektronik yang
menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang

transportasi darat. ---------=-——mm oo

b.Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I memiliki
kegiatan usaha untuk memberikan layanan
penyediaan aplikasi mobile atau piranti lunak yang
bertujuan untuk menghubungkan konsumen
dengan pengemudi dalam rangka transportasi ke

tujuan - tujuan tertentu. ------------—--mmmmmm
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c. Apabila dilihat dari sisi pengemudi bahwa aplikasi

yang disediakan oleh Terlapor I tersebut memiliki
fungsi dan tujuan memberikan informasi dan

metode bagi para penyedia transportasi, pengemudi

dan operator kendaraan untuk menjadwalkan,
mendapatkan dan menetapkan kontak deng

bahwa aplikasi yang disediakan oleh“\Ter
tersebut memiliki fungsi dan untuk

memudahkan setiap orang (cal m ang) yang
mencari layanan transpor juan tertentu,
kemudian d1hubung engan penyedia
transportasi p1hak gemudl dan operator

kendaraan. ------- - -------------------------------
Atas dasar n% ebut maka dapat dapat
W

disimpulkan % ihasi
Terlapor h penyediaan layanan aplikasi

produk yang dihasilkan oleh

(platfor berfungsi untuk menfasilitasi
dalam menyediakan layanan dan

en dalam memperoleh layanan transportasi
k tujuan tertentu.-------------mm-mmmmm

engemudi sebagai Mitra. ---------------mmmmmmmmmmo

a. Bahwa alur penerimaan Mitra Pengemudi oleh

Terlapor I adalah sebagai berikut: --------------------—-

Pelatinan Mengisi

dan saldo
Siap terima

Registrasi mengunduh dompet isi
— Aticas — Mitra > order

rab Pengemud
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Keterangan:

1.

10.

Calon Mitra Pengemudi melakukan registrasi
untuk terdaftar sebagai pengguna aplikasi
Grab; —---—-mm e
Setelah terpenuhi syarat-syarat administrasi,
calon Mitra Pengemudi terdaftar sebagai Mitra
Pengemudi. Setelah terdaftar sebagai Mitra
Pengemudi, Mitra Pengemudi tersebut wajib
untuk mengunduh aplikasi Grab. Untuk
penggunaan aplikasi ini, Mitra Pengémudi
akan dibekali pelatihan untuk menggunakan
aplikasi Grab; ---------—--—-mmmmmm e Sh
Setelah menjalani pelatihan, Mitra “Pengémudi
wajib untuk mengisi dompet' “isi, ulang
elektronik sebagai sarana bagiy perusahaan
untuk memotong biaya penggunaan Aplikasi;--
Setelah menjalani proses-proses sebelumnya,
Mitra Pengemudi dapat menggunakan Aplikasi
Grab untuk menerima pesanan dari Pengguna

Mitra Pengemudi_akan menerima permintaan
jasa transpoftasi «dari Pengguna Akhir. Bila
setuju dengan tdjuan yang ditetapkan oleh
Pengguna WAkhir, Mitra Pengemudi akan
menjemput Pengguna  Akhir di titik
peRFRMPUEAIN ;—---- - = oo
Mitra Pengemudi melakukan penjemputan;-----
Mitra"Pengemudi mengantar Pengguna Akhir
ke tujuan yang telah ditetapkan;------------------
Setelah sampai di tujuan, Mitra Pengemudi
akan menerima pembayaran dari Pengguna

Saldo dompet isi wulang elektronik Mitra
Pengemudi akan terpotong sesuai jumlah yang
telah disepakati PT STI dengan Mitra
Pengemudi secara otomatis melalui system;-----
Mitra Pengemudi siap menerima pesanan
berikutnya.-------------mmmm

.Bahwa dengan demikian, Tim Investigator

menyimpulkan produk Terlapor I dan Terlapor II

dapat dioperasikan jika ada mitra pengemudi yang

menjalankan mobil ASK (termasuk namun tidak

terbatas Terlapor II dan mitra ASK Terlapor I

lainnya) dengan menggunakan aplikasi Terlapor I. --
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10.7 Hubungan Terlapor I dan Terlapor II. -----------mmmmmmmmmmm -

10.7.1

10.7.2

10.7.3

10.7.4

10.7.5

Berdasarkan Anggaran Dasar Terlapor I diketahui
bahwa sejak awal atau setidak-tidaknya sejak tahun
2016, saham mayoritas Terlapor I dimiliki oleh Sdr.
STEPHANUS ARDIANTO dan Sdr. SUZY
LINDARTONO. —-- - oo oo oo

(vide Bukti Akta Nomor: 19 tanggal 11 Agustus(2015
yang dibuat oleh EDWARD SUHARJO
WIRYOMARTANI, SH., M.KN, Notaris di Jakarta Barat)

Bahwa selanjutnya sejak tahun 2018, saham
mayoritas Terlapor I dimiliki oleh Ggrab, INC dan PT
Grab Taxi Indonesia. -----------d&=— -8 200

(vide Bukti Akta Nomor 186 tanggal 25 April 2018
yang dibuat oleh HASBULLAH»ABDUL RASYID, SH,
M.KN, Notaris di Jakarta)

Bahwa meskipun® démikian, hingga saat ini Sdr.
STEPHANUS ARDIANTO dan Sdr. SUZY LINDARTONO
tetap memduduki jabatan sebagai pengurus
perusahaan , Terlapor I dimana Sdr. STEPHANUS
ARDIANTO sebagai Direktur Utama dan Sdr. SUZY
LINDARTONO sebagai Komisaris. ---------------=--=—--o-—-

(vide” Bukti Akta Nomor 68 tanggal 15 Maret 2019
yang dibuat oleh JIMMY TANAL S.H., M.KN, Notaris di
Jakarta)

Selanjutnya, berdasarkan Anggaran Dasar Terlapor II
diketahui bahwa sejak tahun 2016 saham Terlapor II
dimiliki oleh Sdr. STEPHANUS ARDIANTO dan Sdr.
TEDDY TRIANTO. ~------mm oo oo

(vide Bukti Akta Nomor 48 tanggal 09 Juni 2016 yang
dibuat oleh MALA MUKTI, S.H., LL.M, Notaris di
Jakarta)

Bahwa selanjutnya sejak tahun 2017, saham
mayoritas Terlapor II dimiliki oleh GC LEASE
TECHNOLOGY INC dan Sdr. STEPHANUS ARDIANTO.
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(vide Bukti C54 Akta Nomor 116 tanggal 19 Juli 2017
yang dibuat oleh HASBULLAH ABDUL RASYID, SH,
M.KN, Notaris di Jakarta)

Bahwa meskipun demikian, sejak tahun 2016 hingga
saat ini Sdr. STEPHANUS ARDIANTO tetap
menduduki jabatan sebagai pengurus perusahaan
Terlapor II yaitu sebagai Direktur. -----------------o—-——-o-

(vide Bukti Akta Nomor 48 tanggal 09 Juni 2046yang
dibuat oleh MALA MUKTI, S.H., LL.M, Netaris“di
Jakarta)

Bahwa saat ini, Sdr. STEPHANUS ARBDIANITO"sebagai
Direktur Utama dan Sdr. SUZY LINDARTONO sebagai

Komisaris Perusahaan Terlapog IIh=-===é------ - -

(vide Bukti C45 Akta Nomor: 32 tanggal 23 November
2018 yang dibuat oleh ARIE "AFDAL, SH., M.KN,
Notaris di Jakarta)

Bahwa pemeganggsaham GC LEASE TECHNOLOGY
INC adalah Grab INC +----------------mmmmmmmm

(vide Bukti C65Keterangan Tertulis Terlapor II melalui
Surat No. Ref: 0109/IV/TPI/2019 tanggal 12 April
2019)

Selanjutnya berdasarkan Anggaran Dasar Terlapor I
dan Terlapor II diketahui bahwa Grab INC dan GC
LEASE TECHNOLOGY INC merupakan perusahaan
yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kepulauan
Cayman yang memiliki kantor terdaftar di c/o
International Corporation Services Ltd., Harbour
Place, 2nd Floor, 103 South Church Street, PO Box
472, Grand Cayman, KY1-1106. -------------—mmmmmmmmmme
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SKEMA HUBUNGAN TERLAPORT & TERLAPOR II

GC LEASE
TECHNOLOGY

GRABINC ‘llllllllllllll»

TERLAPOR | & TERLAPOR I

‘ NivAalAiiv | lFAarmAa 9 WWArmicAarvie ’

STEPHANUS ARDIANTO & SUZY LINDARTONO

(vide Bukti AktagNomor»116 tanggal 19 Juli 2017 dan
Akta Nomor 136 tanggal 25 April 2018 yang dibuat oleh
HASBULLAH "ABDUL RASYID, SH, M.KN, Notaris di
Jakarta)

10.7.10 Bahwa, ' dengan  demikian, Tim  Investigator
menyimpulkan terdapat kesamaan Direktur Utama
dan Komisaris dari Terlapor I dan Terlapor II. -----------

10.8 Perilaku Terlapor. ------------= oo

10.8,1 " Perjanjian Terlapor I dan Terlapor II. ----------------cmuuv

a. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017, Terlapor I
membuat perjanjian kerja sama dengan Terlapor II
yang keduanya ditandatangani oleh orang yang
sama yaitu Sdr. STEPHANUS ARDIANTO selaku
Direktur Terlapor I dan Terlapor II. ----------------om-—
(vide Bukti Perjanjian Penyediaan Jasa antara
Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 Juni 2017)

b. Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut

memuat kesepakatan antara lain: ---------------—-—--—-

- 158 -



SALINAN

Ruang Lingkup: ---------=--=-mm oo
Terlapor II akan merujuk kepada Terlapor I seluruh
Pengemudi untuk menggunakan Grab App untuk
memungkinkan Pengemudi untuk menjalankan jasa
angkutan sewa kepada Pengguna Akhir dan sebagai
gantinya Terlapor II akan memastikan bahwa
Pengemudi hanya akan menggunakan Grab App
dalam menyediakan jasa angkutan sewa tersebutu=-
(vide Bukti Pasal 4.1 Perjanjian Penyediaan®Jasa
antara Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 Juni
2017)
Yang dimaksud dengan “GrabyApp” /adalah aplikasi
telepon genggam yang berfungsi sebagai perangkat
penjadwalan berbasis._aplikasi yang menyesuaikan
permintaan Pengguna“Akhir akan jasa kendaraan
berpengemudi ddengan> Pengemudi yang terdaftar
yang tersedia untuk memberikan jasa tersebut. ---------
(vide Bukti Sbutir 1.1 Bagian Definisi dan
Interpretasi)
. Bahkan dalam perjanjian tersebut, Terlapor II
diwajibkan:-------------mm o
1)” Untuk memastikan dilaksanakannya proses
pendaftaran Pengemudi untuk menggunakan
Grab App sesuai dengan syarat dan ketentuan
yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh
Terlapor I. —=--—-—--m oo
2)  Untuk memastikan bahwa Pengemudi hanya
akan menggunakan Grab App dalam
melaksanakan jasa angkutan sewa sesuai izin
usaha Terlapor II. —--------—-mmm oo
3) Untuk menunjuk Pengemudi dalam

mempromosikan penggunaan Grab App.---------
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4) Memastikan pengemudi untuk mematuhi Kode

(vide Bukti Pasal 4.2.2 - Pasal 4.2.6 Perjanjian
Penyediaan Jasa antara Terlapor I dan Terlapor II
tertanggal 5 Juni 2017).

. Berdasarkan dokumen perjanjian antara Terlapor I
dengan mitra ASK Terlapor I lainnya, salah satunya
Inkoppol, dimana perjanjian kerjasama “antara
Terlapor I dengan Inkoppol tersebut ditandatangani
oleh Saudara Ridzki Kramadibrata™ dan ruang
lingkup isi perjanjiannya sangat, berbeda dengan
perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II. ----------
(vide Bukti Perjanjian Kerjasamar Inkoppol dengan
Terlapor I tanggal 2 Agustus 20106).

. Bahwa Tim Investigator imenilai perjanjian antara
Terlapor [ dan  Terlapor II janggal karena
ditandatangani, “orang yang sama yaitu Sdr.
STEPHANUS ARDIANTO HADIWIDJAJA, mengingat
latargybelakang dari terbitnya perjanjian adalah
untuk melihat peluang bisnis penyediaan jasa ASK
Terlapor I, sehingga Terlapor II membuat
penhawaran bisnis kepada Terlapor I. Selanjutnya
Terlapor 1 menyetujui penawaran Terlapor I
tersebut.  Artinya dapat  disimpulkan  Sdr.
STEPHANUS ARDIANTO HADIWIDJAJA menerima
penawaran Sdr. STEPHANUS ARDIANTO
HADIWIDJAJA., —-- oo
(vide Bukti BAP Terlapor II tanggal 10 Maret 2020)

. Bahwa dalam perjanjian antara Terlapor I dan
Terlapor II yaitu Perjanjian Penyediaan Jasa yang
Diubah dan Dinyatakan Kembali Tanggal 5 Juni
2017 Pasal 4.3 terdapat klausul yang menyatakan

“Terlapor 1 dapat mengikutsertakan pengemudi
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dalam program loyalitas pengemudi Terlapor I yang
mana memberikan kesempatan bagi pengemudi
untuk memiliki kendaraan pada tahun kelima
periode kerjasama dengan Terlapor I, dimana
Terlapor 1 akan memberikan insentif loyalitas
kepada Pengemudi yang hanya dapat dibayarkan
kepada pengemudi untuk membeli kendaraan dari
Terlapor II dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal
permulaan  pemberian jasa oleh “\pengémudi
berdasarkan perjanjian ini pengemudi tunduk pada
syarat dan ketentuan yang disetujui antara
pengemudi dan Terlapor II. “Sedangkan klausul
sebagaimana diuraikan di atas‘tidak terdapat dalam
perjanjian antara Teflapor 1 dengan mitra ASK
Terlapor I lainnyag --=-- e - - oo
g. Bahwa selamafpersidangan, baik Terlapor I maupun
Terlapor II, tidak pernah membantah terkait
keberadaan, perjanjian tersebut, sehingga dapat
disimpulkan bahwa perjanjian tersebut adalah
benar dibuat oleh Terlapor I dan Terlapor II.----------
Bahwa dengan demikian Tim Investigator
menyimpulkan, Terlapor I memberikan keistimewaan
kepada Terlapor II untuk menerapkan program
loyalitas kepada pengemudi Terlapor II, sedangkan
terhadap mitra ASK Terlapor I lainnya tidak diberikan

program loyalitas. ---------=--=mm oo

10.9 Kerja sama Terlapor II dengan mitra (pengemudi).------------------

10.9.1

Bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, Terlapor II
melakukan perekrutan pengemudi yang akan
mengoperasikan dan menggunakan kendaraan yang

dipinjamkan dan/atau disewa dari Terlapor II. ----------
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Bahwa dalam melakukan promosi kepada calon
pengemudi, Terlapor II membuat iklan sebagai

berikut: ------- o

TENTANG
TPI

TPI (Teknologt Pengangkutan

Indonesia) merupakan perusahaan

rental yang menjadi partner resmi
® Gratis Modem [2p 499 Ribu)

dari GRAB Indonesia. ® Gratis Cover Joh dan Karpet (Rp 25 1)
® Gratis Asursens pwa (Rp S

TPImemberikan kesempatan bagi

Anda yang belum memiliki kenda-

raan pribadi, untuk memilikinya, 0 Lebih Murah
melalui program Gold Captain yang

menyediakan fasilitas, discount,
dan kemudahan.

© Bayd Hariae yang MURAM (« Rp 200 Ribu)

0 Sochb Termanuk Perawatan Kendaraan Ferkala
Seama s Tabun (Hemat langga 9 1)

® Sodah Termanuk Asurani Kendaraan, Banjr,
Huro-haca (Hermat hagoa 4 1)

® Favizas Pembelan Accu dan Ban yang Lebih Murah

v Kesempatan Memiliki Mobil

Sendiri, Deposit5 L an

Biaya Rental MURAH, oge

di bawah Rp 200.000 / hari O Fasilitas

Order Prioritas Aplikasi ® Keserrputan Mem i Kendxaan Prisadi

Grab ® Osder Priortas Melalul Apd s Geab
@ Unt Pengganti Sementars Saat Kecelsban

v
v
v Fasilitas Kendaraan Lengkap
v

dan Gratis Q Service
- Kemudahan Pengurusan _

Berdasarkan format baku perjanjian yang dilakukan

Terlapor Il 'dengan para pengemudi mitranya, maka

dapat diketahui hal-hal yang diatur dalam kerja sama

kedua pihak antara lain sebagai berikut: -----------------

a. Terlapor II sepakat untuk meminjamkan kendaraan
kepada pengemudi (mitra Terlapor II) dalam
melaksanakan Layanan Kendaraan Berpengemudi. -
Yang dimaksud dengan Layanan Kendaraan
Berpengemudi adalah:

semua tindakan, aktifitas dan operasi yang
dilaksanakan pengemudi dalam rangka memenuhi
dan menyelesaikan pesanan Pengguna Akhir akan
jasa kendaraan berpengemudi dengan pengemudi
yang terdaftar pada dan sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan Terlapor II melalui Grab App.

(vide Bukti angka 15 Bagian Definisi dan
Interpretasi)
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b. Tanggung Jawab Terlapor II, meliputi: -----------------

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Memfasilitasi  pelatihan bagi Pengemudi
mengenai penggunaan Grab App dan
memberikan dukungan kepada Pengemudi
mengenai prosedur layanan pelanggan yang
diperlukan. --------=-=——mmmm L
Memberitahukan Pengemudi atas setiap, skors
atau pemberhentian Pengemudi sebagaiakibat
pelanggaran Kode Etik atau setiap“peraturan
dan ketentuan terkait glainnya dengan
sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban
berdasarkan perjanjiamying. -==--------------------—-
Melakukan  kegiatann, "pemasaran  untuk
meningkatkans, penggunaan Grab App oleh
Pengguna AKhir. - 25— oo
Menampungkeéluhan dari Pengguna Akhir. -----
Memfasilitasi pembuatan dan pengaktifan
rekening bagi Pengemudi untuk melaksanakan
Layanan Kendaraan Berpengemudi, dan --------
Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan kinerja
Pengemudi secara mingguan dan
memberitahukan kepada Pengemudi apabila
tidak memenuhi Indikator Kinerja Utamanya

(Key Performance Indicator atau KPI).-------------

c. Kewajiban Pengemudi, antara lain: ---------------------

1)

2)

Memastikan kendaraan yang digunakan sesuai
dengan standar sewajarnya serta atas biaya
sendiri melakukan perbaikan dan
pemeliharaan kendaraan. ---------------—--—-cmo—-
Memastikan Biaya Penyewaan Kendaraan
dibayarkan tepat waktu secara mingguan. ------

Biaya Penyewaan Kendaraan terdirt dari biaya
sewa mingguan dan iuran jasa sebesar 20%
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(dua puluh persen) dari argo yang dikumpulkan
Pengemudi. (vide, butir 5.1)

3) Mengumpulkan argo dari Pengguna Akhir atas
penyelesaian Layanan Kendaraan
Berpengemudi. --------------------mmmmmm

4) Mematuhi Kode Etik, rekomendasi dasi
Terlapor Il dan Grab maupun persyaratan yang
ditetapkan oleh pengelola atau pemilik, Hak
Kekayaan Intelektual atas Grab Appy-----=5=-----

5) Menanggung segala biaya bahan bakar yang
diperlukan untuk pengoperasian Layanan
Kendaraan Berpengemudi. s -=s=fs - moommommemo -

Bahwa Terlapor II dalam, Persidangan tanggal 10
Maret 2020 membantahi* Pefigemudi adalah sebagai
mitra Terlapor II, sebagaimana dimuat dalam Poin 21:
Perjanjian Penyewaan\Kendaraan untuk Penyediaan
Layanan KendaraaniBerpengemudi yang menyatakan
tidak ada kemitraan. --------------—-mmmmmmmm
Bahwa bantahan Terlapor II bertolak belakang dengan
faktan, \persidangan, dimana  Saksi-saksi yang
dihadirkan baik oleh Investigator maupun Para
Terlapor menyatakan bahwa dirinya adalah mitra
pengemudi dari Para Terlapor.-------------=----mmmmmuee-
Bahwa Terlapor II dalam persidangan tanggal 10
Maret 2020 menyatakan membuat berbagai macam
training kepada calon Pengemudi dan mengklaim
bahwa training Terlapor II lebih baik daripada training
yang dilakukan oleh Terlapor I dengan alasan untuk
meminimalisir resiko bisnis Terlapor II.-----------------—-
Bahwa berdasarkan wuraian di atas, Investigator
menilai adanya perbedaan persepsi status pengemudi

sebagai mitra dengan  persepsi Terlapor II
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menandakan training yang dilakukan oleh Terlapor II
tidak sebaik pengakuannya. ----------------cmmmmmmmmmo-
Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan
hubungan antara Terlapor II dengan pengemudinya

adalah hubungan kemitraan. ------------------------——-———-

10.10Tindakan sepihak Terlapor II terhadap Pengemudinya. ---------¢=-

10.10.1

10.10.2

Bahwa dalam persidangan terungkap beberapa (Saksi
tidak pernah menerima Salinan Perjanjian Penyewaan
Kendaraan untuk Penyediaan Layanan “Kendaraan
Berpengemudi dan Kode Etik. Ini memudahkan bagi
Terlapor II untuk merubah klausul, perjanjian dan
kode etik semau Terlapor Ik, sehingga kedudukan
pengemudi sangat lemah di depan hukum bilamana
oleh Terlapor II difiyatakan pengemudi telah
melanggar klausulgdpérjanjian dan atau kode etik
tersebut, yang berakibat suspend atau pemutusan
hubungan dengan Terlapor II. -------------cmmmcmmmmee o
Bahwa tindakan” ini dapat dikategorikan sebagai
klausul' ‘eksenerasi yaitu membebaskan seseorang
atau'badan usaha dari satu tuntutan atau tanggung
jawab) dimana secara sederhana diartikan sebagai
klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian
(I.P.M. Ranu Handoko BA, Terminologi Hukum
Inggris-Indonesia). Pembatasan atau larangan
pengunaan klausul eksonerasi dapat ditemui dalam
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Klausula eksonerasi
merupakan salah satu bentuk klausula baku yang
dilarang Undang-Undang tersebut. Dalam penjelasan
Pasal 18 ayat (1) Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, tujuan dari
larangan pencantuman klausula baku yaitu untuk

menempatkan kedudukan konsumen setara dengan
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pelaku usaha dalam prinsip kebebasan berkontrak
(Pasal 1338 KUHPerdata). Dalam hal ini setiap pihak
yang mengadakan perjanjian bebas mengadakan
perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang
berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban
umum (Pasal 1337 KUHPerdata). Antara lain @dapat
kita lihat pada praktek perbankan ada klausulaybank
yang mencantumkan syarat sepihak dimana sewaktu-
waktu bank  diperkenankan  untuk', merubah
(menaikkan atau menurunkan suku bunga pinjaman
kredit yang  diterima  oleh%, “debitur), tanpa
pemberitahuan atau persetujuantdari debitur terlebih
dahulu atau dengan katarlain ada kesepakatan bahwa
debitur setuju terhadapesegala keputusan sepihak
yang diambil oleh bank pada waktu perjanjian kredit
berlangsung. S5 —22--28 ——ommo
Bahwa dalam, fakta persidangan Terlapor II mengakui
sewaktu-wakta dapat memutus status mitra
sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Penyewaan
Kendaraan untuk Penyediaan Layanan Kendaraan
Berpengemudi poin 12.2. (iii) yang menyatakan: --------

“Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, TPl berhak

untuk mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan

pemberitahuan  secara lisan  maupun  tertulis
sebelumnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

(5) hal-hal lain berdasarkan pertimbangan TPI sendiri
tanpa harus memberikan alasan apapun kepada
pengemudi’

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tim Investigator

menyimpulkan Terlapor II telah menerapkan klausul

eksonerasi dalam hubungannya dengan pengemudi
sehingga Terlapor II dapat bertindak semena-mena

terhadap pengemudinya. ------------=-=mmmmmmmmmmmm -
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10.11Terlapor I memberikan keistimewaan dan prioritas layanan
kepada Terlapor II dan/atau mitra Terlapor II. ---------------co---—-
10.11.1 Terkait promosi produk. ------=--=---mmmmmm e

a. Bahwa sebagaimana perusahaan pada umumnya,

Terlapor I melakukan promosi untuk memasarkan

produknya kepada masyarakat. ----------------------&=-

b. Bahwa selama melakukan promosi, Terlapor 1

hanya memberikan muatan promosiq, kepada

masyarakat (dalam hal ini para Calon PRengemudi)

agar bergabung dengan Terlapor II. s -2 =2

(https:/ /www.grab.com/id/bleg/driver/car/grabcar
-jakarta-gold-driver-programi)

c. Bahwa selama melakukanypromosi, Terlapor I tidak
pernah melakukan promosi serupa untuk pelaku
usaha pesaing, “Terlapor II atau perusahaan
angkutan sewad khusus lain selain Terlapor II
padahal seeara = faktual terdapat 4 (empat)

perusahaan,lain yang merupakan mitra Terlapor I,

1)%, “Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental
Indonesia. ---------mmm oo

2) Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia. ---

3) Koperasi Mitra Usaha Trans.-------------------—-—-

4) PT Cipta Lestari Trans Sejahtera. -----------------
d. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II di dalam
persidangan memang benar video Promosi tersebut
dibuat oleh Bapak Ridzki Kramadibrata selaku
Presiden Direktur Terlapor I untuk Terlapor II (vide
Bukti BAP Terlapor II tanggal 10 Maret 2020); -------

e. Promosi dalam bentuk video hanya diberikan
kepada Terlapor II. Jikapun ada promosi yang
diberikan kepada mitra ASK lainnya hanya dalam

bentuk brosur yang jangkauannya terbatas berbeda
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dengan video yang bisa diakses oleh siapapun dan
kapanpun.---------m o

f. Dalam persidangan, Terlapor II menyatakan bahwa
video tersebut dibuat untuk internal Terlapor II saja
dan hanya ditayangkan di ruang tunggu kantor
Terlapor II. Faktanya, video tersebut tersebar ¢di
youtube dan dapat dilihat oleh semua orang,
sehingga dapat membuktikan adanya keistimewaan
yang diberikan Terlapor I kepada Terlapor II"(vide
Bukti BAP Terlapor II tanggal 10 Maget 2020. --------

g. Bahwa Investigator menyimpulkan pernyataan
Terlapor II tersebut menjadi tidaksrelevan karena
tujuan bisnis Terlapor dI menjadi tidak berdasar
dan mengada-ada karena apabila video tersebut
hanya ditanyangkah «di ruang tunggu kantor
Terlapor II, makastujuan Terlapor II untuk menarik
orang bergabung tmenjadi driver Terlapor II menjadi
tidak teffCa@ai. ¥----------------------mmmm oo
10.11.2 Terkait Program. -------------------mmmmmm oo
a,Secara umum, Grab membuat program bagi mitra

pengemudi yang bergabung dalam 3 (tiga) kategori: -

2\

Silver Partner Elite Partner Elite+ Partner

Kriteria umum: Bintang lebih 4.6, Acceptance Rating lebih 85%, Cancel Maximal 20%

Minimal 60 trip/bulan Lebih 140 trip/bulan Lebih 260 trip/bulan
atau atau
penghasilan Rp 8-12 penghasilan lebih Rp 12
Juta/bulan Juta/bulan

« Periode memenuhi kriteria adalah pada 1-30/31 setiap bulan

« Setiap tanggal 3 pada bulan berikutnya, Mitra akan menerima pemberitahuan melalui sms dan melalui
aplikasi tentang tipe partner yang didapatkan

« Benefit berlaku setiap tanggal 3 sampai dengan tanggal 3 bulan berikutnya

« Mitra yang tidak memenubhi kriteria/tidak mencapai target di bulan berikutnya akan kehilangan benefit
yang sudah diterima sebelumnya
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(sumber: https://www.grab.com/id/ top-partners-

grab/)

b. Bahwa untuk mitra dengan kategori Elite, maka
mitra tersebut akan mendapatkan manfaat
tambahan berupa peningkatan pendapatan sebesar
20% (dua puluh persen) melalui pengaktifan
layanan GrabCar Plus yang mengutamakan layanan
bintang 5 (lima) kepada penumpang. -------=5---2-----

c. Bahwa fakta tersebut di atas diperoleh pada saat
proses Penyelidikan, namun dalam perkembangan
selama masa persidangan diperoleh, fakta terdapat
beberapa kali perubahan terkait\kategorisasi mitra.
Fakta persidangan juga, meéngungkap adanya
penambahan kategorimitra Eliter di luar ketika
kategori yang ,sudah “diuraikan di atas yakni
kategori Elite,VIP. - === -

d. Bahwa saksi-saksi Pengemudi yang dihadirkan
dalam “persidangan mengatakan memang ada
beberapatkali perubahan terkait program. ------------

e‘Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk
dapat menjadi Mitra Elite adalah performa Mitra
selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir harus:-----
1) minimal memiliki 100 (seratus) trip perjalanan;
2) termasuk dalam zona hijau (tidak terindikasi

melakukan kecurangan); ---------------------------
3) tidak melanggar kode etik dan memiliki
komentar negatif dari penumpang; ---------------
4) performa bintang terakhir minimal 4.7 dan
tidak memiliki rating 1 dan 2. ----------—--—--——-—-

f. Bahwa untuk mitra dengan kategori Elite + , maka

mitra tersebut akan mendapatkan manfaat sebagai

berikut: —--------- -
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1) Combo Prioritas (menikmati perpaduan fitur
Order Turbo dan Order Prioritas sehingga
dapat menerima pesanan lebih banyak dan
memudahkan peningkatan performa); -----------

2) Layanan prioritas pada Grab Driver Centre
(GDC) semisal prioritas pada benefit tambahan,
penghargaan spesial selama mitra tersebut
tetap menjaga performanya sesuai, dengan
kebijakan Grab. --------------m-mmm o —dE

g. Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk
dapat menjadi Mitra Elite +, performa Mitra selama

90 (sembilan puluh) hari terakhir harus: --------------

1) minimal memiliki 1Q0 (Seratus) trip perjalanan;

2) termasuk dalamfzona hijau (tidak terindikasi
melakukan kécurangan); -------------------—-----—-

3) tidak melanggar kode etik dan memiliki
komentar negatif dari penumpang; ---------------

4) petforma bintang terakhir minimal 4.7 dan
tidak"memiliki rating 1 dan 2; ---------------------

S) wmengumpulkan tarif penumpang dalam 30
(tiga puluh) hari terakhir sesuai kota masing-
masing yaitu Jakarta minimal
Rp6.000.0000/bulan (enam juta rupiah),
Surabaya, Medan dan Makassar masing-

masing minimal Rp5.000.000/bulan (lima juta

h. Namun khusus untuk Mitra Terlapor II diterapkan
program yang berbeda yaitu:----------------------mo-—

1) Gold Program dengan rental sampai dengan 5
(lima) tahun, adalah program rental kendaraan
jangka Panjang (1 tahun) dan dapat
diperpanjang maksimum 4 (empat) kali dengan

biaya rental yang harus dibayarkan secara
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mingguan. Pengemudi yang  bergabung
memiliki jam kerja bebas yang diwajibkan
membayar biaya rental secara mingguan. ------

2) Program Gold ini memiliki manfaat yang
diberikan kepada setiap pengemudi, yaitu:------

i.  Asuransi kesehatan di semua rumah sakit
rekanan (Mandiri in health). ----------4-----%

ii. Beasiswa Kapten Junior (mulai tingkat
SD-Universitas). ---------------——=8-—- 28—

iii. Gratis perawatan mesin keéndaraan. --------

3) Bahwa Terlapor I mendukung ‘program Gold
Captain, hal ini dibuktikan pada saat
penyerahan perjanjian ‘Penyewaan Kendaraan
untuk  Penyedigan'¢ Layanan Kendaraan
Berpengemudi ) dari Terlapor II kepada
pengemudinya, \Terlapor I memberikan Surat
Loyalti"Program yang dituangkan dalam surat
defigan kop milik Terlapor I, dimana
perlaktkan yang sama tidak pernah diberikan
kepada mitra ASK Terlapor I lainnya. ------------

(vide Bukti Surat Program Loyalitas Bukti T.1-
T.II-47A sampai dengan 47E)

4) Bahwa Program Gold Captain tersebut secara
khusus juga dipromosikan oleh Grab melalui
website reSmi. —-------=-m oo

5) Bahwa perbedaan antara Program Gold
Captain dengan taksi pada umumnya antara

lain sebagai berikut: ------------------mmmm -

Fasilitas | Taxi Gold
Penghasilan 1 juta (per-minggu) 3 juta (per-minggu)
Nilai Investasi 60 juta 100 juta

Setoran (rental

fee) 2,1 juta 1,1 juta

- 171 -



SALINAN

Jam Kerja Kaku Fleksibel

Order Konvensional Prioritas order dari
Grab

Pool Kendaraan | dikembalikan ke bawa pulang
pool

Asuransi Tidak Lengkap Kendaraan & Jiwa

6) Bahwa simulasi pendapatan pengemudil yang
bergabung dengan Gold Program, adalah

sebagai berikut: ------------mmmmm e

60 Trip/Week

Argo Rp! 3.250.000
Potongan Komisi (20%) Rp. 650.000
Argo Nett Rp. 2.600.000
Insentif Potongan K@misi Rp. 650.000
Insentif Tambalian Rp. 100.000
Pendapatan‘Kefér Rp. 3.350.000
Bensin, Malkan, Pulsa Rp. 1.025.000
Rentalgee Rp. 1.140.000
Pendapatan Bersih (setelah Rental Rp. 1.185.000

Feg)

7). “Program  Flexi, adalah program rental
kendaraan jangka pendek (2 - 6 bulan) dan
dapat diperpanjang dengan biaya rental yang
harus dibayarkan secara mingguan.--------------

8) Program ini dikhususkan bagi pengemudi yang
tidak berniat untuk terikat pada komitmen

jangka panjang. --------------mmmmmm oo

i. Bahwa baik mitra pengemudi individu ataupun

mitra pengemudi yang tergabung dalam Terlapor II,
statusnya adalah sama yaitu sama-sama menjadi
mitra Terlapor I, sehingga tidak seharusnya

Terlapor I membedakan mitranya terlebih mitra
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terbanyak Terlapor I statusnya adalah pengemudi
individu. --------==mm
j- Bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh
keterangan baik pengemudi individu maupun
pengemudi Terlapor II ketika akan bergabung
dengan Terlapor I mengikuti proses rekruitmen
yang sama dan memiliki kode etik yang (sama
sehingga program yang diberikan oleh Terlaporn'I
kepada seluruh mitranya seharusnya juga sama. ---
k. Berdasarkan fakta persidangan diperoleh
keterangan bahwa dengan adanya segmentasi
status mitra ini maka telah “merugikan mitra
individu karena mitrag individu tidak memiliki
kesempatan yang sama seperti pengemudi Terlapor

II untuk mendapatkangreward (Program Loyalitas)
dari Terlapor <1 apabila pengemudi individu loyal
kepada Terlapor ['&-----------mmmmm

l. Bahwa( dengan demikian, Tim Investigator
menyimpulkan Terlapor I menerapkan perlakuan
istimewa kepada Terlapor II dan pengemudi
Terlapor II sementara mitra Terlapor I lainnya tidak.
10.11.3 #Terkait jam operasional untuk mendapatkan insentif. -
a. Ketentuan yang berlaku untuk pengemudi Terlapor
IT antara lain: —-----=-=—=—— oo

1) Bahwa jam operasional pengemudi TPI adalah
24 (dua puluh empat) jam dalam sehari dan 7
(tujuh) hari dalam seminggu, artinya setiap trip

yang diperoleh akan diakumulasikan untuk
menentukan perolehan insentif. -----------------—-

2) Perhitungan trip untuk mendapatkan insentif
adalah dengan sistem mingguan, yaitu 44
(empat puluh empat) trip dalam seminggu

(target bisa berubah). Apabila target mingguan
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tercapai maka pengemudi akan memperoleh
insentif Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
s.d Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). -
3) Fee Aplikator 20% (dua puluh persen), apabila
pengemudi mencapai target mingguan maka
Aplikator akan mengembalikan fee Aplikater
yang dipotong dari pengemudi. ------------4-----%
4) Bahwa Terlapor I akan
memberikan/mengikutsertakan driver Teflapor
II dalam program loyalitas. ----4&s-- - =2 oo -
. Ketentuan yang berlaku untuk fpengemudi individu
atau pengemudi yang 4. bergabung dengan
Perusahaan ASK lainnya berdasarkan data proses
Penyelidikan adalah: #=---¢--=-ooo oo
1) Jam operasional dimulai dari jam 06.00 s.d
22.00, aftinyay, trip yang dihitung untuk
memperoleh insentif adalah trip yang diperoleh
dalam,rentang waktu tersebut. --------------------
2) . Tamget'untuk mendapatkan insentif ditentukan
secara harian, yaitu 12 (dua belas) s.d 14
(empat belas) trip sehari (target bisa berubah).
Apabila pengemudi mencapai target dimaksud
maka akan memperoleh insentif sebesar
Rp180.000 (seratus delapan puluh) (jumlah
insentif dapat berubah-ubah). ---------------------
3) Fee Aplikator 20% (dua puluh persen), apabila
pengemudi mencapai target mingguan maka
Aplikator tetap akan memotong fee yang telah
ditentukan tersebut;--------------—-—mmmmmm -
4) Terlapor I tidak memberikan program loyalitas
kepada pengemudi individu; -----------------------
. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, skema

insentif yang diberikan oleh Terlapor I kepada mitra
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pegemudi baik pengemudi individu maupun
pengemudi Terlapor II sudah beberapa kali
mengalami perubahan (dari sistem trip menjadi

sistem argo dan terakhir dengan sistem berlian); ----

. Dalam melakukan perubahan insentif yang akan

diberikan kepada mitra pengemudi khususnya
mitra individu Terlapor I tidak pernah melibatkan
pengemudi individu, tetapi untuk pengemudi
Terlapor II ketika akan melakukan “perubahan
skema insentif Terlapor | membukatruang negosiasi
dengan Terlapor II sehingga skema' insentif yang
berlaku untuk pengemudi Terlapordl adalah skema
insentif berdasarkan kesepakatan Terlapor I dan
Terlapor II sebagaimana disampaikan oleh Terlapor

II dalam persidangan: -#s==----------=-—-——-mmmmmmmmm -

. Bahwa dengane ‘demikian, Tim Investigator

menyimpulkan Terlapor I memberikan perlakuan
istimewa kepada Terlapor II terkait jam operasional
untuk “méndapatkan insentif yang beberapa kali
mengalami perubahan berdasarkan hasil negosiasi,
sementara hal yang sama tidak diberikan kepada

mitra ASK Terlapor I lainnya. ---------------=--occmceee-

10:12%1 Tentang formil. -----------—mmm oo

a.

Strategi pembelaan Terlapor yang tidak wajar. ----
Bahwa untuk membantah Laporan Dugaan
Pelanggaran dalam perkara ini, Para Terlapor
telah menggunakan strategi-strategi yang tidak
wajar yaitu: —------ oo
1) Bahwa ketika Majelis Komisi dan Tim

Investigator menanyakan mengenai rapat

yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor

II terkait kebijakan bisnis, jawaban dari
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Terlapor II adalah untuk setiap rapat yang
dilakukan tidak pernah dituangkan dalam
notulen (vide Bukti BAP Terlapor II tanggal
10 Maret 2020). -------=-mmmmmmm oo
Bahwa Tim Investigator menilai jawaban dari
Terlapor Il tidak wajar disampaikan oleh
perusahaan multinasional yang semestihya
memiliki sistem administrasi yang<baik dan
terstruktur.---------------cmmo TG
Terkait dengan bantahan @&Para Terlapor
mengenai order prioritas, ,Kuasa Hukum
Para Terlapor selalu, menggunakan alasan
operator telekomunikasi dan spesifikasi
handphone tertentu. Namun dalam
persidangan, ), derlapor II  membantah
pernyataan ‘tersebut dengan menyatakan
Terlapor IIVtidak boleh menyebutkan merek
handphone dan operator dalam materi
trdining, karena hal tersebut di luar produk
Terlapor II. Terlapor II menambahkan istilah
mengenai operator tersebut hanya ada di
level pengemudi saja (vide Bukti BAP
Terlapor II tanggal 10 Maret 2020). ------------
Bahwa Tim Investigator menilai adanya
kontradiksi strategi pembelaan antara Para
Terlapor dengan Kuasa Hukumnya, pada
awal persidangan Kuasa hukum
mendalilkan alasan operator komunikasi
dan spesfikasi handphone sebagai
pembelaan terhadap order prioritas namun
pada saat pemeriksaan  Terlapor 1II
mengingkari dalil yang pernah disampaikan

di awal.-------=-=— o
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5) Bahwa Para Terlapor selalu mendalilkan
pengemudi tidak memahami aplikasi dengan
sempurna, seperti kode etik, fitur order
prioritas, tingkat pembatalan. ------------------

6) Bahwa Tim Investigator menilai Para
Terlapor telah gagal memberikan training
kepada para pengemudi, sehingga hal-hal
mendasar seperti yang diuraikany diy atas
terjadi. -----------mmmmmm ST

7) Bahwa dengan demikian Tim “Invéstigator
menyimpulkan strategi{ pembelaan Para
Terlapor tidak wajar danynengada-ada.-------

Terlapor tidak kooperatif, tidak mau memberikan

data yang diperlukan dalam proses pembuktian,

terlapor tidak snaum memberi kesempatan untuk
memeriksa keaslian informasi elektronik
dan/atau dekumen elektronik ----------------—--—-——-

Sesuai dengan Surat permintaan data yang telah

dikirimkan oleh Majelis Komisi kepada Terlapor I

pada, tanggal 11 Februari 2020, Terlapor

mengatakan bahwa Terlapor tidak bersedia
memberikan data tersebut karena masih harus
meminta jawaban dari Mahkamah Konstitusi
terkait kewenangan KPPU. ----------mmmommmmmmm -

Berkenaan dengan hal tersebut Tim Investigator

berpandangan sebagai berikut:-----------------co--—-

1) Para Terlapor tidak memiliki kemampuan
dalam memahami UU No. 5 Tahun 1999 dan
peraturan pelaksananya; ------------------------

2) Para Terlapor mencari pembenaran yang
mengada-ada. Jika Para Terlapor
berpandangan bahwa KPPU tidak memiliki

kewenangan dalam melaksanakan
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penegakan hukum persaingan usaha atau
aturan KPPU bertentangan dengan
peraturan yang lebih  tinggi maka
seharusnya Para Terlapor mengajukan
judicial review kepada Mahkamah Konstitusi
dan bukan mengirimkan surat pada
UMUMNYa;--------===-===---==--—omm—e 2 _Q
Bahwa jika Para Terlapor memang serids
mendapatkan surat tanggapan dari
Mahkamah Konstitusi mengenai  perihal
tersebut, seharusnya surat  tersebut
diajukan segera setelahwMajelis Komisi
menyampaikan suratikepada Terlapor I pada
tanggal 11 Februari’ 2020 dan bukan 3 (tiga)
minggu setelahnya yaitu tanggal 5 Maret
2020 mengingat Pemeriksaan Terlapor akan
dilakukan pada tanggal 11 Maret 2020. Jika
surat dikirimkan Kamis, 5 Maret 2020
maka surat tersebut paling cepat akan
diterima pada hari Senin tanggal 9 Maret
2020, belum lagi surat tersebut akan melalui
tahapan birokrasi yang menyita waktu
hingga Para Terlapor menerima balasan
surat tersebut. Oleh karena itu, patut
dipertimbangkan bahwa Para Terlapor tidak

kooperatif dan sengaja mengulur-ulur

Sebagaimana kita ketahui dalam
persidangan begitu banyak data elektronik
yang digunakan dalam proses pembuktian.
Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi yang
diajukan Investigator, Terlapor 1 dapat

dengan mudah mendiskreditkan Saksi yang
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diajukan oleh Investigator dengan alasan
reputasi yang tidak baik sebagai pengemudi,
namun Terlapor I tidak pernah
membuktikannya dalam persidangan. --------
Sesuai dengan ketentuan Perkom No. 1
Tahun 2019 Pasal 56 ayat (4) diatur bahwa
Majelis Komisi dapat melakukan
pemeriksaan terhadap keaslian dinformasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik. ----
Bahwa melalui persidangantMajelis’ Komisi
juga sudah meminta kepada Terlapor I agar
dapat menyediakan gdatawyang sumbernya
berasal dari servery Terlapor I, namun
Terlapor 1 dengan tegas menolak
memberikan 'data tersebut dengan alasan
tidak mendapat ijin dari kantor pusat yang
berada/di Singapura. --------------=--—-mmmmmm——-
Bahwa alasan Terlapor I yang mengatakan
bahwa pemberian data tersebut tidak
mendapat ijin dari kantor pusat yang berada
di Singapura dan Grab Indonesia tidak
diberi kewenangan untuk membuka data
pengemudi adalah mengada-ada, karena
pada proses pemeriksaan Saksi yang
diajukan oleh Tim Investigator, Terlapor
dapat dengan mudah mengakses data histori
perjalanan (trip) dan performa pengemudi
yang diajukan sebagai Saksi oleh Tim
Investigator. -----------—mc oo
Tindakan Terlapor I tersebut dapat
dikategorikan sebagai tindakan yang tidak
menghormati  persidangan dan  tidak

menghormati KPPU sebagai satu-satunya
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Lembaga yang diberi kewenangan oleh
Negara Republik Indonesia untuk
menegakkan hukum persaingan usaha di
Indonesia. -=---=====mmmmmem e
Bahwa selain tindakan Terlapor I yang tidak
menghormati dan mendiskreditkan KPPU
sebagaimana diuraikan di atas, Terlapor 1
juga tidak bersedia hadir dalam, agenda
pemeriksaan Terlapor [ karena, Direktur
Utama dari Terlapor [ yaitu Sdr. Ridzki
Kramadibrata berhalangan, * hadir, serta
menyatakan agar Keterangan Saksi Iki Sari

Dewi dianggap sebagai‘keterangan Terlapor

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58
ayat (1) Perkom No. 1 Tahun 2019 yang
dimaksud ‘dengan Keterangan Pelaku Usaha
adalah keterangan yang disampaikan oleh
Pelaku Usaha yang diduga melakukan
pelanggaran Undang-undang dalam
persidangan. Maka merujuk pada aturan
tersebut keterangan Pelaku Usaha harus
disampaikan dalam persidangan, sehingga
permohonanan Kuasa Hukum Terlapor I
yang meminta agar keterangan Saksi ki Sari
Dewi dianggap sebagai keterangan Terlapor
I, wajib dikesampingkan karena Saudari Iki
Sari Dewi dalam persidangan a quo di
panggil dan  didengar  keterangannya
berdasarkan pengajuan Terlapor I dalam
kapasitasnya sebagai Saksi dan tata cara
pengambilan  keterangannya = dilakukan

sesuai dengan  prosedur pengambilan
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keterangan sebagai Saksi sebagaimana
diatur dalam Pasal 49 Perkom No. 1 Tahun
2019 yaitu Saksi diambil sumpah atau janji
menurut agama atau kepercayaannya dan
didengar keterangannya dalam persidangan.
Terkait dengan pernyataan Kuasa Hukum
yang mengatakan bahwa Direktur Wtama
dari Terlapor I yaitu  Sdr., Ridzki
Kramadibrata berhalangan hadir, “maka
seharusnya Direktur Utama Terlapor I dapat
mendelegasikan kepadafIbu ‘Neneng Meity
Goenadi selaku Direktur Terlapor I
sebagaimana  tertera % dalam  Susunan
Pengurus dan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 Tanggal
2 September'2019 yang dibuat oleh Notaris
H. Arief Afdal, Notaris di Jakarta Selatan. ----
Dengan” demikian, terhadap penolakan
Teflapor I untuk hadir dalam persidangan
mohon kiranya Majelis Komisi Yang
Terhormat menilai bahwa tindakan dari
Terlapor 1 tersebut dapat dikategorikan
sebagai itikad yang tidak baik, perbuatan
yang tidak kooperatif, dan menghalangi
proses pembuktian dugaan pelanggaran

serta tidak menghormati persidangan. --------

Terkait sumber perkara. ------------=-=-cmcmmmmm

Sehubungan dengan pernyataan Para Terlapor

yang meragukan sumber perkara a quo, dimana

Para Terlapor mengatakan bahwa perkara ini

adalah perkara yang berasal dari Laporan,

berikut hal-hal yang perlu kami jelaskan: ----------
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Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Perkom
No. 1 Tahun 2019 diatur hal-hal sebagai
berikut: --------------——
Komisi dapat melakukan pemeriksaan
terhadap Pelaku Usaha apabila ada
dugaan pelanggaran Undang-Undang
walaupun tanpa adanya laporan; ---#-----=
Penanganan perkara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan®atas
inisiatif = Komisi untdk  “wnelakukan
Penelitian  berdasatfkan ' data atau
informasi adanya, dugaan pelanggaran
Undang-Undang;-#--%;---------------------——-
Data ata®» ‘informasi sebagaimana

dimakstid)pada ayat (2) dapat diperoleh

(a). - Hasil kajian; --------------------------—--

(b) “Temuan dalam proses Pemeriksaan;

() Hasil Rapat Dengar Pendapat yang
dilakukan Komisi; ----------------—-———-

(d) Laporan yang tidak lengkap;----------

(e) Berita di media; dan/ atau ------------

(ff Data atau informasi lain yang dapat
dipertanggungjawabkan. --------------

Bahwa jika dalam persidangan terdapat
Saksi yang menyatakan bahwa Saksi adalah
orang yang melaporkan perkara ini ke KPPU,
hal ini semata-mata karena ketidaktahuan
Saksi (vide Bukti BAP Saksi David Bangar
Siagian tanggal 20 November 2019). -----------
Faktanya Saksi yang mengatakan bahwa
dirinyalah yang melaporkan perkara ini

tidak pernah dipanggil dalam proses

- 182 -



SALINAN

Klarifikasi Laporan sebagai Pelapor sesuai
dengan prosedur penanganan perkara
melalui mekanisme Laporan. Saksi hanya
pernah  dipanggil dalam  kapasitasnya
sebagai Saksi dalam proses Penyelidikan. ----
4) Bahwa dalam pemeriksaan Faisal Basti
selaku Ahli Terlapor, menjelaskan perkara
inisiatif dapat bersumber dari laperany,yang
tidak lengkap, untuk dikembangkan®oleh
KPPU menjadi perkara inisiatif Wvide Bukti
BAP Ahli Faisal Basri tanggal 4 Maret 2020).
5) Bahwa dengan demikian,»Tim Investigator
menyimpulkan perkata ‘@ quo adalah perkara
inisiatif dan@» bukan perkara laporan
sebagaimana ) yang dituduhkan oleh Para

Terlapof, - -

Contempt of court. --------=—=-——mmmmmmm o
Bahwa berdasarkan Black’s Law Dictionary yang

dimaksud dengan Contempt of Court:----------------

“Any act which is calculated to embarrass, hinder,
or obstruct court in administration of justice, or
which is calculated to lessen its authority or its
dignity ”

Terjemahan bebas :-------------mmcmmomo
“Suatu perbuatan yang dipandang
mempermalukan, menghalangi atau menghambat
pengadilan didalam penyelenggaraan peradilan,

atau dipandang untuk mengurangi kewibawaan
atau martabat pengadilan.

1) Bahwa sebagaimana dalam Penjelasan
Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung

(sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2009) butir 4 alinea
ke-4, berbunyi: --------------mmmmmm oo

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin
terciptanya suasana yang sebaik-baiknya
bagi penyelenggaraan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat
suatu Undang-Undang yang mengatur
penindakan terhadap perbuatan, tingkah
laku, sikap dan/atau ucapan yang ‘dapat
merendahkan dan merongrong , kewibaan,
martabat, dan kehormatan badan peradilan
yang dikenal sebagai Contempt of .Court.”

Bahwa dalam Naskah Akademiisi Penelitian
Contempt of Court “‘Tahun 2002 yang
diterbitkan oleh Puslitbang Hukum dan
Peradilan Mahkamah  Agung Republik
Indonesia mengelompokkan secara khusus
bentukbentuk perbuatan yang termasuk
dalatn | pengertian penghinaan terhadap
pengadilan (Contempt of Court) yaitu: ----------
i. aBerperilaku tercela dan tidak pantas di

Pengadilan (Misbehaving in Court).---------
ii. Tidak menaati perintah-perintah

pengadilan (Disobeying Court Orders).-----

iii. Menyerang integritas dan impartialitas

pengadilan (Scandalizing the Court). -------
iv. Menghalangi jalannya penyelenggaraan
peradilan (Obstructing Justice). -------------
v. Perbuatan-perbuatan penghinaan
terhadap pengadilan dilakukan dengan
cara pemberitahuan/publikasi  (Sub-
Jjudice Rule). ------------=—-——-—cmmmmem -
Bahwa kedudukan KPPU adalah sebagai
quasi-judisial sebagaimana diatur dalam

Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar
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Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut UUD 1945):---------------mmmmmmmmm o

“(3) badan—badan lain yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
diatur dalam Undang-Undang”

Bahwa selain itu, keberadaan lembaga
quasi-judisial juga diatur dalam Pasal®™ 38
Undang-Undang Nomor 48 Tahun, 2009
tentang Mahkamah Agung sebagai repetisi
terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD

(1) selain Mahkamah™Agung dan badan
peradilan dibawahnya serta Mahkamah
Konstitusigy tetdapat badan-badan lain
yang _fungSinya berkaitan dengan
kekudsaan kéhakiman.

(2) fungsi yang berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

penyelidikan dan penyidikan

penuntutan

pelaksanaan putusan

pemberian jasa hukum; dan

penyelesaian sengketa di luar

pengadilan

(3) ketentuan mengenai badan-badan lain
yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman diatur dalam
Undang-Undang.

eSS

Bahwa KPPU dibentuk berdasarkan amanat
Undang-Undang yang secara khusus
ditegaskan pada Pasal 30 ayat (1) UU No. 5

Tahun 1999: -
“(1) untuk mengawasi pelaksanaan Undang-
Undang ini dibentuk Komisi Pengawas

Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut
Komisi”;
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Bahwa dengan demikian KPPU adalah
Lembaga quasi-judisial yang diamanatkan
oleh Undang-Undang untuk melakukan
penegakan hukum dalam bidang persaingan
usaha dengan tugas dan kewenangan yang
diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999;--------#--
Bahwa selama proses persidangan Terlapor 1
dan Terlapor II telah melakukan hal<hal
yang dikategorikan contempt of court sebagai
berikut: ----------- - BN
i. Berperilaku tercela dan tidak pantas di
Pengadilan (Misbehavingsin Court):---------

— Terlapor Tidak Menghormati
Kedudukan Majelis Komisi.-------------

— Baliwa selama persidangan perkara a
quo> Para Pihak Terlapor telah
perperilaku tercela dan tidak pantas

dalam Sidang Majelis Komisi melalui
tindakan tidak menghormati Majelis
Komisi dengan merendahkan
kewibawaan serta kehormatan
Majelis Komisi dalam pernyataan-
pernyataan sebagaimana tercatat
dalam BAP; --------—-—-—-—m o

— Bahwa dalam Persidangan Saksi City
Grab Manager Makassar tanggal 7
Februari 2020, terdapat pernyataan
Majelis Komisi kepada Pihak Terlapor

untuk tidak melanjutkan pertanyaan
terhadap hal yang telah dinyatakan

tidak diketahui oleh Saksi, namun

Pihak Terlapor tetap melanjutkan

pertanyaan tersebut meskipun telah
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diperingatkan oleh Majelis Komisi
(tanya-jawab nomor 83-92), dikutip
sebagaimana berikut:

(vide BAP Saksi City Grab Manager
Makassar tanggal 7 Februari 2020)

“Tolong dicatat bahwa sikap Kuasa
Hukum Terlapor terhadap Majelis
Komisi dinilai tidak menghormati,
karena Majelis sudah menyatakan
Saksi tidak tahu, maka ¢Seharusnya
tidak perlu ditanyakan lebilhlanjut’

— Bahwa selama persidangan Ahli Prof.
Ningrum NataSya, Sirait, terdapat
pernyataan “WPihak> Terlapor yang
merendahkan™, "kehormatan  serta
kewibawaan Majelis Komisi
sebagaimana tercatat dalam BAP
(tanya-jawab nomor 75-77), dikutip
sebagaimana berikut:--------------------

(vide BAP Ahli Prof. Ningrum Natasya
Sirait tanggal 19 Februari 2020)

Pernyataan Pihak Terlapor:

“Saya tidak menuduh. Ibu paham
hukum acara atau tidak? Karena
Saksi yang lalu menyatakan hal
tersebut, maka saya menanyakan ke
Ahli selaku Ahli Hukum Persaingan
Usaha...”

“Ibu jangan menghalangi, seolah ahli
diarahkan untuk tidak menjawab.
Saya ini pengacara 36 tahun, paham
hukum acarad”

“Saya menyatakan ke Ahli terkait
layak-tidaknya perkara ini untuk
disidangkan. Soal bapak-bapak takut
itu hal yang lain...”

Pernyataan Majelis Komisi:

“Saudara Kuasa Hukum sudah
melanggar tata tertib persidangan ini,
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karena tidak menghormati
persidangan ini”

Bahwa  dengan  demikian Tim
Investigator menilai, tindakan Para
Terlapor dengan berperilaku tercela
dan tidak pantas dalam Sidang
Majelis Komisi melalui tindakan(tidak
menghormati Majelis Komisi dengan
merendahkan  kewibawaan “serta
kehormatan Majelis Komisi
merupakan tindakan . menyerang
integritas dan impartialitas

pengadilany(Scandalizing the Court). --

ii. Tidak menaati perintah-perintah

pengadilan (Risobeying Court Orders).-----

Terlapor Tidak Menaati Perintah
Majelis Komisi.-------------==--comcmme-
Bahwa dalam proses persidangan,
Pihak  Terlapor @ mempertanyakan
kesahihan data yang digunakan oleh
Tim Investigator dalam menyusun
Laporan Dugaan Pelanggaran perkara
a quo, sehingga berdasarkan
perkembangan persidangan, Majelis
Komisi memerintahkan Para Terlapor
melalui persidangan serta Surat
Permintaan Dokumen tanggal 11
Februari 2020 untuk menyerahkan
data dan/atau dokumen sebagai
bukti untuk menguatkan tuduhan
Para Terlapor terkait data tidak valid
milik Tim Investigator, namun Para

Terlapor berdalih masih menunggu
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jawaban dari Mahkamah Konstitusi
terkait kewenangan KPPU untuk
meminta data pada proses
persidangan (vide Bukti BAP Saksi
Ikwansyah tanggal 9 Januari 2020,
BAP Terlapor II tanggal 10 Maret

— Bahwa sampai dengan dilakukannya
proses pemeriksaan alat “bukti“atau
dokumen (enzage) tanggal, 12 Maret
2020 yang merupakan batas waktu
yang diberikam_oleh«'Majelis Komisi,
Para Terlapor, tidak menyerahkan
data gdanj/atau dokumen yang
diminta «eleh Majelis Komisi (vide
BuktiWBAP Terlapor II tanggal 10
Maret 2020, Daftar Dokumen
‘Perlapor); ------------—-mmmmm e

— Bahwa dalam Pasal 41 UU No. 5
Tahun 1999 mengatur:------------------

(1) Pelaku Usaha dan atau pihak
lain yang diperiksa wajib
menyerahkan alat bukti yang
diperlukan dalam penyelidikan
dan atau pemeriksaan.

(2) Pelaku Usaha dilarang menolak
diperiksa, menolak memberikan
informasi yang diperlukan
dalam penyelidikan dan atau
pemeriksaan, atau menghambat
proses penyelidikan dan atau
pemeriksaan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan
ayat (2), oleh Komisi diserahkan
kepada penyidik untuk
dilakukan penyidikan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
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— Bahwa berdasarkan aturan tersebut,
maka tindakan Para Terlapor telah
melanggar ketentuan dalam Pasal 41
UU No. 5 Tahun 1999, sehingga
sudah sepatutnya untuk
ditindaklanjuti oleh Komisi; ---------¢==

— Bahwa selain itu, tindakan ( Para
Terlapor dengan tidak menyerahkan
data dan/atau dokumen “yang
diminta  Majelis Kemisi dalam
persidangan merupakan tindakan
tidak mentaati, perintah persidangan
(Scandalizing “the, Court) yang juga
merupakan bentuk dari Contempt of

Court;

- Babwa, dengan  demikian  Tim
Investigator menilai, tindakan Para
Terlapor  yang mempertanyakan
kesahihan alat bukti milik Tim
Investigator tanpa memberikan data
dan/atau dokumen untuk
menyangkal alat bukti Tim
Investigator tersebut menjadi tidak
dapat diterima, sehingga sudah
sepatutnya Majelis Komisi menerima
seluruh alat bukti yang diajukan oleh
Tim Investigator sebagai alat bukti
yang sah. --------mmmm

iii. Menyerang integritas dan impartialitas
pengadilan (Scandalizing the Court): -------

— Terlapor Tidak Mengakui Hukum
Acara KPPU.-------—--mm -
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— Bahwa dalam persidangan, Para
Terlapor tidak mengakui hukum
acara KPPU yang diatur dalam
Perkom No. 1 Tahun 2019 sebagai
pengganti Perkom No. 1 Tahun 2006
dan Perkom No. 1 Tahun 2010.-----#=-

— Bahwa dalam UU No. 5 Tahun{ 1999
salah satu wewenang KPPU adalah
melakukan  penanganany, perkara
yaitu melakukan pemeriksaan
terhadap perkara (persaingan usaha. -

— Bahwa Pasaled3Shhuruf f UU No. 5
Tahun 1999 juga'mengatur tugas dan
kewenangan atribusi Komisi dalam
mengaturs’hukum acara atau tata
cara penanganan perkara:--------------

“Tugas Komisi meliputi: f) menyusun
pedoman dan atau publikasi yang
berkaitan dengan Undang-Undang ini”

— Bahwa kewenangan atribusi Komisi
ini mencakup kewenangan
memberlakukan hukum acara
termasuk bagaimana tata cara
pemeriksaan perkara dan
pengambilan putusan untuk
melaksanakan UU No. 5 Tahun 1999
yaitu Perkom No. 1 Tahun 2019
sebagai produk hukum yang sah
sebagai tata cara penanganan
perkara di KPPU. ----—----cmmmmmmem

— Bahwa selain itu, seluruh perkara
yang telah ditangani oleh KPPU

menggunakan  Peraturan  Komisi
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(Perkom No. 1/2019 sebagai
pengganti Perkom No. 1 Tahun 2006
dan Perkom No. 1 Tahun 2010)
sebagai hukum acara atau tata cara
penanganan perkara dan telah
memiliki kekuatan hukum tetap
(incracht) baik pada tahap Kebegratan
di Pengadilan Negeri, Kasasiymaupun
Peninjauan Kembali di “Mahkamah
Agung Republik Indoresiay-------------
Bahwa  dengan/  demikian Tim
Investigator menilaiy®tindakan Para
Terlapor yang tidak mengakui hukum
acara (KPPU adalah tindakan yang
tidak beralasan sekaligus merupakan
tindakan yang tidak mengakui
keberadaan KPPU sebagai Lembaga

quasi-judisialy ---------=-==-==-=mmcmmemmo -

ive, “Menghalangi jalannya penyelenggaraan

peradilan (Obstructing Justice). -------------

Bahwa selama persidangan, Para
Terlapor telah melakukan “pelecehan
profesi” terhadap Saksi dan Ahli yang
dihadirkan dalam Sidang Majelis
Komisi melalui penyataan-penyataan
yang merendahkan dan
mengintimidasi /mengancam
keberadaan Saksi dan Ahli untuk
memberikan keterangan dalam
persidangan. --------------------mmmmmo——-
Bahwa “pelecehan profesi” yang
dilakukan oleh Para Terlapor selama

persidangan sebagaimana tercatat
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dalam BAP Pemeriksaan Ahli dan

Saksi yang dikutip sebagaimana

berikut: -

BAP Saksi Ade Jaha Utama Nababan

tanggal 4 Desember 2019 (tanya-

jawab nomor 168 dalam BAP) -------&--

Pertanyaan Majelis
Komisi

Apakah dalam perSidangan
ini Saudara meéndapatkan
tekanan baik <dariy Majelis
Komisi, Investigatot;, Terlapor,
maupun pihak lain?

Jawaban

Saya merasa “bahwa profesi
driver ‘online» ini merasa
direndahkan dari pertanyaan
yang, ‘digjukan oleh Kuasa
Hukumspadahal kami berusaha,
memang diantara kami ada
yang nakal tetapi semestinya
pertanyaan yang mengeneralisir
tidak keluar. Terima kasih.

BAP Saksi Sarma Hutajulu (Anggota

DPRD Provinsi Sumatera Utara

Periode

2014-2019) tanggal 19

Februari 2020-----------------mmmmemme

Pertanyaan
KH Terlapor

Yang membuat kami keberatan
adalah tuduhan penipuan yang
dilontarkan oleh Saudara Saksi, pada
disini tidak ada penipuan. Maka dari
itu kami bertanya apakah akan
dicabut atau dipertahankan
statement itu. Kalau mau
mempertahankan statement tersebut
silahkan tetapi tentu nanti ada upaya
hukum dari kami. Kalau dicabut
selesai dan kami akan lanjutkan
dengan pertanyaan lain.

Pernyataan
Investigator

Keberatan Yang Mulia, ini sudah ada
hal yang menjurus seperti ancaman
dan tadi sudah dikatakan Saksi
tidak akan mencabut statementnya.
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Jawaban
Saksi

Saya rasa kehadiran saya disini untuk
menjawab pertanyaan, tetapi jika saya
merasa di intimidasi di ruangan ini
maka saya akan  keluar dari
persidangan ini. Karena yang terjadi
sudah jelas bahwa ada dugaan
penipuan, maka kami akan minta
kepada  pihak  Kepolisian  untuk
menyelidiki. Saya rasa itu sudah ‘¢lear;
saya rasa Kuasa Hukumghanya
mencari-cari masalah.

Pertanyaan
Majelis Komisi

Apakah dalam persidangan ini
Saudara mendapatkan ¥ tekanan
baik dari Majelis Komisi,
Investigator, Terlapor, maupun pihak
lain?

Jawaban

Ya. Saya merasayada intimidasi dari
Terlapon lewat suara keras dan
pernyataan-pernyataan yang
menurut.saya tidak perlu dilakukan,
dan,saya merasa keberatan mohon
untuk dicatat oleh Panitera. Karena
dada beberapa statement yang
mempengaruhi psikologis saya
dalam memberikan keterangan.

BAP Ahli Martin Daniel Siyaranamual
tanggal 3 Maret 2020. -----------------—-

Berikut adalah kutipan pernyataan-

pernyataan Para Terlapor selama

pemeriksaan Ahli Martin Daniel

Siyaranamual dan tercatat dalam

BAP Ahli:

Pernyataan Para Terlapor terhadap
jawaban Ahli (tanya-jawab nomor 56
dalam BAP). --—-----mmmmmm

“Saudara  jangan mengada-ada,
semua orang tahu bahwa aplikasi itu
suatu kebutuhan mutlak”

Pernyataan Para Terlapor dalam

kutipan tanya-jawab nomor 59 dalam
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Pernyataan Pertanyaan saya sangat sederhana.

KH Terlapor

Jawaban Saya belum selesai menjawab.

Pernyataan Saudara Kuasa Hukum jangan dipotong

Majelis dulu.

Komisi

Pernyataan Karena jawaban Ahli jujur akan

KH Terlapor menguntungkan kami, Ahli tahu 4tu.
Semua masyarakat tahu bahwa dengan
adanya aplikasi itu tarif “yadng
dibayarkan lebih murah (dan “ itu
menguntungkan masyarakat, Berdosa
kita kalau tidak mengakui‘itu.

Pernyataan Saudara Kuasa HuKuwm bukan dalam

Majelis kapasitas untuk meminta persetujuan

Komisi Ahli mengenai hal tersebuit.

Pernyataan “\Para» Terlapor

dalam

kutipan tanya=jawab nomor 61 dalam

Pernyataan
Majelis Komisi

Kita bisa terima argumentasi Ahli bahwa
Ahli telah menjawab sesuai dengan tools-
nya sendiri atau standar dari ilmu
ekonomi.

Pernyataan KH Karena Ahli tidak mau jujur.
Terlapor
Pernyataan Maksud Saudara tidak jujur apa?

Majelis Komisi

Pernyataan KH Siapa yang tidak tahu bahwa adanya

Terlapor aplikasi mendatangkan manfaat kepada
konsumen karena tarif yang dibayarkan
lebih murah, orang awam pun tahu
mengenai hal tersebut.

Pernyataan Ini Ahli, bukan orang awam.

Majelis Komisi

Pernyataan KH Justru karena Ahli, orang awam saja

Terlapor tahu. Oleh karena itu saya tanyakan
pertanyaan ke Ahli mengenai integrasi
vertikal yang menguntungkan (salah
satunya ada manfaat bagi konsumen:
tarif murah)

Pernyataan Hari ini Ahli dihadirkan sebagai Ahli

Majelis Komisi

ekonomi. Jadi, kita harus hormati bidang
ilmu masing-masing. Dalam
perhitungannya, tidak bisa kalau hanya
satu variable yang digunakan, tetapi juga
harus dilakukan secara agregat. Itu
maksud Ahli, ya?
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Jawaban Ya, karena dalam ilmu ekonomi,
pertanyaan seperti itu (pertanyaan Kuasa
Hukum) salah.
Kutipan tanya-jawab nomor 70 dalam
BAP. -
Pernyataan KH Ahli tadi menjawab soal kontraknketika
Terlapor ditanya, mengapa sekarang _tidak .mau
menjawab?
Jawaban Yang ditanyakan bukan mengenaidklausul
kontraknya.
Pernyataan Saudara Kuasa Huwkum, kalau tidak

Majelis Komisi

percaya  dengamny, Ahl,
mengajukan pertanyaan.

tidak perlu

Pernyataan KH Saya berhak'bertanya dan keberatan.
Terlapor
Pernyataan Tapi Saudara tidak menghormati keahlian

Majelis Komisi

Ahli.

Pernyataan KH Saya menghormati secara pribadi, namun

Terlapor saya ) tidak setuju dengan substansi
jawaban Ahli. Itu hak saya.

Pernyataan Saudara boleh tidak setuju tetapi Saudara

Majelis Komisi

tidak boleh men-judge Ahli.

Pernyataan KH Saya tidak men-judge. Ahli menjawab
Terlapor ketika ditanya oleh Investigator terkait
pasal-pasal, sekarang giliran saya
mengapa tidak mau membahas pasal-
pasal. Saya sudah tahu arahnya kemana.
Jawaban Saya tidak pernah membahas masalah

pasal.

— Bahwa selain melakukan tindakan

obstructing justice melalui
pernyataan-pernyataan yang
merendahkan dan

mengintimidasi/mengancam

keberadaan Saksi dan Ahli untuk

memberikan keterangan dalam
persidangan, Para Terlapor juga
menghalang-halangi proses
pembuktian dengan memberikan
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pernyataan-pernyataan menuduh
tanpa dilengkapi dengan alat bukti
sanggahan meskipun sudah
diperingatkan oleh Majelis Komisi,

sebagaimana dikutip dalam BAP

Saksi

Sarma Hutajulu tanggal &9

Februari 2020 (tanya-jawab nomor

44-48 dan 52): --------------—-as--Tho st

Pernyataan
Majelis Komisi

Tadi Saudara terlapor mengatakan
memiliki semua buktiwiklan, silahkan
ditunjukkan agaradapat dikonfirmasi
iklan yang.-mana ‘yang membuat
Saudara Saksiymencurigai adanya
penipuan.

Pernyataan KH Tidak, kami ‘buktikan saat ini Yang

Terlapor Mulia, karena kami masth
mengumpulkan bukti-bukti dan pada
saat kami diperiksa nanti akan kami
buktilkan.

Pernyataan Jadi tidak dapat dikonfirmasi kepada

Majelis Komisi

Saksi?

Pernyataan KH Saudara Saksi yang mendalilkan jadi

Terlapor Saudara Saksi yang harus
membuktikan, itu asas hukum Yang
Mulia.

Pernyataan Iklan yang dimiliki Investigator semua

Majelis Komisi

sudah ditunjukkan dan Saksi belum
pernah  melihat. Saudara Saksi
mengatakan bahwa ada iklan yang
bentuknya lebih  singkat. Tadi
Saudara Kuasa Hukum sendiri yang
mengatakan bahwa memiliki iklan-
iklan terkait dengan itu, maka
silahkan ditunjukkan.

Pernyataan KH Tapi tidak saat ini Yang Mulia, karena

Terlapor ini hak kami untuk pembuktian nanti.

Pernyataan Ini untuk pembuktian Bersama ya, ini

Majelis Komisi pembuktian  juga disini dengan
Saudara Saksi.

Pernyataan KH Bukan hari ini Yang Mulia.

Terlapor

Pernyataan Jadi Saudara tidak mau

Majelis Komisi

memanfaatkan kesempatan?

Pernyataan
Majelis Komisi

Tidak mau memanfaatkan karena
kami ragu
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Pernyataan
Majelis Komisi

Saya rasa relevan untuk
menunjukkan iklan mana yang
dimaksud pada saat RDP
dilaksanakan. Disini juga Saudari
Margaret perwakilan dari TPI hadir
jadi bisa memperlihatkan iklan mana
yang dipermasalahkan. Karena
Saudara Kuasa Hukum juga tidak
berhenti menanyakan mengapa Saksi
mengatakan ada indikasi penipuan,
karena dilihatnya dari iklan tersebudt.

Pernyataan
Terlapor

KH

Bukti yang kami miliki belum-léngkap
saat ini, bukti yang «dimilikingoleh
Investigator  kurang, lebih ) sama
dengan yang kami miliki saat ini,
lengkapnya  nanti . “wakan  kami
tunjukkan pada “saaty, giliran kami
diperiksa.

— Bahwa

sampaiv ), dengan  proses

pemeriksaanyPara Terlapor dan batas
akhir “pényerahan dokumen yang
dibetikan, oleh Majelis Komisi, Para
Terlapor tetap tidak menunjukkan
dan/atau memberikan bukti iklan
yang digunakan sebagai dasar untuk
menyudutkan posisi Saksi Sarma
Hutajulu dalam pemeriksaan tanggal
19 Februari 2020; ---------=-——-————-——-
Bahwa dengan demikian Tim
Investigator menilai, tindakan Para
Terlapor dengan merendahkan dan
mengintimidasi/mengancam

keberadaan Saksi dan Ahli untuk
memberikan keterangan dalam
persidangan dan tidak menyerahkan
data dan/atau dokumen yang
diminta  Majelis Komisi dalam
persidangan adalah merupakan

tindakan obstructing justice atau
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menghalang-halangi proses
pembuktian perkara a quo.-----------------
Perbuatan-perbuatan penghinaan
terhadap pengadilan dilakukan dengan
cara pemberitahuan/publikasi  (Sub-
judice Rule). --------====-mm oo
Bahwa selama proses pemeriksaang Para
Terlapor kerap memberikan pernyataan-
pernyataan berupa tuduhan-tuduhan
tanpa bukti baik dalam,_ persidangan
maupun pernyataan kepada media,
sebagaimana berikuty-=s=t---------moceo——-
— Pernyataan, Kuasa Hukum Terlapor I
dan Terlapor II dikutip dari laman
website «Media CNN Indonesia
( ) tanggal 10
Januari 2020 dengan judul “Hotman
Paris Ungkap Permintaan Suap Eks
Pegawai KPPU di Kasus Grab” ---------

“Hotman mengungkap kliennya
ditawarkan “jalan keluar” seharga
Rp 2,5 miliar.”

“Pada persidangan terbuka yang
dipimpin  oleh  Dinnie  Melanie
tersebut, Hotman menyatakan
dugaan “penawaran” ni
disampaikan pada saat rapat
pimpinan Grab Indonesia. Meski
telah memiliki informasi tersebut
sejak lama namun dia belum bisa
membuka kasus tersebut.

‘kalau ada buktinya saya sudah
langsung bawa ke KPK, saya tidak
pernah takut. Saya hati-hati dan
bertanggung jawab, saya tidak
sembarang fitnah” katanya dalam
persidangan tersebut.
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“saya enggak bisa katakan siapa
oknum itu dan dia bukan oknum
yang masih bekerja disini. Dia
(oknum) mantan tapi mempunyai
hubungan khusus dengan orang
dalam” katanya’.

(Artikel Media CNN Indonesia
(m.cnnindonesia.com) tanggal 10
Januari 2020 dengan judul “Hotman
Paris Ungkap Permintaan Suap Eks
Pegawai KPPU di Kasus Grab?)

Hotman Ungkap Permintaan Suap Eks Pegawai KPPU di Dia sendiri menjadi pengacara PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia)
Kasus Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (PT TPI) sebagai terlapor | & Il. Hotman

mengungkap kliennya ditawarkan ‘jalan keluar' seharga Rp2,5 miliar.

s @O

Pada persidangan terbuka yang dipimpin oleh Dini Melanie tersebut, Hotman

1 dugaan '| Y ini an pada saat rapat pimpinan Grab
Indonesia. Meski telah memiliki informasi tersebut sejak lama namun dia belum
bisa membuka kasus tersebut.

"Kalau ada buktinya saya sudah langsung bawa ke KPK, saya tidak pernah takut.
Saya hati-hati dan bertanggung jawab, saya tidak mau sembarang fitnah," katanya
dalam persidangan tersebut.

— “Pernyataan Kuasa Hukum Terlapor I
dan Terlapor II dikutip dari BAP
Saksi Iki Sari Devi tanggal 9 Januari
2020, pada tanya-jawab nomor 19. ---

“Apakah sebelum Oktober 2018
apakah ada rapat antar pimpinan
Grab terkait permintaan 2,5 M dari
oknum mantan Investigator KPPU
yang berjanji bisa membuat perkara
ini tanpa sidang dan mengaku
bagian dari kantor konsultan hukum
yang dibelakang ada oknum KPPU?”

— Pernyataan Kuasa Hukum Terlapor I
dan Terlapor II dikutip dari BAP Ahli
Prof. Ningrum Natasya Sirait tanggal
19 Februari 2020, pada sesi tanya-

jawab nomor 75.----------mmmmmmmm e

-200 -




SALINAN

“Sebagai  Ahli, apakah  pernah
mendengar banyak “calo” atau
konsultan di luar karena permintaan
tidak dipenuhi, maka kasusnya
dilanjutkan?”

“Ini sangat relevan kami tanyakan ke
Ahli karena ada penyataan Saksi
fakta dalam persidangan yang
mendengar ada permintaan dana 2,8
M ke klien kami yang dilakukan oleh
konsultan yang mempunyai“orang
dalam KPPU. Informasi iniy sudah
menjadi  rahasia umum. “VAtas
pernyataan Saksi Fakta™kemarin,
Majelis juga tidak berkata.apapun”

— Pernyataan KuasajzHukum Terlapor I
dan Terlapory, I "dikutip dari video
unggahan ‘tanggal 10 Januari 2020

dalam, kanal Youtube milik Berita

“Menghimbau kepada DPR Komisi III
agar segera dirobah Undang-Undang
tentang KPPU karena
ketidakadilannya sangat besar
karena mengarah ke otorites, dia
yang menyidik, dia yang menyelidiki,
dia yang memutus, ya otomatislah.
Ibaratnya begini, anak buah saya
melakukan pembelaan pasti akan
saya dukung anak buah saya.
Masalahnya begini sanksi yang
menurut Undang-Undang terhadap
pengusaha-pengusaha itu puluhan
milyar, minimum 25 M, bahkan ada
sampai 50 M loh, tentu itu bisa
menimbulkan akibat yang
pengusaha-pengusaha yang
berpikiran pendek ngapain gua
capek-capek bersidang 80 M, ya
cincailah, yang mantan-mantan calo
tadi itu akan bergerak dan mantan-
mantan yang pernah bekerja di KPPU
bergerak jadi calo dan sudah gossip”
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HOTMAN PARIS HUTAPEA |
[PENGACARA]

Q)
v1 2 :36 1 mn BENTUK PERUSAHAAN PATUNGAN. MRT-KAI AKAN KELOLA 72 STASIUN DI JABOD
¥ @beritasaty | @ ttianggraini jr umtuk menggerogoti praktik dan instrumen demokrasi langsung

w7 &0 4 suare SAvE

BeritaSatu

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea meminta Komisi Il DPR merevisi Undang-Undang (UU)
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terutama soal sistem organisasi lembaga itu. Hotman
menyebutkan sulit bagi KPPU untuk ktif jika KPPU yang menyidik bahkan
memutus suatu perkara karena akan menimbulkan ketidakadilan.

(video unggahan tanggal 10 Januari 2020 dalam kanal Youtube milik Berit@ Satu)

— Pernyataan Kuasa Hukum Terlapor I
dan Terlapor II dikutip dari postingan
akun Instagram
“@hotmanparisefficial’ milik Hotman
Parisy, Hutapea tanggal 15 Februari
20205

“‘Ayok” semua pejabat terkait benahi
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPPU! Audit semua kasus yg tdk
dibawa kepersidangan dan kasus
yang memenangkan pengusahal
Investor asing mengeluh dan protes!
Lembaga mana yang berani undang
hotman bahas ini?”

@ hotmanparisofficial

we Liked by ferdinan_sule and 28,635 others
hotmanparisofficial Ayok semua pejabat terkait
benahi Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPPU! Audit semua kasus yg tdk dibawa
kepersidangan dan kasus yg memenangkan
pengusaha! Investor asing mengeluh dan
protes! Lembaga mana yg berani undang
hotman bahas ini?

View all 253 comments

- See Translation
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(Akun Instagram
“@hotmanparisofficial’ milik Hotman
Paris Hutapea tanggal 15 Februari
2020)

— Pernyataan Kuasa Hukum Terlapor I
dan Terlapor II dikutip dari video
unggahan tanggal 19 Februari 2020
dalam kanal Youtube milik
KOMPASTV. ---mmmmmmmm oo mi i

“Tapi yang mutus juga Majelis, Hakim
yang adalah anak buahnya yang
memeriksa, anehnya " lagi Majelis
Komisioner  ataw,, Hakim  boleh
mengajukan saksi untuk memperkuat
tuduhan si, Investigator, ya ngapain
capek-capek - wsidang, putus agja
langsunggmitu saya tidak mengerti,
itulahy yang menimbulkan ada
sesuatu “sehingga orang ini sudah
menjadi suatu rahasia umum nih”

KOMPAS HOTMAN PARIS HUTAPEA
BISNIS KUASA HUKUM GRAB

A ANTM 2,90%
1% A 710

Terkait Dugaan Monopoli Grab, Hotman Paris: Ada Kejanggalan di Persidangan Ini

6,981 views * Feb 19, 2020 e 40 &3 & SHARE SAVE
KOMPASTV &
. 4.9M subscribers SUBSCRIBE

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sidang persaiangan usaha dengan dugaan tuduhan praktek monopoli
yang melibatkan Grab kembali digelar.

Dikutip dari Kompas.com, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) menyidangkan perkara
yang melibatkan Grab Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) di kantor KPPU,
Jakarta.

Dalam perkara ini, Grab sebaaai terlapor | dan PT TPI sebaaai terlapor Il, merupakan mitra Grab

— Bahwa pernyataan Para Terlapor
mengenai adanya dugaan permintaan

dana atau suap untuk menghentikan
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perkara a quo adalah tidak berdasar
karena selama proses persidangan
tidak terdapat satupun alat bukti
yang ditunjukkan oleh Para Terlapor
untuk membuktikan dugaan
tersebut, sehingga selurah
pernyataan Para Terlapor mengenai
dugaan tersebut baik pernyataan
yang disampaikan ke media maupun
dalam pemeriksaafi merupakan
tindakan Sub-Judice Rule. --------------
— Bahwa terkait ‘dengan pernyataan
Para Terlapory sebagaimana dikutip
dari &anall youtube KOMPASTV
adalah tuduhan tidak berdasar dan
merupakan penghinaan kepada KPPU
sebagai lembaga quasi-judicial yang
keberadaannya diakui oleh Undang-
Undang, karena dalam  proses
penanganan perkara KPPU
mengedepankan due process of law
dimana kedudukan masing-masing
pihak yang berperkara sama atau
sejajar dihadapan hukum.--------------
— Bahwa penetapan sebuah perkara
untuk masuk dalam proses Sidang
Majelis Komisi harus memenuhi
syarat-syarat yaitu memiliki
sekurang-kurangnya 2 (dua) alat
bukti yang sah, serta harus melalui
beberapa tahapan dari mulai tahapan
penyelidikan dan pemberkasan

sebagaimana diatur dalam UU No. 5
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Tahun 1999 jo. Perkom No. 1 Tahun
2019, sehingga setiap perkara yang
telah masuk dalam tahap Sidang
Majelis Komisi adalah perkara yang
sudah memenuhi syarat yang
ditentukan oleh UU No. 5 Tahun
1999 jo. Perkom No. 1 Tahun 2019.--=
— Bahwa terkait dengan dalilPara
Terlapor yang menyatakanyhubu@ngan
pimpinan dan bawahan = antara
Komisi dan Investigator sebagai pihak
yang melakukan, “pénuntutan dan
memutus gperkara dapat merugikan
pihak ¢ berperkara adalah tidak
berdasarsas karena tidak semua
perkara yang diajukan oleh
Investigator diputus bersalah oleh
Komisi. Berdasarkan data
penanganan perkara di KPPU tahun
2019 dari total 33 (tiga puluh tiga)
perkara yang ditangani oleh KPPU
terdapat 2 (dua) perkara yang
dinyatakan tidak bersalah sehingga
pernyataan Kuasa Hukum tersebut
mengada-ada dan tidak berdasar.-----
— Bahwa selama proses persidangan
kewajiban dan hak yang diberikan
oleh Majelis Komisi kepada Para
Terlapor dan Tim Investigator adalah
sama, dimana Para Terlapor
diberikan kesempatan untuk
mengajukan tanggapan terhadap

Laporan Dugaan Pelanggaran
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Investigator, mengajukan Saksi
dan/atau Ahli, mengajukan alat
bukti  berupa surat dan/atau
dokumen, serta memiliki hak yang
sama untuk mengajukan pertanyaan
kepada Saksi dan/atau Ahli yang
dihadirkan dalam persidangan;-#-----=
— Bahwa selain itu, UU No. 45 Tahun
1999 jo. Perkom No. 1_Tahun*2019
juga memberikan hak, kepada Para
Terlapor untuk mengajukan
Keberatan ke, “Pengadilan Negeri
dan/atau ¢ Kasasi ke Mahkamah
Agung vapabila tidak menerima
Puttisan «KPPU sebagaimana secara
tegas \diatur dalam Pasal 44 dan
Pasal 45 Perkom No. 1 Tahun 2019
dan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pengajuan Keberatan Terhadap
Putusan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (perubahan terakhir terhadap
Peraturan Mahkamah Agung Nomor
01 Tahun 2003 dan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun

Terlapor melakukan fitnah  dalam
persidangan dengan mengatakan bahwa
perkara a quo tidak seharusnya masuk
perkara dan KPPU pernah meminta uang
sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar
lima ratus juta rupiah) kepada Terlapor I

agar perkara ini tidak dilanjutkan ke
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tahap persidangan tanpa didasari bukti.
Ketika Majelis Komisi menanyakan
apakah Terlapor I memiliki bukti
permintaan uang tersebut, Kuasa
Hukum Terlapor I juga menyampaikan
dalam persidangan bahwa Terlapor tidak

memiliki bukti. ------------—-—m £

vii. Bahwa dengan demikian, Tim

Investigator menyimpulkan, para
Terlapor telah mendiskreditkan KPPU
melalui pernyataan (- pernyataan baik

dalam persidangany, ‘maupun melalui

10.12.2 Tentang materiil. -----—- @862

a.

Peningkatan mitra Terlapor II dan pengurangan

Mitra Vendot ASKiainnya. -----------=-==-=---mmmuu-

1)

Bahwa/ berdasarkan persidangan diperoleh
fakta bahwa Terjadi peningkatan jumlah
pefigemudi Terlapor II yang siginifikan, disisi
lain jumlah pengemudi perusahaan ASK
lainnya yang menjadi mitra dari Terlapor I

mengalami penurunan yaitu sebagai berikut:

PERTUMBUHAN JUMLAH PENGEMUDI TERLAPOR II

Kota 2016 2017 2018 2019
Jabodetabek 1.713 5.922 11.478 13.087
Medan 0 441 1.148 1.160
Surabaya 0 588 1.385 1.485
Makassar 0 0 334 408

(vide Bukti dokumen jawaban Tertulis
Terlapor I tanggal 30 April 2019) --------------
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Bahwa berdasarkan dokumen yang
disampaikan oleh Terlapor II terkait dengan
adanya penambahan pembelian unit mobil
Terlapor II periode Tahun 2019 pada saat
Terlapor 1 telah melakukan moratorium
yaitu sebagai berikut: -----------------mm-a
1. 9 Januari 2019, Toyota Calya 50 unit; --
ii. 8 Februari 2019 , Toyota Calya, 420

iii. 9 Februari 2019, Daihatsuy, SIGRA 60

iv. 5 Maret 2019, DaihatsusSigra 30 unit. - .
(vide Bukti Tesrlapory, [-Terlapor II-43A,
Terlapor I-Terlaporn, I1-43B, Terlapor I-
Terlapor 11-43C, Terlapor I-Terlapor [I-43D).--
Berdasarkan ~“fakta persidangan yang
disampaikan Terlapor I dan Terlapor II sejak
pertengan tahun 2018 sampai dengan saat
ini Terlapor I sedang melakukan moratorium
penerimaan pengemudi baru.-------------------
Bahwa = berdasarkan  kesaksian  yang
disampaikan oleh Ketua Induk Koperasi
Jasa  Perkumpulan Pengusaha Rental
Indonesia (PPRI) tanggal 26 November 2019
terjadi penurunan jumlah pengemudi yang
tergabung di PPRI sejak tahun 2017 sampai
dengan 2019, -----mmmmmmm e
(vide Bukti BAP Saksi Ponco Seno Ketua
PPRI tanggal 26 November 2019).--------------

Bahwa penurunan jumlah pengemudi juga

dialami oleh PT CSM Corporatama. ------------
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PENURUNAN JUMLAH PENGEMUDI PT CSM (MITRA TERLAPOR
)

2016 2017 2018 2018 2019

250 250 250 200 135

(vide Bukti BAP Saksi Tjoa Wi Liong, PT CSM
Corporatama tanggal 27 November 2019)--------2--
6) Bahwa dengan demikian Tim Investigator
menyimpulkan, Terlapor I membetrikan
perlakuan istimewa kepadaeqTerlapor II
dengan tetap membuka " penerimaan
pengemudi baru untuk™, ‘Terlapor II,
sementara terhadap“mitra ASK Terlapor I
lainnya diberlakukan moratorium. ------------

b. Order prioritas. ---4=-=sm— 28— - oo oo
1) Bahwa dalam melakukan promosi kepada
calon_pengemudi, Terlapor II membuat iklan
yang mencantumkan adanya order prioritas
aplikasi grab. ------------—cmmm

2) \Bahwa dalam persidangan, Terlapor II
menjelaskan order prioritas yang dimaksud
adalah fitur dalam aplikasi Terlapor I yang
dalam versi Bahasa Inggris disebut auto
accept yang berfungsi untuk menerima order
secara otomatis. Sedangkan order prioritas
yang dituangkan dalam iklan atau brosur
adalah bahasa marketing, Terlapor I
memiliki sistem algoritma yang memberikan
keuntungan kepada pengemudi dengan
performa baik (vide Bukti BAP Terlapor II
tanggal 10 Maret 2020).----------------mmcmmuv

3) Bahwa bertolak belakang dengan penjelasan
Terlapor II, Saksi-saksi pengemudi justru

memahami order prioritas yang dimaksud
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dalam iklan tersebut adalah kemudahan
untuk mendapatkan order dengan
menyesuaikan algoritma. Hal tersebut
dikuatkan dengan adanya keterangan Saksi
pengemudi dalam = persidangan  yang
menyatakan ketika para driver individu
melakukan aksi agar Terlapofr I
menghentikan  order prioritas ¢ kepada
Terlapor II, untuk beberapa hari orderan
untuk driver individu kembali " normal
namun beberapa harif kemudian order
prioritas kembali diberikan kepada
pengemudi Terlapor IL ‘Aksi para pengemudi
ini terjadi digKarawang dan Medan. Saksi
pun meminta kepada Majelis Komisi untuk
menghadirkan Ahli IT guna pembuktian
order,prioritas melalui algoritma. --------------

(vide Bukti BAP Saksi Rantoni Sibarani
tanggal 27 November 2019, BAP Saksi
Daniel Aritonang, S.H. tanggal 18 Desember
2019, BAP Saksi Ade Jaha Utama tanggal 4
Desember 2019, BAP Saksi M. Abdi Fauzan
Siregar tanggal 21 November 2019, BAP
Saksi Ricat Fernando Hutapea tanggal 20
November 2019 dan BAP Saski Afrizal, S.T.
tanggal 19November 2019).------------mmcmcuv
Bahwa terkait dengan Prioritas Order dari
Grab sebagaimana tertera di atas, tanggapan
Terlapor II yang mengatakan bahwa kalimat
tersebut hanyalah bahasa marketing adalah
tidak benar dan mengada-ngada karena
berdasarkan data yang disampaikan oleh

Terlapor I diperoleh fakta sebagai berikut:----
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TABEL PERBANDINGAN JUMLAH PENGEMUDI TPI DAN NON TPI

TPI NON  TPI NON TPI NON NON
Daerah

2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019

Jabodetabek  1.713 53.10 5.922 144.47 11.47 204.36 13.08 209.6

Makassar 0 565 0 2.116 334 35.293 408 35.95

Medan 0 1.691 441 23.540 1.148 39.074 1.160 39.63

Surabaya 0 3.177 588 25.868 1.385 49.360 1.485 2259

1

(vide Bukti Jawaban Tertulis Terlapor I tanggal 30 April'2019)

JUMLAH ORDER YANG DIBERIKAN TERLAPOR I KEPADA PENGEMUDI
INDIVIDU DAN PENGEMUDI TERLAPOR II
Quarter 4 2018
Kota TPI NomTPI Total
6.353.462 24.689.659 31.043.121
Jabodetabek
346.246 4.964.996 5.311.242
Makassar
852.443 5.434.598 6.287.041
Medan
1.143.219 6.857.848 8.001.067
Surabaya
Quarter 1 2019
Kota TPI Non TPI Total
6.291.131 25.635.183 31.926.314
Jabodetabek
359.036 4.274.065 4.633.101
Makassat:
780.543 4.761.316 5.541.859
Medan
1.030.058 6.922.272 7.952.330
Surabaya

(vide Bukti Jawaban Tertulis Terlapor I tanggal 30 April 2019)

5) Bahwa jika dibuat rata-rata perbandingan

antara jumlah pengemudi dan order yang

diberikan kepada pengemudi baik untuk

pengemudi TPI maupun pengemudi individu

maka dapat disimpulkan bahwa Terlapor I

memberikan order

lebih banyak kepada

pengemudi Terlapor Il yaitu sebagai berikut:-
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Jumlah Jumlah
Kota Rata-Rata
Driver Order
Jabodetabek 11.478 6.353.462 553 Trip/ Driver
Makassar 334 359.036 1036 Trip/ Driver
Medan 1.148 780.543 742 Trip/ Dri
Surabaya 1.385 1.143.219 825 Tr

Trip/ Driver

139 Trip/ Driver

Jabodetabek 204.364 24.689.659
Makassar 35.293 4.964.9
Medan TN YTy, 3
Surabaya 49.360  4,6.857.84:

138 Trip/ Driver

Jumlah

Rata-Rata

Surabaya

Order
6.291.131 480 Trip/ Driver
346.246 848 Trip/ Driver
852.443 734 Trip/ Driver
1.485 1.030.058

693 Trip/ Driver

Jabodetabek 209.657 25.635.183 122 Trip/ Driver
Makassar 35.957 4.274.065 118 Trip/ Driver
Medan 39.633 4.761.316 120 Trip/ Driver
Surabaya 52.591 6.922.272 Trip/ Driver

6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, jawaban

Terlapor II yang

mengatakan

bahwa

penyebutan “order prioritas” yang tertera di
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dalam brosur rekrutmen pengemudi Terlapor
II hanyalah Bahasa Marketing tidaklah
benar  karena = faktanya = Terlapor I
memberikan Order jauh lebih banyak
kepada mitra pengemudi Terlapor II
sebagaimana tertera di dalam table di atas¢(8
kali lebih banyak kepada pengémudi
Terlapor II dibanding kepada pengemudi
individu). ------------mmmmmmme ST
Bahwa dalam persidangan,&Saksi M. Abdi
Fauzan Siregar mengharap agar order
prioritas dihapuskan, S khususnya untuk
pihak Terlapor GII, Wdan memberlakukan
pemerataan orderan antara mitra Terlapor II
dan mitra’ individu sehingga tidak ada
diskrinDae1N --------------------—-—— o
(vidé,, Bukti BAP M. Abdi Fauzan Siregar
tanggali21 November 2019) -----------cmmmmmemmo
Selain itu terkait dengan order prioritas yang
diberikan oleh Terlapor I kepada pengemudi
Terlapor II hal ini juga pernah disampaikan
oleh Asosiasi Pengemudi Online dalam Rapat
Dengar Pendapat dengan DPRD Sumatera
Utara sebagaimana disampaikan oleh Saksi

Sarma Hutajulu selaku Anggota DPRD

(vide Bukti BAP Saksi Sarma Hutajulu
tanggal 19 Desember 2019) -----------------—---
Bahwa Saksi dari Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Timur juga mengatakan
bahwa benar terdapat beberapa kali demo
yang dilakukan oleh pengemudi individu di

Surabaya terkait order prioritas. --------------
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(vide Bukti BAP. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Januari
2020) —---mmmm e
Bahwa berdasarkan berita yang dimuat
dalam media di Makassar, sebagaimana
disampaikan oleh Tim Investigator, di
Makassar juga pernah dilakukan demo_pada
tanggal 13 Februari 2019 terkait ‘dengan
order prioritas yang diberikan oleh Tetlapor I
kepada pengemudi Terlapor II.--=-===s- -
(vide Bukti BAP Saksig,Dishub Provinsi
Sulawesi Selatan tanggal §Februari 2020,
BAP Saksi Noor Sjaibah, tamggal 5 Februari
2020). - - P T
Bahwa Tim Investigator dalam persidangan
meminta pembuktian kepada Para Terlapor
untuk {menjelaskan algoritma penerimaan
order, bagitpara pengemudi yang tujuannya
untuk ‘membuktikan ada atau tidaknya
order prioritas, namun Para Terlapor tidak
pernah dapat membuktikan di persidangan. -
Bahwa dengan demikian Tim Investigator
menyimpulkan, oleh karena Para Terlapor
tidak membuktikan algoritma penerimaan
order untuk membuktikan ada atau
tidaknya order prioritas, maka seluruh fakta
persidangan dan keterangan Saksi
sebagaimana telah diuraikan di atas
membuktikan adanya order prioritas dari
Terlapor I bagi pengemudi Terlapor II.---------
Bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis
Komisi terkait dengan kebenaran fakta
berdasarkan data yang diberikan oleh

Terlapor I dan menguji kesaksian para Saksi
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dalam  persidangan, Tim  Investigator
berkepentingan agar Terlapor I dapat hadir
dipersidangan namun hal ini tidak dapat
dilakukan karena Terlapor I menolak untuk
diperiksa dipersidangan dengan demikian
mohon Majelis Komisi yang memeriksa dan
memutus perkara ini dapat
mempertimbangkan hal-hal sebagaiyberikut:
i. Menerima kebenaran data dan analisis

sebagaimana diuraikan@idalam ‘tabel di

ii. Menerima kebenaranwkesaksian yang
disampaikan,,_ olehy, para saksi yang
menyatakan bahwa Terlapor I
memberikan,s order prioritas kepada

Tetlaporil. ----------—-—— oo

c. Tentang perdjinan. -----------------mmmmmmmmm

1)

Bahwa " berdasarkan proses persidangan
diperoleh fakta bahwa secara faktual
Terlapor II telah beroperasi sejak tahun 2016
padahal ijin operasional belum diterbitkan
oleh instansi yang berwenang sebagaimana
telah diuraikan pada poin penyediaan jasa
angkutan sewa khusus oleh Terlapor II.
Fakta terkait dengan ijin operasional yang
belum terbit padahal Terlapor II telah
beroperasi  juga  terkonfirmasi dalam
persidangan pemeriksaan Saksi yang berasal
dari Dinas Perhubungan Sumatera Utara,
Dinas Perhubungan Jawa Timur dan Dinas
Perhubungan Sulawesi Selatan. ----------------

(vide Bukti BAP Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera Utara tanggal 18
Desember 2019, Vide BAP Kepala Dinas
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Perhubungan Jawa Timur tanggal 23
Januari 2020, BAP Dinas Perhubungan
Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 5 Februari
2020). o

2) Berdasarkan keterangan Saksi Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Timur tanggal

24 Januari 2020 menyatakan selain tidak
mengurus perijinan, Terlapor Il “ypan
melakukan pelanggaran dengan
menjalankan operasi ASK di Malang (di luar
wilayah operasi yang ditetapkan oleh Dinas
Perhubungan Jawa Timur<{yaitu Surabaya,
Gresik, Tuban, MaduramSidoarjo, Lamongan,

dan Mojokerto). --s=m— s 2o m oo
(vide Bukti BAPgKepala Dinas Perhubungan
Jawa Timufr tanggal 23 Januari 2020). -------

3) Bahwa, ‘déengan demikian Tim Investigator
menyimpulkan, Terlapor II tidak mengurus
pefijinan ASK sebagaimana yang
disyaratkan dalam PM No. 118 Tahun 2018,
sehingga pernyataan Terlapor II yang
mengaku sebagai perusahaan yang kredibel
dan sering mendapatkan penghargaan
menjadi terbantahkan dan bertolak belakang

dari fakta di lapangan. ------------------—-cmmeo—-
10.13 Pemenuhan Unsur Pelanggaran. ----------------=------mmmmmmmmo

10.13.1 Pemenuhan unsur-unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun

Bahwa ketentuan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999
menyatakan: ---------------mmmm

Pasal 14

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan
pelaku usaha lain yang bertwyjuan untuk menguasai
produksit sejumlah produk yang termasuk dalam
rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang
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mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil
pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu
rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
tidak sehat dan atau merugikan masyarakat

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran

ketentuan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut : ---------------—--mm--

a. Unsur Pelaku Usaha.--------------—mcmmmm——Za Lo

1)

2)

3)

4)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka,5 UU
Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan ‘mengenai
pengertian pelaku usahar dengan definisi
sebagai berikut: -----—--=s-e- oo

setiap orang perorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk vbadan hukum atau
bukan badant hukum yang didirikan dan
berkedudukan —atau melakukan kegiatan
dalam wilayah, hukum negara Republik
IndoneSiay” baik sendiri maupun bersama-
sam@ melalui perjanjian, menyelenggarakan
berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi.

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam
perkara ini adalah Terlapor [ yang
merupakan badan usaha berbentuk badan
hukum sebagaimana telah diuraikan pada
butir 1.1 (identitas terlapor) sehingga secara
mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan
UNSUT iNis=-m-m == oo oo
Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka
5 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------------m--—-
Berdasarkan wuraian di atas maka unsur

Pelaku Usaha dalam perkara a quo

terpenuhi. —--------mm oo
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Unsur Perjanjian. ---------------mmmmmmm oo

1)

2)

3)

4)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU
Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai
pengertian perjanjian yaitu sebagai berikut
suatu perbuatan satu atau lebih pelaku
usaha untuk mengikatkan diri terhadap
satu atau lebih pelaku usaha lain déngan
nama apapun, baik tertulis maupunitidak
tertulis. -------—--mmm Ry
Bahwa perjanjian yang dimaksud dalam
unsur ini adalah Perjanjian antara Terlapor I
dan Terlapor II yang ‘ditamdatangani oleh
orang yang sama yaitu Sdr. STEPHANUS
ARDIANTO selaku Direktur Terlapor I dan
selaku Digektur {Lerlapor II tertanggal 5 Juni
2017 serta perjanjian lain yang berkaitan
dengan perjanjian tersebut. ---------------------
Bahwa perjanjian tertanggal S Juni 2017
tersebut mengatur kesepakatan ruang
lingkup dimana Terlapor II akan merujuk
kepada Terlapor I seluruh Pengemudi untuk
menggunakan Grab App untuk
memungkinkan Pengemudi untuk
menjalankan jasa angkutan sewa kepada
Pengguna Akhir dan sebagai gantinya
Terlapor II akan memastikan bahwa
Pengemudi hanya akan menggunakan Grab
App dalam menyediakan jasa angkutan sewa
tersebut sebagaimana telah diuraikan pada
butir 9.2.1 (Bagian: Perjanjian Terlapor I dan
Terlapor II). --------—mm oo
Berdasarkan wuraian d atas, maka unsur

Perjanjian dalam perkara a quo terpenuhi. --
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Unsur Pelaku Usaha Lain.---------------=--occcemo-

1)

2)

3)

4)

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud
dalam perkara ini adalah Terlapor II selaku
pihak yang melakukan perjanjian dengan
Terlapor I sebagaimana dimaksud dalam
dugaan ini. ----------mmmmm
Bahwa Terlapor II merupakan badan usaha
berbentuk badan hukum sebagaimanaytelah
diuraikan pada butir 1.2 (Identitas Terlapor)
sehingga secara mutatis matandis menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dengan
penjelasan pemenuhan unsut ini. -------------
Bahwa Terlapor I, merupakan pelaku usaha
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka
5 UU Nomer 5 Tahun 1999. -----------mmmmmmm-
Berdasarkanhuraian d atas, maka unsur
Pelaku,/ Usaha Lain dalam perkara a quo

terpenuhi. -----------mmmm

Unsur Menguasai Produksi. ----------------—mcmccme -

1)

2)

Berdasarkan Penjelasan Ketentuan Pasal 14
UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan:---------

Yang dimaksud dengan menguasai produksi
sejumlah produk yang termasuk dalam
rangkaian produksi atau yang lazim disebut
integrast  vertikal adalah  penguasaan
serangkaian proses produksi atas barang
tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau
proses yang berlanjut atas suatu layanan
jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu ....

Bahwa dalam perkara a quo, produk
Terlapor 1 adalah Penyediaan Aplikasi
sedangkan produk Terlapor II adalah

Penyediaan Jasa Angkutan Sewa Khusus

sebagaimana yang telah diuraikan dalam
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poin tentang Penyediaan Jasa ASK dan
Penyediaan Aplikasi.--------------cmmmmmmmmme
Bahwa penguasaan produksi yang dimaksud
dalam perkara a quo dilakukan oleh Terlapor
I dengan Terlapor II melalui perjanjian
sebagaimana telah diuraikan pada poin
tentang Perjanjian Terlapor I dan Terlapor II.
Bahwa dalam perkara a quo Terlaporl dan
Terlapor II telah melakukan tindakan dalam
bentuk mengintegrasikan ¢kedua = produk
atau komponen utamal tersebut menjadi
dikuasai oleh Terlapoz I 'dansTerlapor II. ------
Berdasarkan uraian3diy atas, maka unsur
Menguasasi Préoduksi dalam perkara a quo

terpenuhi@&--p--ansmm - -

Unsur Barang/dasa.----------------—--——cmmmmmm -

1)

2)

3)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU
Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: -------------

Barang adalah setiap benda, baik berwujud
maupun tidak berwujud, baik bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan,
atau dimanfaatkan oleh konsumen atau
pelaku usaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU

Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: -------—-----

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk
pekerjaan atau prestast yang
diperdagangkan dalam masyarakat untuk
dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku
usaha

Bahwa dalam perkara a quo, produk

Terlapor I adalah Jasa Penyediaan Aplikasi
sedangkan produk Terlapor II adalah
Penyediaan Jasa Angkutan Sewa Khusus

sebagaimana yang telah diuraikan dalam
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poin tentang Penyediaan Jasa ASK dan
Penyediaan Aplikasi.--------------cmmmmmmmmme
Berdasarkan uraian di atas, maka unsur

Jasa dalam perkara a quo terpenuhi. ----------

f.  Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. --------------

1)

2)

3)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 WU
Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: -----4&-----%

persaingan usaha tidak sehaty adalah
persaingan antar pelaku usaha Wdalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau
pemasaran barang dan datau yasa yang
dilakukan dengan -caramtidak Yujur atau
melawan hukum atau menghambat
persaingan usaha.

Bahwa  pelaksanaan, = perjanjian yang
dilakukan antarasTerlapor I dan Terlapor II
diduga _telah, mengakibatkan hambatan
persaingan dalam penyediaan jasa angkutan
sewa ‘khusus dalam bentuk diskriminasi
yang) dialami oleh pelaku usaha pesaing
Terlapor II dan selanjutnya berdampak pada
pengemudi yang bukan Mitra Terlapor II
sebagaimana yang telah diuraikan pada poin
tentang Perjanjian Terlapor I dan Terlapor II
sehingga secara mutatis mutandis menjadi
Bagian yang tidak terpisahkan dalam
penjelasan pemenuhan unsur pasal ini. ------
Bahwa  diskriminasi tersebut sebagai
dampak perlakuan istimewa Terlapor I
kepada Terlapor Il selaku perusahaan hilir
afiliasinya sebagaimana telah diuraikan
pada butir 12 (Terlapor I memberikan
keistimewaan dan prioritas layanan kepada

Terlapor II dan/atau Mitra Terlapor II)

sehingga secara mutatis mutandis menjadi
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Bagian yang tidak terpisahkan dalam
penjelasan pemenuhan unsur pasal ini. ------

4) Berdasarkan uraian di atas, maka unsur
Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam

perkara a quo terpenuhi. ---------------mmcmmoooo

Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 14 UU No@dS
Tahun 1999 terpenuhi. -------------—--mmcmmmm £ L
Pemenuhan unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) WU Nomor
S5 Tahun 1999, - -
Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2),UU, Nomor 5
Tahun 1999 menyatakan: ----------f~-=—-cc——mmmmmmm -

Pasal 15 ayat (2)

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan
pithak lain yang memuat pérsyaratan bahwa pithak
yang menerima baragng dan atau jasa tertentu harus
bersedia membeliy barang dan atau jasa lain dari
pelaku usaha pemasok
Berdasarkan keétentuan Peraturan Komisi Nomor 5
Tahun 20¥1 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian
Tertutup)dalam Pasal 15 ayat (2) dijelaskan mengenai
larangan bagi pelaku wusaha untuk membuat
perjanjian tying. Secara spesifik, pelaku usaha yang
bertindak selaku pemasok (sektor hulu) tidak
diperbolehkan untuk memberlakukan kewajiban bagi
pelaku usaha lain (sebagai penerima pasokan
dan/atau distributor) untuk membeli produk
dan/atau jasa lain yang berbeda karakternya dengan
produk pokoknya -----------mmmmm oo
Dampak negatif dari tying diantaranya:-------------------
1. Merupakan salah satu bentuk pembatasan akses

pasar yang diberlakukan oleh pelaku perjanjian

ini terhadap pelaku usaha pesaingnya. Pada

umumnya produk yang dijual dengan strategi
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tying adalah produk yang kurang laku dan/atau
menghadapi persaingan yang sangat kuat karena
adanya produk substitusi.------------------mmcmmemm -

2. Merupakan hambatan masuk ke pasar, terutama
bagi pelaku wusaha yang tidak memiliki
kemampuan untuk memproduksi produk yang
disertakan atau disyaratkan di luar pfoduk
utamanya. -—------==-=--=-mm - d e

3. Dapat menciptakan pasar monopoliy, terdtama
dalam layanan purna jual, {sebagai” akibat
ketergantungan pembeli terhadap Kondisi purna
jual yang diberikan oleh psodusen’-------------------

4. Sebagai sarana untuk menyamarkan praktek
penetapan harga daf/atau praktek menjual rugi.
Perjanjian tertutup dinyatakan telah memenuhi
kriteria pelanggaram Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999
tanpa memerlukan Ypembuktian lebih lanjut karena
dalam perjanjian’ tying ini produk yang diikatkan
dalam suatu"penjualan harus berbeda dengan produk
Utamany Qs —-—=-==== === ===
Bahwa dalam perkara a quo, produk Terlapor I adalah
Penyediaan Aplikasi sedangkan produk Terlapor II
adalah Penyediaan Jasa ASK sebagaimana yang telah
diuraikan dalam poin tentang Penyediaan Jasa ASK
dan Penyediaan Aplikasi. --------------------mmmmmmmo
Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran
ketentuan Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ---------------
a. Unsur Pelaku Usaha.--------------mmcmmmmmmmm -
1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU
Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai
pengertian pelaku usaha dengan definisi

sebagai berikut: ------------mmmm
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setiap orang perorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum atau
bukan badan hukum yang didirtkan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian, menyelenggarakan
berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud, dalam
perkara ini adalah Terlapor 1L, yang
merupakan badan usaha berbeéntuk badan
hukum sebagaimana telah diuraikan pada
butir 1.2 (Identitas Terlapor) sehingga secara
mutatis mutandis menjadizbagian yang tidak
terpisahkan denganypenjelasan pemenuhan
unsur ini. -——-“e=f e
Bahwa Terlapor, Il merupakan pelaku usaha
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka
5. UU Nomor 5 Tahun 1999. ------------mmmmmmm-
Berdasarkan uraian di atas, maka unsur
Pelaku Usaha dalam perkara a quo

terpenuhi. —----c-mmm oo

Unsur Perjanjian. --------------------ommmmmmm -

1)

2)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU
Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai
pengertian perjanjian yaitu sebagai berikut: -

suatu perbuatan satu atau lebith pelaku
usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu
atau lebih pelaku usaha lain dengan nama
apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis

Bahwa perjanjian yang dimaksud dalam
unsur ini adalah:-----------—--mmcmmmm
i.  Perjanjian atau Kerja Sama Penyewaan
Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan

Kendaraan Berpengemudi, yang dibuat
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oleh Terlapor II dengan Calon
Pengemudi, dan------------------------—-—

ii. Perjanjian penyediaan jasa antara
Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5

Juni 2017 yang keduanya
ditandatangani oleh orang yang sama

(Sdr. STEPHANUS ARDIANTO). -4-----<

3) Bahwa perjanjian atau kerja sama antafra
Terlapor II dengan Calon Pengemudi {(Mitra
Terlapor II) tersebut adalah, sebagaimana
telah diuraikan padaf poin Kerjasama
Terlapor 1II dengam “\(mitra) pengemudi
sehingga secara gmutatis mutandis menjadi
bagian yang™ tidak  terpisahkan dari
penjelasanfanalisis pemenuhan unsur ini. ---

4) Bahwa< perjanjian penyediaan jasa antara
Terlapor I"dan Terlapor II tertanggal 5 Juni
2017 tersebut mengatur kesepakatan ruang
lingkup dimana Terlapor II akan merujuk
kepada Terlapor I seluruh Pengemudi untuk
menggunakan Grab App untuk
memungkinkan Pengemudi untuk
menjalankan jasa angkutan sewa kepada
Pengguna Akhir dan sebagai gantinya
Terlapor II akan memastikan bahwa
Pengemudi hanya akan menggunakan Grab
App dalam menyediakan jasa angkutan sewa
tersebut. ------------- -

5) Berdasarkan uraian di atas, maka unsur
Perjanjian dalam perkara a quo terpenuhi.---

c. Unsur Pelaku Usaha Lain.---------------------------—-
1) Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud

dalam perkara ini adalah Terlapor I dan
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Pengemudi Mitra Terlapor II selaku pihak
yang melakukan perjanjian sebagaimana

dimaksud dalam dugaan ini dengan Terlapor

Bahwa Terlapor I merupakan badan usaha
berbentuk badan hukum sebagaimana telah
diuraikan pada butir 1.1 (Identitas Teglapor)
sehingga secara mutatis mutandis, menjadi
bagian yang tidak terpisahkam deéngan
penjelasan pemenuhan unsugyinis-------------
Bahwa Pengemudi Mitral Terlapor II adalah
pihak yang bekerja sama denngan Terlapor II
untuk mengoperasikany dan menggunakan
kendaraan yapgdipinjam dari Terlapor II.----
Bahwa Mitra ¢(Pengemudi) Terlapor 1II
mememiliki tugas utama untuk menerima
dan“ menyelesaikan penugasan pekerjaan
yang dibagikan melalui Grab App. -------------
Bahwa Terlapor I dan Mitra (Pengemudi)
Terlapor II merupakan pelaku wusaha
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka
5 UU No. 5 Tahun 1999. ---—------—---mmmmmmm o
Berdasarkan uraian di atas, maka unsur
Pelaku Usaha Lain dalam perkara a quo

terpenuhi. —--------mmmmr

Unsur memuat persyaratan bahwa pihak yang

menerima barang dan atau jasa tertentu harus

bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari

pelaku usaha pemasok----------=----—cmmcmmmmmm -

1)

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa
perjanjian yang dimaksud dalam dugaan
pelanggaran Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 5

Tahun 1999 ini adalah Perjanjian atau Kerja
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Sama  Penyewaan Kendaraan Untuk
Penyediaan Layanan Kendaraan
Berpengemudi, yang dibuat oleh Terlapor II
dengan Calon Pengemudi, dan Perjanjian
antara Terlapor I dan Terlapor II yang
keduanya ditandatangani oleh orang yang
sama (Sdr. STEPHANUS ARDIANTO
HADIWIDJAJA) tertanggal 5 Juni 201 7<=~
Berdasarkan kedua perjanjian, tersebut
diatur ketentuan yang paday, pokoknya
bahwa Terlapor I dan Terlapoer Il mewajibkan
dan/atau membuat, persyaratan kepada
Mitra (Pengemudi) “Terlapor II yaitu wajib
menggunakan®Grab App (produk layanan
Terlapor I)¢sertagwajib mematuhi Kode Etik,
rekomefidasi‘dari Terlapor II dan Terlapor I
maupun persyaratan yang ditetapkan oleh
pengelola atau pemilik Hak Kekayaan
Intelektual atas Grab App. -------------=—-—-—---
Bahwa dengan demikian, perjanjian tertutup
(tying) yang dimaksud adalah : -----------------
i.  Terlapor I mewajibkan Terlapor II hanya

akan menggunakan Grab App dalam

melaksanakan jasa angkutan sewa

sesuai izin usaha Terlapor II;--------------
ii.  Terlapor II mewajibkan Mitra

(Pengemudi) hanya akan menggunakan

Grab App dalam melaksanakan jasa

angkutan sewa sesuai izin usaha

Terlapor II, sementara kewajiban yang

sama tidak tertuang dalam perjanjian

ASK lain dengan mitra pengemudinya.
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4) Berdasarkan uraian di atas, maka unsur
Memuat Persyaratan bahwa Pihak yang
Menerima Barang dan/atau Jasa Tertentu
Harus Bersedia Membeli Barang dan/atau
Jasa Lain dari Pelaku Usaha Pemasok
dalam perkara a quo terpenuhi. ------------&=-

Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 15 ayat (2)"UU
Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi. ---------------4---Zb_ 4=
Pemenuhan unsur-unsur Pasal 19 huruf dyUU Nomor
5 Tahun 1999. - B -
Bahwa ketentuan Pasal 19 hurgf d "UU Nomor 5
Tahun 1999 menyatakan: -----z=--s &= —m oo

Pasal 19 ‘huruf.d

Pelaku usaha dilarangymelakukan satu atau beberapa
kegiatan, baik senditismaupun bersama pelaku usaha
lain, yang dapdt. mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan' atawdpersaingan usaha tidak sehat
berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap
pelaku usahastertentu.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Nomor 3
Tahun, 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d
tentang Praktek Diskriminasi, praktek diskriminasi
terhadap pelaku usaha tertentu merupakan
penentuan perlakuan dengan cara yang berbeda
mengenai persyaratan pemasokan atau persyaratan
pembelian barang dan/atau jasa.--------------------—-—-—-
Praktek diskriminasi diartikan sebagai perbuatan
yang tidak mempunyai justifikasi secara sosial,
ekonomi, teknis, maupun pertimbangan efisiensi
lainnya, sebagai contoh: --------------mmmcmm
1. Menolak melakukan hubungan usaha dengan pihak

tertentu tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi,

teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima; ------
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2. Menetapkan syarat yang berbeda untuk pelaku
usaha yang berbeda dalam pasar yang sama tanpa
justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan
lainnya yang dapat diterima;------------------=-------——-

Praktek diskriminasi harus memiliki dampak

menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat baik

di level horizontal (di pasar pelaku praktek

diskriminasi) dan atau di level vertikal (di “pasar

korban praktek diskriminasi). Beberapa dampak
terhadap persaingan usaha yang bisa diakibatkan dari
pelanggaran Pasal 19 huruf d tersebut, antara lain
meliputi, namun tidak terbatas,padaw=s-------------------

1. Ada pelaku usaha pesaing yang, tereduksi perannya
(dapat proporsi makin'kecil) di pasar bersangkutan;

2. Terciptanya berbagai hambatan persaingan di pasar
bersangkutanj&--4 -

3. Berkurangnya persaingan usaha yang sehat di
pasar bersangkutan; ----------------mmmmmmm

Selanjutnya ““pemenuhan wunsur-unsur pelanggaran

ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999

tessebut dapat diuraikan sebagai berikut:----------------

a., Unsur Pelaku Usaha.-------------------mmmmmmm o

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU
Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai
pengertian pelaku usaha sebagai berikut: ----

setiap orang perorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum atau
bukan badan hukum yang didirtkan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian, menyelenggarakan
berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi
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Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam
perkara ini adalah Terlapor [ yang
merupakan badan usaha berbentuk badan
hukum sebagaimana telah diuraikan pada
butir 1.1 (Identitas Terlapor) sehingga secara
mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan
UNSur ini. -—---------mmmmm -
Bahwa Terlapor I merupakan pelaku @saha
sebagaimana dimaksud padayPasal 1 angka
5 UU Nomor 5 Tahun 1999, —----—----------—---
Berdasarkan uraiangdiyatas, maka unsur
Pelaku Usaha gdalam, perkara a quo

terpenuhi. —--#-- b

Unsur Melakttkan ¢ Baik Sendiri Maupun

Bersama-samags-=5-------—-----—————— oo

1)

2)

3)

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya
bahwa Terlapor I dan Terlapor II secara
bersama-sama membuat kesepakatan untuk
melakukan kegiatan usaha di bidang jasa
angkutan sewa khusus dimana Terlapor I
bertindak sebagai Penyedia Aplikasi dan

Terlapor II bertindak sebagai Penyedia jasa

Kesepakatan antara Terlapor I dan Terlapor
II tersebut dituangkan dalam perjanjian
tertanggal 5 Juni 2017 serta perjanjian -
perjanjian lain yang terkait dengan
perjanjian tersebut, sebagaimana telah
diuraikan pada poin Perjanjian Terlapor I
dan Terlapor II. -------=--——mmmmr oo
Berdasarkan perjanjian tersebut,

selanjutnya Terlapor I dan Terlapor II
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bekerja sama untuk melakukan kegiatan

penyediaan terkait dengan jasa ASK dengan

membagi tugas dan kewajiban sebagai

berikut: --------------——

1.

1

Kewajiban Terlapor II, antara lain pada

pokoknya sebagai berikut: ---------------&=-

(1)

untuk memastikan dilaksanakannya
proses pendaftaran Pengemudi untuk
menggunakan Grab _App Sesuai
dengan syarat dan ketentuan yang
berlaku sebagaimana,ditentukan oleh
Terlapor I.----zs—-<s-S=fm -
untuk memastikan bahwa Pengemudi
hanya @kanmenggunakan Grab App
dalam ) melaksanakan jasa angkutan
§cwa sesuai izin usaha Terlapor II. ----
untik menunjuk Pengemudi dalam

mempromosikan penggunaan Grab

Kewajiban Terlapor I , antara lain pada

pokoknya sebagai berikut: ------------------

(1)

(2)

untuk memfasilitasi pelatihan bagi
Pengemudi mengenai Grab App dan
berkerja sama dengan Terlapor II
mengenai layanan pelanggan yang
diperlukan; -----------—-——-mmmmmmme
memberitahukan Terlapor II atas
setiap skors atau pemberhentian
Pengemudi akibat pelanggaran Kode
Etik atau peraturan dan ketentuan

terkait lainnya; -------------------cmmmo—-

menangani keluhan dari Pengguna



4)

5)
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(4) memfasilitasi pembuatan dan
pengaktifan tiap rekening Pengemudi

yang ditugaskan Terlapor II;------------

(5) memfasilitasi pelaksanaan
pengawasan kinerja Pengemudi
terkait pemenuhan Indikator Kinertja
Utamanya. ---------------—--—--—-—— fagmy

Berdasarkan fakta tersebut bahwa Terlapor I
dan Terlapor II sesuai dengangkapasitasnya
masing-masing menjalankan Kegiatan usaha
yang berkaitan dengan gpelayanan jasa
angkutan sewa khustsunelalui Grab App. ---
Berdasarkan uradian ‘divatas, maka unsur
Melakukan Baik,Sendiri Maupun Bersama-

sama dalam perkara a quo terpenuhi. ---------

c. Unsur PelakuUUsaha Lain.-------------=--—--—--mcomc-

1)

2)

3)

4)

Bahwat pelaku usaha lain yang dimaksud
dalam perkara ini adalah Terlapor II selaku
pihak yang melakukan perjanjian
Sebagaimana dimaksud dalam dugaan ini
dengan Terlapor I.------------------mmmmmm -
Bahwa Terlapor II merupakan badan usaha
berbentuk badan hukum sebagaimana telah
diuraikan pada butir 1.2 (Identitas Terlapor)
sehingga secara mutatis mutandis menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dengan
penjelasan pemenuhan unsur ini. -------------
Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka
5 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----------------m-—-
Berdasarkan uraian di atas, maka unsur
Pelaku Usaha Lain dalam perkara a quo

terpenuhi. —--------—mmmr
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d. Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan. -

1)

2)

Bahwa dalam perkara a quo, produk
Terlapor 1 adalah Penyediaan Aplikasi
sedangkan produk Terlapor II adalah
Penyediaan Jasa Angkutan Sewa Khusus
sebagaimana yang telah diuraikan dalam
poin tentang Penyediaan Jasa ASK dan
Penyediaan Aplikasi.------------------d-—-=b =t
Berdasarkan uraian di atas, maka W@nsur
Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan

dalam perkara a quo terpenuhi. ---------------

e. Unsur Persaingan Usaha Tidak ‘Sehat. --------------

1)

2)

3)

Berdasarkan ketentuan'Pasal 1 angka 6 UU
Nomor 5 Tahufi®1999 disebutkan: -------------

persaingan usaha tidak sehat adalah
persaingan < antar pelaku usaha dalam
menjalankan, kegiatan produksi dan atau
pemasaran. barang dan atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau
melawan hukum atau menghambat
persaingan usaha

Bahwa  pelaksanaan  perjanjian  yang
dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II
diduga telah mengakibatkan hambatan
persaingan dalam penyediaan jasa ASK
dalam bentuk perlakuan istimewa yang
dilakukan Terlapor I kepada Terlapor II
sebagaimana diuraikan pada poin perilaku
terlapor, sehingga secara mutatis mutandis
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
penjelasan dan/atau analisis pemenuhan
UNSUT iNi. =-= == == m oo
Bahwa perlakuan istimewa Terlapor I kepada
Terlapor II telah mengakibatkan peningkatan

kemampuan bersaing Terlapor I
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dibandingkan dengan mitra ASK Terlapor I

lainnya. --------mmmmmm o

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur

Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam

perkara a quo terpenuhi. --------------------——-

Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi. --------&=-

Bahwa praktek diskriminasi yang dilakukan oleh

Terlapor 1 kepada mitra ASK Terlapon, I “selain

Terlapor II, berupa: -------------------————8- 28—

1.

Ada perbedaan perlakuan téshadap pelaku

usaha tertentu di pasar (yang' bersangkutan

sebagai berikut: -------z -t

(1)

Memberikan gnuatamn promosi hanya
kepada Terlapor’ II sebagaimana telah

diuraikaft pada poin terkait promosi

Memberikan tambahan program berupa
Program Loyalitas hanya kepada mitra
peéngemudi Terlapor II sebagaimana telah
diuraikan pada poin terkait program; ------
Memberi skema insentif yang berbeda
sebagaimana yang telah diuraikan pada
poin tentang jam operasional untuk
mendapatkan insentif; --------------------———-
Memberikan keistimewaan kepada
Terlapor II untuk menambah mitra
pengemudi dan unit mobil disaat Terlapor
I menetapkan moratorium kepada mitra
ASK lainnya, sebagaimana telah diuraikan
dalam poin peningkatan Mitra Terlapor II
dan pengurangan Mitra ASK Terlapor I

lainnya. ----------mmm o
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(5) Memberikan order prioritas kepada mitra
pengemudi Terlapor II sebagaimana telah
diuraikan pada poin tentang order
prioritas. --------mm oo

ii. Motif perbedaan perlakuan tersebut tidak
memiliki justifikasi yang wajar dari sisi legal,
sosial, ekonomi, teknis dan alasan lain{yang
dapat diterima. Seharusnya TenlaporasIl
dengan ASK lain yang menjadi mitsa Teflapor

I mendapatkan perlakuan yang,sama, namun

Terlapor I memberikan keéistimewaan kepada

Terlapor II. -------mmmmpe el o

iii. Dampak dari perbedaaniyperlakuan tersebut,

menyebabkan pérsaingan usaha tidak sehat

(1) Penatmbahan jumlah mitra pengemudi dan
uhnit/ mobil Terlapor II sebagaimana
diuratkan dalam poin peningkatan Mitra
Teérlapor II dan pengurangan Mitra ASK
Terlapor I lainnya;-----------=-----=-mmcmcme-

(2) Penurunan jumlah pengemudi yang
tergabung di PPRI dan PT CSM
Corporatama  sebagaimana  diuraikan
dalam poin peningkatan Mitra Terlapor II
dan pengurangan Mitra ASK Terlapor I
lainnya; ----------=m- oo

(3) Penurunan jumlah trip bagi pengemudi
non-Terlapor II akibat adanya order
prioritas sebagaimana diuraikan dalam
poin order prioritas.------------=—-mmmmmmmmmo-

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur Melakukan

Praktek Diskriminasi dalam perkara a quo terpenuhi.-

-235 -



SALINAN

Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 19 huruf d UU

No. 5 Tahun 1999 terpenuhi. -------------——cmmmmmmemm -

10.14 KESIMPULAN. -- oo m o oo oo o e e e
10.13.4 Berdasarkan fakta selama persidangan, alat bukti dan
Analisa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka

Tim Investigator menyimpulkan : --------------------—--&~_

a. Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan

meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 14 WU

No. 5 Tahun 1999; ----—————— = SpZi

b. Terlapor I dan Terlapor II terbuktinsecara sah dan

meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 15 ayat

(2) UU No. 5 Tahun 1999;&—-=-=s=fr oo

c. Terlapor I dan Terlapoz Il terbukti secara sah dan

meyakinkan melanggar keténtuan Pasal 19 huruf

d UU No. 5 Tahtin 1999. ----------—-------m-mmmcm -

10.13.5 Dengan demikian, Tim Investigator
merekomendasikan V'kepada Majelis Komisi Yang

Terhormat uantuk:--------------—----—- o

a. Mengenakan sanksi berupa denda administratif

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 UU No.

S Tahun 1999; atau --------—-—-—————————mmmmmmm

b., Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, maka

kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono). -----=--==-==-mmm oo

11. Menimbang bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyerahkan
Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal
sebagai berikut (vide Bukti TI-TII.56): ----------------mmmmm oo -
Keberatan Para Terlapor atas Sikap Majelis Komisi, Saksi dan Bukti
yang diajukan oleh Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan
Usaha, yakni sebagai berikut: --------------------- oo
11.1 Para Terlapor atas sikap Majelis Komisi terkait dugaan

pelanggaran kode etik oleh salah satu majelis komisi perkara a



11.1.1

11.1.2

1171.3

SALINAN

Menunjuk pada surat Para Terlapor yakni Surat
tertanggal 9 Oktober 2019, perihal: Pengaduan dan
Surat 0811/0679.01/2019/HP&P tertanggal 16
Oktober 2019, Para Terlapor telah menyampaikan
pengaduan dan keberatan atas tindakan atau
perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Dr. Guntur
Syahputra Saragih, M.S.M. selaku Anggota Majelis
Komisi dalam Perkara No. 13/KPPU-I/2049,%yang
telah melakukan pelanggaran kode etik dengan®cara
yakni melakukan konferensi Persy, di, hadapan
wartawan. ------------—---—--—mm Y e
Selanjutnya, di dalam konferensiw‘pers tersebut,
Anggota Majelis Komisi tersebutydi atas (Bapak Dr.
Guntur Syahputra Satragih, M.S.M.) memberikan
pendapat atas substansi perkara yang sedang
diperiksa atau ditanganinya (dalam hal ini Perkara No.
13/KPPU-1/2019) dengan memberikan pendapat yang
mendahului Putusan  Majelis Komisi  yakni
menyatakan“bahwa hal-hal yang diduga dilanggar oleh
Para‘Terlapor semakin kuat terbukti atau sama saja
dengan menyatakan bahwa Para Terlapor terbukti
bersalah. Dalam konferensi pers tersebut Para
Terlapor seolah-olah telah dihukum bersalah sebelum
adanya proses pemeriksaan dan pembuktian. -----------
Lebih lanjut, faktanya pada saat itu proses perkara
No. 13/KPPU-1/2019 masih dalam tahap pemeriksaan
pendahuluan dimana persidangan baru berjalan
sebanyak 3 (tiga) kali dan Anggota Majelis Komisi
tersebut di atas sadar betul bahwa pernyataannya
tersebut akan ditulis dan disebarkan dalam media
elektronik seperti terbukti sebagai berikut: --------------
a. Media online CNBC Indonesia tertanggal 07

Oktober 2019 yang berjudul “Grab Terbelit Kasus
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Dugaan Diskriminasi di KPPU”, yang berisi photo
dari Bapak Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.
selaku Anggota Majelis Komisi sedang melakukan
konferensi Pers bersama para wartawan; ------------
Media online detikfinance tertanggal 7 Oktober
2019 yang berjudul “Jadi Pengacara Grab, Hotman
Paris Besok Sambangi KPPU”, sebagai berikut: ----=

“Jakarta - Hotman  Paris  Hutapea, Selasa
(8/10/2019), akan mendatangi sidang diN&KPPU.
Dirinya hadir selalu kuasa hukum deam, BT Solusi
Transportasi Indonesia (Grab Indenesia) untuk
menghadapi perkara hukumt gang menimpa
perusahaan transportasi online, yang berkantor
pusat di Singapura tersebfit.

Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
(KPPU) Guntur Saragih’ mengatakan perkara ini juga
melibatkan PT Téknologi Pengangkutan Indonesia
(TPI) yang merupa@kam mitra Grab. Hotman Paris
menjadi kuasaiiukum kedua perusahaan tersebut.
RencananyagHotman Paris akan mendatangi KPPU,
Selasd siang™(8/10/2019) pukul 13.00 "Memang
benarx, Grab, bahkan Hotman Paris itu jadi
pengaearanya Grab dan TPL" kata dia di Kantor
KPPV, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Guntur enggan berbicara mengenai perkara apa
yang dihadapi Grab. Namun dari situs resmi KPPU,
pada gelar sidang perkara Nomor 13/KPPU-1/2019,
Grab dan TPI diduga melakukan pelanggaran Pasal
14, Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 19 huruf d Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bunyi Pasal 14 aturan tersebut adalah pelaku
usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha lain yang bertyjuan untuk menguasai
produksi sejumlah produk yang termasuk dalam
rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu
yang mana setiap rangkaian produksi merupakan
hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam
satu rangkaian langsung maupun tidak langsung,
yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat
Pasal 15 Ayat 2 berbunyi, pelaku usaha dilarang
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membuat perjanjian dengan pihak lain yang
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima
barang dan atau jasa tertentu harus bersedia
membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku
usaha pemasok.

Dengan ditunjuknya Hotman Paris sebagai kuasa
hukum Grab dan TPI, menurut Guntur malah
memperkuat tuduhan yang disematkan kepadd
kedua perusahaan tersebut sebagaimana pdsalsdi
atas.

'Jadi dua terlapor satu pengacaranya Smeakin
menguatkan sebenarnya kalau kita“berlegika ya.
Dua perusahaan yang dituduh \melakukan itu
ditunjuk pengacaranya yang sagine,,’ tambahnya.
Terkait detail yang akan dibahas! dalam sidang
besok, dia tak mau menjelasSkannya. Dia hanya
mengatakan  bahwa (wbeselk® adalah  sidang
pemeriksaan pendalitituan (PP) yang ketiga kalinya
digelar, akan memthahas tanggapan terlapor.

"Jadi itu prosesr Béselk itu persidangan PP ketiga,
tanggapan terlapor, “tambahnya.

c. Mediagenliney Kompas.com tertanggal 8 Oktober
2019yyang berjudul “Tersandung Perkara di KPPU,
Grab" Tunjuk Hotman Paris Jadi Pengacara”,
sebagai berikut:-------------mm

“JAKARTA, KOMPAS.com - Grab Indonesia dan PT
Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) menunjuk
Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara mereka
dalam perkara dugaan pelanggaran persaingan
usaha. "Hotman Paris jadi pengacara Grab dan
TPL" kata Komisioner Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) Guntur Syahputra Saragih
ditemui di kantornya, Senin (7/10/2019).
Rencananya Selasa (8/10/2019) ini, persidangan
kasus dugaan pelanggaran persaingan usaha itu
akan berlangsung di kantor Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU). Baca juga: Grab Klaim
Telah Kontribusi Rp 48,9 Triliun ke Perekonomian
Indonesia Guntur menyebutkan, persidangan
tersebut merupakan tahap pemeriksaan
pendahuluan (PP) yang ketiga kalinya digelar.
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Pokok sidang akan membahas tanggapan terlapor
terkait adanya dugaan terkait dengan perlakuan
diskriminatif Grab yang mengistimewakan mitra
pengemudi dari TPI dibandingkan mitra individual.
Praktik diskriminasi adalah tindakan atau
perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda
yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap
pelaku usaha tertentu. "Dalam sidang di KPPRU:
(sebelumnya), terlapor belum bisa menanggapt
makanya ada tanggapan ketiga," ujarnya.

Menurut dia, penunjukkan Hotman Paris “sebagai
kuasa hukum oleh manajemen Gfrab.\dan TP,
secara tidak langsung memperkuat™udwhan yang
disematkan kepada kedua penttsahaan selama ini
sebagaimana pasal yang dis@ugkakan. Yakni yakni
Pasal 14 terkait integrasi wertikal, Pasal 15 ayat (2)
terkait exclusive deal damPdsal 19 huruf (d) terkait
perlakuan diskrimigétif Wdalam UU No. 5 Tahun
1999 tentang Lafangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Use@heafTidak Sehat. "Dua terlapor satu
pengacarangaNdmakin menguatkan sebenarnya
kalau kita ‘bherlogika. Dua perusahaan yang dituduh
melakdkan ity ditunjuk pengacaranya yang sama,"
bebernya. /' Dalam perkara ini, Grab Indonesia
sébagat“terlapor I dan PT Teknologi Pengangkutan
Indonesia (PT TPI) sebagai terlapor II, yang
merupakan mitra Grab sendiri.

Keduanya diduga melakukan persekongkolan
usaha yang merugikan driver (pengemudi) mandiri
Grab roda empat (Grab -car). Majelis Komisi
nantinya yang memutuskan apakah bersalah atau
tidak bersalah berikut dengan besaran denda. Jika
dinyatakan bersalah akan didenda maksimal Rp
25 miliar.”

Bahwa setelah adanya pengaduan dari Para Terlapor,
terdapat pergantian susunan Majelis Komisi, namun
yang diganti justri Ketua Majelis Komisi yakni dari
Bapak Harry Agustanto S.H., M.H. menjadi Ibu Dinnie
Melanie S.H., M.E., dimana Bapak Dr. Guntur
Syahputra Saragih, M.S.M. tetap menjadi Majelis
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Komisi meskipun telah jelas dugaan pelanggaran atas
kode etik sebagaimana diuraikan di atas. ----------------
Berdasarkan uraian di atas, maka Para Terlapor
dengan ini kembali menyatakan keberatannya karena
jelas telah terbukti bahwa perkara a quo diperiksa
oleh Majelis Komisi yang telah melakukan dugaan
pelanggaran kode etik, yakni dengan menyatakan Para
Terlapor telah bersalah sebelum adanya pemeriksaan

dan putusan. -------------mmmm W

11.2 Keberatan Para Terlapor Atas Sikap Majelis Korisi Mengancam

Kuasa Hukum Para Terlapor Dengan Menyebutkan Sikap Kuasa

Hukum

akan Dipertimbangkan MajeliswKomisi untuk

Menjatuhkan Putusan terhadap Para,Terlapor. ---------------------

11.2.1

11°2.2

Bahwa sejak awal persidangan, Majelis Komisi selalu
menunjukkan sikapgyangememihak Investigator, dan
menyudutkan Para Terlapor. Investigator dapat dengan
leluasa mengajukan ¥ pertanyaan dan mengeluarkan
komentar apapun, sekalipun terkait hal-hal yang tidak
mempunyai, hibungan dengan pembuktian perkara a
quo. ‘Namun apabila Para Terlapor yang mengajukan
pertanyaan, akan dibatasin dan dipotong-potong oleh
Majelis Komisi, meskipun sebagian besar pertanyaan
Para Terlapor merupakan pertanyaan penting dan
relevan dalam pembuktian perkara a quo. -----------------
Bahwa Para Terlapor telah berkali-kali mengajukan
keberatan/ protes di depan persidangan namun tidak
pernah ditanggapi secara serius oleh Majelis Komisi.
Bahwa pada persidangan tanggal 07 Februari 2020 di
Makassar, pada saat pemeriksaan Saksi Perwakilan
Terlapor I cabang Makassar terdapat pertanyaan Kuasa
Hukum Para Terlapor kepada Saksi yang tidak
sependapat dengan Majelis Komisi. Secara

mengejutkan, Ketua Majelis Komisi menegur Kuasa
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Hukum Para Terlapor secara berlebihan, menyatakan
Kuasa Hukum tidak menghormati Majelis Komisi,
bahkan mengancam Kuasa Hukum Para Terlapor
dengan menyebutkan: “sikap Kuasa Hukum akan kami
pertimbangkan untuk memutus perkara klien saudara
(baca: Para Terlapor)”, bahkan Majelis Komisi juga
meminta panitera mencatat dalam berita @cara
persidangan. -----------mmmm oo T et
Bahwa merupakan hal yang sangat wajar dalam“suatu
persidangan apabila Kuasa Hukuim, “mempunyai
pandangan yang berbeda dengan ' Investigator,
termasuk dengan Majelis Komisi, danthal tersebut tidak
dapat diartikan sebagai bentukitidak hormat terhadap
Majelis Komisi ataupufi* pérsidangan. Selanjutnya
mengingat KPPU merupakan lembaga dalam ranah
hukum administratif \ sepatutnya Majelis Komisi
bersikap pasif,“bukan’sikap aktif yang berlebihan (over
active) dengan,selalu mengeluarkan pendapat-pendapat
baik dii“depan persidangan maupun di depan
MEAIARPETS: ——- -
Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Perkom
1/2019”) suatu perkara diputus berdasarkan alat bukti
yang cukup bukan berdasarkan sikap Kuasa Hukum,
untuk jelasnya dikutip Pasal 60 ayat (1) Perkom
1/2019 sebagai berikut:--------=---—cmmmmm

“Majelis Komisi melakukan musyawarah secara tertutup
untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan dan
memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang
cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya
pelanggaran terhadap Undang-Undang yang terungkap
dalam persidangan.”
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11.2.5 Selanjutnya terkait hal-hal yang dapat dikategorikan
sebagai alat bukti, merujuk pada Pasal 45 Perkom
1/2019 alat bukti dapat berupa: -------------=--———-cmcmu--
a. keterangan saksi; -----------mmmmmm oo
b. keterangan ahli;-------------—--mmommmm
c. surat dan/ atau dokumen; ----------------mmmmmmmm—ga
d. petunjuk;-----------mmm 00
e. keterangan pelaku. ------------mmmmmmmmm St
Mohon dicatat “sikap kuasa hukum” tidak, termasuk
kategori alat bukti dalam Pasal 45 Perkom 1/2019, oleh
karenanya Majelis Komisi tidak ‘dapat memutus
perkara a quo berdasarkan sikap kuasathukum. ---------

11.2.6 Terkait dengan hal ini, Pgof. “Dn, Ningrum Natasya
Sirait, S.H., M.Li. dalam Keterangannya sebagai Ahli, di
bawah sumpah di hadapanspersidangan, pada intinya
menyatakan sikap kuasa hukum tidak dapat dijadikan
sebagai  pertimbangan = Majelis Komisi  untuk
menghukum Para ‘Terlapor, oleh karena Pasal 60 ayat
(1) Perkom, “09/2019 telah mengatur bahwa suatu
perkara sharus diputus berdasarkan alat bukti yang
cukup, bukan sikap kuasa hukum. Selanjutnya Ahli
Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. meminta
agar KPPU (in casu Majelis Komisi perkara a quo) agar
“Taat Azas” (Baca: Taat Pada Perkom 1/2019). -----------

118" Keberatan Para Terlapor atas Sikap Majelis Komisi yang

Menolak Mendengar Keterangan Terlapor I Padahal Agenda

Persidangan Masih dalam Tahap Pembuktian. ----------------------

11.3.1 Menunjuk pada permintaan keterangan Terlapor I oleh
Majelis Komisi perkara a quo melalui Surat Panggilan
No. 197/KPPU/MK-PPL/III/2020, tanggal 04 Maret
2020, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 Kuasa

Hukum Terlapor I yang diwakili Law Firm Hotman Paris
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& Partners telah hadir dalam persidangan dan
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:--------------------
a. Bahwa keterangan dan/ atau pembelaan dari
Terlapor 1 telah disampaikan sejak proses
penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Investigator
KPPU, berlaku sebagai keterangan Terlapor I dalam
persidangan; -------------—--mm-mmmmmmm e EET
b. Bahwa keterangan dan/ atau pembelaany, dari
Terlapor I telah disampaikan dalam Tanggapan atas
Laporan Dugaan Pelanggaran perkata a'guo melalui
Kuasa Hukum Terlapor I,£ berlaku sebagai
keterangan Terlapor I dalamgpersidangan; ------------
c. Bahwa keterangan dam/ “atau pembelaan dari
Terlapor I telah disampaikan melalui pemeriksaan
Saksi Terlapor L¢yakniSdri. lki Sari Dewi pada
persidangan tértanggal 09 Januari 2020, berlaku
sebagai keterangan Terlapor I dalam persidangan; --
d. Bahwa( _keterangan dan/ atau  pembelaan
TERLCAPOR"] yang nantinya akan diajukan dalam
Kesimpulan, berlaku sebagai keterangan Terlapor I
dalam persidangan.------------==-—-mmmmmmm
Selanjutnya untuk menegaskan hal-hal di atas, Kuasa
Hukum TERLAPOR I telah menyerahkan Surat No.
0503/2020/0679.01 /HP&P, tanggal 11 Maret 2020
(vide Bukti T1.19) kepada Majelis Komisi di hadapan
persidangan. ----------mmmmm o
Namun dalam persidangan tanggal 11 Maret 2020
Majelis Komisi berpendapat lain, sehingga pada
persidangan tanggal 12 Maret 2020 Kuasa Hukum
Terlapor I mengajukan Sdr. Wahyu D. Setiawan
(Litigation Legal Counsel pada Terlapor I) untuk
didengar keterangannya sebagai keterangan Terlapor I,

baik secara lisan dihadapan persidangan maupun

- 244 -



11.3.4

11.3.5

11.3.6

SALINAN

melalui Surat No. 0509/2020/0679.01/HP&P tanggal
12 Maret 2020 (yang telah diterima oleh Panitera pada
tanggal 12 Maret 2020), namun secara mengejutkan

Majelis Komisi menolak dengan alasan keterbatasan

Bahwa sesuai Keputusan Majelis Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 86/KMK/Kep/XIf2019
tanggal 12 November 2019, jangka waktu pemeriksaan
lanjutan baru akan berakhir pada tanggal, 20 “Maret
2020, oleh karenanya pengajuan Sdr. “Wahyu D.
Setiawan (Litigation Legal Counsegl pada Terlapor I)
untuk didengar keterangannya “sebagai keterangan
TERLAPOR I pada persidangan ‘tanggal 12 Maret 2020
sepatutnya diterima, apalagi agenda persidangan masih
dalam tahap pembuktian.-«<=--------------cmmmmme -
Bahwa berdasarkan #Pasal 54 ayat (1) dan (2) Perkom
1/2019, yang berbunyi sebagai berikut: -------------------

“(1) Dalam{ hal semua saksi dan/ atau ahli selesai
dipériksa,« Majelis Komisi bertanya kepada
Investigator Penuntutan, Terlapor atau Para
Terlapor, atau Kuasanya, apakah masih ada Saksi,
Ahli atau bukti-bukti lain yang ingin diagjukan.

(2). Dalam hal tidak terdapat lagi Saksi, Ahli dan/ atau
bukti lain yang ingin digjukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Ketua Majelis Komisi
menyatakan pemeriksaan Saksi, Ahli dan/ atau
penyerahan bukti lain selesai.”

Selanjutnya terkait definisi bukti, merujuk pada Pasal
45 Perkom 1/2019 adalah sebagai berikut:----------------

“Alat bukti dapat berupa
a. Keterangan saksi;
Keterangan ahli;
Surat dan/ atau dokumen;
Petunjuk;
Keterangan pelaku usaha;”

© Qe o
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Sepatutnya Majelis Komisi tidak berwenang menolak
permintaan terkait pengajuan Sdr. Wahyu D. Setiawan
(Litigation Legal Counsel PT Grab Teknologi Indonesia)
untuk didengar keterangannya sebagai keterangan
pelaku usaha, karena pengajuan bukti merupakan HAK
Para Terlapor sesuai Perkom 1/2019, dan tidak dapat
dibatasi dengan alasan apapun, sampai dengan jangka
waktu pemeriksaan lanjutan habis.-------------4- -2 =t
Bahwa sejak awal Terlapor I telah kooperatif terhitung
sejak proses penyelidikan, hingga proses pemeriksaan
pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Bahkan di
dalam setiap persidangan (pemeriksaan pendahuluan
dan pemeriksaan lanjutan), ‘selain dihadiri Kuasa
Hukum, Terlapor I juga™secara aktif dan kooperatif
mengikuti proses persidangan dengan mengirim Sdr.
Wahyu D. Setiawam (Litigation Legal Counsel pada
Terlapor I) ke setiap persidangan baik yang diadakan di
Jakarta maupun di luar kota (Medan, Surabaya, dan
Makassar)® Oleh karenanya, sangat tidak beralasan
Majelis, \Komisi menolak memberikan kesempatan
kepada) Terlapor I untuk memberikan keterangan
sebagai pelaku usaha di hadapan persidangan. ----------
Di samping itu, Terlapor I sebenarnya juga telah
memberikan keterangannya sebagai pelaku usaha
diwakili oleh Sdr. Iki Sari Dewi (Head of Four Wheels
pada Terlapor I) yang telah memberikan keterangannya
pada tanggal 09 Januari 2020, oleh karena Majelis
Komisi menolak mendengar keterangan Terlapor I yang
rencananya diwakili Sdr. Wahyu D. Setiawan (Litigation
Legal Counsel pada Terlapor I), maka setidak-tidaknya
keterangan Sdr. Iki Sari Dewi (Head of Four Wheels
pada Terlapor I) dapat berlaku sebagai keterangan

Terlapor I sebagai pelaku usaha. ----------—------cmcceee o=
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11.4 Keberatan atas Sikap Majelis Komisi yang Selalu Mengklaim

Perkara a quo adalah Perkara Inisiatif Padahal Terdapat Saksi

di Bawah Sumpah di Hadapan Persidangan yang Mengaku

Sebagai Pelapor Dalam Perkara a quo. ------------=----—--cmccmemee -

11.4.1

11.4.2

11.4.3

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Komisi selalu
mengklaim perkara a quo merupakan perkara inisiatif,
bukan perkara laporan. Padahal Saksi atas nama David
Bangar Siagian di bawah sumpah di ¢hadapan
persidangan tanggal 19 November 2019, mengaku
sebagai Pelapor dalam perkara a quo. -#s=--=s--=--—--—--—-
Seandainyapun Majelis Komisi memandang perkara a
quo sebagai perkara inisiatif gnakawsetidak-tidaknya
Majelis Komisi harus mematuhi thukum acara yang
berlaku (due process@™of law) terkait inisiatif,
sebagaimana dalam /Pasal,40 Perkom 1/2019, yang
dikutip sebagai betikut:s------------mcmmo

“(1) Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap
pelakususaha apabila ada dugaan pelanggaran
Undang=tindang walaupun tanpa adanya laporan. -

(2) Penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada
ayat, (1) dilakukan atas inisiatif Komisi untuk
melakukan Penelitian berdasarkan data atau
informasi adanya dugaan pelanggaran Undang-
undang.

{8) Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diperoleh dari:

a. hasil kajian;
b. temuan dalam proses Pemeriksaan;
c. hasil Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan

Komisi;
d. laporan yang tidak lengkap;
e. berita di media; dan/ atau
f- data atau informasit lain yang dapat

dipertanggungjawabkan.”

Bahwa hingga Kesimpulan ini diajukan, baik
Investigator maupun Majelis Komisi tidak pernah

menunjukkan hasil penelitian/hasil kajian yang
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digunakan sebagai dasar untuk memeriksa perkara a
quo (perkara yang diklaim sebagai perkara inisiatif). Hal
ini terbukti dari baik dari Daftar Bukti Investigator
maupun Majelis Komisi sama sekali TIDAK
membuktikan adanya hasil penelitian/hasil kajian
perkara a quUO.-----------mm o
Dengan tidak dibuktikannya hasil penelitianfhasil
kajian perkara a quo oleh Investigator dan/atau Majelis
Komisi membuat pemeriksaan perkara asgquo “(yang
diklaim sebagai perkara inisiatif) menjadi cacat hukum
karena melanggar due process of law, yakni melanggar
Perkom 1/2019. Oleh karenanya pemeriksaan perkara

a quo sepatutnya dinyatakan,batal'demi hukum. --------

11.5 Keberatan Para Terlapor atas g8Saksi’ fakta Tim Investigator

karena tidak memiliki kualifikasi atau kapasitas sebagai saksi

karena memiliki performasyang tidak baik dan diduga

melakukan penggelapan/ atas kendaraan Terlapor II serta

melakukan pelanggaran kode etik. ------------------cmmo

11.5.1

Bahwa Para“Terlapor menolak saksi-saksi yang telah
diperiksas oleh Tim Investigator dalam proses
penyelidikan dan kemudian diajukan sebagai Saksi
Fakta dalam Perkara a quo, yakni atas nama sebagai
berikut: --------m

Afrizal, S.T.; ———-—-m

b. Joko Pitoyo;------------—-----cm o
c. Immanuel Nababan; -----------------------mmr
d. Joni Aryanto; ------===-=emmm e e
e. Agus Edi Hermanto;-----------------------mmmommom o
f. David Bangar Siagian; -------------=--=---mmmmmmmmm -
g. Fadli Arief Hasibuan; ---------------——-mmcmmmmmmm -
h. Daniel Ompusunggu; -------------=---=--=----mmmmmmm oo

—

Abdul Gani;-------------—--m
j- Ricat Fernando Hutapea AMP; ---------------cmmcmm -
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k. M.Abdi Fauzan Siregar;--------------------------------—-
l. Rantoni Sibarani;------------————-——-mmmm
m. Ade Jaha Utama Nababan;---------------—-—-——cceee -
n. Musfir.--—-----——m
Bahwa Para Terlapor telah membuktikan bahwa para
saksi fakta Tim Investigator memiliki performa yang
tidak baik, dengan alasan sebagai berikut:------4#-----=
a. Menunjuk pada bukti Laporan kepada Kepolisian
(vide Bukti T.I-T.II-3 s.d Bukti T.I-TW-5)“maka
telah dibuktikan sebahagian saksi Wfakta Tim
Investigator diduga telah melakukan tindak pidana
yakni berupa penggelapany, kendaraan milik
Terlapor II; -------- - e - e o e
b. Menunjuk pada datar performa atas Saksi Fakta
Tim Investigatorg(vide Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T.I-
T.II-19) maka telah, dibuktikan sebahagian saksi
fakta Tim/ Iavestigator tidak  melakukan
pembayaran biaya rental kepada Terlapor II; --------
c. Menunjuk  pada data performa atas Saksi Fakta
Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T.I-
T11-19) maka telah dibuktikan seluruh saksi fakta
Tim Investigator memiliki performa yang tidak baik
karena telah melanggar kode etik Terlapor I. --------
Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti
bahwa saksi fakta Tim Investigator dalam proses
penyelidikan dan yang kemudian dihadirkan dalam
proses pemeriksaan lanjutan adalah tidak memiliki
kualifikasi atau kapabilitas serta memiliki konflik
kepentingan terhadap perkara yang dihadapinya
dalam memberikan keterangan sebagai saksi fakta
dalam perkara a quo. oleh karena itu, seluruh

keterangan yang diberikan tidak dapat digunakan
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sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil
keputusan dalam perkara a quo. -----------------——-m—co-—-

11.6 Keberatan Para Terlapor atas bukti-bukti yang diajukan oleh
Tim Investigator. -------------——-—m oo
Bahwa dalam membuktikan dalilnya sebagaimana Laporan
Dugaan Pelanggaran, maka Tim Investigator telah mengajukan
bukti-bukti surat. Namun, para terlapor dengan ini menyatakan
keberatan atas bukti-bukti Tim Investigator, yakni, sebagai
berikut: --------------o e Ry
11.6.1. Bukti C-23 s.d C-25 (Dokumeny, oleh” Dinas
Perhubungan Jawa Barat). ---------&-- - -
Menunjuk pada halaman 5% Laporan Dugaan
Pelanggaran maka  wilayah geografis  yakni
Jabodetabek, Medan,g®Surabaya dan Makassar.
Laporan Dugaan Pelanggaszan tidak ada kaitan dengan

wilayah Jawa ®Baraty, oleh karenanya bukti Tim
Investigator tersebut tidak layak menjadi dasar

pertimbangan, hukum dalam dugaan pelanggaran a

11.6.2. VidewBukti C-37 s.d C-39 (Dokumen oleh Dinas
Perhubungan Bandar Lampung). --------------------------
Menunjuk pada halaman 5 Laporan Dugaan
Pelanggaran maka  wilayah geografis  yakni
Jabodetabek, Medan, Surabaya dan Makassar.
Laporan Dugaan Pelanggaran tidak ada kaitan dengan
wilayah Bandar Lampung. oleh karenanya bukti tim
Investigator tersebut tidak layak menjadi dasar

pertimbangan hukum dalam dugaan pelanggaran a

11.6.3. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa
bukti-bukti Tim Investigator di atas tidak layak atau
tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam

pertimbangan putusan majelis komisi. -------------------
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11.7 Selanjutnya, Para Terlapor akan menyampaikan Kesimpulan

Para Terlapor yakni sebagai berikut: --------------mcmoommmmmm -

Kesimpulan Pertama. --------------------mmmmmmmm e

11.7.1  Eksepsi Kompetensi Absolut. -----------—-cmcmmmmmm -

a. Komisi Pengawas  Persaingan Usaha  tidak

mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili

terkait perjanjian antara Para Terlapor terkait

kerjasama produksi karena perjanjian ¢ tersebut

bersifat perdata murni (private) dan tidak termasuk

pelanggaran yang dimaksud dalam,, Pasal® 14 UU
N0.5/1999. mcmmmmm e P e oo

(1)

Bahwa Komisi Pengawasy Persaingan Usaha
(KPPU) tidak mempunyai kewenangan absolut
untuk mengadili*terKait kerjasama produksi
antara Terlapor) [4(yang merupakan penyedia
aplikasi/aplikator) dengan Terlapor II (yang
merupakan perusahaan rental kendaraan roda
empat), karena hal tersebut merupakan
perjanjian perdata murni (private) yang bukan
lingkup kewenangan KPPU, dan tidak
bertujuan untuk menguasai produksi apalagi
untuk menyebabkan persaingan usaha tidak
sehat dan atau merugikan masyarakat.----------
Bahwa penguasaan pasar (market power) PARA
Terlapor yang sangat kecil, yakni hanya sekitar
6% (enam persen) diwilayah Jabodetabek dan
dibawah 3% (tiga persen) di luar Jabodetabek.
Oleh karenanya sesuai buku “Hukum
Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks”
yang salah satu penulisnya yakni Ketua KPPU
saat ini Kurnia Toha, Ph.D beserta ahli lainnya
yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E.; Dr.
Anna Maria Tri Anggaraini, S.H., M.H.; Prof. M.
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Hawin, S.H., LL.M, Ph.D; Prof. Dr. Ningrum
Natasya Sirait, S.H., MLI; Dr. Sukarmi, S.H.,
M.H.; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin
Silalahi, S.H., LL.M., yang pada halaman 140,
paragraf pertama, yang bunyinya dikutip
sebagai berikut: ----------------mm e
“Kriteria penguasaan tersebut tidak (harus
100%, penguasaan sebesar 50% atau 75% saja
sudah dapat dikatakan mempunyaiy market
power.”
(3) Maka dapat diketahui Para Terlapor dengan
pangsa pasar hanya sekitar 6%, (enam persen)
di wilayah Jabodetabek dan,di bawah 3% (tiga
persen) di luar Jabedetabek maka terbukti
tidak mempunyaismarket power, yang secara
mutatis mutandis tidak mungkin dapat
menguasaiy’ produksi apalagi menyebabkan
menyebabkan persaingan usaha tidak sehat
danwatau merugikan masyarakat. -----------------
(4)%, Berdasarkan wuraian-uraian di atas, maka
terbukti bahwa permasalahan yang terdapat di
dalam Laporan Dugaan Pelanggaran a quo
adalah permasalahan bersifat perdata murni
dan bukan merupakan kewenangan absolut
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, karena
tidak termasuk pelanggaran terhadap Pasal 14
UU No. 5/1999. —-mmmmmmm e
b. Komisi Pengawas  Persaingan Usaha tidak
mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili
terkait perjanjian antara para Terlapor maupun
antara Terlapor II dengan penyewa (pengemudi)
Terlapor Il dalam hal penggunaan aplikasi Terlapor

I karena perjanjian tersebut bersifat perdata murni
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(private) dan tidak termasuk pelanggaran yang

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU No.5/1999.---

(1)

Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) tidak mempunyai kewenangan absolut
untuk mengadili terkait perjanjian pengunaan
aplikasi Terlapor [ antara Para Terlapoer
maupun antara Terlapor II dengan Penyewa
(Pengemudi) Terlapor II, karena halg tersebut
merupakan perjanjian perdata murni (pfivate)
yang bukan lingkup kewenangan “KPPU, dan
tidak menimbulkan dampak negatif/kerugian
terhadap pihak manapun. <s-=s=f--- oo
Bahwa baik penyewa % (pengemudi) pada
Terlapor II mempunyai kebebasan memilih
apakah akanfbergabuing dengan menggunakan
aplikasi Terdapor I atau keluar dari dengan
tidak menggunakan aplikasi Terlapor I, tanpa
sanksi/denda apapun (free entry and free exit).
Hal ini"juga telah dinyatakan para Saksi Fakta
baik dari Tim Investigator maupun PARA
Terlapor yakni secara umum menyatakan para
Saksi bebas untuk memiliki aplikasi manapun
dan bergabung ke dalam perusahaan angkutan
sewa khusus manapun (baik Terlapor II
maupun Non Terlapor II). -------------mmmmcmme -
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka
terbukti bahwa permasalahan yang terdapat di
dalam Laporan Dugaan Pelanggaran a quo
adalah permasalahan bersifat perdata murni
dan bukan merupakan kewenangan absolut
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, karena
tidak termasuk pelanggaran terhadap Pasal 15

ayat (2) UU No. 5/1999 . ~---mnmmmmmmmemmemeeee
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c. Komisi Pengawas  Persaingan Usaha  tidak

mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili
terkait kesepakatan antara Para Terlapor maupun
kesepakatan para terlapor dengan mitra/penyewa
(pengemudi) terkait promosi, program, jam Kkerja
dan insentif karena perjanjian tersebut bersifat
perdata murni (private) dan tidak termasuk
pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 19 huraf'd
UU No. 5/1999. —--mmmmmmmmmmm
(1) Bahwa Komisi Pengawas Pefsaingan Usaha
(KPPU) tidak mempunyai Kewenangan absolut
untuk mengadili terkait kesepakatan perdata
antara Para Terlapor maupun antara Terlapor
II dengan penyéwa (pengemudi) Terlapor II
dalam hal pfromosiy program, jam kerja dan
insentif, <karena hal tersebut merupakan
perjanjian perdata murni (private) yang bukan
lingkup kewenangan KPPU. Disamping itu,
kesepakatan perdata tersebut tidak
menimbulkan dampak negatif/kerugian
terhadap pihak manapun. ---------------=-=-oooo--
(2) Bahwa dalam bisnis apapun kesepakatan
terkait hal promosi, program, jam kerja dan
insentif yang berbeda-beda (diferensiasi)
adalah hal yang sangat wajar dan tidak
mungkin dihindarkan, justru dengan
perbedaan (diferensiasi) tersebutlah tercipta
persaingan yang sehat. Hal tersebut murni
adalah  perjanjian perdata dan bukan

merupakan lingkup kewenangan absolut

(3) Berdasarkan wuraian-uraian di atas, maka

terbukti bahwa permasalahan yang terdapat di
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dalam Laporan Dugaan Pelanggaran a quo
adalah permasalahan bersifat perdata murni
dan bukan merupakan kewenangan absolut
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, karena
tidak termasuk pelanggaran terhadap Pasal 19
hurufd UU No. 5/1999. -—----mmmmmmmmmmm e

d. Seluruh permasalahan dalam perkara a quo adalah
bukan kewenangan dari Komisi Pengawas
Persaingan Usaha karena permasalahan *yang
diuraikan dalam Laporan Dugaan,  Pelahggaran
adalah bersifat perdata murni. -#-=--s----------m-om-—-
(1) Menunjuk pada TanggapanePara Terlapor,
maka telah dijelaskan ‘yakni Laporan Dugaan
Pelanggaran dafi*r Tim~ Investigator adalah
mempermasalahkan/ satu Perjanjian yang
bersifat Pfrivate‘antar Para Terlapor dan antara
Terlapor, I dan perusahaan dan/atau koperasi
dafi/atau perorangan. Hal ini jelas merupakan
ruang”lingkup yang sangat bersifat Perdata
Murni karena alasan kebutuhan mutlak dan
alasan yang dapat diterima. ------------------------

(2) Selanjutnya, Laporan Tim Investigator sama
sekali tidak menguraikan dan tidak ada
kaitannya dengan merugikan kepentingan
umum (vide Bukti Pasal 2 UU No. 5/1999) dan
kesejahteraan umum (vide Bukti Pasal 3 UU

No. 5/1999) sebagai syarat mutlak dari azas
dan tujuan dibuatnya  Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. -------------------

(3) Tim  Investigator @ sama  sekali dalam

Laporannya juga tidak menguraikan adanya
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Kepentingan Umum yang dilanggar, tidak
menguraikan uraian Praktek Monopoli, tidak
menguraikan Persaingan Usaha antara “siapa
dengan siapa”, Uraian  Laporan  Tim
Investigator sama sekali tidak menyebutkan
persaingan usaha antara siapa dengan siapa.
apakah Persaingan Usaha antara GRAB
dengan usaha-usaha sejenis seperti, GOJEK
dan BLUEBIRD, karena di dalam Laporan
Dugaan Tim Investigator tidakndiuraikan apa
akibat Perjanjian yang dibuat oleh PARA
terlapor terhadap para pesaing? dan apa akibat
Perjanjian Terlaporgl dengan Terlapor 2 yang
memberikan dampak “merugikan terhadap
Perekonomian ) secara Nasional ? tidak
diuraikan{ juga apa akibatnya terhadap
Penguasaan " Pasar/Pangsa Pasar ? dan
Laporan * Tim  Investigator juga  tidak
menunjukkan data kajian yang dapat
membuktikan Penguasaan produksi/pasar
yang mana sebagaimana diatur dalam Pasal 4
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang
menjadi dasar/motivasi dibentuknya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999.--—------mccmmmme -
Tim investigator juga sama sekali tidak
menguraikan Persaingan Usaha yang mana
sebab apabila yang dimaksudkan Persaingan
Usaha Aplikasi maka harusnya diuraikan apa
akibat Aplikasi Grab terhadap aplikasi lain,
misalnya aplikasi Gojek dengan Aplikasi
Bluebird, dan ternyata nama aplikasi gojek dan

bluebird pun atau aplikasi lain sama sekali

- 256 -



(6)

(7)

SALINAN

tidak  disinggung dalam  laporan  tim
investigator dalam perkara ini. --------------------
Semua fakta versi sepihak yang diuraikan Tim
Investigator hanya sebatas dalam Lingkup
kerja Para Terlapor dan kaitannya dengan
Koperasi, tetapi tidak menguraikan sama
sekali apa akibatnya terhadap penguasaan
serangkaian proses produksi atase aplikasi
secara nasional dari hulu sampai keyhilir'=------
Laporan Dugaan dari Tifn, ‘Investigator
mempersoalkan terkait jam kerja dan insentif
yang mana hal tessebutw’diatur dalam
hubungan perdata (perjanjian) antara Terlapor
I dengan Mitra™(pengemudi), sehingga hal
tersebut meénjadiys kewenangan pengadilan
perdata yakni “pengadilan negeri. Selain itu,
jam keérja’ datri para pengemudi dan juga uang
insentif dari Para Pengemudi yang ruang
lingktipnya sangat relatif kecil yaitu hanya
sebatas Pengemudi pada 4 (empat) Koperasi
yang bekerjasama dengan Terlapor I yang sama
sekali tidak diuraikan efeknya terhadap hak
pengemudi dari jutaan pengemudi secara
nasional. Sehingga apabila ada Pengemudi
yang jumlah jam kerja relatif sedikit ini merasa
dirugikan atau merasa didiskriminasi sudah
ada ranah atau Lembaga yang berwenang
memeriksanya  yakni  Peradilan  Perdata
(Pengadilan Negeri). -----------------------mmmmm -
Satu contoh nyata dimana Tim Investigator
kelihatan jelas merekayasa Laporan ini dengan
berdasarkan Laporan ini kepada suatu contoh

kasus yang keliru karena substansi kasus
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berbeda sehingga tidak tepat dipakai sebagai
acuannya, yaitu Putusan dalam Kasus Garuda
yang terkenal dengan Putusan KPPU No.
01/KPPU-01/2003 yang memang Ruang
Lingkup Perkara tersebut bersifat nasional
karena garuda adalah satu-satunya
perusahaan bumn yang mendominasi
penerbangan nasional. Dalam Perkara, tersebut
tindakan Garuda  yang mengharuskan
menggunakan sistem Abacus@berakibat total
secara Nasional terhadap , ‘seluruh biro
perjalanan yang semua \sudah mempunyai
sistem masing-masing, ‘akan tetapi diharuskan
memakai sistemyAbacuis dan tidak ada pilihan
lain. Jenis perkarasseperti kasus Garuda ini
yang menjadiy, Kewenangan KPPU karena
berakibat. langsung terhadap baik secara
monopoli, "persaingan usaha secara Nasional
dan keépentingan umum. ---------------=----ommoo—--
Sedangkan dalam perkara kasus ini Tim
Investigator sama sekali tidak menguraikan
kepentingan umum apa?, bersifat nasional
yang mana?, apa akibatnya terhadap
monopoli?, siapa yang monopoli?, karena tim
Investigator dalam Laporannya mengetahui
benar Pangsa Pasar Para Terlapor sangat kecil
(berbeda dengan kasus Garuda yang bersifat
Nasional). Tim Investigator tidak menguraikan
apa akibat Jam Kerja dan Insentif pengemudi
dari Grab terhadap Para Pengemudi secara
Nasional, karena tidak ada kaitannya sama

sekali. ------=-—-mm oo
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Tim Investigator tidak menguraikan apakah
perusahaan Angkutan lain hilang haknya
untuk memilih aplikasi kecuali memilih
aplikasi Grab? Seperti kasus Garuda hilang
haknya Biro Perjalanan untuk memakai sistem
miliknya.-----------------cm
Tim Investigator tidak menguraikan apakah
aplikasi Gojek atau aplikasi Bluebird “harus
berhenti memakai aplikasi Gojek atau Bluebird
dan harus pindah memakaitnaplikasi Grab
seperti dalam KASUS (GARUDA dimana
diharuskan  Biro PRerjalaman  mengganti

sistemnya dengan gsistem yang diharuskan

Sebagai contoh analogi, apabila ada 1 warung
padang mempunyai 2 (dua) Supplier ayam
yaitu Supplier ayam A dan Supplier ayam B.
Pemilik warung tersebut membuat perjanjian
kepada Supplier ayam A dimana Supplier
Ayam A akan men-supply ayam sebanyak 100
(seratus) Kilogram/minggu akan  tetapi
terhadap Supplier ayam B membuat perjanjian
untuk men-supply ayam hanya sebanyak S50
(lima puluh) Kilogram/minggu. Jelas terjadi
pembedaan/diskriminasi, akan tetapi jenis
perkara seperti ini yang dimaksudkan tidak
menjadi kewenangan dari Majelis Komisi KPPU,
sebab hubungan hukum tersebut masih
sangat privat atau scope kecil/terbatas dan
kebutuhan mutlak dan tidak disebutkan
sebagai diskriminasi atau persaingan usaha
yang bertujuan untuk Penguasaan

Pasar/monopoli/ yang bertujuan untuk
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merugikan kepentingan umum/kepentingan
nasional sebagai diharuskan dalam Pasal 2
dan Pasal 3 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor S5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat. ------------—-mmmmmmmmm e
Tim investigator telah memaksakan subgtansi
perkara non KPPU menjadi perkara “KPPU
sehingga Tim Investigator gagal membuktikan
bahwa tidak menggunakan syarat mutlak agar
suatu perkara dapat (disebut menjadi
Jurisdiksi dari KPPU, sepetti‘ditulis oleh Dr. Ir.
Benny Pasaribu, MEc (Mantan Ketua KPPU): ---

“Dengan  demikian," apabila ketentuannya
secara rule of reason, maka suatu perilaku yang
dilarang harus,. dapat dibuktikan telah
mengakibatkan'salah satu atau beberapa unsur
performanst industri/ sektor menurun, misalnya
menurunnya kesejahteraan rakyat/konsumen,
efisSiensi atau mengurangi persaingan (lessening
competition). Kiranya perlu diperjelas ketentuan
yang» mengatakan “..... dapat mengakibatkan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat.” yang dalam berbagai pasal dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.”

(Lithat buku “Hukum Persaingan Usaha Antara
Teks & Konteks” karangan Dr. Andi Fahmi
Lubis, SE, ME; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini,
SH, MH; Kurnia Toha, Ph.D; Prof. M. Hawin, SH,
LL.M, Ph.D; Prof.Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH,
MLI; Dr. Sukarmi, SH, MH; Syamsul Maarif,
Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, SH, LL.M.)

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti
bahwa permasalahan yang terdapat di dalam
Laporan Dugaan Pelanggaran a quo adalah
permasalahan bersifat perdata murni dan

bukan merupakan kewenangan = Komisi

Pengawas Persaingan Usaha. --------------—--—--—-
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Kesimpulan Kedua.----------=-— oo

11.7.2

11.7.3

Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo adalah cacat
hukum karena penetapan atau keputusan
Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo diterbitkan
melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari di mana
telah melanggar ketentuan dalam Pasal 39 ayat 1 YU
No. 5/1999 jo. Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 38 Peraturan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomorel Tahun
2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek
Monopoli Dan Persaingan Usaha TidakiSehat (“Perkom
1/20197), --—--—mmmmrmr e Y N
Bahwa menunjuk pada Pasal 39 %ayat (1) UU No.
5/1999 Jo. Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 38 Perkom No.
1/2019, maka diketahini ‘bahwa keputusan atau
penetapan Pemeriksaan dianjutan harus ditetapkan
dalam jangka waktw 30, (tiga puluh) hari Pemeriksaan
Pendahuluan; selengkapnya dikutip sebagai berikut: --
Pasal 39 ayat.1 UU No. 5/1999:

1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib
melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
setelah  menerima  laporan,  Komisi  wajib
menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan
pemeriksaan lanjutan.

Pasal 30 Perkom 1/2019

1. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

2. Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dimulai
sejak persidangan pertama yang dihadiri oleh
Terlapor.

Pasal 38 Perkom 1/2019

1. Majelis Komisi dibantu Panitera menyusun Hasil
Pemeriksaan Pendahuluan.

2. Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
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a. penetapan Majelis Komisi mengenai perubahan
perilaku;

b. simpulan Majelis Komisi untuk melakukan
Pemeriksaan Lanjutan;

c. simpulan Majelis Komisi untuk melakukan
Musyawarah Majelis Komisi untuk mengambil
Putusan.

11.7.4 Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 1591/AK/KMK-PL/X1/2019
tanggal 12 November 2019, perihal : Pemberitahuan
Pemeriksaan Lanjutan dan Jadwal Sidang, Perkara
Nomor 13/KPPU-I/2019 dan SuratyKomisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 17/PAN/S/XII/2019 tanggal
4 Desember 2019, perihal: Tanggapan (vide Bukti T.I-
T.II-1 dan Bukti T.I-T.Il-2) "maka Para Terlapor telah
membuktikan yakni: ss--5---2-=---mmmmm
(1) Bahwa Pemeriksaan ‘Pendahuluan Perkara a quo

mulai sejak 24 September 2019 dan berakhir pada
tanggal4 November 2019; ------------------mmmmmm -
(2) Bahwa keputusan untuk melanjutkan
pemetiksaan menjadi Pemeriksaan Lanjutan baru
diterbitkan pada tanggal 12 November 2019
s€ébagaimana Keputusan Majelis Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 86/KMK/Kep/XI/2019
tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor
13/KPPU-1/2019 tanggal 12 November 2019. -------

11.7.5 Berdasarkan uraian di atas, maka Para Terlapor telah
membuktikan bahwa pemeriksaan perkara a quo
adalah cacat hukum dimana keputusan pemeriksaan
lanjutan diterbitkan atau ditetapkan melebihi jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari sehingga telah melanggar
ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) UU No.5/1999 jo.
Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 38 Perkom 1/2019. -----------

Kesimpulan Ketiga. ----------=—= oo
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Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 05 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang
integrasi vertikal, diketahui unsur-unsurnya adalah
sebagai berikut: -----------mmm

a. Unsur “pelaku usaha” ----------—---cmmmmmmmmmm -

b. Unsur “perjanjian”---------------mmmmmmmm i
c. Unsur “pelaku usaha lain” ---------=-=--—--oco—&£o2 -0
d. Unsur “menguasai produksi” ---------------4- - st
e. Unsur “barang” -----------------mmmmmmmo—-Sh W
f. Unsur “asa” ------------mmmmmmmme e S
g. Unsur “persaingan usaha tidak'sehat”----------------
h. Unsur “merugikan masyarakat?-=s=¢-----—---occeouo-

Selanjutnya, para Terlapog, tidakyterbukti melakukan
pelanggaran atas Pasalf4 WU No. 5/1999 (integrasi
vertikal), dikarenakafi: 2--#s==---------mmmmmo e
a. Tidak terbuktifiyasunsur “pelaku usaha lain” karena
karakteristtik / Teflapor II yang berbeda dengan
karakteristik Mitra Non Terlapor II.-------------—-—-=-——-
(1) Menunjuk pada Peraturan KPPU Nomor 05
Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pasal 14 Tentang Integrasi Vertikal, diketahui
pengertian “Pelaku Usaha Lain”, adalah
sebagai berikut: ------------mmm

“Pelaku usaha lain

Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang
berbeda dalam satu rangkaian
produksi/operasi baik di hulu maupun hilir.”

(2) Menunjuk pada keterangan Saksi Ahli yakni
Faisal Basri, S.E., M.A., maka diketahui bahwa
pelaku usaha lain yang dimaksud adalah
harus memiliki karakter yang sama,

selengkapnya dikutip sebagai berikut: -----------

“Pelaku usaha yang dibandingkan harus apple
to apple.”
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b. Selanjutnya, jika dilihat dari segi Angkutan Sewa
Khusus, maka Terlapor II dan pelaku usaha Non
Terlapor II adalah sama, namun apabila
disandingkan secara terperinci maka karakteristik
dari Terlapor II dan pelaku usaha Non Terlapor II
adalah berbeda, yakni perbedaannya sebagai
berikut: ------------- - YR
(1)  Karakteristik Terlapor II. -----------g----=8-—=2-——-

i. Perusahaan yang secara kegiatan usaha
melakukan rental kendaraang-=s-------------

ii. Terlapor II melak@kan /investasi dan
menanggung resiko, yakni melakukan
pembelian kendaraan roda empat atas
nama Tedapor II}-------------------c -

iii. Perusahaan “yang bekerjasama dengan
Terlapor, 4" untuk menjalankan Program
OV, —---—--—-—mmm oo

(2) eKarakteristik Non Terlapor II.------------------—--
1. Dapat berupa Individu dan badan hukum
namun bukan perusahaan yang secara
kegiatan  usaha  melakukan  rental
kendaraan; -----------=-=-mmmmmmmmm

ii. Tidak melakukan investasi dan
menanggung resiko yakni melakukan
pembelian kendaraan roda empat atas
nama Terlapor II;-------------mmmmmmm oo -

iii. Tidak bekerjasama dengan Terlapor I
untuk menjalankan Program Loyalti. -------

c. Lebih lanjut, atas karakteristik Terlapor II tersebut
telah dibuktikan melalui: --------------- -
(1) Keterangan Saksi Fakta Para Terlapor yang

merupakan penyewa kendaraan dari Terlapor II
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yang menyatakan bahwa mereka membayar

sewa kepada Terlapor II; ---------=----—mmmcmmmmmme-

(2) Bukti surat menyurat antara Terlapor II dengan
pihak dealer dan bank (vide Bukti T.I-T.1I-43 A

s.d. Bukti T.I-T.II-43 H) yang menunjukan
bahwa pembelian kendaraan ditanggung oleh
Terlapor II; -------——— om0 G

(3) Bukti perjanjian sewa antara TERLAPOR'Il dan
pihak penyewa (vide T.I-T.II-47 A s.d Bukti T.I-
T.II-4E), yang menunjukan bahway Terlapor II
memiliki perjanjian sewa fkendaraan dengan

para pihak penyewanyas,--=s-=s=f-—--—--moomoomo—-

(4) Keterangan pelakugusaha, yakni Sdr. Halim
pada persidangafi*tanggal 10 Maret 2020 yang
secara umum telah memberikan gambaran

atas bisnis Terlapor II, dimana sangat berbeda
dengan pelaktt usaha pesaingnya. ----------------
BerdasarkKan, uraian di atas maka terbukti bahwa
pelaku ‘usaha Terlapor II dan Non Terlapor II adalah
pelaku usaha yang memiliki karakteristik usaha yang
berbeda sehingga tidak dapat dipersamakan, sehingga
tetbukti bahwa unsur “pelaku usaha lain” yakni Mitra
Non Terlapor II tidak terpenuhi. Oleh karenanya
dugaan pelanggaran perkara a quo harus ditolak dan
dinyatakan tidak terbukti.----------------cmmomme -
Tidak terbuktinya unsur “menguasai produksi” atau
posisi dominan karena: --------=-----mcmmmmmmm
a. Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator
adalah rekayasa atau fiktif karena hanya
mendalilkan tindakan Terlapor I dan Terlapor II
mengintegrasikan aplikasi dan penyediaan roda
empat adalah bentuk dikuasainya hal tersebut oleh

Terlapor I dan Terlapor II, dimana Tim Investigator
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tidak menunjukan bentuk penguasaan melalui
kajian secara ekonomi di 4 (empat) wilayah
geografis dan dalil Tim Investigator tersebut justru
mengakibatkan kontradiktif dengan dalil Tim
Investigator sendiri yakni yang menyatakan adanya
badan hukum lain yang bekerjasama dengan
Terlapor 1. -----—-—- oo EE
(1) Menunjuk pada halaman 27 Laporan, Dugaan
Pelanggaran Tim Investigator, maka, didalilkan
yakni tindakan Terlapor I danFerlapor II yang
mengintegrasikan kedua pfoduk (aplikasi dan
penyediaan kendaraany, rodameémpat) menjadi
bentuk dikuasainya,kompenen oleh Terlapor I
dan Terlapor Il gSelengkapnya dikutip sebagai
berikut: ----- @ B--qfF---—------—------—------———-———-

“Bahwa dalam \perkara a quo Terlapor I dan
TerlaporfItelahdémelakukan tindakan dalam bentuk
mengintegrasikan kedua produk atau komponen
utama tersebut menjadi dikuasai oleh Terlapor I dan
TerlaponlI”,

(2), Bahwa dalil Tim Investigator tersebut adalah

sangat tidak layak karena tidak memiliki dasar
sama sekali. Menunjuk pada bagian Keberatan
di atas, maka Para Terlapor telah menjelaskan
yakni sebagaimana keterangan Ahli Prof. Dr.
Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka
diketahui hal-hal yang pada intinya sebagai
berikut: ------------—-- -

a. UU No.5/1999 mengatur atau berkaitan
atas 2 bidang yakni hukum dan ekonomi;

b. Bahwa dalam pembuktian UU No. 5/1999
maka dibutuhkan suatu dasar yakni
dapat berupa kajian, dimana contohnya
adalah dalam Pasal 14 UU/1999 terkait
penguasaan produksi maka hal ini harus
ada dasar berupa kajian secara ekonomi.
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Bahwa di dalam  bagian penjabaran
pemenuhan unsur Laporan Dugaan
Pelanggaran oleh Tim Investigator sama sekali
tidak memberikan kajian secara ekonomi atas
penguasaan  tersebut. Tim  Investigator
kemudian dalam Pemeriksaan Lanjutan hanya
mengajukan Saksi Ahli yakni Martin Daniel
Siyaranamual, yang mana dalam pegsidangan
dibawah sumpah yakni mengakui “dalam
proses studi S1, S2, dan S8, tidak pernah
menulis tentang ekonomifterkait persaingan
usaha dan tidak permahymemiliki publikasi
kajian terkait pandanganiyekonomi dalam UU
No.5/1999 sehingga ‘seluruh keterangan tidak
layak untuk’ menjadi pertimbangan dalam
putusan perkara a quo. -------------=------mmmom——-
Selain “itu, sebagaimana telah dijelaskan pada
bagian, Keberatan di atas, maka Tim
Investigator juga tidak ada mengajukan bukti
penguasaan atas 2 (dua) komponen tersebut
(aplikasi dan penyediaan kendaraan roda
empat) pada 4 (empat) Wilayah Geografis
dalam Laporan Dugaan Pelanggaran.
Menunjuk pada keterangan Saksi Fakta yakni
Kepala Badan  Pengelolaan Transportasi
Jabodetabek maka diketahui pada wilayah
Jabodetabek terdapat 120 (seratus dua puluh)
Badan Hukum Angkutan Sewa Khusus, maka
seharusnya Tim Investigator melakukan survey
terhadap seluruh Badan Hukum Angkutan
Sewa Khusus tersebut yakni
mengklasifikasikan Badan Hukum Angkutan

Sewa Khusus yang bekerjasama dengan
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Terlapor I dan Badan Hukum Angkutan Sewa
Khusus yang tidak bekerjasama dengan
Terlapor [. Jika terdapat Badan Hukum
Angkutan Sewa Khusus lain diluar Terlapor II
yang bekerjasama dengan Terlapor I, maka
tidak terpenuhi unsur tersebut karena tidak
ada penguasaan atas komponen aplikasi dan
penyediaan kendaraan roda empat. ---s----s--4=4--
Selanjutnya, hal tersebut terbukti sebagaimana
dalil Tim Investigator dalamy, halaman 15
Laporan Dugaan Pelanggaran yakni
menyatakan adanya 4 (empat)sperusahaan lain
yang merupakan gmitgay, Terlapor I yakni
Koperasi Jasag™Perkumpulan Penguasaha
Rental Indomesia,lnduk Koperasi Kepolisian
Negara Indonesia, Koperasi Mitra Usaha Trans
dan PT, Cipta Lestari Trans Sejahtera. Hal ini
menunjukkan dalil Tim Investigator telah
kontradiktif yakni disatu sisi menyatakan
seakan-akan komponen (aplikasi dan
penyediaan roda empat) hanya dikuasai
Terlapor 1 dan Terlapor II saja, namun disisi
lain menyatakan tidak dikuasainya komponen
(aplikasi dan penyediaan roda empat) karena
adanya kerjasama antara Terlapor I dengan 4
(empat) perusahaan tersebut. Hal ini diikuti
dengan fakta sebagaimana keterangan dibawah
sumpah dalam persidangan oleh perwakilan
Koperasi Jasa Perkumpulan Penguasaha
Rental Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian
Negara Indonesia, dan PT Cipta Lestari Trans
Sejahtera yang menyatakan hingga saat ini

masih bekerjasama dengan Terlapor I. Hal ini

- 268 -



(6)

(7)

SALINAN

sudah menggugurkan dalil Tim Investigator
yakni tidak adanya penguasaan  atas
komponen (aplikasi dan penyediaan kendaraan
roda empat).---------- oo oo
Lebih lanjut, menunjuk pada keterangan ahli
yakni Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H.,
M.LI., dan Faisal Basri, S.E., M.A., maka kedua
ahli memberikan keterangan yakni pada
intinya menyatakan:---------------——-=8-- -8
i. Bahwa kehadiran peraisahaan taksi

berbasis aplikasi meémberikan dampak

positif; --------mme e e
ii. = Bahwa integrasi “aplikasi dan pemilik

kendaraan @dalah Kebutuhan yang tidak

bisa dihindariypada masa saat ini. ----------
Selanjutnya,» berdasarkan keterangan Saksi
Fakta “, yakni dari Badan  Pengelolaan
Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan
Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan
Makassar, selurunya memberikan keterangan
yang pada intinya sama, yakni: ------------------

Pemerintah  sangat mendukung hadirnya
teknologi aplikasi transportasi online, yang
dinilai membawa dampak positif bagt kemajuan
transportasi di Indonesia.

Disamping itu, dalam Peraturan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Republik
Indonesia Nomor S5 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang
Integrasi  Vertikal Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat (“Perkom 5/ 20107), hal. 18
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telah disebutkan bahwa integrasi vertikal yang
memiliki dampak  positif tidak dapat
dipersalahkan, yang bunyinya dikutip sebagai
berikut: --------—-- -

“Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa
integrasi vertikal dapat memiliki dampak positif
yang dihasilkan dari efisiensi dan dampak
negatif yang dihasilkan dari perilaku anti
persaingan. Dengan  demikian  pérjanjian
integrast vertikal tidak serta merta, dapat
dipersalahkan kecuali memiliki dampak™ anti
persaingan yang lebih besar dibandingsdampak
posittif yang dihasilkannya.”

(9) Selanjutnya untuk mengetahui dampak anti
persaingan, KPPU hanus, melakukan 3 (tiga)
tahap pengujian, yakni: 1) analisis
kemampuan; »2)" analisis insentif; dan 3)
analisis dampak™®konsumen. Namun dalam
perkara anquosterbukti bahwa Tim Investigator
KPPU sama sekali tidak pernah melakukan
pengujian dari sektor apapun, termasuk
namun tidak terbatas juga tidak pernah
melakukan pengujian terkait ada tidaknya anti
persaingan. Hal ini semakin dikuatkan dengan
Daftar Bukti Tim Investigator yang sama sekali

tidak membuktikan hasil pengujian/analisis

dari dampak anti persaingan dalam perkara a

Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti
bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Tim
Investigator adalah tanpa memiliki dasar atau kualitas
yang tidak baik. -----------mmmm
Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator

rekayasa atau fiktif karena tidak menjelaskan kategori
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kegiatan integrasi vertikal yang dilanggar oleh Para
Terlapor. —------mm oo
a. Bahwa dalam Perkom 5/2010, hal. 18 telah diatur
bahwa kegiatan integrasi vertikal yang dilarang
menurut pasal 14 UU No. 5/1999 yang bunyinya
dikutip sebagai berikut: -------------mmc e

“Dengan demikian, kegiatan integrasi vertikal yang

dapat dilarang menurut pasal 14 UU No. 53\Tahun

1999 adalah:

a. Integrasi vertikal yang menutup akses terhadap
pasokan penting, atau;

b. Integrasi vertikal yang menutup ‘akses terhadap
pembeli utama, atau;

c. Integrasi vertikal yang S digunakan sebagai
sarana untuk koordinasi kolusi.”

b. Bahwa dalam Laporany,Dugaan Pelanggaran Tim

Investigator sama s€kaliftidak menyebutkan dan
tidak menguraikan &kegiatan integrasi vertikal
terlarang mana yang dilakukan oleh Para Terlapor,
meskipun“secara fakta persidangan dari ketiga
kegiatan .integrasi vertikal yang dilarang di atas
tidak terdapat satu pun kegiatan integrasi vertikal
terlarang yang dilakukan oleh Para Terlapor. -------

¢ Bahwa dengan tidak diuraikannya kegiatan
integrasi vertikal terlarang mana yang dilakukan
oleh Para Terlapor dalam Laporan Dugaan
Pelanggaran, membuktikan buruknya kualitas
Laporan Dugaan Pelanggaran dan tidak terdapat
pelanggaran yang dilakukan oleh Para Terlapor
sehingga sepatutnya Laporan Dugaan Pelanggaran
Tim Investigator dikesampingkan atau ditolak oleh
Majelis Komisi. -------=--=--=---mmmmmmmm oo
11.7.10 Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator
rekayasa atau fiktif karena telah salah dalam
penentuan pasar yang bersangkutan (relevant market)

seolah-olah Terlapor II mempunyai pangsa pasar yang
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besar padahal faktanya pangsa pasar Terlapor II
sangat kecil. ------------mcmre oo
a. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang
dibuat oleh Tim Investigator telah salah dalam
menentukan relevant market, seolah-olah hanya
terbatas pada perusahaan angkutan sewa khusus
yang bekerjasama dengan Terlapor I yakni hanya:
(1) Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental
Indonesia; (2) Induk Koperasi Kepolisian Negara
Indonesia; (3) Koperasi Mitra Usaha, Trans; (4) PT
Cipta Lestari Trans Sejahtera (vide Bukti Laporan
Dugaan Pelanggaran hal. 4,dan “hal. 15). Padahal
dalam Laporan Dugaan, Pelanggaran sendiri, Tim
Investigator telah g#mengakui yang termasuk
angkutan sewa JKhusus adalah angkutan sewa
khusus sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Menteri Pérhubufigan Nomor 118 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
(“PMT W18/ 2018”) (vide Bukti Laporan Dugaan
Pelanggaran hal. 4). -------------------mmmmm -
buBahwa di dalam Pasal 12 ayat (3) PM 118/ 2018
juga mengizinkan pelaku usaha mikro atau pelaku
usaha kecil juga dapat bertindak selaku
penyelenggara angkutan sewa khusus, oleh
karenanya mitra reguler/mitra individu (mitra yang
langsung bergabung ke Terlapor I) juga dapat
bertindak selaku penyelenggara angkutan sewa
khusus, dan seharusnya juga digolongkan sebagai
relevant market oleh Tim Investigator.------------------
c. Bahwa dalam hal ini Terlapor II adalah perusahaan
angkutan sewa khusus sebagaimana diatur dalam
PM 118/2018 sebagaimana telah memiliki izin

yakni untuk wilayah Jabodetabek sebagaimana
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Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Transportasi
Jabodetabek No. SK.11/AJ.206/BPTJ-2017
tertanggal 15 Desember 2017, untuk wilayah
Sumatera Utara sebagaimana Keputusan Gubernur
Sumatera Utara No. 551.21/143/DIS PM
PPTSP/6/1/2020 tertanggal 24 Januari 2020,
untuk wilayah Jawa Timur sebagaimana Surat 1zin
Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus «udi
Provinsi Jawa Timur No. P2T/01/06.29/IX/2019
tertanggal 18 September 2019, damwuntuk wilayah
Makassar sebagaimana Keputusan Gubernur
Sulawesi Selatan No. 2/E.16/PTSP/2019 tertanggal
28 Februari 2019. -—--—--ga -8B -—-—- -
. Menunjuk pada keterangan Ahli Faisal Basri, S.E.,
M.A. terkait relevant, market untuk angkutan sewa
khusus adalah selutuh penyelenggara transportasi
online yang / menggunakan teknologi aplikasi,
termasuk di dalamnya Go Car (milik Gojek), Blue
Bird (menggunakan aplikasi “My Blue Bird” dan “Go
Bluebird” bekerjasama dengan Gojek), Maxim, In
Drive dan lain-lain yang menggunakan teknologi
aplikasi.—-----=--mm o
. Selanjutnya menurut keterangan Ahli Prof. Dr.
Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. terkait relevant
market untuk angkutan sewa khusus adalah
seluruh penyelenggara transportasi online yang
menggunakan teknologi aplikasi dan angkutan
substitusi lainnya, yang dalam hal ini termasuk
juga taksi konvensional (non-aplikasi), misalnya
Taksi Ekspress, Gamya dan perusahaan rental
mobil konvensional (non-aplikasi).----------------------
. Bahwa berdasarkan keterangan pelaku usaha

Terlapor II yang diwakili Sdri. Halim diketahui
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bahwa pesaing dari Terlapor II adalah Go Car (milik
Gojek), Blue Bird (menggunakan aplikasi “My Blue
Bird” dan “Go Bluebird” bekerjasama dengan
Gojek), Maxim, In Drive, bahkan termasuk
perusahaan rental kecil-kecilan/ rumahan (yang di
masyarakat sering dikenal dengan istilah “Rental
Pak Haji”). Bahwa Sdri. Halim menyatakan untuk
wilayah Jabodetabek perbandingan jumlah antara
mitra Terlapor II dengan mintra non-‘Terlapor II
untuk tahun 2020 hanya sekitar 6%, (artinya mitra
Terlapor II 6% dibandingkan fdéngan mitra non
Terlapor II sekitar 94%), apabila, diluar Jabodetabek
jumlah perbandingannya masih dibawah 3% (tiga
persen). Perbandifigan tersebut belum
diperhitungkan déngany,Go Car (milik Gojek), Blue
Bird (menggunakan aplikasi “My Blue Bird” dan “Go
Bluebird” bekerjasama dengan Gojek), Maxim, In
Drive, bahkan "termasuk perusahaan rental kecil-
kecilany, ‘‘umahan (yang di masyarakat sering
dikenal) dengan istilah “Rental Pak Haji”), apabila
komponen tersebut dimasukkan maka pangsa
pasar Terlapor II akan menjadi lebih kecil lagi. -------
. Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Prof. Dr.
Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. pangsa pasar
dibawah 50% (lima puluh persen) tidak dapat
dikatakan telah menguasai pasar. Bahwa
perusahaan yang tidak menguasai pasar tidak
mungkin dapat menguasai produksi.-------------------
. Keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait,
S.H., M.Li. tersebut di atas sejalan dengan buku
yang berjudul “Hukum Persaingan Usaha Antara
Teks dan Konteks” yang salah satu penulisnya

yakni KETUA KPPU saat ini Kurnia Toha, Ph.D
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beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis,
S.E., M.E.; Dr. Anna Maria Tri Anggaraini, S.H.,
M.H.; Prof. M. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D; Prof. Dr.
Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI; Dr. Sukarmi,
S.H., M.H.; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin
Silalahi, S.H., LL.M., yang pada halaman 140,
paragraf pertama, dikutip sebagai berikut: ----4-----=

“Kriteria penguasaan tersebut tidak harus “100%,
penguasaan sebesar 50% atau 75% sajansudah
dapat dikatakan mempunyai market powenr.”

i. Artinya, baik Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait,

S.H., M.Li., Ketua KPPU saat ini:Kurnia Toha, Ph.D
beserta ahli lainnya yakniyDr. Andi Fahmi Lubis,
S.E., ME; Dr. Anna_Marias,Tri Anggaraini, S.H.,
M.H.; Prof. M. Hawin;, S.H., LL.M, Ph.D; Prof. Dr.
Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI; Dr. Sukarmi,
S.H., M.H.;Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin
Silalahig®»S.HYy, LL.M. sama-sama menerangkan
bahwa syarat minimal pangsa pasar yang dikatakan
mempunyai penguasaan pasar haruslah 50% (lima
puluhpersen). Oleh karena pangsa pasar Terlapor II
di"Jabodetabek hanya 6% (enam persen) dan di
daerah lain masih di bawah 3% (tiga persen) maka
terbukti Terlapor Il tidak menguasai pasar, yang
secara mutatis mutandis Terlapor II juga tidak

menguasai produksi. ------------mmmmmm

j. Selanjutnya, hal di atas menunjukkan bahwa

seakan-akan perkara a quo dipaksakan untuk
dilakukan pemeriksaannya karena secara fakta

perkara a quo tidak layak untuk diperiksa. -----------

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti Tim

Investigator telah salah dalam menentukan relevant

market untuk angkutan sewa khusus, sehingga
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seolah-olah Terlapor II mempunyai pangsa pasar yang
besar, padahal apabila mitra reguler/ mitra individu
juga dimasukkan maka persentase pangsa pasar
Terlapor II sangatlah kecil dan tidak signifikan untuk
dijadikan bahan pemeriksaan. Bahkan apabila Go Car
(milik “PT Aplikasi Karya Anak Bangsa” / Gojek), Blue
Bird (menggunakan aplikasi “My Blue Bird” dafi “Go
Bluebird” bekerjasama dengan Gojek), Maxim,«dn
Drive, taksi konvensional (non-aplikasi)y, misalnya
Taksi Ekspres, Gamya dan perusahaan rental mobil
konvensional (non-aplikasi) juga dimasukkan ke
dalam relevant market, maka pangsaspasar Terlapor II
sangatlah kecil dan tidak gignifikan untuk dijadikan
bahan pemeriksaan oleh* KPPU. Oleh karena pangsa
pasar Terlapor II yanig keeil, maka unsur “menguasai
produksi” sebagaimana dalam Pasal 14 UU No.5/
1999 menjadi‘tidak terbukti.----------------—cmmmmme
Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator adalah
rekayasa', atau fiktif karena tidak terdapat
pemeriksaan saksi pada semua wilayah geografis
sebagaimana dituduhkan dalam Laporan Dugaan
Pelanggaran dan lagipula saksi fakta yang diperiksa
oleh Tim Investigator dalam proses penyelidikan
maupun yang dihadirkan dalam pemeriksaan lanjutan
adalah tidak memiliki kapabilitas sebagai Saksi,
sehingga tidak terbukti penguasaan produksi Para
Terlapor setidak-tidaknya pada wilayah geografis yang
tidak terdapat pemeriksaan saksi. -------------=--mmomemo—-
a. Menunjuk pada halaman 5 Laporan Dugaan

Pelanggaran, maka Tim  Investigator telah

menetapkan 4 (empat) wilayah geografis untuk

dalam dugaan pelanggaran yakni Jabodetabek,

Makassar, Medan, dan Surabaya.-----------------------
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b. Menunjuk pada proses Pemeriksaan Lanjutan,
maka telah dilakukan pemeriksaan saksi fakta pada
seluruh  wilayah  geografis dalam  dugaan
pelanggaran a quo. Namun, Tim Investigator pada
wilayah geografis Surabaya dan Makassar tidak
mengajukan saksi fakta.-------------m-mmmmmmma

c. Hal ini menunjukan bahwa Tim Investigator(tidak
dapat membuktikan adanya pelanggaran®, oleh
Terlapor I dan Terlapor II pada wilayah geografis
Surabaya dan Makassar. ------------@s -0

d. Menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum
Natasya Sirait, S.H., M.LI., maka diketahui hal -hal
yang pada intinya sebagai besikut: ---------------------
1) Tim Investigator®wajib membuktikan dugaan

pelanggaran dpadagseluruh wilayah geografis
dalam Laporan‘Dugaan Pelanggaran; ------- ----

2) Keterangan “saksi pada 2 (dua) wilayah
geografis lain tidak dapat digunakan sebagai
keterangan 2 (dua) wilayah geografis lainnya.---
e..Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan di atas,
Bahwa Saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Tim
Investigator dalam proses penyelidikan dan
kemudian diajukan sebagai Saksi Fakta dalam
Perkara a quo, yakni atas nama sebagai berikut:-----
1) Afrizal, S.T.; ------mmmm
2) Joko Pitoyo; ---------mmmm oo
3) Immanuel Nababan;----------------mmmmmmmemm -
4)  Joni Aryanto; ----------m-mmmmmm o
5) Agus Edi Hermanto; -------------—-—-cmmmmme e
6) David Bangar Siagian;------------------=----------—
7) Fadli Arief Hasibuan; -------------=---—cmmmmmme -
8) Daniel Ompusunggu;-------------=-==--=-=—-cmmmu

9) Abdul Gani; -----------mm

=277 -



SALINAN

10) Ricat Fernando Hutapea AMP; ------------—-cooeo--
11) M.Abdi Fauzan Siregar; -----------------------------
12) Rantoni Sibarani; ------------=--=-—mmmmmmmmme
13) Ade Jaha Utama Nababan; -------------------------
14) Musfir. -
f. Bahwa Para Terlapor Telah Membuktikan Bahwa
Para Saksi Fakta Tim Investigator tidak (ayak
sebagai Saksi karena memiliki performa yangitidak
baik, dengan alasan sebagai berikut:-----8-----28=-—-—-

1)  Menunjuk pada bukti Laporam — kepada
Kepolisian (vide Bukti T.I-T.II-3"s.d Bukti T.I-

T.II-5) maka telah dibuktikanssebahagian Saksi

Fakta Tim Investigator diduga telah melakukan
tindak pidana ¢#yakni “berupa penggelapan
kendaraan milik Terlapor II;----------------------—-

2) Menunjuk pada data performa atas Saksi
Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d

Bukti, T.I-FT.II-19) maka telah dibuktikan
sebahagian Saksi Fakta Tim Investigator tidak
melakukan pembayaran biaya rental kepada
Terlapor II; -------=-m oo

3) Menunjuk pada data performa atas Saksi
Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d

Bukti T.I-T.II-19) maka telah dibuktikan
seluruh Saksi Fakta Tim Investigator memiliki
performa yang tidak baik karena telah
melanggar kode etik Terlapor I. --------------------

Lebih lanjut, hal ini membuktikan bahwa Tim
Investigator telah melanggar hukum acara yang
berlaku yakni Tim Investigator harus membuktikan
pelanggaran pada seluruh wilayah geografis yang
didalilkan. disamping itu juga Saksi Fakta Tim

Investigator adalah tidak memiliki kapabilitas sebagai
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Saksi, sehingga hal ini membuktikan yakni tidak
terbukti penguasaan produksi Para Terlapor. -----------
Terlapor I tidak memiliki saham pada Terlapor II dan
Terlapor II tidak memiliki saham pada Terlapor I.-------
a. Bahwa Para Terlapor menolak tuduhan Tim
Investigator pada halaman 8 s.d. 10 angka 6 terkait
hubungan Terlapor I dan Terlapor II, yang seakan-
akan Terlapor I dan Terlapor II adalah perusahaan
yang terafiliasi. ----------------m-mm W ____
b. Selain itu, Para Terlapor juga menélak ‘Bukti C-66
yakni The Companies Law (2043).0f The Cayman
Island Company Limited NyeSharess yang diketahui
isinya tidak ada meneantumkan nama pemilik
saham ataupun memiliki¢ saham apapun terkait
Terlapor I dan Tenlapor dl¢ -------------=-=-=—ommmcmcmev
c. Selanjutnya, menunjuk pada Akta Terlapor I yakni
Akta Pendirian “Perseroan Terbatas PT. Solusi
Transportasi Indonesia No. 19 tanggal 11 Agustus
2015, 'dibuat dihadapan Notaris Edward Suharjo
Wiryomartani, S.H., M.Kn, yang telah didaftarkan
dan) disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum
dan Hak  Asasi Manusia  Nomor  AHU-
2451075.AH.01.01 Tahun 2015 tertanggal 12
Agustus 2015 sebagaimana perubahan terakhir
yakni Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham PT Grab Teknologi Indonesia No. 03 tanggal
2 September 2019, dibuat di hadapan Notaris H.
Arief Afdal, S.H., M.Kn, yang telah didaftarkan
sebagaimana melalui Surat Kementerian Hukum
dan Hak  Asasi Manusia  Nomor  AHU-
AH.01.030325606 tertanggal 3 September 2019
(vide Bukti T.I-T.II- 54 A s.d Bukti T.I-T.II-54C) dan
Akta TERLAPOR II yakni Akta Pendirian Perseroan
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Terbatas PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia No.
36 tanggal 16 Desember 2015, dibuat dihadapan
Notaris Mala Mukti, S.H., L.LM., yang telah
didaftarkan dan disahkan melalui Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
AHU-0000065.AH.01.01 Tahun 2016 tertanggale4
Januari 2016 sebagaimana perubahaan tefakhit
yakni Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham PT Teknologi Pengangkutan Indenesia No.
32 tanggal 23 November 2018, dibuat ‘di hadapan
Notaris H. Arief Afdal, S.H.,fM.Kn, yang telah
didaftarkan sebagaimana méelalui Surat
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor AHU-AH.01408-0267876 tertanggal 26
November 2018 (vide Bukti T.I-T.II- 55 A s.d Bukti
T.I-T.II-55B), <maka,, diketahui yakni pemegang
saham Terlapor ¥II adalah Stephanus Ardianto
Hadiwidjaja, dan GC Lease Technology Inc,
sedangkafni™ Terlapor I tidak memiliki saham pada
Terlapor II dan Terlapor II tidak memiliki saham
pada Terlapor I. --------mmmm oo
d.Lebih lanjut, dalam persidangan pemeriksaan
terhadap pelaku usaha (Terlapor II yang diwakili
oleh Bapak Halim) maka diketahui berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham
PT Teknologi Pengangkutan Indonesia No. 32
tanggal 23 November 2018, pemegang saham
Terlapor II adalah Bapak Stephanus Ardianto
Hadiwidjaja dan GC Lease Technology Inc.
Sedangkan Terlapor I bukanlah pemegang saham
pada Terlapor II.---------mm oo
Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa

Terlapor 1 dan Terlapor II tidak memiliki hubungan
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hukum secara saham yakni Terlapor I tidak memiliki

saham pada Terlapor II dan Terlapor II tidak memiliki

saham pada Terlapor I. sehingga tidak terbukti adanya
kesamaan pemegang saham antara Terlapor I dan

Terlapor II. —-------m oo

Tidak adanya penguasaan secara masif antara

Terlapor I dan Terlapor II. -----------=-cmmmmmmm £ o

a. Menunjuk pada keterangan Ahli Faisal Basri;StE.,
M.A., maka diketahui bahwa maksud penguasaan
produksi dalam Pasal 14 UU No.5¢1999 (integrasi
vertitkal) adalah harus penguasaan' dari hulu ke
hilir yang bersifat masif, gyangwdikutip sebagai
berikut: ------------ g R -
“Bahwa yang dimakSud ‘penguasaan hulu ke hilir
adalah Dbersifat amasif \ dimana pelaku usaha
menguasai secara keseluruhan dari hulu ke hilir.”

b. Lebih lanjut; Ahli Faisal Basri, S.E., M.A. juga pada
persidangan menyatakan bahwa yang secara umum
yakniysebagai berikut:--------------ccmmmm -
1), “Kalau pelaku usaha memiliki aplikasi dan

kemudian memiliki usaha rental mobil
(Angkutan Sewa  Khusus) tidak dapat
dikategorikan sebagai penguasaan secara masif
oleh karenanya tidak termasuk pelanggaran
terhadap integrasi vertikal sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 14 UU No. 5/1999; ------
2) Penguasaan dalam Pasal 14 UU No. 5/1999
harus dilakukan secara masif sebagai contoh
apabila pelaku usaha aplikasi memiliki usaha
rental mobil kemudian memiliki usaha lain
yang terkait seperti industri produksi
kendaraan, produksi suku cadang (sparepart)

kendaraan, tempat pengisian bahan bakar
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minyak, dan usaha-usaha terkait lainnya.
Apabila hanya memiliki aplikasi dan usaha
rental mobil, tetapi mobil, suku cadang
(sparepart), bahan bakar masih dibeli dari
pihak ketiga, maka itu tidak termasuk
pengusaan secara masif dan tidak termasuk
pelanggaran  terhadap  integrasi  vertikal
sebagaimana yang dimaksud dalamePasalad4
UU No. 5/1999. - Ry - -
Bahwa seandainya Terlapor I¢danyIlerlapor II
terafiliasi, -quad non-, maka hal tersebut tidak
dilarang oleh peraturan,perundang-undangan,
yang mana telah banyakusekali terjadi dalam
dunia usaha, g¢ontoh: PT Indofood Sukses
Makmur Tbk;, PT Astra International Tbk, PT
Blue Bird{Thbk,%dan lain-lain. Selain itu, pada
faktanya / Terlapor I dan Terlapor II tidak
melakukan penguasaan secara masif
sebagaimana uraian di atas. Oleh karena itu,
tidak terbukti adanya penguasaan oleh
Terlapor I dan Terlapor II karena hanya sebatas
aplikasi dan perusahaan Angkutan Sewa

Khusus. ---------—-—-o oo

14.7:14 Jumlah Mitra Terlapor II tidak menguasai pangsa

a. Menunjuk pada bukti perbandingan data mitra Non

Terlapor II dan mitra yang bergabung melalui

Terlapor II (vide Bukti T.I-T.II-35), maka diketahui

perbandingan jumlah mitra Terlapor II dan Non

Terlapor II yang diluar daftar hitam (blacklist)

adalah sebagai berikut: ----------------- oo

Kota

2016

2017 2018 2019 2020

TPI

STI

TPI STI TPI STI TPI STI TPI

STI
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Jabodetabek | 1,429 | 52,036 | 4,999 | 140,998 | 9,619 | 198,948 | 13,030 | 211,154 | 13,487 | 211,168
Makassar - 547 - 20,500 | 267 | 34,349 445 36,107 a77 36,119
Medan - 1,660 406 | 23,00 6| 1,017 | 38,064 1,131 38,637 1,194 | 38,637
Surabaya - 3,110 346 | 25,271 | 838 | 48,077 998 53,638 1,060 | 53,673
Dalam Prosentase
Kota 2016 2017 2018 2019 2020

TPI | STI TPI STI STI STI TPI STI TPI STI
Jabodetabek | 2.7 | 97.3 | 3.4% | 96.6% | 4.6% | 95.4% [%.58% | 94.2 | 6.0% | 94.0

% % % %
Makassar 0.0 | 100.0| 0.0% | 100.0 | 0.8% [ 99.2% | 1.2% | 98.8 | 1.3% | 98.7

% % % % %
Medan 0.0 | 100.0| 1.7% | 98.3% | 2.6% | 97.4% | 2.8% | 972 | 3.0% | 97.0

% % % %
Surabaya 0.0 | 100.0| 1.4% | 98.6%(| 1.7% | 98.3% | 1.8% | 8.2% | 1.9% | 98.1

% % %

b. Berdasarkan bukti tersebut di atas, maka diketahui

hal-hal sebagai berikut:--------------cmmcmmom -

1)

2)

3)

Peningkatan jumlah mitra terjadi baik di
Terlapor II maupun Non Terlapor II; --------------
Jumlah mitra Terlapor II tidak menguasai
pasar terbukti

berdasarkan data terakhir tahun 2020 Mitra

karena secara persentase

Terlapor II dibandingkan dengan jumlah Non
Terlapor Il adalah 6% di Jabodetabek, 1.3% di

Makassar, 3% di Medan, dan 1.9% di

Surabaya. ----------mmmm
Menunjuk pada Pasal 4 ayat 2 jo. Pasal 25
ayat 2 UU No. 5/1999, maka diketahui
suatu

persentase menunjukkan

yang
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penguasaan pasar atau posisi dominan adalah
50 % (lima puluh persen) dan 75 % (tujuh
puluh lima persen), selengkapnya dikutip
sebagai berikut: ------------mmmm

Pasal 4 ayat 2

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap
secara bersama-sama melakukan
penguasaan produksi dan atau pemagsaran
barang dan atau jasa, sebagaumana
dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua). atau 3
(tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku
usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh
puluh lima persen) pangsa pasarsatu jenis
barang atau jasa tertertu.

Pasal 25 ayat 2
(2) Pelaku usahagmemiliki posisi dominan
sebagaimang dimaksud ayat (1) apabila:

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok
peldkw, usaha menguasai 50% (lima
puluh persen) atau lebih pangsa pasar
satu jenis barang atau jasa tertentu,
atau

b. dua atau tiga pelaku usaha atau
kelompok pelaku usaha menguasai
75% (twuh puluh lima persen) atau
lebih pangsa pasar satu jenis barang
atau jasa tertentu.

Menunjuk pada keterangan Ahli Faisal Basri,
S.E., M.A.,, dan Prof. Dr. Ningrum Natasya
Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui memberikan
keterangan yang sama terkait jumlah
persentase suatu penguasaan pasar yakni
jumlah 6% (enam persen) tidak atau bukanlah
merupakan penguasaan pasar.--------------------
Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Prof. Dr.
Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. pangsa
pasar dibawah 50% (lima puluh persen) tidak
dapat dikatakan telah menguasai pasar.

Bahwa perusahaan yang tidak menguasai
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pasar tidak mungkin dapat menguasai
pProduksi. —------- oo
Keterangan ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya
Sirait, S.H., M.Li. tersebut di atas sejalan
dengan buku yang berjudul “Hukum
Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks”
yang salah satu penulisnya yakni Ketua (KPPU
saat ini Kurnia Toha, Ph.D beserta ahili lainnya
yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, S.Ej M.E# Dr.
Anna Maria Tri Anggaraini, S.Hs, MH; Prof. M.
Hawin, S.H., LL.M, Ph.D;{Prof.. Dr. Ningrum
Natasya Sirait, S.H., MLI;3DrsSukarmi, S.H.,
M.H.; Syamsul Maagif, RhiD; dan Dr.jur. Udin
Silalahi, S.H., LEM., yang pada halaman 140,
paragraf pertama, dikutip sebagai berikut: -----

“Kriteria \penguasaan tersebut tidak harus
100%, penguasaan sebesar 50% atau 75% saja
sudah, dapat dikatakan mempunyai market
power.”

Artinya, baik Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya
Sirait, S.H., M.Li., KETUA KPPU saat ini Kurnia
Toha, Ph.D beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi
Fahmi Lubis, S.E., M.E.; Dr. Anna Maria Tri
Anggaraini, S.H., MH; Prof. M. Hawin, S.H.,
LL.M, Ph.D; Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait,
SH, MLI; Dr. Sukarmi, S.H., M.H.; Syamsul
Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin Silalahi, S.H.,
LL.M. sama-sama menerangkan bahwa syarat
minimal pangsa pasar yang dikatakan
mempunyai penguasaan pasar haruslah 50%
(lima puluh persen). Oleh karena pangsa pasar
Terlapor II di Jabodetabek hanya 6% (enam

persen) dan di daerah lain masih dibawah 3%
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(tiga persen) maka terbukti Terlapor II tidak
menguasai pasar, yang secara mutatis
mutandis Terlapor II juga tidak menguasai

produksi. ------------mmem o

Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti tidak
adanya penguasaan produksi/ penguasaan atas pasar
terkait kerjasama Terlapor I dan Terlapor II. -----+4&-----=
Tidak adanya bukti Tim Investigator yakni beruapa
kajian atas penguasaan Terlapor I dan Terlapor T -----

a. Menunjuk pada penjelasan ParagwTerlapor pada

bagian keberatan di atas, maka telah dijabarkan
yakni keterangan Ahli Prof. Dr.®Ningrum Natasya
Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui hal-hal yang
pada intinya sebagai'berikut:---------------------——-——-
1) UU No.5/1999 mengatur atau berkaitan atas 2
(dua) bidanggakni hukum dan ekonomi; --------
2) Bahwa',dalam pembuktian UU No. 5/1999
makadibutuhkan suatu dasar yakni dapat
berupa kajian, dimana contohnya adalah
dalam Pasal 14 UU/1999 terkait penguasaan
produksi maka hal ini harus ada dasar berupa
kajian secara ekonomi. -----------------mmmmmmomo—-
Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran,
maka tidak ada dalil ataupun bukti yang
menunjukan adanya kajian yang dilakukan oleh
Tim Investigator terkait dugaan pelanggaran. Hal
ini membuktikan bahwa Laporan Dugaan
Pelanggaran a quo tidak terbukti karena tidak
adanya bukti analisis secara ekonomi terkait

dugaan pelanggaran Para Terlapor. -------------------

11.7.16 Tidak terbuktinya unsur “mengakibatkan terjadinya

persaingan usaha tidak sehat” karena: -------------------
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a. Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator
adalah rekayasa atau fiktif karena hanya
mendalilkan tindakan Terlapor I dan Terlapor II
mengakibatkan hambatan persaingan usaha
dalam bentuk diskriminasi tanpa melakukan
kajian atas dampaknya secara ekonomi dan hanya
melakukan pemeriksaan terhadap saksifsaksi
yang secara fakta tidak memiliki kapabiltas
sebagai saksi dalam perkara a quo. ----8-----=8=-----

b. Menunjuk pada halaman 28 sd. 29 Laporan
Dugaan Pelanggaran Tim [Investigator, maka
diketahui atas unsur “persaingan usaha tidak
sehat” Tim Investigatory, ‘hanya menyatakan
pelaksanaan perjanjian Terlapor I dan Terlapor II
diduga mengakibatkan hambatan persaingan
dalam bentuk diskriminasi, selengkapnya dikutip
sebagai berikut:=&--------- oo

“Bahwa pelaksanaan perjanjian yang
dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II
diduga telah  mengakibatkan  hambatan
persaingan dalam penyediaan jasa angkutan
Sewa khusus dalam bentuk diskriminasi yang
dialami oleh pelaku usaha pesaing Terlapor II
dan selanjutnya berdampak pada pengemudi
yang bukan Mitra Terlapor IL.”

c. Menunjuk pada penjelasan PARA TERLAPOR
diatas, maka keterangan ahli yakni Prof. Dr.
Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li dan Faisal
Basri, S.E., M.A., telah menyatakan pembuktian
atas akibat dalam Pasal 14 UU No.5/1999 harus
diikuti kajian secara ekonomi. Para Ahli juga
menyatakan  yakni penilaian  jika  pasar
bersangkutan (relevant market) adalah angkutan
sewa khusus maka penilaian harus dilakukan

terhadap seluruh angkutan sewa khusus yang
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berada pada Wilayah Geografis dalam perkara a

Bahwa keterangan ahli yakni Prof. Dr. Ningrum
Natasya Sirait, S.H., M.Li dan Faisal Basri, S.E.,
M.A. pada intinya menyatakan tujuan utama dari
uu No.5/1999 adalah untuk menjaga
kesejahteraan konsumen (consumer welfare),
sepanjang tidak terdapat kepentingan konsumen
yang dilanggar maka sepatutnya KPPU“tidak"perlu
melakukan pemeriksaan terhadaphsuatu perkara.
Apabila dihubungkan dengam Laporan Dugaan
Pelanggaran perkara a quo) Inwvestigator sama
sekali tidak membuktikan®, kepentingan atau
kesejahteraan kong@imen apa yang terganggu.
Pelaku usaha pesaing,Terlapor II dan pengemudi
yang bukan Mitra Terlapor II merupakan lingkup
yang sangat/ kecil bahkan bukan tujuan utama
yang (dilindungi oleh UU No.5/1999, karena
consumer™ welfare tidak terganggu, justru
konsumen sangat bersyukur dengan hadirnya
Para Terlapor yang membuat harga taksi/
angkutan sewa khusus semakin murah/ kompetitif.-
Bahwa di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran
maupun dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim
Investigator tidak menunjukan atau tidak berhasil
membuktikan: ----------mmmmm
1) Adanya survey untuk pembuktian secara

ekonomi terhadap seluruh Angkutan Sewa

Khusus (baik individu maupun badan hukum)

pada 4 (empat) wilayah geografis ; ----------------
2) Adanya kajian secara ekonomi atas dampak

persaingan usaha tidak sehat pada 4 (empat)

wilayah geografis. -------------—-cmmcmmo
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Tim Investigator dalam laporannya hanya
melakukan pemeriksaan terdapat Saksi-Saksi
Fakta yang sebenarnya tidak layak menjadi Saksi,
yakni atas nama sebagai berikut: ---------------------
1) Afrizal, S.T.; -------
2) Joko Pitoyo; --------mmmmm oo
3) Immanuel Nababan; ------------------cmmmo- £
4) Joni Aryanto; -------------mmmmmmmmm oo omdo—Sh et
5) Agus Edi Hermanto; -----------------—=8—————2fo -
6) David Bangar Siagian;----------48s-—-=5—----—---———-
7) Fadli Arief Hasibuan; -------# =2 mmmmemme
8) Daniel Ompusunggu; --z=—-=s—=ssfm oo oo
9) Abdul Gani; ---------as - B
10) Ricat Fernando Hutapéa AMP; ----------—--——-——-—-
11) M.Abdi Fauzan Siregar; -----------------------------
12) Rantoni Sibagani; -----------------=--=—-—cmmcmmmeo
13) Ade Jaha /Utama Nababan; ----------------=--------
14) Musfis, ---=------mm oo
Bahwa, Para Terlapor telah membuktikan bahwa
Para Saksi fakta Tim Investigator memiliki
performa yang tidak baik, dengan alasan sebagai
berikut:---------------cc oo
1) Menunjuk pada bukti Laporan kepada

Kepolisian (vide Bukti T.I-T.II-3 s.d Bukti T.I-

T.II-5) maka Telah Dibuktikan sebahagian

Saksi Fakta Tim Investigator diduga telah

melakukan tindak pidana yakni berupa

penggelapan kendaraan milik Terlapor II; -------
2) Menunjuk pada data performa atas Saksi

Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d

Bukti T.I-T.II-19) maka telah dibuktikan

sebahagian Saksi Fakta Tim Investigator tidak
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melakukan pembayaran biaya rental kepada
Terlapor II; -------=-m oo

3) Menunjuk pada data performa atas Saksi
Fakta Tim Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d

Bukti T.I-T.II-19) maka telah dibuktikan
seluruh Saksi fakta Tim Investigator memiliki
performa yang tidak baik karena (telah
melanggar kode etik Terlapor I. --------4---=s- 4=t

h. Selanjutnya, Tim Investigator kemudian “dalam
Pemeriksaan Lanjutan hanya mengajukan Saksi
Ahli yakni Martin Daniel Siyaramamual, yang
mana dalam persidangan dibawah sumpah yakni
mengakui dalam proses,Studi’S1, S2, dan S3 tidak
pernah  menulis gtentang ekonomi terkait
persaingan usaha) dan tidak pernah memiliki
publikasi kajianserkait pandangan ekonomi dalam
UU No.5/1999. sehingga seluruh keterangan tidak
layak tintuk menjadi pertimbangan dalam putusan
perkara a"quo. ------------------ e

i.. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa
Laporan Dugaan Pelanggaran a quo dibuat tanpa
memiliki dasar atau kualitas yang tidak baik
karena hanya mendalilkan tindakan Terlapor I dan
Terlapor II mengakibatkan hambatan persaingan
usaha dalam  bentuk  diskriminasi tanpa
melakukan kajian atas dampaknya secara
€Kkonomi. —=---=—=mm s
11.7.17 Tidak adanya diskriminasi terkait promosi, yakni
Terlapor I telah melakukan promosi atas mitra berupa
badan hukum melalui website Terlapor I. ----------------
a. Menunjuk pada halaman 14 s.d 15 Laporan
Dugaan Pelanggaran, maka Terlapor I didalikan

hanya memberikan promosi terhadap Terlapor II

-290 -



SALINAN

saja. Para Terlapor menolak dalil tersebut karena
sangat tidak berdasar dan menunjukan Tim
Investigator tidak melakukan proses penyelidikan

dengan teliti dan cermat selama hampir 2 (dua)

Selanjutnya, menunjuk pada perjanjian kerjasama
antara Terlapor I dan Terlapor II, maka diketahui
Terlapor II adalah perusahaan yang dipercayakan
oleh Terlapor I untuk menjalankan Prégram
Loyalitas Terlapor I, dimana program tersebut
adalah suatu program yang ditawarkan atau
diberikan kepada mitra derlapor I yang ingin
mendapatkan insentif gkhusus setelah 5 (lima)
tahun loyal menggunakan aplikasi Terlapor I. Oleh
karena itu, sangat wajar jika Terlapor I melakukan
promosi atas{program ini pada website Terlapor I
karena Tetrlapor I'sebagai pemilik program.----------
Lebih lanjut, terkait video Direktur Utama Terlapor
I . yang ““mempromosikan program ini, maka
sebagaimana keterangan Sdr. Halim selaku
Direktur Operasional Terlapor II, maka telah
dijelaskan yakni latar belakang atas video tersebut
pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 yakni
intinya sebagai berikut: --------------mm o
1) Bahwa video tersebut atas permintaan Terlapor

II kepada Terlapor I dikarenakan banyaknya

calon penyewa kendaraan Terlapor Il yang ragu

bahwa Terlapor II adalah benar merupakan

perusahaan yang menjalan program loyalti dari

Terlapor I. —---—-—--m oo
2) Bahwa video tersebut adalah video yang

digunakan secara internal, yang mana hanya
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ditayangkan pada  Gedung  Operasional

Terlapor II; -------=-m oo
3) Bahwa seluruh proses produksi atas video

tersebut adalah ditanggung oleh Terlapor II

sepenuhnya. -------—-mmommmm
Namun, menunjuk pada hasil pemeriksaan
terhadap pelaku usaha pesaing Terlapor II fyakni
Koperasi Jasa Perkumpulan Rental Indomnesia,
Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, PT
CSM Corporatama dan PT CiptayLestari Trans
Sejahtera sebagai Saksi (dibawah sumpah
dihadapan persidangan, maka ‘diketahui seluruh
pelaku usaha tersebut) “menyatakan tidak
keberatan dan tidak™merasa terdiskriminasi atas
promosi tersebut karema Terlapor I tidak pernah
melarang pafa gpelaku usaha untuk berpromosi
menggunakan lambang Terlapor I. Disamping itu,
pelaku usaha” pesaing Terlapor II yakni Koperasi
Jasa wPerkumpulan Rental Indonesia, Induk
Koperasi Kepolisian Negara Indonesia, PT CSM
Corporatama dan PT Cipta Lestari Trans Sejahtera
menyatakan promosi pada website dan video tidak
berpengaruh terhadap pasar (market) mereka, oleh
karena sebagian besar mitra yang bergabung
adalah hasil referensi/ ajakan dari mitra lain yang

lebih dahulu bergabung (sistem promosi “mulut ke

Menunjuk pada bukti publikasi berupa promosi
pada website Terlapor I (vide Bukti T.I-T.II-37)
maka Terlapor I telah terbukti juga melakukan
publikasi atau promosi terhadap Mitra Non
Terlapor II pada website Terlapor I. Sehingga

terbantahkan dalil Tim  Investigator yang
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menyatakan Terlapor I tidak pernah melakukan
promosi atau publikasi terhadap mitra Non
Terlapor II. -----———m oo

f. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Sdri. Iki Sari
Dewi dalam persidangan tanggal 9 Januari 2020,
yang secara umum intinya menjelaskan yakni: --#--

1) Promosi yang dilakukan adalah terkait
program loyalty Terlapor [; -------------4-—-=s-4=t-

2) Terlapor I juga mempublikasi mitrasmitra Non
Terlapor II melalui website Terlaporl; ------------

3) Terlapor I tidak pernah melarang mitra-mitra
Non Terlapor II untuk ‘melakukan promosi
menggunakan lambang Tetlapor [;----------------

4) Terlapor I memberikan™ kesempatan kepada
mitra Non Térlapos/ll untuk membuka booth
untuk premosi di GDC Terlapor I.-----------------

g. Selain ituj,berdasarkan keterangan Saksi Fakta
yakni ( dari "Badan Pengelolaan Transportasi
Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas
Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
dan Dinas Perhubungan Makassar, diketahui
menyatakan hal yang sama yakni tidak pernah
menerima laporan dari Mitra Non Terlapor II
terkait dugaan diskriminasi berupa promosi
sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran Tim
Investigator. —---------m oo

h. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa
tidak adanya diskriminasi terkait promosi yang
diduga dilakukan oleh Terlapor I. ---------------cooo—-
11.7.18 Tidak adanya diskriminasi terkait program yakni
program elite diberlakukan bagi seluruh Mitra (Mitra
Terlapor II maupun Non Terlapor II), sehingga tidak

ada pemberian prioritas order kepada Terlapor II. ------

-293 -



SALINAN

a. Merujuk pada halaman 15 s/d. 18 Laporan
Dugaan Pelanggaran, maka diketahui Tim
Investigator telah mendalilkan Terlapor I dan
Terlapor II diduga melakukan diskriminasi terkait
Program dimana didalilkan Mitra Non Terlapor II
menjalankan program Elite dan sedangkan Mitra
Terlapor II menjalankan Program Gold Captaifi.---=

b. Menunjuk pada proses Pemeriksaan ¢Lanjutan
yakni pemeriksaan Saksi Fakta yangidihadirkan
oleh Tim Investigator, Majelis Komisi, dan Para
Terlapor, serta keterangan Pelaku Usaha, maka
diketahui Program Elite adalahwprogram untuk
seluruh mitra (baik gyang Wbergabung melalui
Terlapor II maupundNon Terlapor II) dan Program
Gold Captain adalah nama program secara internal
Terlapor II ufituk menjalankan Program Loyalitas
Terlapor Ij=s-2=--=8- -

c. Bahwa untuk'mendukung dalilnya di atas, bahkan
Tim' Investigator pada angka 9.2.6 dan 9.2.7,
halaman 18 Laporan Dugaan Pelanggaran
mencantumkan 2 (dua) tabel yang diklaim
merupakan: 1) simulasi pendapatan pengemudi
yang bergabung di Gold Program dan 2) perbedaan
pendapatan antara Gold Program dengan Taxi
pada umumnya dan disebut bahwa 2 (dua) tabel
tersebut adalah berdasarkan keterangan tertulis
TERLAPOR II melalui Surat  No. Ref.
072/VIII/TPI/2018_revl tanggal 7 Agustus 2017.--

d. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas bukti
Tim Investigator pada persidangan tanggal 12
Maret 2020, ternyata diketahui bahwa Tim
Investigator telah memasukkan keterangan yang

tidak benar (fiktif) dalam Laporan Dugaan
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Pelanggaran. Bahwa tidak terdapat tabel 1)
simulasi pendapatan pengemudi yang bergabung
di Gold Program dan 2) perbedaan pendapatan
antara Gold Program dengan Taxi dalam
keterangan tertulis Terlapor II melalui Surat No.

Ref. 072/VIII/TPI/2018_revl tanggal 7 Agustus

Bahwa berdasarkan 2 (dua) kekeliruan besar Tim
Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran
sebagaimana diuraikan di atas, €angatlah patut
Majelis Komisi untuk menolak Laporan Dugaan
Pelanggaran karena 2 (dua), ‘kekeliruan besar
merupakan esensi utamma ‘dalam perkara a quo.
Dengan  kelirunya@™ dalil/* keterangan yang
diberikan maka mengakibatkan dugaan
pelanggaran ‘dalamy perkara a quo menjadi cacat
dan tidak'jelas:¥ Namun demi keterbukaan dan
jelasnya _perkara a quo, Para Terlapor tetap akan
menyampaikan penjelasan yang akan diuraikan
pada butir-butir selanjutnya.---------------------—---—-
Bahwa menunjuk pada keterangan Saksi Fakta
Tim Investigator dan Saksi Fakta Para Terlapor
(baik mitra maupun karyawan Para Terlapor),
serta keterangan Pelaku Usaha, maka diketahui
yakni hal-hal yang pada intinya sebagai berikut: ---
1) Bahwa seluruh Mitra, baik Mitra Terlapor II

maupun Non Terlapor II bisa ikut serta dalam

Program Elite;------------—--—-—- -
2) Program Elite dahulu terdiri dari kategori

Silver, Elite dan Elite Plus, dimana penilaian

berdasarkan performa masing-masing mitra

pengemudi (tingkat pembatalan, tingkat

penyelesaian, dan lain-lain); -----------------------
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3) Bahwa Program Gold Captain adalah program
internal Terlapor II untuk menjalankan
program loyalitas Terlapor I. --------------------——-

g. Menunjuk pada keterangan ahli Faisal Basri, S.E.,

M.A., dan Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H.,

M.Li., maka diketahui pemberlakuan Program

Elite bukan merupakan pelanggaran karena

sangat wajar dilakukan dalam duniaqekonomi

yang mana contohnya seperti nasabah“prioritas di

perbankan ataupun keanggetaan pada

penerbangan Garuda Indonesid. -----=---------------—-
h. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Fakta
yakni dari Badan /Pengelelaan Transportasi

Jabodetabek, Dinag®™Perhubungan Medan, Dinas

Perhubungan Pémerintah Provinsi Jawa Timur,

dan Dinas ‘Perhubungan Makassar, diketahui

menyatakan /hali'yang sama yakni tidak pernah

menerima, laporan dari Mitra Non Terlapor II

terkait, diigaan diskriminasi berupa perbedaan

pregram sebagaimana laporan dugaan
pelanggaran Tim Investigator. ------------------ooocoo--
i. , Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa
Para Terlapor tidak melakukan diskriminasi
terkait program elite ataupun gold captain.----------
11°7.19 Tidak adanya diskriminasi terkait jam operasional
yakni seluruh mitra (Mitra Terlapor II maupun Non
Terlapor II) dapat menggunakan aplikasi Terlapor I
7x24 jam dalam seminggu. -------------=--mmmmmmmmmmmeo
a. Merujuk pada halaman 18 s/d. 19 Laporan

Dugaan Pelanggaran, maka diketahui Tim

Investigator telah mendalilkan Terlapor I dan

Terlapor II diduga melakukan diskriminasi terkait

Jam Kerja dimana didalilkan Mitra Non Terlapor II
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jam kerja dibatasi dan sedangkan Mitra Terlapor II
dapat bekerja 7x24 jam dalam seminggu.------------
Menunjuk pada proses Pemeriksaan Lanjutan
yakni pemeriksaan seluruh Saksi Fakta baik yang
dihadirkan Tim Investigator, Majelis Komisi
maupun Para Terlapor dan keterangan Pelaku
Usaha Para Terlapor, maka diketahui bahwa
Seluruh saksi menyatakan dapat bekerjayatau
mengoperasikan Aplikasi Terlapor I'\7x24" jam
dalam seminggu. Kemudian diketahuitbahwa Tim
Investigator salah mencantumkan yakni dimana
Tim Investigator menggunakan istilah “Jam Kerja”
dimana seharusnya “Jam Insentif”. ------------------
Berdasarkan uraianfdi atas, maka telah terbukti
bahwa dalil-dalil’ Taperan Dugaan Pelanggaran A
quo telah cacatgatau tidak layak untuk diterima
dugaan pelanggarannya karena dasar Laporan
Dugaan Pelanggaran yang tidak tepat ataupun
sesuaidéngan fakta yang sebenarnya. ---------------
Bahwa dalam hal ini Para Terlapor juga telah
menyampaikan tidak setuju dan keberatan dengan
perubahan istilah “am kerja” menjadi “am
insentif” tersebut dan tetap harus merujuk kepada
Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator.
Oleh karena itu, seharusnya dalil Tim Investigator
tersebut telah gugur karena kesalahan atau
kelalaian Tim Investigator sendiri.---------------------
Namun, untuk menguatkan pembelaan Para
Terlapor, maka menunjuk pada pernyataan dan
pengakuan dari Saksi Fakta dari Tim Investigator
dan Para Terlapor maka semuanya mengakui
bahwa memiliki kebebasan untuk mengakses dan

mengoperasionalkan aplikasi Terlapor I 7x24 jam
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dalam seminggu sesuai dengan keinginan masing-
masing mitra. —-----------mm oo
Selanjutnya, meskipun Para Terlapor tidak
diwajibkan untuk membantah hal-hal terkait jam
insentif. Namun Para Terlapor akan tetap
menyampaikan tanggapan meskipun tidak sepakat
atas perubahaan istilah tersebut, yakni sebagai
berikut:-----------—--m - P
1) Menunjuk pada data internal critical™ time
Terlapor 1 (vide Bukti T.I€EI1-48); maka
Terlapor I memiliki data sécara internal yang
mana hasilnya diketahui yakni bahwa adanya
jam atau waktu yang, rawan (critical time)
untuk terjadinya™ kecelakaan dan kejahatan
bagi mitra pengemudi dan atau konsumen
(pengguna aplikasi Terlapor I atau penumpang)
adalah“dari jam 23.00 s.d 04.00. Oleh karena
itu Terlapor I membutuhkan mitra pengemudi
yang “memiliki kualitas sangat baik pada jam
rawan (critical time) tersebut.------------—--——-—--—-
2y>Menunjuk pada keterangan pelaku usaha oleh
Sdr. Halim, maka kemudian diketahui adanya
diskusi antara Terlapor I dan Terlapor II untuk
menjawab kebutuhan (solusi) atas kebutuhan
Terlapor I tersebut. --------=-——mmmmmmmmm
Adapun solusi atas hal ini adalah mendorong
mitra yang bergabung melalui Terlapor II
untuk aktif menerima orderan dalam jam
rawan  (critical time) tersebut dengan
memberikan tawaran jam insentif 7x24 jam
dalam seminggu. ---------------mmmm e
Hal ini tidak terlepas dari bukti presentasi

Terlapor II yang menunjukan bahwa mitra
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pada Terlapor II memiliki kualitas yang sudah
terjamin karena telah diseleksi secara ketat

(vide Bukti T.I-T.II-36 B). Selain itu, faktor
keamanan pada kendaraan Terlapor II juga
sangat baik sebagaimana telah ada GPS (Global
Positioning System) dan kamera pengawas atau

CCTV sebagaimana bukti perjanjian antara
Terlapor II dengan pihak penyedian «GPS, dan

CCTV (vide Bukti T.I-T.II- 40 jo. Bukti TW-T.II-

41 A s.d. Bukti T.I-T.II- 41 C). “#s-—-=s—--c-——--———-

iii. Kualitas pelayanan Terlapor Il'juga terbukti
melalui piagam penghargaans«yang diberikan

oleh Badan Pengelolaan Transportasi
Jabodetabek kepada Terlapor II dan mitra yang
bergabung melalui,Terlapor II (vide Bukti T.I-

T.II- 45 As.deBukti T.I-T.II- 45C). --------------—--

g. Selain ituj,berdasarkan keterangan Saksi Fakta
yakni ( dari "Badan Pengelolaan Transportasi
Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas
Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
dan Dinas Perhubungan Makassar, diketahui
menyatakan hal yang sama yakni tidak pernah
menerima laporan dari Mitra Non Terlapor II
terkait dugaan diskriminasi berupa perbedaan jam
operasional  sebagaimana  Laporan  Dugaan
Pelanggaran Tim Investigator. -----------------------——-

h. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa
tidak ada diskriminasi terkait jam kerja Para Mitra
Terlapor 1. ------—-mm oo
11.7.20 Tidak adanya diskriminasi terkait perhitungan insentif
karena metode perhitungan insentif dapat berbeda
antara angkutan sewa khusus satu dengan yang

lainnya sesuai dengan bargaining power. Selain itu,
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pada dasarnya perhitungan insentif seluruh mitra
(Mitra Terlapor II maupun Non Terlapor II) memiliki
nilai yang sama. ----------------—-m— oo
a. Menunjuk pada tanggapan Para Terlapor, maka
telah dijelaskan yakni perbedaan perhitungan
insentif dapat terjadi dengan melihat kepada fakter
kekuatan bisnis dari calon mitra. Selanjdtnya,
Para Terlapor juga sudah menjelaskan bahwa
salah satu contoh dalam perhitungan‘insentif ini
yang juga berbeda adalah INKOPPQL dimana mitra
(pengemudi) yang tergabung/ dalam INKOPPOL
mendapatkan insentif tambahan*s% (lima persen).
Hal ini tidak terlepas bahwaiskoperasi INKOPPOL
dalam hal ini memiliki ‘penawaran yang berbeda
yakni INKOPPOL sebagai satu-satunya koperasi
yang dapat béroperasi di bandara. Sehingga secara
bisnis penawaran dari INKOPPOL adalah
penawaran yang baik untuk Terlapor I karena
aplikasi “Terlapor I menjadi dapat memberikan
layanan di bandara, maka Terlapor I memberikan
skema insentif yang berbeda yakni penambahan
komisi 5% (lima persen). Hal ini sebagaimana telah
dibuktikan melalui Bukti T.I-T.II-52.------------------
b. Bentuk kerjasama lain adalah kerjasama Terlapor
I dengan salah satu mitranya di Surabaya, PT
Alfath Mulia Jaya (AMJ) untuk pembangunan
Grab Lounge (Tempat Tunggu untuk Mitra
Terlapor 1) di dekat Terminal Purabaya/
Bungurasih, Surabaya. Dalam hal ini AMJ
mendapatkan manfaat sebagai pengelola dari Grab
Lounge tersebut. Apabila ditanyakan mengapa
kerjasama Grab Lounge dilakukan dengan AMJ?

Justifikasinya adalah karena AMJ mempunyai
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bargaining position, karena menyediakan lahan/
tempat untuk pembangunan Grab Lounge
tersebut. Hal tersebut membuktikan Terlapor I
tidak pernah mendiskriminasikan mitranya, oleh
karena setiap keputusan bisnis Terlapor I selalu
berdasarkan alasan ekonomi (economic reasoning)
yang wajar. -------------------cmmmmeeee————_F9__§
Lebih lanjut, sebagaimana simulasi yang\telah
Para Terlapor sampaikan dalam tanggapannya,
maka telah terbukti bahwa meskipun  adanya
commission back 20% (dua puluh persen) bagi
mitra yang bergabung melalui, Terlapor II, namun
pada akhirnya mitra Non“Ilerlapor II akan lebih
besar mendapatkanr “perighasilannya secara
mingguan. Hald ini 4 telah dijelaskan melalui
keterangan Sdris ki Sari Dewi pada persidangan
tanggal 9 Januari 2020. ----------------mmmmmmm -
Menunjuk pada keterangan Pelaku Usaha Terlapor
II, oleh, Sdr. Halim pada tanggal 10 Maret 2020,
maka diketahui hal-hal sebagai berikut: -------------
1y»Bahwa perhitungan skema insentif mitra
Terlapor II akan lebih kecil nilainya daripada
mitra non Terlapor II;------------—-cmmmmmmmemm -
2) Namun nilai skema insentif tersebut pada
dasarnya akan menjadi sama karena pada
akhir 5 (lima) tahun (program loyalitas Terlapor
I) maka mitra Terlapor II akan mendapatkan
insentif khusus dari Terlapor I yakni sejumlah
uang untuk membayar kendaraan roda empat
yang disewa pada Terlapor I. Jika selisih
pendapatan mitra Terlapor II dan Non Terlapor
II dihitung, nilai insentif mitra Terlapor II dan

Non Terlapor II akan menjadi sama, yang
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berbeda cara atau metode pemberiannya yang
berbeda, yang mana Mitra Non Terlapor II akan
menerima secara harian dan sedangkan mitra
Terlapor II mendapatkan insentif khusus pada

akhir 5 (lima) tahun program loyalitas. ----------

e. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Fakta
yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi
Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas
Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
dan Dinas Perhubungan Makasgsar,, diketahui
menyatakan hal yang sama yakni tidak pernah
menerima laporan dari Mitra WNon Terlapor II
terkait dugaan diskriminasiy berupa perbedaan
penghitungan insghntif ¢ sebagaimana Laporan
Dugaan Pelanggaran Tim Investigator.----------------

f. Berdasarkan4raian di atas, maka terbukti bahwa
tidak ada ‘diskriminasi terkait perhitungan insentif
oleh Para. Terlapor. ----------=-——m—mmmmmmmmmmmm
11.7.21 Fitur, “order“prioritas” dapat digunakan oleh seluruh
mitranMitra Terlapor II maupun Non Terlapor II).-------
an, Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran,
maka Para Terlapor tidak pernah menemukan dalil
Tim Investigator terkait fitur “order prioritas”. Hal

ini baru dikemukakan Tim Investigator seiring
berjalannya Pemeriksaan Lanjutan. Hal ini
menunjukan bahwa Tim Investigator
menambahkan hal baru dalam pemeriksaan
lanjutan, yang mana hal tersebut adalah tidak
diperbolehkan dalam hukum acara persidangan
INANAPULL. — === === = oo o oo o e

b. Menunjuk pada keterangan ahli Prof. Dr. Ningrum
Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka disampaikan

yakni tindakan yang melakukan perubahan
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ataupun penambahan atas dugaan pelanggaran
setelah dilakukan proses pemeriksaan adalah
tidak diperbolehkan karena melanggar hukum
acara dan menciptakan ketidakpastian hukum. ----
Namun demikian, Para Terlapor telah memberikan
bukti berupa keterangan saksi dan bukti tertudis
terkait permasalahan ini. -------------------—-——£-2_
Menunjuk pada  keterangan  Saksi, “Fakta
Investigator dan Para Terlapor (baik mitsa maupun
karyawan), diketahui hal-hal sebagai berikut:-------
1) Fitur ini diberlakukan untuk ‘seluruh mitra

baik Terlapor II maupun, Non“Ferlapor II; --------
2) Fitur ini untuk menjawab kebutuhan mitra

pengemudi agar dapat menerima

order/pesanan seecara otomatis atau dapat

menerimal order)/pesanan tanpa perlu menekan

tombol terima order/pesanan; ---------------------
3) Bahwa fitur ini dikenal oleh mitra pengemudi

dengan istilah “order marathon”; ------------------
4) Jika dalam Bahasa inggris maka fitur ini akan

tertulis “Auto Accept’. —------—-—mmmmmmmmmmemm -
Selanjutnya, menunjuk pada bukti sosialisasi
dalam bentuk visualisasi gambar (vide Bukti T.I-
T.II-39A s.d. 39 B), maka Para Terlapor telah
membuktikan bahwa Terlapor I telah
mensosialisasikan fitur ini melalui simulasi
gambar yang dikirimkan kepada seluruh mitra
melalui aplikasi, yang mana seluruh mitra akan
mendapatkan notifikasi atas sosialiasi tersebut.
Lebih  lanjut, Para Terlapor juga telah
membuktikan perbedaan Bahasa atas fitur

tersebut. —------mm oo
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f. Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa
Para Terlapor tidak melakukan pembedaan atas
keberlakukan fitur order prioritas. --------------------

11.7.22 Tidak adanya hambatan masuk (barrier to entry) bagi
pelaku usaha pesaing Terlapor II untuk bekerjasama
dengan Terlapor I serta Mitra Terlapor 1 yang
bergabung melalui Terlapor II ataupun langsung
kepada Terlapor I memiliki hak untuk masuk,ataupun
keluar (free exit and free entry) dari kerjasama déngan

Terlapor I maupun Terlapor II, dimana,selurah mitra

(Mitra Terlapor II maupun NonfTerlapor II) dapat

memilih produk substitusi diltarwTerlapor I dan

Terlapor II. —------ - oo B e e

a. Menunjuk pada ketgfangan Ahli Prof. Dr. Ningrum
Natasya Sirait,d SiHey¢ M.Li., maka diketahui
beberapa hal penting terkait Pasal 14 UU No.
5/1999, yang pada intinya disampaikan sebagai
berikul: - - oo
1), Bahwa hal yang harus diperhatikan dalam

integrasi vertikal adalah ada atau tidaknya
hambatan pelaku usaha lain untuk masuk
dalam pasar bersangkutan (barrier to entry);----
2) Selain itu, hal yang juga harus diperhatikan
adalah terkait keluar masuknya pihak dalam
pasar tersebut, jika ada kebebasan maka
menunjukan persaingan yang sehat; -------------
3) Hal lainnya adalah ketersediaan atas produk
substitusi, untuk melihat ada atau tidaknya
pilih lain selain produk tersebut.------------------

b. Menunjuk pada keterangan Saksi Fakta Tim
Investigator dan Para Terlapor (baik mitra maupun
karyawan), maka diketahui hal-hal sebagai

berikut:----------—— o
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1) Bahwa para mitra memiliki kebebasan untuk
bergabung melalui Terlapor II atau Non
Terlapor II; -------—-mm oo

2) Bahwa mitra Terlapor I yang berupa badan
hukum menyatakan memiliki hak untuk

pindah bekerjasama pada aplikasi lain seperti

3) Mitra pengemudi Non Terlapor II mengakti
bekerja atau menggunakan aplikasiylain“selain
milik Terlapor I[; -------—-----m—la e oo

4) Terlapor I tidak pernah memberikan sanksi
apapun terhadap mitra ‘yang menggunakan
aplikasi dari pelakugusahawpesaing Terlapor I. --

Selain itu, menunjuk pada” perjanjian Terlapor I

dengan mitra-mitranyad(vide Bukti T.I-T.II-46 A s.

46 G), makadedihat bahwa hingga saat ini masih

banyak mitra Terlapor I yang berbadan hukum

masih(dan baru memulai bekerja sama Terlapor I.

Artinya, “tidak ada hambatan apapun bagi

perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang ingin

bekerjasama dengan Terlapor I.----------------cmmcuoo-

Disamping itu, dalam perkara a quo, Tim

Investigator Tidak  Melakukan  Pemeriksaan

Kepada Seluruh Angkutan Sewa Khusus Di

Wilayah Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan

Makassar. --------------m oo

Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran a

quo maka telah dinyatakan bahwa dugaan

pelanggaran adalah terkait “Jasa Angkutan Sewa

Khusus”. ------—----cmmmmrm e

Selanjutnya, menunjuk pada Laporan Dugaan

Pelanggaran khususnya pada halaman 37 s.d 38

yakni Daftar Saksi dan Ahli Tim Investigator,
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maka diketahui Subjek (Penyedia Jasa Angkutan
Sewa Khusus) yang dilakukan pemeriksaan adalah
yang hanya bekerja sama dengan Terlapor I. --------

g. Hal ini jelas telah bertentangan dengan Laporan
Dugaan Pelanggaran a quo, karena seharusnya
pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh
angkutan sewa khusus di wilayah Jabodetabek,
Medan, Surabaya dan Makassar, baik yang
bekerjasama dengan Terlapor I maupun,tidak. Hal

ini menjadi penting karena untak melihat ada
atau tidaknya hambatan masuk ‘yakni berupa
persaingan usaha tidak sehat(barrier to entry) dan
kebebasan berupa keluar masuknya pelaku usaha
dalam pasar tersebut'(free entry & free exit). --------

h. Namun, Tim Investigator dalam hal ini tidak
melakukan pemeriksaan atau penyelidikan atas
seluruh ‘angkutan sewa khusus di wilayah
Jabodetabek, “Medan, Surabaya dan Makassar,
baik yang‘bekerjasama dengan Terlapor I maupun
tidak.?» Sehingga hal ini menunjukan atau
membuktikan Laporan Dugaan Pelanggaran Tim
Investigator tidak layak untuk diajukan, apalagi
dikabulkan oleh Majelis Komisi. -----------------------

i. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa
tidak ada hambatan persaingan (barrier to entry),
ada free entry & free exit, serta adanya produk
substitusi, yang mana menunjukan adanya
persaingan yang sehat. --------------cmmmmmmmm
11.7.23 Tim Investigator tidak mengajukan bukti apapun
terkait wilayah geografis Surabaya dan Makassar atas
dugaan diskriminasi yang dapat mengakibatkan

persaingan usaha tidak sehat.---------—------omcmmce -

- 306 -



SALINAN

a. Sebagaimana Para Terlapor telah jelaskan pada
bagian Keberatan di atas, maka menunjuk pada
halaman S5 Laporan Dugaan Pelanggaran,
diketahui Tim Investigator telah menetapkan 4
(empat) wilayah geografis untuk dalam dugaan
pelanggaran yakni Jabodetabek, Medan, Surabaya,
dan Makassar. ---------------------mcm N

b. Menunjuk pada proses Pemeriksaan Lanjutan,
maka telah dilakukan pemeriksaan ‘saksi*fakta
pada seluruh wilayah geografis@dalam  dugaan
pelanggaran a quo. Namun, Tifm Ianvestigator pada
wilayah geografis Surabaya danwMakassar tidak
mengajukan Saksi Fakta, -=&--8-----------mcmmmmmm

c. Hal ini menunjukandbahwa Tim Investigator TIDAK
dapat membuktikan qadanya pelanggaran oleh
Terlapor I dan Terlapor II pada wilayah geografis
Surabaya dan Makassar. ------------==-==--—cmmcmmmooo

d. Menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum
Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui hal -hal
yang pada intinya sebagai berikut: ------------------—-
(a)>Tim Investigator wajib membuktikan dugaan

pelanggaran pada seluruh wilayah geografis
dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; ------------
(b) Keterangan saksi pada 2 (dua) wilayah
geografis lain tidak dapat digunakan sebagai
keterangan 2 (dua) wilayah geografis lainnya. --

Lebih lanjut, hal ini membuktikan bahwa Tim

Investigator telah melanggar hukum acara yang

berlaku yakni Tim Investigator harus membuktikan

pelanggaran pada seluruh wilayah geografis yang
didalilkan. hal ini juga telah membuktikan seluruh

dalil Tim Investigator menjadi cacat ataupun gugur
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sehingga seharusnya Majelis memutus tidak adanya
pelanggaran yang dilakukan oleh Para Terlapor. --------
Tim Investigator tidak memiliki bukti yang sah secara
metodologi penelitian terkait pembuktian unsur

“mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak

a. Sebagaimana Para Terlapor telah jelaskan(pada
bagian Keberatan di atas, maka menunjukypada
keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya ‘Sirait,
S.H., M.Li.,, maka diketahui hal ¢halyyang pada
intinya sebagai berikut: --------f-- e
1) UU No. 5/1999 mengaturiatad berkaitan atas

2 bidang yakni hukum dan,ekonomi;-------------
2) Bahwa dalam pembuktian UU No. 5/1999
maka dibutdhkanysuatu dasar yakni dapat
berupa Kkajian;, dimana contohnya adalah
dalam“Rasal“14 UU/1999 terkait penguasaan
produksi maka hal ini harus ada dasar berupa
kajiafi“secara ekonomi. ---------------mmmcmmmmcmmmo

b.. Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran,
maka tidak ada dalil ataupun bukti yang
menunjukan adanya kajian yang dilakukan oleh
Tim Investigator terkait dugaan pelanggaran. Hal
ini membuktikan bahwa Laporan Dugaan
Pelanggaran a quo tidak terbukti karena tidak
adanya bukti analisis secara ekonomi terkait
dugaan pelanggaran Para Terlapor. -------------------

c. Hal ini juga dipertegas kembali melalui keterangan
Ahli Faisal Basri, S.E., M.A., yang menyatakan
hal-hal yang intinya sebagai berikut: -----------------
1) Dalam memberikan kajian atau survey terkait

ekonomi maka harus diperhatikan kualitas

dari yang di survey;------------------=---mmmmmmmmm——-
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2) Apabila terdapat kategori atau berbagi variable
dalam sistem tersebut maka seluruh wvariable
tersebut harus dinilai;-------------—-——-—-ccee e

3) Dalam  mengambil sample maka ada
ketentuan-ketentuan jumlah minimum yang
dapat mewakili suatu hal. -----------—-—---cm—-ae

d. Menunjuk pada data performa Saksi Fakta Tim

Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T I-Tdll-

19), maka dapat dilihat kualitas dari ‘Saksi“yang

menjadi dasar Laporan Dugaan Pelanggaran Tim

Investigator adalah sangat tidak layak dan tidak

mewakili ratusan ribu mitrayTerlapor I. Hal ini

dikarenakan secara kualitas, memiliki performa
tidak baik dan jugafSecara jumlah tidak mewakili
ratusan ribu mitfa Tenlapor [. -----------—-—-ccmmeee
e. Berdasarkan< hal “di atas, maka terbukti Tim

Investigator, /tidak dapat membuktikan adanya

dampak persaingan usaha tidak sehat secara

ekonomi“karena kualitas sampel yang digunakan

dalam perkara a quo adalah tidak layak dan tidak

mewakili ratusan ribu Mitra Terlapor I. --------------

11.7.25 #4Tim Investigator tidak dapat membuktikan Ilayer
physical yang menunjukkan adanya algoritma secara

sistem Terlapor I yang memberikan prioritas pesanan

kepada Terlapor II.---------——mmmmmm oo

a. Menunjuk pada halaman 5 Laporan Dugaan

Pelanggaran, maka diketahui pasar produk yang

dimasukan atau dicantumkan adalah terkait

aplikasi atau piranti lunak Terlapor I. ----------------
b. Selanjutnya, Tim Investigator menduga adanya
pemberian prioritas dalam pemesanan atau
orderan bagi Mitra Terlapor II, yang mana hal

tersebut hanya didasarkan pada suatu brosur
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yang isinya berkenaan dengan hal-hal pemasaran
dari Terlapor II. ---------mm e
Lebih lanjut, menunjuk pada keterangan Ahli
Bapak Hamid dari Universitas Islam Indonesia
yakni di bidang Teknologi dan Informatika, maka
diketahui hal-hal yang pada intinya sebagai
berikut:-------------— - RN
1) Bahwa komputer itu terbagi atas 2 layeriyakni
layer logical dan layer physical. ------%-----=8=---—-
2) Adapun perbedaannya adalah, layer logical
merupakan hal-hal yang tampak secara jelas
pada layar dan sedangkans layer physical
merupakan file yang terdapat di dalamnya; -----
3) Bahwa layer logicalfdapat berubah namun
perubahan-pérubahan tersebut akan dapat
terlihat padaslayer physical; ------------------------
4) Bahwa untuk menunjukan ada atau tidaknya
diskriminasi maka harus dilihat servernya
secararkhusus layer physical nya. ----------------
Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran dan
bukti-bukti Tim Investigator, maka tidak ada bukti
apapun terkait algoritma ataupun layer physical
atas sistem Terlapor I. Hal ini membuktikan
bahwa Tim Investigator tidak dapat membuktikan
pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Para

Terlapor. —-------mm oo

11.7.26 Tidak terbuktinya unsur mengakibatkan terjadinya

kerugian masyarakat, dikarenakan: ---------------------—-

a.

Kehadiran aplikasi Terlapor I karena sudah
menjadi kebutuhan mutlak dimasyarakat dan juga
menguntungkan masyarakat pelayanan door to

door, memberikan pilihan bagi masyarakat dan
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memiliki harga yang murah dibandingkan taksi
konvensional. ----------mmmmm o
Menunjuk doktrin para ahli larangan monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat dalam buku
yang berjudul “Hukum Persaingan Usaha Antara
Teks dan Konteks” yang salah satu penulisnya
yakni KETUA KPPU saat ini Kurnia Toha,(Ph.D
beserta ahli lainnya yakni Dr. Andi Fahmi Lubis,
S.E., M.E.; Dr. Anna Maria Tri Anggataini,*S.H.,
M.H.; Prof. M. Hawin, S.H., LL.M#RPh.D; Prof. Dr.
Ningrum Natasya Sirait, S.H./MLI; Dr. Sukarmi,
S.H., M.H.; Syamsul Maarif)y PhD; dan Dr.jur.
Udin Silalahi, S.H., LL.M3, yvang dikutip sebagai
berikut: --------—--——- - - ¥

“dirumuskannyaf pasals14 uu no. 5 tahun 1999
secara rule offreason“adalah sangat tepat, karena
seperti telah, dijelaskan bahwa integrasi vertikal
dapat mempunyai dampak-dampak yang pro
kepadaspersaingan, dan dapat pula berdampak hal
yang merugikan pada persaingan. dengan kata lain
pelakwusaha sebenarnya tidak dilarang membuat
perjanjian dengan pelaku usaha lain yang
bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah
produk yang termasuk dalam rangkaian produksi
barang atau jasa tertentu yang mana setiap
rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan
atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian
langsung maupun tidak langsung sepanjang tidak
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak
sehat atau merugikan kepentingan masyarakat dan
perjanjian tersebut mempunyai alasan-alasan yang
dapat diterima.”

Selanjutnya, menunjuk pada keterangan ahli
Faisal Basri, S.E., M.A., menyatakan hal-hal yang
pada intinya sebagai berikut:---------------omcmmcmmo—
1) Bahwa saat ini kehadiran aplikasi merupakan

kebutuhan yang tidak dihindari oleh

masyarakat; -------------mm o
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2) Bahwa kehadiran taksi aplikasi sangat
membantu masyarakat karena mempermudah
masyarakat dimana memberikan pilihan baru
bagi masyarakat; ---------------mmcmm e

3) Harga yang ditawarkan juga lebih murah
daripada taksi konvensional;-----------------—--&=-

4) Dahulu saat taksi konvensional (Bluebird)
menguasai pasar, niscaya setiap tahunijakan
ada kenaikan tarif, namun sekarang sudah
tidak lagi; -------------—mmmom T

5) Kehadiran aplikasi membuat taksi
konvensional juga melakukan perubahaan
yang sama yakni membuat,aplikasi yang sama,
contoh: bluebirdddengan aplikasi my blue bird,; -

6) Dahulu masyarakat harus mencari taksi
secara langsung dipinggir jalan, namun
sekarang./dapat melalui aplikasi dan kemudian
dijemput “secara langsung di tempat yang
diingintkan. --------------mmmm

Lebih lanjut, Kepala Badan  Pengelolaan

Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan

Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Makassar

juga menyatakan hal-hal yang pada intinya

sebagai berikut:-----------mms o

1) Kehadiran taksi berbasis aplikasi membantu
pemerintah dalam menghadirkan pilihan moda
transportasi kepada masyarakat; -----------------

2) Harga yang ditawarkan menjadi bersaing;-------

3) Pelayanan kepada masyarakat juga menjadi
lebih baik, dimana taksi konvensional mulai

memperhatikan kualitas pelayanan;--------------
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4) Taksi berbasis aplikasi memberikan bantuan
layanan door to door, dimana membantu untuk
menjadi sarana penyambung dari moda
transportasi publik ke tempat atau rumah
masyarakat secara langsung. ----------------------

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa

kehadiran Terlapor [ dan Terlapor II sangat

menguntungkan masyarakat, dimana, ‘sudah
menjadi kebutuhan mutlak bagi masyarakat dan
menciptakan persaingan dibidafng transportasi
serta masyarakat secara lafigsung merasakan
seluruh manfaatnya. Oleh “karena itu, tidak
terbukti adanya kerugian‘Wmasyarakat, sehingga
seharusnya Para gTerlapor dinyatakan tidak
melanggar Pasald4 UWYNo. 5/1999. -—----—-cmmmmem

Kehadiran Terlapor II selaku angkutan sewa

khusus memberikan keuntungan bagi masyarakat

karena memiliki sistem keamanan dan kualitas
kenyamanan lebih karena sistem seleksi yang
sangat baik dari Terlapor II. -----------------mmcmmm -

Para Terlapor kembali menunjuk kepada doktrin

para ahli larangan monopoli dan persaingan usaha

tidak sehat dalam buku yang berjudul “Hukum

Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks” yang

salah satu penulisnya yakni Ketua KPPU saat ini

Kurnia Toha, Ph.D beserta ahli lainnya yakni Dr.

Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E.; Dr. Anna Maria Tri

Anggaraini, S.H., M.H.; Prof. M. Hawin, SH., LL.M,

Ph.D; Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI;

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.; Syamsul Maarif, Ph.D;

dan Dr.jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M., yang

menyatakan pelaku usaha tidak dapat dinyatakan
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melanggar Pasal 14 UU No. 5/1999 jika
masyarakat diuntungkan. ---------------------mmo
Menunjuk pada perjanjian antara Terlapor II
dengan penyedia jasa GPS dan kamera pengawas
atau CCTV (vide Bukti T.I-T.II-36 B jo. Bukti T.I-
T.II 45 A s.d 45 C), maka diketahui Terlaporgll
memiliki sistem seleksi yang sangat baik dan hal
ini terbukti dengan adanya penghargaan‘yang
diberikan kepada Terlapor II dan mitra‘pengémudi
yang bergabung melalui Terlapor IIArtinya, hal ini
membuktikan pelayanan dan  kualitas mitra
Terlapor I yang berada pada, Terlapor II adalah

mitra yang memiliki kualitas‘terjamin dan sangat

Selanjutnya, kualitas dan jaminan yang diberikan
Terlapor II atas pengemudinya yang menggunakan
aplikasi Téglapord akan dirasakan secara langsung
oleh masyarakat yang menggunakan aplikasi
Terlaper “I. Oleh karenanya, masyarakat secara
langsung diuntungkan karena mendapatkan
pelayanan, kenyamanan, dan keamanan secara
langsung atas mitra pengemudi Terlapor I yang
bergabung melalui Terlapor II. ------------------m oo
Lebih lanjut, menunjuk pada keterangan ahli
yakni Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LIL.,
dan Faisal Basri, S.E., M.A., maka kedua ahli
memberikan keterangan yakni pada intinya
menyatakan: -----------mmm o
1) Bahwa kehadiran perusahaan taksi berbasis

aplikasi memberikan dampak positif; ------------
2) Bahwa integrasi aplikasi dan  pemilik

kendaraan adalah kebutuhan yang tidak bisa

dihindari pada masa saat ini. -------------=--—-----
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Selanjutnya, berdasarkan keterangan Saksi Fakta
yakni dari Badan Pengelolaan Transportasi
Jabodetabek, Dinas Perhubungan Medan, Dinas
Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
dan Dinas Perhubungan Makassar, selurunya
memberikan keterangan yang pada intinya sama,
yakni: Pemerintah sangat mendukung hadirhya
teknologi aplikasi transportasi online, yang dinilai
membawa dampak  positif bagi  kemajuan
transportasi di Indonesia. ----------4®ss -2 -
Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa
tidak ada kerugian masyatakat atas adanya
Terlapor II karena Teglapor %Il selaku angkutan
sewa khusus memberikan keuntungan bagi
masyarakat yakni memiliki sistem keamanan dan
kualitas kenyamanan lebih yang mana tidak

terlepas dari Sistém seleksi yang sangat baik. -------

Kesimpulan keempat. ----------------------omm

11.7.27 Berdasarkan®Peraturan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal

15, (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat, diketahui unsur-

unsur Pasal 15 ayat 2 UU No. 5/1999 sebagai berikut:

a.

o

o o

o o

—

Unsur pelaku usaha; ----------------------mmm -

. Unsur perjanjian; ----------=--=--mmmmmmm oo

Unsur pelaku lain; --------=------mmmmmm oo

. Unsur pihak yang menerima; ----------------=-=---—---—-

Unsur barang; ----------------—--—-—-m oo
Unsur jasa;---------------=m-—-mm oo

Unsur membeli; -----------mmmmmm oo

. Unsur barang lain;-----------=-==-——-mmmmmommm -

Unsur jasa lain; --------------—-——-—omcmm o
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j- Unsur pelaku usaha pemasok. --------------omcmmmee-
11.7.28 Para Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran
atas Pasal 15 ayat 2 UU No.5/1999, dikarenakan: -----
a. Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator
adalah rekayasa atau fiktif karena tidak sesuai
dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman/Pasal
15 (Perjanjian Tertutup) Undang-UndangeNomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Mofiopoli
dan persaingan usaha tidak sehat yakni tidak
menjabar unsur dengan tepat dan tidak melakukan
kajian atas dampak positif, sertamdampak negatif
atas perjanjian. ----------mmm B R
b. Menunjuk pada halaman 29 s.d 32 Laporan
Dugaan Pelanggaran ¢, Tim Investigator, maka
diketahui Tim_  Investigator menjabarkan unsur-
unsur atas“Pasal¥l5 ayat 2 UU No. 5/1999, yakni
sebagailberikut? -----------mmmm

1) . UnsurPelaku Usaha;-----------------mmmmmmmmcmme
2) % Unsur Perjanjian; -----------------mmmmmmmmmmm -
3) “»Unsur Pelaku Usaha Lain;----------------------—-—-
4) Unsur memuat persyaratan bahwa pihak yang
menerima barang dan atau jasa tertentu harus
bersedia membeli barang dan atas jasa lain

dari pelaku usaha pemasok -------------=----—-——--

c. Bahwa penjabaran unsur di atas oleh Tim
Investigator adalah tidak sesuai dengan unsur-
unsur sebagaimana Peraturan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
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Sehat, yang mana dijabarkan unsur Pasal 15 ayat 2
UU No.5/1999 adalah sebagai berikut: ----------------
1)  Unsur Pelaku Usaha;-----------------------cmmmm -
2)  Unsur Perjanjian; ------------------=------mmmmmmmo—-
3) Unsur Pelaku Lain; ---------------------mmm o
4)  Unsur Pihak Yang Menerima; -------------------#=-
5) Unsur Barang;------------------------ommm-
6) Unsur Jasa;-------------m--mmmmmmm - R
7)  Unsur Membeli; ----------------mmmm -t
8) Unsur Barang Lain;-------------4s- %o
9) Unsur Jasa Lain;------------f - oo -
10) Unsur Pelaku Usaha Pemasoke#-----------------—-
Berdasarkan uraian diatasj) maka telah terlihat
penjabaran unsur-umSur Pasal 15 ayat 2 Laporan
Dugaan Pelanggaran Tim Investigator tidak sesuai
dengan penjabaran, unsur-unsur sebagaimana
Peraturan “Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 5 Tahunh 2011 Tentang Pedoman Pasal 15
(Perjanjiant™ Tertutup) Undang-Undang Nomor 5
Tahun ©1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.--------------------
.Selanjutnya, Peraturan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, hal. 19 juga mengatur bahwa tidak semua
perjanjian  tertutup (tying agreement) dapat
dinyatakan melanggar Pasal 15 ayat 2 UU
No0.5/1999, namun perlu dilihat dampak yang
ditimbulkan yakni positif atau negatif, yang

bunyinya dikutip sebagai berikut: ------------------—-—-
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“Tidak secara otomatis perjanjian tertutup itu
menimbulkan dampak negatif, akan tetapi juga
dapat memberikan dampak positif sehingga oleh
karenanya pelaku usaha tidak dapat dihukum
hanya karena membuat perjanjian tertutup,
bilamana perjanjian tertutup tersebut memberikan
dampak positif.”

e. Lebih lanjut, Tim Investigator dalam Laporan
Dugaan Pelanggaran hanya mendalilkan “pada
perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor“ll tanpa
menjabarkan dampak negatif yanggditimbulkan
sehingga terjadi pelanggaran Pasal 15 ayat 2 UU
No0.5/1999 (vide Bukti halaman 29's.:d 32 Laporan
Dugaan Pelanggaran). , Halw ,ini jelas telah
membuktikan bahwa Laperan, Dugaan Pelanggaran
Tim Investigator ftidak ", memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur, dalam Peraturan Komisi
Pengawas Pessaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
LafanganwPraktek Monopoli Dan Persaingan Usaha
LidakSehat. —--------mmm o

Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti

bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator

tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tidak terbukti unsur “membeli” dalam Pasal 15 ayat 2

UU No. 5/1999 yakni para Mitra Terlapor I yang

bergabung melalui Terlapor [ tidak melakukan

pembayaran apapun untuk mendapatkan aplikasi

Terlapor 1. ——----- oo

- 318 -



SALINAN

a. Menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum
Natasya Sirait, S.H., M.Li, maka diketahui
pengertian “membeli” dalam Pasal 15 ayat 2 UU No.
5/1999 yakni dikutip sebagai berikut: -----------------

Pasal 15 ayat (2) UU 5/1999 secara eksplisit
mempergunakan kata “membeli” yang menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia definisti membeli
adalah memperoleh sesuatu melalui
penukaran/pembayaran dengan uang. “Secara
hukum dengan ada pembelian maka “terdapat
pengalihan kepemilikan. Sedangkan menyewartidak
terjadi pengalihan kepemilikan.

Oleh karena perjanjian sewa-menyewa tidak
termasuk dalam cakupan Pasal 15 ayat (2) UU
5/1999 yang salah satu unsurnya adalah membeli,
maka tidak relevan lagi suntuk menganalisis
keterkaitan Pasal 15 ayat (2)N\UU 5/1999 dengan
klausul dalam sewa-menyewada, termasuk kewajiban
mempergunakan aplikast, dalam masa sewa-
menyewa.

b. Menunjuk padadvide Bukti T.I-T.II-47 A s.d. 47 E
maka diketahuli bahwa di dalam perjanjian antara
Terlaporulli\dengan mitra yang bergabung kepada
Teflapor Tsmelalui Terlapor II tidak ada klausul yang
meminta mitra tersebut membayarkan sejumlah
uang untuk mendapatkan aplikasi.---------------------

¢ Selanjutnya, sebagaimana keterangan Pelaku
Usaha oleh Sdr. Halim (Terlapor II) dan juga Sdri.
Iki Sari Dewi (Terlapor I), maka dijelaskan yakni
yang pada intinya sebagai berikut: ---------------------
1) Mitra yang bergabung melalui Terlapor II

sepenuhnya dilatih oleh Terlapor II; --------------
2) Pelatihan yang diberikan oleh Terlapor II
meliputi safety driving, penggunaan aplikasi
dan lain-lain;--------=--=-——— =
3) Terlapor I tidak pernah memungut bayaran
apapun terhadap seluruh mitra agar dapat

menggunakan aplikasi Terlapor I;-----------------
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4) Mitra yang bergabung secara langsung kepada
Terlapor I dapat mendaftar secara online; -------

5) Aplikasi Terlapor I dapat diunduh secara gratis
di android store maupun apple store. ----- -------
d.Lebih lanjut, Tim Investigator juga tidak
memberikan bukti apapun terkait adanya bukti
pembayaran atau transaksi oleh mitra agar @dapat
menggunakan aplikasi Terlapor I.-----------4- -2 =t
Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa“tidak
adanya unsur membeli sebagaimana Pasalyl15 ayat (2)
UU No. 5/1999, sehingga Majelis, Komisi harus
menolak dugaan pelanggaran @ que. s=t------------—--—-—-
Terbukti bahwa perjanjian, tertutup antara penyewa
dan Terlapor II memiliki"alasan secara ekonomi yakni
mitra Terlapor II ik@it 'sesta dalam program loyalitas
Terlapor I, dimana, mitra Terlapor II akan
mendapatkan“insentif khusus pada tahun ke 5 (lima)
oleh Terlapor I,”yang mana memberikan dampak
positif ‘bagi“pihak penyewa yakni berupa aplikasi
secara gratis (merupakan teknologi yang mutakhir),
mendapatkan penghasilan, dan akan mendapat
insentif khusus pada tahun ke 5 (lima) oleh Terlapor I.
a. Menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum
Natasya Sirait, S.H., M.Li, maka diketahui tidak
semua perjanjian tertutup (tying contract)
dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 15 ayat 2
UU No. 5/1999, yang mana harus dilihat terlebih
dahulu latar belakang dan dampak yang
ditimbulkannya, jika memberikan dampak positif
maka  tidak dapat dinyatakan = melanggar.

Selengkapnya dikutip sebagai berikut: -----------------
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“KPPU menyusun Peraturan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(“PerKPPU 5/20117) untuk menjadi penjabaran
penafsiran dan pelaksanaan Pasal 15 UU 5/1999.
KPPU dalam Pasal 3 PerKPPU 5/2011 menyatakan
bahwa pedoman yang termuat dalam PerKPPU
5/2011 merupakan standar minimal bagi Komisi
dalam melaksanakan tugasnya, yang menjadi satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkandari
Peraturan ini, mengikat semua pihak.

Dalam pedoman tersebut KPPU menyatakan bahwa
Perjanjian tertutup merupakan (salah satu strategi
yang dapat ditempuh oleh ‘pelaku usaha untuk
meningkatkan kekuatan , pasar. Tidak secara
otomatis perjanjian tertutupy, itu menimbulkan
dampak negatif, akan_tetapiyuga dapat memberikan
dampak positif sehingga oleh karenanya pelaku
usaha tidak dapat dihulkkum hanya karena membuat
perjanjian tertutup;. bilamana perjanjian tertutup
tersebut memberikan dampak positif.

Pembedaan antara dampak positif dari dampak
negatif ddpat ditetapkan dengan (i) mempelajari latar
belakang “atau alasan mengapa pelaku usaha
membuat perjanjian tertutup, dan (ii) menganalisis
akibat/dampak dari dibuatnya perjanjian tertutup
tersebut.

a. Dampak positif dibuatnya perjanjian tertutup
tersebut secara umum antara lain:

b. Peningkatan spesialisasi antara produsen-
distributor akan meningkatkan skala ekonomis
masing-masing pihak, sekaligus mengurangi
unsur ketidak-pastian dalam proses distribusi.

c. Pengurangan biaya transaksi antara produsen-
distributor sehingga terjadi peningkatan efisiensi.

d. Peningkatan kepastian dalam melakukan usaha
bagi pelaku usaha yang terikat dalam suatu
perjanjian tertutup

e. Mengurangi perilaku distributor mengambil
kesempatan (peluang) arbitrage. Hal ini terjadi
bila seorang membeli produk yang -cukup
banyak, kemudian dyual ke pasar yang lain
sehingga mendapat keuntungan dari perbedaan
harga jual pada pasar yang berbeda. Dampak
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tindakan arbitrage ini akan mengganggu pangsa
pasar produsen yang sama di wilayah lain.

f-  Perjanjian eksklusif, yang merupakan kontrak
jangka panjang yang eksklusif antara produsen
dan distributor sehingga secara positif akibatnya
akan dapat mengurangi biaya observasi
(searching cost), biaya transaksi, biaya
monitoring sistem distribusi. Dengan adanya
kepastian pasokan distribusi baik bagi produsen
maupun distributor sebagai akibat perjanjian
eksklusif tersebut, maka efisiensi akafydapat
dicapai.

Khusus untuk strategi tying contract “(perjanjian

pembelian dengan mengaitkan produik, lain dalam

suatu penjualan), dampak positif yang bisa muncul
antara lain:

a. penjualan berbagai produlk. secara bersamaan
akan mengurangi biayea, ‘transaksi, terutama
dalam proses pengumpulan informasi, negosiasi
serta manajemen 'logistik;

b. dalam kasusdtertentu (misalnya untuk mesin
yang rumit)f’ predusen dapat mengikat pembeli
sehingga.kontrol kualitas terhadap bahan baku
yang digunakan mesin tersebut dapat dilakukan.
Dengan demikian tidak akan terjadi kesalahan
penggunaan bahan baku yang memperburuk
Kinerja'mesin.

KPPU juga menyatakan bahwa pendekatan Pasal 15
UU5/1999 harus menggunakan interpretasi yang
fleksibel dan tidak kaku sebagaimana dimaksud
oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam
Putusannya No. 05 K/KPPU/2007 tertanggal 4 April
2008.

. Menunjuk pada keterangan Saksi Fakta Para
Terlapor yang merupakan mitra Terlapor I yang
bergabung melalui Terlapor II, maka diketahui
memberikan keterangan yang pada intinya
menyatakan hal-hal sebagai berikut: -------------------
1) Bahwa kehadiran Terlapor II memberikan

dampak yang Dbaik karena memberikan

kesempatan untuk mendapatkan kendaraan

roda empat; ----------mmmm
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2) Sistem di awal hanya menyerahkan deposit
dan bukan uang muka sebagaimana yang
terjadi jika leasing kendaraan;---------------------

3) Kendaraan yang disewakan tidak perlu
dikembalikan ke pool; -----------=-=--mmmmmmm -

4)  Waktu bekerja fleksibel; ---------------mmmmmmman

5) Penghasilan yang didapatkan cukup( baik
untuk memenuhi standar hidup yangdayak &==-

. Berdasarkan hal diatas, maka diketahui adanya

dampak positif yang didapatkan, para pihak

penyewa yakni kendaraan dapat disewa selama 5

(lima) tahun dengan hanya memberikan deposit dan

bukan down payment, ikut dalam program loyalitas

Terlapor I dimana@®dapat” kesempatan untuk

mendapatkan kendaraam roda empat, dan dapat

memperoleh {Penghasilan. Hal ini sebagaimana
dibuktikan “melaldi surat terkait program loyalitas

Terlapor I (vide'Bukti T.I-T.II-47 A s.d. 47 E). -—----—---

. Lebih lanjut, bahwa perjanjian tertutup tersebut di

atas adalah hal yang sangat wajar dan logis karena

para mitra yang menjalankan program loyalitas
melalui Terlapor II akan mendapatkan insentif
khusus yakni insentif atau bonus yang akan
digunakan untuk mendapatkan kendaraan yang
disewakan oleh Terlapor II. Sehingga para mitra
tersebut tentu harus menggunakan aplikasi

Terlapor I karena Terlapor I akan memberikan

bonus kepada mitra dan bukan kompetitor Terlapor

I yang memberikan bonus tersebut. Hal ini telah

dinyatakan sangat wajar juga oleh Ahli Faisal Basri,

S.E., M.A., yang dikutip sebagai berikut: --------------
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“Wajar dan umum hal tersebut terjadi, bahwa KPPU
ini didirikan utamanya untuk menjaga nasib rakyat
supaya rakyat tidak jadi korban dari kesewenangan
konglomerasi perusahaan-perusahaan besar, bukan
cenderung kasus perdata dua perusahaan, yang
efeknya ke masyarakat tidak ada”

. Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li
dan Ahli Faisal Basri, S.E., M.A. dalam
keterangannya dibawah sumpah, pada intinya juga
menerangkan bahwa apabila masih terdapat
kebebasan bagi calon mitra untuk memilih dan
kebebasan untuk keluar masuk (free entry free exit)
maka hal tersebut tidak “ermasuk perjanjian
tertutup (tying contract) “sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat 2 UU N, 5/1999. -----------omm—-
. Bahwa keteranganm, “Ahli “di atas dihubungkan
dengan keterafigann Seluruh Saksi Fakta yang
tergabung @Sebagaid mitra Terlapor II, baik yang
dihadirkan Tim Investigator maupun Para Terlapor
yangamembenarkan adanya kebebasan bagi calon
mitra ‘“untuk memilih apakah akan bergabung
sebagai mitra Terlapor II atau mitra perusahaan
laihnya, dan adanya kebebasan untuk keluar
masuk (free entry free exit) tanpa denda/sanksi
apapun yang diterapkan oleh Terlapor II, maka
Terlapor bahwa baik Terlapor I maupun Terlapor II
tidak melanggar ketentuan terkait perjanjian
tertutup (tying contract) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 5/1999. -----—--—--———-
. Bahwa Perjanjian Tertutup (tying agreement) ini
adalah hal yang wajar terjadi di dalam dunia usaha,
dimana contoh nyatanya yang terjadi dalam usaha
angkutan sewa khusus yakni PT Bluebird Tbk

mewajibkan pengemudinya hanya menggunakan
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aplikasi My Bluebird dan/atau Aplikasi Gojek

karena saat ini PT Bluebird Tbk telah bekerjasama

dengan Aplikasi Gojek.-----------------mmmmmm -
Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa
Para Terlapor tidak melakukan pelanggaran Pasal 15
ayat (2) UU No. 5/1999 quod non Majelis Komisi tetap
berpandangan terdapat perjanjian tertutup ((tying
contract) antara Para Terlapor maka harus dicatat
bahwa perjanjian tertutup (tying contraet) tersebut
memiliki latar belakang ekonomi yangh logis dan
memiliki dampak positif. Oleh &karena itu Majelis
Komisi harus menolak dugaangpelanggaran atas Pasal

15 ayat (2) UU No. 5/1999 g oo

Kesimpulan kelima. ----------—-——- @88 b

11.7.31

11.7.32

Berdasarkan Peratutran Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Nomor 3<Tahun, 2011 tentang Pedoman Pasal
19 huruf d {Rraktek Diskriminasi) Undang-Undang
Nomor 5( Tahun® 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli, Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
diketahuiunsur-unsurnya sebagai berikut:--------------
anUnsur pelaku usaha; -----------—-——--cmmmmmmmmm

b. Unsur melakukan baik sendiri maupun bersama-

c. Unsur pelaku usaha lain;----------=-=--———-cmcmmmmem -
d. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan; -----
e. Unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli;---------=---—mmm o
f. Unsur persaingan usaha tidak sehat; ------------------
g. Unsur melakukan praktek diskriminasi.---------------
Para Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran
atas Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, dikarenakan: ---
a. Tidak terbuktinya unsur “persaingan usaha tidak

sehat” karena: ----------=-———mmm o
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Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator
adalah rekayasa atau fiktif karena hanya
mendalilkan tindakan Terlapor I dan Terlapor II
mengakibatkan hambatan persaingan usaha
dalam bentuk diskriminasi tanpa melakukan
kajian atas dampaknya secara ekonomi dan
hanya melakukan pemeriksaan terhadapfsaksi
yang secara fakta tidak memiliki kapabiltas

sebagai Saksi --------------mmmmmmmm b —lE

.Menunjuk pada halaman 35 &d. 86 Laporan

Dugaan Pelanggaran Tim (Investigator, maka
diketahui atas unsur “persaingan usaha tidak
sehat” Tim Investigator Yhanya menyatakan
pelaksanaan pegjanjian Terlapor I dan Terlapor
II diduga mengakibatkan hambatan persaingan
dalam bentuk, diskriminasi, selengkapnya
dikutipisebagai berikut: ----------------mmmmcmmeo-

“Bahwa pelaksanaan perjanjian yang
dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II
diduga telah  mengakibatkan  hambatan
persaingan dalam penyediaan jasa angkutan
Sewa khusus dalam bentuk perlakukan
istimewa yang dilakukan Terlapor I kepada
perusahaan afiliasinya (Terlapor 1)
sebagaimana diuraikan pada buti 9 (bagiran
Perilaku Terlapor) sehingga secaramutatis
mitandis menjadi  bagian yang  tidak
terpisahkan dari penjelasan dan/atau analisis
pemenuhan unsur ini.”

ii.Menunjuk kembali pada penjelasan Para

Terlapor divatas, maka keterangan ahli yakni
Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li
dan Faisal Basri, S.E., M.A., telah menyatakan
pembuktian atas akibat dalam Pasal 14 UU No.
5/1999 harus diikuti kajian secara ekonomi.

Para Ahli juga menyatakan yakni penilaian jika
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pasar bersangkutan (relevant market) adalah
angkutan sewa khusus maka penilaian harus
dilakukan terhadap seluruh angkutan sewa
khusus yang berada pada wilayah geografis

dalam perkara a quo. ------------=-=—-mmmmmmm -

.Bahwa Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait,

S.H., M.Li dan Faisal Basri, S.E., M.A.fpada
intinya menyatakan tujuan utama dasi UU {No.
5/1999 adalah untuk menjaga kesejahteraan
konsumen (consumer welfare), sepanjang tidak
terdapat kepentingan konsumen  yang
dilanggar maka sepatutnya KPPU tidak perlu
melakukan pemeriksaan, terhadap suatu
perkara. Apabilagdihubungkan dengan Laporan
Dugaan  Pelanggaran  perkara a quo,
Investigator ssama sekali tidak membuktikan
kepentingan atau kesejahteraan konsumen apa
yang terganggu. Pelaku usaha pesaing Terlapor
I 'daft"pengemudi yang bukan Mitra Terlapor II
merupakan lingkup yang sangat kecil bahkan
bukan tujuan utama yang dilindungi oleh UU
No. 5/1999, karena consumer welfare tidak
terganggu, justru konsumen sangat bersyukur
dengan hadirnya Para Terlapor yang membuat
harga taksi/ angkutan sewa khusus semakin
murah/ kompetitif. --------------cmo -
Bahwa di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran
maupun dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim
Investigator tidak menunjukan atau tidak
berhasil membuktikan: ----------------mcmmcmme -
(a) Adanya kesejahteraan konsumen

(consumer welfare) yang terganggu; ---------
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(b) Adanya survey untuk pembuktian secara
ekonomi terhadap seluruh Angkutan Sewa
Khusus (baik individu maupun badan
hukum) pada 4 (empat) wilayah geografis;-

(c) Adanya kajian secara ekonomi atas
dampak persaingan usaha tidak sehat
pada 4 (empat) wilayah geografis. ----#-----=

Tim Investigator hanya melakukan

pemeriksaan dalam proses penyelidikan™ dan

kemudian dihadirkan sebagai,, saksi dalam

Pemeriksaan Lanjutan yakni_terhadap Saksi

yang tidak memiliki kapabilitas sebagai Saksi

dalam perkara a quo, yakni,atas nama: ----------

(a) Afrizal, S.T g€
(b) Joko Pitoy0; -#n—--------------mmmmmmm oo
(c) Immanuel Nababan; -----------------cmcceuuuv
(d) JoniAryanto;---------------------mmmmmmmmmmmmoo
(e)¢ _Agus Edi Hermanto; -----------------------—---

(0%, David Bangar Siagian;----------------------——-
(g)» Fadli Arief Hasibuan; -----------------------——-
(h) Daniel Ompusunggu;--------------------------
(i) Abdul Gani; -------------------mmm -
) Ricat Fernando Hutapea AMP; ---------------
(k) M.Abdi Fauzan Siregar; -----------------------
() Rantoni Sibarani; ------------=-----—-cmmcmmem
(m) Ade Jaha Utama Nababan; -------------------
(n) Musfir. -
Bahwa Para Terlapor telah membuktikan
bahwa Para Saksi Fakta Tim Investigator tidak
layak sebagai Saksi karena memiliki performa
yang tidak baik, dengan alasan sebagai

berikut: --------------- -
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(@) Menunjuk pada bukti Laporan kepada
Kepolisian (vide Bukti T.I-T.II-3 s.d Bukti
T.I-T.II-5) maka telah dibuktikan
sebahagian saksi fakta Tim Investigator
diduga telah melakukan tindak pidana
yakni berupa penggelapan kendaraan
milik Terlapor II;----------=--—-—-cmcmm—&oo ¢

(b) Menunjuk pada data performa atas‘Saksi
Fakta Tim Investigator (vide Bukti T:I-T.II-
6 s.d Bukti T.I-T.II-19), maka telah
dibuktikan sebahagian Saksi Fakta Tim
Investigator tidak melakukan pembayaran
biaya rental kepada,Terlapor II;--------------

(c) Menunjuk pada‘data performa atas Saksi
Fakta Timm Investigator (vide Bukti T.I-T.II-
6 sidd oBukti T.I-T.II-19) maka telah
dibuktikan seluruh Saksi Fakta Tim
Investigator memiliki performa yang tidak
baik karena telah melanggar Kode Etik
Terlapor I. —-------mm oo

Selanjutnya, Tim Investigator kemudian dalam

Pemeriksaan Lanjutan hanya mengajukan

Saksi Ahli yakni Martin Daniel Siyaranamual,

yang mana dalam persidangan dibawah

sumpah yakni mengakui dalam proses Studi

S1, S2, dan S3 tidak pernah menulis tentang

ekonomi terkait persaingan usaha dan tidak

pernah memiliki publikasi kajian terkait

pandangan ekonomi dalam UU No. 5/1999.

sehingga seluruh keterangan tidak layak untuk

menjadi pertimbangan dalam putusan perkara
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Di samping itu, dalam Laporan Dugaan
Pelanggaran juga tidak menguraikan dampak
yang timbul dari praktek diskriminasi yang
dituduhkan kepada Para Terlapor, padahal
dalam Peraturan Komisi Pengawas Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 20&l
tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek
Diskriminasi) Undang-Undang NomoryS Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, halaman 14
telah menyebutkan dampak terhadap
persaingan usaha yangy, ‘diakibatkan oleh
pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999,
yakni sebagai befikutic--=-----------cmmmmmm -
(a) ada pelakuyusaha pesaing yang tersingkir

dari pasar bersangkutan, atau---------------
(b) ada pelaku usaha pesaing yang tereduksi

peranhya (dapat proporsi makin kecil) di

pasar bersangkutan, atau --------------------
(c)» ada satu (sekelompok) pelaku usaha yang

dapat memaksakan kehendaknya di pasar

bersangkutan, atau -------------------—-cmmoo—-
(d) terciptanya berbagai hambatan

persaingan (misalnya hambatan masuk

atau ekspansi) di pasar bersangkutan,

() berkurangnya persaingan usaha yang
sehat di pasar bersangkutan, atau----------
(ff dapat menimbulkan terjadinya praktek
monopoli, atau----------—----mmmmmmm -

(g) berkurangnya pilihan konsumen. -----------
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Bahwa dengan tidak diuraikannya dampak
yang timbul dari praktek diskriminasi yang
dituduhkan dalam Laporan Dugaan
Pelanggaran kepada Para Terlapor semakin
membuktikan Laporan Dugaan Pelanggaran a
quo dibuat secara serampangan dan asal-
asalan. -----------mmmmm 02 0
Bahwa dari dampak praktek diskriminasiyang
diuraikan dalam butir 5 di atas, tidak terdapat
satupun dampak yang munculssebagai akibat
kerjasama Para Terlapor,(justru Saksi dari
Koperasi Jasa Perkumpulan“Rental Indonesia,
Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia,
PT CSM Corporatama, dan PT Cipta Lestari
Trans Sejahtera, 4 yang merupakan pelaku
usaha fpesaing Terlapor 1II, dihadapan
persidangan ¥ dibawah sumpah seluruhnya
menyatakan tidak merasa adanya diskriminasi
yang “dilakukan Terlapor I, serta tidak merasa
adanya hambatan persaingan sejak hadirnya
Terlapor II dalam bidang bisnis tersebut. --------
Selanjutnya, hal-hal di atas menunjukkan
bahwa seakan-akan perkara a quo dipaksakan
untuk dilakukan pemeriksaannya karena
secara fakta perkara a quo tidak layak untuk
diperiksa. ---------mmmmm
Berdasarkan wuraian di atas, maka telah
terbukti bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran
aquo dibuat tanpa memiliki dasar atau kualitas
yang tidak baik karena hanya mendalilkan
tindakan Terlapor I dan  Terlapor II
mengakibatkan hambatan persaingan usaha

dalam bentuk diskriminasi tanpa melakukan
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kajian atas dampaknya secara ekonomi dan
hanya melakukan pemeriksaan terhadap saksi
yang telah terbukti tidak memiliki kapabilitas
sebagai Saksi.-----------mmmmmm
Tidak adanya hambatan masuk (barrier to
entry) bagi pelaku usaha pesaing Terlaporgll
untuk bekerjasama dengan Terlapor Ifserta
Mitra Terlapor [ yang bergabung, melalti
Terlapor II ataupun langsung kepada terlapor i
memiliki hak untuk masuk @ataupun keluar
(free exit and free entry) dari kerjasama dengan
Terlapor I maupun Terlapor I#dimana seluruh
mitra (Mitra Terlaper [Ihymaupun Non Terlapor
II) dapat memilih produk substitusi diluar
Terlapor I dan Terlapor II.---------------mmcmmmmev
Sebagaimanar telah dijelaskan di atas, maka
Para “Terlapor sampaikan kembali yakni
menunjuk” pada keterangan Ahli Prof. Dr.
Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka
diketahui beberapa hal penting terkait
persaingan usaha tidak sehat, yang pada
intinya disampaikan sebagai berikut: ------------
(a) Bahwa hal yang harus diperhatikan dalam

persaingan usaha tidak sehat adalah ada

atau tidaknya hambatan pelaku usaha

lain untuk masuk dalam = pasar

bersangkutan (barrier to entry); --------------
(b) Selain itu, hal yang juga harus

diperhatikan adalah  terkait keluar

masuknya pihak dalam pasar tersebut,

jika ada kebebasan maka menunjukan

persaingan yang sehat;---------------------——-
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lainnya adalah ketersediaan atas

produk substitusi, untuk melihat ada atau

tidaknya pilih lain selain produk tersebut.

Menunjuk pada keterangan Saksi Fakta

Tim Investigator dan Para Terlapor (baik

mitra maupun karyawan), maka diketahui

hal-hal sebagai berikut: ---------------&-=__-¢

(2)

(d)

(€)

Bahwa para mitra memiliki
kebebasan untuk bergabung melalui
Terlapor II atau Non Terlapor 1I; -------
Bahwa mitra Terlapor 1 yang berupa
badan hukum, menyatakan memiliki
hak untuk, pindah bekerjasama pada
aplikasiflainseperti Gojek;--------------
Mitra ) pengemudi Non Terlapor II
mengakui bekerja atau menggunakan
aplikasi lain selain milik Terlapor I;---
Terlapor I tidak pernah memberikan
sanksi apapun terhadap mitra yang
menggunakan aplikasi dari pelaku
usaha pesaing Terlapor I. ---------------
Selain itu, menunjuk pada perjanjian
antara Terlapor I dan mitra-mitranya
selain Terlapor II (vide Bukti T.I-T.II-
46 A s. 46 G), maka terlihat bahwa
hingga saat ini masih banyak mitra
Terlapor I yang berbadan hukum
masih dan baru memulai bekerja
sama Terlapor I. Artinya tidak ada
hambatan apapun bagi perusahaan
Angkutan Sewa Khusus yang ingin

bekerjasama dengan Terlapor I. -------
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Disamping itu, dalam perkara a quo, Tim
Investigator Tidak Melakukan Pemeriksaan
Kepada Seluruh Angkutan Sewa Khusus Di
Wilayah Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan
Makassar. ------------mmmmm oo
Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran
a quo maka telah dinyatakan bahwa duagaan
pelanggaran adalah terkait “Jasa Angkutan
Sewa Khusus”.--------------cmccmm - W ____
Selanjutnya, menunjuk pada Kaporan Dugaan
Pelanggaran khususnya pada_halaman 37 s.d
38 yakni Daftar Saksi wdan Ahli Tim
Investigator, maka diketahui Subjek (Penyedia
Jasa Angkutan Sewa Khusus) yang dilakukan
pemeriksaandadalah/ yang hanya bekerja sama
dengan Terlapoty]. -------------cmmmmmmmmo
Hal ini /jelas telah bertentangan dengan
Laporan Dugaan Pelanggaran a quo, karena
sehafusnya pemeriksaan dilakukan terhadap
seluruh angkutan sewa khusus di wilayah
Jabodetabek, Medan, Surabaya dan Makassar,
baik yang bekerjasama dengan Terlapor I
maupun tidak. Hal ini menjadi penting karena
untuk melihat ada atau tidaknya hambatan
masuk yakni berupa persaingan usaha tidak
sehat (barrier to entry) dan kebebasan berupa
keluar masuknya pelaku usaha dalam pasar
tersebut (free entry & free exit). ------------—-------
Namun, Tim Investigator dalam hal ini tidak
melakukan pemeriksaan atau penyelidikan
atas seluruh angkutan sewa khusus di wilayah
Jabodetabek, Medan, Surabaya dan Makassar,

baik yang bekerjasama dengan Terlapor I
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maupun tidak. Sehingga hal ini menunjukan
atau membuktikan Laporan Dugaan
Pelanggaran Tim Investigator tidak layak untuk

diajukan, apalagi dikabulkan oleh Majelis

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukiti
bahwa tidak ada hambatan persaingan (barriet
to entry), ada free entry & free exit,\serta
adanya produk substitusi, yamg “mana
menunjukan adanya persaingafiyang sehat. ---
Tim Investigator tidak @engajukan bukti
apapun terkait wilayah, “wgeografis yakni
surabaya dan makassar atas dugaan
diskriminasi yang "(dapat mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat.-----------------—---
SebagaimanayPara Terlapor telah jelaskan pada
bagian‘ Keberatan dan Kesimpulan Kedua di
atas, . maka menunjuk pada halaman 5
Lapofan Dugaan Pelanggaran, maka Tim
Investigator telah menetapkan 4 (empat)
wilayah geografis untuk dalam dugaan
pelanggaran yakni Jabodetabek, Medan,
Surabaya, dan Makassar.-----------------—--occoo-
Menunjuk pada proses Pemeriksaan Lanjutan,
maka telah dilakukan pemeriksaan saksi fakta
pada seluruh wilayah geografis dalam dugaan
pelanggaran a quo. Namun, Tim Investigator
pada wilayah geografis Surabaya dan Makassar
tidak mengajukan saksi fakta.-------------------—-
Hal ini menunjukan bahwa Tim Investigator
tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran
oleh Terlapor I dan Terlapor II pada wilayah

geografis Surabaya dan Makassar. ----------------
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Menunjuk pada keterangan Ahli Prof. Dr.
Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka
diketahui hal -hal yang pada intinya sebagai
berikut: -------mm
(@) Tim Investigator wajib membuktikan

dugaan pelanggaran pada seluruh wilayah

geografis dalam Laporan Dugaan

Pelanggaran; --------------—---—--——- g -0 "
(b) Keterangan Saksi pada 2 (dua) wilayah

geografis lain tidak dapat \digunakan

sebagai keterangan (2, (dua) wilayah

geogralfis lainnya.-z—-=s-=&=fr oo
Lebih lanjut, hal ini membuktikan bahwa Tim
Investigator telalr melanggar hukum acara
yang berlakya yakni Tim Investigator harus
membuktikan “pelanggaran pada seluruh
wilayah,geografis yang didalilkan. Hal ini juga
telah . membuktikan seluruh dalil tim
Investigator menjadi cacat ataupun gugur
sehingga seharusnya majelis memutus tidak
adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Para
Terlapor. —------=-m oo
Tim Investigator tidak memiliki bukti yang sah
secara metodologi penelitian terkait
pembuktian unsur “mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat”. ---------------—--—-
Sebagaimana Para Terlapor telah jelaskan pada
bagian Keberatan di atas, maka menunjuk
pada keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum
Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka diketahui hal-
hal yang pada intinya sebagai berikut: -----------
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(@) UU No. 5/1999 mengatur atau berkaitan
atas 2 (dua) bidang yakni hukum dan

(b) Bahwa dalam pembuktian UU No. 5/1999
maka dibutuhkan suatu dasar yakni
dapat berupa kajian, dimana contohnyga
adalah dalam Pasal 14 UU No. 5/1999
terkait penguasaan produksi maka halsini
harus ada dasar berupa kajian Secara
ekonomi. ----------m-mmmmmme e

Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran,

maka Tidak Ada dalil, ataupun bukti yang

menunjukan adanya kajian yang dilakukan
oleh Tim  InVestigator terkait dugaan
pelanggarang Halegdni membuktikan bahwa
laporan dugaam pelanggaran a quo tidak
terbukti, karéna tidak adanya bukti analisis
secara, ekonomi terkait dugaan pelanggaran

Para Terlapor.----------------mmmmm

Hal ini juga dipertegas kembali melalui

keterangan Ahli Faisal Basri, S.E., M.A., yang

menyatakan hal-hal yang intinya sebagai
berikut: -------mm

(a) Dalam memberikan kajian atau survey
terkait ekonomi maka harus diperhatikan
kualitas dari yang disurvey; ------------------

(b) Apabila terdapat kategori atau berbagi
variabel dalam sistem tersebut maka
seluruh variable tersebut harus dinilai; ----

(c) Dalam mengambil sample maka ada
ketentuan-ketentuan jumlah minimum

yang dapat mewakili suatu hal.--------------
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17) Menunjuk pada data performa Saksi Fakta Tim
Investigator (vide Bukti T.I-T.II-6 s.d Bukti T.I-
T.II-19), maka dapat dilihat kualitas dari saksi
yang menjadi dasar Laporan Dugaan
Pelanggaran Tim Investigator adalah sangat
tidak layak dan tidak mewakili ratusan ribu
mitra Terlapor I. Hal ini dikarenakan secara
kualitas memiliki performa tidak baikedan, juga
secara jumlah tidak mewakili ratusan®ribu
mitra Terlapor I. -------------mme e

Berdasarkan hal di atas, maka ‘terbukti Tim

Investigator tidak dapat gmembuktikan adanya

dampak persaingan usaha, ‘tidak sehat secara

ekonomi karena kualitasisampel yang digunakan
dalam perkara aguo adalah tidak layak dan tidak
mewakili ratusansibu Mitra Terlapor I. ----------------
b. Tidak terbuktinyatunsur “diskriminasi” karena:------

1) Tidak,adanya diskriminasi terkait promosi,
yakni*Terlapor I telah melakukan promosi atas
mitra berupa badan hukum melalui website
Terlapor I. —-------mmmm e

i.Menunjuk pada halaman 14 s.d 15 Laporan
Dugaan Pelanggaran, maka Terlapor I
didalikan hanya memberikan promosi terhadap
Terlapor II saja. Para Terlapor menolak dalil
tersebut karena  sangat Dberdasar dan
menunjukan Tim Investigator tidak melakukan
proses penyelidikan dengan teliti dan baik. -----
ii.Selanjutnya, @ menunjuk pada perjanjian
kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II,
maka diketahui Terlapor II adalah perusahaan
yang dipercayakan oleh Terlapor I untuk

menjalankan Program Loyalitas Terlapor I,
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dimana program tersebut adalah suatu
program yang ditawarkan atau diberikan
kepada mitra Terlapor I yang ingin
mendapatkan insentif khusus setelah 5 (lima)
tahun loyal menggunakan aplikasi Terlapor I.
Oleh karena itu, sangat wajar jika Terlapomr,l
melakukan promosi atas program inifpada
website Terlapor 1 karena Terlapor 4, sebagai
pemilik program. ---------------mmmm o —SE
Lebih lanjut, terkait video Direktur® Utama
Terlapor I yang mempromg@sikan program ini,
maka sebagaimana keterangan Sdr. Halim
selaku Head of Operatierial Terlapor II, maka
telah dijelaskan yaknidatar belakang atas video
tersebut pada pemsidangan tanggal 10 Maret
2020 yakni intinya sebagai berikut: --------------
(a) Bahwa W¥ideo tersebut atas permintaan
Terlapor II kepada Terlapor I dikarenakan
banyaknya calon penyewa kendaraan
Terlapor II yang ragu bahwa Terlapor II
adalah benar merupakan perusahaan
yang menjalan program loyalty dari
Terlapor I. --------mm oo
(b) Bahwa video tersebut adalah video yang
digunakan secara internal, yang mana
hanya ditayangkan pada Gedung
operasional Terlapor II;----------------cmuuv
(c) Bahwa seluruh persiapan atas video
tersebut adalah ditanggung oleh Terlapor
I sepenuhnya. -----------=-—mcmmmmmmmmm
Namun, menunjuk pada hasil pemeriksaan
terhadap pelaku usaha pesaing Terlapor II

yakni Koperasi Jasa Perkumpulan Rental
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Indonesia, Induk Koperasi Kepolisian Negara

Indonesia, PT CSM Corporatama dan PT Cipta

Lestari Trans Sejahtera, maka diketahui

seluruh pelaku usaha tersebut menyatakan

tidak keberatan atas promosi tersebut karena

Terlapor I tidak pernah melarang para pelaku

usaha untuk  berpromosi menggunakan

lambang Terlapor I. ------------mmmmmmmma S e

v.Menunjuk pada publikasi di website, Terlapor I

(vide Bukti T.I-T.II-37) maka Terlapor I telah

terbukti melakukan publikasi ‘atau promosi

terhadap Mitra Non Terlaporsdl pada website

Terlapor I. Sehingga terbantahkan dalil Tim

Investigator yang"menyatakan Terlapor I tidak

pernah melakukans promosi atau publikasi

terhadap Mitra Non Terlapor II.--------------—-—---

vi.Hal ini‘juga telah dijelaskan oleh Sdri. Iki Sari

Dewi dalam persidangan tanggal 9 Januari

20207"yang secara umum intinya menjelaskan

(©)

(d)

Promosi yang dilakukan adalah terkait
program loyalty Terlapor I; -------------------
Terlapor I juga mempublikasi mitra-mitra
Non Terlapor II melalui website Terlapor I;
Terlapor I tidak pernah melarang mitra-
mitra Non Terlapor II untuk melakukan

promosi menggunakan lambang Terlapor

Terlapor I memberikan kesempatan
kepada mitra Non Terlapor II untuk
membuka booth untuk promosi di GDC
Terlapor I. ----—--—-mmmm o
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Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi
Fakta yakni dari Badan  Pengelolaan
Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan
Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan
Makassar, diketahui menyatakan hal yang
sama yakni tidak pernah menerima laporan
dari Mitra Non Terlapor II terkait, dugaan
diskriminasi berupa promosi _sebagaimana
Laporan Dugaan Pelanggaran Tim [nvestigator.
Berdasarkan uraian di atas,, maka terbukti
bahwa tidak adanya, disksiminasi terkait
promosi yang diduga dilakukan oleh Terlapor I.
Tidak adanya diskriminasi terkait program
yakni program elitesdiberlakukan bagi seluruh
mitra (MitrasTeglapor II maupun Non Terlapor
1), sehingga¥tidak ada pemberian prioritas
order kepada Terlapor II.------------cmmmmmmmmmmeo
Merujuk pada halaman 15 s/d. 18 Laporan
Dugaan Pelanggaran, maka diketahui Tim
Investigator telah mendalilkan Terlapor I dan
Terlapor II diduga melakukan diskriminasi
terkait Program dimana didalilkan Mitra Non
Terlapor II menjalankan program Elite dan
sedangkan Mitra Terlapor II menjalankan
Program Gold Captain. -----------------------mmm-—-
Menunjuk pada proses Pemeriksaan Lanjutan
yakni  pemeriksaan Saksi Fakta yang
dihadirkan oleh Tim Investigator, Majelis
Komisi dan Para Terlapor, serta keterangan
Pelaku Usaha, maka diketahui Program Elite
adalah program untuk seluruh mitra (baik

yang bergabung melalui Terlapor II maupun
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Non Terlapor II) dan Program Gold Captain
adalah nama program secara internal Terlapor
II untuk menjalankan Program Loyalitas

Terlapor I. —=--—-——mm oo

.Bahwa untuk mendukung dalilnya di atas,

bahkan Tim Investigator pada angka 9.2.6 dan
9.2.7, halaman 18 Laporan  Duggaan
Pelanggaran mencantumkan 2 (dua) tabelyang
diklaim merupakan: 1) simulasi pendapatan
pengemudi yang bergabung dinGold Program
dan 2) perbedaan pendapatan antara Gold
Program dengan Taxig padawtumumnya dan
disebut bahwa 2 (dua)ytabel tersebut adalah
berdasarkan ketérangan tertulis Terlapor II
melalui Surat No. Ref. 072/VIII/TPI/2018_revl
tanggal 7Agustus 2017, ------—--——-mmmmmmmm
Bahwa ,setelah dilakukan pemeriksaan atas
bukti, Tim Investigator pada persidangan
tanggal 12 Maret 2020, ternyata diketahui
bahwa Tim Investigator telah memasukkan
keterangan yang tidak benar (fiktif) dalam
Laporan Dugaan Pelanggaran. Bahwa tidak
terdapat tabel 1) simulasi pendapatan
pengemudi yang bergabung di Gold Program
dan 2) perbedaan pendapatan antara Gold
Program dengan Taxi dalam keterangan tertulis
Terlapor II  melalui  Surat No. Ref.

072/VIII/TPI/2018_revl tanggal 7 Agustus

Bahwa berdasarkan 2 (dua) kekeliruan besar
Tim Investigator dalam Laporan Dugaan
Pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas,

sangatlah patut Majelis Komisi untuk menolak
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Laporan Dugaan Pelanggaran karena 2 (dua)
kekeliruan besar merupakan esensi utama
dalam perkara a quo. Dengan kelirunya
dalil/keterangan  yang  diberikan  maka
mengakibatkan dugaan pelanggaran dalam
perkara a quo menjadi cacat dan tidak jelas.
Namun demi keterbukaan dan jelashya
perkara a quo, Para Terlapor tetap Wakan
menyampaikan penjelasan yang akan
diuraikan pada butir-butir selahjutnya. ---------
Selanjutnya, menunjuk pada keterangan Saksi
Fakta Tim Investigatorgdan “Saksi Fakta Para
Terlapor (baik mitra maupun karyawan Para
Terlapor), sertafketerangan Pelaku Usaha,
maka diketahui qyakni hal-hal yang pada
intinya sebagai berikut: --------------------mmmm -
(a) Bahwa Mitra Terlapor II maupun Non

Terlapor II bisa ikut serta dalam Program

(b)» Program Elite dahulu terdiri dari kategori
Silver, Elite dan Elite Plus, dimana
penilaian berdasarkan performa masing-
masing mitra pengemudi (tingkat
pembatalan, tingkat penyelesaian, dan
lain-lain); ---------—-mmmmm oo

(c) Bahwa Program Gold Captain adalah
program internal Terlapor II untuk

menjalankan program loyalitas Terlapor I.-

.Selain  itu, berdasarkan keterangan Saksi

Fakta yakni dari Badan  Pengelolaan
Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan
Medan, Dinas Perhubungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan
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Makassar, diketahui menyatakan hal yang
sama yakni tidak pernah menerima laporan
dari Mitra Non Terlapor II terkait dugaan
diskriminasi berupa perbedaan program
sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran
Tim Investigator. --------------mmmmm i
Menunjuk pada keterangan Ahli Faisal Basri,
S.E., M.A.,, dan Prof. Dr. Ningrumg Natasya
Sirait, S.H.,, M.Li., maka diketahui
pemberlakuan Program Elite bukan
merupakan pelanggaran karena sangat wajar
dilakukan dalam dunia_ eékonomi yang mana
contohnya seperti, nasabah prioritas di
perbankan  ata@ipun — keanggotaan = pada
penerbangandGaruda Indonesia. ------------------
Berdasarkane uraian di atas, maka terbukti
bahwa™, Para Terlapor tidak melakukan
diskriminasi terkait program Elite ataupun
Gold ‘Captain. -----------=—=——=m oo
Tidak adanya  diskriminasi terkait jam
operasional yakni seluruh mitra (Mitra Terlapor
II' maupun Non  Terlapor 1II) dapat
menggunakan aplikasi Terlapor I 7x24 jam
dalam seminggu. --------------—mmmm e
Merujuk pada halaman 18 s/d. 19 Laporan
Dugaan Pelanggaran, maka diketahui Tim
Investigator telah mendalilkan Terlapor I dan
Terlapor II diduga melakukan diskriminasi
terkait Jam Kerja dimana didalilkan Mitra Non
Terlapor II jam kerja dibatasi dan sedangkan
Mitra Terlapor II dapat bekerja 7x24 jam dalam

SEMINGGU. —-----= - oo oo
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Menunjuk pada proses Pemeriksaan Lanjutan
yakni pemeriksaan seluruh Saksi Fakta baik
yang dihadirkan Tim Investigator, Majelis
Komisi maupun Para Terlapor dan keterangan
Pelaku Usaha Para Terlapor, maka diketahui
bahwa Seluruh saksi menyatakan dapat
bekerja atau mengoperasikan Aplikasi Tegflapor
I 7x24 jam dalam seminggu. Kemudian
diketahui bahwa Tim Investigator “salah
mencantumkan yakni dimana @Fim ‘Investigator
menggunakan istilah “Jam  Kerja” dimana
seharusnya “Jam Insentif”\-=s==t-—----—--—--om--——-
Berdasarkan wuraian ‘di jatas, maka telah
terbukti bahwad®dalil-dalil Laporan Dugaan
Pelanggaran & quostelah cacat atau tidak layak
untuk ditérima‘dugaan pelanggarannya karena
dasar Laporan Dugaan Pelanggaran yang tidak
tepat ,atatpun sesuai dengan fakta yang
Lenya. -
Bahwa dalam hal ini Para Terlapor juga telah
menyampaikan tidak setuju dan keberatan
dengan perubahan istilah “jam kerja” menjadi
“‘jam insentif” tersebut dan tetap harus
merujuk kepada Laporan Dugaan Pelanggaran
Tim Investigator. Oleh karena itu, seharusnya
dalil Tim Investigator tersebut telah gugur
karena  kesalahan atau kelalaian Tim

Investigator sendiri.---------=--—-mmcmmmmmmm -

.Namun, untuk menguatkan pembelaan Para

Terlapor, maka menunjuk pada pernyataan
dan pengakuan dari Saksi Fakta dari Tim
Investigator dan Para Para Terlapor, maka

semuanya mengakui bahwa memiliki
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kebebasan untuk mengakses dan

mengoperasionalkan aplikasi Terlapor I 7x24

jam dalam seminggu sesuai dengan keinginan

masing-masing mitra. --------------=----mmmmmom— -

ii.Selanjutnya, meskipun Para Terlapor tidak

diwajibkan untuk membantah hal-hal terkait

jam insentif. Namun Para Terlapor akan/tetap

menyampaikan tanggapan meskipun “tidak

sepakat atas perubahaan istilahy tersebut,

yakni sebagai berikut: ----------@s -0~

(2)

Menunjuk pada data internal critical time
Terlapor 1 (vide Bukti “Fd-T.II-48), maka
Terlapor I memiliki ‘data secara internal
yang mana™ hasilnya diketahui yakni
bahwa @danya jam atau waktu yang
rawafl _d(critical time) untuk terjadinya
keécelakaan dan kejahatan bagi mitra
pengemudi dan atau konsumen (pengguna
aplikasi Terlapor [ atau penumpang)
adalah dari jam 23.00 s.d 04.00. Oleh
karena itu, Terlapor | membutuhkan mitra
pengemudi yang memiliki kualitas sangat
baik pada jam rawan (critical time)
tersebut. ------------- -
Menunjuk pada keterangan pelaku usaha
oleh Sdr. Halim, maka kemudian
diketahui adanya diskusi antara Terlapor I
dan  Terlapor II untuk  menjawab
kebutuhan (solusi) atas kebutuhan
Terlapor I tersebut. -------=-—-—-—-—mmmm
Adapun solusi atas hal ini adalah
mendorong mitra yang bergabung melalui

Terlapor II untuk aktif menerima orderan
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dalam jam rawan (critical time) tersebut
dengan memberikan tawaran jam insentif
7x24 jam dalam seminggu. -------------------
Hal ini tidak terlepas dari bukti presentasi
Terlapor II bahwa mitra pada Terlapor II
memiliki kualitas yang sudah terjamin
karena telah diseleksi secara ketat( (vide
Bukti T.I-T.II-36 B). Selain itu, ‘faktor
keamanan pada kendaraan Terlapor 'juga
sangat baik sebagaimana bukti, perjanjian
Terlapor II dengan pihak  ketiga yang
menunjukan telah “ada® GPS (Global
Positioning System)ydan CCTV (vide Bukti
T.I-T.II- 40g%0. Bukti T.I-T.II- 41 A s.d.
Bukti T4TII-4d C). --—--------mmmmmm oo
Kualitagy “pelayanan Terlapor II juga
terbukti¥ melalui piagam penghargaan
yang “diberikan oleh Badan Pengelolaan
Transportasi Jabodetabek kepada Terlapor
II dan mitra yang tergabung melalui
Terlapor II (vide Bukti T.I-T.II- 45 A s.d
Bukti T.I-T.II- 45C). -==-----=-== oo
Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi
Fakta yakni dari Badan Pengelolaan
Transportasi Jabodetabek, Dinas
Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan
Dinas Perhubungan Makassar, diketahui
menyatakan hal yang sama yakni tidak
pernah menerima laporan dari Mitra Non
Terlapor II terkait dugaan diskriminasi

berupa perbedaan jam = operasional
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sebagaimana Laporan Dugaan

Pelanggaran Tim Investigator.----------------
Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti
bahwa tidak ada diskriminasi terkait jam kerja
Para Mitra Terlapor I.----------—---cmmmmmmem -
Tidak adanya diskriminasi terkait perhitungan
insentif karena metode perhitungan insentif
dapat berbeda antara angkutan sewa khusus
satu dengan yang lainnya sesuai deéngan
bargaining power. Selain itu,@pada dasarnya
perhitungan insentif seldruh " mitra (Mitra
Terlapor II maupun Non Terlapor II) memiliki
nilai yang sama. ----gs—-8 8 ----------------—-------
Menunjuk pada™ tanggapan Para Terlapor,
maka telah® ‘dijelaskan yakni perbedaan
perhitungane insentif dapat terjadi dengan
melihat, kepada faktor kekuatan bisnis dari
calon mitra. Selanjutnya, Para Terlapor juga
sudah®menjelaskan bahwa salah satu contoh
dalam perhitungan insentif ini yang juga
berbeda adalah INKOPPOL dimana mitra
(pengemudi) yang tergabung dalam INKOPPOL
mendapatkan insentif tambahan 5%. Hal ini
tidak terlepas bahwa koperasi INKOPPOL
dalam hal ini memiliki penawaran yang
berbeda yakni INKOPPOL sebagai satu-satunya
koperasi yang dapat beroperasi di bandara.
Sehingga secara bisnis penawaran dari
INKOPPOL adalah penawaran yang baik untuk
Terlapor 1 karena aplikasi Terlapor I menjadi
dapat memberikan layanan di bandara, maka
Terlapor I memberikan skema insentif yang

berbeda yakni penambahan komisi 5% (lima
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persen). Hal ini sebagaimana telah dibuktikan
melalui skema insentif INKOPPOL (vide Bukti
T.I-T.II-52). ~=-mmmmm oo
Lebih lanjut, sebagaimana simulasi yang telah
Para Terlapor sampaikan dalam tanggapannya,
maka telah terbukti bahwa meskipun adanya
commission back 20% (dua puluh persen) bagi
mitra yang bergabung melalui Terlaporadl,
namun pada akhirnya mitra Non ‘Terlapor II
akan lebih besar mendapatkangpenghasilannya
secara mingguan. Hal idi telah dijelaskan
melalui keterangan Sdii. kiwSari Dewi pada
persidangan tanggal9 Januari 2020.-------------
Menunjuk pada&Keterangan Pelaku Usaha oleh
Sdr. Halim pada tamggal 10 Maret 2020, maka
diketahuithal-hal sebagai berikut: ----------------
(a) Bahwa perhitungan skema insentif mitra
Terlapor II akan lebih kecil nilainya
daripada mitra non Terlapor II; --------------
(b)> Namun nilai skema insentif tersebut pada
dasarnya akan menjadi sama karena pada
akhir 5 (lima) tahun (program loyalitas
Terlapor 1) mitra Terlapor II akan
mendapatkan  insentif khusus dari
Terlapor I yakni sejumlah uang untuk
membayar kendaraan roda empat yang
disewa pada Terlapor 1. Jika selisih
pendapatan mitra Terlapor II dan Non
Terlapor II dihitung, nilai insentif mitra
Terlapor II dan Non Terlapor II akan
menjadi sama, yang berbeda cara atau
metode pemberiannya yang berbeda, yang

mana Mitra Non Terlapor II akan
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menerima secara harian dan sedangkan
mitra Terlapor II mendapatkan insentif
khusus pada akhir 5 (lima) tahun program
loyalitas. ------------—-——m-cmm
(c) Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi
Fakta yakni dari Badan Pengelolaan
Transportasi Jabodetabek, Dinas
Perhubungan Medan, Dinas Perhubungan
Pemerintah Provinsi Jawa_ Timur,® dan
Dinas Perhubungan Makassar;, diketahui
menyatakan hal yang sama yakni tidak
pernah menerima Jdaperan‘dari Mitra Non
Terlapor II terkait, dugaan diskriminasi
berupa péfbedaan jam = operasional
sebagaimana laporan dugaan pelanggaran
Tim Investigator --------------------------——- .
Berdasarkan ‘uraian di atas, maka terbukti
bahwa,  tidak ada  diskriminasi terkait
perhitingan insentif oleh Para terlapor.---===-----
Fitur “order prioritas” dapat digunakan oleh
seluruh mitra (Mitra Terlapor II maupun Non
Terlapor II). ------—--—-—- o
Menunjuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran,
maka Para Terlapor tidak pernah menemukan
dalil Tim Investigator terkait fitur “order
prioritas”. Hal ini baru dikemukakan Tim
Investigator seiring berjalannya Pemeriksaan
Lanjutan. Hal ini menunjukan bahwa Tim
Investigator menambahkan hal baru dalam
pemeriksaan lanjutan, yang mana hal tersebut
adalah tidak diperbolehkan dalam hukum

acara persidangan manapun. ----------------------
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Menunjuk pada keterangan ahli Prof. Dr.
Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., maka
disampaikan yakni tindakan yang melakukan
perubahan ataupun penambahan atas dugaan
pelanggaran setelah dilakukan proses
pemeriksaan adalah tidak diperbolehkan
karena  melanggar hukum  acara { dan
menciptakan ketidakpastian hukum. «---=s- ==
Namun demikian, Para Terlapor “*telah
memberikan bukti berupa keéterangan saksi
dan bukti tertulis terkait permasalahan ini.-----
Menunjuk pada keterangan® Saksi Fakta
Investigator dan Paray Terlapor (baik mitra
maupun karyawan), ‘dikeétahui hal-hal sebagai
berikut: ----- @ B--qfF---—------—------—------———-———-
(@) Fitur( ini “diberlakukan untuk seluruh

mitra baik Terlapor II maupun Non

Lerlapor II;------------mmmmmm
(b)y, Fitur ini untuk menjawab kebutuhan

mitra pengemudi agar dapat menerima

order/pesanan secara otomatis atau dapat

menerima order/pesanan tanpa perlu

menekan tombol terima order/pesanan; ---
(c) Bahwa fitur ini dikenal oleh mitra

pengemudi dengan istilah “order

maraton”; —----------- -
(d) Jika dalam Bahasa inggris maka fitur ini

akan tertulis “Auto Accept’. ----------=--—-—---

.Selanjutnya, menunjuk pada vide Bukti T.I-

T.II-39A s.d. 39 B, maka Para Terlapor telah
membuktikan bahwa  Terlapor I telah
mensosialisasikan fitur ini melalui simulasi

gambar yang dikirimkan kepada seluruh mitra
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melalui aplikasi, yang mana seluruh mitra
akan mendapatkan notifikasi atas sosialisasi
tersebut. Lebih lanjut, Para Terlapor juga telah
membuktikan perbedaan Bahasa atas fitur
tersebut. —------memm e
Berdasarkan uraian di atas maka terbukti
bahwa Para Terlapor tidak melakukan
pembedaan atas keberlakukan fitur “order
prioritas. ---------mmmmmmm S
Tidak terbukti adanya kebijakan™ “order
prioritas” kepada Mitra Terlapor II. ---------------
Bahwa walaupun di_ % DLaporan Dugaan
Pelanggaran yang dibuat eleh Tim Investigator
sama sekali tidak®membahas terkait kebijakan
order prioritas) techadap mitra Terlapor II,
namun disetiapy persidangan yang memeriksa
Saksi dari pengemudi Terlapor I dan Terlapor
II, Tim Investigator selalu
menggiring/ mengarahkan para Saksi seolah-
olah terdapat kebijakan order prioritas yang
diberikan kepada Mitra Terlapor II. Tim
Investigator berusaha merekayasa suatu
keadaan yang menyatakan mitra yang
tergabung pada Terlapor II akan diberikan
kemudahan untuk mendapatkan order (order
prioritas) dibandingkan dengan mitra non
Terlapor II (seperti mitra reguler/individu yang
langsung tergabung pada Terlapor I dan mitra
yang tergabung pada koperasi dan perusahaan

rental lainnya). ------------—mmmmmmmm

.Bahwa hingga Kesimpulan ini diajukan, Tim

Investigator tidak mampu menunjukkan alat

bukti apapun yang mengarah bahwa Terlapor I
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telah memberikan kebijakan order prioritas
untuk mitra Terlapor II, selain hanya
mengandalkan sebagian kecil keterangan Saksi
yang tidak  kredibel (yang telah  di
suspend/diblacklist/diberhentikan karena
melanggar kode etik atau yang dilaporkan &e
Polisi oleh Para Terlapor karena diduga
melakukan tindak pidana). -------------4---=s- 4=t
Justru seluruh Saksi yang dihadirkan®oleh
Para Terlapor baik yang meérupakan Mitra
Terlapor I maupun Mitral Terlapor II (yang
seluruhnya mempunyai,_performa yang baik,
mitra Elite dan Elite Plus) menyatakan tidak
benar adanya kébijakan order prioritas yang
diberikan Terlapors I kepada Terlapor II.
Bahkan banyak, Saksi yang merupakan mitra
dari Terlapor I yang menyatakan seringkali
ketika, berkumpul di tempat yang sama,
mereka (mitra Terlapor I) yang lebih dahulu

mendapatkan order daripada mitra Terlapor II.

1i:Selain  itu, Tim Investigator juga hanya

mengandalkan bukti yakni berupa brosur yang
di dalamnya menuliskan “order prioritas”. Atas
hal ini, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H.,
M.LI, menyatakan yakni hal tersebut tidak
dapat menjadi bukti adanya pemberian
prioritas melainkan harus diikuti dengan
pembuktian lain terutama secara ekonomi. Hal
ini diikuti juga dengan keterangan ahli Faisal
Basri, S.E., M.A., yang intinya menyatakan hal
tersebut wajar saja di dalam melakukan

marketing atau pemasaran namun harus
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memiliki dasar atau etika juga sebagaimana

dilakukan di negara Amerika Serikat. ------------

iv.Selanjutnya, berdasarkan keterangan Sdr.

Halim sebagai Head of Operational Terlapor II
juga telah menjelaskan yakni yang intinya: -----
(a) Bahasa di dalam brosur tersebut

merupakan cara marketing atau

pemasaran;-------------------------—ds—-Jh_ =t
(b) Hal ini dilatarbelakangi dengan seleksi

yang ketat oleh Terlapogs, 1 sehingga

menghasilkan mitra yang sangat

berkualitas bagi ¢Teslapor [, sehingga

banyak mitra Terlapor I yang bergabung

melalui Terl@pordl mendapatkan manfaat

sebagaimana program Elite Terlapor I. -----
Bahwa berdasatkan uraian-uraian tersebut di
atas, terbukti bahwa Terlapor I tidak pernah
memberikan kemudahan order (kebijakan
order "prioritas) bagi Mitra Terlapor II, atau
setidak-tidaknya Tim Investigator tidak mampu
membuktikan tuduhannya yang menyatakan
Terlapor I memberikan kebijakan order
prioritas kepada mitra Terlapor II. Disamping
itu, Majelis Komisi tidak dapat
mempertimbangkan terkait dugaan kebijakan
order prioritas yang dituduhkan secara lisan
oleh Tim Investigator, sebab materi ini sama
sekali tidak pernah dibahas dalam Laporan
Dugaan Pelanggaran. Lebih lanjut, tidak
terdapat alat bukti yang memperkuat tuduhan
Tim Investigator dimaksud. ----------------------—-
Para Terlapor tidak mempunyai kekuatan

pasar (market power) atau hanya memiliki
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pangsa pasar yang kecil, oleh karenanya tidak
dapat melakukan kegiatan yang dapat
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat
termasuk diantaranya melakukan
diskriminasi. --------=--=mmmm o
Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran
yang dibuat oleh Tim Investigator telah (salah
dalam menentukan relevant market, seolah-
olah hanya terbatas pada _ perusahaan
angkutan sewa khusus lain yang bekerjasama
dengan Terlapor I yakni hanya: (1) Koperasi
Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental
Indonesia; (2) Indukh, Koperasi Kepolisian
Negara Indonesiay (3) Koperasi Mitra Usaha
Trans; (4) BT Cipta Lestari Trans Sejahtera

(vide: Laporan Dugaan Pelanggaran hal. 4 dan

Padahal dalam Laporan Dugaan Pelanggaran
sendiri, Tim Investigator telah mengakui yang
termasuk angkutan sewa khusus adalah
angkutan sewa khusus sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 118 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (“PM
118/2018%) (vide: Laporan Dugaan
Pelanggaran hal. 4).-------------------mmmmo
Bahwa di dalam Pasal 12 ayat (3) PM
118/2018 juga mengizinkan pelaku wusaha
mikro atau pelaku usaha kecil juga dapat
bertindak selaku penyelenggara angkutan sewa
khusus, oleh karenanya mitra reguler/mitra
individu (mitra yang langsung bergabung

dengan Terlapor I) juga dapat bertindak selaku
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penyelenggara angkutan sewa khusus, dan
seharusnya juga digolongkan sebagai relevant
market oleh Tim Investigator. ----------------------
Menunjuk pada keterangan Ahli Faisal Basri,
S.E., M.A. terkait relevant market untuk
angkutan sewa khusus adalah seluruh
penyelenggara  transportasi  online (yang
menggunakan teknologi aplikasi, termasukwdi
dalamnya Go Car (milik Gojek), \Blue® Bird
(menggunakan aplikasi “My Bldae Bird™ dan “Go
Bluebird” bekerjasama dengan, Gojek), Maxim,
In Drive dan lain-lain_‘yang menggunakan
teknologi aplikasi. --az--=8--85---------------mmmo -
Selanjutnya men@irut keterangan Ahli Prof. Dr.
Ningrum NatasyaeSirait, S.H., M.Li. terkait
relevant marketiyuntuk angkutan sewa khusus
adalah, seluruh penyelenggara transportasi
online, yang menggunakan teknologi aplikasi
dan, angkutan substitusi lainnya, yang dalam
hal ini termasuk juga taksi konvensional (non-
aplikasi), misalnya Taksi Ekspress, Gamya dan
perusahaan rental mobil konvensional (non-
aplikasi). -----------—----—o
Bahwa berdasarkan keterangan pelaku usaha
Terlapor II yang diwakili Sdri. Halim diketahui
bahwa pesaing dari Terlapor II adalah Go Car
(milik Gojek), Blue Bird (menggunakan aplikasi
“My Blue Bird” dan “Go Bluebird” bekerjasama
dengan Gojek), Maxim, In Drive, bahkan
termasuk perusahaan rental kecil-
kecilan/rumahan (yang di masyarakat sering
dikenal dengan istilah “Rental Pak Haji”).

Bahwa Sdri. Halim menyatakan untuk wilayah
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Jabodetabek perbandingan jumlah antara
mitra Terlapor II dengan mintra non- Terlapor
II untuk tahun 2020 hanya sekitar 6% (artinya
mitra Terlapor II 6% dibandingkan dengan
mitra non Terlapor II sekitar 94%), apabila
diluar Jabodetabek jumlah perbandingannya
masih dibawah 3% (tiga persen). Perbandingan
tersebut belum diperhitungkan dengan Ge €ar
(milik Gojek), Blue Bird (menggunakan aplikasi
“My Blue Bird” dan “Go Bluebitd” bekerjasama
dengan Gojek), Maxim, [An ,Drive, bahkan
termasuk perusahaan rental kecil-
kecilan/rumahan (yang,di, masyarakat sering
dikenal dengand™istilah™ “Rental Pak Haji”),
apabila komponengtersebut dimasukkan maka
pangsa pasar Terlapor II akan menjadi lebih
kecil lagi Jo-- 2o
Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Prof. Dr.
Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. pangsa
pasar dibawah 50% (lima puluh persen) tidak
dapat dikatakan telah menguasai pasar. --------
Keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya
Sirait, S.H., M.Li. tersebut di atas sejalan
dengan buku yang berjudul “Hukum
Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks”
yang salah satu penulisnya yakni KETUA KPPU
saat ini Kurnia Toha, Ph.D beserta ahli lainnya
yakni Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E.; Dr.
Anna Maria Tri Anggaraini, S.H., M.H.; Prof. M.
Hawin, S.H., LL.M, Ph.D; Prof. Dr. Ningrum
Natasya Sirait, S.H., MLI; Dr. Sukarmi, S.H.,
M.H.; Syamsul Maarif, Ph.D; dan Dr.jur. Udin
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Silalahi, S.H., LL.M., yang pada halaman 140,
paragraf pertama, dikutip sebagai berikut: -----
“Kriteria penguasaan tersebut tidak harus
100%, penguasaan sebesar 50% atau 75% saja
sudah dapat dikatakan mempunyai market
power.”

Artinya, baik Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya
Sirait, S.H., M.Li., Ketua KPPU saat ini,Kurfiia
Toha, Ph.D. beserta ahli lainnya yakni ‘Dr."Andi
Fahmi Lubis, S.E., M.E.; Dr. Anna \Maria Tri
Anggaraini, S.H., M.H.; Prof. M4y Hawin, SH,
LL.M, Ph.D; Prof.Dr. Ningrum Natasya Sirait,
SH, MLI; Dr. Sukarmi, "S.H., M.H.; Syamsul
Maarif, Ph.D; dan Dnjun, Udin Silalahi, S.H.,
LL.M. sama-samasmenerangkan bahwa syarat
minimal pangsa = pasar yang dikatakan
mempunyail penguasaan pasar haruslah 50%
(lima pultith persen). Oleh karena pangsa pasar
Terlapor II di Jabodetabek hanya 6% (enam
persen) dan di daerah lain masih dibawah 3%
(tiga persen) maka terbukti Terlapor II tidak
menguasai pasar, oleh karenanya bagaimana
perusahaan dengan pangsa pasar atau market
power yang sangat kecil dituduh melakukan
persaingan usaha tidak sehat dan praktek
diskriminasi? ------------m oo oo
Bahwa Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait,
S.H., M.Li. dalam keterangannya menyatakan
perusahaan dengan pangsa pasar kecil atau
yang tidak memiliki market power tidak
mungkin melakukan persaingan usaha tidak
sehat, karena tidak mempunyai dampak

APAPUI, —-== === ==
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V. Bukti lain bahwa Terlapor II mempunyai
pangsa pasar kecil atau yang tidak memiliki
market power adalah keterangan Saksi Fakta
yakni Kepala Badan Pengelolaan Transportasi
Jabodetabek yang menerangkan bahwa pada
wilayah Jabodetabek terdapat 120 (seratus dua
puluh) Badan Hukum Angkutan Sewa Kh@isus:

vi. Bahwa Terlapor II hanyalah salah satu, dari
120 (seratus dua puluh) Badam Hukum
Angkutan Sewa Khusus yang,beroperasi di
wilayah Jabodetabek, bagaimana suatu pelaku
usaha dapat dituduh,  ‘mempunyai market
power dibandingkan, dengan 120 (seratus dua
puluh) pelakue™ usdha sejenis lainnya?
Faktanya, hinggaeqsaat ini Tim Investigator
tidak perfialhh melakukan survey atau kajian
terhadap, market power Terlapor II, terbukti
bahwa, Tim Investigator tidak pernah
memeriksa atau meminta bukti dari 120
(seratus dua puluh) pelaku usaha lainnya yang
sejenis dengan Terlapor II.-------------mmmmmmmmoo

11.7.833 #Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa
Para Terlapor tidak melakukan praktek diskriminasi
dan persaingan usaha tidak sehat karena tidak
mempunyai pangsa pasar di atas 50% (lima puluh
persen) atau tidak mempunyai kekuatan pasar
(market power). Oleh karena sesuai dengan
keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait,
S.H., M.Li., perusahaan dengan pangsa pasar kecil
atau yang tidak memiliki market power tidak mungkin
melakukan persaingan usaha tidak sehat, karena

tidak mempunyai dampak apapun.----------------------—-
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Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan
Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi
menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 15/KPPU/Pen/IV/2020
tanggal 13 April 2020 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara
Nomor 13/KPPU-1/2019 (vide Bukti A229); ----------mmmmmmmm ot
Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 30/KPPU/Kep.3/1V /2020 tanggal, 22, April
2020 tentang Penangguhan dan Penyesuaian Jangka Waktu
Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan¢Usaha. Perkara
a quo dalam tahap Musyawarah Majelis Komisi, /disesuaikan jangka
waktunya yang semula sejak tanggal 13 April 2020<¢sampai dengan
tanggal 29 Mei 2020 menjadi sejak tanggal™l3, April 2020 sampai
dengan tanggal 2 Juli 2020 (vide Bukti A236);-----------------==-=—--------
Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 31/KPPU/Kep.3/VI/2020 tanggal 02 Juni
2020 tentang Perubahan “Atas" Keputusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomer “30/KPPU/Kep.3/IV/2020 tentang
Penangguhan dan Penyesudian Jangka Waktu Penanganan Perkara di
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Perkara a quo dalam tahap
Musyawarah Majelis» Komisi, disesuaikan jangka waktunya yang
semula sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli
2020 menjadi“sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 7
Juli 2020 (vide Bukti A241); —------mmmmmm oo
Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis
Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian

yang cukup untuk mengambil putusan. ---------------mmmmr o
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TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP),
Tanggapan para Terlapor terhadap LDP, keterangan para Saksi, keterangan
para Ahli, keterangan Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen,
Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator
maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis,
menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat buktiyyang
cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Nomor 5 Takwun “1999) yang
diduga dilakukan oleh Para Terlapor dalam Perkara Nemor 13/KPPU-
[/2019. Dalam melakukan penilaian dan analisis,"Majelis Komisi

menguraikan dalam beberapa bagian sebagai begikuty -2---------------—-coc -~

1. Tentang Identitas Para Terlapor. --------- =%~ -
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. --------------------—-—-———-
3. Tentang Aspek Formil. ---------mmoudo o b oo
4. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait. --------------==--cooceme—-
5. Tentang Hubungan antara Terlapor I dan Terlapor II. -------------cmccmcee-
6. Tentang Pasar Bersangkutan ™=--------------------ommmm
7. Tentang Integrasi Vertikal. »--------------------co oo
8. Tentang Tying N g8 ——————-—=—-——=— = m o m
9. Tentang Praktikdiskriminasi. -----------=--=----m-mmmmm oo
10. Tentang Pembuktian Unsur Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----------
11. TentangdPembuktian Unsur Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999. -
12. Tentanig Pembuktian Unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999. -
13@MeNtang Fakta Lain. --------------—-mmmmmmm e
14, Tentang Rekomendasi Majelis Komisi. -------------------mmmmmmmmm -
15.» Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus. ------------------
16. Tentang Sanksi Administratif. ---------—-=-—-—cmmmmmo
17. Tentang Sanksi Pidana. -------------——mmmm oo
18. Tentang Diktum dan Penutup. ---------------------mmmmmmm o
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Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ---------

1. Tentang Identitas Para Terlapor. -----——------————— oo
Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai
berikut: ------ oo
1.1. Terlapor I. —------mm oo -8

1.1.1. Bahwa PT Solusi Transportasi Indonesia merupakan
badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan
berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 11 Agustus 2015
yang dibuat oleh Edward Suharjo Wiryommartani, S.H.,
M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, wyang telah
mendapatkan pengesahan dari Menteri®Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republiky Indenesia Nomor AHU-
2451075.AH.01.01.Tahun 2015, pada tanggal 12
Agustus 2015, dengan jenis, perseroan adalah PMDN
(Penanaman Modal \Dalam Negeri) Non Fasilitas.
Perseroan menjalankan” kegiatan usaha antara lain
sebagai berikut (vide Bukti C27, TS4A, T1.6): --------------
a. Mengembangkan, mempromosikan, dan

menyediakan suatu digital platform untuk
memfasilitasi dan/atau mediasi antara penyedia
jasa transportasi (termasuk namun tidak terbatas
pada angkutan sewa, angkutan ojek motor,
aktivitas kurir, angkutan taksi, angkutan darat
wisata, angkutan bermotor untuk barang umum,
angkutan bus pariwisata, angkutan bus tidak
bertrayek lainnya, dan angkutan darat lainnya
untuk penumpang), dengan pengguna jasa
transportasi yang mencakup kegiatan: (i)
pemesanan jasa transportasi, (ii) pembayaran jasa
transportasi secara tunai dan/atau secara

elektronik (cashless), dan (iii) penyelesaian jasa
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transportasi  tersebut oleh penyedia jasa
transportasi. -----------mm oo
b. Bekerja sama dengan badan usaha dan/atau
badan hukum penyedia jasa transportasi terkait
penggunaan digital platform yang disediakan oleh
perseroan untuk memudahkan para penyedia jasa
transportasi tersebut dalam memperoleh pegsanan
atas jasa transportasi yang disediakannyay --=s-<==--
Bahwa pada saat didirikan diketahuiy suSunan
pengurus dan pemegang saham pers€ream,adalah Ir.
Stephanus Ardianto Hadiwidjaja selaku Komisaris yang
memiliki saham sebanyak 50000, (lima puluh ribu)
lembar dan Ny. Kiki Rizki ‘selaku Direktur yang
memiliki saham sebanyak 50.000 (lima puluh ribu)

lembar (vide Bukti C27, TS54A, T1.6). ---—---------mmcmmemm

Tabel 1. Pengurus daft Pemegang Saham Terlapor I
berdasarkan,Akta Nomor 19 tanggal 11 Agustus 2015

No

Nama

Pengurus

Jumlah Saham

Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja

Komisaris

50.000 lembar

Ny. Kiki, Rizki

Direktur

50.000 lembar

1.1.3.

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 8 Oktober
2015 yang dibuat oleh Edward Suharjo Wiryomartani,
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, terdapat
perubahan data perseroan yang pemberitahuannya
telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum dengan Nomor AHU-AH.01.03-0970966
pada tanggal 9 Oktober 2015. Berdasarkan akta
tersebut diketahui terdapat peralihan kepemilikan
saham yang semula dimiliki oleh Ny. Kiki Rizki
sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar menjadi
dimiliki oleh Ny. Dra. Suzy Lindartono sebanyak 49.999
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(empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan
puluh sembilan) lembar. Dengan demikian, terdapat
penambahan jumlah pemegang saham perseroan
menjadi 3 (tiga) orang yaitu Ir. Stephanus Ardianto
Hadiwidjaja, Ny. Kiki Rizki, dan Ny. Dra. Suzy
Lindartono (vide Bukti C60). ----------------mmmmmmmo g

Tabel 2. Pengurus dan Pemegang Saham Teglapord
berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 8 Okteber2015

No. Nama Pengurus Jumlah Saham
Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja | Komisaris 50.000 lembar
Ny. Kiki Rizki Direktur 1 lembar
Ny. Dra. Suzy Lindartono - 49.999 lembar
1.1.4. Bahwa berdasarkan sAkta ‘Nomor 246 tanggal 24

Januari 2017 yang “dibuat oleh Hasbullah Abdul
Rasyid, S.H., MiKn.,/ Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Selatan, ‘terdapat perubahan anggaran dasar
dan perubahan data perseroan yang telah
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan
Hak "Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0002620.AH.01.02.Tahun 2017 dan pemberitahuannya
telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum dengan Nomor AHU-AH.01.03-0042287
pada tanggal 31 Januari 2017. Berdasarkan akta
tersebut diketahui terdapat peralihan kepemilikan
saham yang semula dimiliki oleh Ny. Kiki Rizki
sebanyak 1 (satu) lembar menjadi dimiliki oleh Teddy
Trianto sebanyak 1 (satu) lembar, serta terdapat
perubahan susunan pengurus perseroan menjadi
Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai Direktur, Suzy
Lindartono sebagai Komisaris, dan Badrodin Haiti

sebagai Komisaris Utama (vide Bukti C61).-----------------
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Tabel 3. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor I
berdasarkan Akta Nomor 246 tanggal 24 Januari 2017

No. Nama Pengurus Jumlah Saham
1. | Stephanus Ardianto Hadiwidjaja Direktur 50.000 lembar
2. | Suzy Lindartono Komisaris 49.999 lembar
3. | Badrodin Haiti Komisaris -

4. | Teddy Trianto - 1 lembar

1.1

.5.

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 135 tanggal 25 April
2018 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul“Rasyid, S.H.,
M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarsta Selatan,

terdapat perubahan data pérseroan

yang

pemberitahuannya telah diterimya) oleh Direktorat

Jenderal Administrasi Hukumy, Umum dengan Nomor
AHU-AH.01.03-0170449 “pada " tanggal 30 April 2018.

Berdasarkan akta “tersebut diketahui terdapat

perubahan  susunane Komisaris menjadi Suzy

Lindartono sebagai Komisaris Utama dan Moh. Chatib

Basri sebagai Komisaris (vide Bukti C62). ------------------

Tabel 4. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor I
berdasarkan Akta Nomor 135 tanggal 25 April 2018

No.

Nama

Pengurus

Jumlah Saham

Stephanus Ardianto Hadiwidjaja

Direktur

50.000 lembar

Suzy Lindartono

Komisaris Utama

49.999 lembar

Moh. Chatib Basri

Komisaris

B PR

Teddy Trianto

1 lembar

1.1

.6.

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 136 tanggal 25 April
2018 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H.,
M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,
terdapat perubahan anggaran dasar dan perubahan
data perseroan yang telah mendapatkan pengesahan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
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Indonesia Nomor AHU-0011136.AH.01.02.Tahun 2018
dan pemberitahuannya telah diterima oleh Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor
AHU-AH.01.03-0205820 pada tanggal 21 Mei 2018.
Berdasarkan akta tersebut diketahui terdapat
perubahan jenis perseroan yang sebelumnya adalah
PMDN Non Fasilitas menjadi PMA (Penanaman Modal
Asing), serta peralihan kepemilikan saham \yang
sebelumnya  dimiliki oleh  Stephanus®, Ardianto
Hadiwidjaja, Suzy Lindartono, dan ¢Teddy = Trianto
menjadi dimiliki oleh Grab Inc. mentipakan perusahaan
yang didirikan berdasarkan hukumwWwilayah Negara
Cayman Islands sebanyak 46.000:800.701 (enam juta
delapan ratus ribu tujuli*rattis “satu) lembar dan PT
Grab Taxi Indonesiadsebanyak 10.000 (sepuluh ribu)
lembar (vide Bukti C61)4:------------------mmmmmmm -

Tabel 5. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor I
berdasarkan Akta Nomor 136 tanggal 25 April 2018

No. Nama Pengurus Jumlah Saham

1. | StephanusyArdianto Hadiwidjaja Direktur -

2. | Suzy Lindantono Komisaris Utama -

3. jMoh?¢ Chatib Basri Komisaris -

47 ImGrab Inc. - 6.000.800.701 lembar
3.7 | PT Grab Taxi Indonesia - 10.000 lembar

1.1.7. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 149 tanggal 25
September 2018 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul
Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Selatan, terdapat perubahan data perseroan
yang pemberitahuannya telah diterima oleh Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor
AHU-AH.01.03-0247565 pada tanggal 28 September
2018. Berdasarkan akta tersebut terdapat perubahan
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susunan pengurus perseroan menjadi Stephanus
Ardianto Hadiwidjaja sebagai Direktur Utama, Ridzki D.
Kramadibrata sebagai Direktur, dan Suzy Lindartono

sebagai Komisaris (vide Bukti C64).-----------------mmcmmuv

Tabel 6. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor I
berdasarkan Akta Nomor 149 tanggal 25 September 2048

No.

Nama Pengurus Jumlah Saham

Stephanus Ardianto Hadiwidjaja | Direktur Utama -

Suzy Lindartono Komisaris -

Ridzki D. Kramadibrata Direktur -

Grab Inc. - 6.000.800.701 lembar

gl B L=

PT Grab Taxi Indonesia - 10.000 lembar

1.1.8.

1.1.9.

Bahwa kemudian betdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Para Penlegang Saham Nomor 19 tanggal 7
Agustus 2019 yangfdibuat oleh H. Arief Afdal, S.H.,
M.Kn., Notaris difJakarta Selatan, terdapat perubahan
anggaran dasaf,perseroan, yaitu PT Solusi Transportasi
Indoneésia), .yang berubah nama menjadi PT Grab
Tekmnologi, © Indonesia dan telah  mendapatkan
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0048227.AH.01.02.Tahun 2019 pada tanggal 8 Agustus
2019 (vide Bukti T54B, T1.7). ------mmmmm oo
Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham Nomor 03 tanggal 2 September 2019
yang dibuat oleh H. Arief Afdal, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta Selatan, terdapat perubahan data perseroan
yang pemberitahuannya telah diterima oleh Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor
AHU-AH.01.03-0325606 pada tanggal 3 September
2019. Berdasarkan akta tersebut terdapat perubahan

susunan pengurus perseroan menjadi Neneng Meity
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Goenadi sebagai Direktur, Ridzki D. Kramadibrata
sebagai Direktur Utama, dan Zafrul Shastri Bin Hashim
sebagai Komisaris, serta peralihan nama pemilik saham
yang sebelumnya adalah Grab Inc. dan PT Grab Taxi
Indonesia menjadi Grab Inc. dan PT Grab Platform

Indonesia (vide Bukti T54C, T1.8). -----------mmmmmmmmomme -

Tabel 7. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor I berdasarkan
Akta Nomor 03 tanggal 2 September 2019

No. Nama Pengurus Jumlah Saham

1. | Neneng Meity Goenadi Direktur, -

2. | Ridzki D. Kramadibrata Direktur -

3. | Zafrul Shastri Bin Hashim Komisaris -

4. | Grab Inc. - 6.000.800.701 lembar
S. | PT Grab Platform Indonesial - 10.000 lembar

1.1.10. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019, Terlapor I
memberi kuasa kepada Para Advokat dan Konsultan
Hukum ‘yang berkantor di Kantor Advokat dan
Kofisultan "Hukum Hotman Paris & Partners, yang
beralamat di The Kensington Commercial Blok A-12
Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta
Utara 14240 (vide Bukti T1.1). --=—-------mmmmmm oo

1.2 gTerlapor Il -- -

1.2.1. Bahwa PT Teknologi Pengangkutan Indonesia
merupakan badan usaha berbentuk badan hukum
yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 16
Desember 2015 yang dibuat oleh Mala Mukti, S.H.,
LL.M, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0000065.AH.01.01.Tahun 2016 pada tanggal 4 Januari
2016, dengan jenis perseroan adalah PMDN Non
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Fasilitas. Perseroan menjalankan kegiatan wusaha
antara lain sebagai berikut (vide Bukti C54, T55A): -------
a. Melakukan usaha pengangkutan penumpang
dengan menggunakan mobil penumpang umum
yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam
wilayah administratif dan tarif berdasarkan

kesepakatan antara pengguna dengan penyedia

b. Melakukan pengangkutan penumpang deéngan
menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda
khusus dan dilengkapi dengan .argometer yang
melayani angkutan dari pintu “ke pintu dengan
wilayah operasi terbatas. ---#--%------------------m---———-

Bahwa pada saat didirikan = diketahui susunan

pengurus dan pemegang saham perseroan adalah Kiki

Rizki selaku Direktumyang memiliki saham sebanyak 1

(satu) lembar dan/Teddy Trianto selaku Komisaris yang

memiliki saham Sebanyak 50.999 (lima puluh ribu

sembilan ratds sembilan puluh sembilan) lembar (vide

230114 ) —

Tabel 8. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor II
berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 16 Desember 2015

No. Nama Pengurus Jumlah Saham
Kiki Rizki Direktur 1 lembar
2. | Teddy Trianto Komisaris 50.999 lembar

Bahwa kemudian berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal
9 Juni 2016 yang dibuat oleh Mala Mukti, S.H., LL.M,
Notaris di Jakarta Selatan, terdapat perubahan
anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang
telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
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AHU-0012126.AH.01.02.Tahun 2016 dan
pemberitahuannya telah diterima oleh Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor
AHU-AH.01.03-0061117 pada tanggal 27 Juni 2016.
Berdasarkan akta tersebut terdapat perubahan
susunan pengurus perseroan yang semula adalah Kiki
Rizki dan Teddy Trianto menjadi Ir. Stephanus Ardianto
Hadiwidjaja sebagai Direktur dan Dra. Suzy Lindarteno

sebagai Komisaris (vide Bukti C54).----------=8-———-285 -

Tabel 9. Pengurus dan PemegangSaham Terlapor II
berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal O Juni 2016

No. Nama Pengurus | Jumlah Saham
1. | Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja | Direktur -

2. | Dra. Suzy Lindartono Komisaris -

3. | Kiki Rizki - 1 lembar

4. | Teddy Trianto - 50.999 lembar

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 174 tanggal 22
September 2016 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul
Rasyidy, “S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Selatan, terdapat perubahan data perseroan
yang pemberitahuannya telah diterima oleh Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor
AHU-AH.01.03-0083457 pada tanggal 26 September
2016. Berdasarkan akta tersebut diketahui peralihan
kepemilikan saham yang sebelumnya dimiliki oleh Kiki
Rizki sebanyak 1 (satu) lembar menjadi dimiliki oleh
Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebanyak 1 (satu)
lembar (vide Bukti C56). ---------mmmmmm oo
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Tabel 10. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor II

berdasarkan Akta Nomor 174 tanggal 22 September 2016

No. Nama Pengurus | Jumlah Saham
1. | Stephanus Ardianto Hadiwidjaja Direktur 1 lembar
Dra. Suzy Lindartono Komisaris -
Teddy Trianto - 50.999 lembar

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusam Para
Pemegang Saham Nomor 77 tanggal 16 Januawi 2017
yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S#H:, M.Kn.,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta,Selatan, terdapat
perubahan anggaran dasar dan, perubahan data
perseroan yang telah mendapatkan» pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak “Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU=-0001372.AH.01.02.Tahun 2017
dan pemberitahuannya telah diterima oleh Direktorat
Jenderal AdministrasiHukum Umum dengan Nomor
AHU-AH.01403-0023081 pada tanggal 19 Januari 2017.
Berdasarkan , akta tersebut terdapat perubahan
kedudukan atau alamat perseroan menjadi beralamat
di Wisma Sejahtera Unit 101B, Jalan Letjend S. Parma
Kay. 75 Kodepos 11410, Palmerah, Slipi, Jakarta Barat
(wide Bukti C55).------mmmmm oo oo
Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham Nomor 07 tanggal 20 Maret 2018
yang dibuat oleh Maya Kania, S.H., M.Kn., Notaris di
Kota Bekasi, terdapat perubahan anggaran dasar dan
perubahan data perseroan yang telah mendapatkan
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0006485.AH.01.02.Tahun 2018 dan pemberitahuannya
telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum dengan Nomor AHU-AH.01.03-0119041

- 371 -




1.2.7.

SALINAN

pada tanggal 21 Maret 2018. Berdasarkan akta
tersebut terdapat perubahan kedudukan atau alamat
perseroan menjadi beralamat di The Garden Center
Building Lt. 6, Jalan Raya Cilandak KKO, Kodepos
12560, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
(vide Bukti CS57).------mmmm oo
Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan' Para
Pemegang Saham Nomor 32 tanggal 23 November,204'8
yang dibuat oleh Arief Afdal, S.H., M.Kn.;3Notafris di
Jakarta Selatan, terdapat perubahan {anggaran dasar
dan  perubahan data perserfan, \ yang telah
mendapatkan pengesahan dari, Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indenesia Nomor AHU-
0027098.AH.01.02.Tahun"2018 dan pemberitahuannya
telah diterima oleh Mirektorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum dengan Nomor AHU-AH.01.03-0267874
pada tanggal 26/ November 2018. Berdasarkan akta
tersebut terdapat perubahan susunan pengurus
perseroan ‘menjadi Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja
sebagai, Direktur dan Dra. Suzy Lindartono sebagai
Komisaris. Selain itu, terdapat perubahan komposisi
pemegang saham dan kepemilikan sahamnya.
Sebelumnya Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja
memiliki 1 (satu) lembar saham, meningkat
kepemilikannya menjadi 67.947.300 (enam puluh tujuh
juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus)
lembar saham. Teddy Trianto yang semula memiliki
50.999 (lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan) lembar saham, tidak lagi menjadi pemegang
saham. Kemudian GC Lease Technology Inc. yang
merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan
hukum wilayah Negara Cayman Islands masuk menjadi

pemegang saham dengan kepemilikan saham sebanyak
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65.282.700 (enam puluh lima juta dua ratus delapan
puluh dua ribu tujuh ratus) lembar saham (vide Bukti

C58, TS55B). ~mmmmmmmmmmmmmmmmm e

Tabel 11. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor II
berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 23 November 2018

No. Nama Pengurus Jumlah Saham

1. | Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja | Direktur | 67.947:300 lembar

Dra. Suzy Lindartono Komisaris -

GC Lease Technology Inc. - 65.282.700 lembar

1.2.8. Bahwa berdasarkan Akta Nomot, 32 " Tanggal 23
November 2018 tersebut terdapat perubahan anggaran
dasar perseroan pada jenis perseroan yang semula
adalah PMDN Non _Fasilitas menjadi PMA, yang
pemberitahuannyas" telahw diterima oleh Direktorat
Jenderal AdministrasidHukum Umum dengan Nomor
AHU-AH.01.03-0267876 pada tanggal 26 November
2018 (vide Bukti C59, TS55B).----------mmmmmmm oo

1.2.9. Bahwa', dalam praktiknya, perseroan menjalankan
kegiatan uisaha penyediaan jasa angkutan sewa khusus
dengan membuka Kantor Cabang dan telah
mendapatkan izin sebagai berikut: ----------------cmmemmo-
a. Untuk Wilayah Jabodetabek, berdasarkan Izin

Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam
Trayek Pelayanan Angkutan Sewa Khusus di
Jabodetabek yang dikeluarkan oleh Kepala Badan
Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Nomor
SK.11/AJ.206/BPTJ-2017 tanggal 15 Desember
2017 dan izin prinsip yang dikeluarkan oleh BKPM
tanggal 17 Mei 2017 (vide Bukti B67).

b. Untuk wilayah Medan, berdasarkan akta pendirian

tanggal 20 Juli 2017. Dalam menjalankan kegiatan
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usahanya telah memperoleh Izin Usaha Angkutan
Dengan Kendaraan Bermotor Umum dengan jenis
Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek berdasarkan
izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Medan tanggal 24 Januari 2020 (vide Bukti B67)¢---
Untuk wilayah Surabaya, berdasarkan ¢ akta
pendirian tanggal 20 Juni 20174, Dalam
menjalankan kegiatan usahanya telah mempeéroleh
Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor
Umum dengan jenis Angkutan/Orang Tidak Dalam
Trayek berdasarkan Surat Dinas Perhubungan
Pemerintah  Provinsi g Jawa  Timur Nomor:
551.21/1862/113.442018 tanggal 19 April 2018
(vide Bukti B67) B--qf-—----------------—------—-—-———-
Untuk wilayahs Makassar, berdasarkan akta
pendirian “tanggal 14 Desember 2017. Dalam
menjalankan kegiatan usahanya telah memperoleh
Izin'Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor
Umum dengan jenis Angkutan Orang Tidak Dalam
Trayek berdasarkan Surat Dinas Perhubungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bulan Juli
2018 (vide Bukti B67). ---------------mm -

Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019, Terlapor I
memberi kuasa kepada Para Advokat dan Konsultan
Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum Hotman Paris & Partners, yang
beralamat di The Kensington Commercial Blok A-12
Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta

Utara 14240 (vide Bukti T1.1). ------------mmmmmmm -
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Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. ------------—--————-——c oo~

2.1.

2.2,

Tentang Objek Perkara. -----------—mmmmmmm e
Bahwa objek perkara a quo adalah jasa angkutan sewa khusus
yang berkaitan dengan penyediaan aplikasi mobile atau piranti
lunak yang bernama Grab App, yang diselenggarakan oleh PT
Solusi Transportasi Indonesia dalam jangkauan pemasaran
wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang; dan
Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya (vide Bukti 12)s --=5-4==--
Tentang Dugaan Pelanggaran. ------------=--=-—-mmmmmmmo—b———Zfo
Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara a giwe adalah Pasal
14, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 19 huruf'd Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut (vide Buktid?2): ----------------
2.2.1. Pasal 14 UU Nomor 5 Tahung1999%:----------------------——-
“Pelaku usaha dilarang@™membuat perjanjian dengan
pelaku usaha lain yang bertuyjuan untuk menguasai
produksi sejumldh spreduk yang termasuk dalam
rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang
mana setiaprangkaian produkst merupakan hasil
pengolahamn,, Gtau proses lanjutan, baik dalam satu
rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat
dan atau merugikan masyarakat.” -----------=--=-=—-cmmcmmo—-
2. 202, Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999:-------—--—--—-—-
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan
pthak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang
menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia
membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha
PeMASOK.” ~ == mm oo
2.2.3. Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999: ----------—--—--
“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa
kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha
lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
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berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap

pelaku usaha tertentu.” ----------==-===---mmmmmmmmmmm -

3. Tentang Aspek Formil. ----------mmmmmmm oo

3.1.

Menimbang bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyampaikan

keberatan dalam perkara a quo yang pada pokoknya sebagai

berikut:

1.

a bk wb

Tentang pelanggaran kode etik.----------------mmmmma- bt -
Tentang kompetensi absolut KPPU. ------------- -8
Tentang Pemeriksaan Lanjutan perkara a quowcacat hukum. -
Tentang status perkara a quo. ------------f =2 oo
Tentang performa Saksi-Saksi Investigator yang tidak
memiliki kualifikasi atau kapabilitas) serta memiliki konflik

kepentingan terhadap perkara’a quo. ---------------------------—--

6. Tentang bukti-bukti yangddiajukan Investigator tidak sesuai

dengan wilayah geografis ebjek dugaan pelanggaran.-----------

Tentang sikap Majelis Komisi dalam persidangan. --------------

Tentang sikap (Majelis” Komisi yang menolak mendengar

keterangan Terlapor1. ---------------------—m o

3.1.1.

Tentang pelanggaran kode etik. ------------—-ccmmmmeo -
Bahwa dalam Kesimpulannya, Para Terlapor pada
pokoknya menyatakan sikap salah satu Majelis Komisi
dianggap telah melanggar kode etik. Dalam konferensi
pers di hadapan wartawan, salah satu Majelis Komisi
memberikan pendapat atas substansi perkara yaitu
terkait hal-hal yang diduga dilanggar oleh Para Terlapor
semakin kuat dibuktikan dengan penunjukan Kuasa
Hukum yang sama. Para Terlapor seolah-olah telah
dihukum bersalah sebelum adanya proses pemeriksaan
dan pembuktian maupun Putusan Komisi,

sebagaimana dimuat dalam media online CNBC tanggal
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7 Oktober 2019, detikfinance tanggal 7 Oktober 2019,
dan Kompas.com tanggal 8 Oktober 2019.-----------—--—-—-

“‘Jadi dua Terlapor satu pengacaranya makin
menguatkan sebenarnya kalau kita berlogika. Dua
perusahaan yang dituduh itu melakukan itu ditunjuk
pengacaranya yang SAmMa.” -------=----=-m-mmmmmmmmmeoooo— s

Selain itu terdapat pergantian susunan Majelis Komisi
perkara a quo, namun yang diganti adalahy Ketua
Majelis Komisi yakni Bapak Harry Agustante, S.H.,
M.H., menjadi Ibu Dinni Melanie, S.H.;JUM.E. bukan
Anggota Majelis Komisi yang telah jelasy,melakukan
dugaan pelanggaran kode etik.---z-=-%5---cmomm -
Tentang kompetensi absolut KRPUMe= - -
Bahwa dalam Kesimpulannya, WPara Terlapor pada
pokoknya menyatakanKPPU tidak berwenang
mengadili perkaragsayque, terkait dengan perjanjian
kerjasama produksi antara Terlapor I dan Terlapor II,
perjanjian _kerjasama antara Terlapor II dengan
penyewa, (peéngemudi) dalam hal penggunaan aplikasi
Terlapor I, serta kesepakatan baik antara Terlapor I dan
Terlaper»II maupun dengan penyewa (pengemudi)
dalamy hal promosi, program, jam kerja, dan insentif
karena perjanjian dan kesepakatan tersebut bersifat
perdata murni (ranah hukum  priva) bukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
UU Nomor 5 Tahun 1999.-------------mmmmmm -

Tentang Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo cacat

Bahwa dalam Kesimpulannya, Para Terlapor pada
pokoknya menyatakan Pemeriksaan Lanjutan perkara
a quo adalah cacat hukum karena penetapan atau
keputusan Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo

diterbitkan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
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setelah Pemeriksaan Pendahuluan berakhir.
Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 24
September 2019 sampai dengan 4 November 2019,
namun keputusan untuk melanjutkan ke tahap
Pemeriksaan Lanjutan baru diterbitkan pada tanggal
12 November 2019. Oleh karena itu, penetapan atau
keputusan tersebut telah melanggar ketentuan (Pasal
39 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. PReraturan
KPPU Nomor 1 Tahun 2019.--------—-—-mmmm——Za——Zf -
Tentang status perkara a quo. ----------@s -2 —=f oo
Bahwa dalam Kesimpulannya, Para, Terlapor pada
pokoknya menyatakan Majelis, Komisi dalam setiap
persidangan selalu mengklaimperkara a quo adalah
perkara inisiatif bukangperkara laporan, sedangkan
Saksi David BangarSiagian dalam persidangan telah
mengakui sebagail pihak, Pelapor dalam perkara a quo.
Apabila perkara /a quo merupakan perkara inisiatif,
maka Majelis Komisi harus mematuhi due process of
law sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan KPPU
Nomory 1, Tahun 2019. Sampai dengan kesimpulan ini
digjukan baik Investigator maupun Majelis Komisi tidak
pernah menunjukan hasil penelitian/hasil kajian yang
digunakan sebagai dasar untuk memeriksa perkara a
quo yang diklaim sebagai perkara inisiatif. Oleh karena
itu, pemeriksaan perkara a quo sepatutnya dinyatakan
batal demi hukum. ------------—— -
Tentang performa Saksi-Saksi Investigator yang tidak
memiliki kualifikasi atau kapabilitas, serta memiliki
konflik kepentingan terhadap perkara a quo.---------------
Bahwa dalam Kesimpulannya, Para Terlapor pada
pokoknya menyatakan keberatan terhadap performa
Saksi-Saksi yang diajukan Investigator karena tidak

memiliki kualifikasi atau kapasitas sebagai Saksi.
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Selain itu, Saksi-Saksi tersebut diduga melakukan
penggelapan atas kendaraan milik Terlapor II, serta
melakukan pelanggaran terhadap kode etik Terlapor I.---
Tentang bukti-bukti yang diajukan Investigator tidak
sesuai dengan wilayah geografis objek dugaan
pelanggaran. ---------------mmmmmmm e
Bahwa dalam Kesimpulannya, Para Terlapor (pada
pokoknya menyatakan keberatan terhadap «dokumen
Investigator yaitu dokumen C23 dan_C25 ‘terkait
dokumen dari Dinas Perhubungan Jawa Barat, serta
dokumen C37 dan C39 terkait dekumen dari Dinas
Perhubungan Bandar Lampung: Sebagaimana
diketahui wilayah Jawa Baratidam Bandar Lampung
tidak ada kaitannya demgan wilayah geografis dalam
Laporan Dugaan Pelafiggaran. --------------------------——-——-
Tentang sikap MajelissKomisi dalam persidangan. --------
Bahwa dalam™ Kesimpulannya, Para Terlapor pada
pokoknya (menyatakan keberatan terhadap sikap
Majelis KomiSi yang sejak awal persidangan selalu
menunjukkan sikap yang memihak Investigator dengan
memberikan keleluasaan untuk bertanya serta
mengeluarkan komentar apapun, sedangkan kepada
Para Terlapor, Majelis Komisi bersikap menyudutkan
dengan membatasi hak untuk bertanya. --------------------
Tentang sikap Majelis Komisi yang menolak mendengar
keterangan Terlapor I. -------------------m o
Bahwa dalam Kesimpulannya, Para Terlapor pada
pokoknya menyatakan keberatan atas sikap Majelis
Komisi yang menolak mendengar keterangan Terlapor I.
Pengajuan bukti merupakan hak Para Terlapor sesuai
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 yang tidak dapat
dibatasi dengan alasan apapun sampai dengan jangka

waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir. Dalam
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persidangan tanggal 11 Maret 2020 Majelis Komisi
berpendapat lain terkait pemeriksaan terhadap
Terlapor I sehingga pada persidangan tanggal 12 Maret

2020 Kuasa Hukum Para Terlapor mengajukan

Saudara Wahyu D. Setiawan (Litigation Legal Counsel

Terlapor I) untuk didengar keterangannya dan
sepatutnya  diterima mengingat jangka  waktu
Pemeriksaan Lanjutan belum berakhir dan, agenda
persidangan masih dalam tahap pembuktian. Déngan
demikian Para Terlapor dan/atau Kuasa Hukum telah

bersikap kooperatif terhitung sejak proses penyelidikan,
Pemeriksaan Pendahuluan sampaidengan Pemeriksaan
Lanjutan, bahkan Terlapon,I ‘sebenarnya juga telah
memberikan keterangannya sebagai pelaku usaha yang

diwakili oleh Saudara lkiySari Dewi (Head of Four

Wheels Terlapor €I) spada tanggal 09 Januari 2020
sehingga sepatutnya dapat berlaku sebagai keterangan

Terlapor . 42-—am -

3.2. Bahwa terhadap keberatan-keberatan dalam aspek fomil, Majelis
Komisi menguraikan hal-hal sebagai berikut:-------------=----ooccoo—-

3.2.1. Keberatan Para Terlapor mengenai pelanggaran kode

a. Bahwa berdasarkan Keputusan KPPU Nomor
22/KPPU/Kep/1/2009 tentang Kode Etik Anggota
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Peraturan
Kode Etik) Pasal 1 angka 6 Kode Etik Anggota
Komisi adalah norma moral yang harus dipatuhi
oleh setiap Anggota Komisi.----------------ommmmmmmc-

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan
Kode Etik, dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya Anggota Komisi wajib:-------------------
a. Mematuhi peraturan perundang-undangan

serta peraturan kelembagaan;---------------------
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b. Mengutamakan kepentingan negara di atas
kepentingan pribadi dan atau
kelompok/golongan/partai politik; ---------------

c. Menjaga nama baik, kehormatan, dan
kredibilitas Komisi; --------=-=--==——-—mommmme

d. Bertanggungjawab terhadap keputusan yang
diambil;---------—-———

e. Bersikap netral dan bebas dari gengaruh
pihak manapun; ---------------—---—-=8-——--ZEo -

f.  Menjaga kerahasiaan informasifydan atau
dokumen yang dinyatakan .Komisi sebagai
rahasia;---------—-——-———gn— s SEef

Bahwa keberatan Teglapor %] dan Terlapor II

disampaikan melalui surat nomor

0803/0679.01/2019/HP&P tanggal 10 Oktober

2019 dan suratmnomor 0811/0679.01/2019/HP&P

tanggal 16 .Oktober 2019 yang telah diterima oleh

Ketua( Komisi? dan telah ditindaklanjuti dalam

RapatuKomisi pada tanggal 4 November 2019 (vide

BuktiT1.10, T1.11).-mmmmmmmmmm oo

Bahwa Rapat Komisi pada tanggal 4 November

2019 telah  memutuskan  tidak  terdapat

pelanggaran Kode Etik. Rapat komisi menilai

pernyataan resmi yang disampaikan dalam forum
jurnalis adalah hal-hal yang bersifat normatif,
netral, sebatas menjelaskan proses dan fakta
persidangan. Adapun pernyataan mengenai kuasa
hukum yang sama dalam perkara a quo
merupakan fakta persidangan.----------------------—-—-

Bahwa kutipan pernyataan yang dimuat dalam

media online tanggal 7 dan 8 Oktober 2019

sebagaimana didalilkan oleh Kuasa Hukum Para

Terlapor bukan merupakan pernyataan resmi yang

- 381 -



3.2.2.

SALINAN

disampaikan dalam forum jurnalis oleh Anggota
Majelis Komisi yang bersangkutan. --------------------
Bahwa penugasan Majelis Komisi dalam tahap
Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan
Lanjutan perkara a quo ditetapkan oleh Ketua
KPPU yang bertugas untuk memimpin dan
melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan (fugas
dan wewenang Komisi. ------------------m---g---Sb- et -
Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Peraturan
KPPU Nomor 1 Tahun 2019,&Ketua  Komisi
menetapkan pembentukan Majelis Komisi dengan
Keputusan Komisi. Selanjutnya“Pasal 73 ayat (2)
menyebutkan susunan “Keanggotaan Majelis
Komisi sebagaimana® dimaksud pada ayat (1),
dipilih atas kesepakatan dalam Rapat Komisi. -------
Bahwa oleh Karenayitu, terkait penggantian Ketua
Majelis Komisi dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan
dalam( perkara a quo tidak ada hubungannya
dengan, materi wawancara atau terkait aduan dari
Kuasa Hukum Para Terlapor kepada Ketua KPPU,
namun disebabkan karena penugasan lain dari
Komisi terhadap Ketua Majelis yang sebelumnya. ---
Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai
tidak terdapat pelanggaran kode etik yang

dilakukan oleh salah satu Anggota Majelis Komisi.--

Keberatan Para Terlapor mengenai kompetensi absolut

Bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan
UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU berwenang
melakukan  pemeriksaan  terhadap  dugaan
pelanggaran pasal-pasal dalam UU Nomor 5 Tahun
1999, termasuk memeriksa dugaan pelanggaran

dalam perkara a quo. ------------=---mmmmmmmmm -
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Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 huruf a
dan b UU Nomor 5 Tahun 1999 telah menegaskan
kewenangan Majelis Komisi dalam melakukan
penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan usaha
yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat. ---------------#---
Bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 47 ayat
(2) huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1999°KPPU
memiliki wewenang untuk membatalkan
perjanjian, menghentikan integra&i, vertikal, dan
menghentikan kegiatan yang terbukti
menimbulkan  praktik gnomopeli dan atau
persaingan usaha tidak,sehatidan atau merugikan
masyarakat. --------#®»--&-9 _____
Bahwa ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15
ayat (2) UU Nomer® Tahun 1999 termasuk dalam
Bab Perjanjian ‘yang dilarang. Oleh karena itu,
hubungan, perdata yang diakibatkan oleh
perjanjian’” yang dilarang dilakukan oleh pelaku
usaha, menjadi kewenangan KPPU untuk
ITMPNETTIKSa, —-mmmm o mm oo oo
Bahwa dengan demikian, sesuai tugas dan
kewenangan tersebut, Majelis Komisi menilai
KPPU memiliki kewenangan absolut untuk
memeriksa dan mengadili terkait dugaan

pelanggaran perkara a quo. ------------------mcmmcmmeo-

3.2.3. Keberatan Para Terlapor mengenai Pemeriksaan

Lanjutan adalah cacat hukum. ---------------——mmmmmmm -

a.

Bahwa tata cara penanganan perkara a quo diatur
sesuai ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019.----------------
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1)

UU Nomor S Tahun 1999, Pemeriksaan
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Pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari dan Komisi wajib menetapkan
perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan
Lanjutan.-------------——-—mmmmm e
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1)
UU Nomor S5 Tahun 1999, Komisi wajib
menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan
Pemeriksaan Lanjutan. ----------------—-——8- 28—
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka, 20, Peraturan
KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Pemeriksaan
Pendahuluan adalah seramgkaiam’ kegiatan yang
dilakukan oleh Majelis, Komisi terhadap Laporan
Dugaan Pelanggaran untuk menetapkan
perubahan perilaku, menjatuhkan Putusan atau
menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan
Pemeriksaan Lanjutan. -----------------------cmmm -
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan
KPPU% Nomor 1 Tahun 2019, Pemeriksaan
Pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu
Pemeriksaan Pendahuluan perkara a quo
ditetapkan melalui Penetapan Nomor
53/KPPU/Pen/IX/2019 tanggal 9 September 2019
yang terhitung sejak tanggal 24 September 2019
sampai dengan tanggal 4 November 2019. ------------
Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan
KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Hasil Pemeriksaan
Pendahuluan dapat berupa penetapan Majelis
Komisi mengenai perubahan perilaku, simpulan
Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan

Lanjutan, atau simpulan Majelis Komisi untuk
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melakukan Musyawarah Majelis Komisi untuk
mengambil Putusan. -------------------rmmm -
Bahwa setelah proses persidangan dalam tahap
Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan selesai,
Majelis Komisi dibantu Panitera menyusun Hasil
Pemeriksaan Pendahuluan dengan menetapkan
perkara a quo dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan
Lanjutan dan ditandatangani pada tamggal 424
Oktober 2019 sehingga Pemeriksaan Pendahuluan
perkara a quo telah dilakukan sesuai prosedur dan
dalam rentang waktu sesuai dengan UU Nomor 5

Tahun 1999 jo. PeraturangKPPUwlNomor 1 Tahun

Bahwa berdasarkan®Pasal 1 angka 21 Peraturan
KPPU Nomor &1 Tahun 2019, Pemeriksaan
Lanjutan adalah % serangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh Majelis Komisi untuk
membuktikan® ada atau tidaknya pelanggaran.
Pemeriksaan Lanjutan adalah tahapan lanjutan
dari, tahap Pemeriksaan Pendahuluan, namun
demikian perhitungan jangka waktu Pemeriksaan
Lanjutan tidak dihitung setelah jangka waktu
Pemeriksaan Pendahuluan berakhir. Hal tersebut
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) jo.
Pasal 42 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun
2019, Pemeriksaan Lanjutan ditentukan dengan
Keputusan Majelis Komisi.------------=---ommmmmmmmo
Bahwa Ketua Komisi menugaskan Majelis Komisi
dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo
berdasarkan Surat Keputusan Penugasan Majelis
Komisi Nomor 121/KPPU/Kep.3/XI/2019 tanggal
12 November 2019. Selanjutnya, Majelis Komisi

perkara a quo menetapkan jangka waktu
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Pemeriksaan  Lanjutan  melalui  Keputusan
Pemeriksaan Lanjutan Nomor
86/KMK/Kep/XI/2019 tanggal 12 November 2019
yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada
Para Terlapor melalui surat Nomor 1589/AK/KMK-
L/XI/2019, Nomor 1590/AK/KMK-L/XI/2019,
dan Nomor 1591/AK/KMK-L/XI1/2019 tanggal 12
November 2019. -----—-mmmmmmmmm - -
Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai
penetapan Pemeriksaan Lanjutantwperkara a quo
tidak cacat hukum karena telah, sesuai dengan
ketentuan UU Nomor 5 Tahuny1999 dan Peraturan

KPPU Nomor 1 Tahun 20194 -3----------———-=-mmmmmmmo -

3.2.4. Keberatan Para Terlapof®mengenai status perkara a
QUO. ————= e
a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1)

dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi dapat
melaktikan pemeriksaan terhadap pelaku usaha
apabila, ada dugaan terjadi pelanggaran undang-
undang walaupun tanpa adanya laporan.-------------
Bahwa dasar hukum proses penelitian dan
penyelidikan perkara a quo menggunakan
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Penanganan Perkara. Berdasarkan Pasal
76 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penanganan
perkara yang masih atau sedang berjalan dan
belum memperoleh Putusan hingga berlakunya
peraturan ini tetap berpedoman pada Peraturan
KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Penanganan Perkara (selanjutnya disebut

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010). ---------------
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Bahwa Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019
berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 4
Februari 2019. Untuk selanjutnya Majelis Komisi
akan menjelaskan dasar hukum mengenai status
perkara a quo berdasarkan Peraturan KPPU Nomor
1 Tahun 2010, ——-——-- - -
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (I)
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010,
penanganan perkara berdasarkan “a. laporan
pelapor; b. laporan pelapor dengam permohonan
ganti rugi; c. Inisiatif Komisi. --#--2--2---------------——-
Bahwa berdasarkan ketentuanw/Pasal 15 ayat
(1) Peraturan KPPU Nomoryl “Tahun 2010, Komisi
dapat melakukan pehanganan perkara
berdasarkan data ataw informasi, tanpa adanya
laporan, tentng “adanya dugaan pelanggaran
Undang-Undang:’ Selanjutnya Pasal 15 ayat (2)
Peraturan, KPPU Nomor 1 Tahun 2010
menyebutkan data atau informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber paling
sedikit dari: ------------ -

a. Hasil kajian;---------------—mmmm

b. Berita di media; ------------——--- oo
c. Hasil pengawasan; --------------=——-mmmmmmmmmm -
d. Laporan yang tidak lengkap; ----------------------—-
e. Hasil Dengar Pendapat yang dilakukan Komisi; -
f. Temuan dalam Pemeriksaan; atau -----------------
g. Sumber lain yang dapat

dipertanggungjawabkan. ---------------ommmmmmo
Bahwa dengan merujuk ketentuan dalam Pasal 15
ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010
tersebut di atas, maka terkait sumber data dan

informasi dari perkara dugaan pelanggaran
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persaingan usaha, tidak hanya diperoleh dari hasil
kajian, sebagaimana disampaikan dalam
keberatan Para Terlapor terhadap perkara a quo.
Sumber data dan informasi lainnya dapat juga
diperoleh dari temuan dalam proses pemeriksaan
atau dari hasil Rapat Dengar Pendapat yang
dilakukan Komisi atau laporan yang tidak leagkap
atau berita di media dan/atau data atau informasi
lain yang dapat dipertanggungjawabkany, ----=2=------
Bahwa sumber perkara a quo merupakan inisiatif
Komisi yang bersumber dari berita 'di media yang
ditindaklanjuti dengan Forum “Group Discussion
(Dengar Pendapat yang.dilakukan oleh KPPU) yang
hasilnya ditindaklanjutitimenjadi penelitian pada
bulan Juli 2018§ kemudian dilanjutkan ke tahap
penyelidikan pada bulan September 2018. -----------
Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan
KPPU Nomor 1 Tahun 2010 menyatakan laporan
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada
Ketua’» Komisi dengan menggunakan bahasa
Indonesia yang baik dan benar.----------------------——-
Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan
KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Laporan disampaikan
dalam bentuk tertulis dengan ketentuan paling
sedikit memuat:--------------------mm
a. Menyertakan secara lengkap Identitas Pelapor,

Terlapor, dan Saksi; -----------==-=-——mmmmmmmmmm-
b. Menerangkan secara jelas dan sedapat

mungkin lengkap dan cermat mengenai telah

terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran

terhadap Undang-Undang; ------------------------—-

c. Menyampaikan alat bukti dugaan pelanggaran;-
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d. Menyampaikan salinan Identitas Diri Pelapor;

e. Menandatangani Laporan.-----------------—--ocuoo-
Bahwa terkait permasalahan perkara a quo, KPPU
banyak menerima informasi dari masyarakat atas
dugaan pelanggaran, namun tidak ada informasi
dari pihak tersebut yang memenuhi kfiteria
penyampaian laporan yang lengkap sebagaimana
ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan “KPPU
Nomor 1 Tahun 2010. —--------————- @ co o
Bahwa berdasarkan Pasal 11fayat (5) Peraturan
KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Laperan sebagaimana
dimaksud pada ayaty (3), ‘dapat disampaikan
melalui Kantor Perwakilan Komisi di daerah.---------
Bahwa benar Saksi David Bangar Siagian pernah
menyampaikan informasi kepada Kantor
Perwakilan,Daerah KPPU Medan. Majelis Komisi
menilai __informasi yang disampaikan bukan
merupakan laporan karena tidak memenuhi
persyaratan atau kriteria laporan sesuai ketentuan
dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan
KPPU Nomor 1 Tahun 2010. Selain itu, dalam
persidangan, Saksi telah membantah sebagai
Pelapor dalam perkara a quo (vide Bukti B6). --------
Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai
status perkara a quo merupakan perkara inisiatif
yang dalam  proses penanganannya telah
dilakukan sesuai dengan prinsip due process of
law sebagaimana ketentuan UU Nomor 5 Tahun

1999 jo. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010. -----

Keberatan Para Terlapor mengenai performa Saksi-

Saksi Investigator yang tidak memiliki kualifikasi atau
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kapabilitas, serta memiliki konflik kepentingan

terhadap perkara a quo. --------=====—= - mmmmmm

a.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 Peraturan

KPPU Nomor 1 Tahun 2019 alat bukti dapat

e Keterangan Saksij---------------mmmmmmmmm g
e Keterangan Ahlij----------—----mmmmmmm
e Surat dan/atau dokumen;--------------& -2 S2E---
e Petunjuk; --------------mrm e e TS
e Keterangan pelaku usaha;------=8s— - cmmoo -
Bahwa ketentuan Pasal 46 Peraturan KPPU Nomor
1 Tahun 2019 menyebutkan, keterangan Saksi
dianggap sebagai alat buktitapabila keterangan itu
berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau
didengar oleh Saksi sendiri. -------------------—-mmmo—-
Bahwa performa seorang Saksi dalam persidangan
didasarkany¢pada persyaratan layak tidaknya
keterangan  seseorang didengar di dalam
persidangan. Sebagaimana ketentuan Pasal 50
ayat) (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019
yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai
Saksi sebagaimana dimaksud Pasal 46 antara lain:
(a) keluarga sedarah atau semenda menurut garis
keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai
derajat ketiga dari Terlapor; (b) istri atau suami
dari Terlapor; (c) mantan istri atau mantan suami
dari Terlapor; (d) anak yang belum berusia 17
(tujuh belas) tahun; (e) orang sakit ingatan; atau (f)
orang yang telah menyaksikan dan mendengar
pemeriksaan di persidangan. -------------------mcmmom——-
Bahwa pada faktanya Majelis Komisi secara
konsisten telah menerapkan aturan Pasal 50 ayat

(1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 yaitu
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Majelis Komisi tidak memeriksa Saksi yang
diajukan oleh Investigator karena Saksi yang
diajukan tersebut telah menyaksikan dan
mendengarkan  pemeriksaan di  persidangan
sebelumnya. -----------—---—cmm o
Bahwa pada faktanya Saksi-Saksi yang dihadirkan
di persidangan telah memenuhi unsur formilfyaitu
orang yang memenuhi syarat menjadi Saksi dalam
persidangan, yakni telah mengalami, melihat; dan
mendengar  sendiri, serta  telah%, didengar
keterangannya di bawah sumpah.---=---------------——-
Bahwa keterangan Saksi ¢qnerupakan salah satu
alat bukti yang menjadiypertimbangan Majelis
Komisi dalam mengambilPutusan selain alat bukti

lainnya, sebagaimanaastelah diuraikan pada huruf

Bahwa dengan ‘demikian, Majelis Komisi menilai
seluruh keterangan Saksi yang telah memenuhi
syaratyformil dan telah didengar keterangannya
dalam, persidangan merupakan kewenangan
Majelis Komisi untuk menilai dan
mempertimbangkan keterangan Saksi tersebut

dan kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain.-----

Keberatan Para Terlapor mengenai bukti-bukti yang

diajukan oleh Investigator tidak sesuai dengan wilayah

geografis objek dugaan pelanggaran.------------------——-———-

a.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian
tentang objek perkara dan dugaan pelanggaran,
maka wilayah geografis di luar objek perkara tidak
akan dipertimbangkan oleh Majelis Komisi dalam
menjatuhkan Putusan. ---------------------mrm -
Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan

keberatan Para Terlapor dan mengabaikan alat
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bukti yang diajukan oleh Investigator sebagai
berikut:--------------c oo
1) C23 terkait Data Dishub Jawa Barat perihal
Pemberian Kuota Angkutan Sewa Khusus
Periode/Tahap; -------------———mmmmmmmmmmme -
2) C25 terkait Surat Dishub Jawa Barat mengenai
Persetujuan Permohonan Izin Angkutan Orang
Dengan Kendaraan Bermotor Umumm “Tidak
Dalam Trayek (Angkutan Sewa Khusus) képada
Ketua Koperasi Himpunan Trafisportasi Online
Bersama; ----------——-—mmm A e
3) C37 terkait Surat Dishub, Provinsi Lampung
perihal Persetujuan Permohonan Izin
Penyelenggaraan®™ Angkutan Sewa Khusus
kepada Kepala) Cabang Koperasi Persatuan
Pengemudi [ndonesia di Lampung; dan ---------
4) C39 “terkait’ Surat Keterangan Domisili
Pefusahaan "Koperasi Persatuan Pengemudi
Indoneésia" yang dikeluarkan Lurah Kalibalau
Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar
Lampung. --=-=========meem e
Bahwa selain itu, Majelis Komisi juga menemukan
alat bukti yang tidak sesuai dengan wilayah
geografis objek dugaan pelanggaran yang diajukan
oleh Para Terlapor sebagai berikut:-----------------—-—-
1) T46A terkait dokumen perjanjian kerjasama
antara Koperasi Himpunan Transportasi Online
Bersama dengan Terlapor [ (wilayah Kota
Bandung); ----------------—--mm—mmm oo
2) T46F terkait dokumen perjanjian kerjasama
antara Koperasi Seroja Blambang Sejahtera

dengan Terlapor I (wilayah Provinsi Bali);--------
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3) T46G terkait dokumen perjanjian kerjasama
antara Koperasi Berkah Bersama Mitra dengan
Terlapor I (wilayah Provinsi Sulawesi Utara).----

d. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai
alat-alat bukti yang dipertimbangkan dalam
pengambilan Putusan Komisi hanya yang relevan
dengan objek perkara dan sesuai dengan (pasar
bersangkutan (baik pasar produk maupun ‘pasar
geografis) perkara a quo. ---------------——Z8-————SEe_ -

3.2.7. Keberatan Para Terlapor mengenai sikap,Majelis Komisi
dalam persidangan. -------------—-mmfrmt

a. Bahwa Majelis Komisi menjunjung tinggi prinsip
impartial fairness dam,_ equal treatment yaitu
dengan tidak memihak “siapapun di dalam
persidangan. Majelis 4 Komisi juga memberikan
kesempatan {yang\sama kepada Para Terlapor
dan/atau Kuasa'Hukum serta Investigator. ---------

b. Bahwa Majelis Komisi memberikan kesempatan
yang sama kepada Investigator dan Para Terlapor
untuk mengajukan Saksi dan Ahli untuk didengar
keterangannya dalam persidangan. Hal ini sesuai

dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 53

ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019.------

c. Bahwa dalam pemeriksaan Saksi dan Ahli
tersebut, Majelis Komisi memberikan kesempatan
yang sama kepada Investigator dan Para Terlapor
untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak yang
diperiksa. Selain itu, sebelum persidangan
berakhir, Majelis Komisi selalu memberikan
kesempatan kembali baik kepada Investigator dan

Para Terlapor jika masih ada hal-hal yang mau

ditanyakan. ----------mmmmmm
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Bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan KPPU
Nomor 1 Tahun 2019, sebelum menyatakan
pemeriksaan Saksi, Ahli, dan/atau penyerahan
bukti lain selesai, Majelis Komisi menanyakan
kembali kepada Investigator dan Para Terlapor
apakah masih ada Saksi, Ahli, dan bukti-bukti
lain yang ingin diajukan. Hal ini menunjukkan
Majelis Komisi memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya baik kepada Investigator maupun
Para Terlapor dalam pembuktian péskara a quo. ----
Bahwa  sebelum  berakhinhya, * Pemeriksaan
Lanjutan, Majelis Komisi memberikan kesempatan
kepada Investigator dan “WPara Terlapor untuk
menyampaikan Keésimpulan tertulis hasil
persidangan kepada Majelis Komisi. Hal tersebut
sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan KPPU
Nomor 1 Tahun 2019, -—--—---—-mmmmm
Bahwa _dalam persidangan, Majelis Komisi
berwenafig untuk memimpin persidangan agar
berlangsung secara tertib dan lancar. Berdasarkan
Tata Tertib Persidangan, Majelis Komisi berwenang
untuk menegur atau memberikan peringatan atau
mengeluarkan para pihak dari ruang sidang jika
melanggar Tata Tertib Persidangan. --------------------
Bahwa selama proses persidangan berlangsung,
Majelis Komisi beberapa kali memberikan
peringatan baik kepada Investigator maupun Para

Terlapor karena tidak bersikap tertib, tenang, dan

Bahwa Majelis Komisi pernah menegur Para
Terlapor dan/atau Kuasa Hukum Para Terlapor
pada saat menunjukkan sikap, perbuatan atau

tingkah laku antara lain: ------------—--—— -~
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1) Para Terlapor dan/atau Kuasa Hukum Para
Terlapor bersikap merendahkan kehormatan
serta kewibawaan Majelis Komisi,: ----------------

2) Kuasa Hukum Para Terlapor mengajukan
pertanyaan yang menyudutkan, merendahkan
martabat, dan mengintimidasi Saksi yang
diperiksa, antara lain pada saat pemeriksaan
Saksi Ade Jaha Utama dan Saksi Sarma
Hutajulu (vide Bukti B15 dan B30). &-----=5=-----

3) Kuasa Hukum Para Terlapor@bersikap tidak
menghormati persidangan dengan
mengeluarkan komentar-kementar yang tidak
ada kaitan atau tidak ada‘relevansinya dengan
substansi perkar@y--—sc- - - mm o

Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi perwakilan

Terlapor I Cabang Makassar (City Grab Makassar),

Majelis Komisi menegur sikap Kuasa Hukum Para

Terlapor .yang memaksakan pertanyaan kepada

Saksitwydang memberikan keterangan berdasarkan

pendapatnya. Sebagaimana diketahui seorang

Saksi harus memberikan keterangan berdasarkan

apa yang dialami, dilihat, dan didengar, bukan

berdasar pada pendapatnya. Oleh karena itu,

Majelis Komisi dalam hal ini berupaya untuk

memberi petunjuk kepada para pihak yang

berperkara agar persidangan dapat berjalan efektif
dan efisien (vide Bukti B58).----------------mccmmm -

Bahwa Kuasa Hukum Para Terlapor bertindak

untuk dan atas nama Terlapor sehingga segala

perilaku  Kuasa Hukum  Terlapor menjadi
pertimbangan bagi Majelis Komisi dalam menilai
sikap kooperatif = Terlapor  dalam proses

persidangan.-----------------mmmmmom
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Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi dalam
proses persidangan perkara a quo telah
melaksanakan prinsip due process of law dengan
menjunjung tinggi rasa keadilan, kejujuran, dan
tidak memihak sebagaimana diatur dalam UU
Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan KPPU Nomoml
Tahun 2019.--—------——m P9 _ @

3.2.8. Keberatan Para Terlapor mengenai sikap Majelis Komisi

yang menolak mendengar keterangan Terlapor I.-=5=------

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1'angka 5 UU
Nomor 5 Tahun 1999 yang' dimaksud pelaku
usaha adalah setiap oranggpererangan atau badan
hukum baik yang berbentukibadan hukum atau
bukan badan hukum¢ yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukdmenegara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam
bidang,ekonomi. ------------—-—- oo
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1)
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 yang
dimaksud dengan keterangan pelaku usaha
adalah keterangan yang disampaikan oleh pelaku
usaha yang diduga melakukan pelanggaran
undang-undang dalam persidangan. Oleh karena
itu, keterangan pelaku usaha harus disampaikan
dalam persidangan untuk dicatat dalam Berita
Acara Persidangan.-------------—-—mmmmmmm
Bahwa sejak awal sebagaimana dinyatakan dalam
Tanggapan Para Terlapor halaman 116, Kuasa
Hukum Para Terlapor telah mengajukan Iki Sari
Dewi selaku Head of Four Wheels dari Terlapor I

dalam kapasitasnya sebagai Saksi.---------------------
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Bahwa  prosedur penyampaian  surat-surat
terhadap lki Sari Dewi baik surat pemberitahuan
maupun surat panggilan, serta pengambilan
sumpah dilakukan berdasarkan kapasitas Iki Sari
Dewi tersebut sebagai Saksi dan telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal
49 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. ---4#-----==
Bahwa Majelis Komisi melalui Panitera “telah
mengirimkan  Surat Pemberitahuan Nomor
196/AK/KMK-PPL/III/2020, Nomoiy19%/AK/KMK-
PPL/III/2020, dan Nomaeor 198 /AK/KMK-
PPL/III/2020 tanggal 2 4 Marets 2020 kepada
Terlapor I, Terlapor Ily dan ‘Kuasa Hukum Para
Terlapor, serta Surat Panggilan Nomor
186/KPPU/MK-PPL/111/2020 dan Nomor
189 /KPPU /MK-PPL/III /2020 tanggal 2 Maret 2020
kepada Terlapor’ 1 dengan agenda pemeriksaan
Terlapor lLyang dijadwalkan pada tanggal 10 Maret
2020wdan kepada Terlapor II dengan agenda
pemeriksaan Terlapor II pada tanggal 11 Maret
2020 (vide Bukti A200, A201, A204, A205, A208).---
Bahwa selanjutnya dalam persidangan pada
tanggal 3 Maret 2020, Kuasa Hukum Para Terlapor
menyampaikan permohonan perubahan jadwal
atas pemeriksaan terhadap Para Terlapor, yakni
agar dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor I
menjadi tanggal 11 Maret 2020 dan Terlapor II
menjadi tanggal 10 Maret 2020, dengan alasan
pihak yang mewakili Terlapor II pada tanggal 11
Maret 2020 berhalangan hadir dikarenakan tugas
dari perusahaan yang sudah dijadwalkan sebelum

adanya pemberitahuan dari KPPU (vide Bukti
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Bahwa dengan mempertimbangkan  alasan
permohonan tersebut, Majelis Komisi melalui
Panitera mengirimkan Surat Panggilan Nomor
197 /KPPU/MK-PPL/III/2020 dan Nomor
198 /KPPU/MK-PPL/III/2020 tanggal 4 Maret 2020
kepada Terlapor I dan Terlapor II terkait agenda

pemeriksaan Para Terlapor (vide Bukti A210 dan

Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan
terhadap Terlapor Il pada tanggal¢lO Maret 2020,
Majelis Komisi memberitahukan, kepada Kuasa
Hukum Para Terlapor agar "‘Direktur Terlapor I
hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 11 Maret
2020 sesuai dengan perubahan jadwal yang
diminta oleh Kuasa Hukum Terlapor I. ---------------
Bahwa Kuasa Hukum Terlapor menyampaikan
yang seharusnya hadir memberikan keterangan
sebagai Terlapor I adalah Iki Sari Dewi. Oleh
karena, “yang bersangkutan sudah diperiksa
sebagai Saksi pada tanggal 9 Januari 2020, Kuasa
Hukum Para Terlapor menyatakan Iki Sari Dewi
tidak perlu diperiksa untuk kedua kalinya dan
meminta agar keterangannya dianggap sebagai
keterangan Terlapor I (vide Bukti B67).----------------
Bahwa Majelis Komisi menyampaikan kepada
Kuasa Hukum Para Terlapor, keterangan Iki Sari
Dewi merupakan keterangan Saksi sehingga tidak
dapat dianggap sebagai keterangan Terlapor I.
Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada
Direktur Terlapor I (Ridzki Kramadibrata dan
Neneng Meity Goenadi) untuk hadir memberikan
keterangan sebagai Terlapor I pada tanggal 11

Maret 2020. -----—-—-——m
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Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, Majelis
Komisi membuka sidang yang terbuka untuk
umum dengan agenda pemeriksaan Terlapor I.
Sidang dihadiri oleh Investigator dan satu orang
Kuasa Hukum Para Terlapor, namun tidak dihadiri
oleh Terlapor I (vide Bukti B68). --------------omcm-t-
Bahwa pada sidang tersebut, Kuasa Hukum
Terlapor 1 menyampaikan surat ¢, Nomeor
0503/2020/0679.1/HP&P tanggal 11 Maret®2020
yang menyatakan pada pokéknya seluruh
keterangan atau pembelaan dafi Terlapor I berlaku
sepenuhnya  sebagai  keterangan  dan/atau
pembelaan dari Terlapon, I sehingga dapat
digunakan sebagai keterangan dan/atau
pembelaan ataspemeriksaan pelaku usaha dalam

persidangan ¢anggal 11 Maret 2020 (vide Bukti

Bahwa Majelis Komisi menilai keterangan Iki Sari
Dewi "sebagai Saksi tidak dapat diubah menjadi
keterangan Terlapor karena keterangan tersebut
merupakan alat bukti yang berbeda. Oleh karena
itu, pernyataan Kuasa Hukum Terlapor 1 agar
keterangan Saksi lki Sari Dewi berlaku sebagai
keterangan atau pembelaan dari pelaku usaha
adalah pemahaman yang keliru dalam memahami
antara pemeriksaan Saksi dengan pemeriksaan
Terlapor. —------mmmm oo
Bahwa pada persidangan tanggal 12 Maret 2020
dengan agenda pemeriksaan alat bukti surat
dan/atau dokumen, Kuasa Hukum Terlapor I
menyampaikan Surat Nomor
0509/2020/0679.1/HP&P tanggal 12 Maret 2020

yang menyatakan bahwa keterangan dari Terlapor
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I telah disampaikan sejak proses penyelidikan,
dalam  Tanggapan atas Laporan Dugaan
Pelanggaran, dalam pemeriksaan Saksi ki Sari
Dewi, dan dalam Kesimpulan, yang seluruhnya
berlaku sebagai keterangan Terlapor I dalam
persidangan. Selain itu, apabila diperlukan untuk
pemeriksaan ulang terhadap Terlapor I, @gmaka
Wahyu D. Setiawan diajukan untuk dipesiksa dan

didengar keterangan sebagai Terlapor I'(vide"Bukti

Bahwa pengajuan pemeriksaan terhadap Wahyu
D. Setiawan pada tanggal, 12 "Maret 2020 tidak
dapat dilaksanakan karenapemeriksaan Terlapor I
sudah dijadwalkanpada‘tanggal 11 Maret 2020
sesuai dengan germintaan Kuasa Hukum Para
Terlapor. —---ds -4 - oo
Bahwa Majelis “‘Komisi menilai keterangan dari
Terlapor 1 yang telah disampaikan dalam proses
penyelidikan merupakan alat bukti keterangan
pelaku usaha dalam proses penyelidikan,;
Tanggapan Terlapor I atas Laporan Dugaan
Pelanggaran merupakan alat bukti dokumen
dalam persidangan; keterangan Iki Sari Dewi
merupakan alat bukti keterangan Saksi dalam
persidangan; dan  Kesimpulan  Terlapor I
merupakan alat bukti dokumen dalam
persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU
Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 45 Peraturan
KPPU Nomor 1 Tahun 2019, maka alat-alat bukti
sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat
disamakan dengan keterangan Terlapor I dalam
persidangan yang merupakan alat bukti

keterangan pelaku usaha. ---------------cmmmmm -
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q. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai
telah memberikan kesempatan seluas-luasnya
kepada Terlapor I untuk hadir dan didengar
keterangannya dalam  persidangan, namun
Terlapor 1 tidak menggunakan haknya dalam

memberikan keterangan sebagai pelaku usaha. -&--

Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait.--------------=2----2------
Bahwa dalam menangani perkara a quo, Majelis, Komisi
mempertimbangkan peraturan-peraturan terkait jasa ‘angkutan sewa
khusus yang diterbitkan oleh Pemerintah, baik Pémerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah, yaitu: ------------- S8 oo
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomon,108 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum Tidak Dalam Trayek. --=s- === =om oo
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Angkutafti Orang Tidak Dalam Trayek (vide
Bukti C54). ----——— S
3. Peraturan Mentéri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang
Penyelenggafaan “Angkutan Sewa Khusus (vide Bukti C22, C38,
dan C50). —8 B S oo
4. Keputusan hyKepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
Nomor ), SK.19/AI-206/BPTJ-2018  tentang  Pengoperasian
Kendaraan Angkutan Sewa Khusus (vide Bukti C33). ----------------
5. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 228/I/Tahun
2018 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana
Kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus Dalam Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan (vide Bukti C46 dan C47). -----------------
6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 69 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan
Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Online) di Wilayah Medan-
Binjai-Deli Serdang-Karo-Provinsi Sumatera Utara (vide Bukti

C21 dan C37). —mmmmmmmm oo o
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Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/375/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Alokasi Jumlah
Kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus Aplikasi Berbasis

Teknologi Informasi (online) di Provinsi Jawa Timur (vide Bukti

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 (PM
Nomor 108 Tahun 2017) tentang Penyelenggaraan Amngkutan
Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. --
4.1.1. Bahwa dalam kaitannya dengan iklim usahaudi bidang
jasa transportasi, Pemerintah dalam halfini Kementerian
Perhubungan RI telah menerbitkan \peraturan sebagai
payung hukum terkait angkutan sewa Kkhusus.
Sebelumnya terdapat beberapa Peraturan Menteri
Perhubungan terkait angkutan sewa khusus yaitu:----------

a. Keputusan Menteri Perthubungan Nomor 35 Tahun

2003 tentang “Penyelenggaraan Angkutan di Jalan

dengan Kendaraan Umum. -------------—-=——mmmmmmmmmm -

b. Peraturan ‘Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun

2016, “tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang

dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam

¢, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang

dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam

4.1.2. Bahwa peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas
dinyatakan telah dicabut dan digantikan dengan PM
Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak Dalam Trayek, yang mulai berlaku pada tanggal 1
November 2017, —----mm oo
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Bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1
angka 22 PM Nomor 108 Tahun 2017 yang dimaksud
perusahaan aplikasi adalah perusahaan  yang
menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi di
bidang transportasi. -------------mmmm
Bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasalgl
angka 4 PM Nomor 108 Tahun 2017 yang dimaksud
perusahaan angkutan umum adalah badan hukum\yang
menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang
dengan kendaraan bermotor umum. ------4&s-- -2 =c oo
Bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1
angka 3 PM Nomor 108 Tahung201%7w¥ang dimaksud
angkutan orang dengan kendaraan,bermotor umum tidak
dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan
mobil penumpang umum atad mobil bus umum dalam
wilayah perkotaan danfatau kawasan tertentu atau dari
suatu tempat ke tempatilain, mempunyai asal dan tujuan
tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.-----------
Bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1
angka 16, PM Nomor 108 Tahun 2017 yang dimaksud
angkutan orang dengan tujuan tertentu adalah angkutan
orang, dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam
trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum
atau mobil bus umum untuk keperluan angkutan antar
jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman,
angkutan carter, dan angkutan sewa umum serta
angkutan sewa khusus. ---------—-——c oo
Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) PM Nomor 108
Tahun 2017 yang dimaksud angkutan sewa khusus
adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan
pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan

menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. --------
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Bahwa taksi online dikategorikan sebagai angkutan sewa
khusus karena dikenal dengan kendaraan berplat hitam,
tidak memakai argometer, dan tidak memiliki identitas
khusus. Oleh karena itu, untuk mengakomodir jenis
angkutan tersebut, maka dalam PM Nomor 108 Tahun
2017 dibuat nomenklatur angkutan sewa khusus.-------#---
Bahwa terkait dengan angkutan sewa khusus, diatutr
mengenai argometer, tarif, wilayah operasi, kuotayatau
perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal™lima
kendaraan, bukti kepemilikan kendataan®, bérmotor,

domisili Tanda Nomor Kendaraan (Bermotor (TNKB),

Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), danwperan aplikator. -
Bahwa dengan dikeluarkannya PMyNomor 108 Tahun
2017 pada waktu itu mewajibkan perusahaan angkutan
umum memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang
dengan kendaraan Bermotor umum tidak dalam trayek,
yang dikenakan biaya seébagai penerimaan negara bukan
pajak atau retribusi daerah. --------------cmmmmmom
Bahwa berdasarkan Pasal 37 PM Nomor 108 Tahun 2017
perusahaan ‘angkutan umum yang dimaksud dalam
Peraturan) Menteri ini harus berbentuk badan hukum
Indenesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Badan hukum yang dimaksud dapat
berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perseroan Terbatas (PT)
atau Koperasi. ----------mmmm oo
Bahwa PM Nomor 108 Tahun 2017 mewajibkan
perusahaan angkutan umum  untuk memenuhi
persyaratan sebagai berikut: -------------mmmmomm
a. Memiliki STNK berbadan hukum atau atas nama

perorangan untuk badan hukum Koperasi. ---------------

b. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan. ---------------
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c. Memiliki tempat penyimpanan kendaraan yang
mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan

yang dimiliki. —-------mmm oo

d. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan yang
dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau
perjanjian kerjasama dengan pihak lain. --------------g=—-
4.1.13.Bahwa selanjutnya dalam hal persyaratan memiliki
kendaraan, bagi perorangan yang memiliki kurang datifS

(lima) kendaraan dapat berhimpun dalam Badan Hakum
berbentuk Koperasi yang mempunyain, izin sebagai
penyelenggara angkutan orang dengan kendaraan
bermotor umum tidak dalam trayek,-=s-=s=f--- -
4.1.14.Bahwa berdasarkan Pasal 65 PM Nomor 108 Tahun 2017
secara tegas melarang gperusahaan aplikasi untuk
bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum. Hal-

hal yang dilarang antara lain memberikan layanan akses
aplikasi ke pertusahaan angkutan umum yang tidak
memiliki izin{ penyelenggaraan angkutan orang dengan
kendaraan' “bermotor umum tidak dalam trayek,
memberikan ©» layanan aplikasi kepada perorangan,
merekrut pengemudi, menetapkan tarif, dan memberikan
promosi tarif di bawah tarif batas bawah. --------------—--—-—-

4. 1915 Bahwa kemudian PM Nomor 108 Tahun 2017 dinyatakan
telah dicabut dan tidak berlaku setelah dikeluarkannya
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam
Trayek dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa
Khusus. --------—--mmmmmmmr e

4.2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 (PM
Nomor 117 Tahun 2018) tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang Tidak Dalam Trayek (vide Bukti C54).---------------mmcmmmme-
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Bahwa PM Nomor 117 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018
menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya yaitu PM
Nomor 108 Tahun 2017, —-------mmmmm oo
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 PM Nomor 147
Tahun 2018 yang dimaksud angkutan orang déngan
kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah
angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang Wmum
atau mobil bus umum dalam wilayah perketaan dan/atau
kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain,
mempunyai asal dan tujuan tetapi, tidak mempunyai
lintasan dan waktu tetap.------a---=8= 8o
Bahwa berdasarkan Pasal™ angka 4 PM Nomor 117
Tahun 2018 yang dimaksud perusahaan angkutan umum
adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan

orang dan/atau“barang dengan kendaraan bermotor

Bahwa berdasafkan Pasal 4 jo. Pasal 13 PM Nomor 117
Tahun © 2018 menyebutkan angkutan sewa khusus
merupakan bagian dari pelayanan angkutan orang
dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
defigan tujuan tertentu. --------------—mmm oo
Bahwa berdasarkan Pasal 28 PM Nomor 117 Tahun 2018
yang dimaksud angkutan sewa khusus adalah pelayanan
dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah
operasi dalam perkotaan dari dan ke bandar udara,
pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta
pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi
informasi dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi. -
Bahwa PM Nomor 117 Tahun 2018 tidak mengatur
mengenai penetapan wilayah operasi dan perencanaan

kebutuhan kendaraan bermotor umum angkutan sewa
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khusus. Berdasarkan Pasal 29 PM Nomor 117 Tahun
2018 mengenai perencanaan kebutuhan kendaraan
dengan tujuan tertentu diberlakukan untuk: -----------------
a. Angkutan antar jemput. -----------------mmmmmm
b. Angkutan permukiman. -----------------mmmmmmm
c. Angkutan karyawan. -------------mmmmmmmmmm i
d. Angkutan sekolah. -----------------mr
e. Angkutan carter. ------------mmmmm - -
f. Angkutan sewa umum. ----------------m- SR ——-SEe
Bahwa dalam ketentuan Peralihan Pasaln62%PM Nomor
117 Tahun 2018 menyebutkan izin penyelenggaraan
angkutan orang tidak dalam,, trayek yang telah
dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan,
tetap berlaku sampai dengah berakhirnya jangka waktu
izin. Oleh karena itu,/Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan perusahaan angkutan umum wajib menyesuaikan
dengan ketentuan,ini dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) bulan s¢jak peraturan tersebut diundangkan. ---------

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 (PM

Nomor 118 Tahun©2018) tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus, (vide Bukti C22, C38, dan C56).---------------------—---

4.3.1.

4.3.2.

Bahwa PM Nomor 118 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus merupakan
Peraturan Menteri yang mulai berlaku pada tanggal 19
Desember 2018 yang menggantikan Peraturan Menteri
sebelumnya, yaitu PM Nomor 108 Tahun 2017. --------------
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 PM Nomor 118
Tahun 2018 yang dimaksud angkutan sewa khusus
adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan
pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah
perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau

simpul transportasi lainnya serta pemesanan
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menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi,
dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi. --------------
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 PM Nomor 118
Tahun 2018 yang dimaksud perusahaan angkutan sewa
khusus adalah badan hukum atau pelaku usaha mikro
atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa
angkutan sewa khusus. ---------------mmmmm L
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 PM Nemot, 418
Tahun 2018 yang dimaksud perusahaan aplikasi adalah

penyelenggara sistem elektronik yang,, menyediakan

aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat.---
Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (I)»PM Nomor 118
Tahun 2018, wilayah operasi_angkutan sewa khusus
ditetapkan dengan mempegtimbangkan: ---------------------—-
a. Penetapan klasifikasi kawasan perkotaan. ----------------
b. Perkiraan kebutdbhan jasa angkutan sewa khusus.------
c. Perkembangan,daerah kota atau perkotaan.--------------
d. Tersedianya prasarana jalan yang memadai.--------------
Bahwa berdasdarkan Pasal 7 ayat (2) PM Nomor 118
Tahun “2018, wilayah operasi angkutan sewa khusus
ditetapkan oleh: ----—-—---—— oo
a. #AMenteri untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus

yang melampaui satu daerah provinsi dan yang

melampaui satu daerah provinsi di wilayah Jakarta,

Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. -----------------cmmcee-
b. Gubernur untuk wilayah operasi angkutan sewa

khusus yang melampaui satu daerah kabupaten/kota

dalam satu daerah provinsi. ---------=-=-=-mmmmmmm -
Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PM Nomor 118
Tahun 2018 menyebutkan rencana kebutuhan kendaraan
bermotor umum angkutan sewa khusus ditetapkan oleh
Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya

setelah dilakukan kajian dengan pemangku kepentingan. --
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4.3.8. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PM Nomor 118

4.3.9.

Tahun 2018 rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh
Menteri paling sedikit memuat: -----------—-=——- oo
a. Perkiraan kebutuhan jasa angkutan sewa khusus
dalam kawasan perkotaan yang melampaui satu
daerah Provinsi dan yang melampaui satu daerah
Provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangérang,
dan Bekasi. -----------mm e T
b. Kebutuhan kendaraan angkutan sewa khusus untuk
melayani permintaan jasa angkutan orang.s--------------
c. Alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah
Kabupaten/Kota dalam kawasan wperkotaan yang
melampaui satu daerah Previnsi dan yang melampaui
satu daerah Provinsig@di wilayah Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasi.------------------——-coocme—-
Bahwa berdasarkan| Pasal 9 ayat (3) PM Nomor 118
Tahun 2018 rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh
Gubernur paling,sedikit memuat: --------------=—-cmccmmemo -
a. Perkiraansy Kebutuhan jasa angkutan sewa khusus
dalam, \kawasan perkotaan yang melampaui satu
daerah Provinsi. ----------—-=mmm oo
b. #Kebutuhan kendaraan angkutan sewa khusus untuk
melayani permintaan jasa angkutan orang. ---------------
c. Alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah
Kabupaten/Kota dalam kawasan perkotaan yang

melampaui satu daerah Provinsi. ------------—--ccmcmmme-

4.3.10.Bahwa perbedaan PM Nomor 118 Tahun 2018 dengan

Peraturan Menteri Perhubungan yang sebelumnya yaitu
terdapat penghapusan aturan-aturan mengenai
kewajiban memasang sticker di kaca taksi online,
kewajiban wuji KIR, kewajiban mempunyai tempat

penyimpanan kendaraan, dan aturan mengenai
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penyelenggara taksi online harus memiliki paling sedikit 5
(lima) kendaraan.------------=-------mmmmmm
Bahwa selain itu, di dalam PM Nomor 118 Tahun 2018 ini
telah mengatur ketentuan mengenai penyelenggara
angkutan sewa khusus selain berbentuk badan hukum
juga dapat dilakukan oleh pelaku usaha kecil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.------=-
Bahwa dalam ketentuan PM Nomor 118 Tahun 2018, juga
mengatur tentang tata cara pengenaam Sanksi
administratif bagi perusahaan angkutan “sewa yang
melakukan pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan
pelanggaran berat, yang dapat bemupa, peringatan tertulis,
pembekuan izin penyelenggaraanj, dan pencabutan izin
penyelenggaraan. Namung®menurut keterangan Saksi
Direktur Angkutan Jalan) sebagai kuasa dari Direktur
Jenderal PerhubungansDarat Kementerian Perhubungan
di dalam persidangan menyatakan ketentuan di dalam
PM Nomor 118, Tahun 2018 membatasi kewenangan
Kementerian Peérhubungan untuk dapat memberikan
sanksi kepada pihak aplikator atau perusahaan aplikasi
apabila “terjadi permasalahan, karena pengelolaan
transportasi berbasis teknologi informasi (online) ini
kewenangannya ada pada Kementerian Komunikasi dan
Informatika (vide Bukti B41).-------------mmmm o
Bahwa berdasarkan BAB XI Ketentuan Peralihan Pasal 41
PM Nomor 118 Tahun 2018 menyebutkan izin
penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang telah
dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan,

tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu

Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) PM Nomor 118
Tahun 2018 menyebutkan wilayah operasi angkutan sewa

khusus yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri
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ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan adanya
evaluasi oleh  Menteri atau  Gubernur  sesuai
kewenangannya. --------------=---mmmm oo
4.3.15.Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) PM Nomor 118
Tahun 2018 menyebutkan besaran jumlah kendaraan
bermotor umum angkutan sewa khusus yang telah
beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan,
ditetapkan sebagai kebutuhan kendaraan <bermotor
umum angkutan sewa khusus sesuai, deéngan
kewenangannya. --------------=------mmmmmmm
4.3.16.Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (3) PM Nomor 118
Tahun 2018 menyebutkan perusahaanwaplikasi dilarang
membuka pendaftaran kemitsraany, baru angkutan sewa
khusus setelah ditetapkan besaran jumlah
kebutuhannya.---------- &= et -
4.3.17.Bahwa berdasarkan( Pasal, 42 ayat (4) PM Nomor 118
Tahun 2018 menyebutkan ketentuan sebagaimana
dimaksud ayat(3) ‘tidak berlaku dalam hal terdapat
penggantian kefidaraan angkutan sewa khusus dan/atau
terputushya ©» kemitraan dengan tetap berpedoman
terhadap besaran jumlah kebutuhan kendaraan bermotor
umum angkutan sewa khusus yang telah ditetapkan.-------
4.3ul8.:Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (5) PM Nomor 118
Tahun 2018 menyebutkan, pendaftaran kemitraan baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan
kembali setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau
Gubernur sesuai dengan kewenangannya, terhadap
besaran jumlah kebutuhan kendaraan bermotor umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).----------------=-------—-

4.4. Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
Nomor  SK.19/AI-206/BPTJ-2018  tentang  Pengoperasian
Kendaraan Angkutan Sewa Khusus (vide Bukti C53). ----------------
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Bahwa berdasarkan PM Nomor 108 Tahun 2017 Kepala
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menetapkan
Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek Nomor SK.19/AI-206/BPTJ-2018 tentang
Pengoperasian Kendaraan Angkutan Sewa Khusus pada
tanggal 11 Januari 2018 tentang Pengoperasian
Kendaraan Angkutan Sewa Khusus. --------------—--——f--_ &
Bahwa berdasarkan ketentuan pertama, ditetapkan
kebutuhan kendaraan (kuota) angkutan sewazkhusus di
wilayah Jabodetabek yaitu sejumlah 36810 (tiga puluh
enam ribu lima ratus sepuluh) unit kendaraan hingga
tahun 2018. -
Bahwa berdasarkan ketentuany, ‘ketiga, perusahaan
angkutan sewa khusus gang memenuhi persyaratan
sebagaimana ketentuan yang: berlaku dapat diberikan
alokasi izin pengoperasian angkutan sewa khusus di
wilayah Jabodetabek. --=&-----------mmmm oo
Bahwa berddasarkan “ketentuan keenam, apabila terjadi
perubahan permintaan angkutan sewa khusus di wilayah
Jabodetabek yang signifikan dan dibutuhkan
penambahan dan atau pengurangan jumlah kendaraan
serta‘ jumlah perusahaan angkutan sewa khusus yang
melayani, maka akan dilakukan peninjauan kembali

terhadap keputusan ini.--------=-=-———mmmmmm o

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 228/I/Tahun

2018

tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana

Kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus Dalam Wilayah

Provinsi Sulawesi Selatan (vide Bukti C46 dan C47). -----------------

4.5.1.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengaturan
rencana kebutuhan kendaraan dan wilayah operasi
angkutan sewa khusus sebagai upaya mewujudkan
keseimbangan permintaan dan penawaran untuk

menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu
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lintas dan angkutan jalan, ditetapkan Keputusan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 228/1/Tahun 2018
tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana
Kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus Dalam
Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17
Januari 2018, --—------m e
Bahwa berdasarkan ketentuan kesatu, ditetapkan wilayah
operasi dan rencana kebutuhan kendaraan angkutan
sewa khusus dalam wilayah Provinsi Sulawesi Seélatan
sebagaimana tercantum dalam lampiran¢sejumlah 6.963
(enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga). -----------------
Bahwa rencana kebutuhan kendaraanw@angkutan sewa
khusus berlaku selama 5 g(lima)y tahun dan dapat

dilakukan evaluasi secara bérkala setiap 1 (satu) tahun. ---

Peraturan Gubernur Sumatera Wtara Nomor 69 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Afigkutan Sewa Khusus Menggunakan

Aplikasi Berbasis Teknologi' Informasi (Online) di Wilayah Medan-

Binjai-Deli Serdang4Karo-Provinsi Sumatera Utara (vide Bukti

C21 dan C37). -l

4.6.1.

4.6.2.

Bahwa' dalam rangka memberikan kepastian hukum
terhadap 'aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan,
kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan, serta
menampung perkembangan kebutuhan masyarakat,
ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor
69 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa
Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi
Informasi (Online) di Wilayah Medan-Binjai-Deli Serdang-
Karo-Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Agustus
2017 (selanjutnya disebut Peraturan Gubernur Nomor 69
Tahun 2017). ----mm o
Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017
tersebut masih mengadopsi dari ketentuan di dalam PM

Nomor 108 Tahun 2017. Dalam proses persidangan
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diketahui sampai dengan berlakunya PM Nomor 118
Tahun 2018 yang mencabut dan menggantikan PM
Nomor 108 Tahun 2017, belum ada Peraturan Gubernur
baru yang dikeluarkan. --------------------mmmmm -
Bahwa untuk wilayah Sumatera Utara sesuai Peraturan
Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tersebut sudah
direncanakan wilayah operasi untuk kendaraan benfmotor
umum angkutan sewa khusus, sebagaimana keterangan
Saksi Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai

Kuasa dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera

Bahwa berdasarkan ketentuan,, Pasall 6 ayat (2),
kebutuhan kendaraan (kuota), ditetapkan sebesar 3.500
(tiga ribu lima ratus) unitgdan‘dapat dilakukan evaluasi
secara berkala sesuai dengand kebutuhan dan tuntutan

pelayanan. -----------m-mmmmm e

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

188/375/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Alokasi Jumlah

Kebutuhan Kendaraan ‘Angkutan Sewa Khusus Aplikasi Berbasis

Teknologi Informasi‘(online) di Provinsi Jawa Timur (vide Bukti

4.7.1.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan angkutan sewa
khtisus menggunakan aplikasi berbasis teknologi
informasi (online) yang memenuhi aspek keselamatan,
keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan,
dan keteraturan, ditetapkan alokasi jumlah kebutuhan
kendaraan angkutan sewa khusus aplikasi berbasis
teknologi informasi (online) di Provinsi Jawa Timur dalam
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/375/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Alokasi
Jumlah Kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus
Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (online) di Provinsi

Jawa Timur pada tanggal 10 Juli 2017, -----—-------—mcmmcmem
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Bahwa berdasarkan ketentuan pertama ditetapkan
alokasi kebutuhan kendaraan angkutan sewa khusus
aplikasi berbasis teknologi informasi (online) di Provinsi
Jawa Timur yaitu sebanyak 4.445 (empat ribu empat
ratus empat puluh lima) kendaraan.----------------—--——-oooo—-
Bahwa berdasarkan ketentuan kedua, alokasi jumlah
kebutuhan kendaraan ditetapkan berdasarkan: -----+-----=-
a. Jumlah  kebutuhan kendaraan masing-masing

Kabupaten/Kota di Jawa Timur. ------------=8- -8
b. Jumlah kebutuhan kendaraan kabupaten/kota di

Jawa Timur dihitung berdasarkan jumlah penduduk

dan PDRB per kapita. ----------z=— - -mefr o
c. Jumlah kendaraan pribadi yang ada saat ini; (4)

Jumlah kendaraan angk@itan®umum sesuai izin. --------
Bahwa berdasarkan ketentuandketiga, alokasi kebutuhan
kendaraan ditetapkam “setelah dilakukan evaluasi

berdasarkan kebutuhantangkutan. ------------------cmmcemoo-

Bahwa berdasarkan( peraturan-peraturan perundang-undangan

lain yang terkait dengan angkutan sewa khusus, Majelis Komisi

berpendapat sebagaiberikut: -------------cmmmmo

4.8.1.

Bahwa Pemerintah telah menetapkan wilayah operasi dan
renecana kebutuhan kendaraan angkutan sewa khusus
sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri dan
Peraturan Gubernur terkait angkutan sewa khusus,
namun pada praktiknya izin penyelenggaraan kendaraan
bermotor umum angkutan sewa khusus ini diberikan
kepada pihak yang aktif mengajukan perizinan dan
selama masih memenuhi kuota yang telah ditentukan.
Hal tersebut sebagaimana dikuatkan keterangan Saksi-
Saksi dalam persidangan, yaitu Saksi Kepala Badan
Pengelola Transportasi Jabodetabek, Saksi Direktur
Angkutan Jalan sebagai Kuasa dari Direktur Jenderal

Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Saksi
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Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai Kuasa
dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara,
Saksi Kepala Seksi Keselamatan Jalan Bidang Angkutan
dan Keselamatan Jalan sebagai Kuasa dari Kepala Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Timur, dan Saksi Kepala
Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagai Kuasa
dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi S¢latan
(vide Bukti B9, B29, B41, B50, B54). -------—--———-4- b=t -
Bahwa selain itu, secara faktual di%, lapangan
menunjukkan kendaraan bermotor umumbangkutan sewa
khusus banyak yang belum memiliki izin
penyelenggaraan angkutan sewa ‘khusus dan baru
dimohonkan izinnya setelah presesypersidangan perkara a
quo berlangsung. ----------- @ T
Bahwa terkait izin penyeleaggaraan angkutan sewa
khusus yang telah direkomendasikan oleh Kementerian
Perhubungan dan /atatt Dinas terkait lainnya belum
sepenuhnya terealisasi izin KP (Kartu Pengawas) nya (izin
atas kendaraan“yang sudah teregistrasi). Sebagaimana
keterangan, Saksi-Saksi sebagai berikut: -----------------o---—-
a. ‘Keterangan Saksi Kepala Badan Pengelola

Transportasi Jabodetabek pada pokoknya menyatakan

terdapat kendaraan angkutan sewa khusus yang tidak

terdaftar di lapangan namun tetap beroperasi (vide

Bukti B9Y) ----- oo
b. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai

Kuasa dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi

Sumatera Utara dalam persidangan pada pokoknya

menyatakan kuota yang diberikan di wilayah Provinsi

Sumatera Utara yaitu sebanyak 3.500 (tiga ribu lima

ratus), namun faktanya hanya 500 (lima ratus) unit

yang memiliki izin KP (vide Bukti B29). ----------------—---
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c. Keterangan Saksi Direktur Angkutan Jalan sebagai
Kuasa dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan pada pokoknya
menyatakan permintaan kepada pihak aplikator
untuk dapat membantu Pemerintah dalam menjaga
populasi dari jumlah kendaraan yang ada dengan cara
tidak menerima pendaftaran kendaraan jika belum
berizin (vide Bukti B41). --------—- oo S

d. Keterangan Saksi Kepala Seksi Keselamatan “Jalan
Bidang Angkutan dan KeselamataniwJalan sebagai
Kuasa dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Timur pada pokoknya menyatakan“ktiota ditetapkan
bagi seluruh kendaraan yang, bhekerjasama dengan
aplikator pada saat at@rantdalam PM Nomor 118
Tahun 2018 ditetapkan, namun kuota yang
ditetapkan oleh{ Gubernur Provinsi Jawa Timur
sebanyak 47445 (émpat ribu empat ratus empat
puluh lima) unit” tersebut, izinnya belum terpenuhi
sampai'dengan sekarang (vide Bukti B50). ----------------

e. Keterangan Saksi Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak
Dalam» Trayek sebagai Kuasa dari Kepala Dinas
Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan pada
pokoknya menyatakan jumlah kuota yang sudah
terealisasi dihitung jika sudah diajukan perizinannya,
sedangkan yang sudah memiliki izin sekarang ini
kurang dari 1.100 (seribu seratus) unit dari total
5.048 (lima ribu empat puluh delapan) unit hanya
untuk wilayah Metropolitan Mamminasata, sedangkan
untuk daerah lain belum ada yang terealisasi,
sehingga masih ada kekurangan sekitar 4.000 (empat
ribu) unit (vide Bukti B54). ------------mmmmm e

4.8.4. Bahwa kebijakan penetapan kuota yang diatur dalam

Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Gubernur
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di wilayah-wilayah pasar geografis perkara a quo, dapat
menciptakan hambatan masuk (entry barrier) bagi
perusahaan angkutan sewa khusus. Hambatan masuk
tersebut mengakibatkan hanya beberapa pelaku usaha
saja yang dapat masuk ke dalam pasar atau menghambat
pemain baru untuk masuk ke dalam pasar.---------------¢=--
Bahwa jika terdapat perusahaan penyedia aplikasi dan
perusahaan yang bergerak di bidang jasa sewa angkutan
khusus yang terafilisi dan/atau terintegrasi Secara
vertikal, maka perusahaan penyedia aplikasiberpotensi
untuk memfasilitasi pelaku usahal yang terintegrasi
secara vertikal untuk mendapatkan kuota‘unit kendaraan
angkutan sewa khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah. -
Bahwa  keterbatasan  K@otal ‘tersebut  berpotensi
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak
sehat jika perusahaan “penyedia aplikasi melakukan
tindakan-tindakan, untuk mengurangi atau memperkecil
atau mereduksi, jumlah unit kendaraan perusahaan
pesaing dariwpé€rusahaan angkutan sewa khusus yang

terintegrasi secara vertikal tersebut. ----------------mmcmmemmo

5. Tentang Hubungan antara Terlapor I dan Terlapor II. ---------------—----—-

5.1.

Bahwa dalam Kesimpulannya, Para Terlapor pada pokoknya

menyatakan Terlapor I tidak memiliki saham pada Terlapor II

dan begitu juga sebaliknya Terlapor II tidak memiliki saham pada

Terlapor I sebagaimana dikuatkan pada bukti T.I-T.II- 54 A s.d
T.I-T.II-54C (Akta Terlapor I) serta T.I-T.II- 55 A s.d T.I-T.II-55B

(Akta Terlapor II). Selain itu, bukti dokumen C66 terkait dengan

The Companies Law (2013) of The Cayman Island Company

Limited Ny Shares, merupakan bukti dari Investigator yang isinya

tidak ada mencantumkan nama pemilik saham atau memiliki

keterkaitan apapun dengan Terlapor I dan Terlapor II. ---------------
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Bahwa terkait hubungan antara Terlapor I dan Terlapor II, maka

Majelis Komisi menilai sebagai berikut: --------------——cmommmmmm -

1.

5.2.1.

Tentang hubungan kepemilikan saham antara Terlapor I
dan Terlapor II.-------—-mm oo
Tentang kesamaan Direksi/Komisaris antara Terlapor I
dan Terlapor II.-------—-mm ool
Tentang hubungan kerjasama antara Terlapor I dan

Terlapor Il —-—---- - oo T

Tentang hubungan kepemilikan saham antasa“Terlapor I
dan Terlapor II.---------mmommmmmm om0 S

a. Bahwa  sebelum menguraikan, ) analisis terkait

hubungan kepemilikan saham antara Terlapor I dan
Terlapor II, Majelis Komisi, perlu menjabarkan yang
dimaksud dengan afiliasi dalam perkara a quo.------------
Bahwa berdasarkam Doktrin Black’s Law Dictionary
Edisi Ketujuh meéngenai perusahaan afiliasi diartikan
sebagai “Awfeorporation that is related to another
corporation by shareholdings or other means of control: a
subsidiary, parent, or siblings corporation.” Afiliasi
adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan
lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau
bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk
perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki
hubungan keluarga. ------------—-——- o
Bahwa merujuk istilah afiliasi dalam UU Nomor 8
Tahun 1995 Pasal 1 yaitu:---------------mmmmmmmmmm -
1) Hubungan keluarga karena perkawinan dan

keturunan sampai derajat kedua, baik secara

horizontal maupun vertikal.------------—---cmcmmmmem
2) Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur,

atau Komisaris dari pihak tersebut.
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3) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana
terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau
Dewan Komisaris yang sama. ---------=-==--=-=--——--—-—-

4) Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik
langsung maupun tidak langsung, mengendalikan
atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.------#---

5) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan (yang
dikendalikan, baik langsung maupun \tidak
langsung, mengendalikan atau dikendalikan® oleh
pihak yang sama. --------------—-mmofa -

6) Hubungan antara perusahaan .dan pemegang
saham utama. ---------—---——-g= " - -

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor

19 tanggal 11 Agustus 2015, §aham Terlapor I semula

dimiliki oleh Stephantis/Ardianto Hadiwidjaja sebanyak

50.000 (lima pululy wibu) lembar dan Kiki Rizki

sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar. Selanjutnya

berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 08 Oktober 2015,

Kiki Rizki'mengalihkan 49.999 (empat puluh sembilan

ribu ‘sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar

sahamnya kepada Suzy Lindartono. ---------------=—------—-

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 246 Tanggal 24

Januari 2017, Kiki Rizki mengalihkan 1 (satu) lembar

sahamnya kepada Teddy Trianto. ------------------cmmcmuov

Bahwa Stephanus Ardianto Hadiwidjaja dan Suzy

Lindartono menjadi pemilik saham mayoritas pada

Terlapor I sampai dengan diterbitkannya Akta Nomor

135 tanggal 25 April 2018.------—-—— oo

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 136 tanggal 25 April

2018, terdapat peralihan kepemilikan saham Terlapor I

dari Stephanus Ardianto Hadiwidjaja, Suzy Lindartono,

dan Teddy Trianto kepada Grab Inc. sebanyak
6.000.800.701 (enam milyar delapan ratus ribu tujuh
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ratus satu) lembar dan PT Grab Taxi Indonesia
sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar. --------------------
Bahwa berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 02
September 2019, pemilik 10.000 (sepuluh ribu) lembar
saham Terlapor I tidak lagi tercatat atas nama PT Grab
Taxi Indonesia melainkan atas nama PT Grab Platform
Indonesia.---------------—--m oY _ @
Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor
36 tanggal 16 Desember 2015, saham Terlapor II
semula dimiliki oleh Teddy Trianto sébanyak 50.999
(lima puluh ribu sembilan ratu$s  sembilan puluh
sembilan) lembar dan Kiki Rizkiysebanyak 1 (satu)
lembar. Selanjutnya berdasarkan, Akta Nomor 174
tanggal 22 September 2016;¢Kiki Rizki mengalihkan
hak atas sahamnya gebanyak 1 (satu) lembar kepada
Stephanus Ardianto Hadiwidjaja.--------------------------——-
Bahwa berdasazkan Akta Nomor 116 tanggal 19 Juli
2017, Teddy . Irianto melepaskan seluruh mayoritas
sahamnyawkepada Stephanus Ardianto Hadiwidjaja
sebanyak 67.947.300 (enam puluh tujuh juta sembilan
ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus) lembar dan
GC Lease Technology Inc. sebanyak 65.282.700 (enam
puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu
tujuh ratus) lembar. ------------------m -
Bahwa hubungan kepemilikan saham Terlapor I dapat
ditunjukkan sebagaimana terlampir. ---------------------—--
Bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan fakta
lain dalam kepemilikan saham Terlapor I dan Terlapor
II, yang dapat diuraikan sebagai berikut: -------------------
1) Bahwa berdasarkan Akta Nomor 136 tanggal 25

April 2018, Terlapor I diketahui melakukan

perubahan Anggaran Dasar perseroan yaitu

berupa peningkatan modal dasar dan/atau modal
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ditempatkan/disetor oleh Grab Inc. sebanyak
6.000.800.701 (enam milyar delapan ratus ribu
tujuh ratus satu) lembar dan PT Grab Taxi

Indonesia sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 116 tanggal 49
Juli 2017, Terlapor II diketahui melakukan
perubahan Anggaran Dasar dan perubahan,data
perseroan yaitu berupa peningkatan modal“dasar
dan peralihan saham yang semula dimiliki oleh
Teddy Trianto sebanyak 50.999 (lima puluh ribu
sembilan ratus sembilan puluh“sémbilan) lembar
beralih kepada Stephanus) Ardianto Hadiwidjaja
sebanyak 67.947.300 (enam puluh tujuh juta
sembilan ratus empatepuluh tujuh ribu tiga ratus)
lembar dan GCsLease Technology Inc. sebanyak
65.282.700, (enam puluh lima juta dua ratus
delapan puluh dua ribu tujuh ratus) lembar. --------
Bahwa, bérdasarkan Akta Nomor 148 tanggal 26
Juni © 2015, diketahui Stephanus Ardianto
Hadiwidjaja masuk menjadi Direktur PT Grab Taxi
Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor
54 tanggal 09 Agustus 2018, terdapat perubahan
susunan pengurus perseroan yang kemudian
mengangkat Stephanus Ardianto Hadiwidjaja
sebagai Direktur Utama PT Grab Taxi Indonesia. ----
Bahwa kemudian berdasarkan Akta Nomor 18
tanggal 07 Agustus 2019, PT Grab Taxi Indonesia
melakukan perubahan nama perseroan menjadi
PT Grab Platform Indonesia. ------------------comcmcee
Bahwa berdasarkan jawaban tertulis dari Terlapor
II tanggal 12 April 2019 diakui pemegang saham
GC Lease Technology Inc. adalah Grab Inc.,
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keduanya merupakan perusahaan yang didirikan
berdasarkan hukum wilayah Negara Cayman

Islands yang memiliki kantor terdaftar di
Internasional Corporation Services Ltd., Harbour

Place, 2nd Floor, 103 South Church Street, PO Box

472, Grand Cayman, KY1-1106 (vide Bukti C65) «--
5.2.2.Tentang kesamaan Direksi/Komisaris antara Terlapor 1
dan Terlapor II. ------—--- oD et
Bahwa diketahui terdapat fakta nama pihak ‘yang“sama
dalam data susunan pengurus Terlapor lédanyTerlapor II
yaitu Stephanus Ardianto Hadiwidjaja, Suzy Lindartono,
dan Kiki Rizki yang diuraikan sebagai beriktit: -----------------
a. Bahwa berdasarkan Akta Rendirian Terlapor I Nomor
19 tanggal 11 Agustus® 2015, susunan pengurus
perseroan adalah Stephanus Ardianto Hadiwidjaja
sebagai Komisari§ damny Kiki Rizki sebagai Direktur,
kemudian maSuk Suzy Lindartono sebagai Direktur
Utama melalui Akta Nomor 119 tanggal 17 November
2015. , Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 246
tanggal, 24 Januari 2017 terdapat perubahan atau
pergantian susunan pengurus perseroan menjadi
Stephanus Ardianto Hadiwidjaja sebagai Direktur dan
Suzy Lindartono sebagai Komisaris. ---------------=-------—-

b. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 135 tanggal 25 April
2018 dan Akta Nomor 136 tanggal 25 April 2018, Suzy
Lindartono yang semula menjabat sebagai Komisaris
diangkat menjadi Komisaris Utama sampai dengan
diterbitkannya Akta Nomor 149 tanggal 25 September
2018. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 149
tanggal 25 September 2018, Suzy Lindartono kembali
menjabat sebagai Komisaris sampai dengan
diterbitkannya Akta Perubahan Terakhir Nomor 03
tanggal 02 September 2019. ---—--—— oo
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Bahwa berdasarkan Akta Nomor 53 tanggal 09 Agustus
2018, Stephanus Ardianto Hadiwidjaja yang semula
menjabat sebagai Direktur diangkat menjadi Direktur
Utama sampai dengan diterbitkannya Akta Perubahan
Terakhir Nomor 03 tanggal 02 September 2019. -----------
Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Terlapor II Nomer
36 tanggal 16 Desember 2015, susunan pengurus
perseroan adalah Teddy Trianto sebagai Komisaris dan
Kiki Rizki sebagai Direktur sampai, deéngan
diterbitkannya Akta Nomor 48 tanggaln09Juni 2016.
Selanjutnya berdasarkan Akta tersebut, diketahui Suzy
Lindartono masuk dan menjabat, sebagai Komisaris
menggantikan Teddy Triante dan‘Stephanus Ardianto
Hadiwidjaja menjabat sgbagai Direktur menggantikan
Kiki Rizki sampail dengan diterbitkannya Akta
Perubahan TerakhirgNomor 32 tanggal 23 November

Bahwa keésamaan Direksi/Komisaris dalam data
pengurus “dalam Terlapor I dan Terlapor II dapat

ditunjukkan sebagaimana lampiran dalam Putusan ini. -

5.2.3.Tentang hubungan kerjasama antara Terlapor I dan

Terlapor II. -------—-m e

Bahwa Majelis Komisi menilai hubungan kerjasama antara

Terlapor I dan Terlapor II dituangkan dalam bentuk

perjanjian terkait penyediaan jasa yang diubah dan

dinyatakan kembali, yang dibuat pada tanggal 5 Juni

2017, dengan uraian sebagai berikut:-----------------coccmeo-

a.

Bahwa perjanjian tanggal 5 Juni 2017 ditandatangani
oleh Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja yang pada
waktu itu menjabat sebagai Direktur Terlapor I dan
Direktur Terlapor II, dengan jangka waktu perjanjian

adalah selama 1 (satu) tahun yang dapat diperpanjang
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secara otomatis untuk periode yang sama kecuali salah
satu pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian. ----
Bahwa dalam perjanjian tersebut memuat pada
pokoknya terkait kesepakatan antara Terlapor I dan

Terlapor II, yaitu sebagai berikut (vide Bukti B67, C7,

a. Ruang lingkup perjanjian pada angka @.1
menyebutkan Terlapor II akan merujuk kepada
Terlapor I seluruh pengemudi menggunakan
Grab App untuk memungkinkafy, pengemudi
untuk menjalankan jasa angkutan sewa kepada
pengguna akhir dan sebagai gantinya Terlapor II
akan memastikan bahway, pengemudi hanya
akan menggunakan Grab  App  dalam
menyediakan jasa angkutan sewa tersebut. -----

b. Sehubungan{dengan perjanjian tersebut, pada

angka 4.2 menyebutkan kewajiban Terlapor II

o 'Angka 4.2.1, memastikan kendaraan yang
diberikan kepada pengemudi sesuai dengan
standar sewajarnya. --------------------------—-

e Angka 4.2.2, memastikan dilaksanakannya
proses pendaftaran pengemudi untuk
menggunakan Grab App sesuai dengan
syarat dan ketentuan yang berlaku. ---------

e Angka 4.2.3, memastikan bahwa pengemudi
hanya akan menggunakan Grab App dalam
melaksanakan jasa angkutan sewa sesuai
dengan izin usaha Terlapor II. ----------------

e Angka 4.2.4, menunjuk pengemudi dalam
mempromosikan penggunaan Grab App. ----

c. Bahwa pada angka 4.3 menyebutkan Terlapor I
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dapat mengikutsertakan pengemudi dalam

program loyalitas pengemudi Terlapor I yang
memberikan kesempatan bagi pengemudi untuk
memiliki kendaraan pada tahun kelima periode
kerjasama dengan Terlapor I. Selain itu, Terlapor
I akan memberikan insentif loyalitas kepada
pengemudi yang hanya dapat dibayarkan
kepada pengemudi untuk membeli kendaraan
dari Terlapor II dalam waktu S (lima) tahun seéjak
tanggal permulaan pemberianiy, jasa oleh
pengemudi berdasarkan perjafijian‘ini, tunduk
pada syarat dan ketentuangyangdisetujui antara

pengemudi dan Terlapog II. =-25----------mmcmmmmmm -

Bahwa terkait dengan perjanjian kerjasama tersebut,
dalam pemeriksaan® Terlapor II menyatakan pada
pokoknya alasamn/perjanjian dibuat karena pada saat
itu Terlapot IL.melihat terdapat opportunity bisnis. Pada
tahun 2016-2017 Terlapor I sedang massif membuka
kesempatan pendaftaran bagi pengemudi untuk
bergabung, namun juga mengalami kesusahan karena
tidak bisa mengontrol kualitas pengemudi yang masuk.
Selain itu, melihat bisnis start up yang harus cepat
untuk memenangkan pasar dan terjadi persaingan
cukup ketat antara 3 (tiga) aplikasi yang ada di pasar
saat itu, maka Terlapor II mengadakan beberapa kali
meeting dengan Terlapor I untuk menyampaikan apa
yang menjadi kebutuhan. Setelah dievaluasi akhirnya
disepakati suatu perjanjian bahwa Terlapor II bersedia
untuk men-supply unit dan driver dan juga meminta
komitmen Terlapor I untuk membantu Terlapor II (vide
Bukti B6O7). -
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d. Bahwa Majelis Komisi menilai pengertian kerjasama
secara umum adalah sebuah usaha yang dilakukan
oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai
tujuan bersama, namun dalam hubungan kerjasama
yang dibuat pada tanggal 5 Juni 2017 tersebut pada
faktanya dilakukan antara Ir. Stephanus Ardianto
Hadiwidjaja sebagai Direktur Terlapor I dan sebagai
Direktur Terlapor II.--------=-=mmmmmmm ool —Sh e -

e. Bahwa terhadap hubungan kerjasama yang,demikian,
Majelis Komisi menilai terdapat entitas, hukum yang
sama yang saling melakukan perjanjian penyediaan
jasa terkait angkutan sewa gkhusus. Hal tersebut
dikuatkan berdasarkan keterangamn,Saksi Yasin sebagai
mitra Terlapor II dalam gpeérsidangan yang menyatakan
Saksi semula bergabting sebagai mitra individu sejak
tahun 2016-2107, kemudian pada bulan Desember
2017 Saksi memilih? bergabung dengan Terlapor II
setelah dihubungi® oleh Terlapor II. Majelis Komisi
menanyakan Kejelasan siapa pihak yang menghubungi
Saksi pada waktu itu yang menawarkan kepada Saksi
untuk bergabung menjadi mitra Terlapor II. Pada
akhirnya Saksi ragu untuk menjelaskan apakah pihak
yang menghubungi tersebut merupakan Terlapor I atau
Terlapor II. Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai
Saksi Yasin tidak bisa membedakan antara entitas
Terlapor I dan Terlapor II sebagai pihak yang terkait
dalam kerjasama penyediaan jasa sebagaimana dalam
dugaan pelanggaran perkara a quo (vide Bukti B48). -----

f. Bahwa selain itu, terkait entitas yang sama yang
melakukan perjanjian penyediaan jasa, dikuatkan oleh
keterangan Saksi Teuku Agung sebagai pegawai
Terlapor Il dalam persidangan yang menyatakan pada

pokoknya Terlapor II mendapatkan kemudahan akses
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atau informasi dari Terlapor I terkait mitra pengemudi
yang terkena suspend. Pemberian suspend ke mitra
Terlapor II dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu yang
pertama berdasarkan permintaan Terlapor II kepada
Terlapor I kemudian baru dilakukan suspend oleh
Terlapor I, dan kedua Terlapor I yang langsung
memberikan suspend kepada mitra Terlapor IIf(vide

Bukti B34). ~-----mmmmmmmmmmm oo S e

Bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dokumen, dan*fakta

persidangan, Majelis Komisi menilai Terlapor I¢danyIerlapor II

berada dalam 1 (satu) pengendalian yang dibaktikan dengan hal-

hal sebagai berikut: ------------—-cmmo e

5.3.1.

5.3.2.

Bahwa terdapat kepemilikan gsaham, yang sama antara
Terlapor I dan Terlapor II yang dituhjukkan dengan fakta
sebagai berikut:--------- -t
a. Stephanus Ardiante WHadiwidjaja sebagai pemilik
saham Terlapor I dan Terlapor II pada rentang waktu
sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan
tanggal 24, APpril 2018.---------mmmmmm oo
b. Teddy, Trianto sebagai pemilik saham Terlapor I dan
Terlapor II pada rentang waktu sejak tanggal 24
Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017. -----
c. “Kiki Rizki sebagai pemilik saham Terlapor I dan
Terlapor II pada rentang waktu sejak tanggal 16
Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 September

Bahwa terdapat kesamaan nama pihak yang menjabat
sebagai Direksi dan/atau Komisaris di dalam data
pengurus perseroan, baik Terlapor I maupun Terlapor II,
yang ditunjukkan dengan fakta sebagai berikut: -------------
a. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja diketahui menjabat

sebagai Komisaris dan/atau Direktur Utama dan/atau

Direktur Terlapor I dan Direktur Terlapor II pada
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rentang waktu sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai
dengan tanggal 01 September 2019.---------------mmm o
Suzy Lindartono diketahui menjabat sebagai
Komisaris dan/atau Komisaris Utama Terlapor I dan
Terlapor Il pada rentang waktu sejak tanggal 09 Juni
2016 sampai dengan tanggal 01 September 2019. ---&---
Kiki Rizki diketahui pernah menjabat sebagai Direktut
Terlapor I dan Terlapor II pada rentang waktuisejak
tanggal 16 Desember 2015 sampai denganiytanggal 08
Juni 2016. -----—--mmm e G N S

5.3.3. Bahwa Stephanus Ardianto Hadiwidjaja,sebagai pemilik

5.3.4.

saham mayoritas Terlapor I dan Terlapordl yang sekaligus
menjabat sebagai Direktur Terlapor, I dan Terlapor II,
diketahui juga menjabat sebagai‘Direktur Utama PT Grab
Taxi Indonesia yang mefigambilalih 10.000 (sepuluh ribu)
lembar saham Terlapord bersama dengan Grab Inc. sejak
diterbitkannya Akta Nomor 36 tanggal 25 April 2018. -------
Bahwa Terlapor, I ‘dan Terlapor II terafiliasi melalui
kepemilikan salham Grab Inc. di GC Lease Technology Inc.
dan PT'Grab Taxi Indonesia sebagai berikut:------------------

a. ‘Berdasarkan Akta Nomor 116 tanggal 19 Juli 2017,

saham Terlapor II dimiliki oleh Stephanus Ardianto
Hadiwidjaja (51%) dan GC Lease Technology Inc.
(49%). Menurut keterangan tertulis Terlapor II dalam
proses penyelidikan dinyatakan bahwa GC Lease
Technology Inc. dimiliki oleh Grab Inc.---------------------
Pada saat pengambilalihan saham mayoritas Terlapor
I oleh Grab Inc., diketahui Grab Inc. merupakan
pemilik saham mayoritas PT Grab Taxi Indonesia
berdasarkan Akta Nomor 152 tanggal 30 Juni 2016.----
Bahwa hubungan antara PT Grab Platform Indonesia

(d/h PT Grab Taxi Indonesia), Grab Inc., dan GC Lease
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Technology Inc. dengan Terlapor I dan Terlapor II
dapat ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:--------

GRAB INC.
| 1
|| 1] i ! 1 |}
: PT GRABTAXI Ir.
A1 Holdings GP NETWORK GRAB TAXI A2G
Inc £ ASIA Pte. Ltd Co, Ltd Holdings Inc INDONESIA/PT(GRAB aNoLoc STERHANDS
: . b 58eko 85INC | | pLATFORM INDONESIA || TECHNOLOGY ARDIANTO
,
|
1 {
PT BUMI PT KUDO
CAKRAWALA TEKNOLOGI
PERKASA INDONESIA
PT VISIONET
INTERNASIONAL
INVESTAMA

1 34

PT SOLUSI TRANSPORTASI
INDONESIA/PT GRAB
TEKNOLOGI INDONESIA

1 |

| PT SOLUSI PENGIRIMAN INDONESIA

PT TEKNOLOGI
PENGANGKUTAN
INDONESIA

Gambar 1. Hubungan antafa PT Grab Taxi Indonesia, Grab Inc.,
dan GC Lease Technology Inc."dengan Terlapor I dan Terlapor II

5.3.5. Bahwa perjanjian yang dibuat antara Terlapor I dan
Terlaper), ), pada tanggal S5 Juni 2017 menunjukkan
adanyas hubungan afiliasi karena ditandatangani oleh
orang yang sama yaitu Stephanus Ardianto Hadiwidjaja
yang merupakan Direktur Terlapor [ dan Direktur
Terlapor Il -—---- -

5.3.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor
I dan Terlapor II berada dalam satu pengendalian yang
sama yaitu oleh Grab Inc. berdasarkan analisis

sebagaimana diuraikan di atas.-----------------mmmmmmmmm

6. Tentang Pasar Bersangkutan.
6.1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulannya

Investigator pada pokoknya menyatakan pasar bersangkutan

- 430 -



6.2.

6.3.

SALINAN

dalam perkara a quo adalah pelayanan jasa angkutan sewa
khusus yang meliputi jangkauan pemasaran wilayah
Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi),
Makassar, Medan, dan Surabaya. ---------=-----=-—mmmmmmmm -
Bahwa atas penentuan pasar bersangkutan tersebut, Para
Terlapor pada pokoknya menyatakan menurut keterangan Ahli
Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H, M.Li. dan Faisal Basri,
S.E., M.A. penilaian terhadap pasar bersangkutan ¢(relevant
market) terkait obyek angkutan sewa khusus harus,dilakukan
terhadap seluruh angkutan sewa khusus yang, berada pada
wilayah geografis dalam perkara a quo, perlu @dilihat ada tidaknya
hambatan pelaku usaha lain untukgmasuk dalam pasar
bersangkutan (barrier to entry). Selain itu“perlu dilihat bahwa
pelaku usaha yang dapat dikatakan ‘mmenguasai pasar adalah
yang memiliki penguasaan pasar di atas 50% (lima puluh persen)
atau 75% (tujuh puluh limaipessen). ------------------------mmmmmo
Bahwa berkaitan dengan,pasar bersangkutan dalam perkara a
quo, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ---------------------—-———-
6.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 UU

Nomor “ %8, Tahun 1999 definisi mengenai pasar

bersangkutan adalah sebagai berikut:-------------------ccmuo--

“pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan
dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh
pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama
atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa
tersebut.”

6.3.2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut dapat diketahui
pasar bersangkutan dalam perkara a quo menekankan
pada konteks horizontal yang menjelaskan kaitan antara
pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, sehingga
cakupan pengertiannya dapat dikategorikan dalam 2
(dua) perspektif, yang meliputi: -------------—--—-cmmmmme -
a. Pasar berdasarkan produk (relevant product market)

terkait atas barang dan/atau jasa yang sama atau
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sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa
tersebut. ------------- v e oo
b. Pasar berdasarkan  wilayah/geografis (relevant
geographic market) terkait dengan jangkauan atau

daerah pemasaran. --------------m oo

6.4. Tentang Pasar Produk. ---------—-——m oo

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

Bahwa secara umum pendekatan yang dapat digunakan
untuk menentukan suatu produk merupakan substitusi
atau tidak, biasanya dilihat dari sisi kegunaan (fungsi),
karakteristik, dan harga.-----------------—-a S 0
Bahwa perjanjian penyediaan jasa dan gperjanjian sewa
yang di dalamnya mengatur hak danwkewajiban para
pihak terkait yaitu perusahaany aplikasi, perusahaan
angkutan sewa khususg™sebagai operator layanan
kendaraan berpengemudi, dan pengemudi, digunakan
sebagai referensi yang» relevan untuk mengidentifikasi
pasar produk dalam perkara a quo. ------------=-=-—————cmcmmo—
Bahwa dari sisiperusahaan aplikasi, layanan penyediaan
aplikasi ,ataw, piranti lunak yang bernama Grab App
merupakan layanan jasa yang disediakan oleh Terlapor I
kepada pengemudi yang bertujuan untuk memudahkan
penumpang dalam mencari layanan transportasi ke
tujuan tertentu, dengan memungut biaya penggunaan
aplikasi (fee) sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya
perjalanan yang ditetapkan bagi layanan untuk masing-
masing penumpang. Grab App adalah aplikasi telepon
genggam yang berfungsi sebagai perangkat penjadwalan
berbasis aplikasi yang menyesuaikan permintaan
pengguna akhir akan jasa kendaraan berpengemudi
dengan pengemudi yang terdaftar yang tersedia untuk
memberikan jasa tersebut. -------------mmmmmm
Bahwa dari sisi operator layanan kendaraan

berpengemudi merupakan perusahaan yang telah
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terdaftar dan memperoleh izin sebagai perusahaan
angkutan sewa khusus yang diatur berdasar ketentuan di
dalam PM Nomor 108 Tahun 2017 sebagaimana telah
diubah dengan PM Nomor 118 Tahun 2018, sebagaimana
telah diuraikan pada butir 4.1. dan 4.3 di atas. Terlapor II
telah mengadakan perjanjian dengan Terlapor I terkait
dengan penyediaan kendaraan dengan pengémudi
sehingga pengguna jasa akhir atau konsumen ‘dapat
mengunduh Grab App milik Terlapor I untuk, memesan
jasa kendaraan beserta dengan pengemudi melalui
smartphone. ------------—mmmmmme e e
Bahwa dari sisi pengemudi, penyediaan aplikasi yang
bernama Grab App oleh Texlapoer sl bertujuan untuk
memudahkan atau memfasilitasi pengemudi dalam
menawarkan layanan transportasi ke tujuan-tujuan
tertentu kepada pefiumpang. Pengemudi adalah pihak
independen yang . bermaksud untuk menjalankan
kegiatan usaha.dengan bekerjasama dengan Terlapor I
dan TerlgpOGQ -0
Bahwa ‘bagi mitra Terlapor II, terdapat kewajiban untuk
membayar biaya penyewaan kendaraan kepada Terlapor II
melalui Program Gold dan program Flexi. Mitra
pengemudi memiliki kewajiban untuk membayar biaya
penyewaan kendaraan yang terdiri dari biaya sewa
mingguan dan iuran jasa sebesar 20% (dua puluh persen)
dari argo yang dikumpulkan pengemudi untuk setiap
layanan kendaraan berpengemudi yang terselesaikan. ------
Bahwa melihat dari sisi karakteristik, fungsi, dan harga,
maka pasar produk dalam perkara a quo berkaitan
dengan pelayanan jasa angkutan sewa khusus yang baik
langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan
kegiatan usaha yang dilakukan oleh Terlapor I yaitu

sebagai penyedia aplikasi mobile atau piranti lunak yang
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bernama Grab App dan Terlapor II sebagai penyedia
layanan kendaraan berpengemudi atau operator jasa
angkutan sewa khusus. --------------------mmmm
Bahwa Majelis Komisi menilai pasar produk dalam
perkara a quo adalah pelayanan jasa angkutan sewa

khusus yang menggunakan aplikasi Grab (Grab App). --¢==-

Tentang Pasar Geografis.-----------=-=——mmm oo L

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran “telah
ditentukan pasar geografis perkara a _quo adalah
jangkauan pemasaran wilayah Jabodetabek, (Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan,
dan Surabaya. ------------mmmmme e A
Bahwa pasar produk dalam, perkara a quo adalah
pelayanan jasa angkutan géwa khusus yang merupakan
pelayanan angkutan Jdari pintu ke pintu dengan
pengemudi, memiliki swilayah operasi dalam wilayah
perkotaan, dari dan ke’ bandar udara, pelabuhan, atau
simpul transportasi lainnya serta pemesanan
menggunakan, “‘aplikasi berbasis teknologi informasi,
dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi. --------------
Bahwa disebutkan dalam regulasi yaitu ketentuan Pasal 7
ayat (2) PM Nomor 118 Tahun 2018, wilayah operasi
angkutan sewa khusus ditetapkan oleh: -----------------ooo-—-
a. Menteri untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus

yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan yang

melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.----------
b. Gubernur untuk wilayah operasi angkutan sewa

khusus yang melampaui 1 (satu)  daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. ---------
Bahwa penentuan fokus pasar geografis tersebut selain

karena adanya regulasi Pemerintah dalam hal ini
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Kementerian Perhubungan RI juga berdasarkan wilayah
operasional dari Terlapor II. ----------------mmmm -
6.5.5. Bahwa pada faktanya, wilayah operasional Terlapor II
terdapat di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya.-
6.5.6. Bahwa Majelis Komisi menilai pasar geografis dalam
perkara a quo adalah wilayah Jabodetabek (Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan,
dan Surabaya. -------------m-mmmmm R
Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi ¢menilai’ pasar
bersangkutan dalam perkara a quo adalah ,pelayanan jasa
angkutan sewa khusus yang menggunakaniaplikasi Grab (Grab

App) di wilayah Jabodetabek, Makassar, Medan, dan Surabaya. ---

Tentang Integrasi Vertikal. ----------f s msmetm oo

7.1.

7.2

Bahwa dalam Laporan DugaaniPelanggaran dan Kesimpulan
Investigator pada pokoknya menyatakan Terlapor I dan Terlapor
II selaku perusahaafn hilir afiliasi melakukan perjanjian terkait
dengan penguasaanyproduksi dalam bentuk mengintegrasikan
kedua produk-atau komponen utama sehingga menjadi dikuasai
oleh Terlapor, ["dan Terlapor II yang mengakibatkan hambatan
persaingan,dalam penyediaan jasa angkutan sewa khusus dalam
benatuk, diskriminasi yang dialami oleh pelaku usaha pesaing
Teflapor 11 -------- oo
Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulan Para Terlapor pada
pokoknya menyatakan tidak ada penguasaan atas komponen
(aplikasi dan penyediaan kendaraan roda empat) yang dilakukan
oleh Terlapor I dan Terlapor II karena sampai saat ini Terlapor I
masih bekerjasama dengan mitra yang lain. Untuk dapat
dikatakan mempunyai market power perusahaan harus memiliki
penguasaan sebesar 50% (lima puluh persen) atau 75% (tujuh
puluh lima persen), sedangkan pangsa pasar Terlapor II hanya

6% (enam persen) untuk wilayah Jabodetabek dan di bawah 3%
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(tiga persen) untuk luar Jabodetabek. Selanjutnya untuk
mengetahui ada tidaknya dampak integrasi vertikal perlu dilihat
perbedaan karakteristik antara Terlapor II dengan non mitra
Terlapor II karena menurut keterangan Ahli Faisal Basri, S.E.,
M.A. dalam persidangan menyatakan seharusnya pelaku usaha
yang dibandingkan harus sama atau apple to apple. Selain itu,
dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator juga tidakdapat
menunjukkan telah dilakukan kajian secara ekonomi di wilayah
geografis objek dugaan pelanggaran terkait penguasaan pasar. ----
Bahwa berkaitan dengan integrasi vertikal dalamnperkara a quo,
Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -------f-=——oc oo
7.3.1. Tentang perjanjian terkait integrasi vertikal. ------------------
a. Bahwa berdasarkan ketentwanwumum Pasal 1 angka 7

UU No. 5 Tahun 1999 definisi perjanjian dalam

hukum persaingangdusahas adalah suatu perbuatan

satu atau lebih pelakujusaha untuk mengikatkan diri

terhadap satti,atauflebih usaha lain dengan nama

apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. -------------

b. Bahwa InveStigator mengajukan alat bukti perjanjian
atauwkerjasama, yang dinilai oleh Majelis Komisi

sebagai berikut: -------------r e

1), Perjanjian kerjasama terkait penyediaan jasa yang

diubah dan dinyatakan kembali antara Terlapor I

dan Terlapor II tanggal 5 Juni 2017 yang
ditandatangani oleh orang yang sama yaitu

Stephanus Ardianto Hadiwidjaja selaku Direktur

pada Terlapor I dan Direktur pada Terlapor II,

yang memuat pada pokoknya hal-hal sebagai

berikut: (vide Bukti C7, C37). ------------mmmmmmmm oo
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Ruang lingkup perjanjian pada angka 4.1
menyebutkan Terlapor II akan merujuk
kepada Terlapor I seluruh pengemudi
menggunakan Grab App untuk
memungkinkan pengemudi untuk
menjalankan jasa angkutan sewa kepada
pengguna akhir dan sebagai gantinya
Terlapor II akan memastikan qbahwa
pengemudi hanya akan menggunakan Grab
App dalam menyediakan jasa ‘angkutan
sewa tersebut. -------------f-- oo
Sehubungan dengangpeérgjanjian tersebut,
pada angka 4.2 gnenyebutkan kewajiban
Terlapor II yaityg:¥---#---=----------mmmm o
-  Angka &4.2.1asmemastikan kendaraan
yang( diberikan kepada pengemudi
sesuai dengan standar sewajarnya. ------
- _Angka 4.2.2, memastikan
dilaksanakannya proses pendaftaran
pengemudi untuk menggunakan Grab
App sesuai dengan syarat dan ketentuan
yang berlaku. -----------------mmmmmm
- Angka 4.2.3, memastikan bahwa
pengemudi hanya akan menggunakan
Grab App dalam melaksanakan jasa
angkutan sewa sesuai dengan izin
usaha Terlapor II. ---------—-cmmmmmmmme -
- Angka 4.2.4, menunjuk pengemudi

dalam mempromosikan penggunaan

Bahwa pada angka 4.3 menyebutkan

Terlapor I dapat mengikutsertakan
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pengemudi dalam = program = loyalitas
pengemudi Terlapor I yang memberikan
kesempatan bagi pengemudi untuk
memiliki kendaraan pada tahun kelima
periode kerjasama dengan Terlapor I. Selain
itu, Terlapor I akan memberikan insentif
loyalitas kepada pengemudi yang hanya
dapat dibayarkan kepada pengemudi, untuk
membeli kendaraan dari Terlaporill dalam
waktu S (lima) tahun sejaky, tanggal
permulaan pemberian jas@ oleh pengemudi
berdasarkan perjanjian “inijwtunduk pada
syarat dan ketentuan yang disetujui antara

pengemudi danfPerlapor II. -----------------—-—-

Format baku "perjanjian penyewaan kendaraan
untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi
antara Terlapor II dengan para mitra pengemudi
tanggal 7 Agustus 2018.--------—-—mmmmmmmm
Perjanjian kerjasama antara Terlapor [ dengan
Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Inkoppol) pada tanggal 2 Agustus 2016
dan telah diamandemen dengan perjanjian tanggal
2 Agustus 2017 yang merupakan dokumen
rahasia dalam perkara a quo (vide Bukti C25).-------
Perjanjian penyediaan jasa antara Terlapor I
dengan Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha
Rental Indonesia (PPRI) pada tanggal 8 Maret
2016, yang diamandemen dengan perjanjian
tanggal 27 Maret 2018, memuat pada pokoknya
hal-hal sebagai berikut (vide Bukti C43):--------------
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Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1
(satu) tahun sejak tanggal Addendum. Pada
saat berakhirnya jangka waktu tersebut,
perjanjian akan secara otomatis
diperpanjang dengan syarat dan ketentuan
yang sama sebagai perpanjangan jangka
waktu lanjutan, kecuali diakhiri oleh’ STI
dengan pemberitahuan secara 4 tentulis
kepada penyedia jasa, bahwa “STI “tidak
berkehendak untuk memperbaharui atau
memperpanjang perjanjiad ini, =--------------

Lingkup jasa dalamgpeéganjian tanggal 8

Maret 2016, pada angka 4.1.12

menyebutkan penyedia jasa harus

memberikan jasanya dengan menunjuk
pengemudi dalam mempromosikan
penggunaan Grab App. ----------=-==-=--mmoo--

STI berjanji dan bertanggungjawab atas hal-

hal sebagai berikut: --------------mmcmmmmm

-9 Angka  4.6.1 untuk  memfasilitasi
pelatihan bagi pengemudi mengenai
aplikasi dan  bekerjasama  dengan
penyedia jasa mengenai prosedur layanan
pelanggan yang diperlukan. ---------------

- Angka 4.6.2 untuk memfasilitasi
pembuatan dan pengaktifan rekening
bagi tiap-tiap pengemudi setelah
penyedia jasa menugaskan pengemudi
yang berkualifikasi untuk memberikan
jasa sewa kendaraan berpengemudi
tersebut. --------------

- Angka 4.6.2 untuk memfasilitasi
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pelaksanaan pengawasan kinerja
pengemudi  secara  mingguan  dan
memberitahukan kepada penyedia jasa
mengenai pengemudi atau armada yang
tidak memenuhi Indikator Kinerja Utama
sebagaimana telah diatur dalam Kode

Etik perjanjian ini. ----------------—---4&-—_

5) Perjanjian penyediaan jasa antaramlerlapor I
dengan PT Cipta Lestari Trans Sejahterartanggal 1
Desember 2018, yang memuat ‘pada, pokoknya hal-
hal sebagai berikut (vide BuktinC80): ------------------

a. Hak dan kewajiban Grab® --------------------—-—-
- Menyediakan pelatihan mengenai
penggunaan Aplikasi Grab dan Kode Etik
pengemudigbagi penyedia jasa dan/atau
para‘ pengemudi Grabcar yang ditunjuk
penyedia jasa. -------------mmmmmmmmmm oo

-2 Merujuk para pengemudi individual yang
bukan merupakan pengusaha rental
mobil kepada penyedia jasa sehingga
pengemudi individual dapat beroperasi
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. ---------------------

- Memberikan jaminan pendapatan kepada
pengemudi/pemilik mobil individual
melalui promosi marketing dan
penyediaan insentif. --------------------mm——-

- Melakukan publikasi (blasting) mengenai
kerjasama antara penyedia jasa dan Grab
berdasarkan perjanjian ini, dengan

ketentuan bahwa biaya yang timbul dari
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publikasi tersebut akan ditanggung oleh
penyedia jasa berdasarkan rekomendasi
yang diajukan oleh Grab dan disetujui
secara tertulis oleh penyedia jasa. ----------

b. Hak dan kewajiban penyedia jasa: --------------
- Penyedia jasa akan bekerjasama dengan
Grab dengan ketentuan yang disepakati,
yaitu mengawasi dan memastikanytingkat
pelayanan pengemudi sesuail, dengan
Kode Etik pengemudi. -----&s—-=--—------——-

- Memastikan bahwa getiap  pengemudi
Grabcar yang terdaftar “sebagai anggota
penyedia jasa bekerjasama dengan Grab.
Dalam hal ditemukan bahwa pengemudi
GrabCar¢yangaterdaftar sebagai anggota
penyedia® jasa tidak melaksanakan
kewajibannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka
penyedia jasa  wajib  mengevaluasi
pengemudi GrabCar tersebut dan bila
tidak mengindahkan peringatan serta
evaluasi yang diberikan, penyedia jasa
wajib mencabut Kartu Pengawas terhadap

pengemudi GrabCar tersebut. ---------------

6) Bahwa dalam proses persidangan, terdapat alat
bukti dokumen berupa perjanjian penyewaan
kendaraan antara Terlapor II dengan pengemudi,
serta surat program loyalitas dari Terlapor I untuk
para pengemudi yang terdaftar pada Terlapor II,

yang dinilai oleh Majelis Komisi sebagai berikut: ----
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Perjanjian penyewaan kendaraan untuk
penyedia layanan kendaraan berpengemudi
antara Terlapor II dengan Noor Sjaibah Hamdi
pada tanggal 20 Maret 2018, Jasman Jafar
pada tanggal 13 Juli 2018, dan Agus Sulistio
pada tanggal 8 Februari 2018, yang memuat
pada pokoknya hal-hal sebagai berikuty (vide
Bukti C40, C42, C59)---------mmmmmmmmmd—ma et

a. Angka 15, Terlapor II sepakat untuk
meminjamkan kendaraan kepada
pengemudi (mitra Terlapor II) dalam
melaksanakan layanan® Kendaraan
Berpengemudi.g=---2=-4----—-------mmcmmmm -

b. Terlapor IIf berjanji dan bertanggung
jawab atas) hal*hal sebagai berikut: 1.
Memfasilitasi pelatihan bagi pengemudi
mengenai penggunaan Grab App dan
memberikan dukungan kepada
pengemudi mengenai prosedur layanan
pelanggan yang diperlukan; 2.
Memberitahukan pengemudi atas setiap
skors atau pemberhentian pengemudi
sebagai akibat pelanggaran Kode Etik
atau setiap peraturan dan ketentuan
terkait lainnya dengan sehubungan
dengan pelaksanaan kewajiban
berdasarkan perjanjian ini; 3.
Melakukan kegiatan pemasaran untuk
meningkatkan penggunaan Grab App
oleh pengguna akhir; 4. Menampung
keluhan dari pengguna akhir; 5.

Memfasilitasi pembuatan dan
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pengaktifan rekening bagi pengemudi
untuk melaksanakan layanan
kendaraan berpengemudi; 6.
Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan
kinerja pengemudi secara mingguan dan
memberitahukan kepada pengemudi
apabila tidak memenuhi Indikator
Kinerja Utamanya (Key Perfermance
Indicator atau KPI. -----------————8-————22o -
Dalam melaksanakan layanan
kendaraan berpengemudi, pada
pokoknya pengemudi “wwajib untuk:
Mencapai target minimal produktivitas
per minggu’sejumlah yang ditetapkan
oleh Teglapordl dan Terlapor I; Jumlah
target. _iminimal produktivitas adalah
fleksiblevdan dapat berubah sewaktu-
waktu sesuai kondisi pasar; Dalam hal
peéngemudi tidak mencapai target
minimal produktivitas pendapatan
minimal mingguan selama dua minggu
berturut-turut maka ketentuan Pasal
12.2 akan berlaku; Memastikan
kendaraan yang digunakan sesuai
dengan standar sewajarnya serta atas
biaya sendiri melakukan perbaikan dan
pemeliharaan kendaraan selama jangka
waktu perjanjian; Mematuhi Kode Etik,
rekomendasi dari Terlapor II dan
Terlapor I maupun persyaratan yang
ditetapkan oleh pengelola atau pemilik

Hak Kekayaan Intelektual atas Grab
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App; Mengaktifkan suatu rekening atau
dompet elektronik dan memenuhi
persyaratan-persyaratan yang
diwajibkan oleh Terlapor II dan/atau
pihak dengan mana Terlapor II
bekerjasama dalam pelaksanaan
layanan  kendaraan = berpengemidi;
Menyampaikan biaya deposity, yang
besarnya akan diatur lebith, lanjut
kepada Terlapor II yang akan‘disimpan
dalam suatu rekening/dan biaya deposit
dapat dicairkan oleh “Terlapor II apabila
telah tercapai 4 kali masa
perpanjangan; Ménanggung segala biaya
bahan Makargyang diperlukan untuk
pengoperasian layanan kendaraan
berpengemudi; Membayar biaya
penyewaan kendaraan yang terdiri dari
biaya bulanan dan iuran jasa sebesar
20% dari argo yang dikumpulkan
pengemudi untuk setiap layanan
kendaraan berpengemudi yang
terselesaikan. Biaya bulanan wajib
dibayar secara bertahap per minggu
paling lambat setiap tanggal 20 setiap
minggunya, yang akumulasi
pembayaran mingguan tersebut sama
dengan jumlah iuran bulanan, selama
jangka waktu perjanjian sedangkan
pembayaran iuran jasa dilakukan
dengan cara pemotongan langsung dari

argo yang dikumpulkan pengemudi
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untuk setiap layanan kendaraan
berpengemudi yang terselesaikan. --------
Dalam hal pengemudi belum
melaksanakan pembayaran biaya
penyewaaan kendaraan sesuai dengan
ketentuan dalam ayat (2) dan
keterlambatan tersebut melebihi 30 hari
kalender, maka pengemudi sepakat
untuk membayar denda keterlambatan
sebesar 0,3% dikalikan {(biaya pinjam
pakai sebagaimana @dimaksud dalam
Pasal 5.1 untuk setiap hari
keterlambatang, --=#--25----------mcmmcmme oo
Atas pelaksanaan layanan kendaraan
berpengemudiyberdasarkan perjanjian
ini, pengemudi berhak untuk
mengumpulkan argo dari pengguna
akhir’ Selain dari argo pengguna akhir,
pengemudi berhak mendapatkan
insentif berupa sejumlah uang yang
pembayaran insentif tersebut dapat
dilakukan oleh Terlapor II atau pihak
dengan mana Terlapor II bekerjasama
dalam pelaksanaan layanan kendaraan
berpengemudi. Jumlah nilai angka dari
insentif merupakan hak multak dari
Terlapor II untuk menentukan
angkanya (tidak terbatas pada nol
rupiah insentif) dan pengemudi tunduk
pada angka yang telah ditentukan oleh
Terlapor II. -----—--mmmm oo

Terlapor II dan Terlapor I sepenuhnya
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berhak untuk mengubah dan/atau

menyesuaikan harga dasar yang akan
dikenakan kepada pengguna akhir
tanpa persetujuan dari pengemudi dan

tanpa memberikan alasan apapun juga.--

Surat dari Terlapor I terkait program Leyalitas
untuk para mitra pengemudi yang terdaftar
pada Terlapor II, yang dituangkanidalam surat
dengan kop Terlapor I yang ditujukan kepada
Noor Sjaibah Hamdi pada, tanggal 30 Maret
2018, Jasman Jafar pada tanggal 25 Juli 2018,
Agus Sulistio pada ‘tanggal 25 Februari 2018,
yang memuat_padaypokoknya pemberitahuan
kepada mitrad Terlapor II terkait program
Loyalitasy, “Pengemudi berhak memperoleh
insentif “(bonus) khusus apabila bergabung
dalam program tersebut dan bermitra bersama
Terlapor II dan Terlapor I secara eksklusif
selama 5 (lima) tahun, yang hanya dapat
digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil

dari Terlapor II (vide Bukti C39, C43, C38). ------

Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen,

Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai

berikut: —------m

1) Bahwa perjanjian kerjasama penyediaan jasa pada

2)

tanggal 5 Juni 2017 ditandatangani oleh orang
yang sama, yaitu Stephanus Ardianto Hadiwidjaja
selaku Direktur Terlapor I dan Direktur Terlapor II.
Bahwa dalam perjanjian kerjasama penyediaan
jasa yang diubah dan dinyatakan kembali pada
tanggal S5 Juni 2017 tersebut tidak hanya
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mengatur klausul terkait pengemudi untuk
menggunakan Grab App dalam menyediakan jasa
angkutan sewa, namun juga terdapat klausul
khusus yang mengatur program loyalitas bagi
mitra pengemudi Terlapor II yang pada pokoknya
berisi mitra pengemudi berhak mendapatkan
insentif (bonus) khusus yang hanya dapat diterima
untuk membeli kendaraan milik Terlapox ITypada
tahun kelima periode kerjasama dengan, Terlapor I
dan Terlapor II. ---------mmmmmmmom e 20

3) Bahwa terkait dengan klausulfyang terdapat pada
perjanjian tanggal 5 Juni w2017 tersebut,
dikuatkan dengan perjanjian penyewaan
kendaraan untuk genyedia layanan kendaraan
berpengemudi yang dibuat oleh Terlapor II dan
mitra pengefmmudi yWyang pada pokoknya berisi
mengenai “, kesepakatan Terlapor II  untuk
menyewakan ‘kendaraan kepada pengemudi dan
pengemudi akan menggunakan Grab App. Selain
itu, ditindaklanjuti dengan adanya surat ber-kop
Terlapor I yang pada pokoknya berisi mengenai
program Loyalitas untuk para mitra pengemudi
yang terdaftar pada Terlapor II. -------------—mcmccmeev

d. Bahwa berdasarkan fakta dan analisis sebagaimana
diuraikan di atas, Majelis Komisi menilai tindakan
Terlapor 1 dan Terlapor II yang membuat perjanjian
dengan mencantumkan klausul program Loyalitas
hanya untuk mitra Terlapor II, serta ditindaklanjuti
dengan pengiriman surat ber-kop Terlapor I terkait
dengan program Loyalitas, membuktikan perjanjian
kerjasama penyediaan jasa yang diubah dan
dinyatakan kembali pada tanggal 5 Juni 2017 yang

dibuat oleh orang yang sama yaitu Ir. Stephanus
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Ardianto Hadiwidjaja selaku Direktur Terlapor I dan
Direktur Terlapor II, merupakan perjanjian yang
saling mengikat diantara Terlapor I dan Terlapor II.
Perjanjian yang dibuat tersebut bukan sebatas
perjanjian bisnis diantara Terlapor I dan Terlapor II,
melainkan juga terdapat kepentingan Terlapor I atas
Terlapor II, yang dikuatkan adanya hubungan afiliasi
di antara keduanya, sebagaimana telah diuraikan
pada butir 5 di atas. Terlapor I dan Terlapor II
merupakan entitas yang sama (Single &conemic Entity)
sehingga Terlapor I sebagai perusahaan hulu akan
memberikan keistimewaan kepada Terlapor II sebagai
perusahaan hilirnya. -------a=—-=8= =8 - o mmomm
e. Bahwa dengan demikiafiy Majelis Komisi berpendapat
alat bukti yang diajukangeleh Investigator dan Para
Terlapor telah< eukup menunjukkan terdapat
perbuatan satu atau lebih pelaku wusaha yang
mengikatkan, diri’ terhadap satu atau lebih pelaku
usaha ‘lain“dengan nama perjanjian kerjasama
penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan kembali
antara Terlapor I dan Terlapor II pada tanggal 5 Juni
2017, yang ditindaklanjuti dengan perjanjian
penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan
kendaraan berpengemudi antara Terlapor II dengan
mitra pengemudi, serta surat program Loyalitas dari
Terlapor I untuk para mitra pengemudi yang terdaftar
pada Terlapor II yang merupakan bentuk perjanjian
tidak tertulis. --------------—-—m o
7.3.2. Tentang menguasai produksi. --------=--=--mmmmmmmmmmmm -
a. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 UU Nomor 5
Tahun 1999 yang dimaksud menguasai sejumlah
produksi atau yang lazim disebut integrasi vertikal

adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas
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barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau
proses berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh
pelaku usaha tertentu. Praktik integrasi vertikal
meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa
dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-
sendi perekonomian masyarakat. Praktik ini dilarang
sepanjang menimbulkan persaingan usaha “tidak
sehat dan atau merugikan masyarakat. ---=s-----=8=--———-
Bahwa berdasarkan Peraturan KPPW, No. 5 Tahun
2010 yang dimaksud integrasi wertikal adalah
perjanjian yang bertujuan untuk ‘menguasai beberapa
unit usaha yang termasuksdalamyrangkaian produksi
barang dan/atau jasa teftenta.-------------------—--—o -
Bahwa berdasarkanfketentuan dalam PM Nomor 118
Tahun 2018, makay pelayanan jasa angkutan sewa
khusus memiliki “ketergantungan pada 2 (duq)
layanan produk yaitu penyediaan aplikasi mobile atau
piranti ‘lanak dan penyediaan layanan kendaraan
berpeéngemudi.------------ - oo
Bahwa Terlapor I adalah pelaku usaha platform atau
perusahaan aplikasi yang menyediakan aplikasi
berbasis teknologi informasi di bidang transportasi
darat yang bernama Grab App. Terlapor I tidak dan
tidak bermaksud memberikan jasa sewa kendaraan
berpengemudi atau bertindak dalam cara apapun
sebagai jasa sewa kendaraan umum, operator, taksi,
angkutan atau penyedia transportasi dan tidak
berkewajiban atau bertanggungjawab atas setiap jasa
angkutan yang diberikan kepada pengguna jasa akhir
atau konsumen. --------------mmmm o
Bahwa dalam memberikan layanan jasa kepada

pengguna akhir atau konsumen dengan menggunakan

- 449 -



SALINAN

Grab App, pengemudi dapat bermitra langsung dengan
perusahaan aplikasi atau bermitra melalui
perusahaan angkutan sewa khusus. ---------------—--—--—-
f. Bahwa Terlapor I kemudian bekerjasama baik dengan
mitra  individu  sebagai pengemudi maupun
perusahaan angkutan sewa khusus sebagai operater
layanan kendaraan berpengemudi untuk memastikan
penggunaan Grab App oleh pengguna akhiryatau
konsumen. Mitra perusahaan angkutan sewa khusus
Terlapor I yaitu sebagai berikut:-------&s---2 -

Tabel 12. Mitra Angkutan Sewa Khusus Terlapor I

No. Nama Badan Usaha

1. | Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental

Indonesia (PPRI) pada,tanggal 18 Maret 2016

2. | Induk KoperasiKepolisian Negara Indonesia
(Inkoppolppada.tanggal 2 Agustus 2016
PT CSM Corporatama pada tahun 2016

4. | PT Cipta Lestari Trans Sejahtera pada tahun
2017

Koperasi Mitra Usaha Trans

6. " PT Teknologi Pengangkutan Indonesia pada
tanggal 1 Maret 2016, yang kemudian diubah
dengan perjanjian tanggal 5 Juni 2017

g. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta
persidangan, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai
berikut: -------------- oo oo
1) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 5

Tahun 2010, integrasi vertikal yang bertujuan
menguasai produksi sejumlah produk dapat
dilakukan antara lain melalui rangkap jabatan

antar dua atau lebih perusahaan yang berada
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dalam satu rangkaian produksi secara vertikal dan
tindakan praktik diskriminasi terhadap pelaku
usaha tertentu. -------------mmm
Bahwa terdapat fakta hubungan afiliasi di antara
Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan
pada butir 5 di atas. Terlapor I merupakan
perusahaan penyedia digital platform atau piranti
lunak atau aplikasi berbasis teknologi di bidang
transportasi yang bernama Grab App seébagai
pelaku usaha hulu dan Terlapotyll “merupakan
perusahaan penyedia jasa layanan kendaraan
berpengemudi sebagai perusahaandhilir. --------------
Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh
Terlapor I pada tanggal 7 Agustus 2018, tanggal 20
September 2018, dans tanggal 29 Maret 2019,
menunjukkan  pangsa pasar Terlapor I adalah
sebesar 70% (twuh puluh persen). Dengan
demikian, dapat dihitung Herfindahl Hirschman
Indexy(HHI) dalam pasar bersangkutan perkara a
quoiadalah sebesar 5.800 (lima ribu delapan ratus)
yvang telah melebihi batasan tingkat konsentrasi
pasar yang ditetapkan oleh Komisi yaitu sebesar
1.800 (seribu delapan ratus).------------=----mmcmmeo-
Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan
Investigator dalam Kesimpulannya terkait dengan
pangsa pasar Terlapor I pada jasa penyediaan
aplikasi angkutan sewa khusus di Indonesia
adalah sebesar 70% (twuh puluh persen), yang
dalam proses persidangan tidak pernah ada
bantahan dari Terlapor I, yang dapat ditunjukkan
pada tabel sebagai berikut: ----------------mmmme -
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Tabel 13. Jumlah Mitra Pengemudi Terlapor I, baik mitra Terlapor II

& non mitra Terlapor II

Jumlah Pengemudi TPl & Non TPI
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TPI TPI TPI TPI

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019

M Jabodetabek ™ Makassar B Medan Surabaya

N
Tabel 14. Prosentase Marketshar a Terlapor II

Tahun 20 a
y N

Market Share % driver : Market Share % driver
TPI Tahun 2018 TPI Tahun 2019

Surabaya
25%

Jabodetab

H M Jabodetabek ® Makassar = Medan M Surabaya B M Jabodetabek m Makassar = Medan H Surabaya

v

\ 5) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi

\% berpendapat Terlapor I telah menguasai pangsa

% pasar sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari
Q produk jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa
% khusus berbasis teknologi di Indonesia.---------------
7.3.3. Tentang rangkaian produksi barang dan/atau jasa. ---------

a. Bahwa mekanisme hubungan antar satu kegiatan

usaha dengan kegiatan usaha lainnya yang bersifat
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integrasi vertikal dalam perspektif hukum persaingan
usaha, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1999 digambarkan
dalam suatu rangkaian produksi yang merupakan
hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam
suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung
(termasuk rangkaian produksi barang dan/atau jasa
substitusi dan/atau komplementer). ---------------&-=-_-=
Bahwa hubungan usaha yang dilakukan elehy para
pelaku usaha terbagi menjadi 2 (dua), yaitihubungan
usaha yang bersifat horizontal dan bersifat vertikal.
Hubungan wusaha yang bersifat{ horizontal adalah
hubungan antara pelaku usaha ‘satu’dengan pelaku
usaha lain yang berperan ‘sebagai pembeli atau
pengguna jasa, sedangkan ‘hubungan usaha yang
bersifat vertikal adalahehubungan antara pelaku
usaha satu dengangpelaku usaha lain yang berperan
sebagai pemasek atau penyedia jasa. ----------------------
Bahwa tetkait perkara a quo, maka pihak-pihak yang
terkait ‘seéeara horizontal yaitu Terlapor II dan mitra
ASK lainnya sebagai mitra Terlapor I sebagai operator
layanan kendaraan berpengemudi, sedangkan pihak
yang terkait secara vertikal adalah Terlapor I sebagai
penyedia digital platform atau piranti lunak atau
aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi yang
bernama Grab App. Terlapor I dalam hubungan
integrasi  bertindak sebagai perusahaan huluy,

sedangkan Terlapor II bertindak sebagai perusahaan

Bahwa yang dimaksud dalam suatu rangkaian
produksi/operasi yang merupakan hasil pengolahan
atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian
langsung maupun tidak langsung dalam perkara a

quo, dapat diuraikan sebagai berikut:------------------—-—-

- 453 -



1)

2)

3)

4)

SALINAN

Bahwa kegiatan wusaha Terlapor 1 adalah
menyediakan suatu layanan digital platform di
bidang transportasi yang bernama Grab App
dengan memungut biaya penggunaan aplikasi (fee
aplikator) sebesar 20% (dua puluh persen) dari
biaya perjalanan yang ditetapkan bagi layanan
untuk masing-masing penumpang. -----------4-----==
Bahwa Grab App adalah aplikasi teleponegenggam
yang berfungsi sebagai perangkat penjadwalan
berbasis aplikasi yang menyesuaikan ‘permintaan
pengguna akhir akan jasa kendaraan
berpengemudi dengan pengemudi’ yang terdaftar
yang tersedia untuk memberikan jasa tersebut. -----
Bahwa untuk dapatymengembangkan produk Grab
App tersebut, maka Teslapor I harus bekerjasama
dengan perusahaan, angkutan sewa khusus atau
perorangan, Sebagaimana ketentuan dalam PM
Nomor 118 Tahun 2018 yang bertujuan agar
produk, yang dihasilkan oleh Terlapor I dapat
memfasilitasi pengemudi dalam menyediakan
layanan kepada konsumen atau pengguna akhir
dalam memperoleh layanan transportasi ke tujuan
tertentu. -----------------mmm
Bahwa alur penerimaan mitra pengemudi oleh

Terlapor I yaitu sebagai berikut: ---------------—------—-

a. Tahapan Rangkaian Produksi yang
menunjukkan integrasi vertikal adalah
sebagai berikut: Produk yang pertama
adalah aplikasi. Aplikasi ini diproduksi atau
dibuat oleh Terlapor I. ------------mmmmmmemm

b. Rangkaian produksi berikutnya adalah
pihak Terlapor II dalam hal ini sebagai
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perusahaan Angkutan sewa khusus, baik
yang berbadan hukum maupun yang

perorangan menyiapkan kendaraan roda

c. Rangkaian produksi berikutnya yaitu pelaku
usaha angkutan sewa khusus (ASK)
menyiapkan driver untuk bisa menjalankan
kegiatan produksi, termasuk di dalamnya
pendaftaran, pemenuhan kualifikasi
pengemudi telah memenuhin, syarat dan
ketentuan, rangkaian produksi berikutnya
adalah pelayanan kepada ‘penumpang. --------

d. Tahapan berikutaya Wadalah pengaturan
administrasi dan ‘fransaksi wuang yang
diterima oleh penumpang untuk
didistribasikanykepada pihak Terlapor I dan

pengemudi. € - - oo

Bahwa berdasarkan proses rangkaian produksi
yang telah dijelaskan di atas, terdapat peran
Terlapor I sebagai penyedia aplikasi teknologi
informasi, baik dari sisi hulu maupun sisi hilir. -----
Bahwa Terlapor I terlibat dalam rangkaian
produksi meliputi penyediaan aplikasi, sistem
transaksi, dan sistem pengawasan terhadap
penilaian penumpang kepada pengemudi. ------------
Bahwa dalam hal pemberian apresiasi kerja
pengemudi, terdapat kegiatan yang dilakukan oleh
Terlapor I kepada seluruh angkutan sewa khusus
dan terdapat kegiatan yang menjadi domain-nya
angkutan sewa khusus kepada pengemudinya

(perusahaan ASK mitra Terlapor I).---------------------
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Bahwa aktivitas rangkaian produksi, pemberian
bonus dalam program Loyalitas yang dimiliki oleh
Terlapor II merupakan satu rangkaian yang
seyogyanya dilakukan oleh Terlapor II seperti
layaknya yang dilakukan oleh perusahaan
angkutan sewa khusus lainnya. -------------------&-—-
Bahwa selanjutnya Terlapor [ mengadakan
perjanjian penyediaan jasa yang diubahy dan
dinyatakan kembali bersama dengan ‘Terlapor II
pada tanggal 5 Juni 2017, serta pégjanjian lainnya
terkait dengan jasa penyediaan kendaraan
berpengemudi dengan perusahaam’angkutan sewa
khusus sebagai operator, ‘layanan kendaraan
berpengemudi agaf* ‘pengguna akhir atau
konsumen dapat menggunakan Grab App untuk
memesan jasas kendaraan beserta pengemudi

melalui smartphone.---------------—--——c oo~

10) Bahwa _aktivitas integrasi vertikal tersebut,

menyebabkan persaingan usaha tidak sehat
karena itu hanya dilakukan Terlapor I kepada
Terlapor II. Tindakan Terlapor I menjalankan
aktivitas rangkaian produksi seperti dalam
program loyalty yang tertulis dalam surat dari
Terlapor I kepada pengemudi, merupakan bentuk
aktivitas integrasi vertikal yang dilakukan oleh

Terlapor I, -----—--m oo

11) Bahwa sebagai tindak lanjut dari perjanjian

tanggal 5 Juni 2017 sebagaimana telah diubah
dengan perjanjian sebelumnya, Terlapor II
membuat perjanjian dengan mitra pengemudi,
yang pada pokoknya berisi Terlapor II sepakat
untuk meminjamkan kendaraan kepada

pengemudi dalam melaksanakan layanan
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kendaraan berpengemudi. Yang dimaksud dengan
layanan kendaraan berpengemudi adalah semua
tindakan, aktifitas, dan operasi yang dilaksanakan
pengemudi dalam rangka ~memenuhi dan
menyelesaikan pesanan pengguna akhir akan jasa
kendaraan berpengemudi dengan pengemudi yang
terdaftar dan sesuai dengan ketentuan (yang
ditetapkan Terlapor II melalui Grab App. -4---=s-4==--
12) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut
di atas, terdapat suattx rangkaian
produksi/operasi yang merupakan hasil
pengolahan atau proses glanjutan, baik dalam
suatu rangkaian langsung maupun tidak
langsung, yang dilakakan oleh Terlapor I sebagai
perusahaan hulu) dan Terlapor II sebagai
perusahaan hiligy yang dapat digambarkan sebagai
berikut: -- Qg --F---—-----——-— oo
13) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut
di atas, terdapat suatu rangkaian
produksi/operasi yang merupakan hasil
pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam
suatu rangkaian langsung maupun tidak
langsung, yang dilakukan oleh Terlapor I sebagai
perusahaan hulu dan Terlapor II sebagai
perusahaan hilir, yang dapat digambarkan sebagai

berikut: -------- oo

| Grab Hl Aplikasi

) 2

|Terlapor I+ ASK lain Hl Kendaraan

@

|Terlapor Il + ASK lain H| Pengemudi

| Penumpang
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Gambar 2. Skema rangkaian produksi/operasi
jasa angkutan sewa khusus berbasis teknologi
informasi

14) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai
dalam perjanjian penyediaan jasa yang diubah dan
dinyatakan kembali yang dibuat antara Terlapor'l
dan Terlapor II pada tanggal 5 Juni 201%;, serta
perjanjian lainnya yang terkait baik, perjanjian
tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana telah
diuraikan pada butir 7.3.1 dimatas, ‘merupakan
perjanjian yang mengikat pata pelaku usaha yang
berada pada rangkaian preduksi barang dan/atau

jasa yang berurutan,----a——fs= -t oo

7.3.4. Tentang analisis dampakes-===--2-=----——cmmmmmmm

a.

Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun
2010, integrasi vertikal terbagi menjadi 2 (dua) yaitu
integrasi yerstikal ke hulu (backward integration) dan
integrasi,vertikal ke hilir (forward integration).------------
Bahwa, suatu kegiatan usaha yang dikategorikan
sebagai = integrasi vertikal ke hulu (backward
integration)  yaitu  apabila  kegiatan  tersebut
mengintegrasikan beberapa kegiatan yang mengarah
pada penyediaan bahan baku dari produk utama,
sedangkan kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai
integrasi vertikal ke hilir (forward integration) yaitu
apabila kegiatan tersebut mengintegrasikan beberapa

kegiatan yang mengarah pada penyediaan produk

Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun
2010 integrasi vertikal memiliki efek pro-competitive
dan anti-competitive, sehingga hanya integrasi vertikal

yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

- 458 -



SALINAN

dan merugikan masyarakat yang dilarang atau
menimbulkan hambatan masuk ke dalam pasar. --------
Bahwa Majelis Komisi menilai integrasi vertikal yang
memiliki efek pro-competitive adalah jika integrasi
vertikal yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan
efisiensi yang dapat dicapai melalui penggunaan
suatu proses, penghematan biaya transaksif dan
pengurangan margin ganda atau meniadakan biaya-
biaya yang tidak perlu yang sebenarnya “dapat
dihindari. Selain itu apabila keputusan  untuk
melakukan integrasi vertikal ke . hilir tersebut
diarahkan untuk meningkatkanw kontrol atas
distribusi agar akses terhadap konsumen meningkat. --
Bahwa kemudian dampak “anti-competitive yang
diakibatkan oleh integrasisvertikal dapat dibedakan
menjadi 2 (dua) macam, Dampak pertama berasal dari
perilaku pelaku usaha yang terintegrasi vertikal untuk
membatasi _kemampuan pesaing di hulu (upstream
market) “ataapun di hilir (downstream market).
Dampak ‘kedua terjadi karena pelaku usaha yang
terintegrasi vertikal memfasilitasi koordinasi harga
atau output sebagai bagian dari upaya kolusi, baik di
hulu (relevant upstream market) maupun di hilir
(relevant downstream market), yang tercermin dari
fakta terdapat hubungan antara Terlapor I dan
Terlapor II, sebagaimana telah diuraikan pada butir 5
di atas yang kemudian ditindaklanjuti dengan
dibuatnya perjanjian integrasi vertikal, sebagaimana
telah diuraikan pada butir 7.3.1 di atas. ------------—-----
Bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, persaingan
yang dimaksud dalam perkara a quo adalah
persaingan intrabrand, yaitu persaingan antar

distributor untuk suatu produk yang berasal dari
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manufaktur atau produsen yang sama. Oleh karena
itu, integrasi vertikal merupakan salah satu strategi
yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha untuk
meningkatkan kekuatan pasar yang akan
mengganggu iklim persaingan dan pada akhirnya
akan merugikan konsumen. --------------mmmmmmmmmoae -
Bahwa Terlapor I dan Terlapor II merupakan
perusahaan terafiliasi sebagaimana telah diuraikan
pada butir 5 di atas, sehingga terjadiyfacilitating
practices dalam menentukan strategi¢atau, kebijakan
perusahaan yang berbeda-beda térhadap mitra yang
secara nyata sebagai perusahaan  afiliasinya
dibandingkan dengan mitsa yang bukan afiliasinya,
dengan tujuan untuké®mengontrol jasa pelayanan
angkutan sewa khususedan meningkatkan profit
perusahaan, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:--
1) Terlapor INymemberikan data pengemudi terbaik
atau setidak-tidaknya pengemudi yang
mempunyai performa baik kepada Terlapor II
untuk) dilakukan perekrutan dan pada akhirnya
bergabung sebagai mitra Terlapor II (vide Bukti
B48 dan B55). --------mm o
2) Terlapor I memberikan kemudahan akses data
pengemudi Terlapor II yang terkena suspend dan
Terlapor II mendapatkan akses untuk mengajukan
open suspend kepada Terlapor I karena ada
perubahan pengemudi Terlapor II (vide Bukti B34
dan B67). —----mmm oo
3) Terlapor I memberikan program yang berbeda
untuk Terlapor II sehingga membuat orang lebih
tertarik untuk bergabung dengan Terlapor II

dibandingkan bergabung dengan mitra Terlapor I
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yang lain (vide Bukti B17, B18, B24, B48, B49,
B53, B55). —-mmmmmm e e

4) Terlapor I memberikan sistem perhitungan yang
berbeda untuk mendapatkan insentif antara
Terlapor Il dengan mitra non Terlapor II, sehingga
mitra Terlapor II selalu mencapai target insentif
dibandingkan dengan mitra individu atau @mitra
non Terlapor II (vide Bukti B17, B18, B24,,B48,
B49, B53, B55). ------—- e -

5) Terlapor I memberikan jumlah orderan berbeda
antara Terlapor II dengan mitra non Terlapor II,
yang dibuktikan dengan gjbrosursorder prioritas
yang ada di kantor Terlapox, | dan demo yang
menuntut dihapuskannya “order prioritas bagi
mitra Terlapord I} selanjutnya setelah order
prioritas dihapusj, mitra Terlapor II yang
melakukan demo untuk menuntut
dikembalikannya order prioritas kepada mitra
Terlapor “II. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan
oleh, keterangan Saksi Abdi Fauzan Siregar dan
Saksi Danil Omposunggu dalam persidangan (vide
Bukti B8 dan B26).-------------------m -

6) Terlapor I memiliki kepentingan atas Terlapor II
sehingga dalam kegiatan promosi yang diminta
untuk dan oleh Terlapor II dilakukan langsung
oleh Ridzki D. Kramadibrata selaku Managing
Director Terlapor I dalam bentuk video promosi.
Terlapor I tidak menerapkan hal yang sama untuk
mempromosikan mitranya yang lain atau
mempromosikan suatu program tertentu untuk
mitranya yang lain (vide Bukti 12, B67)----------------

h. Bahwa integrasi vertikal dapat dilakukan melalui

rangkap jabatan antar dua atau lebih perusahaan
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yang berada dalam satu rangkaian produksi secara
vertikal dengan tujuan untuk menguasai produk
sehingga menimbulkan praktik diskriminasi terhadap
pelaku usaha tertentu. Dalam perkara a quo, integrasi
vertikal dimanfaatkan sebagai sarana untuk
melakukan koordinasi yang bertujuan untuk
melakukan penguasaan pasar dari hulu ke hilir yang
berdampak pada penurunan prosentase jumlah'mitra
non Terlapor II dan penurunan jumlah oxderan” dari
pengemudi mitra non Terlapor My, yang dapat
ditunjukkan sebagai berikut: ------4&-- -
1) Bahwa sebagaimana telah, diuraikan pada butir
7.3.2 di atas, Terlaporgl telah menguasai pangsa
pasar sebesar 70%™(tujuh’ puluh persen) dari
produk jasa angkutam sewa khusus berbasis
teknologi informasiidi Indonesia. Atas penguasaan
pasar tersebut, Terlapor I yang berafiliasi dengan
Terlapor I telah melakukan perjanjian terkait
penyedidan jasa layanan kendaraan berpengemudi
pada tanggal 5 Juni 2017 dan perjanjian lainnya
antara Terlapor II dengan mitra pengemudi, serta
surat terkait program Loyalitas yang diberikan
oleh Terlapor I kepada mitra Terlapor II,

sebagaimana telah diuraikan pada butir 7.3.1 di

2) Bahwa berdasarkan alat bukti Terlapor I sebagai
pemasok Grab App telah mengadakan perjanjian
dengan Terlapor II yang bertujuan untuk
memperluas cakupan usahanya dengan
mengintegrasikan kegiatan layanan kendaraan
berpengemudi dengan penggunaan Grab App yang
bertujuan untuk menghubungkan langsung

dengan pengguna akhir atau konsumen dalam
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rangka transportasi ke tujuan tertentu. Dalam hal
ini perjanjian dalam rangkaian produksi barang
dan/atau jasa yang  berurutan = tersebut
digolongkan sebagai integrasi vertikal ke hilir,

sebagaimana telah diuraikan pada butir 7.3.3 di

Bahwa perjanjian integrasi vertikal yang dilakukan
oleh Terlapor I dan Terlapor II tidak “saling
bersaing dalam pasar bersangkutan yang ‘Sama,
namun Terlapor II bersaing dengan “mitra-mitra
Terlapor I lainnya sehingga gperjanjian integrasi
vertikal memiliki pengaruh, anti-eempetitive secara
langsung (direct anti-competitive effect) yang
berakibat pada berk#itangnya pesaing horizontal. ---
Bahwa pada awal gmengembangkan kegiatan
usahanya, tahum 2016 Terlapor I bekerjasama
dengan PT, CSM Corporatama untuk menyewa
kendataan beéserta dengan pengemudi, dengan
sistemypénagihan yang dilakukan setiap bulan dan
pengemudi harus mencapai 200 (dua ratus) trip
dalam satu bulan, yang dapat diuraikan sebagai
berikut (vide Bukti B12): ---------mmcmm oo
e Pada periode pertama Terlapor I menyewa
kendaraan sebanyak 250 (dua ratus lima
puluh) unit dengan ketentuan Terlapor I akan
membayar Rp15.000.000,00/unit/bulan (lima
belas juta rupiah), namun pengemudi tidak
menerima pembayaran dari penumpang. Dari
250 (dua ratus lima puluh) unit yang disewa
oleh Terlapor I, yang bisa ditagihkan oleh PT
CSM Corporatama hanya sebanyak 200 (dua

ratus) unit. —-------mmm o
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e Pada periode kerjasama berikutnya, yaitu pada
bulan November 2017, terdapat perubahan
pola kerjasama dengan Terlapor I yang hanya
sanggup membayar
Rp1.800.000,00/unit/bulan (satu juta delapan
ratus ribu rupiah) dengan jumlah kendaraan
yang disewa berkurang menjadi 200( (dua
ratus) unit sampai dengan bulan Maget 2019,
namun pada periode ini mitra “pengémudi
dapat menerima pembayaran @dari penumpang
dan mitra pengemudi ( dikemakan iuran

Rp72.000,00/hari (tuyjuhs, puluh dua ribu

e Selanjutnya pola kerjasama dengan Terlapor I
kembali berubah, Terlapor I tidak lagi menyewa
kendaraafi dariZPT CSM Corporatama, namun
mitra pengemudi tetap menggunakan Grab App
sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) unit
dan, “dikenakan iuran Rp145.000,00/hari
(seratus empat puluh lima ribu rupiah). ----------

9)w Bahwa untuk mengurangi pesaing horizontal
Terlapor II, Terlapor [ menetapkan program
pencapaian insentif yang berbeda untuk mitra-
mitranya, sehingga beberapa mitra mengaku
banyak mengalami penurunan jumlah pengemudi
atau kesulitan mendapatkan pengemudi. Dalam
jasa angkutan sewa khusus yang berbasis
teknologi ini, pengemudi cenderung bergantung
pada jumlah insentif yang didapatkan. Dengan
sistem insentif yang diberikan berbeda antara
mitra satu dengan yang lain, maka berakibat
pengemudi yang mendapatkan peluang sistem

insentif kecil, akan berpindah ke mitra Terlapor I
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yang memiliki peluang mendapatkan sistem
insentif yang lebih banyak. Hal tesebut dikuatkan
berdasarkan keterangan Saksi Koperasi PPRI yang
menyatakan pada tahun 2016 PPRI dibentuk
dengan jumlah anggota 18.000 (delapan belas
ribu) kemudian sejak tahun 2017-2109 terjadi
penurunan jumlah anggota yang cukup signifikan
menjadi 4.500 (empat ribu lima ratus), \serta
keterangan Saksi PT CSM Corporatama ‘dalam
persidangan (vide Bukti B11 dan Bi2).=s---=----------

i. Bahwa dengan demikian, Majelis' .Komisi menilai
status Terlapor II sebagai perusahaan afiliasi dari
Terlapor I sebagaimana diuraikanypada butir S di atas,
menunjukkan bahwa bénar tindakan Terlapor I yang
terlibat dalam rangkaian ¢produksi merupakan wujud
integrasi vertikal yang,terjadi antara Terlapor I dan
Terlapor  II;%, /yang mengakibatkan terjadinya
penurunan prosentase jumlah mitra non Terlapor II
dan penurufian jumlah orderan dari pengemudi mitra

non Ferlapor II. -----—-mmommm e

7.3.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis

Komisi menilai perjanjian kerjasama penyediaan jasa
pada tanggal 5 Juni 2017 serta perjanjian lainnya yang
terkait baik perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang
dilakukan oleh Terlapor I selaku perusahaan penyedia
aplikasi dan Terlapor II selaku perusahaan yang bergerak
di bidang jasa sewa angkutan khusus yang bertujuan
untuk menguasai produk jasa penyediaan aplikasi
angkutan sewa khusus berbasis teknologi di Indonesia
yang mengakibatkan terjadinya penurunan prosentase
jumlah mitra non Terlapor II dan penurunan jumlah

orderan dari pengemudi mitra non Terlapor II.----------------
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Tentang TyYing in.----------==-mmmmmmm e e e e e e

8.1.

8.2.

8.3.

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan
Investigator menyatakan pada pokoknya tying in yang dimaksud
dalam perkara a quo adalah: -----------mmmmmmo
8.1.1. Perjanjian atau Kerjasama Penyewaan Kendaraan untuk
Penyedia Layanan Kendaraan Berpengemudi yang dibuat
oleh Terlapor II dengan Calon Pengemudi yang meémuat
ketentuan mewajibkan Terlapor II hanya “akan
menggunakan Grab App dalam melaksanakan™ jasa
angkutan sewa sesuai izin usaha Terlapordll; dan------------
8.1.2. Perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor, Il yang memuat
ketentuan mewajibkan Mitra (Pengemudi) hanya akan
menggunakan Grab App dalam, “melaksanakan jasa
angkutan sewa sesuai izinfisaha Terlapor II, sementara
kewajiban yang sama gtidaketertuang dalam perjanjian
ASK lain dengan mitfa pengemudinya. =-------==========mzznum---
Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulan Para Terlapor
menyatakan pada pokoknyaberdasarkan Peraturan KPPU Nomor
S5 Tahun 2011 tentang"Pedoman Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun
1999 tidak, ‘semua perjanjian tertutup (tying agreement)
melanggar  Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam
Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator tidak menjabarkan
dampak negatif yang ditimbulkan atas perjanjian yang dibuat
antarar Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor II dengan
mitranya yang pada dasarnya memiliki alasan secara ekonomi.
Bahkan dalam perjanjian yang dibuat antara Terlapor II dengan
mitra tidak ada klausul yang meminta mitra membayarkan
sejumlah uang untuk mendapatkan Grab App. ----------------—-----—-
Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Komisi
mempertimbangkan konsep tying in yang dimaksud dalam

perkara a quo adalah sebagai berikut:----------------------- -
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8.3.1. Tentang perjanjian terkait tying in.------------------———-——cooo—-
a. Bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 7
UU No. 5 Tahun 1999 definisi perjanjian dalam
hukum persaingan usaha adalah suatu perbuatan
satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri
terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama
apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. ----+-----==

b. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU NomoryS Tahun
2011 tentang Pedoman Pasal 15 UU Nomeor 5 Tahun
1999 terdapat larangan bagi pelak@, usaha untuk
membuat perjanjian tertutup (tying agreement). Secara
spesifik pelaku usaha yang bestindak sebagai
pemasok (sektor hulu) gtidak®, dibolehkan untuk
memberlakukan kewajiban bagi pelaku usaha lain
sebagai penerima pasokan,dan/atau distributor untuk
membeli produk’ danjatau jasa lain yang berbeda
karakter dengan produk pokoknya. ---------------mmccmom—

c. Bahwa perjanjian tertutup (tying agreement) adalah
suatu petrjanijian atas penjualan dari sebuah produk
(tyings, product) dengan kondisi si pembeli harus
membeli produk kedua (tied product). Produk yang
diinginkan oleh pembeli adalah produk pengikat (tying
product) dan produk yang oleh penjual diwajibkan
untuk dibeli disebut sebagai produk ikatan (tied
PrOAUCE). === === oo o o

d. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 7.3.2 terkait
pangsa pasar aplikasi berbasis teknologi informasi di
bidang transportasi darat, Terlapor I memiliki pangsa
pasar terbesar dalam kegiatan usaha layanan
penyediaan aplikasi mobile yang bernama Grab App,
yang bertujuan untuk menghubungkan pengguna
akhir atau konsumen dengan pengemudi dalam

rangka transportasi ke tujuan-tujuan tertentu. Selain
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itu, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam
persidangan, menyatakan pada pokoknya berminat
bergabung dengan Terlapor [ karena ingin
mendapatkan  benefit insentif sebagai  mitra
pengemudinya. Terlapor I juga memiliki program
loyalitas bagi mitra pengemudi Terlapor II yaitu mitra
berhak memperoleh insentif (bonus) khusus apabila
terus bergabung dalam program tersebut selamas'5
(lima) tahun yang dapat digunakan untukymembeli 1
(satu) unit mobil dari Terlapor II.------4&s- -2 2o
Bahwa Terlapor II sebagai operatorlayanan kendaraan
berpengemudi memiliki 2 (dua) ‘preduk yang dijual
kepada pengemudinya, yaitupreduk atau program
Gold dan program Flexi. ¢ Program Gold adalah
program rental kemdaraam’ jangka panjang 1 (satu)
tahun dan dapat dipegpanjang maksimum 4 (empat)
kali dengan “biaya¥rental yang harus dibayarkan
secara mingguan. Program Flexi adalah program
rental kemdaraan jangka pendek 2-6 (dua sampai
enam), bulan dan dapat diperpanjang dengan biaya
rental yang harus dibayarkan secara mingguan (vide
Bukti 12 dan B34). -
Bahwa program Gold memiliki manfaat bagi
pengemudi mendapatkan asuransi kesehatan di
semua rumah sakit rekanan, beasiswa Kapten Junior
(mulai tingkat SD-Universitas), dan gratis perawatan
mesin kendaraan, sedangkan untuk program Flexi ini
dikhususkan bagi pengemudi yang tidak berniat
untuk terikat pada komitmen jangka panjang. -----------
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam
persidangan menyatakan pada pokoknya program
Gold launching pada pertengahan tahun 2016 yang

bersamaan dengan pembelian kendaraan oleh
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Terlapor II. Program Flexi dibuat karena melihat
resiko bisnis atau kondisi yang ada di lapangan.
Banyak mitra pengemudi yang melakukan fraud,
sehingga solusinya dengan membuat program Flexi
yang jangka waktunya pendek. Program Gold dan

Flexi tidak dibuat dalam waktu bersamaan (vide Bukti

Bahwa selanjutnya Terlapor I mengadakan perjanjian
kerjasama dengan Terlapor II pada tanggal 35*Juni
2017, dan pada faktanya Terlapor I¢danyTerlapor II
adalah entitas yang sama, gebagaimana telah
diuraikan pada butir 5 di atas.g--=s-=s=f- oo
Bahwa Investigator dan Paray Terlapor mengajukan
alat bukti perjanjian ata® kerfjasama dan surat terkait
program loyalitas funtuks para pengemudi yang
terdaftar pada Terlapor II, yang dinilai oleh Majelis
Komisi sebagai berikiit: -------------=--cmmmmmmmmm
1) Perjanjian, peényediaan jasa yang diubah dan
dinyatakan kembali antara Terlapor I dan Terlapor
[I'wang ditandatangani oleh orang yang sama yaitu
Stephanus Ardianto Hadiwidjaja selaku Direktur
pada Terlapor I dan Direktur pada Terlapor II pada
tanggal S5 Juni 2017. Perjanjian tersebut
merupakan perjanjian antara Terlapor I dan
Terlapor II yang memuat hak dan kewajiban
masing-masing pihak. Dalam hal ini Terlapor I
bertindak selaku pelaku usaha yang membuat
perjanjian penyediaan jasa Grab App, sedangkan
Terlapor II pihak yang menerima jasa tersebut.
Dalam perjanjian tersebut pada pokoknya

mengatur hal sebagai berikut (vide Bukti C7, C52): -
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Ruang lingkup perjanjian pada angka 4.1
menyebutkan Terlapor II akan merujuk
kepada Terlapor I seluruh pengemudi
menggunakan Grab App untuk
memungkinkan pengemudi untuk
menjalankan jasa angkutan sewa kepada
pengguna akhir dan sebagai gantifiya
Terlapor II akan memastikan qbahwa
pengemudi hanya akan menggunakan Grab
App dalam menyediakan jasa ‘angkutan
sewa tersebut. -------------f- e
Sehubungan dengan gpegjanjian tersebut,
pada angka 4.2 gnenycbutkan kewajiban
Terlapor II yaitd:®*Angka 4.2.1, memastikan
kendaraan yang diberikan kepada
pengemudi sesuai dengan standar
sewajarnya; " Angka 4.2.2, memastikan
dilaksanakannya proses pendaftaran
pengeémudi untuk menggunakan Grab App
sésuai dengan syarat dan ketentuan yang
berlaku; Angka 4.2.3, memastikan bahwa
pengemudi hanya akan menggunakan Grab
App dalam melaksanakan jasa angkutan
sewa sesuai dengan izin usaha Terlapor II;
Angka 4.2.4, menunjuk pengemudi dalam
mempromosikan penggunaan Grab App. ----
Bahwa pada angka 4.3 menyebutkan
Terlapor I dapat mengikutsertakan
pengemudi dalam = program = loyalitas
pengemudi Terlapor I yang memberikan
kesempatan  bagi pengemudi untuk

memiliki kendaraan pada tahun kelima

- 470 -




SALINAN

periode kerjasama dengan Terlapor I. Selain

itu, Terlapor I akan memberikan insentif
loyalitas kepada pengemudi yang hanya
dapat dibayarkan kepada pengemudi untuk
membeli kendaraan dari Terlapor II dalam
waktu S5 (lima) tahun sejak tanggal
permulaan pemberian jasa oleh pengemudi
berdasarkan perjanjian ini, tunduk pada
syarat dan ketentuan yang disetujui antara

pengemudi dan Terlapor II. --@s---2s =2

2) Perjanjian penyewaan kendaraansuntuk penyedia
layanan kendaraan begpengemudi antara Terlapor
II dengan mitra pefigemudi Terlapor II yaitu (1)
Perjanjian antara Terlapor II dan Noor Sjaibah
Hamdi pada tanggal 20 Maret 2018; (2) Perjanjian
antara Terlapor II dan Jasman Jafar pada tanggal
13 Juli 2018;dan (3) Perjanjian antara Terlapor II
dan' Agus”Sulistio pada tanggal 8 Februari 2018
(vide ‘Bukti C40, C42, C39). Dalam perjanjian
antara Terlapor II dan beberapa mitra pengemudi
Terlapor II tersebut, pada pokoknya mengatur hal-

hal sebagai berikut: ---------=----m o

a. Terlapor II sepakat untuk meminjamkan
kendaraan kepada pengemudi selama
jangka waktu perjanjian (berlaku 12 bulan
yang dapat diperpanjang sebanyak 4 kali)
untuk  digunakan  pengemudi dalam
melaksanakan layanan kendaraan
berpengemudi. Yang dimaksud dengan
layanan kendaraan berpengemudi adalah

semua tindakan, aktifitas dan operasi yang
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dilaksanakan pengemudi dalam rangka
memenuhi dan menyelesaikan pesanan
Pengguna Akhir akan jasa kendaraan
berpengemudi dengan pengemudi yang
terdaftar pada dan sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan Terlapor II melalui Grab
ApPp. T
Dalam melaksanakan layanan kendaraan
berpengemudi, pada pokoknya pengemudi
wajib untuk: Mencapai tatget \minimal
produktivitas per minggd sejumlah yang
ditetapkan oleh Terlaporil“dan Terlapor I.
Jumlah target minimalipreduktivitas adalah
fleksible dan dapat berubah sewaktu-waktu
sesuai kondisi pasar. Dalam hal pengemudi
tidak meneapai target minimal
produktivitas pendapatan minimal
mingguan selama dua minggu berturut-
turut, maka ketentuan Pasal 12.2 akan
berlaku; Memastikan kendaraan yang
digunakan sesuai dengan standar
sewajarnya serta atas biaya sendiri
melakukan perbaikan dan pemeliharaan
kendaraan selama jangka waktu perjanjian;
Mematuhi Kode Etik, rekomendasi dari
Terlapor II dan Terlapor I, maupun
persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola
atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual atas
Grab App; Mengaktifkan suatu rekening
atau dompet elektronik dan memenuhi
persyaratan-persyaratan yang diwajibkan

oleh Terlapor II dan/atau pihak dengan
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mana Terlapor II bekerjasama dalam
pelaksanaan layanan kendaraan
berpengemudi; Menyampaikan biaya
deposit yang besarnya akan diatur lebih
lanjut kepada Terlapor II yang akan
disimpan dalam suatu rekening dan biaya
deposit dapat dicairkan oleh Terlapotf 11
apabila telah tercapai 4 kaliq masa
perpanjangan; Menanggung segala biaya
bahan bakar yang diperlakan, untuk
pengoperasian layanan kendaraan
berpengemudi; Membayar,biaya penyewaan
kendaraan yang terdiri,dari biaya bulanan
dan iuran jasa/Sébesar 20% dari argo yang
dikumpulkafi ) pengemudi untuk setiap
layanan € kendaraan berpengemudi yang
terselesaikan. Biaya bulanan wajib dibayar
sécara bertahap per minggu paling lambat
setiap tanggal 20 setiap minggunya, yang
akumulasi pembayaran mingguan tersebut
sama dengan jumlah iuran bulanan, selama
jangka  waktu  perjanjian  sedangkan
pembayaran iuran jasa dilakukan dengan
cara pemotongan langsung dari argo yang
dikumpulkan pengemudi untuk setiap
layanan kendaraan berpengemudi yang
terselesaikan. ----------------mmmmmmmmm -
Dalam hal pengemudi belum melaksanakan
pembayaran biaya penyewaaan kendaraan
sesuai dengan ketentuan dalam ayat (2) dan
keterlambatan tersebut melebihi 30 hari

kalender, maka pengemudi sepakat untuk
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membayar denda keterlambatan sebesar
0,3% dikalikan biaya pinjam pakai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1
untuk setiap hari keterlambatan. ------------
Atas pelaksanaan layanan kendaraan
berpengemudi berdasarkan perjanjian inij
pengemudi berhak untuk mengumpulkan
argo dari pengguna akhir. Selain dari argo
pengguna  akhir, pengemudi %, berhak
mendapatkan insentif berupa “sejumlah
uang yang pembayaran (insentif tersebut
dapat dilakukan oleh Terlapor'll atau pihak
dengan mana Terlapory II bekerjasama
dalam pelaksanaan’ layanan kendaraan
berpengemudi.) Jumlah nilai angka dari
insentif € merupakan hak multak dari
Terlapor/ 1 "untuk menentukan angkanya
(tidak terbatas pada nol rupiah insentif) dan
pengémudi tunduk pada angka yang telah
ditentukan oleh Terlapor II. --------------mou—
Terlapor II dan Terlapor I sepenuhnya
berhak  untuk  mengubah dan/atau
menyesuaikan harga dasar yang akan
dikenakan kepada pengguna akhir tanpa
persetujuan dari pengemudi dan tanpa
memberikan alasan apapun juga. ------------
Terlapor II berjanji dan bertanggung jawab
atas hal-hal sebagai berikut: Memfasilitasi
pelatihan  bagi pengemudi mengenai
penggunaan Grab App dan memberikan
dukungan kepada pengemudi mengenai

prosedur layanan pelanggan yang
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diperlukan; Memberitahu pengemudi atas
setiap skors atau pemberhentian
pengemudi sebagai akibat pelanggaran Kode
Etik atau setiap peraturan dan ketentuan

terkait lainnya dengan sehubungan dengan

pelaksanaan kewajiban berdasarkan
perjanjian ini; Melakukan kegiatan
pemasaran untuk meningkatkan

penggunaan Grab App oleh pengguna akhir;
Menampung keluhan dari pefigguna akhir;

Memfasilitasi pembuatan (dan “pengaktifan

rekening bagi pengemudi untuk
melaksanakan layanan kendaraan
berpengemudi, dan Memfasilitasi
pelaksanaan pengawasan kinerja
Pengemudi secara mingguan dan
memberitahukan kepada pengemudi

apabila tidak memenuhi Indikator Kinerja

Utamanya (Key Performance Indicator atau

3)) Perjanjian tidak tertulis berupa kesepakatan

program loyalitas yang diberikan oleh Terlapor I
kepada mitra pengemudi Terlapor II. Hal ini
dibuktikan dengan adanya surat-surat dari
Terlapor I yang ditujukan kepada (1) Noor Sjaibah
Hamdi pada tanggal 30 Maret 2018; (2) Jasman
Jafar pada tanggal 25 Juli 2018; dan (3) Agus
Sulistio pada tanggal 25 Februari 2018. Dalam
surat tersebut pada pokoknya mengatur terkait
program loyalitas yang hanya khusus diberikan
kepada mitra Terlapor II berupa insentif (bonus)

khusus apabila bergabung dan bermitra selama 5
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(lima) tahun yang dapat digunakan untuk membeli

1 (satu) unit mobil dari Terlapor II, sebagai tindak

lanjut atas perjanjian yang dilakukan antara
Terlapor I dan Terlapor II pada tanggal 5 Juni

2017 (vide Bukti C39, C43, C58).-----------mmmmmmmme -

j- Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai yang
dimaksud dengan perjanjian tying in dalam perkara a
quo adalah (1) perjanjian penyediaan jasa yang diubah
dan dinyatakan kembali pada tanggal S5%Juni®2017
yang dibuat oleh Terlapor I dan &erlapor II; (2)
perjanjian penyewaan kendaraafti untuk penyedia
layanan kendaraan berpengemudi ‘yang dibuat oleh
Terlapor II dan mitra pengemudiy, serta (3) perjanjian
tidak tertulis terkait keSepakatan mengenai program
loyalitas yang diberikan eleh Terlapor I kepada mitra
pengemudi Terlapordl. & -------mmm oo
8.3.2. Tentang tying pro@uet. —=5=-------=--— oo
a. Bahwa dalam tying agreement, penjual menjual
produkkepada pembeli dengan mensyaratkan pembeli
akanwmembeli produk lain. Produk yang diinginkan
oleh pembeli adalah produk pengikat (tying product)
sehingga produk pengikat yang dimiliki oleh penjual

tersebut membuat penjual memiliki posisi tawar yang

b. Bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 8.3.1 di
atas, keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan
menyatakan pada pokoknya berminat bergabung
dengan Terlapor I karena ingin mendapatkan benefit
insentif sebagai mitra pengemudi dengan
menggunakan Grab App. Selain itu, Terlapor I juga
memiliki program loyalitas bagi mitra pengemudi
Terlapor II yaitu mitra berhak memperoleh insentif

(bonus) khusus apabila terus bergabung dalam
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program tersebut selama 5 (lima) tahun yang dapat

digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dari

Terlapor II.

c. Bahwa dengan demikian, dalam perkara a quo produk
pengikat (tying product) nya adalah jasa aplikasi
mobile atau piranti lunak yang bernama Grab App
yang disediakan oleh Terlapor I, sebagaimanaftelah
disebutkan dalam perjanjian antara Terlapor L dan
Terlapor II tanggal 5 Juni 2017 (vide Bukti €7, C8§2). ---
8.3.3. Tentang tied product.--------=--=-=--mmmmmm o e
a. Bahwa sebagaimana telah diuraikéan pada butir 8.3.1
dan 8.3.2 di atas, tying agreement dilakukan dengan
cara penjual menjual produk kepada pembeli dengan
mensyaratkan pembeli akan membeli produk lain. ------

b. Bahwa yang dimaksud dengan membeli produk lain
adalah membeli{barang atau jasa yang berbeda dari
barang atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha,
baik yang _diproduksi dan/atau dipasarkan oleh

pelaku ‘usaha tersebut dan/atau pelaku usaha yang

c. '‘Bahwa Terlapor I mengadakan perjanjian penyediaan
jasa yang diubah dan dinyatakan kembali bersama
dengan Terlapor II pada tanggal 5 Juni 2017, yang
pada pokoknya berisi penggunaan Grab App bagi
pengemudi mitra Terlapor II dan mengikutsertakan
pengemudi mitra Terlapor II dalam program loyalitas
Terlapor 1 yang memberikan kesempatan bagi mitra
tersebut memiliki kendaraan pada tahun kelima
periode kerjasama dengan Terlapor I. --------------—-co--—-

d. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 8.3.1
di atas, Terlapor II memiliki produk atau program
Gold dan program Flexi. Selanjutnya Terlapor II

melakukan perekrutan pengemudi yang akan
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mengoperasikan dan menggunakan kendaraan yang
sudah dibeli sebelumnya oleh Terlapor II. Selanjutnya
Terlapor II membuat perjanjian penyewaan untuk
penyedia layanan kendaraan berpengemudi dengan
para mitra pengemudi. Berdasarkan perjanjian
tersebut para mitra pengemudi membayar sejumlah
nominal tertentu sebagai rental fee yang (akan
dibayarkan setiap minggu. ----------------------d-—-Sh_dm=t -

e. Bahwa dengan demikian, dalam perkara _a‘quo produk
ikatan (tied product) nya adalah Kkendaraan roda
empat yang disediakan oleh Terlapor, Il sebagaimana
telah disebutkan dalam perjanjianwpenyediaan jasa
yang diubah dan dinyatakan kembali antara Terlapor I
dan Terlapor II padagtanggal 5 Juni 2017, dan
perjanjian penyewaan, kendaraan untuk penyedia
layanan kendaraanseberpengemudi antara Terlapor II
dengan mitra“pengemudi, serta surat pemberitahuan
dari Terlapor,I terkait program loyalitas untuk para
pengemudi, yang terdaftar pada Terlapor II (vide Bukti
C7,'C82, €39, C40, C42, C43, C58, CH9). -----------------
8.3.4. Bahwa atas uraian tersebut di atas, Majelis Komisi
memberikan analisis sebagai berikut: ----------------coceme—-
a. “Bahwa tying agreement sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah
perjanjian terkait bundling. Secara teori dikenal 2
(dua) jenis bundling, yaitu pure bundling dan mixed
bundling. Pure bundling bisa disamakan pengertiannya
dengan tying agreement dan mixed bundling dijadikan
alternatif produk terpisah sehingga mixed bundling ini
tidak dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.
Larangan hanya pada pure bundling karena masih

dimungkinkan pembeli untuk membeli produk secara
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terpisah, sehingga pembeli masih memiliki pilihan

Bahwa kemudian untuk melihat dugaan pelanggaran
Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 perkara a
quo, Majelis Komisi perlu melihat apakah terdapat
“unsur paksaan” dalam pengikatan produk tersebut
atau tidak, karena unsur paksaan inilah yangfakan
menggambarkan adanya tindakan tying agreement
(pure bundling) Para Terlapor.---------------—=8—————285 -
Bahwa sebagian besar perjanjian dalam dunia bisnis
berbentuk perjanjian baku/perjanjian
standar/standard contract. MenurutwStein, perjanjian
baku dapat diterima sebagai petjanjian berdasarkan
fiksi adanya kemauan dan képercayaan (fictie van wil
en vertouwen), dengan menerima berarti konsumen
telah setuju dengansketentuan atau klausul di dalam
perjanjian tersebut."Pada umumnya salah satu pihak
dalam posisi, sangat lemah untuk bernegosiasi dan
berada dalam™posisi “take it or leave it”. -------------------
Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi menilai surat
perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyedia
layanan kendaraan berpengemudi antara Terlapor II
dengan mitra pengemudi merupakan perjanjian baku,
sedangkan surat pemberitahuan dari Terlapor I terkait
program loyalitas untuk para pengemudi yang
terdaftar pada Terlapor Il yang berisi mitra berhak
memperoleh insentif (bonus) khusus apabila terus
bergabung dalam program loyalitas dan bermitra
bersama dengan Terlapor II dan Terlapor I secara
eksklusif selama 5 (lima) tahun yang hanya dapat
digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dari
Terlapor II, merupakan perjanjian tidak tertulis yang

mengikat mitra Terlapor II. Sebagaimana dikuatkan
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keterangan Saksi-Saksi yang membenarkan isi dalam
perjanjian dan telah menandatangani perjanjian
tersebut, yaitu Haris Effendi, Judin, Agus Sulistio,
Much. Muchlis, Jasman Jafar, Agus Sulistio, Yasin,
dan Noor Sjaiba Hamdi (vide Bukti B17, B18, B24,
B48, B49, B53). -----mm oo i
Bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan
keterangan Para Ahli dalam persidangan terkait
dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UWY Nomor 5
Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:---4&s—--2 -2
1) Bahwa menurut keterangaft  Prof. Ningrum
Natasya Sirait Ahli Hukum “dalam persidangan
menyatakan pada pokoknya Pasal 15 ayat (2) UU
Nomor 5 Tahun 1999 meérupakan rule of reason,
untuk menganalisis pasal ini harus mendalami
alasan ekonomidatipada harus mencari mengapa
dilakukan“tying agreement. Selain itu, harus dapat
membuktikan® unsur “pihak yang menerima
barang, dan/atau jasa tertentu harus bersedia
membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku
usaha pemasok”. Ada perbedaan pada objek
kepemilikan antara membeli dengan sewa
menyewa. Membeli itu ada tindakan penyerahan
objek, sedangkan sewa menyewa hak kepemilikan
objek tidak beralih, tetap ada ditangan si
pemiliknya. Dalam Pasal 15 ayat (2) tersebut
terdapat kata “membeli”, maka harus merujuk ke
definisi membeli itu apa. Apakah ada harga yang
ditawarkan? Apakah ada proses tawar menawar?
Apakah ada konfirmasi terkait harga atau produk
yang ingin dibeli (vide Bukti B61).----------------------
2) Bahwa menurut keterangan Faisal Basri, S.E.

M.A. Ahli Ekonomi pada persidangan menyatakan
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pada pokoknya tolok ukur tying agreement harus
melihat ada tidaknya kebebasan memilih dari

pihak tersebut (free entry dan free exit) (vide Bukti

Bahwa menurut Majelis Komisi keterangan Ahli
tersebut menguatkan terdapat paksaan dimana
uang insentif (bonus) khusus yang dipéroleh
pengemudi hanya dapat digunakan untuk membeli
1 (satu) unit mobil milik Terlapor Il jika®tidak
maka insentif (bonus) khusus tersébut'tidak dapat
diterima oleh pengemudi. Dalam hal'ini pengemudi
dipaksa untuk membeli mobil ‘bekas Terlapor II
dalam harga dan  ondisi apapun karena
pengemudi akan kehilangan nilai uang tertentu

jika tidak membeli mobil tersebut. ------------------——-

Bahwa atas dasar gpertimbangan hal-hal tersebut di

atas, maka “Majelis§ Komisi berpendapat sebagai

berikut: -45-——- -

1)

Bahway, Terlapor II menjual 2 (dua) produk atau
pregram kepada pengemudi, yaitu program Gold
dan program Flexi. Perbedaan program yang
dimiliki oleh Terlapor II dengan mitra angkutan
sewa khusus yang lain adalah pada kepemilikan
mobil, khususnya pada program Gold, namun
mitra Terlapor II yang bergabung tidak bisa
memilih untuk diikutsertakan pada program Gold
atau program Flexi. Berdasarkan keterangan Saksi
Teuku Agung dalam persidangan menyatakan
pada pokoknya prosentase pengemudi mitra
Terlapor II pada tahun 2017-2018 yang tergabung
pada program Gold adalah 80% (delapan puluh
persen) dan program Flexi adalah 20% (dua puluh

persen) (vide Bukti B34). ---------—-mmmmmmom
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Bahwa di sisi lain, Terlapor I juga memiliki
program Loyalitas yang merupakan program agar
pengemudi mitra Terlapor II loyal menggunakan
Grab App. Terlapor I kemudian mengirimkan surat
pemberitahuan kepada mitra-mitra pengemudi
Terlapor II, yang berisi mitra-mitra tersebut berhak
memperoleh insentif (bonus) khusus apabilafterus
bergabung dalam program Loyalitas dangbetmitra
bersama dengan Terlapor II dan Terlaper I Secara
eksklusif selama 5 (lima) tahuh, yang dapat
digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dari
Terlapor II. —-------mmm e el
Bahwa Majelis Komisi % berpendapat antara
perjanjian penyewaafi*rkendaraan yang dibuat oleh
Terlapor II denganesprogram loyalitas yang
diberikan oleh Terlapor I, serta pernyataan Para
Saksi selaku/mitra Terlapor II dalam persidangan
menimbulkan” kerancuan bagi mitra pengemudi
Terlapor ‘M ' karena program Loyalitas dari Terlapor
['dan program Gold dari Terlapor II sebenarnya
adalah program yang sama yang berasal dari
Terlapor I dan Terlapor II sebagai perusahan yang
memiliki hubungan afiliasi, sebagaimana telah
diuraikan pada butir 5 di atas.--------------=-mmmmemo—-
Bahwa program Loyalitas tersebut merupakan
program milik Terlapor I yang diberikan kepada
mitra Terlapor II yaitu mitra berhak memperoleh
insentif (bonus) khusus yang hanya dapat
digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil
Terlapor Il apabila bermitra dengan Terlapor II dan
Terlapor I secara eksklusif selama 5 (lima) tahun,
namun menurut keterangan Saksi-Saksi sebagai

mitra Terlapor II dalam persidangan menyatakan
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pada pokoknya tertarik bergabung dengan
Terlapor Il karena ingin memiliki unit setelah 5
(lima) tahun.------------—-——— -
Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan
keterangan Saksi Haris Effendi dalam persidangan
yang menyatakan pada pokoknya unit yang disewa
oleh Saksi masih atas nama Terlapor II, setelah §
(lima) tahun wunit yang disewa tersebut hakan
dibalik nama dan otomatis akan beralih meénjadi
milik Saksi (vide Bukti B17). ----—-4#sc -2 -2 -
Bahwa terkait dengan perjanjian, dalam perjanjian
yang dibuat antara Terlaper Il dengan Para mitra
pengemudi sebagai perjanjianybaku, menyebutkan
nama perjanjiannyafadalah perjanjian penyewaan
kendaraan untuk ‘peayedia layanan kendaraan
berpengemudi. #Dalam perjanjian penyewaan
tersebut, mitra pengemudi wajib membayar biaya
penyewaan kendaraan yang terdiri dari biaya
bulanan “dan iuran jasa sebesar 20% (dua puluh
persen) dari argo yang dikumpulkan pengemudi
untuk setiap layanan kendaraan berpengemudi
yang terselesaikan--------------—-mmmmmomm
Bahwa selain itu, Para mitra pengemudi Terlapor II
diharuskan untuk membayar deposit yang
besarannya bervariasi yaitu antara
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan
dikembalikan ketika mitra pengemudi keluar
selama tidak memiliki tunggakan pembayaran
rental. Selain itu keterangan Terlapor II dalam
persidangan menyatakan pada pokoknya hitungan
bisnis di Terlapor II perhitungan profitnya

diperoleh dari rental fee (vide Bukti B67).-------------
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Bahwa terkait perjanjian penyewaan kendaraan
untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi
yang dibuat oleh Terlapor II untuk mitra
pengemudi, Majelis Komisi berpendapat perjanjian
yang dibuat tersebut bukan perjanjian sewa
menyewa melainkan perjanjian sewa beli. --------#---
Bahwa yang dimaksud dengan menyewa adalah
persetujuan untuk pemakaian sementara ‘suatu
benda, baik bergerak maupun tidak, bergerak
dengan pembayaran suatu harga, tertentu,
sedangkan yang dimaksud /dengan sewa beli
adalah perjanjian campuran ‘dimana terkandung
unsur perjanjian jual gbeliy dan perjanjian sewa
menyewa. Dalam gpeérjanjian sewa beli selama
harga belum dibayar dunas maka hak milik atas
barang tetap berada pada si penjual sewa,
meskipun“barang sudah berada pada si pembeli
sewa. (Hak milik baru beralih dari penjual sewa
kepada, “pembeli sewa setelah pembeli sewa
membayar angsuran terakhir untuk melunasi

harga barang (hukumonline.com). ------------=--=----——-

10) Bahwa dalam perjanjian tersebut menurut Majelis

Komisi merupakan perjanjian sewa beli, karena
dalam perjanjian tersebut menjabarkan mengenai
deskripsi barang yang diperjanjikan. Dalam
perjanjian tersebut terdapat harga beli sewa yaitu
jumlah yang harus dibayar untuk menyewa dan
kemudian membeli barang, yang dibayarkan setiap
minggu dengan nama rental fee. Dalam perjanjian
tersebut terdapat biaya deposit yang harus
dibayarkan oleh pengemudi. Dalam perjanjian

tersebut terdapat hak penjual untuk mengakhiri
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kontrak ketika ingin merasa melakukan dengan
alasan yang sah.--------—-—— oo
11) Bahwa selain itu, terdapat pengakuan Terlapor II
dalam persidangan yang menyatakan pada
pokoknya apabila pengemudi dapat melunasi atau
membayar sesuai  jangka waktu, misal
pembayaran sewa berakhir di tahun 2020 dan
setelah  tahun 2020 ternyata  dilakukan
pengecekan ada Over Due selama dua minggu,
maka pengemudi harus melakukan “‘peltinasaan
Over Due terlebih dahulu agaf program Loyalitas
bisa diperoleh (vide Bukti BO7)y- ===t - -
12) Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor II dalam
persidangan, prografr Gold mulai ada bersamaan
dengan pembelian) mebil yang dilakukan oleh
Terlapor Il yaitw pada pertengahan tahun 2016.
Selanjutnya, . Terlapor I mempunyai program
Loyalitas bagi” mitra pengemudi Terlapor II yang
secarapeksklusif bergabung dengan Terlapor I dan
Terlapor II selama 5 (lima) tahun berhak menerima
bonus (insentif) khusus yang hanya dapat
digunakan untuk membeli mobil milik Terlapor II. --
13) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi
berpendapat terdapat upaya paksa yang dilakukan
oleh Terlapor I dan Terlapor II terkait program
Gold milik Terlapor II dan program loyalitas milik
Terlapor 1 kepada mitra pengemudi Terlapor II,
yang pada pokoknya mengharuskan mitra
pengemudi Terlapor II membeli kendaraan dari
Terlapor II setelah 5 (lima) tahun secara eksklusif
bergabung dengan Terlapor I dan Terlapor II dari
insentif (bonus) khusus yang merupakan hak dari

mitra Terlapor II, artinya pengemudi tidak
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memiliki pilihan untuk membeli unit mobil selain

milik Terlapor II. -------—-—— oo

8.3.5. Bahwa berdasarkan analisis Majelis Komisi mengenai
konsep tying in sebagaimana diuraikan di atas, Majelis
Komisi tidak sependapat dengan konsep tying in yang
diduga oleh Investigator dalam Laporan Dugaan
Pelanggaran dan Kesimpulannya. Majelis Komisi menilai

yang menjadi tying product adalah Grab App wmilik
Terlapor I dan tied product adalah unit kendaraan®milik

Terlapor II. -------= oS

9. Tentang Praktik Diskriminasi.-----------=-==mmmmmmmo ot tin et oo

9.1.

9.2.

9.3.

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan
Investigator pada pokoknya menyatakan perjanjian yang
dilakukan antara Terlapor I dan' Terlapor II telah mengakibatkan
hambatan persaingan dalam gpeényediaan jasa angkutan sewa
khusus dalam bentuk pérlakuan istimewa yang dilakukan oleh
Terlapor I kepada Terlapor II'"Dengan adanya perlakuan istimewa
tersebut telah terjadiznpentirunan pada kemampuan bersaing dari
mitra angkutan sewa khusus Terlapor I lainnya. -------------------—---
Bahwa dalam, Tanggapan dan Kesimpulan Para Terlapor pada
pokoknya amenyatakan Terlapor [ tidak melakukan praktik
diskriminasi terhadap non mitra Terlapor II terkait promosi
produkiyang dibuktikan dalam persidangan tidak ada mitra yang
keberatan atas promosi yang dilakukan oleh Terlapor I, tidak ada
order prioritas karena Terlapor I memberlakukan fitur order
prioritas kepada semua mitra, tidak ada diskriminasi terkait
program untuk mendapat insentif karena perhitungan insentif
bagi semua mitra pada dasarnya memiliki nilai yang sama. Selain
itu jam operasional berlaku bagi semua mitra selama 7x24 jam
dalam satu minggu. -------—- - o
Bahwa terkait dugaan praktik diskriminasi yang dilakukan oleh

Terlapor I dalam perkara a quo, Majelis Komisi akan menilai pada
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durasi atau rentang waktu selama dilakukannya pelanggaran,
yaitu pada kurun waktu pertengahan tahun 2017 sampai dengan
bulan September 2019, —----- oo
Bahwa sebelum menguraikan analisis dugaan pelanggaran terkait
Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi perlu
terlebih dulu membagi mitra-mitra yang bekerjasama dengan

Terlapor I, sebagai berikut:--------------—-cmmomome L

TERLAPORII

Gambar3. Skema mitra Terlapor I

1. Mitra Angkutan® Sewa Khusus (ASK) yaitu mitra yang
berbentuk “badan hukum seperti Perseroan Terbatas dan
Koperasi Wyang telah memperoleh izin khusus sebagai
penyelenggara kendaraan bermotor umum angkutan sewa
khusus. Mitra yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran
perkara a quo, dibedakan menjadi: ---------------—-mmmmmmmmmo
a. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia atau Terlapor II. ------

Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut,
Terlapor II bekerja sama dengan orang perorangan selaku
pengemudi yang merupakan pihak independen untuk
mengoperasikan dan/atau menggunakan kendaraan roda
empat yang disewa dari Terlapor Il (mitra Terlapor II). --------
b. Mitra ASK non Terlapor II (mitra non Terlapor II), yaitu

Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia
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(PPRI), Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia
(Inkoppol), PT Cipta Lestari Trans Sejahtera, PT CSM
Corporatama, dan Koperasi Mitra Usaha Trans. ---------------
Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut,
mitra non Terlapor II bekerja sama dengan orang
perorangan selaku pengemudi yang merupakan pihak
independen untuk mengoperasikan dan/atau
menggunakan kendaraan roda empat yang disewa, dari
Terlapor II. -------mmmmmrm e
Mitra individu yaitu pelaku usaha mikro ataty,pelaku usaha
kecil yang menyelenggarakan kegiatan angkutan sewa khusus,

yang bekerjasama langsung dengan Teglaperla--------------------

9.5. Bahwa dalam perkara a quo, praktikediskriminasi yang dilakukan

Terlapor I kepada mitra non Terlapor, I dan mitra individu, yaitu

sebagai berikut: -------------—- € Q-

1.

Terlapor I memberikan' sistem perhitungan insentif yang
berbeda antara mitra Terlapor II dengan mitra non Terlapor II
dan mitra individ@, -5 - - oo
Terlapor I “memberikan jam operasional untuk mencapai
insentif (yang berbeda antara mitra Terlapor II dengan mitra
non(Terlapor II dan mitra individu.-----------====-= - mmmmcm -
Terlapor' I dan Terlapor II membuat perjanjian yang di
dalamnya memuat program Loyalitas.----------------occmmcmmmem -
Terlapor I dan Terlapor II membuat promosi produk melalui
konten video. ------------mmmmm e
Terlapor I dan Terlapor II membuat program order prioritas.-----
Terlapor I memberikan open suspend yang berbeda antara
mitra Terlapor II dengan mitra non Terlapor II dan mitra

INAIVIAU. —--mm oo oo s
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9.6. Tentang Analisis Praktik Diskriminasi. -----------------------mmommmmo—
Bahwa terkait praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Para
Terlapor dalam perkara a quo, Majelis Komisi menguraikan
sebagai berikut: -----------------e e e oo
9.6.1. Tentang Perhitungan Insentif. ----------------——cmmomeme -

Bahwa dalam fakta persidangan diketahui Terlaporg,l
memberikan sistem perhitungan insentif yang berbeda
antara mitra individu dengan mitra Terlapor ¢lI, Wyaitu
sistem trip untuk mitra individu dan sistem ‘argo antuk
mitra Terlapor II. ---------—mcmmmmmm e e
a. Sistem Trip untuk Mitra Individu. --&-=-—-s—-------—-cmoc o=
1) Bahwa pada mitra individuy tahun 2017-2018
pernah berlaku sistem dnsentif trip secara harian

yang diperoleh pengemudi. Hal tersebut
sebagaimana dikuatkan' oleh keterangan Saksi
David BangarSiagian dan Abdi Fauzan pengemudi
wilayah Medan dalam persidangan  yang
menyatakan pada pokoknya saat itu mendapat
insentif,, “Rp400.000,00 - Rp500.000,00/hari.
Berdasarkan keterangan Saksi Rendi Andika, Kasdi,

dan» Rantoni Sibarani pengemudi wilayah
Jabodetabek menyatakan pada pokoknya pernah
mendapat insentif Rp400.000,00-
Rp500.000,00/hari. --------=---=--mmmmmmmmm oo -

2) Bahwa kemudian Terlapor I melakukan perubahan
pada sistem insentif yang terbagi menjadi 3 (tiga)

level trip pada masing-masing wilayah, yaitu
wilayah Medan, Jabodetabek, Surabaya, dan

Makassar dengan perolehan insentif yang berbeda-

3) Bahwa untuk wilayah Medan berdasarkan
keterangan Saksi David Bangar Siagian, Ricat

Fernando, Abdi Fauzan, dan Ikhwansyah, berlaku
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level trip dan insentif yang diperoleh sebagai berikut

(vide Bukti B6, B7, B8, B35):

Level Insentif Level Insentif Level Insentif Level Insentif
Trip Trip Trip Trip
5 Rp140.000,00 | 6 Rp20.000,00 | 4 Rp20.000,00 | 7 Rp40.000,00
trip trip trip trip
8 Rp220.000,00 | 10 Rp50.000,00 | 8 Rp40.000,00 | 11 Rp75.000,00
trip trip trip trip
14 Rp400.000,00 | 14 Rp100.000,00 | 10 Rp60.000,00 | 15 Rp120.000500
trip trip trip trip

4) Bahwa untuk wilayah Jabodé¢tabek . berdasarkan

keterangan Saksi Rendi Amdikaj»berlaku sistem

level trip dan insentif sebagaiyberikut (vide Bukti

Level Insentif Berubah Level Insentif
Trip menjadi Trip
S trip Rp45.000,00 4+ N S trip Rp100.000,00
10 trip Rp 135.000;00 10 trip | Rp200.000,00
16 trip Rp350:000,00 16 trip | Rp300.000,00
5) "Bahwa untuk wilayah Surabaya berdasarkan

6)

keterangan Saksi City Manager Grab Surabaya,
berlaku sistem level trip dan insentif sebagai

berikut (vide Bukti B46):------------------mmm -

Skema Trip Insentif/hari
9 trip Rp65.000,00
15 trip Rp165.000,00
22 trip Rp255.000,00

Bahwa untuk wilayah Makassar berdasarkan

keterangan Saksi Hendra Gerhana dan Erwin
Zachir, berlaku sistem level trip dan insentif sebagai

berikut (vide Bukti B56 dan B57):
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Skema Trip Insentif/hari Skema Trip | Insentif/hari

8 trip Rp45.000,00 8 trip Rp45.000,00
11 trip Rp100.000,00 11 trip Rp85.000,00
16 trip Rp200.000,00 15 trip Rp125.000,00

19 trip Rp160.000,00

7) Bahwa berikut simulasi pendapatan yang diterima
oleh mitra individu yaitu Saksi HendraqGethana

pengemudi wilayah Makassar:-------------8---—-282- -

Saksi mencapai trip pada level 2 yaituhll trip sehingga
insentif yang diperoleh adalah Rp 100.000,00
Pendapatan harian yang diperoleh ‘Saksi per Desember
2019:

Rp292.000,00,00 setelah dipoteng fee aplikator 20%
Maka perhitungannya ‘akan ditambah dengan insentif

sbb: Rp292.000,00;00%#,Rp100.000,00 = Rp392.000,00

b. Sistem ArggrantukyMitra Terlapor II.--------------cmmmeme
1) Bahwa, pada mitra Terlapor II sebelum berlaku
sistem' insentif argo, berlaku sistem insentif trip.

Hal, tersebut sebagaimana dikuatkan oleh
keterangan Saksi Teuku Agung dan Terlapor II
dalam persidangan. Selanjutnya dari skema trip
berubah menjadi argo pada tahun 2017-2019 yang
perubahannya dilakukan berdasarkan diskusi dan
kesepakatan antara Terlapor II dengan Terlapor I.

Pada waktu skema argo, mitra pengemudi Terlapor

II akan memperoleh commission back 20% apabila

mencapai target insentif (vide Bukti B34 dan B67).--
2) Bahwa Terlapor I memberlakukan sistem tier (argo)
untuk mencapai insentif yang berbeda-beda di
masing-masing wilayah, yaitu untuk wilayah

Jabodetabek dengan sistem 3 (tiga) tier insentif,
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sedangkan untuk wilayah Medan, Surabaya, dan
Makassar, masing-masing dengan sistem 2 (dua)
tier insentif. ----------mmmmm e
Bahwa untuk wilayah Jabodetabek berdasarkan
keterangan Saksi Haris Effendi dan Judin
menyatakan pada pokoknya terdapat 3 (tiga) tier
yang harus dicapai oleh mitra untuk mendapatkan
insentif, yaitu tier 1 harus mencapai ), argo
Rp1.600.000,00, tier 2 harus mencapai ™ argo
Rp1.900.000,00, dan tier 3 harus@anencapai argo
Rp2.250.000,00. Selanjutnya (setiap pencapaian
antara tier 1 sampai dengan tier'3ftersebut, mitra
pengemudi akan mendapat \tambahan sebesar
Rp400.000,00, sehingga apabila dihitung nominal
yang akan diterim@ olehgnitra setiap minggu adalah

sebagai berikut (vide\Bukti B17 dan B18): -------------

Skema Argo

Insentif (20% Tambahan Jumlah

dariTier)

Tier 1

Rp1.600.000,00 Rp320.000,00 Rp400.000,00 Rp720.000,00

Tier 2

Rp1.900.000,00 Rp380.000,00 Rp400.000,00 Rp780.000,00

Tier 3

Rp2.250.000,00 Rp450.000,00 Rp400.000,00 Rp850.000,00

4)

Bahwa untuk wilayah Medan berdasarkan
keterangan Saksi Agus Sulistio menyatakan pada
pokoknya terdapat 2 (dua) tier yang harus dicapai
oleh mitra untuk mendapatkan insentif, yaitu tier 1
harus mencapai argo Rpl.750.000,00 untuk
mendapat insentif sebesar Rp350.000,00,
sedangkan untuk tier 2 harus mencapai argo
Rp2.150.000,00 untuk mendapat insentif sebesar
Rp430.000,00, sehingga apabila dihitung nominal
yang akan diterima setiap minggu adalah sebagai

berikut (vide Bukti B24): ----———————--m
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Skema Argo

Insentif (20%
dari Tien

Tambahan

Jumlah

Tier 1

Rp1.750.000,00

Rp350.000,00

Rp500.000,00

Rp850.000,00

Tier 2

Rp2.150.000,00

Rp430.000,00

Rp625.000,00

Rp1.055.000,00

5)

Bahwa untuk wilayah Surabaya berdasarkan
keterangan Saksi Yasin dan pernyataan Terlapor [T
pada pokoknya terdapat 2 (dua) tier yang haras
dicapai oleh mitra untuk mendapatkamn insentif,
yaitu tier 1 harus mencapai argo Rpl1:%700.000,00
untuk mendapat insentif sebésar, Rp500.000,00,
sedangkan untuk tier 2 ¢harusw'mencapai argo
Rp2.000.000,00 untuk @mendapat insentif sebesar
Rp600.000,00, sehingga apabila dihitung nominal

yang akan diterimia setiap minggu adalah sebagai

berikut (vide Bukti B48):

Skema Argo

Insentif (20%
dari Tien

Tambahan

Jumlah

Tier 1

Rp1.700.000,00

Rp3840.000,00

Rp500.000,00

Rp840.000,00

Tier 2

Rp2.000.000,00

Rp400.000,00

Rp600.000,00

Rp1.000.000,00

6)

Bahwa wuntuk wilayah Makassar berdasarkan
keterangan Saksi Jasman Jafar dan Noor Sjaibah
Hamdi menyatakan pada pokoknya terdapat 2 (dua)
tier yang harus dicapai oleh mitra untuk
mendapatkan insentif, yaitu tier 1 harus mencapai
argo Rpl1.800.000,00 untuk mendapat

sebesar Rp525.000,00,

insentif
sedangkan untuk tier 2
harus mencapai argo Rp2.200.000,00 untuk
mendapat insentif sebesar Rp650.000,00, sehingga
apabila dihitung nominal yang akan diterima setiap

minggu adalah sebagai berikut (vide Bukti BS3 dan
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Skema Argo Insentif (20% Tambahan Jumlah
dari Tien
Tier 1 | Rp1.800.000,00 | Rp360.000,00 | Rp525.000,00 Rp885.000,00

Tier 2

Rp2.200.000,00 | Rp440.000,00 | Rp650.000,00 Rp1.090.000,00

7)

Bahwa berikut simulasi pendapatan yang diterima
oleh mitra yaitu Saksi Judin pengemudi wilayah

Jabodetabek:------------cmmcmm -

Maksimal insentif diperoleh selama %1 minggu
beroperasi: Rp400.000,00

Misal argo yang dicapai pengemudi“adalah Rp500.000,
maka: Rp500.000,00 x 7 hari = Rp3:500.000,00
Rp3.500.000,00-(Rp500.000,00 X 7x20%)
Rp2.800.000,00

Rp2.800.000,00 — cicilan Rp1.265.000,00
Rp1.535.000,004 eommission back 20%,

maka perhitungannya menjadi:
Rp1.535.000% Rp700.000,00 = Rp2.235.000,00
Selanjutayayditambahkan dengan insentif

Rp 400:000,00, maka perhitungannya menjadi:

Rp2:235.000,00 + Rp400.000,00 = Rp2.635.000,00

C.. Pengembalian fee (commission back) 20% (dua puluh

persen) untuk Mitra Terlapor II yang mencapai target

insentif. —-----mmmmmm e

1)

2)

Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui
Terlapor I memberlakukan pengembalian fee
(commission back) 20% (dua puluh persen) kepada
mitra Terlapor II apabila mitra mencapai target
insentif, sedangkan  pada  mitra  individu
pengembalian fee tersebut tidak diberlakukan. -------
Bahwa hal tersebut sebagaimana dikuatkan dengan
keterangan Saksi-Saksi baik mitra individu maupun

mitra Terlapor II dalam persidangan, yaitu Saksi
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Ricat Fernando, Abdi Fauzan, Danil Ompu Sunggu,
Rendi Andika, Kasdi, yang menyatakan pada
pokoknya pada mitra individu tidak berlaku
pengembalian fee (commission back) sebesar 20%
(dua puluh persen) apabila mitra mencapai insentif
(vide Bukti B7, B8, B26, B32, B33). ---------------—-g=--
Bahwa selain itu, fakta tersebut dikuatkan déngan
keterangan Saksi lki Sari Dewi dan TerlaporwIl
dalam persidangan yang menyatakan “pada
pokoknya dengan sistem argo, miitra ypengemudi
Terlapor II akan memperolehf pengembalian fee
(commission back) 20% (duagpuluhwpersen) dari tarif
argo apabila mitra mencapai ‘target insentif (vide
Bukti B36 dan B67). #-——t = o
Bahwa selanjutnya terkait fakta pengembalian fee
(commission back)p20% (dua puluh persen) tersebut
menurut keterangan mitra-mitra Terlapor II yaitu
Saksi Much. Muchlis pengemudi wilayah Surabaya
dan Saksi"Noor Sjaibah Hamdi pengemudi wilayah
Makassar, sudah tidak berlaku bagi mitra Terlapor
Il sejak Terlapor I memberlakukan sistem berlian

pada akhir tahun 2019 (vide Bukti B49 dan BS55).----

d. “Skema berlian untuk mitra individu dan mitra Terlapor

1)

Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui
sistem insentif yang diberikan oleh Terlapor I
kepada mitra pengemudinya sudah beberapa kali
mengalami perubahan, yaitu untuk mitra individu
dari sistem trip harian menjadi sistem trip dengan
level pencapaian insentif, kemudian berubah
menjadi sistem berlian, sedangkan untuk mitra
Terlapor II dari sistem trip menjadi sistem argo

kemudian berubah menjadi sistem berlian. ------------
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Bahwa hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi
Teuku Agung dan Terlapor II dalam persidangan
yang menyatakan pada pokoknya sistem insentif
mengalami perubahan menjadi sistem berlian sejak
akhir tahun 2019 yang perhitungannya adalah 1
(satu) trip sama dengan 7 (tujuh) berlian dengan
insentif yang didapat adalah Rp70.000,00 (tujuh
puluh ribu rupiah). Pada sistem berlian 4iniunitra
pengemudi sudah tidak lagi mendapat
pengembalian fee (commission baek) %20% (dua
puluh persen) apabila mencapaiftarget insentif (vide
Bukti B34 dan B67).-------—-z=— - -mefe e
Bahwa berdasarkan keterahgan Saksi mitra
Terlapor II terkait sigtem ‘berlian menyatakan pada
pokoknya sebagaidberikmati-------------------mmmmmmemm -
e Untuk wilayah, Jabodetabek, berdasarkan

keterangan Saksi Rendi Andika menyatakan pada

pokoknya akhir 2019 skema yang berlaku adalah

skema ‘Berlian dengan trip yaitu 1 (satu) trip

sama dengan 7 (tujuh) berlian untuk jarak di

bawah 5 km dan 1 (satu) trip sama dengan 18

(delapan belas) berlian untuk jarak di atas 5 km,

yaitu sebagai berikut (vide Bukti B32):---------------

Skema Berlian Insentif/hari

1. 85 berlian Rp100.000,00
155 berlian Rp200.000,00

205 berlian Rp300.000,00

1 trip = 7 berlian -

10 trip = 70 berlian -

12 trip = 84 berlian -
13 trip = 91 berlian Rp100.000,00
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Surabaya,

berdasarkan

Much. Muchlis dan Yasin

menyatakan pada pokoknya akhir tahun 2019

sistem yang berlaku adalah sistem berlian, yaitu

sebagai berikut (vide Bukti B48 dan B49): ----------

Skema Berlian

Insentif/hari

Skema Berlian

Insentif/hari

100 berlian

Rp70.000,00

100 berlian

Rp72.500,00

150 berlian

Rp140.000,00

150 berlian

Rpd 20:000400

220 berlian

Rp220.000,00

200 berlian

Rp190:000,00

e Untuk wilayah Makassar, berdasarkan
keterangan  Saksi = Neer % Sjaibah  Hamdi
menyatakan pada pokoknya sejak November
2019 yang berlakii adalah sistem berlian atau
trip (vide BuktitB35). &

Perbedaan perhitungans antara sistem insentif trip

dengan sistem insentif argo. ----------------—-mmcmmmmmme -

1) Bahwa ‘atas, perbedaan skema perhitungan insentif

antara ‘mitra Terlapor II dengan mitra individu
tersebut, dikuatkan dengan keterangan Saksi Iki
Sari” Dewi dalam persidangan yang menyatakan
pada pokoknya mitra individu insentifnya harian
berdasarkan trip dan maksimal satu Thari
mendapatkan Rp400.000,00, sedangkan mitra
Terlapor Il karena hubungan b to b dan sudah ada
kesepakatan, maka insentifnya lebih kecil. Dalam
satu minggu maksimal insentif yang diperoleh
adalah Rp500.000,00 dan mendapat commission
back 20% (dua puluh persen) dari tarif. Misal
insentif yang dicapai adalah di argo (fares)
Rp2.000.000,00, maka mitra pengemudi akan
mendapat Rp500.000,00 ditambah dengan
commission back Rp400.000,00 sehingga jumlah
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yang diperoleh adalah Rp900.000,00 (vide Bukti

2) Bahwa berikut perbandingan perhitungan

pendapatan antara mitra Terlapor II dengan mitra

individu: ----------=-------——-

Mitra Terlapor II

Mitra Individu

Maksimal insentif diperoleh:
Rp400.000,00 x 6 hari
Rp2.400.000,00

Potongan 20%, menjadi:
Rp400.000,00+Rp480.000,00 =
Rp880.000,00

Maksimal insentif diperoleh:
(Rp2.200.000,00 "% 20%)
Rp550.000,00 (insentif) =
Rp990.000,00

+

3)

Bahwa selain itu, dikuatkam dengan pengakuan
Terlapor II dalamgpersidangan yang menyatakan
pada pokoknyafuntuk mitra individu angka tertinggi
Rp425.0004,00 dengan skema trip, sedangkan untuk
mitra DPeérlaposr II dengan skema argo (fares)
Rp2.200.000,00 yang dicapai dengan 18 trip. Jadi,
sécara rata-rata mitra individu akan mendapatkan
penghasilan setiap hari lebih kecil Rp300.000,00-
Rp400.000,00, karena bergantung pada insentif.
Misal Rp350.000,00 x 6 hari = Rp2.100.000,00,
kemudian dipotong fee aplikator 20% menjadi
Rp2.100.000,00 - (Rp2.100.000,00 x 20%) =
Rp1.680.000, sedangkan mitra Terlapor 1II
memperoleh minimal Rp2.200.000,00, namun
untuk biaya kebutuhan sehari-hari tidak hanya
akan mengandalkan Rp2.200.000,00 saja, pasti
ingin mendapatkan lebih. Secara rata-rata fares
mitra Terlapor II akan lebih besar dibandingkan

dengan mitra individu, misal yang diperoleh
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Rp2.400.000,00 x 20% = Rp1.920.000,00 (vide
Bukti B67 hal 17). ~------mnmmmmmmmmmmmmomooo oo

4) Bahwa berikut perbandingan perhitungan
pendapatan antara mitra Terlapor II dengan mitra
INAIVIAU: == -— - oo

Mitra Terlapor II Mitra Individu
Maksimal insentif diperoleh: Maksimal insentif
Rp625.000,00/minggu diperoleh:

insentif dengan minimum argo:
Rp2.200.000,00

maka ketika mencapai target
insentif, perhitungannya:
Rp2.200.000,00 x 20% =
Rp440.000,00

Total:
Rp625.000,00+Rp440.000,00 =
Rp1.065.000,00/minggu

Untuk mendapatkan 20% | Rp425.000,00 xy6/hari =
commission back, mencapai | Rp2.550:000,00 / minggu

f. AnalisiSs Majelis Komisi tentang perhitungan insentif

YRRRD®beda, —---mmmmm e

1)

2)

Bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan fakta
persidangan selama kurun waktu pelanggaran
sampai dengan proses persidangan berjalan, yaitu
dari tahun 2017 sampai dengan tahun 20109,
Terlapor I melakukan perubahan pada sistem
insentif untuk Terlapor II. ----------—-cm oo
Bahwa pada awalnya Terlapor I memberikan sistem
insentif trip untuk mitra individu dan mitra
Terlapor II, kemudian Terlapor II mengubah model
bisnisnya menjadi rental company dan pada saat itu

dikeluarkan program Gold.------------------mmmmmmm -
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4)

5)

6)
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Bahwa pada saat berlaku sistem insentif dengan
trip bagi mitra Terlapor II, Terlapor I sudah memiliki
program  Loyalitas, sebagaimana  keterangan
Terlapor II di dalam persidangan. Selanjutnya
Terlapor I mengubah sistem insentif Terlapor II yang
semula dengan trip berubah menjadi argo, dan
sejak akhir tahun 2019 Terlapor I melakukan
perubahan pada sistem insentif untuk “unitra
Terlapor II yang semula dengan _sistem ™ argo
berubah menjadi sistem berlian dengan trip. ----------
Bahwa sebagaimana diuraikan pada ‘huruf a dan b
di atas, terdapat perbedaan,sisteminsentif antara
mitra individu dengan gmitrayTerlapor II. Untuk
mitra individu berlakéi®sistem trip yaitu pencapaian
insentif dalam 1 satu)yhari pengemudi beroperasi
yang terbagi menjadi beberapa level atau kategori
trip, sedangkan WUntuk mitra Terlapor II berlaku
sistem arge yaitu pencapaian insentif dalam 1 (satu)
mingguypéngemudi beroperasi yang terbagi menjadi
bebetrapa tier argo (fares).-----------=--=----mmmmmmmmem -
Bahwa dengan sistem dengan argo (fares)
memudahkan bagi mitra Terlapor II untuk
mencapai insentif yang ditetapkan setiap minggu.
Dengan sistem tersebut mitra Terlapor II dapat
mengakumulasikan perolehan argonya di hari
selanjutnya sehingga apabila dalam satu hari mitra
pengemudi tidak beroperasi, maka dapat diganti
pada hari berikutnya. Dengan demikian, sistem
argo (fares) tersebut memudahkan mitra Terlapor II
untuk mencapai insentif yang telah ditetapkan oleh
Terlapor I setiap minggunya. ------------------=-------——--
Bahwa sistem trip menyulitkan bagi mitra individu

untuk mencapai insentif setiap hari karena
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8)
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perhitungannya bukan satu minggu, sehingga
konsekuensi logisnya untuk mencapai insentif pada
jam-jam insentif yang telah ditentukan oleh
Terlapor I, mitra individu harus beroperasi dalam
satu hari. Apabila dalam satu hari mitra individu
tidak beroperasi, maka pencapaian tripnya tidak
dapat digantikan atau diakumulasikan pada hari
selanjutnya. Dengan demikian, hilang hak ‘mitra
individu untuk mendapatkan insentifypada® hari
tersebut. -------mmmm T
Bahwa terhadap beberapa kalil perubahan sistem
insentif Terlapor II tersebut, “telah dilakukan
berdasarkan diskusi dany, kesepakatan antara
Terlapor I dengan Teflapor 1I, sedangkan dengan
mitra individu Teflapor,d tidak pernah melibatkan
atau membuka aruang negosiasi terkait dengan
sistem insentif ¥ yang diberlakukan. Dengan
demikian, .Majelis Komisi berpendapat Terlapor I
telah' memfasilitasi Terlapor II untuk menentukan
sistem perhitungan insentif bagi mitra Terlapor II. ---
Bahwa dengan sistem argo mengakibatkan mitra
Terlapor II akan mengambil jumlah orderan dengan
nilai yang besar atau setidaknya mitra pengemudi
tidak akan mengambil penumpang pada jarak
pendek, sedangkan dengan sistem trip
mengakibatkan mitra individu akan mengambil trip
baik jarak pendek atau jarak jauh karena yang
diutamakan bagi mitra individu adalah jumlah
maksimal trip dalam satu hari untuk mencapai
insentif. Oleh karena itu, sistem trip akan
membatasi mitra Terlapor II untuk mengambil trip
dengan jarak pendek, dibandingkan mitra individu.

Hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh
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keterangan Saksi Much. Muchlis dan Noor Sjaibah
Hamdi dalam persidangan yang menyatakan pada
pokoknya lebih mudah menggunakan sistem argo
rupiah dibandingkan dengan sistem trip (vide Bukti
B49 dan BS55) ----------—--m

9) Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan
mengenai Over Due yang dialami oleh SaksiYasin
dan Much. Muchlis pengemudi wilayah Surabaya
sebanyak 6 (enam) kali pada pertengahan tahun
2019 sampai dengan Januari 2020, serta Saksi
Jasman Jafar pengemudi mwilayah Makassar
menyatakan selama bergabung, dengan Terlapor II
pernah 1 (satu) kali mengalamizOver Due yaitu pada
bulan Januari 2020 (gide Bukti B48, B49, B53). ------
10) Bahwa Majelis Komisi menilai bukti Over Due yang
dialami oleh Saksi=Saksi mitra Terlapor II pada
akhir tahun, 2019 atau setidak-tidaknya setelah
terjadi (perubahan skema insentif argo menjadi
skema“berlian dengan trip, semakin menunjukkan
ketidakmampuan mitra Terlapor II dalam mencapai
insentif dengan sistem trip sama halnya dengan
mitra individu, karena pencapaian insentif yang
paling mudah bagi mitra Terlapor II diperoleh
dengan sistem argo (fares).----------------------mmmmo——-
11) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai
perhitungan insentif dengan sistem argo yang
diberlakukan oleh Terlapor I untuk mitra Terlapor II
lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem
trip yang diberlakukan oleh Terlapor I untuk mitra
INAIVIdU. —--- - oo
9.6.2. Tentang Terlapor I memberikan jam operasional untuk
mencapai insentif yang berbeda mitra Terlapor II dengan

mitra non Terlapor II dan mitra individu. -------------=--=---—-—-
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Bahwa Terlapor I memberlakukan jam operasional untuk

mencapai insentif yang berbeda antara mitra Terlapor II

dengan mitra individu. -----------== o m

a. Bahwa Saksi-Saksi baik mitra individu maupun mitra

Terlapor II pada wilayah Jabodetabek, Medan,
Surabaya, dan Makassar, menyatakan pada pokoknya
saat itu berlaku jam atau waktu untuk mempéroleh
insentif bagi mitra individu yang berlaku pada ‘pukul
05.00 sampai dengan 24.00, sedangkan “bagi “mitra
Terlapor II berlaku 24 (dua puluh empat)jam. --=----------
Bahwa Majelis Komisi menilai térkait dengan jam
operasional tidak ada batasangbagi“mitra pengemudi
untuk beroperasi, karena dapat, dilakukan selama 24
(dua puluh empat) jam, ‘ftamun Majelis Komisi
berpendapat yang mémbedakan adalah pada jam-jam
untuk mencapai {insentif. Hal tersebut sebagaimana
dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi mitra individu
dalam persidangan’ ---------------mmmm oo
Bahwa ketentuan yang berlaku untuk pengemudi mitra
Terlapor,Il) adalah 24 (dua puluh empat) jam dalam
satu hari dan 7 (tujuh) hari dalam satu minggu, artinya
setiap trip yang diperoleh pengemudi akan
diakumulasikan untuk menentukan perolehan insentif
dengan sistem argo yang perhitungannya dilakukan
secara mingguan, sedangkan bagi mitra individu
ketentuan yang berlaku untuk mencapai insentif
adalah pada pukul 05.00-23.59 atau hanya 19
(sembilan belas) jam yang harus dicapai untuk
mengejar insentif dalam satu hari beroperasi. -------------
Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai
terdapat perbedaan jam operasional untuk mencapai

insentif yang diberlakukan oleh Terlapor I kepada mitra
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individu dengan mitra Terlapor II, yang Ilebih
menguntungkan mitra Terlapor II. -------------cmmmmee-
9.6.3. Tentang Terlapor I dan Terlapor II membuat perjanjian
yang di dalamnya memuat program Loyalitas.------------------
Bahwa Terlapor I dan Terlapor II membuat perjanjian yang
di dalamnya memuat program Loyalitas. --------------------&=_-
a. Bahwa berdasarkan perjanjian tanggal 5 Junif2017
terkait penyediaan jasa yang diubah dan dinyatakan
kembali, yang dibuat antara Terlapor I danyTerlapor II
memuat klausul mengenai Terlapor 4 I dapat
mengikutsertakan pengemudi dalam program loyalitas
pengemudi, memberikan kesempatanebagi pengemudi
untuk memiliki kendaraan pada, tahun kelima periode
kerjasama dengan Terlapor [..Selain itu, dalam klausul
tersebut memuat gkewajiban Terlapor [ untuk
memberikan insentifd.oyalitas kepada pengemudi yang
hanya dapat ‘dibayarkan kepada pengemudi untuk
membeli kéndaraan dari Terlapor II dalam waktu 5
(lima) tahtim, === -

b. Bahwanselain itu, terdapat surat pemberitahuan dari
Terlapor [ terkait program Loyalitas untuk para
pengemudi yang terdaftar pada Terlapor II, sebagai
perjanjian tidak tertulis dan merupakan tindak lanjut
dari perjanjian tanggal 5 Juni 2017 yang pada
pokoknya berisi pengemudi berhak memperoleh
insentif (bonus) khusus dari Terlapor [ apabila
bergabung dalam program loyalitas tersebut dan
bermitra bersama Terlapor II dan Terlapor I secara
eksklusif selama S5 (lima) tahun, yang hanya dapat
digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dari
Terlapor Il -----—-—m oo

c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ada

bantahan dari Terlapor I terkait program Loyalitas
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berupa pemberian insentif (bonus) khusus kepada
mitra pengemudi apabila bergabung dalam program
loyalitas tersebut dan bermitra bersama Terlapor II dan
Terlapor I secara eksklusif selama 5 (lima) tahun, yang
hanya dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) unit
mobil dari Terlapor II. Sebagaimana keterangan Saksi
Iki Sari Dewi dalam persidangan menyatakanpada
pokoknya Terlapor | mempunyai program loyalitas,yang
berbeda-beda bagi mitra individu, ada program umroh,
wisata atau liburan ke luar negeri, dafizasuransi yang
sangat murah. Namun, Majelis Komisi berpendapat
program-program tersebut bukanwsprogram yang
spesifik untuk mendapatkan insentif (bonus) khusus
agar mitra dapat membeli"mobil. =--------------cmmcmmm -
Bahwa program Loyalitas¢ adalah program milik
Terlapor 1 yang diberikan kepada mitra Terlapor II.
Selain itu, mitra/ Tetlapor [ tidak hanya Terlapor II
melainkan ( juga ‘Koperasi dan perusahaan rental
lainnya yang ‘memiliki kegiatan usaha yang sama yaitu
penyedia, layanan kendaraan berpengemudi, namun
faktanya Terlapor I hanya memberikan fasilitas atau
menyediakan program Loyalitas (tersebut kepada
Terlapor II dan mitra pengemudi Terlapor II. ---------------
Bahwa Terlapor 1 sebagai perusahaan aplikasi yang
terus aktif bekerjasama dengan perusahaan penyedia
layanan kendaraan berpengemudi seharusnya
memberikan kesempatan atau setidaknya menawarkan
kerjasama baik kepada Terlapor II maupun mitra
Terlapor I lainnya berupa program Loyalitas atau
program lainnya dibawah kebijakan Terlapor I.------------
Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai
terdapat perbedaan perlakuan terkait dengan

pemberian program Loyalitas yang hanya diberikan
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kepada mitra Terlapor II dan mitra individu, namun
tidak diberikan kepada mitra Terlapor I lainnya. ----------
9.6.4. Tentang Terlapor I dan Terlapor II membuat promosi
produk melalui konten video. -------------------cmmmm -
Bahwa Terlapor [ dan Terlapor II kerjasama untuk
mempromosikan produk Terlapor II melalui konten video
kepada calon mitra untuk bergabung dengan Terlapor IT. --==
a. Bahwa dalam melakukan promosi kepada “calon
pengemudi, Terlapor II membuat iklan “yang“pada
pokoknya berisi informasi mengenai kesempatan untuk
memiliki kendaraan pribadi dengan deposit
Rp5.000.000,00, biaya rental “murah di bawah
Rp200.000,00/hari, order gprioritas melalui aplikasi
Grab, mendapatkan fasilitasikendaraan lengkap dan
gratis, kemudahang pengurusan SIM, KIR, dan
peraturan Pemerifitah ‘lainnya, gratis modem, gratis
cover jok dan“karpet, asuransi kendaraan termasuk
banjir dan{ huru hara, gratis asuransi jiwa, fasilitas
pembelianwacéu dan ban yang lebih murah, unit
pengganti sementara saat kecelakaan (vide Bukti 12). ----

b. Bahwa menurut Majelis Komisi, promosi melalui brosur
tersebut bukan suatu bentuk diskriminasi yang
dilakukan oleh Terlapor I, karena tidak cukup bukti
yang dapat menunjukkan bahwa brosur iklan tersebut
benar suatu bentuk diskriminasi atau perlakuan
istimewa yang diberikan oleh Terlapor I kepada
Terlapor II dan mitra Terlapor II. -------------mmmmmmmmm -

c. Bahwa terkait promosi produk, Terlapor II dalam
persidangan mengaku Terlapor | telah mempromosikan
program Gold dalam muatan video promosi yang
berdurasi 2 menit 17 detik yang disampaikan oleh
Bapak Ridzki D. Kramadibrata yang saat itu menjabat

sebagai Managing Director Terlapor 1. Program Gold
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adalah program milik Terlapor II, sehingga promosi
yang sebaiknya dilakukan oleh Terlapor 1 tanpa
menimbulkan diskriminasi yaitu promosi terkait fitur
Grab App yang digunakan oleh Terlapor II atau setidak-
tidaknya mempromosikan Terlapor II  sebagai
perusahaan mitra Terlapor I, bukan mempromosikan
khusus terkait program Gold tersebut. -------------4&---_-
Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor d sebagai
perusahaan  aplikasi yang masih _ dan ““terus
mengembangkan produk yang dihasilkan melalui
digital platform yaitu penyediaan dplikasi mobile atau
piranti lunak dengan tujuan untukwmenghubungkan
konsumen atau penggunagakhirydengan pengemudi
dalam rangka transpoftasit ke tujuan tertentu,
seharusnya melakukan, bentuk promosi yang sama
kepada para mitfanyasdan promosi yang dilakukan
seharusnya tidak' promosi yang bersifat private atau
eksklusif.-4-—- - o
Bahwa terkaitwideo promosi yang berdurasi 2 menit 17
detik tersebut, semakin menguatkan fakta Terlapor I
memberikan program Gold kepada Terlapor II sebagai
program resmi dari Terlapor I dan juga menjelaskan
atau menyatakan secara resmi bahwa apabila mitra
pengemudi bergabung dengan Terlapor II, maka mitra
pengemudi akan mendapatkan order prioritas. ------------
Bahwa dengan melihat bukti video promosi tersebut,
menguatkan  bukti Terlapor [ tidak  pernah
mempromosikan langsung program mitranya yang lain
melalui konten video promosi selayaknya yang
dilakukan oleh Terlapor I untuk Terlapor II. Selain itu,
Terlapor 1 selama proses persidangan tidak dapat

menunjukkan promosi serupa atau promosi dalam
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bentuk konten video yang dilakukan langsung oleh
pimpinan Terlapor I. ---------- oo

g. Bahwa pada video tersebut disampaikan kalimat
pembuka, “Selamat datang di TPI” dan pada
background dalam video promosi tersebut terlihat
standing banner milik Terlapor I sehingga menegaskan
promosi yang dilakukan adalah promosi untuk (calon
mitra pengemudi yang dilakukan oleh Terlaporl dan
Terlapor II untuk bergabung bersama dengan Teflapor

II. Hal tersebut sekaligus menunjakkan diantara
Terlapor I dan Terlapor II tidak hanya terdapat
hubungan bisnis melainkan,, terdapat hubungan
kepentingan Terlapor 1 terhadap, Terlapor II, sehingga
Terlapor 1 memiliki kepeéntingan untuk melakukan
promosi terkait program Geld milik Terlapor II. ------------

h. Bahwa dengan <demikian, Majelis Komisi menilai
promosi produk/ Teflapor II berupa konten video
sebagaimana . diuraikan di atas merupakan bentuk
diskriminasi ““atau keistimewaan yang diberikan
Terlapori kepada Terlapor II.---------=--—-——mmmmmmmmemee -
9.6.5. Tentang Terlapor I dan Terlapor II membuat program order
PIriQFILAS .~~~ — == oo
Bahwa Terlapor I dan Terlapor II membuat program order
prioritas bagi mitra Terlapor II.-------------mmmmmmomm
a. Bahwa Majelis Komisi terlebih dulu menjelaskan
mengenai order prioritas dalam perkara a quo dan fitur
order prioritas yang dinyatakan oleh Para Terlapor
dalam persidangan. ----------=---m oo

b. Bahwa yang dimaksud dengan order prioritas adalah
pemberian order yang lebih diutamakan untuk mitra
Terlapor Il tanpa harus mengaktifkan fitur apapun di
aplikasi pengemudi yang menyebabkan menurunnya

jumlah orderan mitra individu, sedangkan yang
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dimaksud dengan fitur order prioritas atau “auto
accept’ atau dikenal dengan istilah lain order marathon
adalah fitur yang harus diaktifkan lebih dulu oleh
pengemudi, untuk menerima orderan masuk dari
PENUMPATIIG. —-- === == === m oo oo o e e
Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Abdi Fauzan
Siregar dalam persidangan menyatakan pada pokékhya
order prioritas yang dimaksud Saksi bukan pada, fitur
aplikasi milik Terlapor I, melainkan tindakan*atau
perlakuan yang berbeda yang dilakukafnoleh Terlapor I
dalam memberikan orderan, sedangkan fitur lambang
petir’ adalah aplikasi yang, ‘memudahkan bagi
pengemudi untuk mendapat ordetan dari penumpang
atau dikenal dengan sébutafi order marathon (vide
Bukti B8). ----- oo e e
Bahwa berdasarkaneketerangan Saksi David Bangar
Siagian dan Saksi Daniel Ompu Sunggu mitra individu
wilayah Medan menyatakan pernah melakukan aksi
demo di DPRD"Provinsi Sumatera Utara terkait dengan
permasalahan order prioritas, yang uraiannya sebagai

[0 =3 5 b L e

a.) Pada tanggal 28 Maret 2018 dilakukan mediasi
dengan Terlapor I. ------------------mmmmm
b. Pada tanggal 17 April 2018 kembali dilakukan
mediasi dengan Terlapor [.--------------mcmmmmmme -
c. Pada tanggal 23 Mei 2018, terjadi aksi demo
yang dilakukan oleh mitra individu. ---------------
d. Setelah dilakukan aksi demo, orderan dirasakan
normal kembali oleh mitra individu. --------------
e. Pada tanggal 25 Mei 2018, mitra Terlapor Il yang
tergabung dalam D’BOSS melakukan aksi demo

di kantor Terlapor II yang menuntut untuk
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dikembalikannya order prioritas, sesuai yang

dijanjikan melalui iklan dan brosur ketika awal
merekrut driver. -----------mmmmm
f. Selanjutnya setelah tanggal 25 Mei 20118,
dilakukan RDP pertama dengan DPRD. -----------
g. Selanjutnya muncul aksi kedua yang latarn

belakangnya adalah  permasalahan  order

prioritas. -------mmmmmm &

Bahwa keterangan Saksi David Bangar »Siagian dan
Danil Ompu Sunggu tersebut  bersesuaian dengan
keterangan Saksi Sarma Hutajulu, selaku anggota
DPRD Provinsi Sumatera ‘Utara, Periode 2014-2019
yang menyatakan padagpokoknya pada saat RDP
beberapa pengemudi taksi online menyampaikan
keluhan telah didiskriminasi terkait dengan adanya
order prioritas oleh Terlapor I (vide Bukti B30).------------
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi lki Sari Dewi
dalam“persidangan menyatakan pada pokoknya terkait
dengan “jorder prioritas berlaku untuk semua
pengemudi, baik mitra individu maupun mitra Terlapor
IT;) 'vang statusnya adalah Elite Plus. Pada saat
pengemudi masuk menjadi Elite Plus dijelaskan
mengenai order prioritas, sedangkan untuk fitur order
prioritas baru ada pada bulan Mei 2018, namun
menurut pernyataan Kuasa Hukum Terlapor order
prioritas baru ada pada bulan Januari 2018. Fitur
order prioritas ada pada semua mitra Terlapor I yang
tujuan dibuatnya agar memudahkan pengemudi untuk
memahami maksud order prioritas yaitu menerima
secara otomatis orderan dari penumpang selama fitur

tersebut diaktifkan (vide Bukti B7 dan B36). ---------------
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g. Bahwa menurut keterangan Saksi Iki Sari Dewi status
Silver, Elite, dan Elite Plus mulai ada sejak tahun 2018,
dan saat ini bertambah menjadi Elite VVIP sejak awal
tahun 2020. -----—--————m e

h. Bahwa terkait dengan status Silver, Elite, dan Elite
Plus, terlebih dulu dapat diuraikan sebagai berikut
(vide Bukti 12): -----------—--mmm 98

a. Status atau Kategori Silver.-----------------4- -5 4=t
Bahwa untuk kategori Silver, mitra harus
memiliki minimal jumlah trip 60 trip/bulan. -------

b. Status atau Kategori Elite. -----f--—-5---- oo
- Bahwa untuk kategowi, Elitey® mitra harus

memiliki minimal jumlah tsip 100 trip/bulan.
- Termasuk dalamZona hijau (tidak terindikasi

melakukan kécuramngan). ------------------------—-
- Tidak melanggar Kode Etik dan tidak

memiliki komentar negatif dari penumpang. ---
- Memiliki performa rating minimal 4.7. ----------

c. Statuspatau Kategori Elite Plus. ---------------------—

=% Bahwa untuk kategori Elite Plus, mitra harus
memiliki minimal jumlah trip 100 trip/bulan.
- Termasuk dalam zona hijau (tidak terindikasi
melakukan kecurangan. ----------------cmmcmmooo
- Tidak melanggar Kode Etik dan tidak
memiliki komentar negatif dari penumpang. --
- Tidak boleh melakukan cancel order. -----------
- Memiliki performa rating minimal 4.7-4.8. -----
- Minimal pendapatan Rp6.000.000,00 dalam
30 hari terakhir untuk Jakarta, dan
RpS5.000.000,00 dalam 30 hari terakhir

untuk Medan, Surabaya, dan Makassar. ------
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Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi mitra
Terlapor 1II, status Saksi yang memiliki performa bagus
akan berpengaruh terhadap jumlah orderan yang
didapatkan, namun pada faktanya status Saksi
tersebut tidak berpengaruh pada banyaknya jumlah
orderan yang didapatkan oleh mitra pengemudi, yang
dapat diuraikan sebagai berikut: --------------------&--___
1) Keterangan Saksi David Bangar Siagian “mitra
individu wilayah Medan dalam _ persidangan
menyatakan pada pokoknya Saksi %bergabung
dengan Terlapor I sejak pertengahan tahun 2018.
Menurut Saksi order priogitas, dimatikan setelah
terjadi demo tanggal 23 Mei, 2018 dan setelah
dilakukan audiensi ké"DPRD." Kemudian tanggal 25
Mei 2018 mitral Terlapor II melakukan demo
menuntut adanya “Worder prioritas sesuai yang
dijanjikan (vide Bukti B6).--------------mmmmmmme -
2) Keterangan, Saksi Ricat Fernando mitra individu
wilayahy Medan dalam persidangan menyatakan
pada,pokoknya Saksi bergabung dengan Terlapor I
sejak Juni 2017 sampai dengan 26 September
2019. Saksi sebelumnya memiliki rating 4.9 dengan
status Elite Plus. Pada bulan Maret sampai dengan
April tahun 2018, Saksi menyampaikan
pendapatannya mulai menurun 50-60% dalam satu
hari pendapatan bersihnya hanya Rp200.000,00
(vide Bukti B7). ---—-----——-m oo
3) Keterangan Saksi Abdi Fauzan mitra individu
wilayah Medan dalam persidangan menyatakan
pada pokoknya Saksi bergabung dengan Terlapor I
sejak Agustus 2017 dan memiliki status Elite. Pada
awal bergabung pendapatannya masih bagus,

kemudian menjelang tahun 2018 orderan mulai
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menurun karena terdapat order prioritas untuk
mitra Terlapor II. Selanjutnya Saksi atas nama
Asosiasi melakukan audiensi atau mediasi dengan
Terlapor I untuk menanyakan masalah order
prioritas, turunnya tarif, dan insentif tarif. Setelah
melakukan audiensi yang terjadi lebih dari 1 (satu)
kali Saksi dan rekan mitra individu lainhya
merasakan ada perubahan order yang qditerima,
namun itu terjadi hanya beberapa yhari* saja
selanjutnya order prioritas muncul¢kembali. Setiap
melakukan audiensi atau aksi (demo), selalu terjadi
perubahan yang sifatnya hanyawSementara saja
(vide Bukti B8). ---—------—ge - B - oo
Keterangan Saksi Aglis Sulistio mitra Terlapor II
wilayah Medan @dalamy persidangan menyatakan
pada pokoknya Saksi dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun sejak, bergabung dengan Terlapor II sudah
mencapali Elite Plus. Sebelum Elite Plus status
Saksi adalah Silver kemudian dalam kurun waktu 1
(satu) minggu naik menjadi Elite dan dalam kurun
waktu 1 (satu) bulan menjadi Elite Plus. Sejak
bekerjasama dengan Terlapor II, Saksi secara
konsisten mendapatkan 15 trip dalam satu minggu
beroperasi, bahkan dalam satu hari terpenuhi 15
trip. Selanjutnya Saksi mengalami turun level
menjadi Elite bulan Juli 2019 dan 3 (tiga) bulan
setelahnya Saksi mencapai status Elite Plus (vide
Bukti B24). -
Keterangan Saksi Daniel Ompu Sunggu mitra
individu wilayah Medan dalam persidangan
menyatakan pada pokoknya Saksi bergabung
dengan Terlapor tahun 2016-2017 sampai dengan

tahun 2018. Saksi bersama dengan rekan yang lain

-513 -



6)

7)

SALINAN

melakukan aksi (demo) yang merujuk adanya
brosur tertulis order prioritas. Saksi bertemu
dengan managemen Terlapor I dan pihak Terlapor I
berjanji akan menghapus order prioritas tersebut.
Setelah demo dilakukan order prioritas tersebut
dicabut sehingga terjadi perubahan pendapatan
dan orderan sudah kembali normal. Namun, hanya
berselang 1 (satu) bulan setelahnya, ordenprieritas
muncul kembali (vide Bukti B26). -------=8---—-28=- -
Keterangan Saksi Yasin mitra Terlapor, II"wilayah
Surabaya dalam persidanganmenyatakan pada
pokoknya Saksi bergabung dengansTerlapor II sejak
Desember 2017 kemudian status Saksi adalah Elite
Plus yang diperoleh™sejak "27 November 2019.
Status Elite Plus paru ada pada pertengahan tahun
2019. Saksi menyatakan bahwa status Elite Plus
tidak berpengaruh dalam mendapatkan orderan.
Selain itu,,Saksi menyampaikan pernah mengalami
Over' Due“'sebanyak 6 (enam) kali selama tahun
2019. Saksi pernah mengejar trip untuk mencapai
target insentif sampai pukul 01.00 pada tahun yang
sama. Selain itu, Saksi menyampaikan bahwa
selama bergabung dengan Terlapor II sampai
sekarang jumlah orderan dirasakan menurun (vide
Bukti B48). -
Keterangan Saksi Much. Muchlis mitra Terlapor II
wilayah Surabaya dalam persidangan menyatakan
pada pokoknya bergabung dengan Terlapor II sejak
September tahun 2017. Saksi pernah mengalami 6
(enam) kali Over Due dari bulan November 2019
sampai dengan Januari 2020. Saksi menyampaikan
jumlah orderan dan pendapatan mulai menurun

pada tahun 2017 sedangkan status Saksi terakhir
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adalah Elite Plus sejak 27 November 2019 (vide
Bukti B49). -
8) Keterangan Saksi Jasman Jafar mitra Terlapor II
wilayah Makassar dalam persidangan menyatakan
pada pokoknya Saksi bergabung dengan Terlapor II
sejak Juli 2018 sampai dengan November 2049
dengan status member, kemudian sejak sejak 7
November 2019 status Saksi berubah menjadi, Elite
Plus. Kemudian sejak Desember 2019 “Saksi
menyatakan mengalami penurunam ‘order (vide
Bukti B53). ---- - e
9) Keterangan Saksi Noor Sjaibah, Hamdi pengemudi
wilayah Makassar dalam, pessidangan menyatakan
pada pokoknya Saksifbergabung dengan Terlapor II
sejak Maret 20184ddengan status terakhir Elite VVIP
yang diperoleH sejak, 15 Januari 2020, sedangkan
pada awal“masuk status Saksi adalah member.
Menurut Saksi‘fitur order prioritas mulai ada sejak
pertengahan tahun 2019 dan sebagai Elite VVIP
pendapatan Saksi lebih kecil daripada rekan yang
statusnya Elite Plus (vide Bukti BSY5). -------------------
Bahwa terkait klasifikasi status pengemudi
berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam
persidangan, Majelis Komisi berpendapat status Elite
Plus yang dinyatakan dapat memberikan kemudahan
order bagi seluruh mitra Terlapor I adalah pernyataan
yang salah dan tidak konsisten, karena terbukti
meskipun mitra Terlapor II statusnya adalah Elite Plus,
mitra tersebut tetap mengalami penurunan jumlah
order. Selain itu, mitra individu yang memiliki performa
bagus tidak mendapatkan orderan dengan jumlah yang

sama banyaknya dengan mitra Terlapor II. -----------------
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k. Bahwa selain itu, apabila dilihat dari status Saksi Agus
Sulistio mitra Terlapor II yang semula adalah Silver
kemudian dalam kurun waktu satu minggu menjadi
Elite, dan satu bulan kemudian menjadi Elite Plus,
menunjukkan fakta semakin menguatkan terdapat
order prioritas yang memang diperuntukkan bagi mitra
Terlapor II. -----—-—m oo fe

1. Bahwa terkait keterangan Saksi Yasin dam Mueh.
Muchlis yang menyatakan mengalami “Over®™ Due
sebanyak 6 (enam) kali selama tahun 2019'dan jumlah
orderan yang dirasakan oleh Saksi menurun, namun
Majelis Komisi menilai selama, kurun waktu tahun
2017-2018 Saksi tidak pesnahy, mengalami Over Due
sehingga menguatkan fakta “Saksi mitra Terlapor II
selalu mendapatkan ) orderan sehingga —mampu
membayar rental Kendaraan kepada Terlapor II.-----------

m. Bahwa selain itu, meénurut keterangan Saksi Iki Sari
Dewi terkait dengan kebijakan suspend dan status
pengemudiy, yaitu Silver, Elite, dan Elite Plus,
ditentakan) oleh sistem algoritme yang mempunyai
tingkat) kesulitan pada rumusnya sehingga untuk
memasukkan hal-hal yang bersifat custom harus
melalui persetujuan banyak level pimpinan sampai
pada Chief Technology Officer. Standar dari Terlapor I
yang dapat dilakukan custom adalah pada lokal bisnis
seperti harga atau insentif rupiah, terutama yang
berhubungan dengan currency dapat dilakukan custom,
sedangkan terkait sistem order tidak bisa dilakukan
CUSTOML. ==== === === === m oo oo

n. Bahwa pernyataan Saksi ki Sari Dewi tersebut tidak
bersesuaian dengan keterangan Hamid, S.T., M.T. Ahli
Teknik  Informatika  dalam  persidangan  yang

menyatakan pada pokoknya semua produk digital
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dimulai dari pembuatan algoritme. Algoritme adalah
aturan secara tertulis tentang langkah-langkah untuk
membuat penghitungan. Sebenarnya tidak boleh meng-
custom algoritme, tetapi pada praktiknya dapat meng-
custom atau merubah source code atau kode program.
Algoritme di awal dibuat sebagai formalitas selanjutnya
dapat mengubah source code atau kode program!yang
berupa file yang berisi kode-kode dengan jumlah ribuan
untuk menyusun aplikasi, tanpa mengubah, algofitme.
Oleh karena aturan itu sudah ditentukan sebelumnya
atau sudah diatur, maka sistem .tidak mungkin
melakukan diluar aturan yang,sudah¢ didiskripsikan.
Jadi, selama tidak sesuaigdengam aturannya, maka
sistem tidak bisa berjalan. Kalaupun sistem dapat
dimanipulasi makagitu edibuat oleh wuser bukan
sistemnya.  Selanjutnya menurut Ahli, untuk
mendapatkan ‘ataun mengakses data by system bisa
dilakukan (dalam “satu hari, meskipun lokasi server
berada diluafr Indonesia dapat diakses dimanapun.
Aplikasi adalah milik programmer sehingga programmer
dapat 'mengubah data selama diberikan akses,
ibaratnya dapat dilakukan secepat menghapus angka 5
menjadi angka 3 (vide bukti B63). --------------—cmmmmme -
0. Bahwa jumlah orderan mitra individu lebih sedikit
dibandingkan mitra Terlapor II, dapat dibuktikan
dalam tabel berikut: -----------mmmmm
Tabel 15. Perbadingan Jumlah Order untuk Mitra Terlapor II dan
Mitra Individu Tahun 2018 - 2019
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Tahun 2018 Jumlah Order Mitra

7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000

TPI

1.000.000
0

Tahun 2019 Jumlah Order

SALINAN

Tahun 2018 Jumlah Order Non
Mitra TPI

25.000.000

20.000.000
15.000.000
10.000.000

5.000.000 - - -
0

A W\

Tahun 2019 Jumlah Order

Mitra TPI Non Mitra TPI
7.000.000 30.000.000
6.000.000 H ( 25.000.000
2-888-888 ‘ 20.000.000
3.000.000 z 13'888'888
2.000.000 D00 “—
1.000.000 = ) 5.000.000 '
0 0
e S o L & & IS @
é/é’o \ébf,)‘o @@b’b «lso’b Q’}—,b \éb(jc) ®Q§b &fso’b
& @'b N IS @’b S
F &
N N
P jika dibuat rata-rata perbandingan antara

ah pengemudi dan order yang diberikan kepada

II, yaitu sebagai berikut:

pengemudi, baik pengemudi mitra Terlapor II maupun
mitra individu, maka dapat disimpulkan Terlapor I

memberikan order lebih banyak kepada mitra Terlapor

Tabel 16. Perbandingan Rata-rata Order Mitra Terlapor II dan Mitra
Individu Tahun 2018 - 2019
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Rata-Rata Order Mitra TPl & Rata-Rata Order Mitra TPl &
Non TPI Tahun 2018 Non TPI Tahun 2019
1500 1000
1000 500 / I —
500 '/\‘——_‘ 0
o o o >
’ Jabodetabek Makassar Medan Surabaya \'5006 @%@ @QJ& ‘—)‘)@o
==@==Tahun 2018 Rata-rata order TPI (trip/driver) ==@==Tahun 2019 Rata-rata order TPI (trip/driver)
Tahun 2018 Rata-rata order non TPI (trip/driver) Tahun 2019 Rata-rata order non TPI (trip/driver)

q.- Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi mienilai order
prioritas yang merupakan salah “\satu bentuk
diskriminasi yang merugikan mitsa" individu dalam
perkara a quo adalah pemberian jorder yang lebih
diutamakan untuk mitra Terlapor II tanpa harus
mengaktifkan fitur apapun‘diaplikasi pengemudi. --------

9.6.6. Tentang Terlapor I memberikan open suspend yang
berbeda antara mitrayTerlapor II dengan mitra non Terlapor

II dan mitra individus------------------ o

Bahwa Teglapor 1 memberikan perbedaan perlakuan

kepada 4 Terlapor II untuk open suspend terhadap

kendaraan, ‘mitra Terlapor II yang dikenakan sanksi

SUS PO =~~~ == - oo

a., Bahwa terhadap pelanggaran Kode Etik Terlapor I,
mitra dapat dikenakan sanksi antara lain penangguhan
sementara (suspend) terhadap akunnya. Mitra yang
dikenakan sanksi suspend untuk sementara waktu
tidak dapat  beroperasi karena akun = mitra
dinonaktifkan dan kendaraan mitra tidak dapat
digunakan untuk melayani jasa sewa angkutan
khusus. ------—---m-mmrm e

b. Bahwa untuk mitra Terlapor I yang terkena suspend,
maka baik pengemudi maupun kendaraannya tidak

dapat digunakan untuk beroperasi. Hal tersebut
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sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi-
Saksi mitra individu dalam persidangan yang
menyatakan pada pokoknya apabila mitra individu
yang terkena suspend maka yang di-suspend adalah
pengemudi beserta dengan kendaraannya. Namun
dalam hal mitra Terlapor II yang terkena suspend maka
Terlapor II dapat menempuh prosedur open suSpend
sehingga kendaraannya masih tetap dapat digunakan
meskipun pengemudinya dikenakan sanksi suspend. ----
Bahwa untuk mitra Terlapor II yang tetkena Suspend
maka orang atau pengemudinya, sedangkan kendaraan
masih bisa dipakai untuk beroperasi karena kendaraan
milik Terlapor II. --------—-mmmma e i e
Bahwa hal tersebut sebagaimana keterangan Saksi Iki
Sari Dewi dalam perp$idangan yang menyatakan pada
pokoknya partner gsatau mitra dapat melakukan
permintaan ke Terlapor I untuk melihat data mitra
yang ratingnya buruk atau terkena suspend. Pemberian
suspend ' untdk mitra individu oleh Terlapor I melekat
pada KTP mitra, kalau berganti mobil atau kendaraan
maka ‘ada SOP nya untuk dilakukan open suspend.
Selanjutnya Terlapor I memberikan ruang bagi Terlapor
II' melakukan deal untuk open suspend. --------------------
Bahwa dalam fakta persidangan diketahui mobil yang
diberikan oleh Terlapor II untuk mitra yang mengikuti
Program Flexi adalah mobil atau kendaraan yang telah
ditarik oleh Terlapor II karena pengemudi yang
sebelumnya tidak sanggup membayar rental. --------------
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Haris Effendi
mitra Terlapor II dalam persidangan menyatakan pada
pokoknya saat ini yang tersedia hanya program Flexi.
Program tersebut bukan program kepemilikan mobil,

fasilitas dan insentif yang diperoleh sama dengan mitra
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Gold Captain namun mitra membayar biaya rental,
bukan membayar cicilan seperti mitra Gold Captain
(vide Bukti B17).—------m oo

g. Bahwa Saksi Ricat Fernando dalam persidangan
menyatakan pada pokoknya telah berhenti
bekerjasama dengan Terlapor I dan pada waktu itu
Saksi telah meminta kepada Terlapor 1 agar fakun
sebagai pengemudi dimatikan dan dapat digantikan
dengan pembeli mobilnya. Namun saatWitu “pihak
Terlapor I menolak karena alasan sedang, tidak ada
pembukaan untuk pengemudi barufvide Bukti B7).------

h. Bahwa dengan demikian, MajeliswKomisi menilai
Terlapor I memberikan perbedaan perlakuan open
suspend kepada Terlapor “II “sehingga kendaraan
Terlapor II yang dikenakan sanksi suspend dapat
beroperasi kembali smeskipun pengemudinya masih
menjalani sanksi suspend. Hal ini menguntungkan
Terlapor II{ karena” jika mitra Terlapor I lainnya yang
terkena " Suspénd maka baik pengemudi maupun
kendaraannya tidak dapat beroperasi.---------------------—-
9.7. Tentang Analisis Data. ------------—-m oo
9.7.1. Bahwa, Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan
Investigator terkait data jumlah pengemudi mitra Terlapor

II dan mitra non Terlapor II, yaitu sebagai berikut: ------------
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Perbandingan Jumlah Pengemudi TPl & Non TPI

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000

50.008

Mitra
TPI

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2017 2017 2018

2016

M Jabodetabek m Makassar

Non  Mitra Non Mitra
Mitra TPI Mitra TPI
TPI TPI

2016

Non Mitra
Mitra TPI
TPI

2018 2019

® Medan

9.7.2. Bahwa Majelis Komisi sependapat

Investigator terkait data jumlah

Terlapor I kepada mitra individusat

dan mitra Terlapor II, yaitu

Tahun 2018 Jumlah Order Mitra
TPI

7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000

Tahun 2019 Jumlah Order
Mitra TPI

7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000

0
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9.7.3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan
Investigator terkait data rata-rata perbandingan antara
jumlah pengemudi dan jumlah orderan yang diberikan
kepada pengemudi baik mitra Terlapor II maupun
pengemudi individu atau non mitra Terlapor II, yang
menunjukan bahwa Terlapor I memberikan orderanglebih

banyak kepada mitra Terlapor II, yaitu sebagai berikut: «-=--

Rata-Rata Order Mitra TPl & Rata-Rata Order Mitra TPl &
Non TPl Tahun 2018 Non TPl Tahun 2019
1500 1000
1000 /\.—__‘ 500 / ——
500 0 o - . o
0 \,§>0 @’S@} @Q’b’b (,)\><b

Jabodetabek Makassar Medan Surabaya
==@==Tahun 2019 Rata-rata order TPI (trip/driver)

=@==Tahun 2018 Rata-rata order TPI (trip/driver)

Tahun 2018 Rata-rata order non TPI (trip/driver) Tahun 2019 Rata-rata order non TPI
(trin/driver)

9.8. Tentang Analisi§\Dampak. ------------mmmmmmm e
9.8.1. Bahwa ‘sebelum membuktikan ada tidaknya praktik
monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang
dilakuikan oleh Terlapor, maka terlebih dahulu harus
membuktikan pelaku usaha tersebut memiliki penguasaan

atau pangsa pasar yang besar. ------------mmmmmmmmm oo

9:8.2. Bahwa sebagaimana dikuatkan pada bagian integrasi
vertikal terbukti Terlapor I memiliki penguasaan pasar

atau pangsa pasar yang besar pada jasa angkutan sewa
khusus dengan aplikasi berbasis teknologi informasi di
bidang transportasi darat yang bernama Grab App. -----------

9.8.3. Bahwa dalam hukum persaingan usaha dikenal
pendekatan per se illegal dan rule of reason, yang

diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu
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pelaku usaha melanggar undang-undang persaingan
usaha, sebagaimana pendapat Sidharta (2013), pendekatan
per se illegal dan rule of reason adalah konsep klasik dalam
hukum persaingan usaha. -----------------—-—-—-mmmmm -
Bahwa pendekatan per se illegal adalah setiap perjanjian
atau kegiatan usaha tertentu sebagai illegal, tanpa
pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbtuilkan
dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Pendekatan
rule of reason adalah suatu pendekatan yanghidigunakan
oleh lembaga otoritas persaingan usaha tntuk membuat
evaluasi mengenai akibat perjanjian atau, kegiatan usaha
tertentu, guna menentukan apakah suatufperjanjian atau
kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung
persaingan. --------------———-—-#%__\-9____________________________
Bahwa pada hakikatnya’ semua tindakan yang terlarang
secara per se diasumsikan ‘mengandung konsekuensi yang
lebih berat dibandingkan dengan rule of reason.
Pendekatan per_se illegal dan rule of reason biasanya
memakai indikater pada anak kalimat dalam rumusan
suatu _ pasal, » yakni jika terdapat kata-kata ...”patut
diduga?®...“atau ...”yang dapat mengakibatkan”... Dengan
demikian dalam menganalisis Pasal 19 huruf d ini, Majelis
Komisi menggunakan pendekatan rule of reason. --------------
Bahwa jika terbukti tindakan yang dilakukan adalah
dilarang, tidak otomatis tindakan tersebut bertentangan
dengan hukum, karena harus dilihat sejauhmana akibat
dari tindakan tersebut merupakan praktik monopoli
dan/atau mengakibatkan persaingan tidak sehat.-------------
Bahwa menurut Richard M. Calkins (1981) dalam bukunya
Antitrust  Guidelines  for the Business Executive,

menyebutkan: -----------—--memm oo
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“The rule of reason requires some market analysis and
permits defendants to offer evidence that the conduct was
procompetitive rather than anticompetitive.”

“Pendekatan rule of reason memerlukan beberapa analisis
pasar dan memungkinkan pelaku usaha untuk
membuktikan bahwa perilaku tersebut pro persaingan
bukan antipersaingan.” ----------=-----mmmmmmmmm

Bahwa kemudian pendekatan rule of reason dapat dibagi
ke dalam beberapa tahap, yaitu: (1). Pendefinisian ‘pasar
bersangkutan; (2). Pembuktian adanya penguasaan pasar
di dalam pasar bersangkutan; (3). Idefitifikasi praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang
dilakukan oleh pelaku usaha yang,memiliki penguasaan
pasar yang besar; (4). Identifikasi dan pembuktian dampak
negatif, serta pihak yang erkena dampak dari praktik
monopoli dan/atau persainganwmisaha tidak sehat tersebut. -
Bahwa terkait identifikasi dan pembuktian dampak negatif,
serta pihak yang teskena dampak dari praktik monopoli
dan/atau persaimgan usaha tidak sehat, maka dapat
ditunjukkan' dampak yang berasal dari perilaku pelaku
usahae, yang * terintegrasi vertikal untuk membatasi
kemampuan pesaing di hulu (upstream market) ataupun di
hilie(downstream market), yang diuraikan lebih lanjut
sebagai berikut: ------------ms e
a. Bahwa bertolak pada hal sebagaimana tersebut di atas,
terkait persaingan era digital seperti saat ini lebih
banyak menciptakan konsep brand activation.
Tingginya tingkat kompetisi branding di ranah digital
menjadi gebrakan baru bagi pelaku brand yang tetap
ingin mempertahankan eksistensinya sebagai brand
yang pada akhirnya bertahan dan mampu menguasai
pasar. Oleh karena itu, pelaku usaha yang menjadi
produsen memiliki tujuan untuk tetap melindungi

pelaku usaha yang dianggap °‘sehat’ (dalam hal ini
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adalah perusahaan afiliasinya) yang mampu menopang
seluruh rangkaian produksi termasuk menekan atau
mengurangi beban cost yang dikeluarkan selama proses
Produksi. —------m oo
Bahwa hanya melalui strategi dan penerapan branding
secara tepat yang mampu menjadi kunci keberhasilan
sebuah brand untuk memenangkan kompetisi. Dalam
perkara a quo, strategi yang diterapkan oleh Terlapor 1
untuk mencoba terus aktif dan bertahan di‘pasariyaitu
dengan cara mencari pengemudin, yang loyal
menggunakan Grab App dan déngan membentuk
perusahaan hilir afiliasinya. ----zz—-=- == oo
Bahwa perjanjian yang dibuat, oeleh Terlapor I dan
Terlapor II tanggal 5 Juni”2017 dan dilanjutkan dengan
perjanjian penyewadn ) kemdaraan untuk penyedia
layanan kendaraan /berpengemudi antara Terlapor II
dengan pengemudi, pada akhirnya bertujuan untuk
membatasi( pelaku” usaha yang berada di luar para
pelaku usaha yang melakukan perjanjian untuk masuk
ke dalam pasar yang sama (pelaku usaha pesaing).-------
Bahwa pembatasan ini dilakukan bagi pelaku usaha
yang tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi
produk yang disertakan atau disyaratkan di luar
produk utamanya dan pada akhirnya pelaku usaha
pesaing ini akan tereduksi perannya karena mendapat
proporsi semakin kecil di pasar bersangkutan dan tidak
menutup kemungkinan akan hilang di pasar.--------------
Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui,
terjadi  jumlah penurunan pengemudi yang
bekerjasama dengan Koperasi Jasa Perkumpulan
Pengusaha Rental Indonesia (PPRI) terjadi penurunan
sejak tahun 2017 sampai dengan 2019. Selain itu,

penurunan jumlah pengemudi juga dialami oleh PT
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CSM Corporatama, yang ditunjukkan pada grafik

sebagai berikut:-------------om

Jumlah Pengemudi Mitra PT CSM Corporatama
Tahun 2016-2109

TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019

f. Bahwa Majelis Komisi sependapat defigan Kesimpulan
Investigator terkait adanya penambahan pembelian
unit kendaraan oleh Terlaporyll ‘pada saat Terlapor I
melakukan moratorium “atau penghentian sementara
penerimaan pendaftaranm,mitra Terlapor [. Hal ini
membuktikan sterdapat peningkatan kemampuan
bersaing Terlapor, II dibandingkan mitra Terlapor I
lainnya. ,Adapun pembelian unit kendaraan periode
tahun 2019 yang disampaikan oleh Terlapor II adalah
sebagai berikut (vide Bukti Terlapor I-Terlapor II-43A,
Terlapor I-Terlapor 11-43B, Terlapor I-Terlapor 1I-43C,
Terlapor I-Terlapor I1-43D): ------—---mmmmmm oo
1) 9 Januari 2019, Toyota Calya 50 (lima puluh) unit. --
2) 8 Februari 2019, Toyota Calya 120 (seratus dua

puluh) unit. - oo

3) 9 Februari 2019, Daihatsu SIGRA 30 (tiga puluh)

9.8.10. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai beberapa
kegiatan yang merupakan praktik diskriminasi yang
dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II telah

mengakibatkan  terjadinya  praktik monopoli dan
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persaingan usaha tidak sehat terhadap mitra non Terlapor

II dan mitra individu.------=-======= == oo

10. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 14 Undang-Undang Nomor S5
Tahun 1999, - e

10.1.

10.2.

10.3.

Bahwa Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur “pelaku usaha
dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha laingfyang
bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk\yeang
termasuk dalam rangkaian produksi barang darhatawsjasa
tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil
pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam _satu rangkaian
langsung maupun tidak langsung, yang. dapati mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan
masyarakat’. ---------------mmmmem—dme Sl
Bahwa unsur-unsur Pasal 14 JU Nomor 5 Tahun 1999 adalah
sebagai berikut: ---------mme-o
10.2.1. Unsur pelaku usaha; -24=------—-—— oo
10.2.2. Unsur perjanjian; --=--------=------mmm oo
10.2.3. Unsur pelaku wsaha lain; ------------=--—cmmmommmmmmm
10.2.4. Unsufr menguasai produksi sejumlah produk;---------------
10.2.5. Ufisur rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu

yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil

pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu

rangkaian langsung maupun tidak langsung; ---------------

10.2.6. Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak

sehat.
Unsur pelaku usaha. —----------——mmmmmmm e
10.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU
Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelaku
usaha adalah setiap orang perorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
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sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam
bidang ekonomi.--------------m-mmcmm
Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara a
quo adalah PT Solusi Transportasi Indonesia yang
merupakan Badan Usaha berbentuk Badan Hukum yang
didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan
usaha dalam mengembangkan, mempromosikany, dan
menyediakan suatu digital platform untuk memfasilitasi
antara penyedia jasa transportasi dengafiypengguna jasa
transportasi yang mencakup kegiatan: pemesanan jasa
transportasi, pembayaran jasa, tramsportasi secara
tunasi dan/atau secara elektronik (cashless), dan
penyelesaian jasa transportasi oleh penyedia jasa
transportasi. PT  Solusigy Transportasi Indonesia
bekerjasama dengansbadan usaha dan/atau badan
hukum penyedia, jasa¥transportasi terkait penggunaan
digital platferm,yang bernama Grab App, sebagaimana
dimaksud| "pada bagian Tentang Hukum butir 1.1
Tentang\ldentitas Para Terlapor. ---------------------mmcmmoo—-
Bahwa “»dengan demikian, unsur pelaku wusaha

terpenuhbi. -------------------- -\ - -+ -\ -\ - -\ \ . . . : e b (i o o

10.4. UnSurpeffanjian. ——------mmmmmmm oo oo oo

10:4. It

10.4.2.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU
Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud perjanjian adalah
suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha
lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak
tertulis. ----------mrr————,—,— , ,—,—,—— — — ———

Bahwa yang dimaksud perjanjian dalam perkara a quo

a. Perjanjian penyediaan jasa yang diubah dan

dinyatakan kembali, yang dibuat oleh Terlapor I dan
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Terlapor II yang ditandatangani oleh orang yang
sama yaitu Stephanus Ardianto Hadiwidjaja selaku
Direktur Terlapor I dan Direktur Terlapor II pada
tanggal 5 Juni 2017. Perjanjian tersebut memuat
hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang
dalam hal ini Terlapor I bertindak sebagai pelaku
usaha platform atau perusahaan penyedia aplikasi
mobile atau piranti lunak yang bernama Grab, App
dengan tujuan untuk menghubungkan‘konstmen
atau pengguna akhir dengan pefigemudi dalam
rangka transportasi ke tujuan tertentu, sedangkan
Terlapor II sebagai pihak yang menyediakan layanan
kendaraan berpengemudi ‘dengan menggunakan
Grab App milik Terlapér I sebagaimana diuraikan
pada butir 7.3.1 di@tas «==--------------—mmmm -

b. Perjanjian lain{ yang, berkaitan dengan perjanjian
antara Terlapor I'dan Terlapor II yaitu perjanjian
kerjasama penyewaan kendaraan untuk penyedia
layanan“kendaraan berpengemudi yang dibuat oleh
Terlapor)II dengan mitra pengemudi, sebagaimana
diuraikan pada butir 7.3.1 di atas. -------------—-—-—moo-—

cay Perjanjian tidak tertulis berupa kesepakatan terkait
program Loyalitas yang dibuktikan dengan surat
pemberitahuan dari Terlapor I kepada mitra
pengemudi Terlapor II, sebagaimana diuraikan pada
butir 7.3.1 di atas. -------—--—--m-—mm
10.4.3. Bahwa dengan demikian, unsur perjanjian terpenuhi. ----
10.5. Unsur pelaku usaha lain. ------=-=—=——= oo
10.5.1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun
2010 yang dimaksud pelaku usaha lain adalah pelaku
usaha yang berada dalam satu rangkaian produksi atau
operasi baik di hulu maupun hilir. Pelaku usaha lain

yang dimaksud dalam perkara a quo adalah PT Teknologi

- 530 -



10.5.2.

10.5.3.

SALINAN

Pengangkutan Indonesia selaku pihak yang melakukan
perjanjian dengan Terlapor I. -----------------cmmmm -
Bahwa PT  Teknologi Pengangkutan  Indonesia
merupakan Badan Usaha berbentuk Badan Hukum yang
menjalankan kegiatan usaha melakukan pengangkutan
penumpang dengan menggunakan mobil penumpang
umum yang melayani angkutan dari pintu ke (pintu
dalam wilayah administratif dan tarif berdasarkan
kesepakatan antara pengguna dengan®, penyedia
angkutan dan melakukan pengangkutan penumpang
dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi
tanda khusus dan dilengkapi denganwargometer yang
melayani angkutan dari pintu ke, pintu dengan wilayah
operasi terbatas, sebagaianal dimaksud pada bagian
Tentang Hukum butir )12/ Tentang Identitas Para
Terlapor. —--—-----——de - -
Bahwa dengan“demikian, unsur pelaku usaha lain

terpenubi. &€ -+

10.6. Unsur menguasai prediksi sejumlah produk. --------------—-ccccee-

10.6.1.

10.6.2.

Bahwa ‘berdasarkan penjelasan Pasal 14 UU Nomor S5
Tabun 1999 yang dimaksud menguasai sejumlah
proeduksi adalah penguasaan serangkaian proses
produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai
hilir atau proses berlanjut atas suatu layanan jasa
tertentu oleh pelaku usaha tertentu. ---------------—-—--o-—
Bahwa penguasaan produksi yang dimaksud dalam
perkara a quo adalah penguasaan jasa angkutan sewa
khusus berbasis teknologi, yang dilakukan oleh Terlapor
I dan Terlapor II. Terlapor I memiliki kegiatan usaha
untuk memberikan layanan penyediaan aplikasi mobile
atau piranti lunak  yang bertujuan untuk
menghubungkan konsumen dengan pengemudi dalam

rangka transportasi ke tujuan-tujuan tertentu,
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sedangkan Terlapor II sebagai operator layanan
kendaraan berpengemudi dan sebagai perusahaan
afiliasi dari Terlapor I (sebagaimana telah diuraikan pada
butir 5 di atas) merupakan pihak yang menjalankan
rangkaian produksi. Dalam hal ini segala kegiatan yang
dilakukan oleh Terlapor I dalam rangka penguasaan
produksi berupa penguasaan jumlah pengemudi di
pasar bersangkutan. ---------------mmmmmmmmmm g
Bahwa oleh karena itu, Terlapor I dan “Terlapor II
terbukti telah mengintegrasikan kedua, produk atau
komponen utama tersebut menjadi, dikuasai oleh
Terlapor I dan Terlapor II dalam pasarfjasa pelayanan
angkutan sewa khusus. ------s—-=8-—8---—-—- o
Bahwa dengan demikiang™unsur menguasai produksi

sejumlah produk terpenuhis------------—--cmmommm -

Unsur rangkaian produksi¢barang dan atau jasa tertentu yang

mana setiap rangkaian “produksi merupakan hasil pengolahan

atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung

maupun tidak langs@angr------------- -

10.7.1.

Unsur rangkaian produksi. ----------=--mmmmmmmmmmmm
a.\ 'Bahwa integrasi vertikal merupakan perjanjian yang
terjadi antara beberapa pelaku usaha yang berada
pada tahapan produksi/operasi dan/atau distribusi
yang berbeda namun saling terkait. Bentuk
perjanjian yang terjadi berupa penggabungan
beberapa atau seluruh kegiatan operasi yang
berurutan dalam sebuah rangkaian produksi. ----------
b. Bahwa rangkaian produksi meliputi dari penyediaan
aplikasi sampai kepada pemberian jasa kepada
penumpang. Adapun pihak-pihak yang terkait
dengan rangkaian produksi tersebut adalah Terlapor
I dalam hal penyedia aplikasi, sedangkan dalam hal

penyediaan kendaraan dan pengemudi merupakan
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rangkaian produksi yang dilakukan oleh Terlapor II
sebagai perusahaan afiliasi dari Terlapor I
(sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 di atas)
maupun perusahaan ASK lainnya sampai dengan
akuisisi layanan oleh penumpang. Dalam rangkaian
produksi ini, penyediaan pengemudi termasuk ¢di
dalamnya pengelolaan pengemudi baik dalam "hal
pemberian sanksi dan reward, dilakukan®, eleh
perusahaan ASK terhadap pengemudinya. Dalam
perkara a quo, pemberian reward {dilakukan juga
oleh Terlapor I kepada pengemudi Terlapor II. Oleh
karenanya pemberian reward “tersebut dilakukan
melalui program Loyalitas “yang tertuang dalam
perjanjian penyediaafi* jasa” yang diubah dan
dinyatakan kembali pada,tanggal 5 Juni 2017. ---------

c. Bahwa produk<{Terlapor I dan produk Terlapor II
merupakan ‘hasil pengolahan atau proses lanjutan
dalam satu, rangkaian tidak langsung dalam jasa
angkutan seéwa khusus berbasis teknologi informasi.--

d. Bahwa dengan demikian, unsur rangkaian produksi
merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan,
baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak
langsung terpenuhi. ---------—-- oo
10:7.2% Unsur barang dan/atau jasa.-------------=---mcmmmmmmmmmm -
a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU
Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan barang
adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,
yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan,

atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU
Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan jasa
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adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan
atau  prestasi yang  diperdagangkan = dalam
masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen
atau pelaku usaha.---------——---mmmmm
c. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara a quo
adalah pelayanan jasa angkutan sewa khusus yang
menggunakan aplikasi Grab (Grab App) di wilayah
Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Makassar.s-<==--
d. Bahwa dengan demikian, unsur barang, danfatau
jasa terpenuhi. ----------omm
Bahwa dengan demikian, unsur rangkaian produksi
barang dan/atau jasa tertentu, ‘yang mana setiap
rangkaian produksi merupakan “hasil pengolahan atau
proses lanjutan, baik dal@m ‘satu rangkaian langsung

maupun tidak langsung terpenuhi. --------—-- - -

10.8. Unsur dapat mengakibatkans persaingan usaha tidak sehat

dan/atau merugikan masyarakat. ---------------cmmommomm

10.8.1.

10.8.2.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU
Nomor 5 Tahufi*1999 yang dimaksud dengan persaingan
usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha
dalam “menjalankan kegiatan produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan
cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat
persaingan usaha. ------------ oo oo
Bahwa tindakan Terlapor 1 yang terlibat dalam
rangkaian produksi penyediaan kendaraan
berpengemudi oleh Terlapor II, serta status Terlapor II
sebagai perusahaan afiliasi dari Terlapor I sebagaimana
diuraikan pada butir 5 di atas, menunjukkan bahwa
benar tindakan Terlapor I yang terlibat dalam rangkaian
produksi merupakan wujud integrasi vertikal karena
tindakan tersebut hanya dilakukan oleh Terlapor I

kepada mitra Terlapor II dan tidak diberikan kepada
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pengemudi di luar Terlapor II, sehingga memberikan
daya saing yang berbeda antara Terlapor II dengan
perusahaan ASK lainnya. Oleh karena program Loyalitas
tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap
keputusan pengemudi bersedia bergabung dengan
Terlapor Il karena dianggap program Loyalitas berupa
pemberian uang untuk membeli mobil merupakan "hal
yang sangat menguntungkan. Hal tersebut dberakibat
persaingan antara Terlapor II dengan perusahaan®ASK
lainnya menjadi tidak sehat. --------------®s- - -
Bahwa dengan demikian, unsur Dapat, Mengakibatkan

Persaingan Usaha Tidak Sehat terpenuhi. -----------------—-

10.9. Bahwa dengan demikian, seluruh unsuryPasal 14 UU Nomor 5

Tahun 1999 terpenuhi.-------——-—- &0 =

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999, ------mmmmmmm s e oo
11.1. Bahwa Pasal 15 ayat (2),UUNo. 5 Tahun 1999 mengatur “Pelaku

11.2.

11.3.

usaha dilarang, membuat perjanjian dengan pihak lain yang

memuat persyaratan bahwa pithak yang menerima barang dan

atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa

lain dart pelaku usaha pemasok ”. -=--==-===-==mmmmmm oo

Bahwasunsur-unsur Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999

adalahrsebagai berikut: -----------mmmm o

11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.

Unsur pelaku usaha; -----------=-—mmmmmm
Unsur perjanjian; —-------------mm oo oo
Unsur pihak lain; --------=--—-mmmm oo
Unsur memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima
barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli

barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.----

Unsur pelaku usaha. —----------——mmmmmmm e

11.3.1.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU

Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelaku
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usaha adalah setiap orang perorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam

bidang ekonomi.-------------- oo mm o f D

11.3.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkarasa
quo adalah PT Solusi Transportasi Indonesia ‘merupakan

Badan Usaha yang berbentuk Badams, Hukum yang
didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan

usaha dalam mengembangkan,, mempromosikan, dan
menyediakan suatu digital platfommyuntuk memfasilitasi

antara penyedia jasa transportasi dengan pengguna jasa
transportasi yang mencakupgskegiatan: pemesanan jasa
transportasi, pembayaran jasa transportasi secara

tunasi dan/atau /secara elektronik (cashless), dan
penyelesaiann _jasa * transportasi oleh penyedia jasa
transportasiy, ““PT  Solusi  Transportasi Indonesia
bekerjasama dengan badan usaha dan/atau badan
hukum penyedia jasa transportasi terkait penggunaan

digital platform yang bernama Grab App, sebagaimana
dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 1.1
Tentang Identitas Para Terlapor. ------------=--cmmmmmmmmmeo

11.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur Pelaku Usaha
terpenuhi. ---------------v e e e e

Id"4. Unsur Perjanjian. ------------mmm oo
11.4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU
Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud perjanjian adalah

suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha

lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak

tertulis. —-----mm
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11.4.2. Bahwa yang dimaksud perjanjian dalam perkara a quo

a. Perjanjian kerjasama penyediaan jasa antara
Terlapor I dan Terlapor Il yang ditandatangani oleh
orang yang sama Yyaitu Stephanus Ardianto
Hadiwidjaja pada tanggal 5 Juni 2017, merupakan
perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor IIfyang
memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Dalam hal ini Terlapor I bertindak sebagai pelaku
usaha yang membuat perjanjian penyediaan jasa
Grab App, sedangkan Terlapor IIfsebagai pihak yang
menerima jasa tersebut, sebagaimana diuraikan
pada butir 7.3.1.-—-—--- o A

b. Perjanjian lain yanggberkaitan dengan perjanjian
antara Terlapor I4dan Terlapor II yaitu perjanjian
kerjasama penyewaan kendaraan untuk penyedia
layanan kendaraan’ berpengemudi yang dibuat oleh
Terlapor( II. dengan pengemudi, sebagaimana
diuraikan pada butir 7.3.1------------mmmmmmrme

c. Perjanjian tidak tertulis berupa kesepakatan terkait
program loyalitas yang dibuktikan dengan surat
pemberitahuan dari Terlapor 1 kepada mitra
pengemudi Terlapor II, sebagaimana diuraikan pada
butir 7.3.1 di atas. -------—--—--m-—mm

d. Bahwa dengan demikian, wunsur perjanjian
terpenuhi.-------------oe e

W¥.5. Unsur Pihak Lain.---------------ccmmrvm oo oo
11.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah pelaku
usaha lain yang mempunyai hubungan vertikal maupun

horizontal yang berada dalam satu rangkaian produksi

dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan

merupakan pesaingnya. --------------mmmmmmm oo
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11.5.2. Bahwa pihak lain yang dimaksud dalam perkara a quo
adalah PT  Teknologi Pengangkutan  Indonesia
merupakan Badan Usaha berbentuk Badan Hukum yang
menjalankan kegiatan usaha melakukan pengangkutan
penumpang dengan menggunakan mobil penumpang
umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu
dalam wilayah administratif dan tarif berdasarkan
kesepakatan antara pengguna dengan qpenyedia
angkutan dan melakukan pengangkutan penumpang
dengan menggunakan mobil penumpang vang diberi
tanda khusus dan dilengkapi dengan ,argometer yang
melayani angkutan dari pintu ke, pintusdengan wilayah
operasi terbatas, sebagaimanma dimaksud pada bagian
Tentang Hukum butir ¢1%2 “Tentang Identitas Para
Terlapor. ---------mm o o e

11.5.3. Bahwa dengan demikian;wunsur Pihak Lain terpenuhi. ---

11.6. Unsur memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang
dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau
jasa lain dari pelaktnusaha pemasok. -------------mmmommmmmm

11.6.1. Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan dugaan
pelanggaran terkait unsur barang dan atau jasa tertentu
(tying product) dan unsur barang dan atau jasa lain (tied
product) sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan
Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator. -------------------

11.6.2. Bahwa dengan demikian, unsur memuat persyaratan
bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa
tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa

lain dari pelaku usaha pemasok tidak terpenuhi.----------

12. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999, ------mmmmmmm oo oo
12.1. Bahwa Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 mengatur “Pelaku

usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik
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maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan

usaha tidak sehat berupa: d. melakukan praktek diskriminasi

terhadap pelaku usaha tertentu”.

Bahwa unsur-unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999

adalah sebagai berikut: --------—-m—m e

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

Unsur pelaku usaha; -----------=-=———mmmmmmmmmm e
Unsur pelaku usaha lain; ------------—---mmmmmmmma- Dbt -
Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan;*baik
sendiri maupun bersama-sama, berupaén(d)imelakukan
praktik diskriminasi terhadap pelaku‘usaha tertentu; -----
Unsur dapat mengakibatkan, “terjadinya praktek

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.----------

Unsur pelaku usaha. -------------- @0 b o o

12.3.1.

12:3.2%

Bahwa berdasarkan XKetentuan Pasal 1 angka 5 UU
Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelaku
usaha adalah ‘setiap¥orang perorangan atau badan
usaha, baik yang® berbentuk badan hukum yang
didirikan ‘dan ‘berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri “maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam
bidang ekonomi.---------==-— oo
Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara a
quo adalah PT Solusi Transportasi Indonesia merupakan
Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum yang
didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan
usaha dalam mengembangkan, mempromosikan, dan
menyediakan suatu digital platform untuk memfasilitasi
antara penyedia jasa transportasi dengan pengguna jasa
transportasi yang mencakup kegiatan: pemesanan jasa
transportasi, pembayaran jasa transportasi secara

tunasi dan/atau secara elektronik (cashless), dan
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penyelesaian jasa transportasi oleh penyedia jasa
transportasi. PT  Solusi Transportasi Indonesia
bekerjasama dengan badan usaha dan/atau badan
hukum penyedia jasa transportasi terkait penggunaan
digital platform yang bernama Grab App, sebagaimana
dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir Ilal
Tentang Identitas Para Terlapor. ------------------m—- oo __c
Bahwa dengan demikian, unsur pelaku, “usaha

terpenuhbi. ------------------ - 0 c e c e e e . o BT

12.4. Unsur pelaku usaha lain. ---------------mcmmmmme e e

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

Bahwa yang dimaksud dengan pelaklt usaha lain adalah
pelaku wusaha yang mempunyai yhubungan vertikal
maupun horizontal yang beradaidalam satu rangkaian
produksi dan distribusi baik dithulu maupun di hilir dan
bukan merupakan pesaingnya..---------------------m-cmmom—-—-
Bahwa pelaku usaha lainyyang dimaksud dalam perkara
a quo adalah PI/ Teknologi Pengangkutan Indonesia
merupakan Badan Usaha berbentuk Badan Hukum yang
menjalankan, Kegiatan usaha melakukan pengangkutan
penumpang ) dengan menggunakan mobil penumpang
umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu
dalam wilayah administratif dan tarif berdasarkan
késepakatan antara pengguna dengan penyedia
angkutan dan melakukan pengangkutan penumpang
dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi
tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang
melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah
operasi terbatas, sebagaimana dimaksud pada bagian
Tentang Hukum butir 1.2 Tentang Identitas Para
Terlapor. —------- - oo s
Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha lain

terpenuhbi. ---------------- - -\ - i e e e e e o e e o e e e e

- 540 -



SALINAN

12.5. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri

maupun bersama-sama, berupa: (d) melakukan praktik

diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.------------------———————-

12.5.1.

12.5.2.

12.5.3(

12.5.4.

Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun
2011 salah satu unsurnya adalah terdapat satu atau
beberapa kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan
secara terpisah atau beberapa kegiatan sekaligus(yang
ditujukan untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing.&==--
Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomox, 3 Tahun
2011 praktik diskriminasi terhadap ¢pelaku” usaha
tertentu merupakan penentuan perlakuan dengan cara
yang berbeda mengenai persyaratan“pemasokan atau
persyaratan pembelian barang ‘dam/atau jasa (tanpa
adanya justifikasi). Praktik (¢ diskriminasi diartikan
sebagai perbuatan yang tidak mempunyai justifikasi
secara sosial, ekornomi, ‘teknis, maupun pertimbangan
efisiensi lainnya., Praktik diskriminasi harus memiliki
dampak menyebabkan persaingan usaha yang tidak
sehat baik 'di Tevel horizontal (di pasar pelaku praktek
diskriminasi) dan atau di level vertikal (di pasar korban
praktek diskriminasi.-----------==-=-- - mmm
Bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti bersama-sama
membuat kesepakatan untuk melakukan kegiatan
usaha di bidang jasa angkutan sewa khusus, yang
dalam hal ini Terlapor I bertindak sebagai penyedia
aplikasi mobile atau piranti lunak yang bernama Grab
App dan Terlapor II bertindak sebagai penyedia layanan
kendaraan berpengemudi pada angkutan sewa khusus,
serta perjanjian lain yang terkait dengan perjanjian
tersebut. ------m-mmm
Bahwa dalam perjanjian tersebut, terbukti Terlapor I
telah melakukan tindakan baik sendiri maupun

bersama-sama dengan Terlapor II untuk menyingkirkan
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pelaku usaha pesaing Terlapor II, yang mengakibatkan
terjadinya hambatan persaingan dalam penyediaan jasa
angkutan sewa khusus. Terlapor I telah melakukan
diskriminasi kepada mitra non Terlapor II dan/atau
Terlapor I telah memberikan perlakuan istimewa kepada
Terlapor II sebagai perusahaan afiliasi, yaitu sebagai
berikut: -------- P2 O
a. Terlapor I memberikan skema perhitungan insentif
yang berbeda antara mitra Terlapor II demgan“mitra
individu dan mitra non Terlapor II.--<&s- -2 -2
b. Terlapor I memberikan sistem inSentif yang berbeda
antara mitra Terlapor II dengan mitra‘individu.---------
c. Terlapor I dan Terlapor II, membuat perjanjian yang
didalamnya memuat program Loyalitas.------------------
d. Terlapor I dan Terlapor dlimembuat promosi produk
melalui konten ¥ideo. ----------—-- oo
e. Terlapor I dan/Terlapor II membuat program order
Prioritas) -—as— - oo
f. Terlaporal memberikan perbedaan perlakuan kepada
Terlapor Il untuk open suspend terhadap kendaraan
mitra Terlapor II yang dikenakan sanksi suspend. -----
Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau
béberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama, berupa:
(d) melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku

usaha tertentu terpenuhi. ----------—--- -

1246. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan

atau persaingan usaha tidak sehat.----------------m oo

12.6.1.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU
Nomor S5 Tahun 1999, praktik monopoli adalah
pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih
pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya

produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa
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tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak
sehat yang dapat merugikan kepentingan umum. ----------
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU
Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat
adalah persaingan antar pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran
barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan caraftidak
jujur atau melawan hukum atau menghambat
persaingan usaha. --------------mmmmmmm W
Bahwa adanya tindakan praktik diskciminasi yang
dilakukan oleh Terlapor I terhadap mitra non Terlapor II
sebagaimana diuraikan padag, butins 9.8 di atas
mengakibatkan terjadinya psaktik Wymonopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat.-+--------—------oo -
Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan
terjadinya praktek 4nonopoli dan atau persaingan usaha

tidak sehat terpenuhi. <--------------------——- -+

13. Tentang Fakta Lain. ---==8s-- o8 oo oo

Bahwa Majelis Komisi, menilai fakta-fakta lain yang ditemukan atau

terjadi selama proses persidangan, yaitu: -----------------------cmmmm

1.

Tentang (sikap, Terlapor I yang tidak kooperatif dalam proses
persidangan™ karena tidak hadir memenuhi panggilan sidang
pemeriksaan Terlapor dan tidak menyampaian data dan atau
dokumen yang diminta oleh Majelis Komisi; ---------------=----cmmmmme-
Tentang contemp of court yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Para
Terlapor selama proses persidangan; ----------=--=-=--——mmmmmmmmmmm—
Tentang kerjasama kemitraan antara Terlapor II dengan mitra
PENGEMUAI; - - m oo
Tentang program kepemilikan unit kendaraan Terlapor II melalui
program loyalitas; -----------m oo
Tentang moratorium penerimaan pengemudi baru oleh Terlapor I; ---

Tentang kuota angkutan sewa khusus; ----------------------mcce
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7. Tentang perubahan perilaku Para Terlapor selama proses
persidangan; --------------mmmmm

8. Tentang terjadinya pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19).-

13.1. Tentang sikap Terlapor I yang tidak kooperatif dalam proses
persidangan karena tidak hadir memenuhi panggilan sidang
pemeriksaan Terlapor dan tidak menyampaian data danatau
dokumen yang diminta oleh Majelis Komisi.----------------=8-—-2-————
Bahwa sikap Terlapor dinilai tidak kooperatif @alam proses
persidangan karena: -----------------mmcmmmme R
13.1.1.Terlapor I menolak hadir dalam persidangan.-----------------

a. Bahwa Majelis Komisi melalui, Panitera telah
mengirimkan Surat Pemberitahuan Nomor
196/AK/KMK-PPL/III/2020, *, Nomor 197/AK/KMK-
PPL/III/2020, danyNemer 198 /AK/KMK-PPL/III/2020
pada tanggal 2.Maret 2020 kepada Terlapor I, Terlapor
II, dan Kuasa®WHukum Para Terlapor, serta Surat
Panggilan “Nomor 186/KPPU/MK-PPL/III/2020 dan
Nomoér 189/KPPU/MK-PPL/III/2020 pada tanggal 2
Mazet “ 2020 kepada Terlapor I dengan agenda
pemeriksaan Terlapor I yang dijadwalkan pada tanggal
10 Maret 2020 dan kepada Terlapor II dengan agenda
pemeriksaan Terlapor II pada tanggal 11 Maret 2020
(vide Bukti A200, A201, A204, A205, A208). --------------

b. Bahwa selanjutnya dalam persidangan pada tanggal 3
Maret 2020, Kuasa Hukum Para  Terlapor
menyampaikan permohonan perubahan jadwal atas
pemeriksaan terhadap Para Terlapor, yakni agar
dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor [ pada
tanggal 11 Maret 2020 dan Terlapor II pada tanggal 10
Maret 2020, dengan alasan pihak yang mewakili
Terlapor Il pada tanggal 11 Maret 2020 berhalangan
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hadir dikarenakan tugas dari perusahaan yang sudah
dijadwalkan sebelum adanya pemberitahuan dari
KPPU (vide Bukti T1.18). -----------mmmmmmmmmmm e
Bahwa dengan mempertimbangkan alasan
permohonan tersebut, Majelis Komisi melalui Panitera
mengirimkan Surat Panggilan Nomor 197 /KPPU/MK-
PPL/III/2020 dan Nomor 198 /KPPU/MK-
PPL/III/2020 pada tanggal 4 Maret 2020, kepada
Terlapor I dan Terlapor II terkait agenda pemeriksaan
Para Terlapor (vide Bukti A210 dan A232). +---=----------
Bahwa setelah selesai dilakdkan ' pemeriksaan
terhadap Terlapor II pada tanggalwlO Maret 2020,
Majelis Komisi memberitahukan “agar Terlapor I hadir
dalam pemeriksaan pada ‘tanggal 11 Maret 2020
sesuai dengan jadwal yang diminta oleh Kuasa
Hukum Terlapor 4I, \,namun dalam persidangan
tersebut Kuasa/ Hukum Terlapor I meminta agar
Majelis Komisi dapat menerima keterangan yang
sudah ‘dibefikan oleh Iki Sari Dewi sebagai Saksi
dalam, persidangan sebelumnya dan dapat dianggap
sebagai keterangan Terlapor I dalam persidangan (vide
&¥kti B67). -~ oo oo oo oo
Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020
Majelis Komisi membuka sidang yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Investigator dan satu
orang Kuasa Hukum Para Terlapor dengan agenda
pemeriksaan Terlapor I, namun Terlapor I tidak hadir
memenuhi panggilan sidang (vide Bukti B68).------------
Bahwa pada sidang tersebut Kuasa Hukum Terlapor I
menyampaikan surat Nomor
0503/2020/0679.1/HP&P tanggal 11 Maret 2020
yang menyatakan pada pokoknya seluruh keterangan

atau pembelaan dari Terlapor I berlaku sepenuhnya
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sebagai keterangan dan/atau pembelaan dari Terlapor
I sehingga dapat digunakan sebagai keterangan
dan/atau pembelaan atas pemeriksaan pelaku usaha

dalam persidangan tanggal 11 Maret 2020 (vide Bukti

Bahwa Majelis Komisi menilai keterangan Iki Sari
Dewi sebagai Saksi tidak dapat diubah ménjadi
keterangan Terlapor karena keterangan ¢ tersebut
merupakan alat bukti yang berbeda. Oleh“karena itu,
pernyataan Kuasa Hukum Terlapor I @gariketerangan
Saksi Tki Sari Dewi berlaku sebagai keterangan atau
pembelaan dari pelaku usaha ‘adalah pemahaman
yang keliru dalam memahami ‘antara pemeriksaan
Saksi dengan pemeriksaan Terlapor. -----------------------
Bahwa pada persidangans tanggal 12 Maret 2020
dengan agenda pemeriksaan alat bukti, Kuasa Hukum
Terlapor I menyampaikan Surat Nomor
0509/2020/067971 /HP&P tanggal 12 Maret 2020
yang .menyatakan bahwa keterangan dari Terlapor I
telaln, \disampaikan sejak proses penyelidikan,
disampaikan dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan
Pelanggaran, disampaikan melalui pemeriksaan Saksi
Iki Sari Dewi, dan juga dalam Kesimpulan, yang
seluruhnya berlaku sebagai keterangan Terlapor I
dalam persidangan. Selain itu, apabila diperlukan
untuk pemeriksaan ulang terhadap Terlapor I, maka
telah disetujui untuk mengajukan Saudara Wahyu D.
Setiawan untuk diperiksa dan didengar keterangan
sebagai Terlapor I (vide Bukti T1.22).-----------mmmmmmmev
Bahwa Majelis Komisi menilai pengajuan Saudara
Wahyu D. Setiawan sudah melebihi dari jadwal
pemeriksaan yang sudah diagendakan oleh Majelis

Komisi, serta tidak dalam dalam kapasitas untuk
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mewakili Terlapor [ sebagai pelaku usaha. Oleh
karena itu, Majelis Komisi menilai Terlapor I tetap
menolak untuk hadir dan diperiksa sebagai Terlapor
dalam perkara a quo (vide Bukti B68). ----------—--—-ceo—-
13.1.2.Terlapor I tidak menyampaikan data dan/atau dokumen
permintaan dari Majelis Komisi. ------------=--mmmmmmmmmmmge -
a. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 sételah
pemeriksaan Saksi City Manager Grab Makassar
selesai dilaksanakan, Majelis Komisi menjelaskan
mengenai permintaan data dan/atauy, dokumen
kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk memudahkan
bagi Majelis Komisi dalam memutusdperkara a quo.
Selanjutnya penjelasan gerkait, permintaan data
dan/atau dokumen tersébut telah disampaikan secara
resmi melalui melalui Surat Permintaan Dokumen
Perkara Nomor 13/KPPU-1/2019 tanggal 11 Februari
2020 dengan Nomori129/AK/KMK-PL/II/2020 kepada
Terlapor (I .dan® Nomor 130/AK/KMK-PL/II/2020
kepada Terlapor II (vide Bukti A186 dan A187). ----------

b. Bahwa Majelis Komisi melalui Panitera telah
mengirimkan Surat Pemberitahuan Jadwal Sidang
Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 dengan Nomor
196 /AK/KMK-PPL/III/2020, Nomor 197/AK/KMK-
PPL/III/2020, dan Nomor 198/AK/KMK-PPL/III/2020
pada tanggal 2 Maret 2020 kepada Terlapor I, Terlapor

II, dan Kuasa Hukum Para Terlapor, serta Surat
Panggilan dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti
Nomor 187/KPPU/MK-PPL/III/2020 kepada Terlapor I
dan Nomor 190/KPPU/MK-PPL/III/2020 kepada
Terlapor II yang telah diagendakan pada hari Kamis,
tanggal 12 Maret 2020. Namun, pada agenda sidang
tersebut Para Terlapor hanya memberikan sebagian

dari data dan/atau dokumen yang diminta oleh
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Majelis Komisi (vide Bukti A200, A202, A204, A206,

Bahwa Majelis Komisi menilai telah cukup waktu bagi
Para Terlapor untuk mempersiapkan data dan/atau
dokumen sejak awal Majelis Komisi menyampaikan
permintaan sampai dengan tanggal sidang dengan
agenda pemeriksaan alat bukti. -------------------- &=
Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilaiisikap
Para Terlapor yang tidak menyampaikan “data
dan/atau dokumen sebagaimana permintaan Majelis
Komisi, telah menghambat proses  pemeriksaan
terhadap perkara a quo. -------z=--=s-E=fr oo
Bahwa bertolak pada hal tersebut di atas, pada
agenda sidang tanggal O*Maret 2020 atas permintaan
Majelis Komisi terkait dengan data dan/atau dokumen
yang harus disérahkan oleh Para Terlapor, Kuasa
Hukum Para Terlapor menyampaikan tembusan Surat
Nomor 03501/2020/0679.01/HP&P tanggal 5 Maret
2020_yang,disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi
Rl mengenai permohonan penjelasan terkait Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 tanggal
20 September 2017 kepada Majelis Komisi. ---------------
Bahwa Majelis Komisi menilai terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV /2016 tanggal
20 September 2017 tersebut menjelaskan pada
pokoknya mengenai:-----------=---=---mmmmmmmmmm oo
1) Frasa “pihak lain” dalam Pasal 22, Pasal 23, dan

Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 bertentangan

dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

tidak dimaknai selain “dan/atau pihak yang

terkait dengan pelaku usaha lain”. -----------------—-—-
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2) Frasa “penyelidikan” dalam Pasal 36 huruf c,
huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat

(1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999
bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai pengumpulan alat bukti
sebagai bahan pemeriksaan. ----------------—--£--_ =

g. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi, menilai
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016
tanggal 20 September 2017 tersebut, di, dalamnya
tidak mempermasalahkan dan/atau, ‘bahkan tidak
mencabut kewenangan Komisi, dalam’ hal ini adalah

Majelis Komisi Perkara o Nomor 13/KPPU-I/2019

1) Melakukan pemériksaan terhadap kasus dugaan
praktik monopeli ydan/atau persaingan usaha
tidak sehat/ pertkara a quo yang merupakan
perkara inisiatif. ---------------mmmm

2) Menyimpulkan hasil pemeriksaan tentang ada
atau ‘tidak adanya praktik monopoli dan/atau

persaingan usaha tidak sehat dalam perkara a

3) Meminta keterangan dari instansi Pemerintah
dalam kaitannya dengan pemeriksaan terhadap
pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran
perkara a quoO. -—---=-=-=—mm oo

4) Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat,
dokumen, atau alat bukti lain yang berguna untuk
pemeriksaan. ----------m oo mm

h. Bahwa hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan

dalam ketentuan Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1999

huruf b, tugas Komisi yaitu melakukan penilaian

terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku
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usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat,
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan
Pasal 24.------—-----omr oo

i. Bahwa kemudian kewenangan Komisi dalam hal ini
Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-1/2049
dikuatkan dalam ketentuan Pasal 41 UU Nomor_ 35
Tahun 1999, yang mengatur sebagai berikutiq---=s-4==--

1) Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang dipériksa
wajib menyerahkan alat bukti yangidiperlukan

dalam penyelidikan dan/ataufpemeriksaan. --------

2) Pelaku wusaha dilarang, ‘menolak diperiksa,
menolak memberikanginformasi yang diperlukan

dalam penyelidikap®dan/atau pemeriksaan, atau
menghambat prosess penyelidikan dan/atau
pemeriksaan, - b m oo

3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh
Komisi diserahkan kepada penyidik untuk
dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan

Wy Werlaku, -------------om o

j- ‘Bahwa dengan demikian terhadap ketentuan tersebut,
Majelis Komisi berwenang untuk menyerahkan
kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku apabila terdapat
pelanggaran di dalamnya, yaitu dalam hal pelaku
usaha menolak diperiksa, menolak memberikan
informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan, atau
menghambat proses pemeriksaan.------------------—--—--—-
13.2. Tentang perilaku contempt of court yang dilakukan oleh Kuasa
Hukum Para Terlapor selama proses persidangan.--------------------
Bahwa sikap Kuasa Hukum Para Terlapor dinilai sebagai

perilaku yang dikategorikan sebagai contempt of court
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sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP),

yaitu sebagai berikut: -----------mmmmm

13.2.1.Bahwa Kuasa Hukum Para Terlapor tidak menghormati

kedudukan Majelis Komisi dengan merendahkan

kewibawaan serta kehormatan Majelis Komisi. ---------------

a.

Bahwa pada pemeriksaan Saksi City Manager Grab
Makassar tanggal 7 Februari 2020, Kuasa Hukum
Para Terlapor bersikap tidak menghormati kedudukan
Majelis Komisi dengan tetap melanjutkan ‘pertanyaan
kepada Saksi, meskipun Majelis¢yKomisi telah
memperingatkan Kuasa Hukum Para, Terlapor untuk
tidak melanjutkan pertanyaangerhadap hal yang telah
dinyatakan tidak diketahuisoleh, Saksi, sebagai berikut
(vide Bukti BS8): --—---- - %

- Majelis Komisi : “KalausSaksi tidak tahu, tidak perlu
menjawab.”

- Kuasa Hukum Terlapor : “Karena ada pernyataan
“hampir sdma”, maka kami tanyakan lebih lanjut
bagian éqmanasyang sama. Jadi, tahu tidak tahu
biarkan'Saksi yang menjawab dan jawaban tersebut
selanjutnya dapat dinilai.”

- Majelis Komisi : “Kami menilai Saksi tidak tahu,
makapertanyaan Kuasa Hukum tidak relevan untuk
ditanyakan.”

-WKuasa Hukum Terlapor : “Kalimat ‘hampir sama’,
berarti Saksi mengetahui.”

- Majelis Komisi : “Saksi menjawab tidak tahu. Jangan
mempersulit ya.”

- Kuasa Hukum Terlapor : “Saya tidak mempersulit.
Saya akan tanyakan ke Saksi, apakah betul ada
kalimat ‘hampir sama’ sebelumnya.”

- Majelis Komisi : “Karena Saksi tidak tahu, maka
saya nilai pertanyaan tersebut tidak dapat diajukan
ke Saksi, kecuali Saksi tahu.”

- Kuasa Hukum Terlapor : “Bolehkah kami rincikan
satu persatu jenis trainingnya apa saja?”

- Majelis Komisi : “Bagi saya tidak perlu, karena Saksi
tidak mungkin menjawab hal yang ia tidak tahu.
Silakan ganti pertanyaan lain.”

- Kuasa Hukum Terlapor : “Kami keberatan Majelis. Ini
hak saya untuk bertanya, mengapa dibatasi. Karena
ada kalimat “hampir sama” kalau Saksi menjawab
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tidak tahu sagja, tidak akan saya tanyakan lebih
lanjut. Setelah saya bertanya dan Saksi menjawab
barulah Majelis yang menilai apakah training yang
dimaksud dikategorikan “hampir sama” atau tidak.
Menurut pandangan kami seperti itu. Kami
keberatan Majelis dan tetap akan bertanya, karena
ini sangat penting untuk pembelaan kami.”

- Majelis Komisi : “Tolong dicatat bahwa sikap Kuasa
Hukum Terlapor terhadap Majelis Komisi dinilai
tidak  menghormati, karena  Majelis sudah
menyatakan Saksi tidak tahu, maka seharusnya
tidak perlu ditanyakan lebih lanjut.”

b. Bahwa pada pemeriksaan Ahli Prof. Ningrum Natasya
Sirait tanggal 19 Februari 2020, terdapat pernyataan
Kuasa Hukum Para Terlaper ‘yang merendahkan
kehormatan dan kewibawaany Majelis Komisi, yang
dikutip sebagai berikut (vide Bukti B61): ----------------—-

- “Saya tidak menuduh. Ibu paham hukum acara atau
tidak? Karenad Saksi“yang lalu menyatakan hal
tersebut, makavSaya menanyakan ke Ahli selaku
Ahli Hukum Persaingan Usaha...”

- “Ibu jangan ‘menghalangi, seolah Ahli diarahkan
untuk tidak, menjawab. Saya ini pengacara 36
tahun, paham hukum acara.”

- “Saya’ menyatakan ke Ahli terkait layak-tidaknya
perkara ini untuk disidangkan. Soal bapak-bapak
takut itu hal yang lain.”

132.2yBahwa Kuasa Hukum Para Terlapor dalam persidangan
yang terbuka untuk umum dan diliput oleh media, telah
menyampaikan informasi yang tidak berdasar dan tidak

dapat diakui kebenarannya, serta informasi tersebut
adalah informasi yang bukan terkait substansi perkara.----

a. Bahwa pada pemeriksaan Saksi Iki Sari Dewi tanggal

9 Januari 2020, Kuasa Hukum Para Terlapor dalam
pertanyaan yang diajukan kepada Saksi, menyatakan

terdapat permintaan Rp2,5 Milyar (dua milyar lima

ratus juta rupiah) dari oknum mantan Investigator

KPPU yang berjanji membuat perkara a quo tidak
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dilanjutkan di persidangan dan mengaku bagian dari
kantor Konsultan Hukum, yang dikutip sebagai
berikut (vide Bukti B36): -------------mmmmm

- “Apakah sebelum Oktober 2018 apakah ada rapat
antar pimpinan Grab terkait permintaan 2,5 M dari
oknum mantan Investigator KPPU yang berjanji bisa
membuat perkara ini tanpa sidang dan mengadku
bagian dari kantor konsultan hukum _yang
dibelakang ada oknum KPPU?”

Bahwa pada pemeriksaan Ahli Prof. Ningrum Natasya
Sirait tanggal 19 Februari 2020, Kuasa,Hukum Para
Terlapor dalam pertanyaan yang diajukan kepada
Ahli, sekali lagi menyatakanqterdapat oknum yang
meminta dana Rp2,5 Milyar (dua milyar lima ratus
juta rupiah) ke Terlapor _agar perkara a quo tidak
dilanjutkan di persidangan dan informasi tersebut
merupakan informasi yang sudah menjadi rahasia
umum, yang dikutip 'sebagai berikut (vide Bukti B61):--

- “SebagaiAhli, apakah pernah mendengar banyak
“calo?wataw konsultan di luar karena permintaan
tidak dipenuhi, maka kasusnya dilanjutkan?”

- oIninsangat relevan kami tanyakan ke Ahli karena
ada penyataan Saksi fakta dalam persidangan yang
mendengar ada permintaan dana 2,5 M ke klien
kami yang dilakukan oleh konsultan yang
mempunyai orang dalam KPPU. Informasi ini sudah
menjadi rahasia umum. Atas pernyataan Saksi
Fakta kemarin, Majelis juga tidak berkata apapun.”

Bahwa di hadapan media, Kuasa Hukum Para
Terlapor kembali memberikan pernyataan atau
informasi yang tidak dapat diakui kebenarannya,
yaitu sebagai berikut: ------------------- o
1) Dikutip dari laman website Media CNN Indonesia

(m.cnnindonesia.com) pada tanggal 10 Januari

2020 dengan judul “Hotman Paris Ungkap
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Permintaan Suap Eks Pegawai KPPU di Kasus
Grab”, yaitu sebagai berikut: ----------------------o

- “Hotman mengungkap kliennya ditawarkan
“jalan keluar” seharga Rp 2,5 miliar.”

- “Pada persidangan terbuka yang dipimpin oleh
Dinnie Melanie tersebut, Hotman menyatakan
dugaan “penawaran” ini disampaikan pada saat
rapat pimpinan Grab Indonesia. Meski telah
memiliki informasi tersebut sejak lama namun
dia belum bisa membuka kasus tersebut.

- “kalau ada buktinya saya sudah langsung bawa
ke KPK, saya tidak pernah takut. Saya hati-hati
dan bertanggung jawab, saya tidak ‘sembarang
fitnah” katanya dalam persidangaritersebut.

- “saya enggak bisa katakan stapa ‘eknum itu dan
dia bukan oknum yang mdsih,bekerja disini. Dia
(oknum) mantan tapi, ‘mempunyai hubungan
khusus dengan orangydalam?’ katanya.

Dikutip dari kanalyYéutube milik Berita Satu pada
tanggal 10 Januari 2020, Kuasa Hukum Para
Terlapor K&embali® memberikan pernyataannya,
yaitu sebagaiberikut: -----------------mmm -

- “Menghimbau kepada DPR Komisi IIl agar segera
dirobah Undang-Undang tentang KPPU karena
ketidakadilannya sangat besar karena mengarah
ke otorites, dia yang menyidik, dia yang
menyelidiki, dia yang memutus, ya otomatislah.
Ibaratnya begini, anak buah saya melakukan
pembelaan pasti akan saya dukung anak buah
saya. Masalahnya begini sanksi yang menurut
Undang-Undang terhadap pengusaha-pengusaha
itu puluhan milyar, minimum 25 M, bahkan ada
sampai 50 M loh, tentu itu bisa menimbulkan
akibat yang  pengusaha-pengusaha  yang
berpikiran pendek ngapain gua capek-capek
bersidang 80 M, ya cincailah, yang mantan-
mantan calo tadi itu akan bergerak dan mantan-
mantan yang pernah bekerja di KPPU bergerak
jadi calo dan sudah gossip.”

Dikutip  dari  postingan akun  Instagram
“@hotmanparisofficial’ milik Hotman Paris Hutapea

pada tanggal 15 Februari 2020, Kuasa Hukum
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Para Terlapor memberikan pernyataan yaitu
sebagai berikut:------------------ -

- “Ayok semua pejabat terkait benahi Komisi
Pengawas Persaingan Usaha KPPU! Audit semua
kasus yg tdk dibawa kepersidangan dan kasus
yang memenangkan pengusaha! Investor asing
mengeluh dan protes! Lembaga mana yang
berani undang hotman bahas ini.”

4) Dikutip dari kanal Youtube milik KOMPASTVipada
tanggal 19 Februari 2020, Kuasa Para Terlapor
memberikan pernyataan yaitu sebagai berikut: ------

“Tapi yang mutus juga Majelis' Hakim yang
adalah anak buahnya yangynemeriksa, anehnya
lagi Majelis Komisioner “atau Hakim boleh
mengajukan saksi untuk memperkuat tuduhan si
Investigator, ya mngapainy capek-capek sidang,
putus aja langsung,hitu saya tidak mengerti,
itulah yang menimbulkan ada sesuatu sehingga

orang ini sudah, menjadi suatu rahasia umum
nih.”

d. Bahwa Majelis, Komisi menilai pernyataan-pernyataan
sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah
pernyataan atau informasi yang tidak berdasar dan
tidak “dapat diakui kebenarannya, karena selama
proses persidangan Kuasa Hukum Para Terlapor tidak
dapat menunjukkan bukti kebenaran atas dugaan
tersebut. ------------- v e oo

e. Bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Para Terlapor
telah menyebabkan character assassination bagi
Institusi KPPU RI yang merupakan satu-satunya
Lembaga yang diberi kewenangan oleh Negara
Republik Indonesia wuntuk menegakkan hukum
persaingan usaha di Indonesia. -----------------cmmcmmmo -

f. Bahwa selain itu, Kuasa Hukum Para Terlapor dalam
persidangan tidak menghormati profesi masing-

masing pihak yang ada di dalam ruang persidangan. ---
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Bahwa beberapa kali yang terjadi dalam persidangan,
Kuasa Hukum Para Terlapor berbicara dengan Majelis
Komisi dengan panggilan tidak hormat, yang dikutip
sebagai berikut: -----------m o

“Saya tidak menuduh. Ibu paham hukum acara atau
tidak? Karena Saksi yang lalu menyatakan hal
tersebut, maka saya menanyakan ke Ahli selakw
Ahli Hukum Persaingan Usaha.”

- “Ibu jangan menghalangi, seolah ahli diarahkan
untuk tidak menjawab. Saya ini pengaeara, 36
tahun, paham hukum acara.”

- “Kami hanya minta jawaban, _kenapa ketua
magjelisnya diganti padahal kami, »memohon
pergantian anggota majelis yaitu, Bapak Guntur
Saragih tanpa pemberitahuarizke, kami, sedangkan
Pak Guntur masih berbicara di'media massa.”

Bahwa pada pemeriksaan "Saksi Ade Jaha Utama
tanggal 4 Desember'2019,/Saksi merasa pertanyaan-
pertanyaan Kuasas Hukum Para Terlapor telah
merendahkan  profesi Saksi sebagai pengemudi taksi
online, yang dikutip sebagai berikut (vide Bukti B15):---

- “Saya merdasa bahwa profesi driver online ini merasa
direndahkan dari pertanyaan yang diajukan oleh
Kuasa Hukum padahal kami berusaha, memang
diantara kami ada yang nakal tetapi semestinya
pertanyaan yang mengeneralisir tidak keluar.”

Bahwa pada pemeriksaan Saksi Sarma Hutajulu
anggota DPRD Periode 2014-2019 tanggal 19
Desember 2019, Saksi merasa terintimidasi atas
pertanyaan-pertanyaan Kuasa Hukum Para Terlapor
serta beberapa pernyataan yang mempengaruhi
psikologis Saksi dalam memberikan keterangan, yang
dikutip sebagai berikut (vide Bukti B30): ------------------

- Sarma Hutaqjulu : “Saya rasa kehadiran saya disini
untuk menjawab pertanyaan, tetapi jika saya
merasa di intimidast di ruangan ini maka saya akan
keluar dari persidangan ini. Karena yang terjadi
sudah jelas bahwa ada dugaan penipuan, maka
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kami akan minta kepada pihak Kepolisian untuk
menyelidiki. Saya rasa itu sudah clear, saya rasa
Kuasa Hukum hanya mencari-cari masalah.”

- Sarma Hutaqjulu : “Saya merasa ada intimidasi dari
Terlapor lewat suara keras dan pernyataan-
pernyataan yang menurut saya tidak perlu
dilakukan, dan saya merasa keberatan mohon untuk
dicatat oleh Panitera. Karena ada beberapa
statement yang mempengaruhi psikologis saya
dalam memberikan keterangan.”

Bahwa pada pemeriksaan Ahli Magtin “\Daniel
Siyaranamual tanggal 3 Maret 2020, Kuasa, Hukum
Para Terlapor telah menyerang integritas®Ahli dalam
memberikan keterangan sesuai Keilmuan yang dimiliki
Ahli, yang dikutip sebagai berikut (vide Bukti B64): -----

- Kuasa Hukum Terlapor. : “Saudara jangan mengada-
ada, semua orang tahusbahwa aplikasi itu suatu
kebutuhan mutlakt”

- Kuasa Hukum Terlapor»: “Karena jawaban Ahli jujur
akan menguntungkan kami, Ahli tahu itu. Semua
masyarakattahu bahwa dengan adanya aplikasi itu
tarif yamg dibayarkan lebih murah dan itu
menguntungkan masyarakat. Berdosa kita kalau
tidak mengakui itu.”

- Ahliy: “Saya bukan Ahli hukum. Saya Ahli ekonomi,
saya tidak tahu pasal per pasal dan penjelasannya.”

-wKuasa Hukum Terlapor : “Sebagaimana kita ketahui
bahwa persidangan kita ini di KPPU, jadi sudah
sangat jelas jika Ahli yang dihadirkan seharusnya
terkait persaingan usaha.”

- Majelis Komisi : “Satu hal yang bisa dijelaskan,
bahwa kadang kita bisa mengundang Ahli untuk
menjelaskan terkait bidang industri masing-masing.
Misalnya mengundang Ahli transportasi, jadi tidak
dibatasi hanya Ahli persaingan usaha.”

- Kuasa Hukum Terlapor : “Kalau membaca di Perkom
ada justifikasi secara legal dan ekonomi, tentu yang
ingin dicari dari Ahli ini adalah economic reasoning-
nya dan kami tidak melihat bahwa Ahli yang
dihadirkan paham mengenai persaingan usaha.”

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi

menilai, Kuasa Hukum Para Terlapor telah melakukan
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contempt of court dimana Kuasa Hukum Para Terlapor
tidak menghargai profesi masing-masing pihak yang
ada dalam ruang sidang, baik kepada Majelis Komisi,

Saksi, maupun Ahli.—-------—--—— o

13.3. Tentang kerjasama kemitraan antara Terlapor II dengan mitra

pengemudi. —-----=mmm e e

Bahwa

Majelis Komisi selama proses pemeriksaan menemukan

fakta lain terkait dengan hubungan kemitraan yang dilakukan

antara

Terlapor II dengan mitra pengemudinya, yang, diuraikan

sebagai berikut: ------------mmm e

13.3.1.

13.3.2.

13.3.3.

Bahwa dalam persidangan terdapat ,bantahan dari
Terlapor II tentang hubungan kemitraansantara Terlapor
II dengan mitra pengemudinya,y Sebagaimana dimuat
dalam poin 21: PerjanjiangPenyéwaan Kendaraan untuk
Penyedia Layanan Kendaraan, Berpengemudi, dinyatakan
tidak ada kemitraan.sTerlapor II menyatakan bahwa
pengemudi adalah/ customer dari Terlapor II yang
menyewa unit yang disediakan oleh Terlapor II. --------------
Bahwa Majelis“™Komisi menilai pernyataan tersebut
bertolak“belakang dengan fakta keterangan Saksi-Saksi
selaku, “pengemudi Terlapor II yang menyatakan
bekerjasama sebagai mitra dari Terlapor II. Lebih lanjut
disampaikan bahwa mitra tersebut ingin bekerjasama
dengan Terlapor II dan Terlapor I karena tertarik pada
insentif yang akan diperoleh, benefit program apabila
loyal menggunakan Grab App, jam kerja yang fleksible
dibandingkan  dengan  taksi  konvensional atau
perusahaan rental lainnya. ---------------=-------mmmm
Bahwa istilah customer berbeda dengan istilah mitra.
Yang dimaksud dengan mitra adalah seseorang yang
menggunakan layanan dari seorang atau sebuah

organisasi atau perusahaan, sedangkan istilah customer
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lebih dekat dengan pembelian terhadap barang. Istilah
mitra lebih terkait pada bisnis di bidang jasa layanan.------
Bahwa hubungan sebagai mitra secara jelas terbentuk
karena Terlapor I dan Terlapor II menerapkan kode etik
yang tidak boleh dilanggar selama bekerjasama menjadi
pengemudi yang menggunakan unit milik Terlapor i,
serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam
klausul perjanjiannya. Apabila mitra melanggarqterhadap
kode etik dan kewajiban lainnya maka mitra akan tefkena
sanksi baik peringatan secara lisan maupén putus mitra. -
Bahwa dengan demikian, Majelis  Komisi menilai
hubungan antara Terlapor II berdasarkan perjanjian
penyewaan kendaraan untuky “penyedia layanan

kendaraan berpengemudi adalahthubungan kemitraan. ----

13.4. Tentang program kepemilikan dnit kendaraan Terlapor II melalui

program loyalitas. -----------de-— -

Bahwa

terdapat pemahaman yang berbeda mengenai program

Loyalitas yang diuraikan, sebagai berikut: ----------------cmmcmmee—-

13.4.1.

13.4.2.

Bahwa program®Gold adalah program milik Terlapor II
terkait ‘Kepemilikan unit. Apabila pengemudi loyal, maka
setelah S5 (lima) tahun akan mendapat program Loyalitas
dari, ‘Terlapor [ yaitu mendapatkan unit, sedangkan
program Loyalitas adalah program milik Terlapor I yang
diberikan hanya untuk mitra Terlapor II apabila
pengemudi terus bergabung dalam program Loyalitas dan
bermitra bersama Terlapor II dan Terlapor I secara
eksklusif selama 5 (lima) tahun, yang hanya dapat
digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dari
Terlapor II. ------— oo
Bahwa menurut Saksi Haris Effendi selaku mitra Terlapor
II, Saksi memahami terdapat klausul dalam perjanjian
yang menyatakan kewajiban bagi Saksi untuk

menggunakan Grab App. Syarat tersebut merupakan
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syarat program Loyalitas untuk mendapatkan mobil. Pada
saat mendaftar Saksi membayar deposit sebesar
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) yang
menurut Saksi merupakan deposit untuk mendapatkan
unit. Saksi menggunakan unit baru dari Terlapor II yaitu
Xenia tahun 2016 yang setelah 5 (lima) tahun unit
tersebut akan menjadi milik Saksi dan Saksi fakan

menanggung biaya balik nama serta biaya perpanjangan

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor M, program
Loyalitas terlebih dulu ada sebelum (program Gold yang
baru ada di pertengahan tahun 2016 yang pada waktu itu

Terlapor II merubah model bisnisnyaumenjadi perusahaan

Bahwa Majelis Komisi menilaisebagai berikut: ---------------
a. Bahwa program( Leoyalitas dari Terlapor I adalah
program kepemilikan unit mobil yang hanya diberikan
kepada mitra, Terlapor II setelah tahun kelima mitra
bergabung,dan loyal dengan Terlapor I dan Terlapor II,
akanwmendapatkan insentif (bonus) khusus yang
hanya)dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) unit
mobil milik Terlapor II, sedangkan program Gold milik
Terlapor Il adalah program sewa bagi mitra pengemudi
yang pembayaran sewanya dilakukan setiap minggu
dengan jumlah nominal yang berbeda-beda untuk
masing-masing mitra pengemudi.-------------------------—-
b. Bahwa terkait dengan perjanjian penyewaan
kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan
berpengemudi yang dilakukan antara Terlapor II
dengan mitra pengemudinya bukan merupakan
perjanjian sewa rental, melainkan perjanjian sewa
beli, yang mengharuskan mitra pengemudi membayar

sewa setiap minggu kepada Terlapor II selama periode
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kerjasama program Gold dan membayar deposit di
awal mitra akan bergabung. -------------------mmmmmm -
c. Bahwa yang dimaksud dengan sewa beli adalah
perjanjian campuran dimana terkandung unsur
perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.
Dalam perjanjian sewa beli selama harga belum
dibayar lunas maka hak milik atas barang (tetap
berada pada si penjual sewa, meskipun barang sudah
berada pada si pembeli sewa. Hak milik baru beralih
dari penjual sewa kepada pembelin sewa ™ setelah
pembeli sewa membayar angsuran ,terakhir untuk
melunasi harga barang.--------z=--=s-Ss=fr oo
d. Bahwa progam Loyalitas danyprogram Gold dibuat
oleh perusahaan yanggterbukti memiliki hubungan
afiliasi, sehingga apabilaydiklaim mobil yang akan
dimiliki oleh mitra pengemudi setelah periode tahun
kelima bergabung ‘adalah mobil Terlapor II, maka
mobil tersebut juga merupakan mobil yang diberikan
oleh Terlaporl untuk program Loyalitas. ------------------
e. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai
insentif (bonus) khusus yang diberikan oleh Terlapor I
kepada mitra Terlapor II dalam program Loyalitas
yang hanya dapat digunakan untuk membeli mobil
milik Terlapor II merupakan iuran sewa beli yang
dibayarkan oleh pengemudi setiap minggu selama
bergabung dalam program Gold selama 5 (lima) tahun.-

13.5. Tentang moratorium penerimaan pengemudi baru oleh Terlapor
13.5.1.Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui sejak

pertengahan tahun 2018 sampai dengan saat ini Terlapor

I sedang melakukan moratorium penerimaan pengemudi
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13.5.2.Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh
Terlapor II, terdapat penambahan pembelian unit oleh
Terlapor Il pada saat Terlapor I melakukan moratorium,

yaitu pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut (vide Bukti
Terlapor I[-Terlapor II-43A, Terlapor I-Terlapor II-43B,
Terlapor I-Terlapor 11-43C, Terlapor I-Terlapor II-43D): --#=--

a. Pada tanggal 9 Januari 2019, pembelian terhadap
Toyota Calya sebanyak 50 unit. ----------------4-—-2s_ = -

b. Pada tanggal 8 Februari 2019, pembelian terhadap
Toyota Calya sebanyak 120 unit.------4&s---2 =2

c. Pada tanggal 9 Februari 2019, pembelian terhadap
Daihatsu SIGRA sebanyak 60 wnity-=s=t---------occeeuee—-

d. Pada tanggal 5 Maret 2019, “pembelian terhadap
Daihatsu Sigra sebanyak™30unit.-------------------—--——-—-
13.5.3.Bahwa pembelian unitdyangydilakukan oleh Terlapor II
menunjukkan Terlapor % II mampu bersaing dan
mengalami peningkatan jumlah mitra selama periode
Terlapor I melakukan' moratorium penerimaan pengemudi

baru. Hal ‘ini, dapat terjadi karena pada saat pesaing
Terlaporiilitidak membuka pendaftaran bagi mitra untuk
menjadi pengemudi Grab, Terlapor II masih memberikan
kesempatan tersebut.-------------mmmmmm oo
1364 . Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai
meskipun sedang terjadi moratorium oleh Terlapor I,
namun tetap terdapat peningkatan jumlah mitra Terlapor

II yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2016 sampai
dengan tahun 2019. - oo

13.6. Tentang kuota angkutan sewa khusus. -----------—--——cmmmmmmmmm -
Bahwa pada faktanya jumlah kuota yang ada lebih kecil daripada
jumlah pengemudi yang ada di lapangan, yang diuraikan sebagai
berikut: ---------mr———-——,—,—,—,— . ., ,— — — — e e e
13.6.1.Bahwa berdasarkan keterangan Saksi perwakilan dari

Kementerian Perhubungan RI, sesuai ketentuan dalam

- 562 -



13.6.2.

13.6.3.

1306.4:

13.6.5.

SALINAN

PM Nomor 118 Tahun 2018 pengawasan terhadap kuota
bagi yang sudah beroperasi dimasukkan dalam satu
kuota. Untuk Sumatera Utara sampai saat ini belum
menyampaikan  berkas berapa  kuotanya, yang
disampaikan sekitar 15.000 (lima belas ribu) kendaraan,
namun secara riil SK Gubernur belum diterima. Jawa
Timur sudah menyampaikan kurang lebih ada #.443
(empat ribu empat ratus empat puluh lima) kendaraan,
Sulawesi Selatan sudah menyampaikan kurang lebih ada
6.963 (enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga)
kendaraan. Kementerian Perhubungan ' juga sudah
meminta ke perusahaan aplikasi,untukdémenyampaikan
data riil yang sudah beroperasisaat ifai. -----------------------
Bahwa jumlah yang beropérasi saat ini melebihi dari
batasan kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,
namun secara riil{ di lapangan, pengemudi dengan
kendaraannya dapat menggunakan dua aplikasi. ------------
Bahwa Kemefiterian Perhubungan menegaskan tidak ada
kebijakan untuk®mengatur pembagian kuota misal untuk
perusahaan ‘tertentu saja diberikan sejumlah sekian.
Apabila “Hkendaraan atau armadanya siap dan
persyaratannya lengkap, akan diproses perizinannya
selama kuota masih tersedia. ----------------mmmmmmme
Bahwa bertolak dari hal tersebut di atas, Kementerian
Perhubungan telah menghimbau kepada pihak aplikator
dan operator dalam rapat koordinasi, untuk memberikan
perizinan bagi mitra pengemudi bersama dengan izin
kendaraannya, yaitu dengan cara tidak menerima
pendaftaran kendaraan jika belum berizin, sehingga
diharapkan populasi dari jumlah kendaraan tetap terjaga. -
Bahwa Majelis Komisi berpendapat terkait dengan
kebijakan penetapan kuota yang diatur dalam Peraturan

Menteri Perhubungan dan Peraturan Gubernur di
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wilayah-wilayah sebagaimana tersebut di atas, dapat
menciptakan entry barrier bagi perusahaan angkutan
umum yang berada pada pasar angkutan sewa khusus
karena jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah
sangat kecil dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah

kendaraan yang sangat besar. -----------------mmmmmmmm—ae -

13.7. Tentang perubahan perilaku Para Terlapor selama proses

persidangan. ------------mmmmmmm - -

Bahwa

selama proses persidangan, sudah terjadi beberapa kali

perubahan perilaku yang dilakukan oleh Para¢Terlapor, yaitu

sebagai berikut: ------------------ -

13.7.1.

13.7.2.

13.7.3.

Bahwa dalam kurun waktu tahua 2016ssampai dengan
tahun 2019, Ir. Stephanus Ardianto Hadiwidjaja yang
diketahui sebelumnya maenjabat sebagai Direktur
dan/atau Direktur Utama pada Terlapor I dan Terlapor II,
serta Dra. Suzy Lindartono yang menjabat sebagai
Komisaris pada“,Terlapor I dan Terlapor II, telah
melepaskan jabatan“rangkapnya pada Terlapor I sejak
Agustus QNG -~ -
Bahwa ' pada) tahun 2015 Kiki Rizky yang diketahui
sebelumnya menjabat sebagai Direktur pada Terlapor I
dan, Terlapor II, telah melepaskan jabatan rangkapnya
pada Terlapor II sejak tahun 2016. Selain itu, sejak tahun
2017 Kiki Rizky sudah tidak lagi menjabat sebagai
Direktur di Terlapor I. —---------mmmm o
Bahwa Terlapor I melakukan perubahan terkait dengan
sistem insentif yang  diberikan kepada = mitra
pengemudinya. Sejak akhir tahun 2019, Terlapor I telah
merubah sistem insentif mitra Terlapor II yang semula
dengan argo (fares) dan mitra individu yang semula
dengan trip diubah menjadi sistem berlian dengan trip.

Dengan sistem berlian tersebut sudah tidak berlaku
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pengembalian atau commission back 20% bagi mitra
Terlapor Il yang mencapai target insentif. ------------------—---
13.7.4.Bahwa Terlapor II sebagai perusahaan angkutan sewa
khusus berupaya mematuhi peraturan perundang-
undangan lainnya terkait dengan izin jasa angkutan sewa

khusus di masing-masing kantor operasional Terlapor dl,

a. Wilayah Medan, izin yang dikeluarkan pada tanggal

24 Januari 2020.-------------mmmmmmm W

b. Wilayah Surabaya, izin yang dikeluarkan pada tanggal

19 April 2018, —----mmm e A

c. Wilayah Makassar, izin yang dikeluarkan pada bulan

Juli 2018, oo
13.7.5.Bahwa berdasarkan uraianddi atas, Majelis Komisi menilai
terdapat upaya paksa dari Paga Terlapor untuk mematuhi
hukum persaingan{usaha dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang terkait dengan perkara a quo. ------
Tentang terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19). e
Bahwa Covid-19, merupakan pandemi yang terjadi di banyak
negara di‘seluruh dunia dan salah satunya adalah Indonesia
yang pertama kali mengkonfirmasi melalui pengumuman yang
disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret
2020, "Bahwa fakta adanya pandemi terkait dengan perkara a
quo, Majelis Komisi menguraikan sebagai berikut: --------------------
13.8.1.Bahwa dengan adanya pandemi ini, menyebabkan
Pemerintah mengeluarkan pengumuman penerapan
protokol pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai
berikut:------------r oo oo oo

a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun

2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil

Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-
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19 di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 16
Maret 2020, ==-==mmmmmm e e
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian
Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam UWpaya
Pencegahan Penyebaran Covid-19 di_ ‘hingkungan
Instansi Pemerintah tanggal 30 Maret 2020y--------------
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 13.A Tahun w2020 tentang
Perpanjangan Status Keadaany, Tertentu Darurat
Bencana Wabah Penyakit "Akibat Virus Corona di
Indonesia tanggal 29 Februari 2020. ---------------—--——-—-
Keputusan Gubernur BDKI Jakarta Nomor 337 Tahun
2020 tentang, Penetapan Status Tanggap Darurat
Bencana (Wabah "Covid-19 di Wilayah Propinsi DKI
Jakarta tanggal 20 Maret 2020. -----------——-mmmmmmemme
Keputusan Gubernur Nomor 380 Tahun 2020 tentang
Pemberlakuan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di
Propinsi DKI Jakarta tanggal 9 April 2020.----------------
Keputusan Gubernur Nomor 412 Tahun 2020 tentang
Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan PSBB
Dalam Penanganan Covid-19 di Propinsi DKI Jakarta
tanggal 22 April 2020.--------—-mm oo
Keputusan Gubernur Nomor 414 Tahun 2020 tentang
Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana

Covid-19 di Propinsi DKI Jakarta tanggal 22 April

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di

Propinsi DKI Jakarta tanggal 9 April 2020.----------------
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i. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau
Masuk Propinsi DKI Jakarta Dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran Covid-19. -----------mmmmmmmmmme o

13.8.2.Bahwa dengan adanya penerapan peraturan-peraturan
tersebut, proses penanganan perkara di KPPU, termasuk
perkara a quo dilakukan penghentian sementara kegiatan
penanganan perkara yang ditetapkan melalui Keputusan

Komisi, sebagai berikut:----------------cmoommm o —Zm

a. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor
24 /KPPU /Kep.3/111/2020 tanggal 16" Maret 2020,
penghentian sementara kegiatan pchanganan perkara
terhitung sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan
tanggal 31 Maret 2020. #5-——sm oo

b. Keputusan Komisi Péngawas Persaingan Usaha Nomor
25/KPPU/Kep.3/111/2020 tanggal 16 Maret 2020,
penghentian Sementara kegiatan penanganan perkara
terhitung (sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan
tanggal ©"ApTil 2020. -----—-- -

c. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor
InTahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara
Elektronik dan  Keputusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 12/KPPU/Kep.1/1V/2020
tanggal 6 April 2020 tentang Penanganan Perkara
Dalam Kondisi Kedaruratan Bencana Wabah Penyakit
Akibat Virus Corona Di Indonesia. ----------------=--coooo--

d. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor
30/KPPU/Kep.3/IV/2020 tanggal 22 April 2020,
penghentian sementara kegiatan penanganan perkara
terhitung sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan
tanggal 29 Mei 2020. --------—mmmmm o

e. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor

31/KPPU/Kep.3/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020,

- 567 -



SALINAN

penghentian sementara kegiatan penanganan perkara

terhitung sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan

tanggal 5 Juni 2020. ---------mmmm
13.8.3.Bahwa dengan adanya pandemi ini berdampak bagi
pelaku usaha, tidak terkecuali juga bagi Terlapor I dan
Terlapor Il -—---- -
13.8.4.Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai
pandemi Covid-19 merupakan salah satu faktoryyang
patut dipertimbangkan dalam proses penanganan peérkara

maupun pengambilan Putusan Komisi. --4#s---2s—-=c-oocmoom

14. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi. ---------z---2s-sner oo oo
Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi agar
memberikan saran dan pertimbangan kepadaié--+----------------mmcmmcmm—
14.1. Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi terkait

implementasi kebijakan kuota, angkutan sewa khusus dengan
memperhatikan prinsip-prinsipipersaingan usaha yang sehat. -----
14.2. Kementerian UMKM( dan Koperasi untuk melakukan advokasi
kepada pengemudiy, vang tergolong UMKM terkait dengan
pelaksanaan_ perjanjian antara pengemudi dengan perusahaan
penyedia f@plikasi, dan perjanjian antara pengemudi dengan

perusahaan ‘angkutan sewa khusus. ----------=-----coemmmmmm -

15. Tentang/Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus. ---------------
Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi
Para Terlapor dalam perkara a quo, sebagai berikut: -------------—--—-cooeo—-
15.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan terdapat hal-hal yang

memberatkan bagi Para Terlapor, yaitu: ------------=----—cmmmmee -
15.1.1. Terlapor I dan Terlapor II sebagai perusahaan PMA yang
memiliki kompetensi pemahaman di bidang hukum,

salah satunya terkait hukum persaingan usaha. -----------
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Dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I dan
Terlapor II sangat besar dan dilakukan dalam kurun
waktu 2017-2019, yaitu terkait integrasi vertikal
berdampak pada pelaku usaha pesaing, sedangkan
terkait diskriminasi berdampak pada mitra individu. ------
Terlapor I tidak kooperatif dengan menolak hadir dalam
persidangan dan tidak menyampaikan data dan{/atau
dokumen yang diminta oleh Majelis Komisi dalam proses
pembuktian. -----------mmmm S
Terlapor II mendapatkan keuntungan lamngsung dengan
adanya integrasi vertikal dan praktik diskriminasi
sebagaimana perkara a quo, namun, demikian menurut
Doktrin Single Economic Entity, “Terlapor 1 sebagai
perusahaan terafiliasi gdengan  Terlapor II telah
mendapatkan keuntungan tidak langsung atas manfaat
atau kinerja bisnis dagi Terlapor II. -------------mmmcmmmcemmo-

Majelis Komisi, - mempertimbangkan hal-hal yang

meringankan bagi Para Terlapor, yaitu: -------------=---——cmmmmm -

15.2.1.

15.2.2¢

15:2.3¢

15.2.4.

15.2.5.

15.2.6.

Terlapor I beripaya mematuhi ketentuan di dalam UU
Nomor %5, Tahun 1999, dengan melepaskan jabatan
rangkap pada Terlapor II.----------mmcmmmmm
Terlapor 1 berupaya melakukan perubahan sistem
pérhitungan insentif kepada mitra-mitranya. ----------------
Terlapor 1 berkontribusi terhadap kemajuan teknologi
informasi di bidang transportasi darat. ---------------------—-
Terlapor II berkontribusi dalam membuka kesempatan
kerja bagi para pengemudi. --------------------mmmmmmmm -
Terlapor II telah bersikap kooperatif selama proses
persidangan. -----------—-—-mmmm e
Terlapor II berupaya melakukan penyesuaian terhadap
ketentuan perundang-undang lainnya terkait dengan

perizinan jasa angkutan sewa khusus.----------------—--—--—-
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15.2.7.

15.2.8.

SALINAN

Terlapor I dan Terlapor II merupakan perusahaan yang
terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).--—--mmm o
Terlapor I dan Terlapor II belum pernah dijatuhi

hukuman terkait perkara persaingan usaha. ----------------

16. Tentang Sanksi Administratif.---------------mmmmmmmm i

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi administratif bagi, para

Terlapor, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai,berikait:----

16.1. Tentang Peraturan KPPU.-------------mmmmm e o b

16.1.1.

16.1.2.

1641.3:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal¢d36_huruf | jo. Pasal
47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, Kemisi berwenang
menjatuhkan sanksi berupa ‘tindakan administratif
terhadap pelaku usaha yamng melanggar ketentuan UU
Nomor 5 Tahun 1999. & --7 -
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g
UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang
menjatuhkan ~sanksi tindakan administratif berupa
pengenaan denda serendah-rendahnya Rp
1.000°000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-
tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar

Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai
Ketentuan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 denda
merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang
didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari
tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga
ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak
melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon

pelanggar lainnya. ---------=---m oo oo
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16.2. Tentang Perhitungan Denda. ------------=—— oo

16.2.1.

16.2.2.

16.2.3.

16.2.4.

Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun
2009, Majelis Komisi menentukan besaran denda
dengan menempuh dua langkah, yaitu dengan
menentukan besaran nilai dasar dan kedua,
penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan
dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut&-----==
Bahwa dalam menentukan perhitungan denda, Majelis
Komisi menghitung denda wuntuk masing-masing
Terlapor pada masing-masing pasal dugaan
pelanggaran. —------------mmmmmmmm T
Bahwa dalam penentuan besaran denda; Majelis Komisi
menetapkan besaran nilai dasar, yang kemudian dari
besaran nilai dasar tersebtit ditambah besaran nilai dari
hal-hal yang memberatkan: sebagaimana diuraikan
dalam butir 15.1, danydikurangi besaran nilai dari hal-
hal yang meringankan sebagaimana diuraikan dalam
butir 15.2. --gge---F-—-----— -
Bahwa , dalami™ menetapkan denda, Majelis Komisi
mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan

membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan

17. Tentang'Sanksi Pidana. ----------==mmmmmmmmm oo

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi pidana bagi para

Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:------

17.1. Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor S5 Tahun 1999

17.2.

mengatur dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha
menerima pemberitahuan Putusan Komisi, pelaku usaha wajib
melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan
pelaksanaannya kepada Komisi.--------==-=-—=-—mmmmmmmmm oo
Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Nomor S Tahun 1999

mengatur pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

SALINAN

Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. ----------
Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (4) jo. Ayat (5) UU Nomor 5
Tahun 1999 mengatur apabila ketentuan sebagaimana dimaksud
ayat (1) dan ayat 2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi
menyerahkan putusan tersebut untuk dilakukan penyidikan.
Putusan Komisi tersebut merupakan bentuk permulaan(yang
cukup bagi Penyidik untuk melakukan penyidikan. -----4---=s-4==_-
Bahwa ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 UU Nomor S Tahun
1999 mengatur mengenai sanksi pidana pokek ‘dan sanksi
pidana tambahan terhadap pelanggaran Pagal 44 ayat (1) dan
ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999.-------—-a - dmmdr oo
Bahwa terkait dugaan pelanggaran dalam perkara a quo, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 48gayat{(l1) UU Nomor 5 Tahun
1999, pelanggaran terhadap Pasal«4, Pasal 9 sampai dengan
Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27,
dan Pasal 28 diancam /pidana denda serendah-rendahnya
Rp25.000.000.000,00 (dua” puluh lima milyar rupiah) dan
setinggi-tingginya Rpl100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)
atau pidana ‘kurungan pengganti denda selama-lamanya 6
(enam) bul@iu, -—==- -
Bahwa begrdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun
1999, terhadap pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal
48(dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: ---------------------—-
17.6.1. Pencabutan izin usaha; atau---------—----————-————me -
17.6.2. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti

melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini

untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya

S (lima) tahun; atau -----------—-——-
17.6.3. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang

menyebabkan timbulnya kerugian pihak lain. ---------------
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18.

1)

2)

3)

4)

S)

6)

SALINAN

Tentang Diktum Putusan dan Penutup.------—--—----—--——ccoemee -
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan
kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU

Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------=---—mmmmmmmm e

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara‘sah,dan

meyakinkan melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor,5 Tahun

Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar
Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun,1999; ------------------
Menyatakan Terlapor I dan Terlapor Il¢terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, —-----mmm oo e e e e
Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar
Rp7.500.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atas
pelanggaran Pasal 14 Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999 yang
harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode
penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang
PersaingamUsaha); --------==--=mmmmmmm oo
Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar
Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) atas pelanggaran Pasal
14'Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas
Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang
persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha
melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);----------
Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar
Rp22.500.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta
Rupiah) atas pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5
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7)

8)

9)

SALINAN

Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran
pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan
Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah
dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran
di Bidang Persaingan Usaha);-----=====smmmmmmmm oo e
Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar
Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah) atas pelanggaran
Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda
pelanggaran di bidang persaingan wusaha SatuaniKerja Komisi
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode
penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang
Persaingan Usaha); -----====nmmmmmmmmmm oo e e oo o e e
Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan
pembayaran denda selambat-lambatnya,30 (tiga puluh) hari sejak
putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). -----------------
Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II melaporkan dan

menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU. -------------—--

Demikian putusan iniyditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang

Majelis Komisi pada hariySelasa, 30 Juni 2020 dan dibacakan di muka

persidangan yamg,dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 2
Juli 2020 gleh, Majelis Komisi yang terdiri dari Dinni Melanie, S.H., M.E.
sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum., dan Dr.

Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis

Komisi, dengan dibantu oleh Sulastri Ambarianti S.H. dan Ita Damayanti

Wulansari, S.E. masing-masing sebagai Panitera.
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Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Dinni Melanie, S.H., M.E. zv

Anggota Majelis Komisi, Anggota Majelis Komisi%

t.t.d. t.t.d. E
Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. Dr. Guntur Syah@%aragih, M.S.M.

S
Panitera, %v\
t.t.d. & t.t.d.

Sulastri Ambarianti, S.H. t [ta Damayanti Wulansari, S.E.

a suai dengan aslinya,
SEKRETAR ISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kepala Panitera,

Ahmad Muhari, S.H., M.H.
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